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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis mi. Penyusunan tesis 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains 

Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pasca Sarjana Universita Indonesia. Dalam penulisan 

mi penulis tertarik membahas tentang peran Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro 

Jaya dalam menangani kasus korupsi. 

Korupsi di Indonesia saat mi sudah pada posisi yang sangat mengkhawatirkan dan 

merupakan permasalahan negara yang harus mendapatkan prioritas penanganannya. 

Salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 

menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi adalah Poiri. Poiri harus dapat 

melaksanakan amanat rakyat untuk dapat menangani permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan kejahatan korupsi. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah hukum Polda Metro Jaya 

karena Polda Metro Jaya merupakan barometer operasional pelaksanaan tugas-tugas 

Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum memang masing-masing daerah hukum 

Kepolisian pada tiap-tiap Polda memiliki karakteristik dan tantangan tugas masing-

masing, namun Polda Metro Jaya memiliki variasi tipe kejahatan sebagai ancaman dan 

tantangan yang Iebih besar. Jumlah, jenis, dan kualitas kasus yang terjadi di daerah 

hukum Polda Metro Jaya berikut penanganannya akan memperlihatkan dinamika 

operasional yang sangat padat. 

Sebagaimana peran yang telah diberikan tersebut, maka Poiri melalui Satuán 

Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya harus dapat berperan menegakkan hukum 

terhadap setiap kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan optimalisasi peran 

orgahisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jayà, maka diharapkan dapat 

menjalankan proses penyidikan secara balk, benar dan profesional. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik 

dari masa perkuliahan sampal pada penyusunan tesis mi sangatlah sulit bagi penulis 

untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
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1. 	Irjen Pol (Purn ) Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA selaku dosen 

pembimbing I, dengan sabar, ikhlas, dan mengayomi telah banyak memberikan 

arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaiart tesis mi. 
Komjen Pol ( Purn  ) Drs.Ahwll Luthan, SH, MM, MBA selaku dosen 

pembimbing II, walaupun dengan kesibukan kegiatan yang luar biasa padatnya, 

namun bersedia menyediakan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan, 

arahan, dengan membuka diskusi-diskusi konstruktif sehingga dapat 

menyelesaikan tugas penyusunan tesis mi dengan usaha yang optimal. 

AKP Shinto Bina Silitonga, SIK sebagai penyidik pada Kesatuan Tindak Pidana 

Korupsi Polda Metro Jaya, telah banyak memberikan bantuan kemudahan-

kemudahan demi suksesnya penelitian mi, balk d'alam hal menghubungkan 

kepada Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepala Satuan Tindak 

Pidana Korupsi, para penyidik dan anggota-anggota, mendapatkan data-data 

sekunder, dan lain bentuk bantuan yang tidak terhingga. 

Polda Metro Jaya dan jajarannya yang telah banyak membantu dan menerima 

peneliti dengan terbuka sehingga penelitian mi dapat diselesaikan. 

Istri saya tercinta Indah Purwandari Natalia, SE dan M. Ramadhañ Argya Nirbana 

( putra kami ) yang telah banyak mendukung dan memotivasi demi suksesnya 

penyelesaian tesis mi. 

Semua pihak balk Iangsung maupun tidak langsung telah memberikan 

kontribusinya terhadap penyelesaian tesis mi. 

Akhir kata, dengan begitu besarnya nilai bantuan yang telah diberikan kepada penulis, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semuanya dan 

semoga tesis mi membawa manfaat bagi organisasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Jalirta. 17-Mei-2008 

/ 
nturA ng 	.1K 
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ABSTRAK 

Nama 	: 	Guntur Agung Supono, S.IK 
Program Studi: 	Kekhususan Hukum, Program Kajian Jimu Kepolisian Pasca 

Sarjana Universitas Indonesia 
Judul 	: 	Peran Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya Dalam 

Menangani Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Tindak Pidana 
Korupsi Kredit Macct Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok 
Indah Jakarta Selatan Dengan Kerugian Negara Sebesar 
Rp46.457.278.550,00) 

Abstrak 

Berawal pada rasa keprihatinan terhadap korupsi yang merupakan permasalahan 
bangsa, peneliti melakukan penelitian dengan tema tentang penanganan Poiri di bidang 
korupsi. Penelitian mi berfokuskan pada .pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan 
Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya ( selanjutnya disebut Satuan Tipikor) dalam 
penanganan kasus yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Tujuan dari penelitian mi 
adalah untuk mendalami proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan 
Tipikor Polda Metro Jaya dan keterkaitannya dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor 
itu sendiri, sehingga dapat menemukan pola yang baik, tepat dan profesional. Dari hasil 
penelitian mi diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berguna bagi kemajuan organisasi 
Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melaksanakan amanat rakyat menegakkan 
hukum bidang korupsi. 

Penelitian mi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 
kasus dan sifat penelitian mi adalah exploratif yaitu lebih menggali dan mendalami suatu 
proses serta mengungkap berbagai keunikan-keunikan baik pada tataran individu, 
kelompok maupun organisasi secara menyeluruh, rinci dan mendalam, sehingga akan 
terlihat pola-pola yang saling berkaitan pada satuan-satuan gejalanya. 

Hasil temuan penelitian dapat penulis sarnpaikan secara ringkas bahwa Satuan 
Tipikor Polda Metro Jaya belum optimal dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus 
tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang ditemukan baik dari segi 
kondisi organisasi yang meliputi jumlah personel, latar belakang pendidikan, pengalaman 
penyidikan, belum adanya petunjuk teknis penyidikan dari Mabes Poiri, sarana prasarana, 
anggaran maupun kondisi eksternal seperti lamanya menunggu hasil audit investigatif 
dan perhitungan keuangan negara, sering terjadi bolak balik perkara, lamanya menunggu 
ijin buka dan blokir rekening seseorang, dan beberapa kendala lainnya yang telah 
ditemukan dalam penelitian mi yang berakibat pada minimnya kuantitas penanganan 
perkaranya. Akibat Iainnya tentunya berkaitan dengan masih rendahnya kualitas 
penanganan perkaranya itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penelitian mi adalah bahwa 
Satuãn Tipikor rnasih belum optimal melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang 
korupsi dan rekomendasi yang dapat disajikan yaitu agar struktur organisasi Satuan 
Tipikor Polda Metro Jaya lebih dioptimalkan kembali dengan beberapa langkah 

vi 	 Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



diantaranya dengañ mengajukan proposal kepada Mabes Poiri agar segera menerbitkan 
peraturan teknis untuk menghindarkan kegamangan para penyidik dan anggota-
anggotanya, penyidik agar selalu mengikuti perkembangan terkini modus operandi 
kejahatan korupsi yang terjadi, selalu melaksanakan analisis penerapan hukum, 
pembaharuan kondisi organisasi Satuan tipikor yang dapat bersaing melawan pelaku-
pelaku korupsi, dan perlunya kebijakan clari pimpinan Poini yang mencenminkan pada 
penegakkan hukum bidang korupsi. 

Kata kunci Korupsi, optimal 
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ABSTRACT 

Name 	: 	Guntur Agung Supono, 5.1K 
Study Program: 	Speciality of Law, Program Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana 

Universitas Indonesia 
Title 	: 	Role of Corruption Unity Metro Jaya Regional Police in Handling 

Corruption (Case Study Stuck Credit BNI 46 Bank Ritel Business 
Service South Jakarta With Loss Of State Equal to 
Rp46.457.278.550,00) 

Abstract 

Start from a feeling concern to corruption that's nation problem, researcher do the 
research with the theme about handling corruption by Indonesian National Police. This 
research is focussed at the investigation pattern that executed by Corruption Unity of 
Metro Jaya Regional Police in handling of case that related the corruption. Intention of 
this research is to deepen process of investigation by Corruption Unity of Metro Jaya 
Regional Police and related with condition of Corruption Unity organization, so that can 
find good pattern, precisely and professional. From result of this research is expected will 
be able to give idea contribution to growth of science and practically good for progress of 
Indonesian National Police in order to be able to do law enforcement in corruption field. 

This research use qualitative approached with research method of case study, and 
the nature of this research is about explorative that is more diging and deepening a 
process and also express various unique at individual, organization and also group by 
totally, detailed and deep, so that will seen patterns which each other interconnected at set 
of its symptom. 

The Result of research will be submitted in briefly by the writer that Corruption 
Unity of Metro Jaya Regional Police is not optimal yet in executing investigation to 
corruption. Many resistances are found about the condition of organization, covering the 
amount of investigator, education background, experience of investigation, there is no 
technical guide of investigation technique from Police Headquarter, minimum equipment 
and budgeting and also external resistance like the duration awaiting result of audit of 
investigation and calculation of state's finance, return case, the duration awaiting 
permission open and block out someone account, and some other constraint which have 
been found in this research which cause the minimum amount of handling the case. The 
Other effect is still lower the quality of handling the case. So that, the conclusion of this 
research is Corruption Unity still is not optimal yet to execute law enforcement of 
corruption, and the recommendations presented in order to the organization of 
Corruption Unity Metro Jaya Regional Police more optimal again with a few steps among 
others by raising proposal to Police Headquarter immediately publish technical regulation 
to obviate acrophobia investigator and members, investigator must always keep abreast of 
nowadays corruption modus operandi, always execute analysis applying of law, 
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recondition of Corruption Unity organization in order to be able to compete to fight 
against perpetrators of corruption, and the importance of policy from the Head Police that 
expressing law enforcement of corruption. 

Key words : Corruption, optimal 
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1 

BABI 

PENDAHULUAN 

A. 	Latar Belakang 

Korupsi merupakan permasalahan bangsa Indonesia yang mempunyai dampak negatif 

yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan dapat menghambat 

perkembangan kemajuan pembangunan negara. Korupsi di Indonesia sudah pada kondisi 

yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan perekonomian negara' baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah. Negara tidak akan dapat secara maksimal melaksanakan program 

- program pembangunan tanpa tersedianya anggaran yang memadai, baik untuk pelaksanaan 

program pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, pembangunan 

sarana dan prasarana publik, kesehatan maupun program pembangunan nasional lainnya 

yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Anggaran 

negara yang seharusnya dikelola dengan baik dan bijak ternyata kemudian dimanfaatkan oleh 

oknum-oknum warga negara Indonesia demi kepentingan memperkaya pribadinya, 

kelompoknya dan organ isasinya tanpa mem ikirkan kepentingan masyarakat dan kepentingan 

negara yang Iebih besar. 

Kondisi di atas juga diperkuat dengan adanya hasil perneringkatan negara korup yang 

dilaksanakan oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy )2  yang menyebutkan 

bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 3 (tiga) kawasan Asia sebagai negara yang memiliki 

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 
kebijakan pemerintah , baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang beitujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh 
kehidupan rakyat. 

Sebuah Lembaga Research Internasional yang berbasis di Hongkong , yang telah melakukan penelitian 
melaluijajak pendapat terhadap 1.400 pelaku bisnis di kawasan Asia khususnya pada 13 negara Asia seperti 
Filipina, Thailand, Indonesia, China, Vietnam, India, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Macau, Jepang, 
Hongkong dan Singapura. Penelitian dilaksanakan pada bulan januari dan februari 2008. 
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resiko terjadinya korupsi3. Pemeringkatan yang telah dipublikasikan tersebut memang masih 

perlu dipertanyakan tentang validitas data serta metode penelltian yang digunakan, tetapi 

paling tidak hal ml menjadikan kritik membangun bagi negara Indonesia untuk selalu 

mencari formula dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi. 

Kejahatan korupsi di Indonesia juga masuk pada tataran kondisi kejahatan yang luar 

biasa (extra ordinary crime) baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kondisi mi juga 

diperkuat dengan isi konsideran Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yang menyebutkan bahwa: 

"Tindak pidana korupsi yang selama mi terjadi secara meluas , tidak hanya 
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 
biasa. " 

Secara kuantitas, dipandang sebagai extra ordinary crime karena tindak pidana korupsi telah 

banyak dilakukan di berbagai bidang pembangunan baik yang dilaksanakan di tingkat 

pemerintahan pusat maupun di berbagai daerah di Indonesia. Korupsi juga telah merambah 

sampai tingkat perwakilan negara di luar negeri yang tentunya telah memalukan citra bangsa 

Indonesia. Angka-angka yang telah muncul pada data jumlah penanganan kasus yang telah 

ditangani oleh para aparat penegak hukum adalah angka-angka yang menunjukkan bahwa 

tindak pidana korupsi tersebut telah terungkap di permukaan, namun fenomena nil atas 

perbuatan korupsi yang sebenarnya terjadi tentunya masih sangat besar mengingat kejahatan 

jenis mi dilakukan dengan cara yang begitu rapi dan terlihat legal ( seolah-olah bukan 

kejahatan ). Secara kualitas, kejahatan korupsi sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai 

kejahatan biasa seperti pencurian, penggelapan dan penipuan, namun modus operandinya 

selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

menjadi lebih rumit dan halus. Pada dasamya dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi 

mempunyai persamaan unsur dengan beberapa tindak pidana umum yang terdapat di dalam 

--, 2008, " Korupsi Asia, Filipina, Thailand dan Indonesia Teratas ", Jakarta Harian Kompas tanggal 11 
maret 2008, hIm 10. 

--, 2001, Undang —Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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KUHP, perbedaannya lebih terletak pada adanya keterkaitan deñgan negara dan yang 

dirugikan atas terjadinya perbuatan korupsi tersebut adalah negara. Dalam hubungan ml bila 

perbuatan tersebut merugikan perseorangan (bukan negara ), maka perbuatan pidana tersebut 

masuk dalam kiasifikasi pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi 

pada umumnya dipahami sebagai tindak pidana khusus, sehingga diatur dengan 

menggunakan Undang-Undang pidana yang bersifat khusus ( b(/zondere wet atau lex 
specialis). 

Korupsi yang semakin merajalela dan mengakar juga tidak luput dari perspektif dan 

kultur masyarakat Indonesia yang menganggap perbuatan suap menyuap atau juga dikenal 

dengan gratifikasi ( sebagaimana merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat 

didefinisikan sebagai korupsi ) sebagai sesuatu hal yang wajar, lumrah, dan membudaya. 

Suap terjadi di hampir semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat. Suap tentunya dimaksudkan untuk melancarkan setiap .usaha yang berkaitan 

dengan pekerjaannya atau kepentingan-kepentingan lainnya. Masyarakat masih banyak yang 

belum memahami bahwa kebiasaan melakukan perbuatan suap sebenarnya merupakan 

embrio atas munculnya korupsi yang lebih besar. Hal mi juga dijelaskan oleh Mohammad 

Zaid Wahyudi dalam literatur yang disampaikan di harian Kompas tanggal 5 Desember 2007 
halaman 5 tentang " Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela ", bahwa: 

"Suap merupakan bentuk primitif dan induk korupsi. Suap merupakan awal lahirnya 
budaya koruptif dalam skala yang lebih luas seperti yang terjadi di negara kita saat 
mi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menganggap bahwa suap merupakan suatu 
perbuatan yangbiasa, wajar, Iumrah, dan tidak menyalahi aturan . 

Pendapat tersebut di atas memperlihatkan bahwa korupsi telah secara diam-diam 

ditolerir bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri, jadi kalau masyarakat secara 

umum mempunyai semangat anti korupsi , maka korupsi sungguh - sungguh tidak akan 

dikenal. Hal mi jelas terlihat bahwa perbuatan suap yang merupakan salah satu bentuk 

perbuatan korupsi merupakan induk munculnya korupsi yang lebih besar. Kebiasaan mencari 

jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu dengan cara memberi gratifikasi pada 

kenyataannya sudah bukan merupakan rahasia umum lagi. Paradigma saling membutuhkan 

Muhammad Zaid Wahyudi, 2007, " Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela ", Jakarta : Harian 
Kompas tanggal 5 Desember 2007, hal : 5. 
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antara yang memberi dan yang menerima akan terus berjalan sepanjang tidak ada mekanisme 

pengawasan yang melekat dan belum adanya kesadaran dari hati nurani setiap insan warga 

negara Indonesia. 

Jika korupsi semakin lama dibiarkan, maka akan berakibat pada kebocoran keuangan 

negara yang sangat besar dan dapat mengurangi nilai modal dalam pelaksanaan program - 

program pembangunan. Banyak sekali program pembangunan yang seharusnya dijalankan, 

kemudian tidak dapat dijalankan dengan optimal atau bahkan tidak dijalankan sama sekali 

(kegiatan fiktif). Secara politis kondisi demikian juga akan berakibat pada kebijakan 

pemerintah yang sudah tidak mungkin dapat lagi membenikan subsidi-subsidi kebutuhan 

fundamental masyarakat seperti subsidi bahan bakar minyak, subsidi bantuan operasional 

sekolah, asuransi kesehatan masyarakat, dan bentuk-bentuk subsidi Iainnya yang ditujukan 

untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin di Indonesia. Ketika pendapatan 

negara tidak lagi mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya, maka akan sangat 

memungkinkan bila kemudian negara selalu mencari solusi-solusi agar pendapatan negara 

terpenuhi, diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan negara berupa kenaikan pajak 

yang justru akan memberatkan rakyatnya. 

Dengan memperhatikan beberapa akibat dari kejahatan korupsi, maka lambat laun 

akan berdampak pada kondisi keuangan negara yang semakin lama akan semakin defisit. 

Akibatnya, negara akan selalu berketergantungan kepada negara-negara lain baik melalui 

hubungan bilateral maupun melalui badan-badan internasional seperti JMF ( International 

Monetary Fund ) dan World Bank untuk selalu membantu menutupi defisit negara tersebut. 

Hutang negara semakin lama juga akan semakin menumpuk tanpa ada konsep penyelesaian 

hutang negara yang kongkrit. Ketergantungan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi 

yang luar biasa terhadap martabat dan citra negara di mata dunia. Label Indonesia sebagai 

negara miskin akan selalu menempel di benak interriasional bahwa negara Indonesia 

merupakan negara miskin yang korup. Pada akhirnya dengan tidak adanya kejelasan sistem 

pemerintahan akan pengelolaan pendapatan keuangan negara baik di pusat maupun daerah 

serta ketidakjelasan sistem pengawasannya, maka kondisi perekonomian negara akan selalu 

berada pada tataran kemiskinan . Korupsi tetap merajalela dan masyarakat tetap merasakan 

adanya ketidakadilan. 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



5 

Membicarakan korupsi seringkali dikaitkan dengan kejahatan jabatan (occupational 
crime) yakni kejahatan yang mensyaratkan bahwa terlaksananya perbuatan tersebut karena 

adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi Undang - tjndarig. Jabatan 

atau occupation di dalamnya mengandung sejumlah kekuasaan dan kewenangan (power and 
authority ) sebagai instrumen utama dimungkinkannya perbuatan korupsi tersebut dapat 

dilakukan. Dominasi unsur jabatan tersebut membuat pelaku korupsi menjadi sangat sulit 

dilacak karena memiliki kekuasaan dan kewenangan yang memungkinkan pejabat tersebut 

melakukan diskresional terhadap kekuasaannya. Dia akan dapat menerbitkan kebijakan yang 

telah terbungkus dengan rapi sebagai kebijakan yang legal sehingga terkesan bahwa 

perbuatan korupsi yang dilakukan terlihat sah secara hukum. Hal mi menunjukkan bahwa 

semakin pelaku perbuatan korupsi mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi , maka akan 

semakin besar pula kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dan tentunya perbuatan 

korupsi yang dilakukannya juga akan berkecenderungan memiliki tingkat kerapian yang 

tinggi. Jaringan Was, struktur birokrasi kokoh dan fasilitas - fasilitas dengan berbagai 

kemudahan termasuk keuangan, powerfull dimana pelaku mempunyai mempunyai kekuasaan 

dan kewenangan, menjadikan pelaku korupsi sulit terlacak secara hukum bahkan tidak 

tersentuh oleh hukum (untouchable ) atau juga unreachable. 

Pelaku tindak pidana korupsi jelas dilakukan oleh oleh orang - orang yang 

mempunyai kesempatan dan berdekatan dengan pelaksanaan program-program 

pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan keuangan negara baik dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Baik sebagai 

pejabat pemerintah pemegang kendali proyek, panitia pelaksanaan tender, kontraktor dan 

orang —orang yang berkepentingan dengan upaya dilakukannya perbuatan korupsi demi 

keuntungan mereka. Penyelenggara negara6  adalah orang - orang yang sangat berdekatan 

6 
Penyelenggara Negara sebagaimana disebutkan dalam pasat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat Negara 
yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat Iainnya yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan 
yang berlaku. 
Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebutjuga menjelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi: 

Pejabat Negara pada Lémbaga Tertinggi Negara, 
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, 
Menteri, 
Gubernur, 
Hakim, 
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dengan perbuatan korupsi. Penyelenggara negara tersebut mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Korupsi tersebut juga tidak hanya 

dilakukan oleh para penyelenggara negara saja, namun juga dapat dilakukan olch pihak 

keluarga dan para pengusaha atau juga dapat dikatakan sebagai para kronl yang telah 

mencengkeram secara kuat dengan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemikiran 

untung mgi (benefit cost ratio ) tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih besar, 

sehingga akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta dapat membahayakan eksistensi negara. 

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku 

perbuatan korupsi tentunya memiliki nilai intelektual, kepandaian, kecerdikan, terdidik, dan 

juga mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup tinggi. Hal mi juga dapat dilihat pada 

berbagai modus operandi atau cara-cara yang dilakukan oleh pelaku perbuatan korupsi 

dengan cukup rapi dan bahkan harnpir tidak ada bukti, sulit terlacak karena mempunyai unsur 

power and authority, kejahatan yang dilaksanakan terkesan legal, tidak mempunyai dampak 

yang langsung dirasakan, mempunyai cukup waktu untuk merusak dan menghilangkan 

dokumen-dokumen barang bukti, sehingga dengan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi 

pula dalam upaya pembuktian dan pengungkapannya. 

Modus operandi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan penyimpangan-

penyimpangan prosedur dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan 

(6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
(8) Pejabat lain yang memiliki fiingsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penjelasan pasal 2 angka (6) disebutkan bahwa dimaksud dengan " pejabat negara yang lain "dalam 
ketentuan mi misalnya kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati atau Walikotamadya. 

Sedangkan dalam penjelasan pasal 2 angka (7) yang dimaksud dengan " pejabat lain yang memiliki fungsi 
strategis " adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara yang 
rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 
Milik Daerah, 
Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, 
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, 
Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan di Iingkungan sipil, Militer, dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Jaksa, 

Penyidik, 
Panitera Pengadilan, dan 
Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. 
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jasa sebagaimana tersebut di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, melakukan 

mark-up tentang penentuan harga dan jumlah barang dan jasa yang dituangkan tidak sesual 

dengan nilal harga nyata perbuatan-perbuatan curang berkaitan dengan tertib administrasi 

dalam proses pengadaan barang dan jasa dimaksud, gratifikasi atau suap dengan tidak 

meninggalkan bekas atau bukti sedikitpun, melakukan penggelapan sebagian atau seluruhnya 

terhadap uang dan barang milik negara, dan berbagai bentuk modus operandi lainnya yang 

semakin hari semakin benvaniasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Semua bentuk modus operandi tersebut dimainkan di hampir seluruh sendi-sendi 

bidang pembangunan nasional yang menggunakan keuangannegara. Hal ml juga diperkuat 

dengan pemyataan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia ( TI!  ) Rizal 

Malik,bahwa: 

Rakyat Indonesia mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi dalam hal suap 
menyuap, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Mereka memiliki berbagai 
cara dan teknik untuk mengatasi kendala dan aturan hukum yang kemungkinan akan 
menjerat mereka, sehingga canggihnya kreativitas masyarakat dalam penyuapan 
tersebut membuat korupsi menjadi sulit untuk dibuktikan". 

Dengan melihat pada anatomi kejahatan yang dilakukan balk pada perspektifpelaku 

dan modus operandinya , maka korupsi dapat dikategorikan sebgai salah satu bentuk 

kejahatan yang terkategorikan sebagai kejahatan white collar crime atau seringkali 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai " kejahatan kerah putih "atau "kejahatan 

berdasi ". Pandangan tersebut memperkuat bahwa perbuatan korupsi dilakukan dengan 

tingkat kesulitan, kerapian dan kecanggihan akan modus operandinya. Sebagaimana dalam 

kejahatan kerah putih, perbuatan korupsi juga dilakukan dengan berpegang pada pninsip-

prinsip greedy is beautiful ( kerakusan itu indah ), sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan 

korupsi dilakukan dengan tanpa pandang bulu dan tidak memikirkan akan dampak-dampak 

yang nantinya akan inerugikan bagi masyarakat dan negara. 

Di Indonesia, Korupsi sebenarnya telah lama didefinisikan sebagai kejahatan oleh 

Undang-Undang. Pendefinisan korupsi sebagai tindak pidana atau kejahatan sudah ada sejak 

tahun 1957 dengan terbitnya 3 (tiga ) Peraturan Penguasa Militer Nomor Pt / PM / 06 / 

1957, Nomor Pit I PM / 03 / 1957, dan Nomor Prt / PM / 011 / 1957. Kemudian dalam 

" Wahyudi, Opcit. 
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perkembangannya muncul Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor 

Prt / Peperpu / 013 / 1958. Aturan tentang pemberantasan korupsi pada tahun 1958 ketika itu 

masih bersifat darurat dan temporer, sehingga kemudian peraturan tersebut diganti dengan 

diterbitkannya Undang - Undang Nomor 24 ( Pip  ) tahun 1960 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Di tahun 1971 , sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat 

agar tindak pidana korupsi dapat diberantas , maka kemudian dikeluarkan dengan Undang - 

Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya 

pada tanggal 16 Agustur 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inenggantikan Undang - Undang Nomor 3 tahun 

1971, dan dalam perkembangannya kemudian telah ditambahkan dengan Undang - Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disini jelas terlihat perkembangan aturan - aturan 

hukuin yang telah ditetapkan dan secara jelas menyatakan bahwa Korupsi merupakan 

perbuatan tindak pidana yang melanggar Undang - Undang atau juga dapat disebut seperti 

yang dinyatakan OIeh Hermann Mannheirn sebagai "legally wrong " atau sebagai" Crime". 

Konteks korupsi sebagai kejahatan juga dapat dikaitkan dengan unsur-unsur 

perbuatan pidana pada tindak pidana korupsi dan modus operandi yang dilakukan yang 

memperlihatkan bahwa perbuatan korupsi yang dijalankan benar-benar mengandung unsur 

"kesengajaan "dan secara sadar dilakukan oleh pelakunya. Pelaku melakukan perbuatannya 

dengan "rasional" karena sebeiumnya pelaku telah mempertimbangkan secara matang akan 

prinsip untung dan ruginya. Sehingga, perbuatan pidana korupsi jelas dapat dikategorikan 

sebagai "murni kejahatan "dan bukan sebagai perilaku yang menyimpang (morally wrOng 

atau deviant behaviours). 

Perubahan pola politik negara seteah reformasi telah memberikan delegasi yang luas 

bagi daerah untuk menata dan mengelola sendiri daerahnya. Konsep otonomi daerah 

sebagaimana TAP MPR nomor 15 /MPR11998 telah mematangkan ranah desentralisasi 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat tercapai konteks kesetaraan dalam 

perkembangan pembangunan di daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Negara telah memberikan keleluasaan pengaturan termasuk dalam mengelola 

keuangan daerah, sehingga banyak sekali pos-pos keuangan yang membesar sebagai 

kekayaan daerah bila dibandingkan ketika masa pemerintahan orde baru dengan konsep 
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pemerintahan terpusat (sentralisasi). Kondisi mi telah dirasakan di hampir se!uruh propinsi di 

Indonesia, termasuk di propinsi DKI Jakarta. 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ( selanjutnya disebut DKI Jakarta ) merupakan daerah 

yang sangat padat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahannya. Jakarta 

merupakan ibukota negara dimana tentunya Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintahan 

negara, sehingga segala bentuk kegiatan yang menyangkut kenegaraan selalu tidak terlepas 

pelaksanaannya dijalankan di Jakarta. Posisi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian 

negara, telah mendorong banyak orang dari luar Jakarta berbondong-bondong rnencari rezeki 

di ibu kota Indonesia mi. Para pendatang tersebut, banyak yang tidak dibekali dengan 

keahlian atau keterampilan khusus, sehingga kehadiran mereka menimbulkan beberapa 

dampak sosial yang sangat sulit tertangani, seperti masalah pengangguran, kerniskinan, dan 

kriminalitas. Permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang muncul di propinsi DKI Jakarta 

diantaranya permasalahan banjir, kemacetan yang terjadi di hampir setiap ruas jalanan 

Jakarta, masih banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh di bantaran sungai dan tempat-

tempat lain seperti dibawah jembatan layang, penyebaran penyakit dan kurangnya tingkat 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, masih banyaknya 

gedung-gedung sekolah yang rusak, dan permasalahan - permasalahan sosial lainnya. Hal mi 

merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh Pemerintahan Daerah di propinsi DKI 

Jakarta yang merupakan cermin kehidupan negara Indonesia. 

Permasalahan tersebut diatasi dengan berbagai program - program pembangunan 

baik berupa program kegiatan maupun pembangunan infrastruktur. Dalam hal pembangunan 

infrastruktur di Jakarta diantaranya adalah dilaksanakannya pembangunan busway (beserta 

perangkatnya termasuk pengadaan bus, pembuatan jalan untuk busway, pembangunan 

koridor), pembangunan Banjir Kanal Timur, penataan kali dan Situ, pembangunan rurnah 

susun, Fly over dan under pass, rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan lain-lain 

Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya dibangun dengan menggunakan uang negara 

yang bersumber dari APBD dengan jumlah dana yang tidak sedikit dari proyek yang berkelas 

ratusan juta rupiah sampai dengan milyaran rupiah. Belum lagi kegiatan - kegiatan sosial 

yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan daerah. 

Jakarta sebagai kota metropolitan mempunyai tingkat perkembangan pembangunan 

yang pesat , dimana dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 
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Jakarta selalu mengalami kenaikan. Mcnurut Kepala Badan Perencanaan Peinbangunan 

Daerah DKI Jakarta Achmad Hariadi, disebutkan bahwa: 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mornpunyat perkembangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang sangat tnggi dan cenderung mengalami peningkatan dan 
tahun ke tahun . Sebagai catatan bahwa di tahun 2005, APBD DKI Jakarta méncapai 
Rp13,9 triliun, ditahun 2006 anggaran tersebut mengalami peningkatan sampai 
dengan Rp18, 17 triliun dan di tahun 2007 APBD Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
mencapai Rp20,68 triliun 8 

Sungguh angka yang fantastis dan sangat rentan 	terjadinya kebocoran anggaran 

pembangunan termasuk diantaranya karena korupsi. Pengelolaan atas uang negara tersebut 

seyogyanya dapat diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan yang ketat. Pelaksana 

pengawasan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Provinsi atau Bawasprop, Badan 

Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, 

Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan atau PPATK, Kejaksaan, KPK dan Kepolisian. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI, merupakan salah 

satu unsur aparat penegak hukurn yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan 

tugas penyidikan terhadap sernua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. 

Amanat Undang-Undang yang diberikan kepada POLRI harus dapat dilaksanakan dengan 

balk rnelalui mekanisme penegakkan hukum yang balk dan benar, sehingga masyarakat 

benar-benar dapat merasakan dan melihat bahwa POLRI benar-benar dapat melaksanakan 

amanat rakyat untuk menegakkan hukurn bidang korupsi secara profesional. Sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pasal 13, menyebutkan bahwa: 

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
Men egakkan hukum, dan 

C. 	Memberikan perlindungan, pengayornan, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan 
merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam 
pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada 
situasi masyarakat dan Iingkungan yang diliadapi karena pada dasarnya ketiga tugas 

8 

 Ahmad Hariadi, 2007," Infrastruktur DKI Jakarta Diprioritaskan ",Jakarta: Media Online Pernprov DKI 
Jakarta)  www.propjakarta.com, Tanggal 10 Desember 2007, 
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pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. 
Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas mi harus berdasarkan norma hukum, 
mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaaan, serta menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia. " 

Selanjutnya diterangkan pada pasal 14 ayat ( I ) hurufg Undang - Undang Nomor 2 tahun 

2002,   bahwa: 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 	melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan Iainnya. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf 
g dijelaskan bahwa ketentuan Undang - Undang Hukum Acara Pidana memberikan 
peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan 
dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal 
tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh 
penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing." W 

Penjelasan dalam Undang - Undang tersebut jelas menyebutkan bahwa POLR1 mernpunyai 

kewenangan untuk menangani setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum negara 

Indonesia termasuk tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penanganan tindak pidana 

korupsi, POLRI harus dapat menunjukkan kinerja dan kemampuan pam anggota-anggota 

Kepolisian baik di tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut 

Mabes POLRI) maupun sampai Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut Polda) termasuk 

Polda Metro Jaya. 

Unsur Kepolisian di propinsi DKI Jakarta adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya 

( selanjut disebut Polda Metro Jaya ) yang merupakan unsur Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang mempunyal kewenangan dan tugas pokok Kepolisian mencakup daerah 

hukum DKI Jakarta. Polda Metro Jaya disamping mempunyai tugas dan tanggung jawab 

penuh atas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum DKI Jakarta, juga 

mempunyai tanggung jawab yang meliputi daerah hukum Kotamadya Tangerang, Bekasi, 

dan Depok. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu besar yang diemban oleh 

Kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas pokok Kepolisian di daerah hukum Polda Metro 

---, 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bandung: 
Fokusmedia, hal : 9. 
'° Jbid, hal :9. 
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Jaya, maka dalam upaya rnembantu memperlancar jalannya proses pembangunan, Polda 

Metro Jaya melakukan pengawasan atas kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran- 

anggaran pemerintah. Secara khusus tugas penanganan atas tindak pidana konipsi 

dilaksanakan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi ( selanjutnya disebut Sat Tipikor) yang 

berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. 

Peneliti memilih lokasi penelitian pada Polda Metro Jaya karena Polda Metro Jaya 

merupakan barometer operasional pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. 

Secara umum memang masing-masing daerah hukum Kepolisian pada tiap-tiap Polda 

memiliki karakteristik dan tantangan tugas masing-masing, namun Polda Metro Jaya 

memiliki variasi tipe kejahatan sebagai ancaman dan tantangan yang lebih besar . Jumlah 

kasus, jenis kasus, dan kualitas kasus yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya berikut 

penanganannya akan memperlihatkan dinamika operasional yang sangat padat. Keiadian atau 

kasus yang menonjol yang merupakan sorotan publik juga seringkali terjadi mengingat 

Jakarta yang menjadi daerah hukum Polda Metro Jaya juga merupakan pusat pemerintahan 

negara Indonesia dimana banyak terdapat tokoh-tokoh publik yang berdomisili dan menetap 

di Jakarta. Permasalahan-permasalahan yang terjadi harus ditangani dengan prinsip-prinsip 

yang benar dan profesional. Kesalahan yang dilakukan akibat keteledoran penanganan atau 

bahkan sampai terjadi penyimpangan oleh Polisi sendiri akan sangat mudah sekali terangkat 

dalam konteks politisasi. Terhadap kasus yang memang sudah benar dalam penanganannya 

saja, Poiri sangat rentan rnendapatkan kritik sebagai politisasi kasus yang ditangani, apalagi 

bila kemudian ditemukan adanya kesalahan penanganannya. Hal inijuga tidak terlepas ketika 

menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peneliti akan dapat melihat bagaimana 

Polda Metro Jaya khususnya Satuan Tipikor mengelola penanganan tindak pidana korupsi 

yang terjadi, sehingga terlihat dengan jelas teknik dan taktik penyidikan yang diterapkan 

pada setiap kasus yang ditangani. 

Dengan deskripsi tentang situasi dan kondisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 

telah dijelaskan di atas dan kemungkinan kerawanan-kerawanan yang muncul berkaitari 

dengan kerentanan terjadinya kebocoran anggaran akibat korupsi, maka Satuan Tindak 

Pidana Korupsi Polda Metro Jaya mernpunyai tantangan tugas yang sangat kompleks. Satuan 

Tindak Pidana Korupsi harus dapat melaksanakan kinerja penanganan tindak pidana korupsi 

secara profesional sesuai den gan harapan masyarakat. 
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Tindak pidana korupsi yang telah dikategorikan sebagai extra ordinary crime tersebut 

tentunya memerlukan penanganan tindak pidana korupsi dengan langkah-langkah 

penegakkan hukum yang tepat. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia 

secara general sudah menjadi endemi yang sulit diatasi dan situasinya sudah pada kondisi 

yang luar biasa, karena itu diperlukan adanya langkah- langkah yang luar biasa pula termasuk 

dalam upaya mengungkap setiap perkaranya. Betapapun Undang-Undang dan aturan-aturan 

hukum lainnya yang melekat dibuat dengan ancaman dan sanksi hukuman yang keras, tidak 

akan berfungsi apa-apa ketika aparat hukum yang menegakkannya tidak dapat melaksanakan 

tugas penegakkan hukum dengan baik dan benar. Hukum itu akan mati dan tidak dapat 

berfungsi sebagaimana fungsi hukum semestinya. Hukum akan dapat ditegakkan dengan 

insan - insan aparat hukum yang berpengalaman, berwawasan, berpengetahuan, mempunyai 

sarana dan prasarana yang memadai, dan bermoral balk. Dalam konteks penanganan korupsi, 

aparat hukum tersebut ketika menghadapi perang hukumnya (law battle ) sudah dapat 

dipastikan akan menghadapi "godaan-godaan "atau iming-iming dari orang - orang yang 

dituduh sebagai pelaku pidana. 

Dengan segala kemampuan yang ada, Satuan Tindak Pidana Korupsi dituntut untuk 

dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kesatuan yang mampu mengungkap 

dan menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda Metro 

Jaya. Sebagaimana dalam job discribtion Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya 

yaitu: 

461. 	Menyelenggarakan fungsi Satuan Tindakan Pidana Korupsi yang bersifat 
regional maupun terpusat pada tingkat daerah yang meliputi 

Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan 
penyidikan terhadap kejahatan korupsi yang terjadi pada dinas atau instansi 
atau jawatan pemerintah maupun non pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta nasional yang 
mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional maupun nasional, 

Melakukan analisa kriminalitas terhadap korban, pelaku, dan modus 
operandi guna menemukan perkembangan pola kriminalitas selanjutnya, 
Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse korupsi di 
Iingkungan Polda Metro Jaya, 
Memberikan back up ( bantuan  ) penyidikan fungsi reserse korupsi di 
lingkungan Polda Metro Jaya dan jajarannya, 
Melaksanakan kegiatan administrasi operasional fungsi reserse korupsi 
termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. 
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5. 	Melaksanakan penyidikan di luar kasus korupsi yang merupakan perintah 
dan atensi pimpinan dan inelaksanakan tugas lain yang diperintahkan 
pinipinan. 

Mencermati penanganan tindak pidana korupsi yang terdapa pada job discribtion 

tersebut di atas, maka akan terlihat bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan Tip ikor Polda 

Metro Jaya mempunyai peranan yang sangat besar dan berat. Cakupan perkara tindak pidana 

korupsi yang dapat ditangani ternyata tidak hanya berkisar pada kejahatan tindak pidana 

korupsi yang terjadi pada dinas atau instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bekasi, 

Tangerang , dan Depok, tetapi juga meliputi kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi 

pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), 

Instansi Departemen Nasional, termasuk juga Perusahaan swasta yang mempunyal 

keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun penanganan perkara tindak 

pidana korupsi tersebut juga memperhatikan tentang unsur Iegalnya, khususnya pada aspek 

locus delicti atau tempat kejadian perkara atas tindak pidana korupsi yang terjadi. 

Dengan memperhatikan pada situasi dan kondisi yang ada pada Satuan Tindak Pidana 

Korupsi Polda Metro Jaya dan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam 

upaya menangani tindak pidana korupsi diperlukan langkah-langkah yang balk, tepat dan 

profesional agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengungkapan dan penanganan kasus 

tindak pidana korupsi yang terjadi. 

B. 	flipotesis 

Istilah hipotesis dapat diartikan sebagai tesis sementara atau kebenaran sementara 

yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja untuk men-design langkah-langkah penelitian 

selanjutnya. Perurnusan hipotesis mi bermanfaat untuk menentukan arah kerja penelitian, 

dimana hipotesis yang telah dibuat akan banyak membantu dalam upaya mencari jawaban 

pemecahan masalah dalam penelitian. Kebenaran yang rnasih bersifat sementara mi masih 

harus dinilai kebenarannya dengan didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan dihubung-

hubungkan untuk mendapatkan jawaban keben aran terhadap perrnasalahan penelitian. 

---, 2007, J3uku Pedornan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sat Tipikor Polda Metro 
Jaya, hal: i lampiran. 
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Dalam merumuskan hipotesis sebagaimana disebutkan dalam pengantar logika irving copi, 

bahwa: 

Merumuskan hipotesis pada suatu tahap penyelidikan, setiap orang apakah dia 
detektif, ilmuwan atau orang awam akan merasa bahwa Ia telah memperoleh semua 
fakta yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Boleh 
dikatakan bahwa Ia telah membanding-bandingkan fakta yang ada, namun masih 
mempunyai tugas untuk" nienyimpulkannya ". Jika berhasil maka hasil akhir dad 
berpikir seperti itu adalah sebuah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik semua 
rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta tambahan yang 
ditunjuk oleh hipotesis awal. Penemuan yang sesungguhnya akan hipotesis yang 
menjelaskan seperti itu merupakan sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga 
pengetahuan. Apabila sebuah hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih hams 
dinilai lagi. Andaikan. hipôtesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan keyakinan 
lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka kriteria akhir untuk menilai sebuah 
hipotesis adalah kemampuan untuk meramalkan. 12  

Berkaitan dengan penelitian mi, maka dalam melakukan pengungkapan kasus tindak 

pidana korupsi tentunya diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar, karena kasus 

tindak pidana korupsi itu sendiri mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam 

upaya pembuktiannya. Para Pelaku korupsi yang berintelektual dan modus operandi yang 

dilakukan dengan cukup rapi bahkan terkesan bukan merupakan kejahatan menjadikan 

tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana 

korupsi yang terjadi, sehingga diperlukan Iangkah penyelidikan dan penyidikan yang baik 

dan berkesinambungan agar " out-put " yang dihasilkan dapat memenuhi unsur-unsur 

pembuktian yang matang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian mi 

adalah : " Apabila anggota dan pengorganisasiannya baik, maka hasil penyelidikannya juga 

akan baik, dan jika hasil penyelidikannya baik maka akan dapat mengungkap kasus tindak 

pidana korupsi yang terjadi dan memudahkan proses penyidikannya ". 

C. 	Masalah Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah hams memiliki fokus penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. Fokus penelitian merupakan konsep utama yang akan dibahas dalam suatu 

penulisan ilmiah, sehingga arah dan langkah penelitian yang dijalankan dapat terkondisikan 

12 C.A.Qadir, 1995, Ilmu Pengelahuan dan Meiodenya ,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal : 5 8-59. 
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dengan balk, terarah dan mempunyai tujuan yang jelas. Penelitian yang tidak mempunyal 

fokus penelitian akan berakibat pada arah penelitian yang tidak jelas, bias, tidak terarah dan 

akan menyulitkan peneliti sendiri ketika akan menentukan dan mengorganisasikan tindakan-

tlndakannya balk di lapangan maupun ketika menuangkannya dalam tulisan. Dengan 

memperhatikan hal tersebut di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian mi pada ranah 

penyidikan tindak pidana korupsi ". 

Masalab penelitian sangat penting dirumuskan sebagai pedoman untuk dapat 

membantu menentukan arah kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat melaksanakan 

kegiatan dengan jelas dan terarah guna mengungkap kebenaran atas permasalahan yang ada 

dalam penelitian. Menurut Suparlan, bahwa masalah penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut 

"bahwa penciptaan sebuah masalah penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada 
pembuatan sebuah proposisi 	(teori atau hipotesa yang belum diuji kebenarannya) 
yang kerangka acuannya adalah hasil pengkajian mengenai kaitan hubungan antara 
sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, dan yang hasil kajian tersebut dikaitkan 
dengan kenyataan - kenyataan yang dihadapi. Dari hasil kajian tersebut dapat tercipta 
masalah atau masalah - masalah teori yang perlu dikaji kebenarannya atas fakta-
fakta Penciptaan sebuah masalah penelitian, dengan demikian adalah sama dengan 
penciptaan suatu model teori atau hipotesa yang dapat digunakan sebagai pedoman 
bagi kegiatan penelitian dan bagi mengungkapkan kebenaran dari proposisi yang 
telah dibuat tersebut • ' 

Dengan memperhatikan hipotesa dan pemikiran di atas, maka masalah penelitian saya adalah 

"Bagaimana Pola penanganan tindak pidana korupsi oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi di 

daerah hukum Pa Ida Metro Jaya ". 

Untuk Iebih memfokuskan arah penelitian mi, maka perumusan permasalahannya 

adalah: 

Bagaimana Pola-pola penyidikan yang selama mi diterapkan oleh Satuan Tipikor 

Polda Metro Jaya? 

Faktor - faktor pendukung keberbasilan dalam penanganañ kasus tindak pidana 

korupsi? 

Hambatan-hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi? 

13  Parsudi Suparlan, 1994, Metodologi Penelitian Kualiiatjf, Jakarta Program Pascasarjana Kajian Wilayah 
Amerika Universitas Indonesia, hal : 21. 
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4. Upaya menangani hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi? 

D. 	Ruang Lingkup 

Agar penelitian yang saya lakukan dapat berjalan dengan fokus, sistematis dan 

relevan dengan arah penelitian i, maka saya akan mengacu pada ruang Iingkup penelitian 

tentang: 

Anatomi tindak pidana korupsi 

Penyidikan Satuan Tindak Pidana Korupsi yang selama mi dilaksanakan. 

Deskripsi kondisi organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya 

Hubungan tata cam kerja antar anggota-anggota penyidik Satuan Tipikor Polda Metro 

Jaya. 

Hubungan tata cara kerja dengan penyidik-penyidik di jajaran Polda Metro Jaya. 

Hubungan tata cam kerja dengan instansi terkait 

Faktor pendukung dan penghambat penyidikan 

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tipikor 

E. 	Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian mi adalah untuk mengetahui dan mendalami proses penyidikan 

tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dan 

keterkaitannya dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor itu sendiri. Bagaimanapun juga, 

"out —put" yang diinginkan agar para penyidik dapat melaksanakan pola penyidikan secara 

optimal tidak terlepas pada keadaan organisasi itu sendiri. 

Manfaat dalam penelitian mi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

secara akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat lain yang diharapkan adalah 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan organisasi Polri khususnya dalam 

menangani korupsi, sehingga diharapkan dapat selalu berkiprah melaksanakan amanat 

kepercayaan masyarakat dan negara dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
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F. 	Metodologi Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang sistematis dan terarah serta obyektif untuk 

mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk pemecahan 

masalahnya itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penelitian yang 

bersifat ilmiah hams dilandaskan pada prosedur-prosedur metode ilmiahnya. Metode ilmiah 

merupakan kerangka landasan untuk melakukan penelitian secara Iengkap dan mendalam 

yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami 

dan dirasakan oleh panca indera manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dengan 

menggunakan panca inderanya akan menerima dan merespon setiap peristiwa-peristiwa yang 

dialaminya yang kernudian diinterpretasikan ke dalam tindakan-tindakan sesuai dengan 

posisinya di dalam Iingkungan sosialnya itu. Dengari metode ilmiah yang telah dipedomani, 

maka setiap informasi sebagai gejala-gejala atau fakta yang diterirna oleh peneliti harus dapat 

diverifikasi kebenarannya secara empirik, jadisetiap gejala ilmiah haruslah dapat dibuktikan 

dengan bukti-bukti empirik dan logis. Dalam penelitian ilmiah mi, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif , dimana menurut Suparlan, bahwa: 

Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 
mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau 
pola-polanya. Pendekatan kualitatif mi mempunyai sasaran péngkajian pada pola-
pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar 
berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam 
kehidupan manusia. untuk memperdalam penelitian ilmiah mengenai pola-pola yang 
ada sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian , maka diperlukan informasi yang 
selengkap dan sedalam mungkin mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 
masyarakat yang diteliti. Gejala-gejala dilihat sebagai satuan-satuan yang masing-
masing berdiri sendiri-sendiri tetapi yang sath dengan lainnya saling berkaitan dan 
merupakan suatu kesatuan yang bulat dan menyeluruh atau disebut dengan 
pendekatan holistik 

Sedangkan menurut John W.Creswell dijelaskan bahwa: 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk 
memaharni masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan 

' Suparlan, Ibid, hal 6-7. 
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gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan 
informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. "15  

Penulis memilih pendekatan penelitian secara kualitatif karena penulis 

menginginkan pendalaman permasalahan penelitian yang akan diteliti secara menyeluruh 

atau holistik, dimana dalam pendekatan kualititatiftersebut akan terlihat pola-pola yang ada 

serta hubungan - hubungan yang saling berkaitan pada masing - masing satuan gejala-

gejalanya. Untuk itu, peneliti akan melaporkan setiap keterangan - keterangan yang 

dimunculkan oleh pam informan sebagai realita ilmiab antara gejala yang satu dengan gejala 

yang Jainnya secara apa adanya dari perspektif informan itu sendiri. Untuk dapat 

menghasilkan keterangan yang benar-benarjujur, tentunya peneliti harus menjaliri hubungan 

dan berusaha untuk meminimalkan jarak dengan pam informan. Hal mi dimaksudkan agar 

penelitian dan hasil penelitiannya dapat berjalan secara obyektif dengan data-data yang 

akurat. Disamping itu peneliti akan berusaha memperkuat keterangan - keterangan tersebut 

dengan bukti-bukti empirik yang relevan untuk mendukung setiap keterangan yang 

disampaikan dari hasil penelitiannya. 

Dalam penelitian kualitatif, menurut Merriam disebutkan bahwa terdapat 6 asumsi 

sebagai berikut: 

"1. 	Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil 
atau produk, 
Peneliti kualitatif tertanik pada makna - bagaimana orang membuat hidup, 
pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal, 
Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan 
analisa data. Data didekati melalui instrurnen manusia, bukannya melalui 
inventaris , daftar pertanyaan atau mesin, 
Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik 
berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau 
mencatat perilaku dalam latar alamiahnya, 
Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertanik pada prses, 
makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar, 
Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun 
abstraksi, konsep, hipotesa, teori dan nincian. 16 

' John W.Creswell, 2002, Research Design Qualilalive and Quanlitative Approaches, Jakarta : K1K Press, hal 
16 Creswell, ibid, 140. 
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Berkaitan dengan konteks penelitian mi, maka peneliti akan memperlihatkan pola-

pola dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi 

Polda Metro Jaya yang selama ml dilakukan. Apakah pola tersebut dirasakan sudah optimal 

dapat menemukan dan mengungkap setiap peristiwa tindak pidana korupsi. Bagalmana 

kinerja Satuan Tindak Pidana korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi 

dengan pola-pola penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan, bagaimana kerjasama tim 

diantara para anggota tim tersebut. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi yang ditangani. 

Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga anggota dan pengorganisasian 

unit-unit pada Satuan Tindak Pidana Korupsi dapat tetap bekerja secara optimal menemukan, 

mengembangkan, menggali dan manangani setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. 

Dengan demikian nantinya akan terlihat secara menyeluruh atau holistik antara pola yang 

satu dengan pola yang lain. 

Untuk mengkaji lebih dalam tentang pemahaman permasalahan penelitian mi , maka 

penulis akan menggunakan metode investigasi studi kasus dan dengan sifat penelitiannya 

adalah exploratif. Peneliti akan menggali fenomena tunggal atau kasus dan mengumpulkan 

informasi-informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data yang 

rcicvan. l3erangkat dari kasus yang diangkat, penulis kemudian dapat mengkaji lebih 

mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada kasus tersebut. 

Sasaran pengkajian adalah pada pola-pola yang umum dan mendasar. Untuk mendapatkan 

gambaran pola dimaksud maka diperlukan info rmasi-in formasi yang mendalam dan lengkap 

sebagai gej ala-gejalanya. Gejala-gejala tersebut merupakan satuan-satuan yang masing - 

masing berdiri sendiri-sendiri, namun kernudian dapat dianalisis untuk menemukan kaitan 

aritara gejala yang satu dengan gejala lainnya sehingga akan terlihat secarajelas tentang peta 

yang menyeluruh atau holistik. 

Studi kasus merupakan uraian penjelasan komprehensif dan exploratif rnengenai 

berbagai aspek individu, kelompok, organisasi (kornunitas ), program atau situasi sosial. 

Dari sudut pandang studi kasus, menurut Lincolm dan Guba (1985), teori yang digunakan 

mengacu pada " teori pola " sebagai penjelasan yang berkembang selama berlangsungnya 

penelitian naturalistis atau kualitatif. Model mi mencerminkan sebuah pola pemikiran atau 
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bagian yang saling berhubungan. 17  Konsep dan hubungan yang ada dalam teori pola akan 

membentuk sebuah sistem yang rapat dan saling memperkuat dan menghubung_hubungkan 

bagian-bagiannya secara keseluruhan. 

Obyektifitas data yang telah dikumpulkan menjadi penting dalam penelitian kualitatif 

karena data-data yang dikumpulkan tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia sebagai 

makhluk sosial, sehingga kadang hams melibatkan emosi dan perasaan antara peneliti dengan 

yang diteliti. Peneliti akan berusaha untuk rnenghilangkan konteks kepentingan, latar 

emosional dan perasaan terhadap obyek penelitian, dalam hal mi peneliti akan membebaskan 

diri dari sikap-sikap pribadi, keinginan-keinginan dan kecenderungankecendemngan untuk 

menyukai maupun menolak setiap data yang dihasilkan. Peneliti mau tidak mau hams 

menerima dan mencatat setiap keterangan, informasi maupun data-data empirik apa adanya. 

Untuk dapat menghasilkan data yang obyektif tersebut, maka peneliti juga hams didukung 

dengan sikap pada posisi yang netral dan bebas dari penilaian-penilajan menurut budaya 

peneliti, namun penilaian dilakukan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian itu sendiri. 

Menurut Parsudi Suparlan, bahwa: 

Untuk menjaga obyektifitas dari data yang dikumpulkan, maka setiap kegiatan 
penelitian biasanya dilakukan dengan berpedoman pada metode i!miah dengan 
ketentuan-ketenjannya mencakup hal-hal sebagai benikut: 

Prosedur penelitian hams terbuka untuk diperiksa oleh peneliti lainnya, karena 
itu dalam setiap laporan hasil penelitian selalu disebutkan metode apa yang 
digunakan dan bagaimana menggunakan metode tersebut, 
Definisi-definjsj yang dibuat adalah benar dan berdasarkan atas konsep-
konsep dan teori-teoni yang sudah ada atau baku, karena itu dalam setiap 
laporan hasil penelitian selalu dinyatakan atau didefinisikan konsep-konsep 
dan teori-teori yang digunakan dan referensi atau kerangka acuannya, 
Pengumpulan data dilakukan secara obyektif yaitu dengan menggunakan 
metode atau metode-metode ilmiah yang baku, 

4. 	Hasil-hasil penemuannya akan ditentukan ulang oleh peneliti lainnya, bila 
sasaran atau masalah penelitiannya sama dan pendekatan secara prosedur 
penelitiannyajuga sama." 18 

17 
 Creswell, Ibid, hal : 90. 

8 
 Parsudi Suparlan, 1994, Melodologi Penelilian KuaIira4J Jakarta: Program Pascasarjana Kajian Wilayah 

Amerika llniversitas Indonesia, hal : 5. 
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F.1. Wawancara 

Dalam pengumpulan data, penulis akan melaksanakan penelitian dengan 

melepaskan identitas sebagai seorang polisi dan ãkan menggunakan identitas sebagai 

seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Hal mi dimaksudkan agar 

tidak terjadi semacam batas yang formal antara yang diteliti dengan peneliti, sehingga 

dalam upaya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan benar-benar 

merupakan hasil inteipretasi dan perspektif dari informan itu sendiri. Peneliti akan 

membiarkan informan untuk me-explore pemahaman dari informan berkaitan dengan 

pengalamannya, pemahamannya, interpretasinya, persepsinya dan perspektithya. 

Untuk meningkatkan kepercayaan bahwa penelitian mi benar-benar dirnaksudkan 

murni karena tujuan penelitian, maka peneliti akan berusaha rnenanamkan 

kepercayaan kepada orang - orang yang akan dijadikan sebagai informan bahwa 

maksud dan tujuan penelitian mi adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan (ranah 

pendidikan ) dan organisasi Kepolisian secara umum. 

Dengan adanya keterbukaan dan kepercayaan yang ditanamkan tersebut, 

diharapkan ketika melakukan wawancara akan mendapatkan informasi yang akurat 

secara ilmiah, tidak ada kepentingan dan maksud Iainnya. Oleh karena itu, peneliti 

akan melakukan pertemuan dan pendekatan berkali-kali dengan informan dan 

bergabung bersama-sama dengan para informan untuk waktu yang cukup. Dengan 

demikian peneliti akan dapat merasakan dengan pemikiran dan interpretasi para 

informan. 

Wawancara dengan menggunakan pedoman juga akan dilakukan oleh peneliti, 

namun teknik wawancara mi bukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

respon atau pendapat terhadap masalah. Teknik mi bertujuan untuk mendapatkan 
informasi khusus. Informasi khusus mi seringkali berkaitan dengan teknik - teknik 

yang secara khusus dilakukan dalam suatu sistem organisasi termasuk organisasi 

pemerintahan, aturan-aturan, prosedur-prosedur baku, struktur-struktur kedudukan, 

dan lain-lain yang bersifat teknis. Untuk mendapatkan informasi khusus mi, maka 

diperlukan keterangan atau informasi yang berasal dari orang yang tepat dan 

representatif. Teknik bertanya yang akan diajukan sebenamya tetap memegang pada 
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prinsip bebas nhlai atau bebas mengembangkan pertanyaan yang akan diajukan 

peneliti, namun penyampaian pertanyaannya dibuat berdasarkan dengan pedoman 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

F.2. Pengamatan 

Teknik pengamatan yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metôde 

pengamatan terlibat dimana peneliti akan melibatkan diii dalam kehidupan informan 

yang akan diteliti untuk dapat memahami dan melihat gejala - gejala dan fenomena 

yang terjadi sesuai dengan makna yang diberikan dan dipahami oleh sasaran atau 

obyek yang akan diteliti. Dalam hal mi, peneliti akan mendekatkan diii dan 

bergabung dengan unit-unit dalam Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. 

Peneliti akan mengamati gejala-gejala dan fenomena yang terjadi pada masing-

masing unit Satuan Tindak Pidana Konipsi. Peneliti tidak akan mempengaruhi kinerja 

mereka ketika para anggota-anggota unit tersebut sedang melakukan tindakan-

tindakan yang berkaitan dengan pekerjaannya, namun posisi peneliti hanya sebagai 

pengamat yang bertugas melakukan pengamatan atas tindakan-tindakan orang per 

orang, benda-benda yang ada disekitamya dan peristiwa-peristiwa yang ditemukan. 

Peneliti akan menggunakan panca indera untuk dapat merasakan dan mernahami dan 

sudut pandang orang yang akan diteliti sehingga akan memudahkan dalam menyerap 

setiap informasi sebagai gejala-gejala yang merupakan satuan-satuan yang didapatkan 

untuk nantinya dapat dijadikan bahan analisa guna mengklasifikasjkan, menghubung-

hubungkan dan mempolakan anatara satuan gejala yang satu dengan satuan gejala 

yang Jainnya. 

Peneliti akan melaksanakan pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu 

tentang bagaimana para informan-informan penelitian mi bekerja dan 
mengorganisasikan pekerjaannya . Dalam hal mi peneliti hams peka dan 

menggunakan panca indera untuk dapat merasakan obyek penelitian untuk kemudian 

dicatat dan dituangkan dalam penulisan ilmiahnya. Peñgamatan mi dilakukan untuk 

men indakianjuti berbagai temuan atas keterangan-keterangan yang didapatkan. Hal 

mi ditujukan untuk mernbuktikan kebenaran atas informasi yang didapatkan dengan 
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keadaan ny'ata di lapangan. Pengamatan juga dapat berfiingsi untuk menambah 

informasi-informasi lain atas apa yang telab diamatinya dan tentunya yang relevan 

dengan penelitian mi. 

Terdapat delapan hal yang hat-us .diperhatikan dalam melaksanakan 

pengamatan, diantaranya ruang atau tempat, para pelaku atau orang yang diamati, 

kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mewujudkan serangkaian interaksi 

diantara sesama mereka, benda-benda atau alat-alat yang digunakan pelaku dalam 

kegiatannya, waktu yang menunjukkan tahapan kegiatan atau peristiwa yang 

berkesinambungan, peristiwa, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pelakunya yang 

terbentuk dalam tindakan-tindakan, dan perasaan para pelaku saat melakukan 

interaksi. Peneliti akan mengamati berbagai hal sesuai dengan delapan hal tersebut di 

atas, namun tidak semua bentuk pengamatan hat-us selalu memenuhi seluruh unsur ( 

delapan hal ) tersebut di atas. Paling tidak delapan hal itu dapat dijadikan pedoman 

ketika peneliti akan melaksanakan pengumpulan data dengan cam pengamatan 

F.3. Penelitian Dokumen 

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan mengumpulkan, 

mengklasifikasjkan, mem band ing-bandingkan dan menganalisa dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan bidang penelitian mi. Secara umum dokumen dapat diartikan 

sebagai catatan yang berisikan kenyataan , bukti atau informasi-informasj. IDokumen 

yang dimaksud dapat terdiri dari catatan-catatan peneliti, berbagai literatur yang 

berkaitan dengan korupsi, berkas-berkas kasus korupsi yang dijadikan sebagai studi 

kasus, administrasj yang berkaitan dengan penyidikan, foto-foto, hasil recording, 

rekapitulasi data-data kasus korupsi yang ditangani Polda Metro Jaya, dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya. Penelitian dokumen mi sangat penting dan dapat 

beiperan sebagai bukti-bukti yang nantinya dapat mendukung informasi-informasj 

atau keterangan-keterangan yang relevan yang akan dituangkan sebagai argumentasi 

ilmiah. Setiap kata dan konsep-konsep yang akan digunakan sebagai argumentasi 

ilmiah harus mempunyai makna, namun makna yang dituangkan dengan kata-kata 
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tersebut akan lebih kuat dan akurat dalam menjelaskan fenomenanya ketika dapat 

dibuktikan dengan bukti-bukti yang relevan. 

C. 	Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sebuah penelitian ilmiah hams dibuat agar dapat terlihat 

sebagai sebuah hasil penelitian yang tersusun dan tertata dengan sistem susunan penulisan 

yang berurut, sehingga hal mi akan memudahkan dalam interaksi antara pembaca dan penulis 

yang telah dituangkan dalam hasil penelitian mi. Sejak awal, pembaca diharapkan sudah 

mulai mengerti dan memahami sedikit demi sedikit deskripsi permasalahan yang 

dimaksudkan dalam pembahasan penulisan, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami 

keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan yang saya 

gunakan, sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab mi berisi tentang latar belakang penulis melakukan penelitian 

tentang penanganan tindak pidana korupsi OIeh Satuan Tipikor Polda 

Metro Jaya. Datam bab mi diterangkan mengenai tujuan dan manfaat 

penelitian serta metodologi penelitian yang digunakan. 

Bab 	II 	Kajian Kepustakaan 

Pada bab mi, penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang pernah 

dilaksanakan yang mempunyai topik yang sama dengan penelitian mi, 

sehingga akan sangat jelas terlihat bahwa hasil penelitian mi 

merupakan hasil yang akan memperkaya dan melanjutkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu. Bab mi juga memperjelas tentang konsep-konsep 

dan teori-teori yang digunakan sebagai sarana untuk menyamakan 

persepsi dan memperjelas cara pandang antara penulis dan pembaca. 

Konsep-konsep dan teori mi nantinya juga akan banyak digunakan 

pada bab pembahasan . Analisis yang tajam dan terarah akan banyak 

Univers!tas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



26 

menggunakan konsep dan teori-teori yang ada, sehingga diharapkan 

menghasilkan hasil kajian yang ilmiah. 

Bab 	111 Gambaran Umum 

Gambaran umum merupakan penggambaran tentang situasi dan 

kondisi pada konteks penelitiannya. Dengan penggambaran umum mi 

diharapkan pembaca akan mengetahui fenomena subyek dan obyek 

penelitian sebagai tingkat ancaman dan tantangan yang hams dihadapi 

oleh organisasi Satuan Tipikor. Gambaran umum diperlukan juga 

sebagai bahan analisis pada bab pembahasan, sehingga pencapaian 

hasil analisa yang mendalam diharapkan dapat mendapatkan solusi 

yang tepat. 

Bab 	IV 	Hasil Penelitian 

Pada bab mi penulis akan menuangkan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan penanganan tindak pidana korupsi yang selama mi 

dilaksanakan, faktor—faktor pendukung keberhasilan dalam 

pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, hambatan-Jiambatan dan 

upaya menangani hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana 

korupsi. 

Bab V Pembahasan 

Pembahasan lebih memperkuat esensi analisis terhadap fakta-fakta 

yang telah dikumpulkan baik pada latar belakang, gambaran umum 

maupun pada hasil-hasil penelitian. Fakta-fakta tersebut sebagai 

gejala-gejala yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan 

konsep-konsep dan teori-teori yang relevan, sehingga diharapkan akan 

dapat menghasi!kan solusi sebagai suatu kesimpulan dan rekomendasi 

yang berguna. 
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Berisi suatu kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi. 

27 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

KajianPustaka 

Penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penanganan 

korupsi yang digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan cara pandang adalah hasil 

penelitian tesis clari saudara Budhi Herdi Susianto, mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian 

angkatan X (sepuluh ). Tesis tersebut berjidul " Birokrasi Penyidikan Korupsi, Mekanisme 

Kontrol, dan Penyidikan Internal KPK ". Tesis mi lebih memfokuskan pada ranah 

mekanisme pengawasan internal terhadap penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh para 

penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi ( selanjutnya disebut KPK ) dan penyidikan 

terhadap penyidik KPK yang telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan 

penyidikannya. 

Hasil penelitian di atas menjadi acuan bagi saya sebagai peneliti untuk menambah 

dan mengembangkannya, sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang 

selalu berkesinambungan antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian para 

peneliti lainnya. Hal mi diperlukan agar tidak terjadi duplikasi dan plagiasi atas hasil 

penelitian ilmiah orang lain. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam setiap 

pelaksanaan penelitian akan dapat memperkaya atas kajian ilmiahnya, sehingga akan selalu 

berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari akan semakin maju dan 

tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. 

Kerangka Konseptual 

Dalam bab mi penulis akan membahas aspek-aspek penelitian ilmiah ketika akan 

melakukan pembatasan - pembatasan sebagai bentuk pengarahan penelitian agar benar-benar 

terarah dan sistematis. Batasan-batasan mi menjadi penting agar pembaca hasil penelitian mi 

tidak bias dan merniliki persepsi, pernaliaman, perspektifatau cara pandang yang sama antara 

pembaca hasil penelitian mi dengan penulis. Menurut Creswell dijelaskan bahwa: 
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"Definisi dan pemyataan tentang signifikansi penelitian disertakan dalam penjelasan 
dan seringkali dijelaskan dalam pendahuluan. Peneliti mendefinisikan istilah-istilah 
sehingga pembaca dapat memahami konteks kata-kata yang digunakan atau 
pengertiannya yang tidak lazim atau terbatas. Definisikan istilah-istilah yang mungkin 
tidak dirnengerti oleh individu di luar bidang penelitian. Sebuah istilah perlu 
didefinisikan atau tidak tergantung penilaian penulis , tetapi penulis dengan 
mendefinisikan istilah jika ada pertanyaan dari sudut pandang pembaca. Kata-kata 
dalam bahasa sehari-hari kaya akan " makna ganda" Bahasa ilmiah dengan tegas 
memisahkan makna ganda mi dari kata-kata dalam hal ketepatan. Inilah alasan 
mengapa istilah-istilah umum diberi " makna teknis "untuk tujuan ilmiah." 19  

Dengan berdasar pada rujukan teknis tersebut di atas , maka di bawah mi penulis akan 

mendefinisikan beberapa konsep-konsep pokok yang relevan dengan penelitian. 

B.1. Korupsi 

Untuk menyamakan persepsi dan perspektif pemahaman tentang konsep 

korupsi, maka penulis akan mengangkat beberapa pendefinisian yang terkait dengan 

korupsi dan menarik garis besarnya. Menyamakan cara pandang tentang korupsi 

merupakan tahapan yang sangat penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang dapat 

berakibat juga pada kekeliruan penerapan pembahasan langkah-langkah selanjutnya 

terhadap konsep korupsi itu sendiri, balk pada pemahaman konssep itu sendiri 

maupun sampai pada cara-cara penanganan pemberantasan korupsi itu sendiri. 

Keliruan dalam mencema arti harfiah atau makna yang sesungguhnya akan berakibat 

kekeliruan yang fatal dalam pembahasan penulisan selanjutnya. 

Istilah korupsi pertama kali digunakan dalam bahasa latin yaitu corruptio atau 

corruptus. Selanjutnya ditemukan lagi kata corrumpere yang mempunyai arti yang 

sama dan berasal dari bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin inilah, sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian banyak tersebar 

dan digunakan ke dalam banyak bahasa negara-negara di Eropa seperti di Inggnis 

menggunakan kata corruption dan corrupt, Prancis rnenggunakan kata corruption, 

dan Belanda dengan kata corruptie atau korruptie . Di Indonesia dapat ditelusuri 

bahwa asal kata korupsi merupakan kata yang didapatkan dari bahasa Belanda. Arti 

9  Creswell, Op,Cit, 101-102. 
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harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, 

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dad kesucian, kata-kata atau ucapan 

yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster 

Dictionary: 

Corruption, The act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive 
decomposition, putrid matter, moral perversion, depravity, perversion of integrity, 
corrupt or dishonest proceedings, bribery, perversion from a state of purity, 
debasement, as of a language, a debasedfrom of a word".20  

Dalam bahasa Indonesia sebagaimana tersebut di dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok dan sebagainya 21, 
sehingga sampai sekarang mi apabila 

orang membicarakan tentang tema korupsi, maka masing - masing orang per orang 

akan mengkerangkakan pikirannya sebagai perbuatan yang berkaitan dengan 

perbuatan - perbuatan jahat yang menyangkut uang. 

Pemahaman tentang korupsi dapat dilakukan dengan berbagai bidang 

pendekatan. Korupsi dapat dilihat dari pendekatan politik, sosiologi dan ekonomi. 

Masing - masing aspek mempunyai cara pandang sendiri-sendiri tentang korupsi. 

Pandangan korupsi dari pendekatan politik' dapat dilihat pada pendapat 

Huntington, bahwa: 

"Adanya pola korupsi di tingkat atas tidak mengganggu stabilitas politik, asal 
saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalul partai politik atau birokrasi 
tetap terbuka. Namun, jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat 
bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk 
menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi ma atau jika kolonel-
kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat 
dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, sistem tersebut akan 
mudah digoncangkan oleh kekuasaan. Dalam masyarakat seperti mi korupsi 
politik dan stabilitas politik , kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas. 
tc 22 

Di dalam encyclopedia Americana tercantum sebagai benikut: 

20  Andi Hamzah, 2007, Fern berantasan Korupsi Melalui Hukurn Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: 
Divisi Iuku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, hal : 4. 
21  Harnzah, Ibid, hal : 6. 
22  Hamzah. Ibid, hal : 8. 
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"Political corruption concerns the illegal pursuit or misuse ofpublic office. 
Electoral corruption includes of votes with money, promises of office or 
special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of 
election. u23 

Pandangan korupsi dari pendekatan ekonomi, dapat dilihat pada titik tolak 

analisis ekonomi (pasar) dimana menurut Clive Gray dalam buku Civil Service 

Compensation in Indonesia dengan komentar: 

Definisi korupsi sebagai sogokan, uang siluman, atau pungli lain yang 
merupakan "harga pasar" yang hams dibayar oleh konsumen yang ingin 
sekali membeli barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu 
berupa : keputusan, izin, atau secara lebih tegas , tanda tangan. Secara teonitis, 
harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik tumnnya 
permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi "harga keseimbangan 
". Karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian " harga 
diskriminasi " , dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan 
perbedaan harga bagi golongan "ekonomi kuat" dan golongan "ekonomi 
lemah 24  

Pandangan korupsi dalam pendekatan sosiologis akan terlihat seperti yang 

disampaikan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption. 

Alatas mencontohkan tentang nilai " nepotisme " dalam kelompok korupsi yaitu 

memasang keluarga atau teman pada posisi-posisi pemenintahan tanpa memenuhi 

persyaratan, yang tentunya hal seperti itu akan sukar dicari normanya dalam hukum 

pidana. 25 Pandangan mi juga diperkuat dalam pasal I Undang - Undang Nornor 28 

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa : nepotisme adalah setiap perbuatan 

penye!enggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan 

keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.26  

Berbagai pandangan pemahaman tentang korupsi seperti yang telah 

disebutkan di atas juga akan ada sedikit perbedaan dalam melihat korupsi menurut 

23  Hamzah, Ibid, hal : 26. 
24  Hamzah. Ibid, hal : 9. 
25  Hamzah, Ibid, hal: 6. 
26Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Ber.cih dan Bebas dan 
Kompsi IColusi dan Nepotisme. 
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perspektif " hukum pidana ". Penulis akan menggunakan konsep korupsi 

sebagaimana yang tercantum dalam konteks hukum pidana, karena dalam penulisan 

liii, penulls akan membahas berkaitan dengan langkah - langkah penegak hukum 

pada ranah " penyidikan ". Langkah - langkah penyidikan jelas ditujukan untuk 

mencari dan menemukan bukti-bukti dan keterangan yang berkaitan dengan unsur-

unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penyidikan 

yang dilaksanakanpun juga harus didasari pada payung hukum yang mempedomani 

setiap langkah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada tindak pidana 

korupsi. Hal mi akan memperkuat bahwa Poiri sebagai saiah satu aparat penegak 

hukum harus selalu memegang pedoman pada asas-asas legalitas yang dimiliki 

dalam beracara pidana yang mengatur tetang perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang telah diletakkan di dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Karena itulah, penulis memaknai konsep korupsi sebagaimana dalam 

ranah hukum pidana. 

Konsep perbuatan yang dapat digolongkan sebagai unsur-unsur perbuatan 

korupsi di Indonesia adalah yang telah terdefinisikan dalam Undang - Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - 

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Penibahan Atas Undang - Undang Nomor 31 

tahun 1999, Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang - 

Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana 

Korupsi. Perbuatan - perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dapat 

dilihat pada pasal 2 (dua) sampai dengan pasal 20 (dua puluh ) Undang - Undang 

Nomor 31 tahun 1999 ditambah dengan pasal 21 (dua puluh satu ) sampai dengan 

pasal 24 (dua puluh empat) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak 

pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Deuinisi perbuatan tindak 

pidana korupsi juga dapat dilihat pada pasal 2 (dua) sampai dengan 12 B (dua belas 

B ) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001. 

Pada pasal - pasal yang telah mendefinisikan tentang perbuatan - perbuatan 

yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang 

- Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 
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sangatlah panjang, namun untuk memudahkannya penulis akan merangkum beberapa 

perbuatan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana korupsi dalam konteks konsep 

korupsi pada ranah hukum pidana, yaitu: 

Setiap orang dan atau korporasi27, 
Melawan hukurn melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, 
Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karenajabatan atau kedudukan, 
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri28  atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaj ibannya, 
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pernbenian 
atau janj i, 
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi suatu perkara yang diserahkannya untuk diadili, 
Hakim yang menerima pembenian ataujanji, 
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 
penjual bahan bangunan yang pada waktu rnenyerahkan bahan 
bangunan , melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselan-iatan negara dalam keadaan 
perang, terniasuk pengawas pembangunan yang membiarkan 
perbuatan curang dan penerima penyerahannya, 
Menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 
Kepolisian Negara Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, termasuk 
pengawas yang membiarkan perbuatan curang tersebut dan penerima 
penyerahannya, 
Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, 

27 
Yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana disebutkan dalam pasal I ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan - badan hukum. 
28 Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi me.nyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi: 

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalani Undang - Undang Kepegawaian (Undang - 
Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian), 
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, 
Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, 
Orang yang menerima gaji atnu upah darl suatu korporasi yang mencrima banituan darl keuangan 
negara atau daerah , atau 
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas 
dari negara atau masyarakat. 
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Sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk 
pemeriksaan administrasi, 
Melakukan, membiarkan, dan atau membantu menghilangkan, 
men8hancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai 
barang, surat, atau daftar yang dlgunakan untuk meyaklnkan atau 
membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena 
jabatannya, 

13., 	Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengari jabatannya, 
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang rnenyelahgunakan 
kekuasaannya mernaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, 
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, 
Pegawai negari atau penyelenggara negara baik Iangsung maupun 
tidak Iangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan 
pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, 
Gratifikasi29  dianggap sebagai pemberian suap bila berhubungan 
dengan jabatannya dan bcrlawanan dengan kewajibannya atau. 
tugasnya." 30 

B.2. Penyelidikan 

Pengertian penyelidikan menurut pasal I angka 9 Undang - Undang Nomor 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang - 
Undang 31.  

Pengertian inijuga dapat ditemukan dalam pasal I angka 5 Undang - Undang Nomor 

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukurn Acara Pidana. 

Petugas yang dapat melaksanakan penyelidikan menurut pasal I angka 4 

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum 

29 
 Yang dimaksud gratifikasi menurut penjelasan dalam pasal 12B Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 

adalah peniberian dalam arti luas , yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount), komisi, pinjaman, 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasi!itas 
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan 
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
30 

 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang —Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
31 ---, 2002, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepo/isian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Fokusmedia, hal : 4. 
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Acara Pidana adalah : " pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh Undang - Undang mi untuk melakukan penyelidikan • 32 Petugas 

penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 tahun 
33 1981 adalah :" setiap pejabatpolisi negaraRepublik Indonesia". 

Pada pasal 5 Undang —Undang Nornor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - 

Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan juga tentang wewenang penyelidik, bahwa: 

"(1) 	Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4: 
a. 	Karena kôwajibannya mempunyai wewenang: 

Meneriina laporan atau pengaduan dad seorang tentang 
adanya tindak pidana, 
Mencari keterangan dan barang bukti, 
Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal din, 
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 

b. 	Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 
Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan, 
Pemeriksaan dan penyitaan surat, 
Mengambil sidik jari dan mernotret seorang, 
Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

(2) 	Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 
tindakan sebagairnana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
kepàda penyidik. 

Pada penjelasan pasal 5 ayat (1) angka 4, yang dimaksud dengan "tindakan 
lain "adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 
syarat 

Tidak bertentangan dengan aturan hukum, 
Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 
tindakan jabatan, 
Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
Iingkungan jabatannya, 
Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, 
Menghormati Hak Asasi Manusia. 

Pada penjelasan tentang kata-kata" laporan "dan 	"pengaduan ", bahwa: 
laporan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan dan 
pelanggaran yang senantiasa dapat dituntut. 
Pengaduan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan 
dan pelanggaran yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan saja. 

32 	
1981, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kilab Undang - Undang Hukwn Acara Pidana, 

Bogor : Politeia, hal :3. 
33KUHAP, Ibid, hat : 13 
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Jadi kedua - duanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, bedanya 
bahwa padà laporan tindak pidana yang dilaporkan itu adalah tindak pidana 
yang senantiasa dapat dituntut , sedangkan pada pengaduan tindak pidana 
yang diberitahukan itu adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila 
ada pengaduan saja. "' 

Weweñang dan tindakan - tindakan seorang penyelidik telah jelas 

tergambarkan seperti yang tersebut data pasal 5 Undang - Undang Nomor 8 tahun 

1981, dan didalamnyajuga tersebut tentang batasan - batasan bagi penyelidik dalam 

hal seorang penyelidik menerapkan tindakan lain menurut hukurn yang bertanggung 

jawab. 

Untuk nienambah wawasan tentang konsep penyelidikan, di bawah mi dapat 

dilihat pada pasal 102 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang 

- undang Hukum Acara Pidana, yaitu 

"(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 
diperlukan, 
Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, 
penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam 
rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf 
b, 
Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) 
penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada 
penyidik sedaerah hukurn."35  

Dalarn pasal mi dijelaskan bahwa penyelidik yang mengetahui sendiri maupun 

mengetahui dari adanya laporan dan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang 

patut diduga sebagai tindak pidana, maka penyelidik wajib segera melakukan 

tindakan penyelidikan yang diperlukan. 

Dalam penanganan pemberantasari tindak pidana korupsi, maka penyelidik 

sesuai dengan pasal 102 Undang —Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah seharusnya tidak selalu harus 

rnenunggu datangnya laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu 

34KUHAP, Ibid. 
35KUHAP, Ibid, hal 93. 
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peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi, penyelidik juga harus 

dapat lebih mengembangkan sistem atau pola penyelidikan dalam upaya untuk 

menemukan dan mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak 

pidana korupsi. Jadi sangatlah jelas bahwa, penyelidikan tlndak pldana korupsi dapat 

dilaksanakan dengan kiasifikasi yaitu pada penyelidikan yang merupakan upaya dan 

hasil temuan petugas penyelidik terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana, penyelidikan yang merupakan pengembangan atas laporan atau pengaduan 

tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan pengembangan kasus 

pada kiasifikasi tertangkap tangan. Dapat diartikan bahwa sesuai dengan kiasifikasi 

tersebut diperlukan langkah penyelidikan dengan pola penyelidikan yang tepat dan 

mantab mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam hal rnengungkap 

peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimana termasuk dalam klasifikasi pada 

kejahatan white collar crime. 

Satuan Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro dalam melaksanakan 

penyelidikan rnenggunakan pedoman pelaksanaan penyelidikan berdasarkan " Buku 

Saku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ". Buku saku mi dibuat 

sebagai pedornan bagi para anggota-anggota yang bertugas di Satuan Korupsi 

Direktorat Krrnininal Khusus Polda Metro Jaya untuk dapat melaskanakan tindakan - 

tindakan teknis penyelidikan dan penyidikan. Hal mi dilakukan karena sampai dengan 

penulisan tesis mi belum ada petunjuk balk berupa Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak 

atau berupa Petunjuk Tcknis atau Juknis yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, padahal 

bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi membutuhkan strategi 

penanganan yang berbeda mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi. Prinsip kehati - 

hatian sangat diperlukan bagi petugas - petugas Polisi yang menangani tindak pidana 

korupsi di Indonesia , juga termasuk bagi petugas Polish Satuan tindak pidana korupsi 

di Polda Metro Jaya. Atas dasar inilah kemudian Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda 

Metro Jaya berinisiatif untuk membuat sernacam buku panduan atau pedoman untuk 

menangani perkara tindak pidana korupsi. 

Dalam rnelaksanakan tindakan - tindakan penyelidikan sesuai yang tercantuni 

di dalam Buku Saku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka 

dapat dilakukan dengan rnenggunakan teknik-teknik penyelidikan berupa: 
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44 1. 	Observasi, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk memperoleh 
keterangan melalui pengamatan dengan panca indera secara teliti 
terhadap orang, benda, tempat atau kejadian, 
SurveIllance, yaltu pembuntutan secara slatematla, 
Under cover, yaitu menyusup ke dalam sasaran, dimana sasaran tidak 
mengetahui dan tidak menyadari keberadaan kita, 
interview, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk memperoleh 
keterangan dari seseorang dimana orang yang memberikan keterangan 
tidak menyadari bahwa ia sedang dimintai keterangan, 
Informan, yaitu jaringan sumber informasi." 36 

Teknik-teknik penyelidikan tersebutjuga harus diketahui oleh petugas Satuan Tipikor 

Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana korupsi. Langkah teknis tersebut 

juga seringkali dilakukan dalam upaya mencari dan menemukan bukti - bukti yang 

dapat digunakan sebagai pendukung kuat dalam upaya menentukan suatu peristiwa 

tersebut sebagai tindak pidana atau bukan, karena hal mi akan menentukan pada 

penentuan tahap selanjutnya. 

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyelidik dalam menangani tindak 

pidana korupsi sebenamya juga mempunyai keminipan dengan metode penyelidikan 

yang dilaksanakan secara ilmiah. Langkah-langkah penyelidikan yang digunakan 

sesuai dengan pemikiran Irving Copi dalam pengantar logika sebagaimana yang 

digambarkan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh detektif Sherlock Holmes 

dalarn memecahkan kasus - kasus yang ditanganinya, mempunyal urutan langkah 

sebagai benikut: 

661. 	Masalah 

Semua pemikiran reflektif bahwa untuk memecahkan sebuah masalah 
maka harus dapat menentukan masalahnya terlebih dahulu, sebelum 
kemudian para detektifmaupun ilmuwan dapat mulai bekerja. Sebuah 
masalah dapat dianggap sebagai sebuah fakta atau kelompok 
faktaPenjelasan yang dapat diterima mengenai fakta atau kelompok 
fakta itu belum diperoleh. Jelas kiranya bahwa lebih dulu diperlukan 
beberapa keyakinan kita jikalau sesuatu diinginkan agar tampak 
prob lematis. 

36,  Buku Saiw Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi , Jakarta : Satuan Korupsi Polda Metro 
Jaya, hat : 22. 
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Hipotesis awal 

Dikatakan bahwa berteori sebelum memperoleh semua fakta adalah 
suatu kesalahan besar. Ada terlalu banyak fakta khusus, terlalu banyak 
data di dunia, sehingga sangat mustahil orang dapat mengetahui 
semuanya. Setiap orang, bahkan penyelidik yang paling sabar dan 
cermat sekalipun, harus mencari-cari dan memilih-milih , untuk 
memutuskan fakta mana yang perlu ditelaah dan fakta mana yang 
dapat dilewati. Ia harus mempunyai hipotesis awal yang mendukung 
atau menentang agar dapat mengumpulkan data yang relevan. Tidak 
perlu sebuah teori yang lengkap, namun sekurang - kurangnya harus 
ada garis besar. Hipotesis akan dapat menuntun penyelidik untuk 
memperoleh data - data yang relevan. Hipotesis awal itu harus bersifat 
sementara, dan harus pula didasarkan padapengetahuan sebelumnya. 

Pengumpulan fakta tambahan 

Fakta awal yang merupakan masalah biasanya sangat tidak Iengkap 
untuk dapat memberikan penjelasan yang benar-benar memuaskan. 
Untuk itu perlu mencari fakta tambahan. Diharapkan fakta tambahan 
mi akan berfungsi sebagai petunjuk untuk pemecahan akhir. 

Merumuskan hipotesis 

Pada suatu tahap penyelidikan, setiap orang apakah dia detektif, 
ilmuwan atau orang awam akan merasa bahwa ia telah memperoleh 
semua fakta yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi. Boleh dikatakan bahwa ía telah membanding-bandingkan 
fakta yang ada, namun masih mempunyai tugas untuk 
menyirnpulkannya ". Jika berhasil maka hasH akhir dari berpikir 
seperti itu adalah sebuah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik 
semua rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta 
tambahan yang ditunjuk oleh hipotesis awal. Penemuan yang 
sesungguhnya akan hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakan 
sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga pengetahuan. Apabila 
sebuah hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih harus dinilai lagi. 
Andaikan hipotesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan 
keyakinan lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka kriteria akhir 
untuk menilai sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk meramalkan. 

Menyimpulkan akibat lebih lanjut 

Sebuah hipotesis yang benar - benar bermanfaat tidak hanya akan 
menjelaskan fakta yang semula mengilhaminya, melainkan juga akan 
banyak menjelaskan fakta yang lainnya. Sebuah hipotesis yang baik 
akan mengarah ke fakta lain yang mungkin tidak pemah diduga 
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sebelumnya. Dan tentu saja pembenaran dan akibat lebih lanjut itu 
cenderung memperkuat hipotesis yang menyebabkan akibat itu. 

Menguji akibat 

Akibat dari sebuah hipotesis , yakni rarnalan yang dibuat berdasarkan 
hipotesis itu membutuhkan bermacam - macam sarana untuk 
mengujinya, namun hasil dari percobaan tersebut akan memperoleh 
penegasan yang dramatis dan meyakinkan. 

Penerapan 

Bagaimanapun juga, perhatian detektif bersifat praktis. Untuk 
menyelesaikan suatu kejahatan, ia tidak hanya menjelaskan fakta tetapi 
juga menangkap dan menahan penjahat. Yang disebut terakhir 
mencakup membuat penerapan dan teorinya, yaitu menggunakan teori 
itu untuk meramalkan dimana penjahat dapat ditemukan dan 
bagaimana dia dapat ditangkap. Ia masih harus menyimpulkan akibat 
lebih lanjut dari hipotesis itu, bukan untuk penegasan tambahan 
melainkan untuk tujuan praktis." 37 

Dengan berbagai pandangan tentang konsep penyelidikan tersebut di atas, 

jelas terlihat bahwa dalam melaksanakan penyelidikan diperlukan cara-cara yang 

sistematis dan bermetode. Penyelidikan yang balk akan sangat berguna dalam upaya 

mengungkap dan memecahkan masalah yang dihadapi. Begitu juga dalam hal 

penanganan tindak pidana korupsi dengan latar belakang permasalahan yang 

mempunyai tingkat kesulitan yang cukup rumit untuk dapat dipecahkan, sehingga 

diperlukan tindakan dan metode penyelidikan yang benar-benar dapat berjalan secara 

sisternatis dengan strategi manajemen penyelidikan yang mantab. 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dan dengan payung 

hukum yang khusus juga, maka penanganan pengungkapan tindak pidana korupsi pun 

juga harus dilaksanakan dengan Iangkah - langkah yang memiliki nilai kekhususan 

tersendiri dengan menyeimbangkan dan mengikuti payung hukum tersebut Hal mi 

mengingat asas legalitas dalam penegakkan hukumnya. Untuk itu, manajemen 

penyelidikan yang diterapkan juga tetap harus memperhatikan asas legalitas tersebut. 

" C.A.Qadir, 1995, Ilmu Pengelahuan dan Metodenya , Jakarta Yayasan Obor Indonesia, Hal 51-61. 
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B.3. Penyidikan 

Konsep penyidikan dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal I angka 2 dan juga 

dapat diternukan pada pasal I angka 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam Undang - Undang mi untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." 

Untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan tersebut maka pada pasal 6 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa: " Penyidik adalah a. 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesai, b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleli Undang-Undang ". Dengan demikian akan sangat 

jelas kiranya bahwa penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat 

juga disidik oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: 

(I) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang: 

menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana, 
melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, 
rnenyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka, 
melakukan penangkapan, penahatian, penggeledahani dan penyitaan, 
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 
mengambil sidikjari dan memotret seseorang, 
mernanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi, 

---, 1981, Undang— Undang Nornor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang— Undang Hukum Acara Pidana, 
Bogor :Politeia, hal :3. 

31 ---, 2002, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta 
Fokusmedia, hal : 5. 
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h mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara, 
mengadakan penghentian penyidikan, 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab."4°  

Dalam rangka penegakkan hukum , Poiri melakukan tugas - tugas penyidikan 

tindak pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu baik oleh fungsi 

reserse maupun fungsi operasional Poiri lainnya, dan dalam pelaksanaannya harus 

dapat dilaksanakan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya 

merupakan wujud penegakkan hukum yang diatur dalam perundang-undangan 

mengingat tugas —tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan Hak-Hak Asasi Manusia. 

Di dalam Skep Kapoiri Nomor Pot : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang 

Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk 

Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan 

pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut: 

"a. Penyidikan tindak pidana meliputi: 

	

I) 	Penyelidikan, 

	

2) 	Pen indakan, meliputi: 
Pemanggilan, 
Penangkapan, 
Penahanan, 
Penggeledahan, 
Penyitaan 

	

3) 	Pemeriksaan, meliputi: 
Saksi, 
Ahli, 
Tersangka 

	

4) 	Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi: 
Pembuatan resume, 
Penyusunan Berkas Perkara, 
Penyerahan berkas perkara 

Dukungan teknis penyidikan, 
Administrasi Penyidikan, 
Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan."" 

40  Op.Cit. hal 17. 
41 

 Mabes Polri, 2000, Skep Kapoiri Nomor Pol : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk 
Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana, hal 
9, 
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B.4. Kejahatan 

Konsep kejahatan dalam tesis mi menjadi penting untuk dimunculkan karena 

tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat 

digolongkan sebagai kejahatan ( misdr(jven  ). Seperti yang telah dijelaskan di dalam 

bab pendahuluan bahwa korupsi di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang 

menyimpang dan merugikan masyarakat, sehingga sangat jelas kemudian bahwa 

perbuatan korupsi dianggap sebagai " kejahatan ". Perbuatan yang digolongkan 

sebagai kejahatan menurut Sue Titus Reid, adalah: 

Kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara 
hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau 
hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang 
beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan 
suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan 
demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu 
bentuk aksi yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan 
pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan 
atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak 
pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. 42  

Pendefinisian oleh ilmuwan yang lain tentang kejahatan juga dikemukakan oleh 

Herrnann Mannheim , yang menyatakan bahwa: 

"Batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau Undang-
Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

Conduct Norm " , yaitu tindakan - tindakan yang bertentangan dengan 
norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum 
dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan 
pengertian tersebut , Mannheim menggunakan istilah "morally wrong" atau 
"deviant behaviours "untuk tindakan yang melanggaratau yang bertentangan 
dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam Undang-Undang 
hukum pidana. Sedangkan istilah " legally wrong " atau " Crime " untuk 
menunjuk 

43  setiap tindakan yang melanggar Undang-Undang atau Hukum 
pidana. " 

42 
 Mohammad Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahalan, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 

hat: 1. 
43  Derniawan, Ibid. Hal: 2. 
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Korupsi merupakan perbuatan yang telah didefinisikan sebagai kejahatan oleh 

Undang - Undang dan jelas sekali tergolong sebagai legally wrong atau crime 

Korupsi didefinisikan oleh negara sebagai perbuatan kejahatan yang tergolong dalam 

hukum pidana dan mengandung berbagai sanksi apabila perbuatan tersebut dilanggar. 

Hal mi juga diperkuat dengan pendapat bahwa : dari karakter dan perbuatan yang 

dilakukan, pelaku tindak pidana korupsi lebih cocok untuk dihukum daripada dibina. 

Perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang menyimpang ( deviant 

behaviour) , melainkan murni kejahatan. 44 

Perbuatan korupsi yang dirasakan merugikan dan meresahkan masyarakat 

karena berbagai akibat dan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan negara, 

maka negara kemudian mengkategorikan perbuatan korupsi sebagai kejahatan dan 

penjahat bagi para pelakunya. Kejahatan harus dapat ditangani dengan baik dan 

melalui pendefinisian tersebut, maka tindak pidana korupsi akan dapat ditangani. 

Selanjutnya tentunya diperlukan aparat penegak hukum yang handal dan tidak korup 

untuk menegakkan aturan hukum yang mendefinisikan tersebut. Hukum akan mati 

dan tidak mempunyai arti sama sekali ketika aparat yang seharusnya menegakkannya 

tidak dapat melaksanakan dan menegakkan aturan hukum yang telah dibuat tersebut. 

Sehingga jelas terlihat bahwa perbuatan korupsi yang telah didefinisikan sebagai 

kejahatan dan penjahat hams dapat diberantas dengan aparat penegak hukum yang 

mantab yang menjalankan penegakkan hukum dengan menggunakan langkah - 

langkah sistematis dan memperhatikan asas Iegalitasnya: 

B.5. Korupsi sebagai kejahatan White Collar Crime 

Konsep White Collar Crime perlu dipahami bersama karena menlpunyai 

keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. korupsi merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang tergolong dalam White Collar Crime. Ada banyak sekali istilah yang 

mendefini sikannya, namun untuk menyatukan pemahamän, maka penulis 

mencantumkan istilah white collar crime yang dikemukakan o!eh Munir Fuady, yaitu: 

Tb. Ronny Rahman Nltibaskara, 2006, Tegakkan Hu/wm Gunakan Hu/wm, Jakarta: Buku Kompas, ha! : 17. 
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White collar crime adalah suatu perbuatan dalam sekelompok kejahatan 
yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh 
pihak profesional , baik oleh individu, organisasi atau sindikat kejahatan, 
ataupun dilakukan oleh badan hukum. Biasanya kejahatan tersebut sangat 
berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari, dengan tujuan untuk melindungi 
kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang, 
Harta benda, maupun jasa , kedudukan dan jabatan tertentu. Perbuatan 
dilakukan oleh pelakunya bukan dilakukan dengan cara-cara yang kasar 
seperti mengancam, merusak, atau mamaksa secara fisik, melainkan dilakukan 
dengan car-cara halus dan canggih yakni dengan jalan menutup-nutupi 
menipu, menyuap, atau menerima suap, atau memainkan perhitungan 
akuntasi, yang biasaya (tetapi tidak selamanya) dilakukan oleh orang -orang 
yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai 
keahlian tertentu, dan biasanya pula perbuatan tersebut dilakukan ketika 

45 pelakunya sedang menjalankan tugas atau menjalankan pmfesinya ". 

Istilah White Collar Crime sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai " kejahatan kerah putih" atau "kejahatan berdasi ". Istilah mi pertama kali 

dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland, seorang kriminolog Amerika yang 

menyatakan bahwa: 

"Konsep white collar crime mi berpandangan bahwa para pihak yang terlibat 
adalah mereka yang merupakan orang - orang terpandang dalam masyarakat 
dan biasanyajuga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Bahkan, modus 
operandi yang seringkali dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara 
yang canggih dan bercampur baur dengan teori - teori dalam bidang ilmu 
pengetahuan , seperti akunting dan statistik. Sehingga, jika diukur dan 
canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat 
juga dari besarnya dana yang dijarab, perbuatan white collar crime jelas 
merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh 
prinsip-prinsip yang keliru, yaitu greedy is beau qful ( kerakusan itu indah.) 

46 

Pelaku yang tergolong dalam white collar crime dikenal cukup hem 

dibandingkan dengan pelaku kejahatan konvensional dan mempunyai ciri-ciri yuridis 

sebagai berikut: 

411. 	Pelakunya adalah orang -orang yang .terhormat dalam masyarakat, 
yakni orang - orang yang termasuk ke dalam golongan kelas 

' Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 9. 
46  Fuady, Ibid, ha! I. 
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menengah ke atas. Misalnya dilakukan oelh Direksi suatu perusahaan, 
karena itu disebutjuga sebagai "high class criminality. 
Perbuatan white collar crime seringkali menggunakan teknologi 
canggih, seperti komputer, telepon seluler, internet, e-commerce, 
karena Itu seringjuga disebutsebagai high tech crime. 
Perbuatan white collar crime sering juga menggunakan profesional 
dan ilmu pengetahuan canggih, seperti menggunakan ahli hukum 
untuk mencari celah-celah hukum , menggunakan konsultan pajak 
untuk menghindari membayar pajak, atau menggunakan akuntan 
profesional untuk menge labu I pembukuari. 
Perbuatan white collar crime dapat merupakan tindak pidana , tetapi 
dapat juga bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan yang 
merupakan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap berbagai 
perundang-undangan di bidang pidana, sementara perbuatan yang 
bukan merupakan tindak pidana merupakan pelanggaran prinsip moral. 
Perbuatan white collar crime dapat merupakan tindak pidana model 
baru ( nonconvensional ) , atau dapat juga merupakan sebagian baru 
dan sebagian lagi merupakan kejahatan konvensional. 
Perbuatan white collar crime dapat dilakukan untuk kepentingan 
pelakunya secara pribadi ( misalnya anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang menerima suap ), tetapi dapat juga dilakukannya untuk 
kepentingan perusahaannya ( misalnya suap yang diberikan oleh 
Direktur perusahaan untuk memperlancar bisnis perusahaannya). 
White collar crime seringkali dapat ditutupi oleh kewajiban menjaga 
rahasia berdasarkan Undang - Undang, seperti rahasia jabatan dokter, 
lawyer, rahasia bank, dan lain-lain. 
Motif dari white collar crime dapat berupa mendapatkan uang atau 
untuk mendapatkan jabatan. 
Seringkali, tetapi tidak selamanya, perbuatan white collar crime bukan 
perbuatan sekali jadi, melainkan serangkaian perbuatan yang 
dilakukan terus menerus. 
Sanksi penjara terhadap pelaku white collar crime umumnya Iebih 
ringan dari sanksi pelaku kriminal biasa. 
Investigasi terhadap white collar crime seringkali menggunakan cara-
cam high - tech, seperti menggunakan sidik jan, DNA, penyadap 
telepon, alat pendeteksi telepon, alat perekam rahasia, alat penelusuran 
rarnbut, bahkan penggunaan satelit pengintal. 
Dibandingkan dengan perbuatan pidana biasa, perbuatan white collar 
crime menimbulkan dampak yang lebih senius terhadap kesehatan, 
keuangan, dan keamanan masyarakat. 
Umumnya perbuatan white collar crime dapat ditutupi oleh pelakunya 
selama bertahun-tahun sebelum diketahui oleh publik 

47 Fuady,Ibid, hal: 14-15. 
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Ciri ciri yuridis dan beberapa hal yang telah diuraikan dalam perbuatan yang 

dapat dikiasifikasikan sebagai white collar crime sedikit banyak juga menipakan ciri 

- ciri dari perbuatan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi juga dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara yang cukup rapi dan hampir tidak ada bukti yang 

ditinggalkan. Permainan laporan pembukuan keuangan dengan metode-metode 

permainan " sedemikian rupa dan bahkan didukung dengan memanfaatkan beberapa 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membuat tindak pidana korupsi 

terkesan dilakukan secara legal administration . Dampak yang ditimbulkan tidak 

hanya pada bidang kesehatan, keuangan, dan keamanan masyarakat saja, namun juga 

menyentuh pada bidang - bidang program pembangunan lainnya yang merugikan 

masyarakat, negara, dan bangsa. Oleh karena itu disebutkan bahwa tindak pidana 

korupsi diklasifikasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana dalam white collar 

crime. 

Dengan mempelajari anatomi kejahatan yang tersebut dalam tindak pidana 

white collar crime dimana didalamnya termasuk tindak pidana korupsi, maka untuk 

dapat mengungkap dan menjaring para pelakunya diperlukan aparat penegak hukum 

yang mempunyai keahlian, ketahanan mental, dan ketahanan moral yang kuat. Hal mi 

menjadi penting karena pam pelaku kejahatan mi tidak hanya pintar dan ahli, tetapi 

jugajelas mempunyai modal anggaran keuangan yang cukup besar untuk melakukan 

penyuapan. Sehingga, diperlukan petugas penegak hukum yang crime scene specialist 

dan juga crime scene moralist. Hal mi menjadi penting karena penegakkan hukum itu 

sendiri tidak akan membawa hasil apapun ketika aparat penegak hukumnya justru 

melakukan korupsi. Kalau hal mi yang terjadi maka suprernasi hukum yang dijunjung 

dalam ranah tujuan reformasi tidak akan terwujud. 

C. 	Kerangka Teôri 

Teori yang akan digunakan oleh penulis guna membahas dan 

menganal isis permasalahan-permasalahan dalam penanganan tindak pidana 

korupsi akan ditentukan dengan mempertimbangkan pada hasil pengumpulan 

datanya dan pada saat menjalankan proses analisa. Hal mi sesuai dengan 
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pendapat Creswell bahwa : " Dalam penelitian kualitatif, kita tidak memulai 

dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebaliknya , sesuai 

dengan model pemikiran induktif, sebuah teori dapat muncul selama dalam 

proses pengumpulan data dan tahap-tahap analisa penelitian atau akan digunakan 

dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain." 48  

C.!. Teori G.O.N.E ( Greeds, Opportunities, Needs, and Exposures) 

Teori GONE dikemukakan oleh Jack Bologne yang menjelaskan bahwa 

faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi faktor Greeds 

( keserakahan  ), Opportunities ( Kesempatan ), Needs  ( Kebutuhan  ), dan 

Exposures (Pengungkapan )49• 

Greeds berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial 

ada di dalam diri setiap orang. Faktor mi lebih kuat terlihat pada kOndisi si 

pelaku ( actor  ) dalam menjalankan perbuatannya. Sebagaimana prinsip yang 

digunakan oleh para pelaku yang tergolong sebagai kejahatan White Collar 

Crime yaitu greedy is beauttful ( rakus atau serakah itu indah ), bahwa pelaku 

tidak memandang akan akibat dan dampak dikemudian hari terhadap orang lain 

atas perilaku jahat yang telah dia perbuat. Pelaku tidak akan memikirkan 

kepentingan-kepentingan lain terhadap orang lain, karena dia hanya akan 

memikirkan bagaimana kepentingannya terpenuhi, walaupun sebenamya hash 

dari kejahatannya itu telah lebih dari cukup untuk memenuhi kepentingannya itu. 

Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau suatu instansi 

yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk 

melakukan kecurangan terhadapnya. Faktor mi lebih melihat pada keadaan 

organisasi atau instansi itu sendiri yaitu pada celah-celah yang mempunyai 

kecenderungan sangat kondusif d ilakukannya kej ahatan korups i. Lemahnya 

pengawasan, tidak tertibnya sistem 	administrasi, tidak adanya standar 

48 
 John W.Creswelt, 2002, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, Jakarta : KIK Press, hal: 

91 

49 fladan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan KorupsiNasional, Jakarta: 
Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, hal : 467. 
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operasional dalam pengolahan keuangan, tidak adanya ketauladanan 

kepemimpinan pada masing-masing unit dalam organisasi dan bentuk-bentuk 

kelemahan lainnya akan sangat memudahkan bagi para pelaku untuk membaca 

setiap kelemahan tersebut sebagai kesempatan atau peluang dapat dilakukannya 

kejahatan korupsi. 

Needs adalah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk 

menunjang pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Setiap manusia sebagai 

makhluk sosial pasti akan selalu berkembang dan berinteraksi dengan orang lain. 

IDalam perkembangannya manusia juga akan selalu berusaha untuk memenuhi 

setiap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan mi memang relatif 

jumlahnya, tergantung bagaimana manusia itu menilai bahwa sesuatu ( baik 

berupa uang maupun barang) yang telah ada telah dapat mencukupi atau kurang 

atau berlebih untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dari sudut pandang pelaku 

kejahatan korupsi, maka pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku 

tentunya dirasakan akan selalu kurang. Berapapun jumfah yang didapatkan, 

maka pelaku akan terus mencari dan berupaya mendapatkan nilai yang Iebih 

besar. 

Exposures berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan 

dihadapi oleh para pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan 

kecurangan. Karena itu perlu adanya tindakan yang tegas oleh organisasi atau 

instansi agar perbuatan curang dapat dicegah. 

Berdasarkan teori di atas, suatu perbuatan korupsi akan dapat muncul apabila 

terdapat keadaan GONE yang cukup kondusifterlaksananya korupsi. 

C.2. Teori Occupational Crime 

Pemilik teori mi adalah Gary S.Green yang rnenyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh 

Undang - Undang karena adanya suatu kesempatan yang terbit dari jabatannya yang 
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dinamis, yaitu pengorganisasian selalu bersifat dinamis, Ia perlu memperhatikan 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan.52  

Teori Pengembangan Organisasi dikemukakan oleh William H.Starbuck yang 

menyatakan bahwa alasan pengembangan suatu organisasi diantaranya: 

Keinginan untuk menjadi lengkap. 

Pam pemimpin organisasi umumnya menginginkan agar organisasinya 

mempunyai kondisi yang lengkap, mempunyai kegiatan-kegiatan yang luas 

dan mampu mencapai kemajuan seperti yang dikehendaki oleh pelanggannya. 

Mempunyai tantangan bagi anggotanya. 

Organisasi yang mengalami pengembangan merupakari tempat bekerja yang 

menarik bagi para anggotanya untuk meniti karimya, selain itu juga 

mendorong motivasi anggotanya untuk meningkatkan kinerja mereka, 

sehingga apabila organisasi kondisinya tidak tumbuh (stagnasi ), maka para 

anggota-anggotanya akan mencoba mencari tempat bekerja yang dianggap 

Iebih menarik. 

C. 	Kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup (survive). 

Menjaga kelangsungan hidup merupakan alasan dalam pengembangan 

organisasi , organisasi harus tumbuh semakin besar apabila ingin terus 

berkompetisi dengan lawan-lawan organisasinya. 

52  George R.Terry, 1986, Asas-Asas Manajemen, Bandung : Alumni, hal :294. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

A. 	Gambaran Umurn Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Gambaran umum merupakan bab yang akan menjelaskan situasi dan kondisi tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan topik dan judul dalam penelitian. Wilayah Jakarta 

merupakan wilayah penelitian yang masuk dalam daerah hukum kewenangan Satuan Tindak 

Pidana Korupsi Polda Metro Jaya dalim melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang 

korupsi. Hal mi menjadi penting karena deskripsi terhadap kondisi - kondisi tersebut akan 

sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dinamika operasionalisasi Satuan Tipikor dalam 

upaya melaksanakan tugasnya. Selain itu, penggambaran urnum mi juga akan terlihat bahwa 

kota Jakarta dan sekitarnya dengan berbagai kompleksitas permasalahan di berbagai bidang 

akan menunjukkan begitu besarnya upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan proses 

pembangunan bagi masyarakatnya. Program-program pembangunan tersebut sangat 

berkaitan erat dengan proses pengaturan dan pengelolaan keuangan yang tidak lain 

menggunakan keuangan negara. Jakarta yang merupakan kota ibukota negara dan kota 

pemerintahan daerah khusus dengan segala aktifitas yang rnewarnai di segala bidang pada 

akhirnya juga akan diikuti dengan kesibukan transaksi-transaksi keuangannya. Transaksi 

keuangan negara dengan nilai nominal yang sangat besar tentunya sangat rentan terjadinya 

kebocoran negara sebagai akibat dari korupsi. Penggambaran kondisi-kondisi tersebut akan 

menunjukkan berbagai ancaman dan tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Tipikor 

Polda Metro Jaya, sehingga akan jelas terlihat tentang peran Satuan Tipikor selanjutnya 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan segala keadaan yang ada baik 

secara internal satuan maupun eksternal. 

A.I. Demografi 

Jum!ah penduduk Jakarta dan sekitarnya berdasarkan sensus penduduk yang 

dilaksanakan pada tahun 2006 terdapat 17.235.583 jiwa yang terbagi atas laki-laki 
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sebanyak 8.745.650jiwa dan perempuan sebanyak 8.421 .878jiwa. Dengan kepadatan 

penduduk sebesar 15.942 jiwa per Km2.53  Perkembangan pembangunan Jakarta 

sebagai Ibukota negara telah berdampak pada peningkatan jumlah perkembangan arus 

urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju Jakarta. Stimulus para urban 

untuk mengadu nasib mencani lapangan pekerjaan di Jakarta merupakan salah satu 

faktor penyebab menigkatnya anus urbanisasi. Jakarta yang menjanjikan akan 

tersedianya berbagai macam lapangan kerja telah merubah kenginan seseorang untuk 

pergi ke ibukota negara mi. Hal mi kemudian dapat dirasakan perkembangan jumlah 

penduduk yang semakin tahun selalu mengalami peningkatan yang berdampak pula 

pada munculnya permasalahan-permasalahan perkotaan lainnya. 

Penduduk asli DKI Jakarta adalah masyarakat Betawi, namun karena 

perkembangan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta, maka semakin banyak 

penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan membawa beragam suku dan 

budaya. Hampir semua suku dan budaya di seluruh Indonesia terdapat di Jakarta, 

sepenti Batak, Dayak, Jawa, Minang, Ambon, Irian dan lain sebagainya. Pengaruh 

sifat masyarakat kota Jakarta yang selalu disibukkan dengan berbagai persoalan-

persoalan kehidupan telah mendorong sifat ke-individu-an yang tinggi yang pada 

akhimya juga akan membentuk sifat masyarakat perkotaan yang acuh terhadap 

hingkungannya. Kompetisi kehidupan yang semakin ketat juga telah menyebabkan 

suku masyarakat asli Betawi menjadi tidak tenhihat yang semakin hari akan semakin 

terpinggirkan bergantung pada kemampuan individunya dalarn menghadapi kompetisi 

tadi. 

Mata pencaharian penduduk di Jakarta sangat bervariasi dan merata, artinya 

bahwa hampir semuajenis pekerjaan dan profesi ada di Jakarta balk sebagai pegawai 

negeri, pegawai swasta, wiraswasta, buruh, tukang, dosen, pegawai perbankan, 

nelayan, pedagang, guru, Poiri, Tentara dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.54  Kota 

Jakarta yang merupakan pusat kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat yang 

sangat kompleks telah membentuk posisi-posisi profesi pekerjaan yang ada menjadi 

sangat bervariasi. Hampir semua profesi bidang pekerjaan terdapat di kota Jakarta mi. 

31. 
	, 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta : Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, ha! 

54 ,Ibid,hal :36. 
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Geografis 

Secara 	geografis, penulis akan menggambarkan wilayah-wilayah 

pemerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi 

daerah Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Wilayah pemerintahan tersebut meliputi 

wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, 

Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, 

Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Tangerang. 	Wilayah 

pemerintahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, 

Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Luas wilayah pemerintahan DKI Jakarta 

dan sekitamya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara keseluruhan terdiri dari 87 

Kecamatan, 737 Kelurahan55. Batas-batas wilayah DKI Jakarta dan sekitamya dapat 

disebutkan yaitu di sebelah utara Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Serang Propinsi Banten. 

Geografis kota Jakarta dan sekitamya secara urnum merupakan daerah dengan 

permukaan daratan yang datar. Letak daratan yang hampir sama dengan permukaan 

laut menjadikan sangat rentan terhadap timbulnya permasalahan yang diakibatkan 

karena adanya perubahan alam diantaranya adalah banjir. Letak propinsi DKI Jakarta 

yang berdekatan dengan lautan ditambah lagi dengan begitu pesatnya perkembangan 

jumlab kendaraan dan industri telah berpengaruh pada kondisi polusi udara kota 

Jakarta yang panas dan berasap. 

Jakarta Sebagai Ibukota Negara 

Berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan sebagai 

propinsi yang setingkat dengan propinsi-propinsi yang lain di Indonesia. Sebagai 

sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab 

Ibid, hal : 2. 
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Iangsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun Jakarta memiliki 

posisi ganda dimana Jakarta sebagai sebuah propinsi dan Jakarta sebagai sebuah 

ibukota negara yang kemudian mendasari Jakarta memperoleh status sebagai Daerah 

Khusus Ibukota ( DK1). 

Status propinsi DKI Jakarta disamping sebagai daerah pemerintahan propinsi 

juga merupakan ibukota negara Indonesia dimana fun gsi pemerintahan negara 

dijalankan di daerah DKI Jakarta. Program-program pembangunan pemerintah pusat 

yang berskala nasional dilaksanakan di dan melalui kernentrian negara yang berkantor 

di Jakarta. Beberapa kantor kementrian negara di Jakarta diantaranya kantor 

Poihukam, Departemen Keuangan, Menko Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam 

Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen 

Kehutanan, Departemen Perindustrian dan perdagangan, Departemen Pertambangan 

dan Energi, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Departemen Sos lal, Departemen Pend id ikan Nasionäl, Departemen Pertanian, 

Departemen Perhubungan, Departemen Riset dan Teknologi, Departemen Koperasi 

dan UKM, Departemen Lingkungan Hidup, kantor Kementrian BUMN, Departemen 

Komunikasi dan Informasi, Departemen Pemuda dan Olahraga, dan kantor-kantor 

pemerintahan pusat Iainnya yang selalu melaksanakan setiap kegiatan program 

pembangunan yang berskala nasional dilaksanakan di Jakarta. 56  

Kondisi di atas rnenggambarkan bahwa program-program pemerintah yang 

dijalankan dengan nilai kontrak pembangunan yang berskala nasional juga tëlah 

dilaksanakan di Jakarta. Nilai kontrak dalam pembangunan tersebut tentunya bemilai 

rupiah yang sangat besar dan rentan terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran 

keuangan negara yang diantaranya disebabkan karena korupsi. 

A.4. Jakarta Sebagai Pusat Kegiatan Politik 

DKI Jakarta juga meinpunyai kurang Iebih 275 kelompok masyarakat atau 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi masyarakat balk yang berskala kegiatan 

Internasional, nasional maupun daerah Jakarta termasuk didalamnya adalah 

56 Jbid, haI3IS. 
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Indonesian Corruption Watch (ICW ) yang selalu mengikuti perkembangan kasus-

kasus korupsi dan melakukan pernantauan atas pelaksanaan program pembangunan 

baik yang berskala nasional maupun kedaerahan.57  Kondisi peipolitikan juga ditandai 

dengan berdirinya partai-partai politik yang mernpunyai kantor pusat di Jakarta. 

Kantor De.wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga 

nasional juga berada di jakarta.58  Hal mi merupakan simbol bahwa kota Jakarta juga 

merupakan pusat kegiatan politik baik yang berskala nasional maupun kedaerahan. 

Pada penanganan kasus korupsi, unsur politis juga serngkaIi mewamai dalam 

intervensi penanganan kasus korupsi itu sendiri. Para pelaku korupsi kadang juga 

merupakan lingkaran arus perpolitikan apakah merupakan bagian dari partai, 

organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat Iainnya. Banyak 

kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat kementrian, pejabat pemerintahan daerah, 

pejabat BUMN dan lain sebagainya mempunyai latar belakang sebagai pengurus 

kepartaian. Hal mi sangat wajar mengingat bahwa jabatan-jabatan di atas merupakan 

produk politik yang sangat besar pengaruhnya dalam struktur jabatan dalam 

pemerintahan. 

Dengan deskripsi demikian dapat dikatakan bahwa para penyidik baik dan 

Kepotisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu berhati-

hati dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana korupsi karena pada 

kenyataannya apabila terjadi sedikit kesalahan yang dilakukan oleh para penyidik 

tadi, maka kasus tersebut akan sangat mudah terpolitisir dan tidak jarang akan 

menyerang kredibilitas kelembagaan. Contoh nyata adalah pada kasus jaksa Urip Tn 

Gunawan yang diduga telah menenima uang suap atas penanganan kasus dana 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Karena ulah oknum seorang jaksa yang diduga 

melakukan penyimpangan penyidikan, maka lembaga Kejaksanaan Agung secara 

generalisir telah terlabel citranya sebagai lembaga yang tidak dapat dipercaya oleh 

masyarakat dalam menangani perkara korupsi. 

57 Jbid, haJ4J 
58  Ibid, hal 57. 
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A.S. Jakarta Merupakan Pusat Perbankan 

DKI Jakarta juga merupakan pusat perbankan nasional. Berbagai aktifitas 

pemerintah dan masyarakat hampir seluruhnya menggunakan sarana perbankan dalam 

setiap transaksi kegiatan-kegiatannya. Bidang perdagangan, industri, pemerintahan, 

export import, dan aktifitas bidang kehidupan Iainnya selalu menggerakkan 

keuangannya dengan menggunakan sarana perbankan. Jakarta sebagai ibukota negara 

tentunya merupakan pusat transaksi perbankan di Indonesia mengingat kota Jakarta 

sebagai pintu gerbang dalam setiap jalinan hubungan dengan negara-negara asing. 

Hubungan setiap warga negara Indonesia yang akan mengembangkan usahanya ke 

luar negeri selalu bersentuhan dengan mekanisme yang selalu melibatkan Jakarta, 

begitu juga dengan warga negara asing yang akan menjalin hubungan usaha atau 

hubungan lain di berbagai bidang sudah dapat dipastikan akan melalui pintu utama 

kota Jakarta. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dengan perkembangan kemajuan 

pembangunan yang dijalankan pemerintahan daerah DKI Jakarta dalam menata kota 

Jakarta itu sendiri. Kondisi di atas telah menunjukkan bahwa kota Jakarta merupakan 

kota yang penuh dengan aktifitas-aktifitas transaksi keuangan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakatnya. 

Keadaan tersebut juga dibuktikan dengan berdirinya Bank-Bank balk 

pemerintah maupun swasta serta Bank-Bank asing di kota Jakarta. Bank - Bank 

tersebut diantaranya : Bank Indonesia (BI ), bank Intemasional Indonesia ( Bil  ), 

Bank Duta, Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

Bank BNI 46, Bank BCA, Bank Mega, Bank Lippo, Bank BTN, Bank Artha Graha, 

Bank Kharisma, Bank Bali, Bank Mayora, Bank NISP, Bank Exim, Bank Ganesha, 

Bank Tamara, Bank Lautan Berlian, Bank Bumi Artha, Bank Arta Pratama, Bank 

Putra, Bank Swadesi, Bank Prima Expres, Bank Panin, Bank Danamon, Bank 

Bukopin, Deutsche Bank, Exim Bank of Japan, Bank Niaga, Bank Muamalat, Bank 

Patriot, Bank Central Dagang, Bank Buana, Bank Universal, Bank Mayapada, Bank 

Dwipa, Bank of Tokyo, Bank Pasific, Bank SGP, Bank RRC, Standard Chartered 

Bank, Bank Kongyo Daichi, Bank Bumi Raya Utama, bank Swiss, Bank Mandiri, 
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Bank Natin, Bank Media, Bank Mustika, Bank Pelita. Bank-bank tersebut merupakan 

bank swasta maupun bank pemerintah.59  Pada Bank pemerintah juga didalamnya 

merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BLJMN  ) dimana selurub atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dip isahkan. 

Begitu banyaknya kantor Bank rnenunjukkan bahwa Jakarta merupakan pusat 

transaksi keuangan. Setiap kegiatan pemerintahan juga dilaksanakan dengan 

menggunakan transaksi perbankan. Transaksi-transaksi keuangan dengan nilai rupiah 

yang sangat besar memang telah memancing moral orang per orang untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral guna mendapatkan hasil nilai uang dengan 

cara - cara yang melanggar. Banyak yang tergiur untuk mendapatkan uang tersebut 

mengingat Bank merupakan pusat penyimpanan dan aktifitas transaksi keuangan. 

Orang per orang tersebut bisa dari unsur pemerintah sebagai penyelenggara negara, 

pengusaha, atau bahkan juga dari korporasi. Gambaran umum keadaan tersebut di 

atas memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dengan cara 

manipulasi, pemalsuan , penipuan dan tindakan pidana Iainnya. Dengan demikian 

diperlukan langkah-langkah yang taktis dan profesional dari Satuan Tindak Pidana 

Korupsi yang merupakan salah satu aparat pemerintah yang diberikan kewenangan 

untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang penegakan hukum. 

A.6. Jakarta Merupakan Daerah Industri dan Perdagangan 

Tidak diragukan lagi bahwa Jakarta merupakan pusat perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri telah 

berhasil rnenarik penanaman modal baik modal dalam negeri maupun internasional, 

sehingga selalu meramaikan dalain dunia perniagaan dan perindustrian. Kota Jakarta 

dan sekitarnya merupakan daerah industri dan perdagangan baik yang berskala 

internasional, nasional maupun industri kecil yang berskala lokal. Banyak jenis 

industri yang telah didinikan di ibukota Jakarta dan sekitarnya dimana terbukti dengan 

didirikannya beberapa perusahaan sebagai simbol bahwa Jakarta juga merupakan 

59 Ibid, hal 110. 
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kota industri dan perdagangan. Jakarta sebagai daerah industri dan perdagangan, 

penulis sampaikan pada gambaran umum ml untuk memperkaya wawasan bahwa 

kegiatan perdagangan di daerah Jakarta dan sekitamya merupakan darah yang sangat 

sibuk dan padat. Hal ml tentunya berpengaruh juga pada penanganan Poiri dalam 

upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut membantu 

memperlancarjalannya perdagangan dan perindustrian. 

Faktor keamanan menjadi saham yang penting dalam menentukan iklim 

perdagangan yang aman, bersih dan bebas dari persaingan curàng. Korupsi juga 

dapat terjadi pada bidang perindustrian dan perdagangan. Nuansa korup yang selalu 

mengikuti pada konteks persaingan atau kompetisi usaha diantara perusahaan-

perusahaan tersebut tidak terlepas pada upaya - upaya untuk memenangkan 

persaingan usaha dimaksud. Penerimaan negara dalam hal pemberian perijinan baik 

pada perijinan pendirian usaha maupun bentuk perijinan-perijinan Iainnya untuk 

melancarkan jalan usahanya serta berbagai restribusi pajak yang seharusnya dapat 

diterima oleh negara sebagai pendapatan negara, seringkali tidak terlepas pada 

penyimpangan-penyimpangan oleh oknum-oknum pegawai pel ayanan instansi 

dimaksud untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Konteks korupsi pada 

perusahaan yang merupakan teman dekat atau kroni pejabat juga sangat berdekatan 

dan rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi pada bidang perindustrian dan 

perdagangan. 

Sebagai bukti bahwa Jakarta dan sekitarnya merupakan kota industri dan 

perdagangan, di bawah mi terdapat data jumlah perusahaan yang telah berdiri dan 

beraktifitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya diantaranya wilayah Jakarta Utara 

terdapat sekitar 397 perusahaan, Jakarta Barat terdapat 194 perusahaan, Jakarta 

Selatan terdapat 19 perusahaan, Jakarta Timur terdapat 60 perusahaan, Tangerang 

terdapat 709 perusahaan, Bekasi kota terdapat 536 perusahaan, Bekasi Kabupaten 

terdapat 611 perusahaan, Kota Depok mempunyai 66 perusahaan, Pelabuhan Tanjung 

PriOk terdapat 48 perusahaan, Jakarta Pusat hanya terdaftar beberapa industri kecil di 

daerah Pejompongan dan Johar Baru.60  

60 lbid, hal:132-167. 
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Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang diantaranya 

perabot rumah tangga / furniture, textil, pecah belah, roti, garmen, elektronik, 

makanan dan minuman, makanan ternak, percetakan, biji plastik, perabot plastik, 

percetakan, perkayuan, sepatu, swalayan, real estate, obat.obatan, industri kendaraan 

bermotor, basil laut, kertas, minyak, kaca, alumunium, cat, karet, konstruksi, bahan 

kimia, property dan lain sebagainya. Janis-jenis perdagangan mi mempunyai tingkat 

kegiatan dari usaha kecil menengah sampai pada skala kelas exportir. 

Pada bidang industri dan perdagangan juga tidak terlepas dari kemungkinan 

adanya praktek-praktek curang yang dimainkan oleh para pelaku usaha baik yang 

bergerak untuk kepentingan pembangunan pemerintah maupun swasta. Praktek 

curang sebagai salah satu konteks kuat unsur melawan hukum untuk mendapatkan 

nilai keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat 

seringkali dijumpai dalam dunia usaha perindustnian dan perdagángan. Kompetisi 

pada sektor mi sangat kuat terlihat diantana pam pengusaha-pengusaha yang terlibat 

di dalamnya untuk selalu membesarkan nilai keuntungan dan menyingkirkan 

pengusaha lainnya yang merupakan rival dalam menjalankan kelangsungan 

perusahaannya. Hal mi juga seringkali dimanfaatkan oleh aparat pemerintah dalam 

menjembatani proses perkembangan kompetisi tersebut. 

Bidang pelayanan dalam hal pemberian atau penerbitan perijinan menjadi 

sarana yang basah dalam hal terjadinya suap menyuap. Manipulasi data penerimaan 

negara yang seharusnya juga seringkali dilakukan dengan melakukan rekayasa 

pelaporan dalam akuntasi aliran keuangan yang seharusnya ditenima oleh negarajuga 

seringkali diterapkan untuk meraih keuntungan. Belum lagi dalam hal pernerintah 

rnenyelenggarakan proyek pengadaan barang dan jasa dan masih banyak modus lagi 

yang merupakan modus terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut di atas 

juga memerlukan pengawasan proses transaksi keuangan yang dijalankan. Poini 

dalam hal mi Satuan tindak Pidana Korupsi juga mempunyai peluang untuk 

menjalankan kewenangannya ikut serta dalam hal menjaga agar tidak terjadi tindak 

pidana korupsi yang dapat menugikan keuangan negara pada sektor perdagangan dan 

industri. 
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A.7. Permasalahan Kota: 

a. 	Banjir: 

Banjir merupakan salah satu permasalahan utama kota Jakarta yang 

seringkali muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat. Jakarta yang merupakan 

cermin citra negara di mata dunia ternyata selalu menghadapi masalah kiasik 

dan sangat mernalukan bangsa. Bencana banjir dahulu juga dikenal sebagai 

bencana musirnan yang datang pada setiap 4 ( empat  ) tahun sekali 

dikarenakan adanya perubahan cuaca di musim penghujan dengan intensitas 

hujan yang cukup tinggi. Pada perkembangannya dewasa mi bencana banjir 

ternyata dirasakan selalu muncul dalarn setiap tahunnya dan bahkan pada 

daerah-daerah tertentu banjir selalu datang setiap kali musim penghujan 

datang. Ada beberapa daerah dimana walaupun cuaca tidak sedang musim 

penghujan tetap saja banjir dikarenakan adanya banjir kiriman dari daerah lain 

yang mempunyal dataran permukaan lebih tinggi. 

Permasalahan banjir di Jakarta disebabkan diantaranya karena 

ketinggian permukaan tanah antara permukaan di daratan Jakarta dengan 

permukaan laut hampir sama, berkurangnya daerah hijau sebagai resapan air 

yang berubah fun gsi dalam tata kota semestinya ( seperti menjadi mall atau 

plaza (pasar modern), property, apartemen, ruko, hotel dan lain-lain ), 

kurangnya fungsi aliran sungai-sungai karena tersumbat oleh sampah dan 

terjadi pendangkalan sungai, perubahan cuaca secara umum sebagai akibat 

perubahan fenomena alam sehingga terjadi air pasang yang melebihi batas 

bibir pantai sampai ke daratan, tidak adanya koordinasi yang baik antar 

Pemerintahan Daerah Jakarta dan sekitarnya üntuk menciptakan sistem 

pembangunan pencegahan banjir dan faktor-faktor lain yang dapat 

mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah di Jakarta yang 

merupakan permasalahan kota yang harus segera diselesaikan. 
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Gambar 1 banjir merupakan permasalahan kota di Jakarta 

b. 	Kemacetan Lalu Lintas 

Kemacetan lalu lintas juga merupakan permasalahan kota Jakarta yang 

selalu dihadapai oleh seluruh masyarakat setiap harinya. Kondisi lalu lintas 

Jakarta sudah pada tataran yang sangat parah. Hampir semua jalan-jalan di 

Jakarta selalu disibukkan dengan kemacetan jalan. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk sebagai akibat dari arus urbanisasi telah 

memicu bertambahnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat. 

Kapasitas jumlah dan lebar jalan yang tersedia dibandingkan dengan cepatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada 

pada kenyataannya memang sangat tidak seimbang.6' Hal mi merupakan 

penyebab utama terjadinya kemacetan yang luar biasa di jalanan Jakarta. 

Penyebab lain terjadinya kemacetan lalu lintas diantaranya tingkat 

disiplin orang per orang pengendara dalam menjalankan disiplin berlalu lintas 

yang masih rendah, sempitnya jalanan karena adanya pedagang kaki lima 

yang memperdagangkan dagangannya sampai ke jalanan, para pengemudi 

angkutan umum ( bajai, kopaja, angkot, bus metro mini, taxi ) yang 

mengemudikan kendaraannya dengan tidak mematuhi disiplin lalu lintas 

karena harus mengejar setoran, banyaknya jalanan yang rusak juga merupakan 

penyebab kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. 

61  Ibid. hal 351. 
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Kondisi mi juga merupakan permasalahan yang dapat memalukan 

bangsa di mata dunia mengingat Jakarta merupakan ibukota negara. 

Kemacetan harus dapat ditangani dengan langkah-langkah untuk mendapatkan 

solusinya. Penanganan pengurangan kemacetan lalu lintas telah dilaksanakan 

dengan membangun penambahan infrastruktur seperti pembangunan fly over, 

under pass, penyediaan transportasi busway, akan dibanguimya monorail, 

pelebaran jalan, pemeliharaan kondisi jalan, pembangunan jalan baru dan 

perangkat-perangkat lainnya yang merupakan satu kesatuan pembangunan 

untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan tersebut tentunya 

memerlukan anggaran yang sangat besar yang berasal dari Anggaran APBD 

maupun APBN. 

Gambar 2 : Kemacetan lalu lintas merupakan 
permasalahan kota di Jakarta 

C. 	Kurangnya Pemukiman 

Begitu pesatnya perkembangan jumlah penduduk sampai saat mi di 

Jakarta dan sekitarnya telah mencapai angka 17 juta jiwa ditambah dengan 

kecepatan laju urbanisasi telah menambah daflar permasalahan di ibukota 

Jakarta mi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya 

akan berpengaruh pada ketersediaan pemukiman bagi masyarakat itu sendiri. 

Harga tanah yang semakin tahun semakin mahal dan daya beli masyarakat 

yang terbatas membuat permasalahan ketersediaan lahan pemukiman menjadi 

lebih kompleks. Hal mi berakibat pada banyaknya tempat-tempat pemukiman 

yang berdiri dengan keadaan yang seadanya dan bertempat di tempat-tempat 

yang juga seadanya, misalnya di bawah jalan fly over, di bawah kolong 

jembatan, pada bantaran-bantaran sungai, pada bahu-bahu jalan dan tempat- 
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tempat lain yang dapat dijadikan sebagai tempat bermukim bagi masyarakat 

yang tidak mampu dan semakin terpinggirkan. 

Permasalahan kota tersebut perlu disikapi oleh pemerintah baik 

pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun oleh pemerintah pusat. 

Program-program pembangunan telah dicanangkan untuk mengatasi hal 

tersebut diantaranya dengan membangun bangunan yang mengarah ke atas 

seperti rumah susun sederhana. Konsep rumah susun dibangun untuk 

menghemat ketersediaan lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat 

menampung warga masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan 

tempat hunian yang layak. 

Permasalahannya, perkembangan penduduk semakin tahun semakin 

bertambah sedangkan perbandingan antara tersedianya lahan pemukiman 

dengan arus pertambahan jumlah penduduk di Jakarta sangat tidak sebanding 

dengan realitas yang ada, sehingga mau tidak mau pemerintah selalu terus 

mengganggarkan untuk dapat mengatasi permasalahan pemukiman yang 

tentunya dengan menggunakan dana dari keuangan negara yang bersumber 

dari APBD dan APBN. Konteks pembangunan pemukiman untuk 

menyediakan lahan dan pembangunan gedung-gedung rumah susun sederhana 

atau rumah-rumah sederhana lainnya tersebut jelas merupakan proyek 

pembangunan yang selalu membutuhkan keuangan yang sangat besar, apalagi 

di tingkat propinsi OKI Jakarta. Jelas anggaran-anggaran proyek dimaksud 

dalam penggunannya harus selalu dipantau agar tidak terjadi kebocoran 

anggaran negara akibat korupsi. 

Sekali lagi bahwa korupsi telah masuk pada semua bidang 

pemerintahan dan pembangunan dan tugas Poiri yang telah diberi amanat 

rakyat rnelalui Undang-Undang harus dapat melaksanakan tugasnya 

menegakkan hukum semua tindak pidana termasuk bidang korupsi. 
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Gambar 3 : salah satu sudut pemukiman kumuh 
di bantaran sungai kota DKI Jakarta 

d. 	Kemiskinan dan Pengangguran 

Pengangguran juga merupakan permasalahan kota Jakarta sebagai 

dampak dari begitu kompleksnya permsalahan-permasalahan yang tidak 

terselesaikan dan teratasi secara tuntas. Pertambahan jumlah penduduk yang 

pesat, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang semakin ketat, arus urbanisasi yang belum teratasi secara 

optimal dan latar belakang pendidikan yang rendah merupakan permasalahan-

permasalahan sosial yang saling berkaitan dan berujung pada meningkatnya 

jumlah pengangguran dan meningkat pula jumlah masyarakat miskin. 

Meningkatnya jumlah pengangguran tentunya juga akan berpengaruh 

pada gejala-gejala sosial lainnya seperti meningkatnya kriniinalitas, 

meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Jakarta, 

meningkatnya jumlah pekerja seks komersial dan gejala - gejala sosial 

lainnya. 

Kondisi tersebut jelas kiranya menjadi tanggung jawab pemerintah 

untuk mengentaskan kemiskinan dan per1angguran. Pemerintah harus dapat 

mengelola setiap anggaran negara dengan memanfaatkannya bagi kepentingan 

masyarakat. Pemerintah seyogyanya harus dapat membuat pilar ekonomi 

yang kuat bagi negara dan masyarakat. Untuk mengentaskan kemiskinan dan 

pengangguran pemerintah memerlukan penciptaan program-program 

pembangunan yang dapat bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 
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kelas bawah dan meminimalisasi terjadinya pengangguran. Program Usaha 

Kecil dan Menengah, Banttian Langsung Tunai, dahulu ada program Jaring 

Pengaman Sosial, bantuan subsidi beras untuk rakyat miskin ( raskin ), 

pemberian dana bantuan operasional sekolah, pemberian asuransi kesehatan 

bagi masyarakat miskin, pemberian pelatihan dan ketrampilan kerja bagi 

sektor industri kecil dan menengah dan program-program pembangunan 

Iainnya yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan program-

program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan 

mengurangi jumlah pengangguran. 

Program-program pembangunan tersebut temyata tidak sepenuhnya 

dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Faktor korupsi juga seringkali 

terjadi pada sektor pelaksanaan program pembangunan dimaksud. Beras 

bantuan untuk rakyat miskin seringkali digelapkan oleh oknum pejabat 

pemerintah dan dijual ke pedagang , sehinggajatah beras untuk rakyat miskin 

tersebut tidak sampai pada yang berhak. Program pemberian kredit UKM 

yang diberikan untuk usaha kecil dan meriengah terkadang menimbulkan 

pennasalahan tersendiri dimana kredit dalam jumlah besar ( bila 

diakumulasikan ) pada akhirnya menjadi kredit macet yang terkatung-katung 

tanpa ada kejelasan pelunasannya. Begitu juga dengan program-program 

lainnya yang selalu terjadi kebocoran nilai anggaran sebagai akibat dan 

korupsi. 

B. 	Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI 

Jakarta, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya 

Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu 

Gainbaran ulnum tentang besaran nilai mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah pada masing-masing wilayah pemerintahan yang masuk dalam daerah 

hukum Polda Metro Jaya sangat penting untuk diketahui sebagai deskripsi bahwa nilai rupiah 

yang begitu besar yang berasal dari rakyat dan merupakan keuangan negara selalu 

memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran keuangan negara. Sumber-sumber 

pedapatan keuangan negara dapat berasal dari basil pajak, hasil retribusi, hasil perusahaan 
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milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan ash 

daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman-pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. 62  Penggunaan dana masyarakat tersebut harus dapat dijalankan sesuai 

dengan peruntukannya dan sebesar-besamya berguna bagi kepentingan masyarakat. Pos 

anggaran yang sangat besar yang menjadi modal dasar dalam pengelolaan pembangunan 

tersebut tentunya akan selalu rnenggoyahkan kekuatan iman seseorang dari niatan melakukan 

sesuatu penyimpangan untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang ada, sehingga dalam 

pengelolaannya harus selalu diawasi dan dimonitor agar tidak terjadi korupsi. Poiri dalam hal 

mi Polda Metro khususnya Satuan Tindak Pidana Korupsi harus mampu ikut serta 

mengantarkan pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menegakkan 

hukum bidang korupsi. 

B.1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta 

Achmad Hariadi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 

diperkirakan mencapai Rp20,735 trihiun atau hanya naik Rp 55 miliar dari APBD 

tahun 2007 yaltu Rp 20,68 triliun. APBD DKI Jakarta tahun 2008 mi dipnioritaskan 

untuk pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur guna mengatasi banjir dan 

kemacetan. Sebagaimana disebutkan dalam program prioritas Gubemur DKI Jakarta 

Fauzi Bowo bahwa program utama pembangunan propinsi Jakarta adalah mengatasi 

62 	2004, Undang —Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Undang-Undang mi dijelaskan bahwa: 
Dana perimbangan berasal dari dana bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan , bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan, dan dari penerimaan sumber daya alam; dana alokasi umum (DAU ); dan dana 
alokasi khusus ( DAK). Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan negara yang 
berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertainbangan umum, pertambangan minyak 
dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan. 

Pinjaman Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dari sumber dalam negeri dan atau dari sumber 
luar negeri untuk membiayai kegiatan pemenintahan dengan persetujuan DPRD. Untuk peminjaman dari sumber 
luar negeri harus rnendapatkan persetujuan dari pemenintah. 

Pajak dan retribusi ditetapkan dengan Undang-Undang dan dalam hat penentuan tarif dan tata cara pemungutan 
pajak dan retnibusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Daerah dapat merniliki Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD  ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
pernbentukannya diatur dengan Perda. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah berasal antara 
lain dari hibah, penjualan aset daerah dan jasa giro. 
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kemacetan dan banjir yang selalu meresahkan warga masyarakat secara luas, 

disamping tetap menata dan memformulasikan program-program pembangunan 

lainnya. APBD yang tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya itu juga diperketat 

dengan memangkas program nonfisik untuk rnenaikkan gaji PNS sampal dengan 20 

persen.63  Perlu diketahui bahwa perkembangan APBD DKI Jakarta dari tahun ke 

tahun mengalarni kenaikan, yaitu APBD pada tahun 2002 sebesar RplO,9 triliun, 

APBD tahun 2003 sebesar RpI 1,5 triliun, APBD tahun 2004 sebesar Rp12,2 triliun, 

APBD tahun 2005 sebesar Rp13,9 triliun, APBD tahun 2006 sebesar Rp14,33 triliun, 

APBD tahun 2007 sebesar Rp20,68 triliun dan APBD tahun 2008 sebesar Rp20,735 

tniliu. 

Perlu diketahui bahwa dalam mengatasi kemacetan, Pemerintah propinsi DKI 

Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp30 miliar untuk peningkatan jalan dan 

jembatan di sentra primer barat Jakarta dan Rp40 miliar di sentra primer timur 

Jakarta. Studi analisis mengenai dampak Iingkungan dan rancangan detail teknis mass 

rapid transit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp180 miliar, sedangkan persiapan 

pembangunan Terminal Regional Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp50 miliar. 

Anggaran optimalisasi bus transjakarta koridor I (satu) sampai koridor VII (tujuh) 

sebesar Rp227 miliar. Dana itu digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan halte, 

dan penguatan lajur khusus. Sementara itu, untuk normalisasi sungai, Pemprov DKI 

menganggarkan Rp123 miliar, untuk normalisasi situ Rp 13 miliar, serta untuk 

normalisasi waduk Rp82 miliar. Di sisi lain, untuk mempercepat pembebasan lahan 

dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) pada tahun 2008 mi telah siap 

dianggarkan dana sebesar Rp600 miliar. Demikian gambaran APBD DKI Jakarta 

yang telah dianggarkan dananya pada pos-pos yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa 

pada masing-masing pos anggaran dalarn upaya mengatasi kemacetan dan banjir saja 

sudah sangat besar, bejum lagi dengan pos-pos pembangunan lainnya. 

63  Abmad 1-lariadi, 2007, " lnfrastruktur Diprioritaskan, APBD tahun 2008 Diketatkan Untuk Atasi banjir 
dan Kemacetan ", Jakarta: Kompas , www.kompas.com, 23 November 2007. 
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Memperhatikan begitu besarnya anggaran dari masyarakat tersebut tentunya 

diperlukan pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara tersebut agar tidak terjadi 

kebocorankebocoran anggaran yang salah satunya disebabkan karena tindak pidana 

korupsi. Aparat pengawas disamping Badan Pengawas Daerah ( I3awasda  ), 

Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan korupsi, maka Poiri juga mempunyai tugas 

dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan pada tataran penegakkan hukum 

bidang korupsi.. 

B.2. Kotarnadya Depok 

Kota Depok adalah sebuah kota yang masuk dalam wilayah pemerintahan 

Provinsi Jawa Barat. Kota mi terletak tepat di sebelab selatan Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, yakni antara Jakarta-Bogor. Depok dahulu merupakan kota 

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota 

administratif pada tahun 1982. Sejak tanggal 20 April 1999, Depok ditetapkan 

menjadi Kotamadya (sekarang: kota) tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Bogor. 

Kota Depok terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Luas 

wilayah Kota Depok adalah 200,29 km2  dengan jumlah penduduk sebesar 1.353.000 

jiwa dan kepadatan penduduknya sekitar 6.765 jiwa per km2. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kota Depok tahun 2008 

telah mencapai Rp871,65 miliar. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan 

bahwa dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 

402,09 miliar, sedangkan untuk kepentingan pelaksanaan program-program 

pembangunan bagi masyarakat (publik ) dialokasikan sebesar Rp 469 miliar. I-1a1 mi 

berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 hampir 50% 

akan habis hanya untuk belanja pegawai. Seperti diketahui bahwa APBD memuat 

rencana keuangan yang bersumber clari masyarakat, melalui penerimaan pajak, 

retnibusi, Dana Alokasi Urnuin, Dana Alokasi Khusus. Dana tersebut digunakan 
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Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk 

penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran tahun 2008. 64 

Kotamadya Bekasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2008 ditetapkan 

sebesar Rp 1,209 triliun. 65  Kota Bekasi merupakan wilayah pemerintahan kôtamadya 

yang mempunyai karakteristik daerah hampir samã dengan kota Jakarta dengan 

permasalahan-permasalahan sosial yang harus dihadapi dan ditangani dengan 

pemberdayaan program-program pemerintahan yang pelaksanaannya didukun g 

dengan menggunakan anggaran daerah. Anggaran pendapatan daerah yang begitu 

besar dikelola untuk menjalankan roda pembangunan bagi kemajuan kota Bekasi. 

Alokasi dana pembangunan selalu digunakan untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi 

kepentingan publik. Pembangunan infrastuktur publik, pembangunan dan 

pemeliharaan gedung sekolah, pembangunan pasar, pelaksanaan program 

pembangunan pemberdayaan perempuan dan program pembangunan Iainnya yang 

merupakan pos alokasi pembangunan yang memerfukan anggaran sangat besar. 

Kabupaten Bekasi 

Kabupaten Bekasi adalah sebuah Kabupaten yang pemerintahan daerahnya 

berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Batas daerah Kabupaten tersebut di sebelah 

adalah Iautjawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten 1(arawang , sebelah barat berbatasan dengan Jakarta. 

Kabupaten mi mempunyai 23 kecamatan yang terbagi lagi atas sejumlah kelurahan. 

Kabupaten Bekasi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebesar Rp894,633 miliar. 66  Dana tersebut terbagi dengan berbagai pos-pos mata 

anggaran yang telah disahkan melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah. 

64  Nur Mahrnudi Ismail , 2008, " Evaluasi APBD Cermat dan Cepat " , Jakarta 	Opini, 
http://www.geocities.com/hansoediraldepok.htm,  tanggal 22 Januari 2008 

, 2007, ".APBD Kota Bekasi Defisit Rp 50 Miliar", www.bekasikota.go.id, tanggal 29 Desember 2007 
66

,  http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_eekasi  
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Anggaran yang telah tersusun dengan matang telah melalui kajian yang dilakukan 

oleh masing-masing kedinasan sebagai perencanaan pelaksanaan kegiatan program 

pembangunan daerah dan kemudian telah mela!ui tahapan mekanisme kontrol dan 

Dewan Perwakilan Daerah. 

B.5. Kabupaten Tangerang 

Kabupaten Tangerang merupakan sebuah Kabupaten yang berada di bawah 

pemerintahan Propinsi Banten dengan batas daerah sebelah utara adalah Laut Jawa, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah timur berbatasan 

dengan Jakarta, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang. Perlu diketahui 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2008 

telah disahkan sebesar Rpl,6 triliun. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif 

Wahyudi menyatakan bahwa dari anggaran tersebut, sekitar Rp849,465 miliar 

digunakan untuk belanja langsung atau sekitar 52 % clari total anggaran APBD 

Kabupaten Tangerang. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk belanja tidak 

langsung mencapai Rp777,263 miliar atau sekitar 48 % clari total APBD yang telah 

ditetapkan tersebut.67  Besaran anggaran tersebut telah terbagi dalam beberapa pOs 

mata anggaran pembangunan yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan publik. 

3.6. Kotamadya Tangerang 

Kotamadya Tangerang memiliki nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun 2008 sebesar Rpl ,058,735 miliar. Walikota Tangerang H.Wahidin 

Halirn menyatakan bahwa pada tahun 2008 mi, pelaksanaan pembangunan Kotamdya 

Tangerang diprioritaskan pada bidang pendidikan. Pada bidang pembangunan mi, 

Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp173,040 miliar yang akan 

digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program pengembangan bidang 

pendidikan diantaranya kegiatan pembangunan sekolah dan bantuan bebas iuran 

bulanan sekolah bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi. 

67 
 Arif Wahyudi, 2007, " DPRD Mengaku Belum Puas ", Jakarta : www.kabtangerang.or.id, tanggal 18 

Desember 2007 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



72 

Sedangkan pada bidang kesehatan akan dialokasikan dana senilai Rp22,799 miliar 

untuk melaksanakan beberapa program kegiatan pembangunan kesehatan diantaranya 

program pengobatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan 

gizi masyarakat, pengembangan Ilngkungan sehat dan program pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menu lar. 

Pada program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

telah dianggarkan dana sebesar Rp123,570 miliar. Dana tersebut akan digunakan 

untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur publik berupa 

pembangunan jalan, jembatan, pembangunan turap, pemeliharaan bangunan jalan dan 

jembatan, pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong serta pembangunan 

pengendalian banjir. Selain fokus pada pembangunan fisik, APBD Kotamdya 

Tangerang juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia seperti 

pemberdayaan perempuan yang telah dianggarkan sebesar Rp893 juta, kepengurusan 

kegiatan sosial sebesar Rp3,202 miliar, dan pemberdayaan masyarakat sebesar 

Rpl,882 miliar.68  

B.7. Kabupaten Kepulauan Seribu 

Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sebuab Kabupaten administratif di teluk 

Jakarta, 45 km sebelah utara Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 

( dua) wilayah administratif, yakni Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu 

Selatan. Kabupaten mi masuk dalam wilayah pemerintahan Propinsi DKI Jakarta. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti pada APBD propinsi DKI 

Jakarta. Pusat pemerintahan kabupaten mi terletak di Pulau Pramuka yang mulai 

difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Kabupaten 

Administratif Kepulauan Seribu mempunyai jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 

20.000 jiwa yang tersebar di sebelas pulau-pulau kecil berpenghuni. Kesebelas pulau 

tersebut di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pan, Pulau Lancang, Pulau Tidung 

Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau 

Kelapa, dan Pulau Sebira. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula beberapa 

68  Wahidin Halim, 2008," APBD 2008 ", Tangerang www.tangerangkota.go.id, tanggal 12 Desember 2007 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



73 

pulau yang dijadikan sebagai pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrust, 

Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa. 

Di wilayah Kabupaten mi terdapat sebuah zona konservasi berupa taman 

naslonal taut Kepulauan Seribu, maka kemudlan pengernbangan pembangunan 

daerahnya Iebih menekankan pada pengembangan budidaya laut dan pariwisata. Dua 

sektor mi diharapkan akan menjadi konsep utama dalam pembangunan masyarakat 

dan wilayah Kabupaten Admin istratif Kepulauan Seribu.69  

C. 	Gambaran Umum Polda Metro Jaya 

Secara geografis, Polda Metro Jaya mempunyai daerah hukum yang sangat luas 

karena daerah pemantauannya meliputi wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

yaitu Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, 

dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Wilayah pemerintahafl lain di luar Jakarta yang masuk 

dalam daerah hukum Polda Metro Jaya meliputi Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, 

Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, dan Kabupaten Tangerang dimana wilayah 

pernerintahan tersebut masuk dalam wilayah pernerintahan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi 

Banten. Wilayah-wilayah tersebut penulis sampaikan karena merupakan wilayah 

pernerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya. Luas wilayah 

pemerintahan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara 

keseluruhan terdiri dari 87 Kecamatan, 737 Kelurahan. 

Polda Metro Jaya mempunyai tanggung jawab penuh dalam menciptakan dan 

memelihara situasi dan kondisi keamanan masyarakat yang kondusif di daerah hukum yang 

rnenjadi kewenangannya. Tugas-tugas Kepolisian seperti meinelihara Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Pelindung, Pengayom, dan Pelayan 

rnasyarakat harus dapat dilaksanakan dengan balk. Dalarn konteks melaksanakan tugas-

tugas Kepolisian tersebut Polda Metro Jaya mempunyai struktur organisasi yang terbagi 

dalam beberapa Biro, Bidang, dan DirektOrat yang kesemuanya mempunyai tugas dan 

tanggung jawab sebagaimana job discribtion yang telah diemban. Dalam hal penanganan 

terhadap dinamika perkembarigan tindak pidana korupsi, maka tugas tersebut berada pada 

http 
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Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan sub satuan yang khusus menangani tindak 

pidana tersebut adalah pada Satuan Tindak Pidana Korupsi. 

Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan operasional Kepolisiannya juga 

dibantu oleh 7 (tujuh) jajaran Poires Metro yang berada dl bawah kendall Polda. Poirestro 

tersebut diantaranya : Poires Metro Jakarta Pusat, Poires Metro Jakarta Utara, Poires Metro 

Jakarta Selatan, Pokes Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Barat, Poires Metro 

Tangerang, Pokes Tangerang, Pokes Metro Bekasi, Poires Bekasi, Poires Metro Depok, 

Poires Metro KPPP, Poires Bandara Soetta dan Poires Kepulauan Seribu. Poires jajaran 

tersebut melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sesuai dengan kewenangan yang ada pada 

daerah hukumnya masing-masing. 

C.1. Perkembangan Kriminalitas 

Tabel 1. Perkembangan kriminalitas di daerah hukum Polda Metro Jaya 

2005 2006 2007 
JENIS 

KEJAHATAN C.T C.0 C.T C.0 C.T C.0 

AKUMULASI 70 58.027 18.889 63.041 24.621 64.054 27.232 

J EN IS 
KEJAHATAN 
(termasuk tindak 
pidana Korupsi) 

Sumber: Biro Operasi Polda Metro Jaya 

Dengan memperhatikan pada tabel yang bersumber dari Biro Operasional 

Polda Metro Jaya telah menunjukkan bahwa ternyata dalam perkembangan 

kniminalitas yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya dalain setiap tahunnya 

(dilihat dalam tiga tahun terakhir) selalu mengalami kenaikan. Puluhan ribu kasus 

yang telah masuk dalam data tersebut berasal dari laporan pada setiap Direktorat 

operasional dan Poires Metro jajaran Polda Metro Jaya. Data itu pun jelas merupakan 

data yang telah dapat terpantau dan terlaporkan ke Kepolisian, karena pada 

kenyataannya bahwa data tersebut sebenarnya merupakan fenomena gunung es 
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dimana perkembangan 'kriminalitas tersebut dalam realitasnya masih banyak 

kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di masyarakat yang belum terpantau. 

70 jenis kejahatan tersebut diantaranya kejahatan terhadap keamanan negara, 

kejahatan terhadap martabat dan kedudukan Presden dan Wakil Presiden, kejahatan 

terhadap negara dan kepentingan negara sahabat, terhadap ketertiban umum, 

pembakaran, kebakaran, penganiayaan, sumpah dan keterangan palsu, pernalsuan 

uang, pemalsuan materai dan merek, pemalsuan surat, perkawinan, judi, penghinaan, 

perkosaan, membuka rahasia, penculikan, pembunuhan, karena lalai mengakibatkan 

orang meninggal dunia, karena Ialai mengakibatkan orang luka, pencurian, pencurian 

dengan pemberatan, pemerasan dan ancaman, penggelapan, penipuan, penadahan, 

pelayaran, penerbangan, kesusilaan, sengketa tanah, penyelundupan, imigrasi, 

korupsi, lingkungan hidup, narkoba, obat keras, perpajakan, pelanggaran terhadap 

landas kontinen dan ZEE, perikanan, perbankan, sajam, senpi dan bahan peledak, hak 

cipta, lain-lain jenis kejahatan di luar7Ojenis kejahatan tersebut di atas. 

Deskripsi di atas telah menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya mempunyai 

tingkat kesibukan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisiannya 

untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang 

kondusif. Polda Metro Jaya mempunyai tanggungjawab moral untuk selalu berbenah 

dalam menciptakan dinamika operasional yang dapat menaungi penciptaan kondisi 

yang kondusif tersebut. Kesibukan tersebut ditambah lagi dengan kesibukan-

kesibukan lain aparat Kepolisian untuk menangani permasalahan-pennasalahan unjuk 

rasa yang kerap kali rnenimbulkan ketegangan dan konsentrasi dari Kepolisian untuk 

mencegah terjadinya chaos. 
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C.2. Struktur Organisasi 

Tabel 2. Struktur organisasi Direktorat Reserse Krirninal Khusus Polda Metro Jaya 

DIREXTUR 
KOMBES POt 

WAKIL DIREKTUR 
AKBP 

BEN S AT 

KABAG ANALISIS 
AKBP 

	

ASURBAG RENMIN 	 EASIC KOEWAS ??NS 
KOMPOL 	 KOMPOL  

	

KASUBRAG PRODUK I 	KASURIAG SORtIE 

	

KOMPOL 	I 	 KOMPOL 

KASAT I / INDAG 	KARAT I! CISMORDEV 	KARAT III / SUMDAIING 	KASAT 1W CYBER CRIME 	KASAT V / KORUPSI 

	

AKBP 	 AKBP 	 AKBP 	 AKEP 
	

AKBP 

KANIT EARlY 	 EARlY 

1.kOMPOt 	 1.E0MPOL 	 l.KOMPOE 
2.KOMPOL 	 2.RoMrot 	 2.EOMPOI 
3.EoMroI 	 3.EOMPOL 	 3.KOM?Ot 

4. KOMPOL 	 4. KOMPOL 	 1. KOMPOL 
5.ZOMPOL 	I 	s.KOMPOL 	 5.EOM?OL 

Sumber: Min Sat TipikorPolda Metro Jaya 

EANIT 	I 	EARlY 
KOMPOL 	 1. KouPOt 
KOMPOL 	- 	 2. KOMPOt 

3.KOMFOt 	 3.EOMPOL 
4.EOMPOt 	 4.E0 MPOL 
S. ROMPOL 	 S. KOMPOt (540 

Penulis perlu mendeskripsikan struktur organisasi yang ada pada Direktorat 

Reserse Khusus Polda Metro Jaya ( Dit Reskrimsus ) karena dalam hal penanganan 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi tanggung 

jawab pada Satuan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah struktur organisasi 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Secara struktural, Direktur Direktorat 

Reskrimsus mernpunyai tanggungjawab dalam penanganan terhadap kejahatan tindak 

pidana korupsi. Kebijakan-kebijakan operasional untuk kelancaran tugas penanganan 

tindak pidana korupsi pada akhimya menjadi wewenang Direktur Reskrimsus. 

Kebijakan tersebut diantaranya berkaitan dengan anggaran dan personalia. 

Dit Reskrimsus membawahi 5 (lima) Satuan yang secara khusus mertangani 

perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yaitu Satuan Industri dan 

Perdagangan ( Sat Indag ), Satuan Fiskal Moneter dan Devisa ( Sat Fismondev ), 

Satuan 8umber Daya dan Lingkungan (Sat Sunidaling), Satuan Cyber Crime (Sat 

Cyber Crime ), dan Satuan Tindak Pidana Korupsi ( Sat Tipikor). Dit Reskrimsus 
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dipimpin oleh seorang Direktur yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan dibantu 

oleh Wakil lDirektur seta para Kepala Satuan yang berpangkat Ajun komisaris Besar 

Polisi. Para Kepala Satuan masing-masing mempunyai unit-unit operasional yang 

dipimpin oleh Kepala Unit dengan pangkat K.misarls Polisi. Masing-masing unit 

yang dibentuk pada setiap satuan berjumlah sekitar 5 (lima) unit. Dengan demikian 

Dit Reskrimsus tidak hanya terfokus pada penanganan tindak pidana korupsi saja 

namun juga menangani pada kasus-kasus kejahatan tindak pidana yang tergolong 

khusus Iainnya. Kondisi struktur organisasi demikian tentunyajuga berpengaruh pada 

jumlah personel yang ada pada Dit Reskrimsus yaitu sebanyak 280 personel dan 

khusus pada Satuan Tipikor mempunyai kekuatan personel sebanyak 56 personel. 

Jumlah personel tersebut harus dapat melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap 

tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada semua bidang pemerintahan seperti 

yang telah dijelaskan pada gambaran umum tersebut di atas. 

Tabel 3. Struktur organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya 

KANIT I 
(KOMPOL) 

KASAT TIPIKOR 
(AKBP) 

4 	 1 

KANIT 2 

 

F KAtNIT 3 
(KOMPOL) 	 (KOMPOL) 

I BA SAT TIPIKOR I 

KANIT4 	 KANIT5 
(KOMPOL) 	 (KOMPOL) 

I PENYIOIK (AKP 	PENYIDK (AKP) 
	(KOMPOL & AKP).   3 PENYIDtK (AKP)  3 PENYIDIK ( AKP) 

BAN000TA(BA) 
I 1 

7 ANGOOTA ( BA ) I
I 7ANGGOTA(BA) I I 3AN000TA(BA) 

I 
 

8AN000TA(BA) 

Sumber Min Sat Tipikor Polda Metro Jaya 

Pada tabel 3 di atas sangat jelas terlihat tentang kondisi struktur organisasi 

Satuan Tindak Pidana Korupsi dimana Satuan mi dipimpin oleh Kepala Satuan yang 

berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Jumlah personel seluruhnya berjumlah 56 

orang dimana Satuan mi telah terbagi dalam 5 ( lima) unit operasional yang akan 

rnelaksanakan tugas-tugas penyid ikan tindak pidana korupsi. Masing-masing unit 

dikepa!ai oleh Kepala Unit yang berpangkat Komisaris Polisi. 
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Latar belakang pendidikan pada masing-masing personel di Satuan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan hat yang sangat penting untuk dipertimbangkan 

mengingat dalam setiap penanganan kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi 

selalu berkaitan dengan orang - orang yang mempunyai latar belakang pendidikan 

yang tinggi, balk orang tersebut sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Data 

administrasi Satuan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa dari 56 personel 

tersebut terdapat sekitar 17 personel yang berlatar belakang pendidikan sarjana strata 

satu, sisanya mempunyai latar belakang pendidikan SMU, STM, dan SMEA. Masih 

pada konteks latar belakang pendidikan, dari 56 personel tersebut hanya sekitar 24 

personel telah melaksanakan pendidikan kejuruan keresersean, dan dari 24 personel 

tersebut ternyata hanya terdapat 3 ( tiga ) personel saja yang telah mengikuti 

pendidikan kejuruan khusus tentang tindak pidana korupsi. Para personel Sat Tipikor 

telah memiliki masa dinas antara 1 sampai dengan 11 tahun. 

C.3. Sarana dan Prasarana serta Anggaran 

Satuan Tipikor mempunyai sarana dan prasarana yang berguna sebagai 

penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut: 

Alat komunikasi menggunakan Handphone yang dimiliki oleh masing-masing 

anggota secara swadaya, Sat Tipikor hanya mempunyai I (satu ) buah Handy 

Talky dari dinas. 

Komputer yang dimiliki berjumlah 30 buah dan berasal dari hasil swadaya 

(pengadaan sendiri yang bukan berasal dari dinas ) dan mempunyai I (satu) 

buah mesin ketik manual yang berasal dari dinas. 

C. 	Satuan Tipikor tidak mempunyai kendaraan dinas yang memadai dan hanya 

mempunyai sebuah mobil dinas yang sudah tua usianya. Sesuai dengan 

mobilitas kegiatan Sat Tipikor dalam upaya menegakkan hukum bidang 

korupsi di Jakarta, ternyata Sat Tipikorjuga tidak mempunyai kendaraan roda 

dua dinas sama sekali, sehingga dalam setiap pergerakan untuk kepentingan 
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penyëlidikan dan penyidikan yang dijalankan selama mi selalu menggunakan 

fasilitas-fasilitas kendaraan milik pribadi masing-masing. 

d. 	Satuan Tlpikor tidak memlilki sarana dan prasarana lain sopertl alat penyadap 

komunikasi, kamera digital, kamera monitor, sarana internet dan alat-alat 

canggih Iainnya yang sudab saatnya harus dimiliki oleh Satuan organisasi 

Tindak Pidana Korupsi. 

Anggaran dinas yang disediakan oleh Poiri adalah sebesar Rp2.500.000,00 

dalam setiap kasusnya, namun tidak semua kasus selalu mendapatkan anggaran 

penyidikannya. Hal itu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di 

Bendahara Satuan (Bensat ) Dit Reskrimsus. Menurut saudara Ujang yang bertugas 

sebagai staf Bendahara Satuan Dit Reskrimsus sesuai dengan hasil wawancara pada 

tanggal 4 Februari di ruang kerjanya menyatakan bahwa ' dana penyidikan diberikan 

berdasarkan kebijakan Direktur yang dicairkan secara merata bagi setiap Satuan-

satuan di Direktorat Reskrimsus. Dana diberikanberdasarkan skala prioritas terhadap 

kasus-kasus yang mempunyai tingkat kesulitan dan biaya yang cukup besar. Syarat 

untuk mendapatkan dukungan anggaran penyidikan adalah adanya Laporan Polisi, 

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dan Surat Perintah Penyidikan artinya adalah 

bahwa anggaran yang akan diberikan adalah terhadap kasus-kasus yang sudah sangat 

jelas prosesnya diangkat ke tahap penyidikan". Jumlah dana yang disediakan dan 

dinas dibandingkan dengan kebutuhan nil anggaran dalam setiap penanganan kasus 

korupsi sangatlah tidak sebanding. Contoh pada kasus penanganan tindak pidana 

korupsi yang terjadi di Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta telah menghabiskan 

anggaran sebesar kurang lebih Rp35 juta. 
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C.4. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi 

Tabel 4. Rekapitulasi penanganan kasus tindak pidana korupsi Sat Tipikor Polda 
Metro Jaya tahun 2003 - 2007 

Tabun Jumlah Kasus 

Sta (us Kasus 
Waktu penyelesaian 

Kasus 
P.21 P.18 P.19 SP3 Proses Limpah 

2003 14 2 1 4 7 - 8-17 bIn 

2004 9 2 - - 6 1 6-8bIn 

2005 14 6 2 1 5 - 6-24 bIn 

2006 27 7 I 7 7 5 3-5 bIn 

2007 14 - - 2 8 4 - 

Sumber: Min Sat Tipikor Polda Metro Jaya 

Kasus tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Sat Tipikor Polda 

Metro Jaya ( dari data yang ada ) dalam setahun rata-rata 14 kasus. Dari jurnlah kasus 

tersebut dapat ditangani sampai dengan P.21 atau kasus dapat dilimpahkan ke 

Penuntut Umum adalah sekitar 2 sampai 6 kasus. Pada tahun 2005, Sat Tipikor 

membuat kebijakan dengan membuat rekapan Laporan Informasi ( LI ) yang 

berkaitan dengan informasi-informasi adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi. 

Dalam setahun laporan informasi yang dapat tertampung berjumlah sekitar 49 laporan 

dan dapat ditangani sekitar 14 kasus. Pada tahun 2006, total laporan informasi yang 

masuk berjumlah sekitar 40 laporan dan dapat ditangani sebanyak 27 kasus. Pada 

tahun 2007, total laporan informasi yang masuk sebanyak 18 laporan dan dapat 

ditangani sebanyak 14 kasus. 

Perlu diketahui bahwa sebelum tahun 2006 Satuan Tipikor juga menangani 

kasus-kasus lain seperti kasus penipuan, penggelapan, penyerobotan tanah, 

pemalsuan, pemerasan dan kasus-kasus lainnya. Hal mi menjadikan kinerja Satuan 

Tipikor tidak fokus pada penanganan tindak pidana korupsi. Tahun 2006 melalui 

kebijakan Kepala Satuan AKBP Yan Fitri, maka Satuan Tipikor hanya melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saja dan diharapkan penyidikan yang 
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dilaksanakan dapat berjalan dengan profesional sesuai dengan kekhususan dan 

wewenang yang diberikan yaitu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi. 

Dari kasus-kasus yang telah dapat diselesaikan sampai tingkat penyerahan 

berkas perkara terlihat bahwa proses penyelesaian kasusnya dapat diselesaikan 

dengan waktu yang relatif lama yaitu antara 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkari ada 

yang diselesaikan dalam waktu 17 sampai 24 bulan. Kenyataan bahwa penanganan 

setiap kasus tindak pidana korupsi selalu membutuhkan waktu yang relatif lama, hal 

itu bergantung pada bobot dan tingkat kesulitan-kesulitan kasus itu sendiri serta tidak 

terlepas pada kondisi-kondisi organisasi Sat Tipikor seperti kemampuan sumber daya 

manusia, ketersediaan sarana prasarana, anggaran dan sebagainya. 

Dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi juga tidak selalu 

mengalami kelancaran, dari data terlihat banyak kasus yang berstatus sebagai P.18, 

P.19, masih sedang proses penyidikan, kasus dilimpahkan dan bahkan ada beberapa 

kasus yang dihentikan penyidikannya atau SP3. Ada beberapa alasan yang muncul 

terhadap status kasus-kasus tersebut diantaranya adalah dikarenakan tersangka telah 

meninggal dunia, dalam hal hasil audit dari BPKP temyata dilaporkan tidak terdapat 

unsur merugikan keuangan negara, ada juga kasus yang hams menjalani bolak balik 

perkara (P.18 dan P.19) sampai dengan beberapa kali. Terdapatjuga beberapa kasus 

yang hams dilimpahkan misalnya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum karena 

kasus dimaksud merupakan tindak pidana umurn, ke Bea Cukai, ke Dirjen 

Perpajakan, ke Poires-Poires jajaran Polda Metro Jaya ( dari data yang ada beberapa 

kasus dilimpahkan ke Poirestro Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ), dan ke Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 
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Tabel 5. Rekapitulasi penanganan korupsi oleh jajaran Polrestro Polda Metro Jaya 

No. keatusn 
Jumlah Kau 

Koru psi 

Keterangirn 

 Polrestro Jakarta Utara Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polrestro Jakarta Selatan Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polrestro Jakarta Pusat Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polrestro Jakarta Barat Nihil Mempunyai unit Korupsi 

 Polrestro Jakarta Timur Nihil Mempunya i unit Korupsi 

 Polrestro Tangerang 1 (2002) Th 2003-sekarang belum tangani kasus lagi 

 Polres Tangerang Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polrestro Bekasi Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polres Bekasi 1 (2007) Kasus penyirnpangan Raskin (Rp 28 juta) 

 Polrestro Depok 2 (2001, 2006) Penggelapan & pemalsuan terhadap anggaran Fakultas 
1-Tukum UI (Rp3,3 miliar) 

II. Polrestro KP3 Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polres Bandara Soetta Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

 Polres Kepulauan Seribu Nihil Tidak mempunyai unit korupsi 

Sumber : Min Reskrim dan Hasil wawancara dengan para Kasat Reskrim jajaran Polrestro Polda Metro Jaya. 

Polres-Polres jajaran Polda Metro temyata belum optimal dalam menjalankan 

tugas penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dari data yang ada terlihat 

bahwa Polres yang pemah melaksanakan penyidikan sampai dengan pemberkasan 

kasus tindak pidana korupsi adalah Polrestro Tangerang, Pohes Bekasi dan Polrestro 

Depok. Polres lain belum pemah sama sekali melaksanakan penyidikan terhadap 

tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi satuan reserse di 

jajaran Polres Metro Polda Metro Jaya mengapa belum pemah menangani kasus 

tindak pidana korupsi diantaranya bahwa Polres sudah cukup sibuk dalam 

menjalankan tugas-tugas operasional Kepolisian, Polres juga cukup sibuk dalam 

menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama terhadap kasus-kasus 

konvensional yang semakin tahun terus mengalami kenaikan intensitasnya, Polres-

Polres belum memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan 

penyidikan korupsi yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, 

organisasi Polres secara struktural juga belum secara penuh memiliki unit-unit khusus 
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korupsi, sampai saat mi belum ada kebijakan dari pimpinan untuk sebagai target 

untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, sifat pembinaan yang dilaksanakan 

antara penyidik Poires dan Sat Tipikor Polda Metro Jaya terlihat berjalan sendini-

sendiri dan bersifat pembinaan sath arah. Bila dilihat dari job describtion Satuan 

Tipikor yaitu memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse korupsi 

di Iingkungan Polda Metro Jaya dan jajarannya, maka menjadi kewajiban Sat Tipikor 

untuk inenciptakan sistem pembinaan fungsi kepada para penyidik jajaran, namun 

dengan keterbatasan yang ada maka pola pembinaan fungsi yang dijalankan sampai 

saat mi masih berupa supervisi ke Poires-Poires jajran Polda Metro Jaya yang 

dilaksanakana setahun sekali. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. 	Kronologi Kasus Korupsi Kredit Macct Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel 

Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.457.278.550,- Sebagai 

Studi Kasus 

Dasar 

Awal munculnya kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara 

sekitar Rp46,457 miliar adalah adanya laporan dari saudara Naim Machzyumi, 

jabatan sebagai pengganti pimpinan sementara Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta 

yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nmor: LP / 1232 I K / VII / 2003 / SPK 

tanggal 3 Juli 2003 yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelapan, penipuan dan 

pemalsuan dokumen atas kredit yang diajukan oleh nasabah atas nama saudara 

Hendra dan diduga mempunyai keterlibatan dengan para petugas Bank BNI 46 dalam 

proses pengurusan dan pencairan kreditnya. Para pelaku mengajukan kredit dengan 

kepada Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta dengan menggunakan Badan Usaha 

baik berupa PT maupun CV yang legalitasnya dipalsukan dan jaminan yang 

diagunkan adalah inilik orang lain. 

Para Tersangka 

Dalarn kasus mi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah 

a. 	Hendra alias Hendra Lee ( status tersangka sampai sekarang masih dalam 

tahap pencarian karena tersangka telah melarikan diri dan dimasukkan dalam 

Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka merupakan pelaku utama dalam 

kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp46,457 

miliar ) dan sdr Budianto (DPO ) yang merupakan rekanan sdr Hendra dalam 

melakukan tindak pidana korupsi. 
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b. 	Mochamad Supedi, SH, saat melakukan tindak pidana tersebut menjabat 

sebagai pimpinan Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta. 

C. 	Moejibur Rahman, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai 

Relation Officer ( RO  ) pemasaran kredit di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah 

Jakarta yang bertugas untuk melakukan pengecekan baik dokumen maupun 

cek ke lapangan terhadap keabsahan keadaan legal perusahaan pengaju kredit. 

Mukhlis Budianto, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai 

Relation Officer ( RO  ) pemasaran kredit di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah 

Jakarta. 

Alfonsius Weheb, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai 

Appraisal untuk mengecek tentang legalitas atas setiap agunan yang dijadikan 

sebagai jaminan pengajuan kredit. 

Drs.H.Noortjahjo Zunoor, MM, saat melakukan tindak pidana korupsi 

menjabat sebagai Wakil Kepala Bank BNI Wilayah X Jakarta yang 

mempunyai tugas salah satunya adlaah memberikan persetujuan atas 

pengajuan kredit. 

Pam tersangka telab divonis antara 5 (lima) sampia 7 (tujuh ) tahun. 

A.3. Pasal Yang Disangkakan 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang nomr 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan memperkaya diri sendini atau orang lain atau suatu 

perbuatan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan 

denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rpl miliar. 

Pasal 3 Undang-Undang Nornor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang nornr 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendini atau orang lain atau suatu kOrporasi 

rnenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara , dipidana penjara seurnur hidup atau pidana penjara 

paling sedikit 1 (satu ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau 

denda paling sedikit RpSO juta dan paling banyak Rp I miliar. 

C. 	Pasal 49 ayat (1) hunif a, b, c Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang 

Tindak Pidana Perbankan, yang menyebutkan bahwa : anggota dewan 

komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 

Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 

Menghilangkan atau tidak rnemasukkan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank, 

Mengubah, mengaburkan, menyeinbunyikan, menghapus, atau 

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 

pembukuan tersebut. 

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 ( lima  ) tahun dan 

paling lama 15 ( lima belas ) tahun serta denda sekurang-kurangnya RplO 

miliar dan paling banyak Rp200 miliar. 

d. 	Pasal 55 dan 56 KUHP 
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A.4. Kronologi kasus 

Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana tentang penipuan dan 

pemalsuan untuk rnendapatkan pencairan kredit di Bank BNI 46 LI3E Pondok lndah 

Jakarta yang diduga dilakukan oleh tersangka utama yaitu saudara Hendra ( DPO) 

dan dibantu oleh para pegawai Bank BNI tersebut dengan cara menjaminkan 

dokumen-dokumen sertifikat rumah dan bangunan milik orang lain, memalsukan 

legalitas perusahaan-perusahaan (fiktif) dengan mengatur sedemikian rupa bahwa 

nama yang tertera pada kepemilikan sertifikat-sertifikat tersebut dimasukkan ke 

dalam susunan kepengurusan badan usaha baik sebagai direktur maupun sebagai 

komisaris, melibatkan pam pegawai-pegawai Bank BNI tersebut untuk memudahkan 

kepengurusan dalam proses pencairan kredit dimaksud, membuat mark up Nilai Jual 

Obyek Pajak (NJOP ) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB ) yang ada pada jaminan 

sertifikat tersebut sehingga akan juga berpengaruh pada besaran nilai kredit yang 

diajukan oleh tersangka. 

Awal mula diketahuinya permasalahan tersebut adalah ketika pada bulan juni 

tahun 2002 sampai dengan bulan maret 2003 atau sekitar 9 ( sembilan  ) bulan 

tersangka Hendra sebagai pemohori kredit hanya melakukan pemhayaran-pembayaran 

pada bunga pinjamannya saja, natnun kemudian pada bulan-bulan berikutnya tidak 

dilakukan pembayaran atas kredit yang telah disepakati. Terjadinya kemacetan 

pembayaran atas kredit kemudian dilakukan inspeksi oleh Bank BNI Pusat mengingat 

nilai kerugian atas nilai kredit yang berrnasalah cukup besar. Hasil audit dan 

verifikasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank BNI ternyata 

ditemukan kejanggalan-kejangalan pada proses pengajuan kredit yang menyimpang 

dari pedoman pemberian kredit, dari persyaratan-persyaratan pengajuan kredit berupa 

legalitas perusahaan dan agunannya sampai dengan pencairan kreditnya. Dari basil 

temuan kejanggalan tim Satuan Pengawas Internal Bank .BNI tersebut kemudian 

dilaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juli 2003 yang 

dibuktikan dengan Laporan Polisi Nornor : LP I 1232 / K / VII / 2003 / SPK. 

Laporan dari bank BNI terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan 

dan pemalsuan ke Polda Metro Jaya atas permohonan kredit saudara Hendra ke Bank 
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BNI, selanjutnya dilakukan penyidikan sebagaimana tersebut dalam surat perintah 

penyidikan nomor pOlisi : SP.Sidik / 1040 / VII / 2003 / Dit Reskrimsus pada tanggal 

3 Juli 2003. Proses penyidikan dilaksanakan selama kurang iebih 17 bulan dengan 

hasil-hasil penyidikan sebagai berikut: 

a. 	Perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh tersangka untuk mengajukan 

kredit ke Bank BNI setelah dilakukan pengecekan temyata merupakan 

perusahaan fiktif dirnana kantor yang tertera di dalam • surat atau akte 

pendirian perusahaan 	setelah dilakukan pengecekan temyata alamat 

kantornya tidak ada atau alamat kantor tersebut temyata alamat fiktif, begitu 

juga dengan berbagai laporan-laporan keuangan sebagai bentuk adanya 

kegiatan dalam perusahaan (seolah perusahaan sehat ) yang ternyata adalah 

rekayasa. Notaris yang tertuang namanya pada akte pendirian perusahaan 

setelah dilakukan pengecekan di lapangan didapatkan keterangan bahwa 

notaris tersebut memang ada, namun mereka tidak pernah rnerasa 

mengeluarkan surat atau akte sesuai dengan nomor surat yang tercantum. 

Peru sahaan -perus ahaan tersebut d iantaranya: 

1. 	PT.MULTI TELESINDO UTAMA dengan Direktur Utama adalah sdr 

Hendra dan memasukkan nama sdr.Ahmad Kobing dan sdr.Aswin 

Nawi sebagai Komisaris dalam perusahaan tersebut. Ahmad Kobing 

dan Aswin Nawi adalah pemilik sertifikat pada Sertifikat Flak Milik 

( SHM  ) nomor 422 dengan alamat di Pegangsaan Mentng yang 

mempunyai luas tanah sekitar 262 m2 dan SHM nomor 978 di Kramat 

Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang memiliki luas sekitar 332 

m2. Kenyataan bahwa sdr Ahmad Kobing dan Aswin Nawi tidak 

merasa pernah menjaminkan SHM nya kepada Bank BNI 46 Pondok 

Indah Jakarta dan tidak pemah bekerja menjabat sebagai komisaris 

pada perusahaan PT MUTI TELESINDO. SHM tersebut sebenarnya 

telah dijaminkan kepada sdr Hendra dalam hal peminjaman uang 
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antara Ahrnad Kobing dan Aswin Nawi dengan sdr Hendra. 

Pengajuan kredit yang dapat dicairkan sebanyak 3 ( tiga  ) kali 

pencairan yaitu tahap pettama sebesar Rp2,8 miliar, tahap kedua dan 

ketiga sebagai tambahan pengajuan kredit usaha masing-masing 

pencairannya sebesar Rp3 miliar. Hasil penyidikan diternukan bahwa 

keberadaan perusahaan dan keabsahan perusahaan tersebut adalah 

fiktif, begitu juga dengan surat-surat kenotarisan yang berkaitan 

dengan pendirian badan usaha maupun surat-surat terkait dengan 

proses permohonan kredithya. 

PT .MULTIVISION SATELINDO DIGITAL, diakui sebagai Direktur 

Utama pada perusahaan mi adalah sdr Hendra dan memasukkan nama 

sdr Delia Karmila dan Eddy Kumiadi sebagai pengurus perusahaan. 

Dengan modus yang sama dengan proses pengajuan kredit pada 

PT.MULTI TELESINDO UTAMA, maka dalam pengajuan kredit mi 

sdr Hendra telah merekayasa sedemikian rupa dengan membuat badan 

usaha fiktif. Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB  ) nomor 1075 

milik sdri Delia Karmila dan SHM nornor 21 milik sdr Eddy Kurniadi 

yang beralamat di Cipinang Melayu seluas 1.009 m2 dijadikan 

jaminan atas pengajuan kredit sebesar Rp2,5 miliar. Pada atas nama 

perusahaan yang sama, sdr Hendra rnengajukan tambahan kredit usaha 

dengan jarninan SHGB nomor 826 yang beralamat di Cimanggis 

Bojong Gede Bogor atas nama tersangka Hendra dan SHM nomor 

2187, 2188, 1827 yang beralamat di Ciputat Tangerang atas nama 

Charsian Anwar dengan pinjarnan yang diajukan sebesarRp3,2 miliar. 

CV.SINAR SURYA CELULAR, pada badan hukum fiktif mi telah 

memasukkan narna Budianto sebagai Direktur Utama dan Budi 

Hartadi sebagai pemilik asli SHGB nomor 188 Bambu Apus sebagai 

pejabat perusahaan. Hasil penyidikan diketahui bahwa Sdr Budi 

Hartadi tidak bekerja di CV.Sinar Suryá Ce Lu lar dan korban juga tidak 

pernab membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak 

Tanggungan ( APHT  ) dan Surat Kuasa Membebankan Hak 
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Tanggungan ( SKMHT  ) kepada sdr Mohamad Supedi ( pimpinan 

Bank BNI Pondok lndah ) serta tidak pemah melakukan perjanjian- 

perjanjian lain dengan pihak Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta. Pada 

pencairan kredit atas nama badan hukum fiktif tersebut telah dicairkan 

dana sebesar Rp2 miliar. Dengan atas nama badan hukum yang sama 

telah diajukan kredit tambahan sebesar Rp2 miliar dengan pemilik 

agunan di Pangkalan Jati Baru atas nama saudara Yuliarñi Suparman. 

PT.GRIYA INTl flANGUNAN, dengan modus yang sama pelaku 

dalam hal mi sdr Hendra mengajukan kredit dengan jaminan SHM 

nomor 734, nomor 735 dan nomor 730 Kebon Jeruk atas nama sdr 

Abdus Somad dan SHGB Nomor 1119 Tanjung Barat Jagakarsa 

Jakarta Selatan sebesar Rp 2 miliar dan Rp983 juta ke Bank BNI 46 

Pondok Indah. Modus dalam pencairan kredit pada badan usaha mi 

sama dengan pencairan kredit pada badan hukum di atas. 

PT.TULUS SEJATI MOTOR, atas nama badan hukum tersebut telah 

dicairkan kredit sebesar Rp3,5 miliar dengan modus operandi yang 

sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 1010, 

nomor 1027 dan 1026 yang beralarnat di Tamansari Jakarta milik 

saudara Liem Hendi. 

PT.ANUGRAH WIRATAMA MOBILINDO, atas nama badan hukum 

tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp2 miliar dengan modus 

operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, 

SHGI3 3053 yang beralamat di Tanjung Durn Jakarta milik saudari 

Sondang. 

PT.ALAM MAKMUR CATUR SENTOSA, atas nama badan hukum 

tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rpl,3 miliar dengan modus 

operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, 

SHM nomor 284 yang beralamat di Sukabumi Utara Kebon Jeruk 

Jakarta milik saudara Ir.Yasri dan pencairan kredit sebesar Rp2,4 

miliar dengan agunan SHM nomor 0463 yang beralarnat di Pangkalan 

Jati Jakarta milik sdr.Handi Lubis. Saudara 1-lendra mengajukan 
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tambahan kredit lagi sebesar Rp2 miliar dengan menggunakan jaminan 

milik orang lain atas nama Sapto Darsono dengan SHGB nomor 579 

yang beralamat di Cipete Jakarta Selatan. 

PT.SURYA TELEKOMUNIKASI, atas nama badan hukum tersebut 

telah dicairkan kredit sebesar Rp650 juta dengan modus operandi 

yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 

1068 dan 1052 yang beralamat di Pangkalan Jati Jakarta milik saudara 

Muda Antartikawan. 

PT.INDOSELULER PRIMAJAYA, atás nama badan hukum tersebut 

telah dicairkan kredit sebesar RpI,8 miliar dengan modus operandi 

yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 

259 yang beralamat di Pangkalan Jati Jakarta milik saudari Maryati. 

PT.INTELMILAN, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan 

kredit sebesar Rp2 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu 

menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 1273 yang 

beralamat di Baranangsiang milik saudari Dedi. 

PT.SINAR SURYA PERKASA, atas nama badan hukum tersebut 

telah dicairkan kredit sebesar Rp2,5 miliar dengan modus operandi 

yang sarna yaitu menjarninkan sertifikat milik orang lain, SliM nomor 

2255 dan 531 yang beralamat di Kelapa dua milik saudari Utari. 

b. 	Moh.Supedi sebagai pimpinan Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta telah 

menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT  ) 

yang telah disiapkan oleh tersangka utarna sehingga terkesan bahwa pernilik 

tanah sebenarnya telah memberikan kuasa kepada Supedi, sehingga langkah 

selanjutnya dapat membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan sebagai salah 

satu syarat untuk permohonan pengajuan kreditnya. Hasil penyidikan 

menerangkan bahwa para pernilik tanah sebenarnya tidak pernah mengenal 

dengan saudara Supedi dan tidak pernab merasa melakukan perbuatan 

rnenyerahkan kuasa kepada Supedi untuk menjaminkan tanah dan bangunan 

yang dimilikinya. Hal mi juga diperkuat dengan keterangan beberapa notaris 
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yang telah menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan dimana akte 

tersebut akan dapat diterbitkan dengan terlebih dahulu berdasar pada adanya 

SKMHT, sehingga terbitnya akte APHT tentunyajelas tidak dihadiri oleh para 

pemilik tanah karena di dalam SKMHT telah menyebutkan bahwa para 

pemilik tanah telah memberikan kuasa hak tanggungan kepada saudara 

Supedi. Diantara para notaris yang menerbitkan APHT adalah Sauclara Sigit 

Siswanto, Yati Kusnoviati Hermen, Sumami Boer, Wasiati BasOeki, Resta 

Mudarna Yuda, Supiah Nurbaeti, Irwan Santoso, lyon Sinyal. 

C. 	Surat-surat tanah dan bangunan baik berupa sertifikat Hak Milik maupun Hak 

Guna Bangunan milik orang lain tersebut dapat berpindah tangan ke saudara 

Hendra dikarenakan adanya peminjaman sejumlah uang yang terjalin diantara 

keduanya. Besaran pinjaman antara Rp 100 juta, Rp 200 juta sampai dengan 

Rp450 juta kepada saudara Hendra. Dengan dasar itulah kemudian surat-surat 

berharga tersebut dijadikan sebagai jaminan. Namun selanjutnya surat-surat 

berharga tersebut disalahgunakan oleh Hendra sebagai pelaku utama untuk 

mengajukan sejumlah dana ke Bank BNI 46 Pondok lndah Jakarta. Jadi para 

pemilik sertifikat tidak pernah mengagunkan sertifikatnya ke Bank BNI. Para 

pemilik tanah dan bangunan dalarn peineriksaan sangat jelas menyatakan 

bahwa mereka tidak pernah mengagunkan tanah dan bangunan milik mereka 

kepada Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok lndah Jakarta, tidak pernah 

mengenal saudara Supedi sebagai pimpinan Bank BNI Pondok lndah Jakarta, 

tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan, 

tidak pernah menandatangani surat Akte Pemberian Hak Tanggungan, tidak 

pernah bekerja dan menjabat sebagai komisaris atau jabatan lain pada badan 

hukum, tidak pernah datang ke notaris dan menandatangani surat maupun akte 

pendirian perusahaan. 

d. 	Perusahaan-perusahaan fiktif tersebut di atas temyata diakui sebagai group 

atau anak perusahaan milik saudara Hendra dan pada kepengurusan tiap-tiap 

perusahaan telah tercantum nama Hendra selaku Direktur Utamanya dan juga 
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mencantumkan nama pemilik sartifikat sebagai komisarisnya, sehingga 

terkesan bahwa dalam proses pengajuan kredit adalah legal. 

Pam tersangka yang merupakan para pegawai yang menjabat pada struktur 

organisasi dengan posisi penting dan berpengarub di Bank BNI Pondok Indab 

tersebut yaitu sebagai pimpinan, pemasaran kredit, appraisal secara 

sedem ikian rupa melakukan kesengajaan dengan menutupi persyaratan-

persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh kreditur. Disamping itu para 

tersangkajuga tidak pemah melakukan pengecekan (on the spot) baik berupa 

langkah pengecekan / kunjungan di lapangan, melakukan konfrontir, 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, pengecekan ke 

instansi-instansi terkait dan lain langkah-!angkah yang seharusnya dilakukan 

untuk mendapatkan keyakinan akan keabsahan / legalitas perusahaan, ijin 

usaha, data-data aktifitas perusahaan, kegiatan-kegiatan nyata perusahaan dan 

lain-lain termasuk legalitasjaminan kreditnya. 

Rekayasa juga ditemukan pada penentuan harga taksasi dimana harga taksasi 

yang dilakukan oleh bagian appraisal Bank BNI Pondok Jndah tersebut 

ternyata lebih tinggi dari harga jual pasaran. Rekayasa mi terkait dengan 

adanya temuan bahwa Nilal Jual Obyek Pajak ( NJOP  ) pada jaminan 

tercantum lebih tinggi nilai jualnya. Tentunya hal mi dilakukan sebagai dasar 

pelaku untuk dapat menjadikan dasar dalam pencairan kredit dengan nominal 

yang lebib besar. 

Banyak sekali nama-narna pejabat notaris yang digunakan untuk menerbitkan 

berbagai surat-surat penting seperti penerbitan akte pendirian perusahaan, 

pembuatan surat-surat kuasa tertentu dan surat - surat lainnya yang berkaitan 

dengan kenotarisan, narnun setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan 

diternukan bahwa para notaris tersebut tidak pernah mengeluarkan surat-surat 

dimaksud dan bahkan ada yang menggunakan notaris fiktif. 
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Tabel 6. Rekapitulasi daftar agunan dan jumlah kredit yang diajukan dalam 
Kasus tindak pidana korupsi kredit macct Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta 

NO WAKTU AGUNAN 
PEMILIK 

ASUAGUNAN 
PENOAJU KREDIT DAN 

DADAN 14K JUMLAH KREDIT 

I. MEl 2002 .SHM no 4221 P.g.n....n .AI4UAO 0001010 PT MULTI TELESINDO UTAMA Rp 2.000.000.090.. 
M.nl.ng, 202 U2 (H.nd,e m.ng.ko obg - Omit. don 
-SHM 00 978/1(,omol Pot. -ASWIN HAWI A.kobIng I Aswln N dIOu ibg 
K.b.Bsru Jsk,eI, 332 M2 Kamliorlo) 

PT.MULTI TELESINDO UTAMA Rp 3.000.000.000,- 
2. 4 NOV 2002 

PT.MULTI TELESINDO UTAMA Rp 3.000.000.000,. 
 
 

24 MARET 2003 
0 AGUST 2003 -SHGB no tO7BIAocoI • OELIA KARMILA PTNULIIVISION SATELINDO 

DIGITAL Rp 2.500.000.000,. 
-SHM ,w2tIClpInoiigM.liyo. .EODY KURNIADI 1.009 M2 

S. 22 MARET 2003 .SHGB ito B28/Clin.ngIs. Bojong 
godBogor, 1.494 M2 .HENDRA -PT MULTIVISION SAT DIGITAL Rp 3.200.000.000,- 
.SHM No 2191 
.0414 No 2189 .CHARSIAN ANWAR  
.SHM No 1027 
CIpot.t T.ngr.og 

 SHM 2259/ K.I.po do. Wet,,, -BudI.nIo CV.SINAR SURYA CELULAR Rp.2.600.000.000,. 
(0.0 BUDIANTO) 

7. JANUARI 2003 SHM 010734, 735. 730 -ABDUS 5014*0 -PT.GRIYA Nil BANOUNAN Rp 2.018.700.000,. 
-SHOONO 1119/ Tj B.r.t .901* VUNI SAPUTR -PT.GRIYA INTl BANOUNAN Rp 	993.300.000,. 

 -. .SHM NO 1010. 102781020! -LIEN HENOI .P1' TULUS SEJATI MOTOR Rp 3.500.000.000,- 
T.m.in.rI 

9. - .SHGB NO 3553/Tonjitog dunn NY.SONOANO PT.ANUORAH WIRATANA MOO Rp 2.000.000.000.. 
 MARET 2003 -$1414 NO 2841SukobomI Ut.,. -YASRI -PT.ALAM NAKNUR CATUR SNTOSA Rp 1.350.000.000,. 
 SEPT 2802 .SHM NO 10091 P,nt.I.n jolt MUDA ANTARTIKWN -PT.SIJRYA TELEKOMUNIKASI Rp 	850.080.000,. 

-SHM NO 1052/ P.flgIi.I.n J.II 
 MARET 2003 -SHM NO 00403/Psogkel.o Jt -HANOI LUBIS -PT.At.AM MAKNUR C.S Rp 2.400.000.000,- 
 JANUARI 2003 -SHM NO 259/Pongk.I.n J.8 -MARYATI .PT.INDO SELULER PRIMAJAVA Rp 1.900.000.000.. 
 FE8RUARI 2003 -SHM NO 22858 5311K.I.p. do. -UTARI -PT SINAR SURVA PERKASA Rp 2.500.000.000.. 
 SEPT 2002 -SNOB NO 100/ Bomb. Apos BUDI HARTADI -CV.SINAR SURVA SELULER RP 1.500.000.000,- 

(Bodl.,,Io .bg DIn.I-OPO) 
lit. -- -SNOB 3852/Tj Dor.n -INORA MANGAROHAN -PT.ANUORAH WIRATAMA MOBILINO Rp 2.000.000.000,. 
17..- -OHM 48310.peit .SITIRAHAYU -. Rp 2.707.279.560,- 
19. -- -SHM 1273/8.r.o.ng.I.og Bogor .0001 BARNAS OJIUN PT INTELMILAN Rp 2.000.000.000, 

 .- -SHOB 5559Cm.,. Limo D.pok -DEWI SETYOWATI Rp 2.000.005.000.- 
 -SNOB 570/CIpol. .SAPTO DARSONO PT.ALAM MAKMUR C.S. Rp 2.000.000.805.. 

Sumber Berkas Perkara Nomor Polisi: BP / 30 / XJ I Dit Reskrimsus 

B. 	Beberapa Catatan Tentang Proses Penyidikan Yang Dilaksanakan I)alam 

Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macct Bank BNI 46 Layanan 

Bisnis Rite! Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.4 iniliar. 

Catatan penting dalam proses penyidikan yang dijalankan oleh para penyidik dalam 

menyidik kasus tindak pidana korupsi Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta akan 

dideskripsikan oleb penulis untuk mengetahui pola-pola penyidikan yang telah dilaksanakan. 

Catatan penting mi merupakan hasil penelitian dokurnen berkas kasus dan pelaksanaan 

wawancara mendalam. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada para penyidik 

dan anggota-anggota unit yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya dengan 

Ajun Kornisaris Polisi Sujarwoto, SH yang bertindak selaku ketua tim penyidikan kasus 

tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan melepas atribut peneliti sebagai anggota 

Kepolisian dan tetap nielihat permasalahan dalam tataran akademis. Hasil mi akan sangat 

berguna nantinya sebagai salah satu bahan untuk menganalisa terhadap pendalaman suatu 
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proses yang dijalankan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani kasus tindak 

pidana korupsi, sehingga akan memudahkan dalam upaya mencari pola-pola yang tepat, baik 

dan profesional. Di bawab mi beberapa catatan penting yang perlu diketahui: 

Bila dihitung waktu penyelesaian kasus korupsi di atas telah memakan waktu selama 

17 bulan yang dihitung dari awal mulai dilaporkan ke Polda Metro Jaya berdasarkan 

Laporan Polisi Nomor : LP / 1232 / K / VII / 2003 / SPK tanggal 3 Juli 2003 sampai 

dengan se!esainya proses penyidikan yang ditandai dengan terbitnya surat P.21 dan 

Penuntut Umuin dengan surat nornor : R-093 / 0.1.5 / Fd.10/ 01/ 05 tanggal 28 

Januari 2005 yang menandakan bahwa penyidikan dianggap lengkap. 

Bahwa laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berawal dari laporan 

Satuan Pengawas Internal BNI 46 yang telah mencurigai adanya penyimpangan 

dalam proses pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka. Hal mi dapat diartikan 

bahwa kasus yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya sebenarnya dari awal telah 

mendapatkan bahan keterangan sebagai bukti permulaan yang cukup berdasarkan 

basil audit yang telah dilaksanakan tim audit internal ( Satuan Pengawas Internal 

Bank BNI) tersebut. 

C. 	Proses penyidikan dilaksanakan oleh unit 3 Sat Tipikor Polda Metro Jaya secara 

bersama-sarna dengan seluruh anggota yang bertugas pada unit 3, sehingga secara 

keseluruhan tim penyidik kasus mi berjumlah 11 personel. Pengorganisasian terhadap 

kasus korupsi mi dilaksanakan bersama-sama mengingat keterbatasan kemampuan 

sumber daya manusia yang ada. 

d. 	Proses penyidikan dilaksanakan tanpa melalui tahap penyelidikan yang matang 

terlebib dahulu, narnun cara yang dilakukan Iangsung dengan langkah tindakan 

hukum benupa memanggil secara pro justitia terhadap orang - orang yang diduga 

niengetahui tentang alur terjadinya tindak pidana. Langkah penyidikan selanjutnya 

adalah bergantung pada perkembangan dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang 

dipanggil tersebut. Ketika keterangan-keterangan yang didapatkan dari basil 

perneriksaan mengalami kebuntuan, maka penyidikan akan sangat bergantung pada 

upaya menemukan orang - orang yang akan dapat dipanggil dan diperiksa berikutnya. 
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Dari hasil wawancara dinyatakan bahwa tim memang tidak pemah membuat rencana-

rencana penyelidikan yang matang terlebih dahulu, tidak ada bukti tentang produk 

hasil penyelidikan termasuk rencana-rencana penyelidikan kasus tindak pidana 

korupsi. Hal ml berakibat bahwa dalam proses penyidikan yang berjalan belum secara 

jelas terlihat siapa-siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan (masih 

meraba-raba) dan juga tidak terlihat pola-pola penyidikan yang terencana, sehingga 

berdampak pada langkah acak penyidikan yang justru menjadi salah satu faktor 

lamanya penyelesaian penyidikan. 

Diakui bahwa dengan tanpa penyelidikan yang matang terlebih dahulu ternyata juga 

akan menyulitkan dalam pemeriksaan terhadap orang—orang yang terlibat baik 

sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Materi-materi yang akan dipertanyakan akan 

terlihat dangkal mengingat masih kurangnya informasi-informasi yang didapatkan, 

seh ingga juga belum dapat tergambar secara jelas alur permasalahannya. 

Sarana dan prasarana yang digunakan menggunakan sarana yang ada dengan segala 

keterbatasannya. Ivlobilitas untuk penyelidikan dan penyidikan menggunakan mobil 

dan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh para penyidik, begitujuga dengan prasarana 

yang lain seperti camera dan handphone untuk berkomunikasi. 

Ii. 	Diakui bahwa belum semua anggota-anggota yang ada dalam tim penyidikan kasus 

tindak pidana korupsi Bank BNI mi mengetabui dan berwawasan tentang konteks 

tindak pidana korupsi, sehingga hal mi juga merupakan kendala dalam penyelesaian 

kasusnya. 

Analisis sangat bergantung pada hasil pemeriksaan saksi-saksi yang telah dipanggil. 

Salah satu faktor lambannya penanganan dalam penyidikan adalah menunggu hasil 

audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lamanya proses rnenunggu hasil 

dari BPKP sangat berpengaruh pada mental para penyidik dan anggota Sat Tipikor 

terutama ketika akan melaksanakan penyidikan untuk kasus yang lain. 

Perlu diketahui bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh penyidik dalam upaya 

rnenyelesaikan berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi di Bank BNI 46 

Pondok Indah sebesar Rp35 juta. Dana itu digunakan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan diantaranya untuk biaya mobilitas ( bensin, uang makan di lapangan, dan 
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lain-lain ), memberi uang saku kepada para petugas BPKP untuk melaksanakan audit 

investigatif, uang saku kepada para petugas B?KP dalam menghitung kerugian 

negara, uang saku bagi pam saksi ahli, koordinasi dengan Penuntut Umum, 

koordinasi dengan pengadilan dalam hal upaya rnenerbitkan penetapan penyitaan 

( rekeriing-rekening, tanah dan bangunan yang lokasinya tersebar di Jakarta dan 

sekitarnya, sertifikat dan lain-lain barang bukti ), pengecekan ke notaris-notaris, 

pengecekan lokasi perusahaan yang ternyata fiktif, pengecekan lokasi tanah dan 

bangunan yang dijadikan sebagai agunan, pengecekan keberadaan pemilik sah atas 

agunan, mengantar surat-surat yang diperlukan balk ke instansi ( ahli, auditor, PU, 

Pengadilan ) maupun kepada para saksi-saksi dan tersangka. Dana dukungan dan 

dinas ketika itu sebesar Rp2,5 juta. 

C. 	Pola Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Selama mi Dilaksanakan oleh 

Satuan Tipikor Polda Metro Jaya 

C.1. Dasar Penyidikan 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bersifat 

khusus di luar dari jenis-jenis kejahatan yang terangkum dalarn Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana umum. IKarena 

sifatnya yang khusus (lex specialis) maka jenis kejahatan mi diatur pelaksanaannya 

dengan inenggunakan aturan hukum yang bersifat khusus juga. Hal mi disesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat agar fungsi 

produk hukum yang dihasilkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Lahirnya 

undang-undang tindak pidana korupsi yang terus berkembang sampai dengan produk 

terakhir yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telab menunjukkan bahwa hukum telah benar-

benar berfungsi dalam masyarakat. 
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Tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan, masyarakat yang demikian 

justru merupakan masyarakat yang abnormal atau tidak wajar. Bila demikian dapat 

diartikan bahwa kondisi masyarakat tersebut cenderung .idak berkembang dan 

stagnan, karena sifat manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi 

dengan sesama dan lingkungannya dan dalam berinteraksi tersebut akan terjadi 

hubungan-hubungan yang telah bercampur dengan keinginan-keinginan yang juga 

dilatarbelakangi dengan sifat-sifat umum manusia seperti baik, buruk, pemarah, in 

hati, sopan, dan sifat-sifat manusia lainnya. Akibatnya, konteks interaksi yang 

dijalankan dapat bertujuan positifdan dapat pula negatif. 

Dalam hal tujuan negatif akan terlihat perbuatan-perbuatan manusia yang 

dipandang merugikan bagi manusia yang lain yang kemudian muncullah aturan-

aturan yang dibuat untuk tujuan ketertiban dan keteraturan sosial di lingkungannya. 

Aturan-aturan tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dewasa 

mi dikenal dengan hukum itu sendiri. Jadi sangatlah jelas bahwa kondisi masyarakat 

akan selalu berkembang dan hukum juga akan mengalami perubahan dan 

perkembangan seiring dengan perubahan dan perkembangan dinamika 

masyarakatnya. 

Dalam konteks penanganari tindak pidana korupsi, maka jenis perbuatan 

korupsi yang telah terdefinisikan sebagai kejahatan dan penjahat sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

perkembangan produk hukum yang baru dan disesuaikan dengan perkembangan 

dinamika kejahatan yang terjadi di masyarakat hams dapat ditangani dengan cara-cara 

yang khusus yang telah disesuaikan perkembangan jenis kejahatannya tersebut. Poiri 

sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi kewenangan menangani tindak 

pidana korupsi seyogyanya juga hams melengkapi diri dengan produk hukum yang 

bersifat khusus pula agar tidak terjadi kegamangan atau keragu-raguan dalam 

menegakkan hukum. 

Perlu diketahui bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh para 

penyidik Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana korupsi 

yang terjadi sampai saat mi masih menggunakan pedoman penyidikan yang ada 

dalam Surat Keputusan Kapoiri nomor Skep/ 1205/ IX! 2000 tentang himpunan 
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buku petunjuk pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi 

proses penyidikan tindak pidana. Disamping itu juga menggunakan prosedur 

penyidikan sebagairnana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahuin 

1981 tentang 1-lukuin Acara Pidana. Buku pedoman tersebut berlaku dalam 

penyidikan terhadap semuajenis tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. 

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, aturan pedoman di atas dirasakan 

masih menimbulkan kegamangan atau keragu-raguan bagi para penyidik dan 

anggota-anggotanya di Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Sifat 

khusus yang ada dalam tindak pidana korupsi belum diimbangi dengan keluarnya 

pedoman yang khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mabes Poiri sampai 

saat mi belum menerbitkan pedoman yang bersifat khusus apakah berupa petunjuk 

teknis, petunjuk lapangan ataupun peraturan-peraturan Kapoiri yang berguna sebagai 

pedoman penanganan tindak pidana korupsi. Hal mi berdampak pada pola 

penanganan yang dalam perkembangannya disesualkan dengan tingkat kesulitan 

kasusnya ( kasuistis dan situasional ), sehingga akan sangat bergantung pada 

kebijakan-kebijakan, selera dan gaya kepernimpinan Kepala Satuannya. Jadi, ketika 

jabatan Kepala Satuan berganti, maka pola penanganan penyidikan juga akan berganti 

sesuai dengan hal-hal tersebut di atas. 

Keadaan mi dapat terlihat dalam hal pengelolaan laporan tentang adanya 

dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelurn tahun 2005, setiap informasi, 

laporan dan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi langsung dimasukkan 

ke dalam Laporan Polisi dan dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan. Hal mi 

menunjukkan bahwa setiap laporan harus segera ditindakianjuti dengan proses 

penyidikan yang bersifat pro justitia terutama dengan menggunakan langkah-langkah 

pemanggilan. 

Pada tahun 2005 Kepala Satuan Tipikor telah mengeluarkan kebijakan dengan 

mernerintahkan agar semua bentuk laporan, informasi dan pengaduan tentang dugaan 

terjadinya korupsi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku kumpulan Laporan 

1nforniasi. Pembuatan buku kunipulan Laporan Informasi mi ternyata mendapatkan 

perbedaan pendapat ketika ada kunjungan wasrik clari tim Irwasda Polda Metro. Hasil 

temuan wasrik menganggap bahwa Sat Tipikor sebagai satuan penyidikan tidak 
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diperkenankan membuat buku Laporan Informasi karena memang belum ada aturan 

yang mendasari bagi kinerja Satuan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penerbitan 

buku Laporan Informasi dimaksud. Perbedaan pendapat mi Iebih menjadikan 

kegamangan bagi anggota-anggota penyidik dalam menjalankan tugas-tugas 

penyidikannya. Sampai saat mi belum ada solusi teknis perihal pengumpulan 

berbagai informasi, laporan dan pengaduafl ke dalam sebuah buku induk Laporan 

Informasi, sehingga Satuan Tipikor Polda Metro Jaya masih menjalankannya dengan 

pertimbangan akan mengembangkan dan mendalami suatu kasus terlebih dahulu 

sampai benar-benar matang untuk diteruskan pada langkah pro justitia. Hal mi dapat 

diartikan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, penanganannya akan 

berkembang berdasarkan pada selera, kebijakan dan gaya kepemimpinan dan 

pimpinan ( Direktur atau Kepala Satuan ), sehingga ketika pimpinan tersebut 

kemudian mendapatkan mutasi keluar dari Sat Tipikor maka kebijakan-kebijakan 

tersebutjuga akan berubah dan bergantung pada pimpinan yang baru. 

C.2. Sumber-Sumber Informasi 

Sumber informasi didapatkan dari beberapa cara diantaranya dengan 

mengandalkan informasi rekanan atau teman dari para anggota, dari hasil audit Badan 

Pemeriksa Keuangan ( BPK  ), surat-surat pengaduan / laporan dari masyarakat, 

berita-berita di koran, dan perintah pimpinan. Secara khusus Satuan Tipikor tidak 

membentuk sistem tersendiri untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Tidak ada unit khusus di 

lapangan dengan rnenernpatkan anggota-anggota pada pos-pos yang dimungkinkan 

bisa didapatkan informasi seperti di BPK, BPKP, Bawasprov, Inspektorat, PPATK, 

dan pos-pos lain yang berkaitan dengan indikator terjadinya korupsi. 

Ada beberapa pertimbangan yaitu: 

a. 

	

	Dengan rnasuknya laporan yang ada saja tentang dugaan terjadinya korupsi, 

para anggota sudah cukup kewalahan dalam upaya menanganinya, hal mi 

mengingat jumlah personel yang kurang dan tidak mernadai dibandingkan 

dengan ancaman dan tantangan seperti yang telah digambarkan di atas serta 
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kemámpuan sumber daya manusia yang belum maksimal memahami tentang 

korupsi. 

b. 	Melihat pada data yang ada bahwa dalam setiap penanganan kasus tindak 

pidana korupsi selalu mombutuhkan waktu penyelesaian kasus yang cukup 

lama dan bahkan ada beberapa kasus yang hams diselesaikan sampai 

bertahun-tahun, apalagi ditambah dengan laporan-laporan yang nantinya akan 

ditemukan anggota dengan sistem penggalian informasi di lapangan. 

C.3. Langkah Penyidikan yang dilaksanakan 

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya 

yang memasukkan semua laporan, informasi dan pengaduan dari berbagai sumber ke 

dalam bentuk Laporan Polisi menupakan kebijakan pimpinan dalam operasional 

teknis penyidikan. Proses demikian dirasakan telah banyak menemui berbagai 

kendala di lapangan mengingat penanganan kasus tindak pidana korupsi merupakan 

kasus khusus yang juga memerlukan Iangkah penanganan yang khusus. Semua kasus 

yang dimasukkan dalam Laporan Polisi seperti pada kasus-kasus pidana yang lain 

ternyata telah banyak membenikan kesulitan bagi penyidik sendiri, diantaranya: 

Laporan Polisi rnenunjukkan bahwa adanya dugaan terjadinya korupsi telah 

menunjukkan sebagai besaran jumlah kasus yang hams ditangani oleh Sat 

Tipikor dan ketika laporan tersebut tidak dapat tertangani mengingat 

keterbatasan personel dan keterbatasan-keterbatasan yang ada maka justru 

akan menjadi hutang perkara yang semakin lama akan semakin menumpuk. 

Berbeda dengan adanya laporan yang berasal dari masyarakat yang juga 

melampirkan beberapa bukti-bukti awal tentang dugaan terjadinya tindak 

pidana korupsi. 

Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 Kepala Sat Tipikor membuat 

kehijakan bahwa seluruh laporan, informasi, pengaduan dan dari sumber lainnya 

dimasukkan ke dalam buku kumpulan Laporan Informasi. Berangkat dari adanya 

Buku Laporan Informasi mi kemudian dilaksanakan penyelidikan. Fakta bahwa 

penerbitan buku laporan informasi bagi Satuan Tipikor diakui tidak rnempunyai 
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dasar legalitas yang jelas, tidak ada petunjuk nyata baik dari Skep Kapoiri Nomor 

Pot: Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang himpunan bujukiak, bujukiap, dan bujukmin 

proses penyidikan tindak pidana maupun dari peraturan-peraturan lainnya, namun 

kebijakan mi dilaksanakan mengingat pada kondisi kasus dugaan korupsi dimana 

pada penanganan kasus jenis mi tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai tindak 

pidana namun kasus korupsi mi memerlukan ketelitian penyidik yang mengharuskan 

menelaah fenomena kasusnya mengingat posisi kasus korupsi merupakan kasus yang 

"abu-abu " antara pidana, perdata, atau hanya merupakan kesalahan administrasi. 

Hasil wawancara dengan AKP Sinto sebagai penyidik di Sat Tipikor bahwa 

sebelurn melaksanakan langkah-langkah penyidikan yang pro justitia, maka penyidik 

melaksanakan dengan upaya penyelidikan terlebih dahulu. Pelaksanaan penyelidikan 

juga dikuatkan dengan pemberlakuan buku Laporan Informasi sebagai buku induk 

tentang semua bentuk laporan, pengaduan, dan informasi-informasi tentang dugaan 

terjadinya tindak pidana. Diakui juga bahwa penyelidikan yang dilaksanakan tidak 

menggunakan konsep rencana penyelidikan terlebih dahulu, namun terlihat banyak 

menggunakan teknik penyelidikan terbuka dengan undangan klarifikasi mengingat 

keterbatasan personel dan sarana prasarana yang dimiliki. Teknik-teknik penyelidikan 

yang berkaitan dengan penyelidikan tertutup hampir tidak pemah dilaksanakan. 

Pernyataan saudara Sujarwoto sebagai penyidik di Satuan 3 Sat Tipikor Polda 

Metro Jaya bahwa pola penyidikan tindak pidana korupsi sedikit berbeda dengan pola 

penyidikan pada kasus-kasus lainnya terutama dalam hal penyelidikan yang 

mendalam, sehingga pola pengumpulan berbagai informasi sebaiknya dibuatkan 

Laporan Informasi terlebih dahulu. Dengan upaya penyelidikan yang mendalam 

diharapkan akan mengetahui siapa-siapa saja yang nantinya akan dipanggil, 

dokumen-dokumen apa saja yang akan dikumpulkan, dan permasalahan pada kasus 

yang ditangani akan terurai terlebih dahulu sehingga akan memudahkan dalam upaya 

perneriksaannya. 

Teknik-teknik penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Buku Surat 

Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/ 1205/ IX! 2000 yaitu observasi, interview, 

surveillance, dan under cover tidak pemah dilaksanakan oleh penyidik untuk 

mengetahui profit-profit awal terhadap sasaran. baik terhadap saksi, tersangka, dan 
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bukti-bukti yang ada maupun bukti-bukti yang selanjutnya diharapkan dapat 

didapatkan. Pelaksanaan teknik-teknik penyelidikan sampai saat mi sering 

menggunakan teknik interview dengan mengundang klarifikasi. 

Pelaksanaan penyelidikan dengan teknik terbuka (interview dengan undangan 

kiarifikasi )juga tidak terlepas dari adanya kendala-kendala di lapangan seperti tidak 

hadirnya orang yang diundang sampal beberapa kali undangan. Masyarakat sudah 

mulai cerdas menyikapi undangan kiarifikasi yang diterbitkan Polri dirnana undangan 

tersebut tidak memuat unsur memaksa yang berkekuatan hukum, sehingga 

memerlukan kejelian dan kepandaian penyidik. Kendala seperti mi seringkali 

ditemui, sehingga membuat para penyidik menjadi " gregetan dan jengkel " yang 

berakibat pada langkah emosional untuk meningkatkan tahapan proses penanganan 

dengan memanggil secara pro justitia. 

Ada beberapa pertimbangan mendasar tentang kegamangan yang muncul bagi para 

pelaksana penyidikan, diantaranya: 

a. 	Tataran pada langkah pemanggilan pro justitia sudah merupakan pada langkah 

penyidik yang masuk pada tindakan upaya hukum dimana sesuai dengan pasal 

109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa" dalam hal penyidik telah 

melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, 

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". Menurut 

Keputusan Menteri Kehakirnan Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 

tahun 1983 lampiran 3 disebutkan bahwa " pengertian mulai melakukan 

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan 

tindak upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan pro justitia, 

penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya". Pendapat 

di atasjuga diperkuat dengan Skep Kapoiri Nomor Pol: Skep/ 1205/ IX! 2000 

tentang himpunan bujukiak, bujuklap, dan bujukmin proses penyidikan tindak 

pidana yang menyebutkan bahwa penggolongan kegiatan pokok dalam 

penyidikan terdiri dari penyelidikan, penindakan ( berupa pemanggilan, 

penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan ), pemeriksaan, 

penyelesaian dan peyerahan berkas perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa 
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kegiatan pemanggilan adalah merupakan kegiatan pokok dalam penyidikan 

yang sudah masuk pada ranah penindakan. 

b. 	Untuk menerbitkan sebuah surat pemanggilan projustitia maka penyidik harus 

mendasari dengan adanya Laporan Polisi terlebih dahulu dimana dapat 

diartikan bahwa penyelesaian terhadap kasus yang ditangani harus secarajelas 

pertanggung jawabannya terutama ketika berlangsungnya penyidikan kasus 

tindak korupsi itu kemudian tidak terbukti dan diterbitkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan ( SP3  ), apalagi ketika penyidik mengalami 

kebuntuan dalam hal pengungkapannya yang berakibat pada hutang perkara. 

c.. 	Perlu diketahui bahwa kasus tindak pidana korupsi merupakan kasus yang 

mempunyai posisi kasus "abu-abu "atau mempunyai tingkat ketidakjelasan 

yang tinggi antara pidana, perdata, atau kesalahan administras, sehingga 

penyidik harus terlebih dahulu dapat membuktikan unsur " melawan hukum" 

nya terlebih dahulu sebelum menentukan bahwa peristiwa itu merupakan 

tindak pidana korupsi atau bukan. 

Dalam hal berlangsungnya proses penyidikan telah disimpulkan memenuhi 

unsur pembuktian, maka berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum, dan jika 

kasus yang ditangani ternyata tidak cukup bukti maka kasus akan dilimpahkan ke 

instansi yang berkaitan atau diterbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan 

(SP3). 

Penyidik bersikap reaksionis terhadap perkembangan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana korupsi. 

Kenyataan bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan seringkali mengalami 

perkembangan dan perubahan, sehingga penyidik harus selalu mengikuti setiap 

perkembangan peraturan-peraturan tersebut, misalnya terhadap perubahan atau 

keluarnya atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi 

Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan-Peraturan Daerah, Standar Operasional yang 

berlaku pada BUMN ataupun BUMD dan lain-lain. Tidak ada anggota atau petugas 

secara khusus yang selalu memonitor perkembangan aturan-aturan tersebut. Jadi, 

ketika ada laporan, pengaduan dan informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana 
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korupsi, maka baru kemudian mencari aturan-aturan, pedoman-pedoman, peraturan 

Menteri, Surat-surat Keputusan dan sebagainya dimana hal mi akan berpengaruh pada 

lamanya proses penyidikan yang akan dijalankan. Berbeda ketika ada petugas yang 

secara khusus telah mencari dan memonitor perkembangan aturan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka akan berpengaruh pada 

kesiapan penyidik dalam penyidikan. 

Faktor - Faktor Pendukung Keberhasilan Dalam Penanganan Kasus Tindak 

Pidana Korupsi 

Faktor keberhasilan yang selama mi dirasakan banyak membantu dalam setiap 

penyelesaian kasus tindak pidana adalah faktor pengalaman. Pengalaman dari para penyidik 

dalam menangani tindak pidana lainnya sebelum bertugas di Satuan Tipikor merupakan salah 

satu faktor pendukung keberhasilan. Secara mental, mereka telah siap dalam hal menyidik 

perkara, berhadapan dan melaksanakan perneriksaan kepada orang-orang yang terkait dengan 

kasus, melakukan penyitaan, dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan proses 

penyidikan. Selain itu menjaga kekompakan dan kerjasama diantara para penyidik dan 

anggota-anggota dalam satu kesatuan un itj uga sangat membantu keberhasilan. 

Hambatan-Hambatan Dalarn Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para penyidik dan anggota-anggota 

yang ada di Satuan Tipikor Polda Metro Jaya, pengamatan, dan data-data yang ada, di bawah 

ml penulis sampaikan beberapa hambatan-hambatan dalam menangani tindak pidana korupsi, 

diantaranya: 

a. 	Sampai saat mi belum ada petunjuk teknis dari Markas Besar Kepolisian Republik 

Indonesia apakah berupa ptunjuk teknis ( Juknis  ), petunjuk lapangan ( Jukiap  ), 

petunjuk administrasi ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman atau acuan bagi satuan-satuan operasional dalam melaksanakan 

penanganan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga keadaan mi menjadikan 

kegamangan bagi para penyidik-penyidik dalam rnelaksanakannya. 
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b. 	Penyidik merasakan kelambatan proses penanganan diantaranya dikarenakan adanya 

pelaksanaan proses audit investigatif yang dilaksanakan oleh instansi BPKP. Audit 

investigatif dari BPKP seringkali berjalan sangat lama dan penyidik hanya dapat 

menunggu hasil audit investigatif tersebut. Proses yang cukup lama akan sangat 

mengganggu dalam hal penentuan Iangkah penyidikan selanjutnya. Proses yang ada 

sekarang mi adalah bahwa penyidik dalam hal meminta audit investigatif hams 

melampirkan dokumen-dokumen yang diduga berindikasi adanya penyimpangan 

terhadap alur keuangan. Setelah itu Poiri bersifat menunggu hasil auditnya dan 

menyerahkan sepenuhnya kepada BPKP. Kondisi demikian disebabkan adanya 

perbedaan visi antara penyidik Poiri dengan auditor BPKP dalam mernandang suatu 

alur keuangan yang diduga berbau korupsi. Sesuai hasil wawancara dengan saudara 

Slamet Tulus Wahyana yang bertugas sebagai Kepala Bidang Investigatif BPKP 

Perwakilan DKI Jakarta satu menyatakan bahwa: 

BPKP harus melaksanakan kegiatan investigatif terlebih dahulu tentang 
adanya dugaan terjadinya korupsi, BPKP hams mencari dan menemukan 
adanya unsur melawan hukum yang menjadi syarat mutlak suatu kasus 
dipandang sebagai kasus korupsi karena keterangan dari BPKP tidak hanya 
akan digunakan pada tingkat penyidikan tetapi juga akan dipertanggung 
jawahkan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Keadaan 
demikian mengharuskan BPKP untuk menelusuri alur keuangan sejak awal 
perencanaan sampai keluarnya anggaran negara yang telah menimbulkan 
kerugian negara. Proses demikian telah dijalankan berdasarkan standar 
operasional, investigatif BPKP dalam melaksanakan audit keuangan negara. 
Dalam hal BPKP menerima permintaan audit dari penyidik Polda Metro Jaya, 
maka langkah utama dari para petugas BPKP berdasarkan standar operasional 
audit BPKP adalah terlebih dahulu dilakukan audit investigatif. Dalam 
pelaksanaan audit investigatif mi para petugas auditor berusaha rnenggali 
bukan hanya berdasarkan pada data-data dan dokumen yang diperoleh dan 
penyidik saja, namun auditor tetap menggali bukti-bukti lain yang perlu 
dikembangkan untuk dapat mengetahui alur akuntasi keuangan yang dibuat 
dari awal rnunculnya perencanaan suatu proyek, penyusunan penentuan harga-
harga atau nilai anggaran, melihat perbandingan terhadap penentuan nilai 
anggaran yang telah dibuat, pembuatan proposal-proposal, pelaksanaan suatu 
proyek sampai dengan penelitian akhir terhadap laporan hasil 
pertanggungjawaban keuangannya. Prosedur tersebut juga berlaku pada 
proses perhitungan keuangan negaranya. Berbagai hambatan yang ada dalam 
hal pelaksanaan proses audit investigatif dan perhitungan keuangan negara di 
lapangan selalu diteniui diantaranya menyangkut kewenangan terbatas yang 
dirniliki oleh auditor yaitu tidak rnempunyai kewenangan memaksa secara 
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hukum, keterbatasan jumlah personel ( terdapat 70 personel ), keterbatasan 
kualitas sumber daya manusia, dan anggaran operasional. Proses yang cukup 
lama di BPKP juga melihat pada konteks berat ringannya kasus yang 
dihadapi." 

Keadaan demikian pada kenyataannya menimbulkan "persepsi "yang berbeda antara 

penyidik dan auditor BPKP dimana penyidik berpersepsi bahwa dokumen-dokumen 

yang telah didapatkan oleh Poiri sebenarnya hanya tinggal dibaca dan ditelaah saja 

untuk mengetahui konteks penyimpangan alur keuangannya, sedangkan pihak BPKP 

berpersepsi bahwa audit investigatiftetap hams dijalankan karena merupakan standar 

operasional yang hams dilaksanakan dan juga untuk mengetahui alur unsur melawan 

hukum versi BPKP sebagai auditor negara yang telah memahami konteks akuntan 

keuangan. Bagi Poiri sesual dengan amanat Undang-Undang bahwa dalam hal 

penentuan audit keuangan negara yang diduga terjadi kerugian negara dan dapat 

dipertanggung jawabkan di depan hukum adalah auditor negara. Hal mi pada 

akhimya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi dari penyidik terhadap 

auditor negara tersebut (BPKP ) dalam setiap penanganan tindak pidana korupsi. 

C. 	Terjadinya bolak balik perkara pada tingkat penyerahan berkas perkara dari penyidik 

ke penuntut umurn seringkali menjadikan penurunan mental para anggota, bahkan 

bolak balik perkara ml dapat terjadi beberapa kali tanpa ada batas waktu yang jelas, 

sehingga terkesan bahwa koordinasi dengan instansi terkait terlihat bagus di atas 

kertas namun pada pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami hambatan-

hambatan yang dapat mengganggu kelancaran penanganan suatu kasus. Dugaan 

adanya ego sektoral yang tidak terlihat namun dapat dirasakan telah menjadi salah 

satu hambatan tersendiri dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi mengingat 

khusus kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan disamping melakukan penuntutan 

juga dapat melaksanakan penyidikan. 

d. 	l3erdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan data yang ada menunjukkan bahwa 

Satuan Tipikor Polda Metrc Jaya tidak pernah memonitor hasil vonis atau putusan 

hakim yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi tentang 

kajian penerapan hukumnya yang tentunya akan sangat berpengaruh pada 

pelaksanaan penyidikan di masa yang akan datang. Battle of law yang terjadi pada 
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saat persidangan harus diakui bahwa " perang" tersebut merupakan produk dari has ii 

penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, walaupun pengaruh putusan hakim 

tergantung pada bagairnana penuntut umum, pengacara, saksi-saksi dan para 

tersangka serta bukti-bukti yang ada dapat meyakinkan Hakim untuk membuat 

putusan sesuai dengan keyakinannya. Hal mi berguna dalam hal nantinya penyidik 

mengkaji untuk menerapkan aturan-aturafl hukum dalam penyidikan. Monitoring 

terhadap putusan Hakim mi juga akan sangat bermanfaat untuk mencegah agar tidak 

terjadi kelemahan penerapan hukum oleh penyidik yang berakibat pada adanya 

putusan vonis bebas yang berakibat pula pada pengaruh menurunnya mental para 

anggot-anggota Sat Tipikor dalarn menangani tindak pidana korupsi selanjutnya. 

Mereka banyak yang kecewa ketika suatu kasus yang ditangani dengan waktu yang 

lama, biaya mahal, menguras tenaga dan pikiran ternyata kemudian mendapatkan 

vonis hakim yang bebas. 

Kondisi mi juga dipengaruhi adanya budaya organisasi di Sat Tipikor bahwa 

ketika kasus sudah diserahkan ke Kejaksaan sebagai Pununtut Umum dan telah 

mendapatkanjawaban P.21 sebagai bukti bahwa berkas telah dianggap lengkap, maka 

tanggungjawab Poiri (Sat Tipikor) telah selesai dan tidak perlu melakukan Iangkah-

langkah selanjutnya dan rnenyerahkan sepenuhnya kelarijutan pengolahan kasus 

tersebut kepada Kejaksaan. Konsekuensinya tentunya tidak akan pernah mendapatkan 

pengalaman interpretasi penerapan hukumnya terutama dalam hal tafsir unsur-unsur 

hukum yang dapat menjerat pelaku tindak pidana kOrupsinya. 

Hal yang menjadi alasan para penyidik adalah bahwa setiap putusan yang 

telah ditetapkan oleh Hakith baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

atau sampai ke Mahkamah Agung , salman putusannya tidak pemah secara sadar 

ditembuskan / diberikan kepada Poiri. Setiap vonis dari hakim pada kenyataannya 

juga tidak pemah disampaikan tembusannya kepada Poini, apapun bentuk vonisnya 

itu. Hakim melihat bahwa pekerjaan Polisi sudah selesai sarnpai pada tingkat 

penyidikan saja, padahal vonis hakim juga akan membantu bagi Sat Tipikor untuk 

mengetahui dan niemahami interpretasi dan penerapan hukumnya, apalagi terhadap 

vonis yang bebas. 
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Hambatan juga muncul ketika penyidik menangani suatu kasus yang melibatkan 

pejabat-pejabat penting dimana untuk mendatangkan para pejabat tersebut 

mengharuskan melalui birokrasi yang panjang, misalnya terhadap pejabat Gubemur, 

walikota, flupati, anggota DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat lainnya. Turunnya surat 

ijin temyata cukup lama dan bahkan tidak turun sama sekali tanpa ada kepastian 

jawaban perihal kejelasannya. 

Hubungan dan tata cara kerja antara para penyidik di Polda Metro Jaya dengan para 

penyidik-penyidik di jajaran Poires Metro terlihat berjalan sendiri-sendiri, hal mi 

dikarenakan pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor lebih bersifat 

supervisi dan itupun berjalan setahun sekali. Keadaan demikian mengingat 

keterbatasan personel yang ada dan besamya jumlab kasus yang harus diselesaikan, 

sehingga sementara mi konteks pembinaan personel penyidik terhadap para penyidik 

jajaran di Poirestro masih bersifat supervisi yang dilaksanakan setahun sekali. 

Vonis bebas yang kerap kali diputuskan oleh hakim terhadap kasus tindak pidana 

korupsi dengan berbagai alasan dan pertimbangan-pertimbangan hakim, pada 

kenyataannya sangat memukul mental para penyidik dan anggota-anggota lainnya. 

Mereka merasakan bahwa perjuangan selama proses penyidikan sampai menjadi 

sebuah berkas perkara yang layak telah menghabiskan anggaran yang besar, 

konsentrasi pikiran dan tenaga, mobilitas yang tinggi yang kesernuanya itu akan 

berpengaruh pada penyidikan terhadap kasus - kasus tindak pidana korupsi 

selanjutnya. Keadaan dernikian juga disesalkan oleh Rudy Satrio ( Pakar 1-lukum 

Pidana Universitas Indonesia ) dan Gayus Lumbun ( Kornisi III DPR Ri ) yang 

menyatakan bahwa: 

Salab satu faktor yang membuat pelaku korupsi tidak jera adalah tentang 
ancaman pidana yang tidak pernah dimaksimalkan oleh Hakim. Rendahnya 
hukuman kepada koruptor membuat orang lain yang hendak melakukan 
korupsi tidak merasa takut. Memang di dalam hukum, pemidanaan bukan!ah 
aksi balas dendam dari negara, namun sebagai bentuk pembelajaran. Khusus 
terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, rasa takut calon pelaku 
korupsi tetap harus dilakukan. Rendahnya hukuman yang diberikan tidak 
mendidik masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. 
Lebih parah lagi, putusan itu akan dapat mengakibatkan patahnya semangat 
penegak hukum dalam mengejar pelaku korupsi. Pengurangan hukuman justru 
rnenunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak rnernperhatikan kesulitan 
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penegak hukum dan segala resiko yang, harus ditanggung saat mengejar 
00 

terdakwa bahkan sampai ke luar negeri ." 

Kebutuhan nil anggaran operasional yang besar juga menjadi kendala utama 

penyidikan. Dukungan anggaran dari dinas sebesar Rp2,5 juta sedikit banyak 

membantu keringanan biaya operasional walaupun sebenamya sangat kurang. 

Contoh kasus dalam penanganan tindak pidana korupsi pada Bank BNI 46 LBE 

Pondok lndah Jakarta yang memerlukan kebutuhan anggaran sebesar Rp35 juta yang 

digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk untuk memberikan 

dukungan anggaran dalam hal permintaan audit investigatif dan penghitungan 

kerugian negara. Kondisi demikian pada kenyataannyajuga diperkuat dengan .adanya 

Surat Keputusan Bersama antara Kapoiri dan Kepala BPKP nomor : No.Pol : Kep/ 

12/ IV/ 2002 dan nomor : Kep.04.02.00-219/ K! 2002 tanggal 19 April 2002 tentang 

Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana, pada pasal 15 

disebutkan bahwa" Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan bantuan 

Polri kepada BPKP dalam pelaksanaan Keputusan Bersama mi menjadi beban 

Polri 

Kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya telah melengkapi organisasi 

Satuan Tipikor dalam menjalankan tugasnya menjadi kendala dalam kelancaran 

proses penyidikannya. Keadaan mi seringkali mengganggu berjalannya kinerja para 

penyidik dalam penyidikan. Kenyataan yang ada bahwa mobilitas penyidikan 

inenggunakan kendaraan-kendaraan yang dimiliki pribadi masing-masing penyidik, 

kamera menggunakan kamera yang diniiliki masing-masing penyidik, apalagi 

peralatan canggih seperti alat penyadapan, kamera tersembunyi dan lain-lain belum 

diiniliki Sat Tipikor. 

Kurangnya kernampuan sumber daya manusia dari personel-personel yang 

mengawaki organisasi Satuan Tipikor menjadi kendala tersendiri. Kemampuan dan 

pemahaman terhadap alur pikir konteks penanganan tindak pidana sangat diperlukan 

dirniliki oleb setiap penyidik dan anggota-anggOtanya. Dengan memiliki kemampuan 

'° Rudy Satrio dan Gayus Lunibun, 2008," Pelaku Korupsi Tidak Akan Jera, Putusan Mahkamah Agung Ikut 

Tidak Mendidik Masyarakat" ,Jakarta: Kompas hari senin tanggal 17 Maret 2008, hal :2. 
' Poiri dan BPKP, 2002, Surat Keputusan f3ersama antara Kapoiri dan Kepala BPKP, No.PoI : Kep! 12! IV! 

2002 dan nomor: Kep.04.02.00-219/ K! 2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kerjasama Dalam Penanganan 

Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana. 
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itu tentunya akan sangat banyak membantu dalam hal berpespektif terhadap setiap 

kasus yang ditangani. Diskusi akan hidup dan anggota-anggota tidak selalu bekerja 

átas ketergantungan perintah dari para atasannya. Keijasaina tim akan sangat 

terdukung ketika para anggota-anggota mempunyai pemahaman kesamaan visi dan 

misi organisasi Satuan Tipikor. Kenyataan bahwa para penyidik hams selalu 

mengajari dan memberitahukan berulang-ulang kepada para anggotanya untuk 

menjalankan tugas-tugas penyidikan, sehingga juga menjadi faktor lambatnya 

penanganan kasus. 

F. 	Upaya Menangani Hambatan Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi 

Satuan Tipikor Pôlda Metro Jaya telah menerbitkan buku saku pedoman penanganan 

tindak pidana korupsi. Buku saku tersebut berlaku secara internal bagi para penyidik-

penyidik di Sat Tipikor. Buku saku mi dirasakan telah banyak membantu terutama 

menambah wawasan pengetahuan bagi para anggota-anggOta untuk melaksanakan 

penyidikan. Namun demikian lingkup pemberlakuan buku saku tersebut hanya bersifat 

internal dan diharapkan segera ada petunjuk-petunjuk tenis dari Mabes Poiri. Para penyidik 

merasakan bahwa penyidik dalam hal menangarli perkara tetap berpayungkan pada legalitas 

teknis yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Setiap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani tidak terlepas clari pengaruh dan 

interfensi secara " politis " dari pihak-pihak lain mengingat pada kasus-kasus tertentu yang 

cukup besar, para pelakunya seringkali berasal dari keterikatan jaringan politik. Hal mi 

diatasi dengan cara bahwa dalam setiap menangani kasus yang berindikasikan korupsi hanis 

selalu sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, sehingga ketika ada upaya dari pihak 

luar untuk rnempolitisir terhadap kasus dimaksud maka segala tindakan tersebut akan 

dikembalikan pada prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Upaya lain adalah selalu melaksanakan koordinasi-koordinasi yang 

berkesinambungan dengan instansi-instansi terkait, namun sayangnya bentuk koordinasi 

lebih bersifat rutinitas yang dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. 
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Koordinasi formal terlihat sering dilaksanakan oleh para penyidik ketika menangani sUatu 

kasus. 

Sat Tipikor mempunyai tanggung jawab nioril dalam hal pembinaan terhadap para 

penyidik-penyidik di jajaran Poirestro Polda Metro Jaya, sesuai dengan job discribtion yang 

ada, namun walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap berusaha 

melaksanakan tugas pembinaan, walaupun dapat dilaksanakan setahun sekali. Supervisi 

dilaksanakan pada setiap Polres Metro di daerah hukum Polda Metro Jaya, khususnya kepada 

penyidik-penyidik unit Kriminal Khusus Sat Reskrim Poires. Diakui dengan sistem 

pembinaan tersebut memang dirasakan belum membawa hasil yang optimal. Terbukti sampal 

saat mi hanya 3 (tiga) Poires saja yang pernah menangani penyidikan kasus korupsi, sehingga 

perlu ada terobosan langkah pembinaan dengan cara yang lain. 

Pemenuhan anggaran penyidikan dan kelengkapan sarana dan prasana yang ada 

dilaksanakan dengan cara swadaya yang mengandalkan pertemanan yang dijalin dengan 

rekanan-rekanan, dapat dikatakan juga dengan cara " buka lubang tutup lubang ". Hal mi 

masih menjadi dilema dalam proses penyidikan yang dijalankan Sat Tipikor dan itulah 

kenyataan yang ada yang pada akhirnya akan sangat mengganggu konsentrasi penanganan 

penyidikan. Secara kritis juga dapat dikatakan bahwa penanganan korupsi dilaksanakan 

dengan rnembuka celah adanya korupsi baru. 

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilaksanakan dengan mengusulkan 

beberapa anggota secara bergantian untuk mengikuti kejuruan-kejuruan keresersean, 

seminar-seminar dan pembinaan yang bersifat langsung dari atasan masing-masing kepada 

para anggotanya. Disadari bahwa ketika para anggota-anggota menangani kasus tindak 

pidana korupsi selalu berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, 

berkantong tebal, berintelektual, mempunyai kedudukan penting dalam pekerjaannya, 

sehingga memerlukan kondisi mental yang baik untuk menghadapinya. Upaya yang 

dilakukan adalah dengan cara membiasakan hubungan komunikasi antara pimpinan dan 

anggota-anggota dengan baik. Komunikasi tanpa ada batasan-batasan antara atasan dan 

bawahan, memberikan support kepada para anggota untuk selalu berani mengeluarkan 

pendapat dan berkornunikasi dengan atasan, menaggalkan atribut-atribut atau simbol-simbol 

jabatan dan kepangkatan. Cara lain terutarna ketika ada anggota yang sedang melaksanakan 
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pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi, yaitu dengan didampingi oleh 

penyidik atau anggota-anggota yang lain. 
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BABV 

PEMBAHASAN 

Path bab mi penulis akan menganalisa terhadap fakta-fakta temuan basil penelitian 

yang telah didapatkan dan mengaitkannya dengan teori-teori dan konsep-konsep yang 

relevan. Pembahasan akan penulis fokuskan path 4 ( empat  ) tataran analisis yaitu analisis 

kasus yang digunakan sebagai studi kasus, analisis organisasi Satuan Tipikor, analisis teknis 

penyidikan dan analisis yuridis. Keempat tataran analisis tersebut tentunya akan dibahas dan 

mengaitkannya antara basil bahasan tataran yang satu dengan tataran yang lainnya. 

Pembahasan mi diharapkan akan dapat menghasilkan suatu rumusan yang tepat terhadap 

kondisi organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi yang dapat melaksanakan tugas-tugas 

penyidikan secara optimal dengan pola penyidikan yang baik, benar dan profesional. 

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca terhadap alur pikir pembahasannya, 

di bawah mi penulis akan sampaikan skema analisis secara global terhadap 4 ( empat  ) 

tataran pembahasan tersebut di atas. Skema tersebut juga dapat dikatakan sebagai blue print 

alur pikir penulis yang akan mendeskripsikan keterkaitan antara tataran yang satu dengan 

tataran yang lainnya yang masing-masing tatarannya akan dibahas secara mendalam, 

sehingga akan mengalir dan menghasilkan rumusan jawaban permasalahan yang 

komprehensif. Blue print mi juga akan memperjelas posisi penggunaan teori-teori dan 

konsep-konsep yang relevan yang digunakan oleh penulis untuk mempertajam proses 

analisisnya. 

Sebagaimana disampaikan pada bab terdahulu, bahwa penulis akan menggunakan 5 ( 

Jima) teori sebagai "pisau" analisis yaitu teori Corruption = Monopoly + Discretion - 

Accountability ( C = M + D - A) dari Robert Klitgaard, teori Greedy, Opportunity, Need, 

Exposure ( G.O.N.E ) dari Jack Bologne, teori Occupational Crime dari Gary S.Green, 

Marshal B.Clinard dan Richard Quenney, teori penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae dan 

teori pengembangan organisasi dari William H.Starbuck. 
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PELAKU CR YURIDIS 
PAYUNG HK LE 

YG JELAS 

LAHIRKAN 	I 	 I 	 I 	I 

I MODUS2 I 	 KONDISI 
________ 	_____ I OPERANDI 	 ORGS I ORGS 	\ SEIRINGDO____.jTPK 
4 	JPENYIDIKAN1 - 	TTlPIKC 

I 	ILPENG &'.._ 	• I 	I 	
OPTIMAL 	KONDU >PERKEMB 

I 	TEKNO 	 I 	I 	I 	I 

DPI ATASI 
KENDALA2 

PERAN 	 PDIK OPT MENGIDENTFIKASI PERKEMS MO, 

MASY 	 SHO TAHU CEL.A14 PENANGANANNYA 
& KONDISI ORGS HRS SLL DISESUAIKAN DG 

PERKEMB KEJAI4ATAN 

	

DIBAHAS DO TEORI: 	 DIBAHAS DO 

I 	 (s) 	 I I 	 TEORI GARKUM I  Hams Mc.Rae) -. 
- - -. 	G.O.N.E(JackBoIogn.) 	-----1 	- -. - TEORI PENOEMB ORGS (W.HS*SUd) 

OCCUP.CRIME (Gy.S.Green 	 TEORI C=M+D-A 
+ M.B.CIina,d & Richd Quney) 	 TEORI G.O.N.E 

Gambar 4: Skema analisis pembahasan 

Penulis akan mendeskripsikan Skema tersebut di atas, sebagai berikut: 

Pertama-tama penulis akan memfokuskan pada konteks analisa kasusnya. Berangkat 

pada kasus korupsi kredit macct Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta maka proses analisa 

akan dilaksanakan dengan mengelompokkan pada 3 (tiga) bagian yaitu analisa terhadap 

pelaku, analisa terhadap kondisi organisasi dalam ha! mi Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta 

dan analisa terhadap peran serta masyarakat terhadap munculnya kejahatan korupsi. Tiga hal 

tersebut akan memperlihatkan bahwa terjadinya kejahatan korupsi sangat bergantung pada 

keadaan-keadaan yang kondusif dan memungkinkan dilakukannya suatu perbuatan tindak 

pidana korupsi. Celah-celah kelemahan pada kondisi organisasi terutama berkaitan dengan 

sistem manajemen yang berlaku berikut adanya unsur stimulus yang begitu besar yang 

berasal dari oknum masyarakat sebagai salah satu nasabah Bank, telah mempengaruhi para 

pelaku untuk selalu mencari, menemukan dan mengembangkan metode-metode sebagai 

modus operandi atau cara-cara agar kejahatan korupsi tersebut dapat dilakukan. Dengan 

mengetahui skema analisis pada analisa studi kasusnya, maka para penyidik Satuan Tipikor 

Polda Metro Jaya diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi set iap perkembangan 

modus operandi yang muncul pada kejahatan korupsi, dimana modus operandi yang 

dimainkan tersebut akan selalu berkembang seining dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi. Berangkat pada analisis kasus korupsi bidang Perbankan mi tentunya penyidik 

dapat mengembangkan pada analisis kasus terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang 

terjadi pada bidang-bidang lainnya seperti kepabeanan pengadaan barang dan jasa, 

perpajakan, pembangunan fisik infrastruktur negara dan lain sebagainya. Pada tataran mi, 

penulis akan membahasnya dengan menggunakan teori dari Klitgaard yaitu teori Corruption 

= Monopoly + Discretion - Accountability ( C = M + D - A), teori Greedy, Opportunity, 

Nee4 Exposure (G.O.N.E) dari Jack Bologne dan teori Occupational Crime dari Gary 

S.Green, Marshal B.Clinard dan Richard Quenney. Lebih lanjut teori-teori tersebut dapat 

diihat pada halaman 47 tesis mi. 

Pembahasan yang kedna berkaitan dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor. Penulis 

perlu mengupas kondisi Satuan Tipikor yang ada dewasa mi dengan dihadapkan pada 

tantangan tugas penegakkan hukum bidang korupsi yang semakin hari semakin besar dan 

bervariasi. Hasil temuan penelitian jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan kondisi 

organisasi Satuan Tipikor itu sendiri dengan tantangan tugas yang dihadapi. Pembahasan 

terhadap kondisi organisasi Satuan Tipikor diharapkan dapat menghasilkan rumusan 

organisasi yang baik sehingga keluarannya atau out-put-nya 	benar-benar dapat 

mencerminkan sebagai organisasi yang dapat menjalankan tugas-tugas penyidikan yang baik, 

benar dan profesional. Pada tataran mi penulis akan membahas dengan menggunakan teori 

penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae dan teori pengembangan organisasi dari William 

H. Starbuck, teori C = M + D - A dari Klitgaard dan teori G.O.N.E dari Jack Bologne. 

Pembahasan yang ketiga adalah pada analisis teknis penyidikan. Teknis penyidikan 

yang selama ini dilaksanakan oleh para penyidik Satuan Tipikor dikaitkan dengan temuan-

temuan pada hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya telah menunjukkan beberapa 

kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut akan dikaji dengan menggunakan 

teori penegakkan hukum dan konsep-konsep yang relevan, sehingga diharapkan akan dapat 

menemukan upaya penanganan kendala-kendala dimaksud berikut menemukan pola yang 

tepat, baik dan benar. Rumusan mi diharapkan juga akan dapat menyempurnakan pola-pola 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor dalam menangani tindak pidana korupsi. 

Keempat, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada analisis yuridis. Penyidikan 

yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor tentunya perlu dipayungi dengan aturan legal agar 

ada keseimbangan bagi para penyidik dan juga bagi pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku 
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tindak pidana korupsi. Khusus bagi aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum, 

maka penyidik harus tetap berpedoman pada aturan-aturan hukum terhadap setiap langkah 

penyidikan yang dilaksanakan, sehingga tidak lagi terjadi keragu-raguan dalam 

pelaksanaannya. Secara formil memang telah diatur di dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun secara teknis penanganan perlu diatur lebih 

jelas sebagai penjabaran atas berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu 

temuan hasil penelitian sebagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penegakkan 

hukum bidang korupsi mi adalah belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang 

penanganan penyidikan tindak pidana korupsi. Aturan teknis tersebut menjadi penting 

sebagai pedoman kerja atas penjabaran penegakkan hukum bidang tindak pidana korupsi 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. 

Keempat ha! tersebut diatas akan jelas terlihat kaitan posisi analisisnya antara tataran 

yang satu dengan tataran yang lainnya sebagai satuan gej ala dalam penelitian mi. Gambaran 

holistik setiap gejala-gejalanya menunjukkan bahwa skema analisa tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan organisasi Satuan Tipikor yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi 

secara baik, benar dan profesional. 

A. 	Analisis Kasus 

A.!. Pelaku 

Sesuai dengan teori korupsi dari Robert Klitgaard yang telah merumuskan 

bahwa perbuatan kejahatan korupsi dapat dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi 

yang cukup kondusif dilakukannya perbuatan korupsi seperti adanya unsur monopoli 

yang berlebihan, diskresional yang besar yang dimiliki dan akuntabilitas yang samar-

samar atau bahkan tidak ada. Teori mi kemudian dirumuskan sebagai Corruption = 

Monopoly + Discretion - Accountability ( C = M + D - A). Dalam hal tidak adanya 

akuntabilitas, kasus korupsi kredit macet Bank BNI telah terlihat dengan jelas bahwa 

para pelaku benar-benar tidak mempunyai nilai akuntabilitas pada diri individu-

individu para pelakunya ditambah lagi dengan adanya sistem manajemen operasional 

Bank BNI yang masih lemah. 
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Pelaku yang mempunyai jabatan sebagai pimpinan Bank BNI 46 dimana 

karena jabatannya itu maka pelaku jelas mempunyai diskresi yang sangat besar. 

Kewenangan yang begitu besar tersebut diantaranya adalah bahwa pimpinan Bank 

BNI 46 Cabang Pondok Indah memiliki wewenang untuk memberikan pencairan 

kredit sebesar antara Rp3 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Pelaku juga mempunyai 

nilai monopoli dalam lingkungan kerjanya berkaitan dengan kewenangannya yang 

sangat besar tersebut, sehingga memudahkan bagi pelaku untuk mengajak, membujuk 

dan atau memerintahkan bawahan-bawahannya untuk ikut serta dalam upaya 

mendukung perbuatannya yaitu memuluskan pencairan kredit. Pelaku juga dapat 

dengan leluasa melakukan tindakan-tindakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan 

pro sedural dalam pencairan kredit, karena pelaku sendiri telah benar-benar dapat 

memahami tentang celah kelemahan dalam proses pencairan kredit tersebut. 

Kewenangan besar itu ternyata telah membuat mental dan moral para pelaku menjadi 

tergoyahkan. Godaan yang begitu besar diikuti dengan lemahnya sistem manajemen 

telah membuat pelaku mulai memikirkan secara sistematis langkah-langkah yang 

akan memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya. 

Pelaku yaitu saudara Supedi sebagai pimpinan Bank BNI cabang Pondok 

Indah seharusnya dapat memberikan tauladan kepada para bawahannya dengan 

perilaku-perilaku yang terpuji. Akhlak yang lemah diikuti dengan mental, moral dan 

kejujuran yang rendah menyebabkan pelaku sangat mudah sekali tergoda dengan 

stimulus-stimulus yang merangsang pola pikirannya untuk melakukan perbuatan jahat 

tindak pidana korupsi. Stimulus dari salah satu nasabah Bank yang meminta 

pencairan kredit dengan nilai nominal yang cukup besar telah benar-benar dapat 

menggoda pelaku untuk terlibat lebih jauh melakukan rekayasa-rekayasa dengan 

memanipulasi dokumen pencairan kreditnya. 

Saudara Hendra sebagai oknum warga masyarakat terbukti telah berhasil 

mempengaruhi pikiran para pelaku untuk mau terlibat lebih jauh dalam upaya 

pencairan kredit. Hal mi terbukti dengan adanya beberapa kali pencairan kredit 

sampai mencapai nilai nominal sebesar Rp46 miliar lebih. Faktanya adalah bahwa 

tanpa adanya keterlibatan " orang dalam " maka sangat mustahil suatu perbuatan 

pembobolan Bank dapat terlaksana dengan sangat sistematis. Peran para pelaku yang 
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menduduki jabatan-jabatan penting tersebut sangat besar sekali karena mereka jelas-

jelas sangat mengerti dan memahami prosedur-prosedur baku dalam proses pencairan 

kredit. Hal mi tentunya juga merupakan nilai plus bagi pelaku untuk memahami 

celah-celah untuk melakukan rekayasa datanya. 

Dengan memperhatikan posisi jabatan para pelaku dan melihat pada konteks 

identifikasi modus operandi yang dijalankan menunjukkan bahwa para pelaku 

mempunyai tingkat profesionalisme yang cukup tinggi dan sangat memahami atas 

pola-pola dalam menjalankan kejahatannya. Kejahatan yang dilakukan memang 

berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari yaitu sebagai pegawai bank. Perbuatan 

yang dilakukan juga tidak menggunakan cara-cara yang kasar yang berkaitan 

kejahatan fisik, namun dilakukan dengan menggunakan cara-cara profesional berupa 

manipulasi dokumen-dokumen yang diperlukan, memainkan perhitungan-perhitungan 

akuntansi dan bentuk-bentuk rekayasa lainnya. 

Memperhatikan pada pola-pola kejahatan yang dilakukan jelas menunjukkan 

bahwa para pelaku mempunyai kemampuan berpikir, tingkat kecerdasan, intelektual 

yang cukup tinggi. Latar belakang pemikiran yang dimiiki oleh para pelaku yang 

terlihat memang ahli di bidang perbankan jelas menunjukkan bahwa mereka telah 

dapat menggabungkan beberapa teori-teori bidang keahliannya untuk digunakan 

dalam hal memperlancar sistematika rekayasanya. Mereka dapat menggabungkan 

keahlian bidang perbankan yang berkaitan dengan angka-angka dan bidang hukum 

yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Perpaduan antara 

kedua bidang tersebut telah melahirkan sebuah perbuatan kejahatan korupsi yang 

terlihat atau terkesan legal dalam hal pencairan kredit. Keadaan mi dapat dibuktikan 

dengan lancarnya perbuatan pencairan kredit yang dimainkan oleh tersangka sampai 

dengan 20 (dua puluh kali) pencairan dengan total nilai pencairan sampai dengan 

Rp46 miliar lebih dan baru ketahuan dikemudian harinya. Hal mi meinperkuat konsep 

white collar crime dimana korupsi disebutkan sebagai salah satu bentuk 

kejahatannya. Dalam konsep white collar crime dinyatakan bahwa: 

"Konsep white collar crime mi berpandangan bahwa para pihak yang terlibat 
adalah mereka yang merupakan orang - orang terpandang dalam masyarakat 
dan biasanya juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Bahkan, modus 
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operandi yang seringkali dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara 
yang canggih dan bercampur baur dengan teori - teori dalam bidang ilmu 
pengetahuan , seperti akunting dan statistik. Sehingga, jika diukur dan 
canggilinya modus operandi, dilihat dan kelas orang yang tenlibat, atau dilihat 
juga dari besannya dana yang dijarab, perbuatan white collar crime jelas 
merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh 
prinsip-prinsip yang keliru, yaitu greedy is beautiful ( kerakusan itu indah).72  

Ditinjau dari teori G.O.N.E (greedy, Opportunity, Need, Exposure ) yang 

menyatakan bahwa terjadinya suatu perbuatan korupsi apabila kondisi - kondisi 

g.o.n.e tersebut berada pada kondisi yang kondusif terjadinya tindakan korupsi. 

Khusus pada premis greedy pada teori di atas ternyata telah benar-benar menjiwai 

pada diri para pelaku. Hal mi terbukti dengan adanya pencairan yang berulang dengan 

nilai nominal yang cukup besar. Perbuatan yang berulang mi menunjukkan bahwa di 

dalam diri para pelaku telah benar-benar mencerminkan sifat kerakusan yang luar 

biasa sebagaimana dalam teori g. o. n.e , bhw kondisi kondusif dilakukannya perbuatan 

tindak pidana korupsi salah satunya adalah adanya keadaan dari para pelaku yang 

memiliki sifat kerakusan yang luar biasa dengan tanpa memikirkan akibat dan 

dampak atas perbuatannya itu. 

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya nilai need atau kebutuhan—

kebutuhan dari para pelaku yang berlebihan. Apabila hanya diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar dari para pelaku saja, maka sangat kecil 

kemungkinannya bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi, namun mengiiigat 

kondisi nilai greedy dan need yang berlebihan, ditambah lagi dengan nilai moral dan 

mental yang rendah, maka menjadi kondusiflah diri para pelaku terdorong untuk 

melakukan tindakan korupsi. 

Pengkajian tentang kondisi-kondisi dari tataran pelaku tersebut di atas 

dikaitkan dengan beberapa teori, konsep-konsep dan fakta hasil temuan penelitian 

terutama berkaitan dengan adanya unsur stimulus dari tersangka utama yang 

mengajukan kredit pada akhirnya telah melahirkan berbagai bentuk variasi modus 

operandi sebagai guna melancarkan aksi dilakukannya perbuatan jahat tindak pidana 

korupsi. 

72 Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor Analomi Kejahalan Kerah Putih, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 9 
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A.2. Organisasi 

Pada studi kasus tentang tindak pidana korupsi kredit macet Bank BNI 46 

Pondok Indah Jakarta yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp46 miliar 

lebih, maka akan terlihat bahwa pam pelaku ternyata berasal dari orang dalam yang 

mempunyai posisi jabatan-jabatan penting dan strategis. Teori C = M + D - A dan 

Klitgaard akan memperlihatkan secara jelas analisis terhadap kondisi organisasi Bank 

BNI 46 yang masih sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Lemahnya 

manajemen yang diterapkan khususnya bidang pengawasan telah membuat kondisi 

dilakukannya perbuatan korupsi menjadi lebih mudah. Adanya unsur monopoli yang 

dimiliki oleh para pejabat Bank BNT khususnya dalam pengaturan pencairan kredit 

juga menjadi salah satu unsur stimulus terjadinya korupsi. 

Pimpinan cabang BNI mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam 

membuat pengaturan-pengaturan yang memudahkan bagi dininya untuk melancarkan 

maksud kepentmgannya. Monopoli disini dimaksudkan bahwa manajemen Bank BNI 

46 telah memberikan keleluasaan kewenangan kepada pimpinan cabang Bank BNI 46 

Pondok Indah untuk dapat mencairkan nilai nominal kredit sebesar Rp3 miliar sampai 

dengan Rp5 miliar. Keleluasaan kewenangan tersebut ternyata tanpa disertai dengan 

pengaturan sistem manajemen yang dapat menciptakan sistem pertanggungjawaban 

dan pengawasan secara konkrit. Kewenangan itulah yang kemudian justru dapat 

menciptakan situasi monopoli yang dikendalikan sendini oleh pimpinan cabang Bank 

BNI Pondok Indah ( saudara Supedi). 

Dengan memperhatikan pada kondisi manajemen yang berlaku di organisasi 

Bank BNI 46 cabang Pondok Indah Jakarta Selatan tersebut, maka terlihat bahwa 

kewenangan yang begitu besar ternyata telah menciptakan monopoli kekuasaan yang 

pada akhirnya pelaku dapat bertindak secara monopoli berupa pergerakan-pergerakan 

yang sistematis yaitu dininya yang mengeluarkan kebijakan dan dirinya juga yang 

melakukan pengawasan. Pelaku juga dapat mengatur dan mengajak staf-staf di 

bawahnya untuk selalu tunduk dan membantu perbuatan jahatnya karena adanya 

sistem birokrasi ketergantungan dan ketertundukan yang besar antara atasan dan 

bawahan. 
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Kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pelaku telah membuat pelaku 

dapat membuat kebijakan-kebijakan ( discretional  ) sesuai dengan jabatan yang 

dimilikinya, namun sayangnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah 

menyimpang dari tujuan organisasi Bank BNI yang sebenarnya. Kebijakan untuk 

menyatakan ya atau tidak terhadap adanya pennohonan pencairan kredit yang 

dimiliki oleh pelaku sebagai pimpinan Bank seharusnya dapat dilaksanakan secara 

pro sedural dan profesional, namun sayangnya penganih keuntungan yang besar yang 

akan diberikan oleh pelaku utania telah menggoyahkan iman dan mentalnya sehingga 

out-put yang dihasilkan terhadap kebijakan yang dimilikinya pada akhirnya justru 

kebijakan yang sangat bertentangan dan mengandung unsur korupsi. 

Pelaku sebenarnya mengetahui bahwa sejak awal permohonan dari saudara 

Hendra untuk mengajukan kredit seharusnya tidak dapat diproses untuk mencairkan 

permohonan nilai kredit tersebut. Syarat-syarat yang mengharuskan dipenuhinya 

pencairan kredit telah jelas-jelas tidak memenuhi syarat forrnalnya. Namun, dengan 

kebijakan yang dimiliki tersebut, ternyata justru pelaku sendiri telah membuat 

kebijakan - kebijakan yang menyimpang dari proses pengaturan pemenuhan 

persyaratan-persyaratan pencairan kredit. Rekayasa dokumen menjadi poin penting 

dalam pemulusan terlaksananya perbuatan korupsi, sehingga perbuatan korupsi yang 

dilakukan terkesan legal. 

Deskripsi di atas telah menguatkan adanya teori C = M + D - A, bahwa 

kondisi-kondisi terjadinya korupsi dalam proses pengajuan kredit telah benar-benar 

kondusif bagi para pelaku untuk menjalankan perbuatan tindak pidana korupsi, 

sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan 

baik diantara para pelaku ( pemohon kredit, pimpinan, dan staf) ditambah lagi 

dengan lemahnya akuntabilitas seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Kajian studi kasus berikutnya adalah mengaitkan antara posisi jabatan dan 

para pelaku dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam jabatannya itu sehingga 

pelaku dapat dengan leluasa memainkan peranannya memuluskan perbuatan 

kejahatan korupsi. Kajian mi memperkuat suatu perbuatan jahat dalam jabatan 

sebagaimana disebutkan dalam teori Occupational Crime dari Garry S.Green dan 

diperkuat oleh Marshal B.Clinard dan Richard Quenney yang menyatakan bahwa 
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pelaku kejahatan telah mempunyai cukup kesempatan untuk mengatur sedemikian 

rupa agar kejahatannya dapat dilakukan dengan cukup rapi dan sistematis yang 

mendasari akan kepentingan-kepentingan dan tujuan pribadinya yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa memikirkan akibat dan dampak dan 

kejahatan yang dilakukannya. Jabatan yang dimiliki oleh para pelaku yaitu sebagai 

pimpinan cabang Bank BNI, pejabat relation officer pemasaran kredit dan juga 

jabatan appraisal merupakan posisi penting dalam hal pencairan kredit. 

Di dalam unsur jabatan tersebut terkandung unsur adanya unsur power dan 

authority ( kekuasaan dan kewenangan ). Unsur jabatan tersebut jelas dapat 

mempengaruhi dalam hal pembuatan suatu keputusan —keputusan termasuk tentang 

pencairan nilai kredit yang cukup besar. Dengan jabatannya itu para pelaku dapat 

dengan leluasa menggunakan fasilitas-fasilitas kantor seperti ruangan kerja, 

komputer-komputer, alat komunikasi, dan lain-lain. Dengan jabatannya itupun pihak-

pihak yang diminta untuk dapat membantu memperlancar aksinya seperti pihak 

notanis dalam hal penerbitan perjanjian-penjanjian pengikatan, karena yang meminta 

adalah seorang pimpinan Bank itu sendini maka akan mengandung nilai kepercayaan 

yang tinggi akan kebenaran dan penggunaan perjanjiannya. Nilai kepercayaan 

tersebut sebenarnya mempunyai nilai yang sangat besar karena di dalamnya jelas 

terkandung nilai-nilai lain dalam hal memuluskan perbuatan korupsinya. 

Dengan jabatannya itu para pelaku dapat dengan leluasa melakukan rekayasa-

rekayasa dokumen agar proses pencairan kreditnya akan terkesan legal. Terlihat 

dalam studi kasus tersebut bahwa pemilik sertifikat tanah yang sebenarnya ternyata 

tidak pernah menggunakan suratnya untuk kepentingan agunan kredit. Pelaku dalam 

hal mi saudara Hendra jelas terlihat telah melakukan kerjasama dengan orang dalam 

yang bertindak sebagai pejabat- pejabat Bank yang berkompenten dalam hal 

pencairan kredit ( pimpinan cabang Bank BNI, staf relation officer pemasaran kredit 

dan staff appraisal ), sehingga mereka sangat jelas mengetahui celah- celah untuk 

melakukan rekayasa dokumen - dokumen sebagai syarat pencairan kreditnya. Karena 

jabatan - jabatannya itulah para pelaku menjadi lebih mahir, profesional dan 

sistematis melakukan tindakan korupsi. 
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Dalam hal adanya unsur jabatan mi para pelaku kemudian mempunyai cukup 

kesempatan ( sebagai premis opportunily dalam teori G.O.N.E) untuk melakukan dan 

bahkan memperluas tindakan korupsinya. Nilai opportunities mi tidak sembarang 

orang memilikinya kecuali pada orang - orang dalam jabatan khusus tersebut. 

Kesempatan yang sangat besar sehingga pelaku dapat dengan leluasa menyelesaikan 

aksinya melakukan perbuatan korupsi. Kesempatan untuk bertindak melakukan 

manipulasi-manipulasi dan rekayasa dokumen yang dimiliki pelaku tanpa adanya 

proses pengawasan yang rigid dari manajemen Bank BNI 46 telah membuat 

kesempatan tersebut menjadi besar. Kontrol yang lemah pada konteks proses 

pencairan kredit terutama pada pada posisi-posisi jabatan yang dilalui yaitu jabatan 

relation officer pemasaran kredit dan appraisal yang seharusnya menjadi filter 

ternyata justru ikut serta dalam melancarkan aksi pencairan kredit tersebut. 

Ditinjau dari konteks organisasi, maka sesuai dengan teori G.O.N.E pada 

unsur nilai exposure terlihat sangat jelas bahwa manajemen Bank BNI mempunyai 

tingkat pengawasan dan pengendalian yang masih lemah dimana terbukti bahwa 

kasus tersebut telah terjadi sampai beberapa kali pencairan kredit sampai dengan nilai 

kebocoran sebesar Rp46 miliar lebih. Sebuah nilai yang cukup besar yang seharusnya 

tidak terjadi pada organisasi perbankan pemerintahan. 

Sistem manajemen yang lemah mi harus segera disikapi dengan menciptakan 

sistem manajemen barn yang menggambarkan adanya penghilangan unsur monopoli 

dalam suatu organisasi, penciptaan kondisi keluarnya kebijakan - kebijakan yang 

lebih transparan, dan adanya penerapan reward and punishment yang tegas dan jelas. 

Penciptaan sistem manajemen demikian seiring dengan teori CM+D-A, teori 

GONE, teori occupational crime dan konsep white collar crime. 

A.3. Peran Serta Masyarakat 

Masyarakat seharusnya dapat ikut berperan aktif dalam upaya mencegah dan 

menangani kejahatan korupsi yang semakin hari selalu berkembang di seluruh bidang 

kehidupan masyarakat . Apabila ditinjau dari studi kasus yang ada ternyata terdapat 

keadaan - keadaan yang berasal dari lingkungan external Bank BNI yang justru 
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mempengaruhi oknum - oknum pejabat Bank dengan stimulus - stimulus yang 

menggiurkan untuk ikut berperan dalam proses mencairkan kredit. Oknum 

masyarakat yang diinaksudkan disini adalah keterlibatan saudara Hendra ( pelaku 

utama yang DPO ) yang telah memainkan perannya dengan cara mengagunkan 

beberapa sertifikat - sertifikat baik berupa sertifikat hak milik maupun sertifikat hak 

guna bangunan yang ternyata diketahui milik orang lain untuk mendapatkan sejumlah 

dana dengan cara mengajukan kredit. 

Pengaruh saudara Hendra sebagai pemohon kredit mi cukup besar dalam 

konteks terjadinya tindakan pidana korupsi, diikuti juga dengan kondisi manajemen 

yang masih lemab, besarnya nilai monopoli dalam manajemen, adanya diskresi yang 

tidak transparan, tidak adanya nilai akuntabilitas dan sikap greedy yang luar biasa 

telah menciptakan kumulatif kondisi kondusif terjadinya tindak pidana korupsi. 

Keadaan tersebut juga ditambah dengan masih banyaknya celah - celah yang menjadi 

kesempatan dan tidak jelasnya sistem reward and punishment dalam sistem 

manajemen BNI 46, maka sangat rentan sekali bagi para pelaku yang terlibat 

didalamnya untuk melakukan korupsi. 

Kondisi - kondisi kondusif dilakukannya korupsi tersebut di atas pada 

akhirnya akan melahirkan metode - metode sebagai modus operandi yang 

berkembang seperti memalsukan legalitas perusahaan fiktif, mengagunkan sertifikat 

milik orang lain, memasukkan pemilik asli sertifikat sebagai pengums perusahaan 

( direktur dan komisaris ), melakukan mark up nilai jual objek pajak, melakukan 

rekayasa neraca keuangan perusahaan fiktif agar terlihat seolah - seolah perusahaan 

tersebut berjalan, dan lain —lain modus operandi. 

B. 	Analisis Organisasi Satnan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya 

Berdasarkan teori penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae yang menyatakan bahwa 

dalam penegakkan hukum harus dilaksanakan dengan memberdayakan orang - orang yang 

benar-benar ahhi dan berpengalaman dalam praktek di bidangnya. Dengan mendasarkan pada 

teori tersebut di atas jelas kiranya bahwa untuk menegakkan hukum bidang korupsi 

seyogyanya dilakukan dengan menggunakan personel-personel yang memang memahami 
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dan mengerti alur tindak pidana korupsi serta benar-benar mempunyai pengalaman bidang 

penyidikan tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Hasil penelitian mi telah 

ditemukan bukti berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada para penyidik di Satuan 

Tindak Pidana Korupsi bahwa tingkat keberhasilan atau faktor yang dapat mendukung 

berjalannya operasional penyidikan adalah faktor pengalaman dinas yang pernah dijalani 

oleh masing-masing personel. Pengalaman dinas disini adalah jenjang tour of duly sebelum 

melaksanakan dinas di Satuan Tipikor. Bagi anggota-anggota yang sebelumnya pernah 

melaksanakan kedinasan pada bidang penyidikan seperti sebagai anggota reserse kriminal 

khusus, sebagai anggota reserse umum, sebagai anggota reserse di Kepolisian Sektor, di 

Pokes ataupun di Polda, baik sebagai penyidik atau sebagai penyidik pembantu, akan 

senantiasa mudah dalam mengikuti dan memahami pola penyidikan di bidang tindak pidana 

korupsi. 

Pengalaman pernah melakukan penyelidikan, pemanggilan, penindakan upaya paksa, 

pemeriksaan, pemberkasan sampai dengan upaya penyerahan berkas perkara kepada 

Penuntut Umum telah banyak mempengaruhi dalam hal pelaksanaan pola operasional 

penyidikan. Para Kepala Unit di Satuan Tipikor tidak begitu banyak menguras waktu dalam 

upaya memberikan arahan-arahan berkaitan dengan teknis-teknis penyidikannya. 

Pengembangan kasus dirasakan akan sangat membantu bila pelaksanaan diskusi diikuti oleh 

personel-personel yang telah memiliki pengalaman tersebut. Walaupun konteks 

penyidikannya berbeda, namun paling tidak dapat bersama-sama berusaha untuk memahami 

alur penyidikan bidang korupsi dan mengembangkannya. Bagi personel yang belum pernah 

mempunyai pengalaman menyidik perkara sama sekali tentunya menjadikan hambatan 

tersendiri dan menjadikan pengembangan kasus yang dihadapi menjadi lebih lambat dan 

menemui banyak kendala-kendala. 

Sesuai dengan konsep white collar crime yang menyebutkan bahwa para pelaku 

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan pandai serta telah mampu menggunakan atau 

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku dapat memainkan 

pemahaman teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan 

pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan memadukannya dengan menggunakan 

perangkat-perangkat teknologi yang semakin hari semakin canggih. Contoh studi kasus yang 

diangkat telah menunjukkan bahwa para pelaku dapat memadukan pemahaman pengetahuan 
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bidang perbankan dengan kajian bidang hukum sehingga pola tindakan yang dijalankan oleh 

para pelaku seolah-olah terkesan legal baik pada perspektif prosedural perbankan maupun 

unsur legalitas yang berpayungkan hukum. Pelaku dapat melakukan rekayasa-rekayasa 

dokumen-dokumen pengajuan kredit agar terkesan memenuhi persyaratan prosedural dalam 

pencairan kreditnya dan secara hukum dengan dikuatkan adanya perjanjian-perjanjian seperti 

terbitnya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan ( SKMHT), surat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan ( APHT), surat rekayasa pendirian perusahaan fiktif, neraca-neraca pembukuan 

keuangan perusahaan fiktif agar terlihat bahwa perusahaan rekayasa tersebut benar-benar ada 

dan operasional dan bentuk-bentuk rekayasa dokumen lainnya. Gambaran tersebut di atas 

menunjukkan bahwa para pelaku benar-benar cerdik dan berpengetahuan tinggi. 

Dikaitkan dengan kajian terhadap kondisi organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi, 

maka telah terlihat adanya kondisi yang kontra produktif antara kondisi sumber daya manusia 

yang dimiliki pada Satuan Tipikor dengan sumber daya manusia para pelaku tindak pidana 

korupsi. Latar belakang belakang pendidikan yang dimiliki baik pada pendidikan umum 

maupun pendidikan Kepolisian jelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara 

berpikir dalam hal memahami alur unsur-unsur pidana tindak pidana korupsi berikut upaya 

pengembangan kasusnya. Dari data yang ada bahwa tidak semua personel yang bertugas 

memiliki latar belakang pendidikan sarjana, terdapat 17 ( tuluh belas ) personel saja yang 

mempunyai latar belakang pendidikan kesarjanaan dan sisanya mempunyai jenjang 

pendidikan terakhir adalah SMU, STM dan SMEA. 

Latar belakang pendidikan Kepolisian yang dimiliki Satuan Tipikor dari data basil 

penelitian yang ada bahwa dari jumlah keseluruhan anggota Satuan Tipikor yaitu 56 personel 

terdapat 24 personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan keresersean dan hanya 3 

( tiga  ) personel saja yang telah mengikuti pendidikan kejuruan. Data tersebut 

menggambarkan bahwa kondisi sumber daya manusia dari latar belakang pendidikan yang 

dimiliki masih sangat tidak seimbang apabila dihadapkan pada tantangan tugas-tugas 

penyidikan kejahatan korupsi. Para pelaku yang pada umumnya mempunyai tingkat 

pendidikan yang tinggi tidak menutup kemungkinan akan dapat mengelabuhi para penyidik 

ketika sedang melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Penyidik akan mengalami banyak 

kendala - kendala yang ditemui di lapangan misalnya dalam hal mencari dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan yang terkait dengan kasus yang ditangani. Tersangka akan dengan mudah 
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melakukan upaya-upaya menyembunyikan, menghilangkan atau merekayasa dokumen-

dokumen dan bukti-bukti lainnya. Hal - hal demikian akan selalu dihadapi oleh para 

penyidik di lapangan, apalagi ketika kemudian para penyidik telah mengalami kekalahan 

dalam berargumentasi dengan tersangka, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang 

dihadapi yang sebenarnya bersumber pada lemahnya kondisi sumber daya manusia 

organisasi Satuan Tipikor tersebut. 

Jumlah personel yang dimiliki Satuan Tipikor dihadapkan dengan situasi dan kondisi 

sebagai ancaman dan tantangan tugas aparat Kepolisian untuk menegakkan hukum bidang 

korupsi sebagaimana yang telah digambarkan pada bab I, III dan IV sangat jelas terjadi 

ketidakseimbangan yang sangat tajam. Korupsi yang dapat saja terjadi di berbagai bidang 

kehidupan masyarakat telah merajalela dan membudaya seiring dengan kultur masyarakat 

yang membudaya terhadap budaya suap yang merupakan embrio munculnya tindak pidana 

korupsi yang lebih besar. Jumlah personel Satuan Tipikor yang hanya berkisar 56 ( lima 

puluh enam) personel dituntut harus dapat menjalankan tugas-tugas represif bidang korupsi 

dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Keadaan kurangnya jumlah personel ditambah 

dengan adanya kondisi latar belakang pendidikan personel yang masih rendah, sehingga 

sudah seharusnya mulai dipikirkan untuk merubah keadaan organisasi Satuan Tipikor 

tersebut menjadi sebuah organisasi yang berkualitas. 

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas , maka penulis mengkaji 

sebagaimana dalam teori pengembangan organisasi dari William H.Starbauck terutama pada 

premis bahwa " pengembangan organisasi harus bergerak semakin besar apabila ingin terus 

berkompetisi dengan lawan organisasinya " . Premis mi menunjukkan bahwa suatu 

organisasi harus selalu dapat mengembangkan diri dan menyesuaikan diri terhadap segala 

bentuk dinamika perubahan-perubahan yang terjadi, sikap tersebut dilakukan dengan terus 

memperhatikan kondisi organisasi agar selalu dapat berperan dan berkompetisi dengan lawan 

organisasinya. 

Dalam konteks pada kajian organisasi Satuan Tipikor, maka organisasi Satuan 

Tipikor dituntut harus selalu dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai 

bentuk dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Lawan organisasi 

Satuan Tipikor dapat diartikan juga adalah para pelaku tindak pidana korupsi. Perlu 

disampaikan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu kejahatan yang 
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tergolong sebagai crime organisation layaknya bentuk - bentuk kejahatan seperti 

premanisme, pelacuran dan narkoba, dimana bentuk - bentuk kejahatan tersebut seringkali 

dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan seperti organisasi Hercules yang pernah 

menguasai tanah abang Jakarta. Namun, korupsi merupakan bentuk kejahatan organise 

crime, bahkan dianggap sebagai kejahatan super white collar crime yakni "kejahatan kerah 

putih super yang bukan hanya semata-mata tujuan kejahatannya mi menjadi super, melainkan 

juga pada kesuperan pelaku dalam menghadapi ancaman hukum yang berlaku ".' Kejahatan 

korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, logis, rasional dan tentunya terorganisir 

dengan baik diantara para pelaku-pelakunya. Korupsi juga dapat dilakukan oleh seorang 

pelaku saja namun jelas tidak mengesampingkan akan pola-pola sistematis tadi. 

Dalam ha! penegakkan hukum maka sesuai dengan pendapat Muladi dan Laura 

Snider bahwa: 

"Kejahatan orang - orang terhormat mi ( korupsi) sangat kompleks, sehingga untuk 
mengungkapnya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum. 
Khusus untuk kategori perkara super white collar crime, keahlian mi hams diiringi 
dengan keberanian, komitmen moral, dan ketersediaan untuk senantiasa belajar 

Dengan memperhatikan pada konsep dan pendapat para ahli tersebut di atas serta 

melihat pada hasil-hasil temuan dalam penelitian pada kondisi organisasi Satuan Tipikor, 

maka dalam upaya menciptakan organisasi yang berkualitas khususnya bidang 

pengembangan sumber daya manusia sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

Perlunya menetapkan kriteria - kriteria tertentu tentang rekruitmen personel Poiri 

yang akan bertugas pada Satuan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya 

mempunyai keberanian, mempunyai komitmen moral dan mental yang baik, jujur, 

mempunyai pengalaman pemah berdinas sebagai penyidik atau penyidik 

pembantu, mempunyai latarbelakang pendidikan umum sarjana, 

Menambah jumlah personel pada Satuan Tipikor, 

13 Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta Buku Kompas, halaman: 
49. 

Nitibaskara, ibid, halaman : 51. 
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C. 	Perlu menciptakan sistem pembinaan personel berupa pemberian pendidikan dan 

latihan yang berkelanjutan dan tidak mengandalkan pada pendidikan kejuruan 

saja. Kepala Satuan mempunyai tanggung jawab dalam hal pembinaan sumber 

daya manusia penyidik-penyidik dan penyidik pembantunya agar senantiasa 

mempunyai kemampuan penyidikan yang berkualitas dan berimbang atau 

setingkat lebih tinggi dengan para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, dan 

d. 	Peningkatan motivasi sangat diperlukan dalam organisasi Satuan Tipikor dengan 

cara memperjelas sistem reward and punishment dan selalu memberikan 

dorongan-dorongan kebanggaan diri dapat berdinas di Satuan Tindak Pidana 

Korupsi, dengan demikian akan selalu tercipta situasi kerja yang menarik yang 

diharapkan oleh para anggota-anggota organisasi di dalamnya. ITasil temuan 

berupa wawancara dengan para penyidik seperti yang disampaikan oleh saudara 

Shinto dan saudara Jarwoto yang bertugas sebagai penyidik pada Satuan Tipikor 

bahwa: 

banyak para anggota-anggota bintara muda khususnya yang baru 
berdinas di Satuan Tipikor merasakan ada kejenuhan dan tidak 
mempunyai kebanggaan pada diri masing-masing anggota tersebut. 
Kejenuhan itu dirasakan dengan alasan bahwa bertugas di Satuan 
Tipikor memerlukan pemikiran yang rumit dalam hal menangani 
kasus-kasus yang terjadi, penanganan kasus memerlukan waktu yang 
cukup lama, penanganan korupsi sangat jarang sekali memerlukan 
keberadaan penyidikan di lapangan namun seringkali hams selalu 
duduk di meja dan membaca angka-angka. Mereka lebih merasa 
bangga apabila dapat bertugas di Satuan reserse umum yang dapat 
langsung berhadapan dengan penjahat, tidak memerlukan penanganan 
waktu yang lama, tidak rumit dalam berpikir." 

Membahas tentang hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tipikor, 

maka berdasarkan hasil rekapitulasi atas kasus-kasus yang ditangani menunjukkan bahwa 

Satuan Tipikor belum secara optimal dapat melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana 

korupsi. Dalam setahun hanya dapat menyelesaikan kasus korupsi sampai dengan 

penyerahan berkas kepada penuntut umum hanya sekitar 2 (dua) sampai 6 (enam) kasus 

saja. Hasil mi jelas dirasakan belum cukup memuaskan dalam level penyelesaiain kasus 

setingkat Polda. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Pokes-Pokes jajaran dimana dari hasil 

rekapitulasi data yang telah ditemukan pada hasil penelitian mi menunjukkan bahwa Pokes 
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secara umum belum pernah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi sama sekali. 

Dari kasus yang telah dapat diselesaikanpun temyata kasus-kasus tersebut baru dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat lama. Lamanya penyelesaian kasus tersebut 

dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang harus dihadapi. Hal mi menunjukkan 

bahwa hasil kerja Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dirasakan masih belum optimal dalam 

menjalankan tugas-tugas penyidikan dan belum sesuai dengan harapan sebagaimana dalam 

job discribtion yaitu melaksanakan tindakan represif melalui tindakan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian khususnya berkaitan dengan kendala-kendala 

organisasi Satuan Tipikor dalam menjalankan tugas penyidikan dikaitkan dengan teori 

pengembangan organisasi , maka kondisi organisasi tersebut harus dapat segera diatasi 

dengan beberapa langkah, diantaranya: 

Memperbaiki sistem manajemen pembinaan sumber daya manusia bagiorganisasi 

Satuan Tindak Pidana Korupsi seperti yang telah dibahas di atas, 

Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas - tugas penyidikan korupsi dan tentunyajuga pemeliharaannya, 

C. 	Adanya kejelasan pemenuhan anggaran penyidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan nyata dalam setiap penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Dalam 

upaya mi diperlukan sebuah kebijakan pimpinan Poiri yang berlatar pada 

kemauan politik dalam upaya menegakkan hukum bidang korupsi. Pemenuhan 

anggaran tersebut harus bersifat formal guna menghindarkan pada kenyataan 

bahwa penanganan kasus korupsi namun menciptakan bentuk korupsi baru di 

Iingkungan Satuan Tipikor Polda Metro Jaya, dan 

d. 	Perlu adanya ketegasan kebijakan dari pimpinan Poiri untuk dapat melaksanakan 

tugas-tugas penanganan penyidikan. 

Teori C = M + D - A dari Klitgaard dan teori G.O.N.E dari Jack Bologne juga dapat 

diterapkan untuk menganalisa sebuah organisasi seperti organisasi Satuan Tindak Pidana 

Korupsi Polda Metro Jaya agar terhindar dari terjadinya penyimpangan dalam setiap 

penanganan kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Satuan Tipikor yang mempunyai tugas 

pokok menegakkan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan tindak 
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pidana korupsi seyogyanya juga harus tercipta format organisasi yang dapat meminimalisir 

dan bahkan menghilangkan sama sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

penanganannya. Dapat diartikan bahwa organisasi Satuan Tipikor harus dapat menangani 

kejahatan tindak pidana korupsi dengan tidak menciptakan terjadinya "korupsi barn "di 

tubuh Poiri ( Satuan Tipikor). Suatu hal yang sangat memalukan lembaga Poiri apabila 

kemudian Satuan Tipikor terlabel sebagai organisasi yang subur melakukan korupsi. 

Sesuai dengan teori CM+D-A bahwa korupsi dapat terjadi pada suatu organisasi 

apabila terdapat kondisi-kondisi terdapatnya monopoli yang berlebihan ditambah dengan 

adanya diskresi yang besar dan akuntabilitas samar-samar atau balikan tidak ada sama sekali. 

Keadaan tersebut tidak botch terjadi di lingkungan organisasi Satuan Tipikor Polda Metro 

Jaya. Kondisi organisasi harus dapat mencerminkan keadaan yang tidak terdapat adanya 

bentuk monopoli yang sangat besar yang dimiliki oleh pimpinan organisasi Satuan Tipikor 

itu sendiri. Disamping itu juga, sebaiknya organisasi tidak memberikan diskresi berupa 

delegasi kewenangan yang sangat besar. Dalam hal mi dapat dijelaskan bahwa monopoli dan 

diskresi yang berkaitan dengan organisasi Satuan Tipikor adalah tentang keputusan untuk 

menghentikan suatu kasus yang sedang ditangani. Penghentian penyelidikan maupun 

penyidikan memang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik dan 

pimpinan organisasi, namun tidak serta merta dapat digunakan karena adanya suatu 

kepentingan, misalnya menghentikan penyelidikan karena salah satu orang yang diduga 

terkait sebagai pelaku telah memberikan" sejumlah dana" . Penyimpangan tersebut juga 

dapat dilakukan oleh para anggota pelaksana di lapangan. 

Untuk menghindarkan terjadinya korupsi di tubuh organisasi Satuan Tipikor, maka di 

bawah mi penulis memberikan masukan sebagai berikut: 

a. Organisasi Satuan Tipikor harus selalu menerapkan sistem administrasi yang baik, 

terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Tertib administrasi dari jumlah kasus 

yang masuk, kasus yang dapat ditangani, sampai dengan tertib administrasi yang 

berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Setiap anggota yang akan melakukan 

langkah-langkah ke lapangan dalam rangka penyelidikan harus selalu dilengkapi 

dengan sistem administrasi yang jelas yang memuat juga tentang pertanggung 

jawaban atas hasil-hasil pelaksanaan penyelidikan di lapangan. Pencatatan tentunya 

harus dilakukan dengan terbuka dan apa adanya. Kondisi sistem administrasi yang 
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demikian tentunya diharapkan akan dapat meminimalisir terjadmya penyimpangan-

penyimpangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. 

Terhadap penghentian perkara yang sedang ditangani baik yang masih pada tingkat 

penyelidikan maupun yang sudah pada tingkat penyidikan, maka sebaiknya sebelum 

memutuskan bahwa suatu kasus tersebut dapat dihentikan seyogyanya 

memberdayakan dilaksanakannya gelar perkara secara terbuka yang disaksikan oleh 

unsur-unsur pengawas di lingkungan Poiri ( dalam hal mi dari Bidang Propam dan 

mspektorat pengawasan ). Pemberdayaan pelaksanaan budaya gelar perkara yang 

dilaksanakan secara terbuka akan sangat berguna sebagai bentuk pengawasan yang 

seimbang, sehingga yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penghentian penyidikan adalah keputusan bersama dalam mekanisme gelar perkara. 

Kejelasan dan ketegasan penerapan reward and punishment di lingkungan Satuan 

Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. 

Analisa bidang organisasi Satuan Tipikor diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang positif pada perkembangan organisasi dalam upaya menangani tindak pidana korupsi. 

Hal mi menjadi penting karena mengingat kejahatan korupsi merupakan bentuk kejahatan 

yang dilakukan secara sistematis, berpikir rasional, mempunyai tingkat kalkulasi kejahatan 

yang sangat baik, merupakan high class crime dan kejahatannya tersebut merupakan bentuk 

kejahatan yang "abu-abu " serta terkesan legal. 

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, agar Poiri dapat menjalankan tugas 

dengan baik, benar dan profesional , maka perlu ditangani dengan adanya kondisi - kondisi 

organisasi Satuan Tipikor yang " kondusif " untuk menegakkan hukum dan mampu bersaing 

melawan para koruptor. Hal mi tentunya selaras juga dengan konsep white collar crime 

bahwa penanganan white collar crime juga harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus 

dan canggih. 

C. 	Analisis Yuridis 

Perlu diketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana 

yang bersifat khusus atau seringkali disebut sebagai lex specialis atau bjzondere wet. 
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Kekhususan disini dimaksudkan sebagai jenis tindak pidana di luar dari jenis perbuatan-

perbuatan yang didefmisikan sebagai pidana di dalam Kitab Undang - Undang Hukum 

Pidana ( KUHP). Lahirnya Undang - Undang tentang pemberantasan korupsi dari tahun 

1957 sampai dengan terakbir dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi telah menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikategorikan 

sebagai kejahatan korupsi telah didefmisikan secara khusus melalui terbitnya sebuah Undang 

- Undang yang bersifat khusus. 

Kekhususan atas pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut 

seharusnya sudah saatnya segera diikuti oleh aparat - aparat penegak hukum yang telah 

mendapatkan amanat dari rakyat melalui Undang - Undang untuk menegakkan hukum 

bidang korupsi dengan cara melakukan langkah-langkah penegakkan hukum sebagaimana 

yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang tersebut. Secara teknis, kekhususan-

kekhususan yang ada di dalam Undang —Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

harus disikapi oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia untuk dapat menerbitkan peraturan - peraturan teknis yang lebih detail mengatur 

tentang langkah-langkah penanganannya. Penanganan tindak pidana korupsi seharusnya 

dapat ditangani dengan baik, benar dan profesional, dan untuk mewujudkannya tentunya 

harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum sebagai landasan yuridis bagi aparat 

penegak hukum di lapangan agar tidak terjadi keragu - raguan atau kegamangan dalam 

bertindak. 

Hasil temuan penelitian dalam tesis mi telah membuktikan bahwa sampai dengan 

penulisan tesis mi, Mabes Poini belum pernah menerbitkan suatu aturan atau peraturan baik 

berupa petunjuk teknis, petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan atau bentuk-bentuk 

peraturan - peraturan lainnya yang secara khusus mengatur tentang teknis penanganan 

tindak pidana korupsi. Hal mi berakibat pada timbulnya keragu - raguan bagi para penyidik 

dan anggota - anggotanya dalam bertindak menangani tindak pidana korupsi. Para penyidik 

menyadari bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi akan sangat berbeda 

tantangannya dengan penanganan jenis tindak pidana lainnya. Sifat abu-abu pada jenis 

kejahatan mi akan sangat bergantung kejelian panyidik untuk menentukan apakah suatu 

kasus yang ditangani tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kekeliruan dalam 
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penanganan kasus tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada citra kelembagaan dalam ha! 

ini Polda Metro Jaya, hal ini mengingat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tidak menutup 

kemungkinan mempunyai keterkaitan dengan langkah-langkah untuk mempolitisasi kasus itu 

sendiri. 

Pelaku yang rata-rata berintelektual tinggi dan mempunyai jabatan - jabatan yang 

strategis jelas berusaha sedemikian rupa agar kasus yang menimpa dirinya dapat tergagalkan 

dengan cara memanfaatkan kekeliruan-kekeliruan penanganan yang dilakukan oleh penyidik 

menjadi sebuah kerangka politisasi kasus yang tentunya bertujuan untuk melemahkan 

langkah penanganan yang dilakukan oleh para penyidik dan berujung pada penghentian 

penyidikan. Misalnya saja ketika seorang penyidik melakukan penggeledahan dan berusaha 

mendapatkan bukti-bukti dokumen yang ada di dalam komputer pelaku dengan cara 

mengcopy dokumen tersebut, namun karena belum ada petunjuk teknis penanganannya 

dalam hal mendapatkan bukti-bukti elektronik yang dapat diajukan sebagai bukti dan cara 

bagaimana mendapatkannya, maka kemudian hal ini akan menjadikan tafsir pemaknaan 

hukum atas tindakan penyidik tersebut yang berakibat pula pada munculnya opini-opini yang 

bersifat politisasi dan berujung pada tujuan pihak-pihak pelaku untuk meminta penghentian 

penanganan kasus karena dianggap telah terjadi penyimpangan penanganan. Masih banyak 

lagi contoh adanya kekosongan hukum yang bersifat teknis yang dapat dijadikan celah bagi 

para pelaku untuk menggoyangkan atas langkah-langkah penyidikan. 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan AKBP. Drs.Ian Fitri ( pada 

wawancara ini dilaksanakan menjabat sebagai Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda 

Metro Jaya) bahwa : " Penanganan kasus tindak pidana korupsi seringkali tidak terlepas 

adanya pengaruh-pengaruh "politis " yang akan mempengaruhi pimpinan Poiri terhadap 

penanganan kasusnya itu sendiri. Langkah yang diambil oleh Satuan Tipikor adalah dengan 

tetap menjalankan proses penyidikan kasusnya kembali pada prosedur-prosedur 

penyidikan. " Pernyataan ini tentunya akan memperkuat bahwa proses penyidikan harus 

sesuai dengan prosedur penyidikan yang berlaku, sehingga prosedur yang berlaku inilah yang 

seharusnya dapat dijadikan acuan analisis yuridis bagi Poiri untuk menerbitkan sebuah aturan 

khusus yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan tindak pidana korupsi sehingga 

akan menghilangkan adanya keragu-raguan bagi penyidik set ingkat Polda Metro Jaya. 
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Aturan teknis tersebut diharapkan juga telah memuat teknis - teknis tentang alat bukti 

yang perlu didapatkan dan cara-cara mendapatkannya sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada pasal 26 A Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - 

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: 

"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 188 ayat ( 2  ) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang 
- Undang Hukurn Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat 
diperoleh dan: 

alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu, dan 
dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat didapat, 
dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik , yang berupa tulisan, suara, 
gambar, peta,, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang meiliki 
makna." 75 

Jadi, dalam peraturan teknis tersebut nantinya setidaknya telah memuat tentang langkah-

langkah teknis yang bersifat khusus tentang penyadapan, mendapatkan bukti-bukti 

elektronik ( e-mail, sms, data dokumen yang disimpan di dalam komputer atau laptop dan 

lain - lain), langkah-langkah teknis untuk membuka rekenning orang yang diduga sebagai 

tersangka, memblokir rekening, dan lain-lain. 

D. 	Analisis Teknis 

Dari hasil rekapitulasi data dan studi kasus tentang korupsi kredit macet Bank BNI 46 

jakarta telah menunjukkan bahwa dalam setiap penanganan kasusnya selalu memerlukan 

waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan terdapat 

juga kasus-kasus yang terpaksa harus di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan 

( SP3  ) dengan berbagai alasan diantaranya adalah kurangnya bukti, kasus tersebut tidak 

ditemukan unsur korupsi, dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Kondisi tersebut di 

atas jelas merupakan suatu bentuk gambaran bahwa organisasi Satuan Tipikor belum secara 

optimal melaksanakan tugas-tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi. 

75 ---, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman : 6. 
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Ketidakoptimalan tersebut tentunya harus disikapi dengan pengkajian yang mendalam 

diantaranya pada analisis teknis penyidikannya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan - 

permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan teknis penyidikan harus dianalisis dengan 

teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 

Pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Sat Tipikor masih cukup lemah dalam hal 

pelaksanaan penyelidikannya. Perlu diketahui bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan 

yang memerlukan ketelitian dan kejelian penyidik untuk dapat menentukan apakah suatu 

kasus tersebut merupakan tindak pidana korupsi, perdata atau pelanggaran administrasi 

mengingat sifat kejahatannya yang "abu-abu "dan terkesan legal. Dengan memperhatikan 

pada pandangan tersebut , maka seharusnya penyidik harus benar-benar mematangkan 

penyelidikannya agar mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk menentukan bahwa 

suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi. 

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa teknis penyidikan yang selama mi 

dilaksanakan oleh Satuan Tipikor tidak mematangkan terlebih dahulu dengan pola-pola 

penyelidikan yang terencana dan terarah. Unit-unit Satuan Tipikor dalam melaksanakan 

penyidikan tidak pemah menggunakan rencana - rencana penyelidikan terlebih dahulu, 

namun seringkali langsung menggunakan langkah - langkah pemanggilan pro justitia kepada 

pihak-pihak yang terkait. Analisis kasus hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan para 

saksi. Hal mi sangat lemah dan seharusnya dalam setiap penanganan kasus sebaiknya 

menggunakan pola-pola sebagaimana dalam penyelidikan seperti perencanaan, pelaksanaan 

penyelidikan, pengolahan data hasil penyelidikan, penyajian hasil penyelidikan. 

Kegiatan penyidikan juga seringkali dilaksanakan langsung dengan pemanggilan. 

Langkah mi dirasakan telah banyak meridapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaan 

tahapan penyidikan selanjutnya. Pola penyidikan tindak pidana korupsi dirasakan sangat 

berbeda dengan pola penyidikan pada kasus-kasus lainnya terutama dalam hal penyelidikan 

yang mendalam, sehingga pola pengumpulan berbagai inlormasi sebaiknya dibuatkan 

Laporan Informasi terlebih dahulu. Dengan upaya penyelidikan yang mendalam diharapkan 

akan mengetahui siapa-siapa saja yang nantinya akan dipanggil, dokumen-dokumen apa saja 

yang akan dikumpulkan, dan permasalahan pada kasus yang ditangani akan terurai terlebih 

dahulu sehingga akan memudahkan dalam upaya pemeriksaannya. Pola mempertajam 

kegiatan penyelidikan ini sebenarnya juga akan selaras dengan proses audit investigatif yang 
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dilaksanakan oleh BPKP, dimana setiap dokumen-dokumen yang disampaikan kepada BPKP 

selalu didahului dengan langkah audit investigatif dan langkah berikutnya dengan tahapan 

perhitungan kerugian negara apabila daii basil audit investigatif tersebut ditemukan adanya 

unsur-unsur penyimpangan alur keuangan yang berindikasi sebagai tindak pidana korupsi. 

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa penyelidikan yang dilaksanakan tidak 

terencana dengan balk. Pemanggilan secara pro justitia sangat digemari karena dianggap 

merupakan cara yang lebih mudah dan tidak mempersulit penyidik. Penyidik tidak perlu 

bersusah payah turun ke lapangan terlebih dahulu mencari dokumen-dokumen dan bukti-

bukti lainnya, cara pemanggilan tersebut menjadi diharapkan mempermudah bagi penyidik 

untuk dapat meminta kepada pihak-pihak yang dipanggil dengan harapan dapat membuktikan 

dirinya sendiri bahwa mereka tidak terlibat kasus korupsi. Dengan demikian, penyidik 

dengan leluasa meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. 

Cara lain yang digunakan selama mi dalam melakukan tindakan - tindakan 

penyelidikan juga masih cenderung menggunakan teknik terbuka yaitu dengan menggunakan 

cara mengundang dengan undangan kiarifikasi. Cara-cara tersebut di atas ternyata tidak 

sepenuhnya berhasil, namun pada kenyataannya justru banyak menemui kendala-kendala 

penyidikan yang berujung pada lamanya penyelesaian kasus tersebut dan juga justru 

menimbulkan permasalahan yang berakibat pada penghentian penanganan kasus karena 

kurangnya cukup bukti sebagai tindak pidana korupsi. Kendala-kendala penyidikan yang 

ditemukan telah banyak dideskripsikan dan dapat dilihat pada halaman 97 sampai dengan 

111 tesis mi. 

Kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran penyidikan seharusnya dapat 

diatasi dengan beberapa upaya penanggulangannya, hal mi akan sangat berguna untuk 

mewujudkan teknis penyidikan yang balk, benar dan profesional. Di bawah mi peneliti 

akan mengkaji setiap kendala-kendala yang telah ditemukan dalam penelititan mi: 

1. 	Bahwa sampai dengan penelitian mi dilaksanakan, penyidik belum mempunyai dasar 

penyidikan sebagai kepastian pedoman kerja ketika menangani kasus tindak pidana 

korupsi. Hal mi sebenarnya merupakan poin yang sangat penting karena akan dapat 

menciptakan kondisi kepastian hukum terhadap setiap langkah penyidikan yang 

dilaksanakan yang dampaknya adalah hilangnya sikap kegamangan para penyidik 

ketika sedang menjalankan tugas menangani perkara tindak pidana korupsi. Keadaan- 
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keadaan tersebut sebenarnya harus segera diatasi dengan membuat telaah kepada 

Mabes Poiri dengan berbagai argumen dan pertimbangan logis agar segera 

merumuskan dan menerbitkan peraturan-peraturan teknis apakah berupa petunjuk 

pelaksanaan, peturjuk lapangan atau berbagai bentuk peraturan lainnya. 

Terhadap lamanya hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara 

dari auditor negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP), 

maka barus segera ditindakianjuti dengan upaya merumuskan pola kerjasama agar 

ditemukan keselarasan antara Iangkah penyidikan yang dijalankan oleh penyidik Poiri 

dengan proses audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara yang 

dijalankan oleh BPKP. Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti baik kepada para penyidik Satuan Tipikor maupun kepada Kepala Bidang 

Investigatif Perwakilan BPKP DKI Jakarta, menggambarkan bahwa telah terjadi 

perbedaan persepsi dan cara pandang dalain pemahaman konteks terjadinya 

kelambatan penyidikan. Penyidik berpandangan bahwa ketika dokumen-dokumen 

sudah didapatkan dan diserahkan kepada BPKP untuk diteliti, maka harapan 

mendapatkan hasil akan cepat didapatkan karena menurut penyidik, auditor BPKP 

tinggal menelitinya di atas meja. Berbeda dengan cara pandang auditor BPKP bahwa 

dokumen-dokumen yang diajukan oleh para penyidik tidak serta merta dapat diteliti, 

namun mengingat pertanggungjawaban auditor sampai di tingkat pengadilan, maka 

auditor perlu meneliti kembali dari historis awal munculnya suatu proyek anggaran 

sampai dengan keluarnya keuangan negara. Perbedaan cara pandang tersebut pada 

akhirnya akan menimbulkan sangkaan-sangkaan atau persepsi negatif antara penyidik 

dengan auditor yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran jalannya proses 

penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri. Perbedaan persepsi dan perspektif mi 

sudah seharusnya segera dicarikan rumusan yang tepat dengan mengadakan 

pembicaraan-pembicaraan komprehensif diantara keduanya, sehingga diharapkan 

dapat meminimaikan munculnya kendala-kendala yang dapat menghambat 

penanganan tindak pidana korupsi. 

Dalam hal terjadinya bolak balik perkara dalam tahapan pra-penuntutan dan 

penyidik kepada penuntut umum, hal mi merupakan permasalahan umum yang juga 

ditemui dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus pidana lainnya. Bolak-balik 
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perkara seringkali terjadi karena penuntut umum mempunyai pandangan bahwa suatu 

perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan harus benar-benar siap secara formil dan 

materiil mengandung unsur-unsur pidana yang disangkakan atas perbuatan yang 

dituduhkan kepada tersangka. Penelititan dokumen berkas perkara merupakan 

kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebelum suatu kasus diterima dan dimasukkan 

ke dalam tahapan pembuktian di depan sidang pengadilan. Terhadap penanganan 

kasus tindak pidana korupsi, terjadinya bolak balik perkara antara penyidik dengan 

Kejaksaan sebagai penuntut umum dapat dianalisis bahwa tidak hanya berlatarkan 

karena adanya kekurangan persyaratan formil maupun materiil terhadap berkas 

perkara itu sendiri, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk penonjolan 

kekuasaan dan kewenangan antar instansi. Perlu diketahui bahwa Kejaksaan juga 

diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyidikan khusus pada kasus 

tindak pidana korupsi. Para penyidik Satuan Tipikor menyampaikan bahwa kondisi 

mi dapat dirasakan bahwa telah terjadi kompetisi sektoral yang berakibat pada 

penonjolan tindakan-tindakan yang institusi yang sebenarnya dapat merugikan 

kepentingan penyidikan yang sebenarnya. Alasan-alasan yang diminta untuk 

memperbaiki berkas perkara seringkali berulang dan seringkali juga muncul 

permintaan alasan baru untuk memperbaikinya. Dalam kajian yang dilakukan oleh 

Adrianus Meliala dalam perkuliahan pasca sarjana Kajian Ilmu Kepolisian 

mengatakan bahwa permasalahan terjadinya bolak balik perkara sebagai 

permasalahan case manajemen pra penuntutan diantaranya disebabkan karena dalam 

konteks sistem peradilan pidana kita tidak mengenal batasan waktu yang jelas dalam 

proses bolak-balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum (timeless), terdapat 

ego kelembagaan yang ditonjolkan pada masing institusi, seringkali terjadi perbedaan 

tafsir dalam interpretasi hukum yang diterapkan. Ketiga hal tersebut secara umum 

seringkali menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan bolak-balik perkara yang 

berkepanjangan. Ketiga alasan tersebut di atas juga dirasakan oleh para penyidik 

Satuan Tipikor terhadap proses pra penuntutan. Ada beberapa rekomendasi yang 

dapat disajikan dalam upaya menangani terjadinya permasalahan tersebut 

diantaranya adalah dengan meningkatkan nilai profesionalisme kinerja penyidikan, 

mengedepankan budaya gelar perkara sebelum suatu perkara diserahkan pada 
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penuntut umum dan secara informal kelembagaan memberdayakan pertemuan coffee 

morning untuk lebih mendekatkan komunikasi kelembagaan. 

Dalam hal analisis untuk mendapatkan pola kriminalisasi perkembangan kejahatan 

korupsi, maka para penyidik sebaiknya selalu memonitor perkembangan kasus yang 

ditangani sampai dengan keluarnya sebuah putusan hakim. Hal mi akan sangat 

berguna dalam hal, mempelajari tafisr hukum, penerapan hukum dan interpretasi 

hukumnya, sehingga dapat menghindarkan terjadinya vonis bebas yang juga akan 

berimplikasi besar pada turunnya mental anggota-anggota dan penyidik sendiri. 

Budaya penyidik Satuan Tipikor bahwa pekerjaan penyidik sudah selesai ketika 

perkara yang diajukan ke penuntut umum telah dinyatakan sempurna. 

Perlunya meningkatkan hubungan dengan instansi-instansi yang terkait yang 

bertujuan untuk menciptakan kelancaran penanganan tindak pidana korupsi. Hal mi 

dimaksudkan dalam upaya menangani kendala-kendala yang telah ditemukan dalam 

penelitian mi seperti lama turunnya ijin untuk membuka rekening keuangan terhadap 

orang yang diduga sebagai pelaku korupsi dan lamanya proses terbitnya ijin untuk 

memeriksa pejabat yang diduga sebagai pelaku korupsi serta kendala-kendala lainnya 

termasuk upaya mendapatkan keterangan ahli. Wujud peningkatan hubungan tersebut 

dapat berupa penerbitan kesepakatan ( MOU  ) diantaranya dengan BPKP, Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Bank Indonesia, Departemen 

Dalain Negeri, Universitas-Universitas dan lain sebagainya. 

Sesuai dengan teori Penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae, maka sebaiknya para 

penyidik Satuan Tindak Pidana korupsi hanya menangani pada perkara-perkara yang 

berindikasikan sebagai kejahatan korupsi. Hasil temuan penelitian mi telah 

menunjukkan bahwa Satuan Tipikor masih menangani kasus-kasus yang bukan 

merupakan kejahatan korupsi seperti kasus penipuan, penggelapan, penyerobotan 

tanah, pemalsuan yang sebenarnya merupakan koridor pada kewenangan direktorat 

pidana umum. Arah pergerakan operasional penyidikan korupsi pada akhirnya akan 

bias dengan adanya penanganan tindak pidana lain selain korupsi, sehingga 

konsentrasi penyidikan tidak dapat dilaksanakan secara fokus terhadap kasus korupsi 

itu sendiri. 
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Analisis terhadap teknis penyidikan tersebut di atas diharapkan akan dapat menghasilkan 

suatu teknis penyidikan yang baik benar dan profesional. 
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BABY 

PENUTUP 

A. 	Kesimpulan 

Bab mi merupakan rangkuman atas hasil pengkajian pada bab-bab sebelumnya yang 

merupakan rangkaian konstruksi yang berangkat dari latarbelakang, gambaran umum, hasil 

temuan penelitian dan hasil-hasil pengkajian berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang 

relevan. Di bawah mi penulis sampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

Penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi senantiasa harus dapat menganalisa dan 

mengidentifikasi setiap perkembangan modus operandi pada kasus - kasus tindak 

pidana korupsi mengingat modus operandi tersebut akan selalu berkembang seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para penyidik pada 

akhirnya akan mengetahui celah-celah penanganannya, 

Sampai saat mi belum ada peraturan teknis dari Mabes Poiri yang seyogyanya dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi baik 

berupa petunjuk teknis, petunjuk lapangan maupun berupa peraturan-peraturan 

lainnya mengingat konteks penanganan kasus tindak pidana korupsi memerlukan 

pola-pola penanganan yang khusus yang diperlukan bagi para penyidik, sehingga 

benar-benat dapat memberikan kepastian bertindak dalam ojerasionalisasi 

penyidikannya. 

Pola penyidikan yang selama ini diterapkan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya 

dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung menggunakan pola yang Iangsung 

pada tahapan pemanggilan pro justitia dan teknik-teknik penyidikan terbuka berupa 

undangan klanifikäsi. Dari hasil pengkajian dalam penelitian mi ternyata cara tersebut 

telah bakiydk mengalami kendala-kendala penyidikan yang berakibat pada 

dihentikannya penyidikan suatu kasus karena kurangnya bukti dan tidak 

ditemukannya unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur pokok terjadinya 

tindak pidana korupsi. 
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Para penyidik masih memegang budaya bahwa tugas penyidikan dianggap sudah 

selesai ketika suatu berkas perkara telah disampaikan kepada penuntut umum dan 

mendapatkan surat keterangan bahwa penyidikan dinyatakan lengkap. Penyidik tidak 

pernah memonitor perkembangan penanganan kasus berikutnya terutama tentang 

basil akhir putusan atau vonis hakimnya yang sebenarnya dapat digunakan sebagai 

bahan analisis tentang penerapan hukum, mterpretasi hukum dan tafsir hukum pada 

penanganan kasus-kasus berikutnya. 

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor dalam menangani kasus tindak 

pidana korupsi masih belum optimal, hal mi dapat dilihat pada: 

Dilihat dari Rekapitulasi data yang ada balk di tingkat Polda maupun di 

tingkat Poires jajaran Polda Metro Jaya bahwa hasil penyidikan terhadap 

kasus tindak pidana korupsi rata-rata dapat diselesaikan antara 2 ( dua  ) 
sampai dengan 6 ( enam  ) kasus dalam setahun dan secara umum untuk 

jajaran Satuan Reserse Kniminal tingkat jajaran masih sangat rendah nilai 

penanganan kasus korupsinya. Perkara dianggap selesai ketika kasusnya telah 

dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. 

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap penyelesaian perkara masih cukup lama 

berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Hal mi dikarenakan adanya 

berbagai kendala-kendala dalam dinamika operasional penyidikan. 

C. 	Kondisi organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya khususnya bidang 

sumber daya manusia masih cukup lemah kualitasnya, terlihat dan 

latarbelakang pendidikan para anggota-anggota penyidik dan penyidik 

pembantu yang masih sangat rendah dibanding dengan para pelaku kejahatan 

korupsi dengan pelaku yang dipandang memiliki intelektual tinggi. 

Kurang tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran dibandingkan dengan 

kebutuhan nil operasionalisasi penanganan terhadap kejahatan korupsi, hal mi 

dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan penyidikannya. 

Dalam penelitian mi telah ditemukan bahwa para penyidik masih juga 

menangani kasus-kasus yang bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti 

pemalsuan, penipuan, penggelapan, pemerasan dan sebagainya dimana hal 
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tersebut berakibat pada tidak fokusnya penanganan Satuan Tipikor dalam 

menegakkan hukum bidang korupsi. 

f. 	Belum adanya kebijakan dari pimpinan Poiri berupa target hasil penyidikan 

terhadap kejahatan korupsi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, niaka peneliti memberikan rekomendasi sebagai 

berikut: 

Agar Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya mengajukan semacam 

proposal yang berisikan telaah kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan 

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Poini agar segera menerbitkan peraturan 

teknis baik berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, atau bentuk lain tentang 

teknis penanganan tindak pidana korupsi. Hal mi menjadi penting mengingat sampai 

detik mi Mabes Poini belum menerbitkan peraturan dimaksud, dimana peraturan 

tersebut akan sangat berguna sebagai pedoman kerja yang mempunyai kepastian bagi 

para penyidik dalam menjalankan tugas menegakkan hukum bidang korupsi. 

Penyidik agar selalu menganalisa dan mengikuti perkembangan modus operandi yang 

semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sehingga diharapkan akan dapat mengetahui celah-celah 

penanganannya. 

Pola penyidikan agar lebih mematangkan pola penyelidikan yang terencana dan 

terarah mengingat kasus korupsi merupakan kasus yang samar apakah sebagai kasus 

pidana, perdata atau kesalahan administrasi dan kejahatan yang dilakukannya 

terkesan legal. 

Agar penyidik menghilangkan budaya bahwa tugas penyidik dianggap selesai ketika 

berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, namun diharapkan 

tetap memonitor perkembangan penanganan berikutnya termasuk keluarnya vonis 

hakim yang akan sangat berguna untuk dilakukan pengkajian terhadap penerapan 

hukum, interpretasi hukum dan tafsir hukum atas unsur-unsur pidana pada 

perkembangan penanganan kasus-kasus berikutnya. 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



146 

Penyidik harus selalu bersikap visioner terhadap perkembangan peraturan-peraturan 

terkini yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mengingat kejahatan korupsi 

selalu berdekatan dengan penyimpangan peraturan sebagai pemenuhan unsur 

melawan hukumnya. Hal mi menjadi penting agar penyidik tidak mengalami 

kekeliruan penerapan hukum yang akan dijadikan landasan sangkaan terhadap 

tersangkanya. 

Perlunya penerapan kriteria-kriteria bagi personel Poiri yang akan bertugas pada 

Satuan tindak Pidana Korupsi seperti memiliki moral yang baik selama bertugas, 

penentuan minimal latar belakang pendidikan sarjana strata satu, dan pernah 

menjalankan tugas-tugas penyidikan pidana umum. Hal mi sangat penting untuk 

diperhatikan mengingat kompetensi yang seharusnya berimbang atau setingkat lebih 

tinggi dengan para pelaku korupsi yang pada kenyataannya memiliki tingkat 

intelektual yang cukup tinggi. 

Penambahan jumlah personel sesuai dengan DSPP ( Daftar Satuan Personel Poiri) 

yaitu 61 personel. 

Membuat usulan telaahan kepada Mabes Poiri tentang perlunya pemenuhan sarana 

dan prasarana sebagai kelengkapan tugas yang sangat membantu dalam kelancaran 

penyidikan. Sarana dan prasarana yang ada harus dapat mengakomodir berkaitan 

dengan situasi dan kondisi tantangan tugas penyidikan seperti tersedianya alat 

penyadapan, alat monitoring seperti teropong, kamera digital dengan resolusi zoom 

yang jauh, alat perekam atau recorder dalam bentuk-bentuk yang khusus, kamera 

endosecopy, dan lain-lain sarana prasarana pendukung kelengkapan tugas penyidikan. 

Membuat telaahan berkaitan dengan kebutuhan anggaran operasional penyidikan 

kepada Mabes Poiri. Hal mi sangat penting untuk memformulasikan pemenuhan 

anggaran secara formal dan menghindarkan pada upaya-upaya pemenuhan anggaran 

operasional yang justru membuka peluang lebih besar terjadinya korupsi baru di 

lingkungan Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Telaahan dapat 

berisikan tentang kajian kebutuhan nil anggaran yang dibutuhkan dalam estimasi 

setiap kasusnya. Memang tidak semua perkara dapat dijadikan pedo man tentang 

kebutuhan nil secara pasti, namun perlu diingat bahwa aparat penegak hukum 

merupakan aparat negara yang dalam tugasnya selalu berkecenderungan untuk 
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menghabiskan anggaran negara, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran 

yang ada harus selalu selaras dengan keluaran tugas-tugas penyidikan yang telah 

dilaksanakan, selaras dengan out-come atau hasil yang telah dicapai atas penggunaan 

anggaran tersebut, serta selaras juga dengan dampak positif atas penyidikan yang 

telah dilaksanakan terhadap proses meminimalisasi terjadinya tindak pidana. Jadi 

dalam perumusan kebutuhan anggarannya dari ke tahun akan selalu berubah sesuai 

dengan hasil evaluasi atas out-come kinerja para penyidiknya. 

Sebaiknya Satuan Tipikor Polda Metro Jaya hanya berfokus pada penanganan kasus-

kasus yang berindikasikan kuat sebagai kejahatan korupsi. 

Perlu adanya kebijakan yang tegas dari pimpinan Poiri baik dari tingkat Mabes Poiri, 

Polda sampai ke jajaran Kepolisian Resor atau Pokes untuk selalu mempunyai visi 

dan misi yang selaras dengan skala prioritas penanganan permasalahan bangsa 

terhadap kejahatan korupsi yang telah merusak tatanan pembangunan negara di 

berbagai bidang. 

Perlunya terobosan pendekatan - pendekatan guna menemukan format koordinasi 

yang tepat baik formal maupun informal kepada instansi-instansi yang terkait dengan 

konteks penanganan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan mempunyai 

perspektif yang sama dan menemukan frame work yang efektif dalam penegakkan 

hukum bidang korupsi, misalnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan ( BPKP  ), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

( PPATK  ), Akademisi, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kejaksaan, 

Pengadilan dan lain sebagainya. Terobosan tersebut diharapkan dapat melahirkan 

semacam memorandum of understanding ( MoU) yang mengatur secara lebih detail 

dan konkret peran pada masing-masing instansi dalam hal membantu penegakkan 

hukum bidang korupsi atau dapat dikatakan sebagai upaya menciptakan koordinasi 

terpadu dalam satu meja ( desk anti korupsi ) atau katakanlah semacam tim 

pemberantasan tindak pidana korupsi ( Timtastipikor ) yang pernah dibentuk dan 

dibubarkan beberapa waktu yang lalu. Hal mi tentunya akan sangat membantu dalam 

memperkecil timbulnya kendala-kendala penyidikan tindak pidana korupsi seperti 

lamanya pelaksanaan proses audit investigatif, lamanya proses perhitungan kerugian 

keuangan negara, lamanya mencari dan mendatangkan saksi ahli, lamanya turunnya 
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ijin dalam hal pemeriksaan terhadap pelaku yang masih memegang jabatan publik, 

lamanya turunnya ijin membuka maupun memblokir rekening tersangka, dan lain-lain 

kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan. 

Tetap menjaga tertib administrasi baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun 

administrasi organisasi Satuan Tipikor secara baik, jujur dan terbuka. 

Dalam hal menghentikan proses penyelidikan maupun penyidikan, maka sebaiknya 

memberdayakan budaya gelar perkara secara terbuka yang melibatkan unsur-unsur 

pengawasan di lingkungan Polda Metro Jaya. 

13. 	Jadi, peneliti merekomendasikan agar organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi yang 

ada lebih dioptimalkan. 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP), 1999, Strategi Pemberantasan 
Korupsi Nasional, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP. 

Creswell, John.W, 2002, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, Jakarta 
KIK Press. 

Dermawan, Mohammad Kemal, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung : PT Citra 
Aditya Bhakti. 

Fuady, Munir, 2004, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung : PT Citra 
Aditya Bakti. 

Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. 

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Buku 
Kompas. 

Poiri, Mabes, 2000, Skep Kapoiri Nomor Pol: Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Himpiman 
Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk 
Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana. 

Qadir, C. A, 1995, ilmu Pengetahuan dan Metodenya , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Suparlan, Parsudi, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatj/ Jakarta :Program 	Pascasarjana 
Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. 

Satrio, Rudy dan Gayus Lumbun, 2008, " Pelaku Korupsi Tidak Akan Jera,, Putusan 
Mahkamah Agung Ikut Tidak Mendidik Masyarakat " , Jakarta : Kompas hari senin 
tanggal 17 Maret 2008, hal : 2. 

Terry, George.R,1986, Asas —Asas Manajemen, Bandung : Alumni. 

Wahyudi, Muhammad Zaid, 2007, "Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela", 
Jakarta: Harian Kompas, hal 5. 

---, 2004, Undang —Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

, 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, 	Bandung: Fokusmedia. 

149 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



-, 2001, Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - 
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

-----, 1999, Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

, 1999, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

---, 1981, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum 
Acara Pidana, Bogor: Politeia. 

---, 2007, Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi , Jakarta : Sat 
Tipikor Polda Metro Jaya. 

, 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta : Direktorat Intelkam Polda 
Metro Jaya 

Halim, Wahidin, 2008, "APBD 2008 ", Tangerang : www.tangerangkota.go.id, tanggal 12 
Desember 2007 

Hariadi, Ahmad, 2007, "Infrastruktur DKT Jakarta Diprioritaskan", Jakarta: Media Online 
Pemprov DKI Jakarta, www.propjakarta.com. Tanggal 10 Desember 2007. 

Hariadi, Ahmad, 2007, "Infrastruktur Diprioritaskan, APBD tahun 2008 Diketatkan Untuk 
Atasi banjir dan Kemacetan ", Jakarta: Kompas , www.kompas.com, 23 November 
2007. 

Ismail, Nur Mahmudi , 2008, " Evaluasi APBD Certhãt dan Cepat " , Jakarta 
http://www.geocities.com/hansoediraldepok.htm,  tanggal 22 Januari 2008 

Wahyudi, Aril, 2007, "DPRD Mengaku Belum Puas", Jakarta: www.kabtangerang.or.id, 
tanggal 18 Desember 2007 

, 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta: Direktorat Intelkam Polda 
Metro Jaya 

Wikipedia, 2008, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Jakarta 
http://id.wikipedia.orglwiki/KabupatenAdministratifKepulauanSeribu  

150 

Universitas Indonesia 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



PEDON WAWANCARA 

No Data Yang Perlu Didapatkan Ket 

 Gambaran umum DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan 

Seribu 

 Gambaran perkembangan APBD DKI, l3ogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kep 

ulauan Seribu 

 Struktur Orgs Dit Reskrimsus 

 Struktur orgs Sat Tipikor: 

- 	Jumlah personel,dibandingkan dg DSPP 

- 	Latar belakang pendidikanumum dan dik Pain 

- 	Kepangkatan, 

- 	Pengalaman tugas, 

- 	Tugas & Wewenang 

- 	Sarana dan prasarana 

5 Data penanganan kasus korupsi Polda Metro Jaya, 

 Data kasus korupsi yang ditangani oleh Polres2 

 Piranti lunak yang digunakan utk operasional sat Tipikor ( lidik dan sidik) 

 Studi kasus - Penyimpangan dana kredit macet Bank BNI LBE Pondok lndah 

Jakarta Selatan ( minta copy kasus) 

 Wawancara dg Sujarwoto dan anggota yang menangani kasus kredit macet 

Bank BNI LBE Pondok Indah Jakarta Selatan 

Bagaimana alur awal dimulainya penyidikan? dan LP/LI/Mediai lap masy dii, 

apakah ada anggota operasional yg laks lidik utk temukan sus korupsi? 

 Bagaimana memanfaatkan jar info di BPK, BPKP, MEDIA, KPKPN, PPATK, 

PEMDA (Bawasprop / kota), DPRD, KPK, Poires jajaran, LSM2, universitas 

2,13ank, dli. Yg dpt berikan info2 ttg tipikor?apakah ada MOU dli? 

Apakah dim hal lidik dibuat ren lidik-) Lap hasil lidik-anaIisa-GeIar hasil Ii 

dik- 	lidik lanjutan pengem / sdh bisa ke sidik? 

II. Apakah pernah diiaksanakan teknik2 lidik (wawancara, interview, eliciting, 

under cover, observasi, surveillance, termasuk analisa hasil lidik utk 

pengembangan kasus) yg berguna dalam puidata: profit pelaku, saksi, harta 

yang dimiliki, upaya dapatkan copy dokumen utk Bukti awal, dii 

12. DIm hal penindakan hukum (panggil, kap, han, geledah, sita)  

viii 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



Bagaimana teknik&taktik dim lak riksa tsk, saksi, ahli? (dim lidik dan sidik) 

Penyelesaian berkas dan penyerahan ke PU- apakah sering diiaksanakan 

koordinasi? (gelar perkara dii) 

Faktor2 yang dirasakan banyak mendukung keberhasilan lidik dan penyidikan? 

Misal: bagaimana komitmen kebijakan pimpinan, pengalaman tugas 

Hambatan2 daiam laks lidik dan sidik? 

- 	Pengaruh2 politik ataupun intervensi2? 

- 	Mentalitas anggota 

- Kondisi pers (jumi, latar blkg dik, pemahaman anggota dim tangani 

kasus korupsi, bagaimana pelaksanaan pembinaan kemampuan 

personel tipikor dan reserse Poires jajaran, dli) 

- 	Anggaran operasional, gaji, dli 

- 	Sarpras (komputer, mobil, motor, hp, ht, alat sadap, ruang khusus riksa 

) dll) 

- 	Monitoring perkemb aturan2 yg berkaitan dg tipikor? UU, PP, Perda, 

SE Menteri, Keppres dli, 

- 	Anggota2 operasional utk temukan kasus / memanfaatkanjejaring 

info? (unit2 lidik) 

- 	Piranti lunak yg ada? 

- 	Beragarnnya modus operandi, apakah menyuiitkan dim 

pengungkapannya? Diantaranya? 

- 	Apakah anggota masih ada yang Gagap teknologi? 

Upaya Dit Reskrimsus cq Sat Tipikor dim tangani hambatan2 tsb? 

Apakah selalu dilaksanakan anev peiak operasional (iidik&sidik) baik yg 

diiaksanakan oieh unit2 di Satuan Tipikor maupun yang diiaksanakan oieh 

reserse Poires jajaran. 
Bandingkan jumlah laporan yg masuk tentang korupsi dan yang telah 

ditangani 
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Klipingkoran 
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POUt! DAERAH METRO JAYA DAN sK1TARNYA 

J"AREKTORAT IESERSE KRTMJNAL KHUSUS 

- 	Ji, Jend, SudrrnRn Np, 55 Ja karta SetRtnfl 12190 
	

S: I 
"PRO JIJSTITIA" 

r 

SAMPUL BERKAS PERKARA 
No. Pol. : DP/! 36 I Xl! 2004 I Dii Reskrinisus 

Kejadian Perkarn Tindak Pidana : Sekitar bulan Nopember tahun 2002 s/d 2003 di PT Banlç 
Ngara Indonesia, Pusat Layanan 131'snis Ritcl (LBE) Pondok Indah Jakarta Selatan. -.-------- 

Ditporkan: pada tanggal 03 Juli.2003. 	- 

Uraan singkat perkara tindak pidana :-----------------------
--------------- - 

Pad& sekitar bulan Mel 2002 s/d bulan Maret 2003 Sdr M. SUPEDI dkk selaku pegawai BNI 
Ponok Indah Jakarta telah memberikan kredit kepada Sdr HENDRA alias HENDRA LEE dan 
BUELANTO dengan menggunakan Badan Usaha (PT / CV) yang legalitasnya dipalsukan dan 
jambian yang diagunkan inilik orang lain. Tersangka M. SUPEDI dkk telah rnelanggar Prinsip 
Kehi-hatian Perbankan, Jukiak LBE BNI dan Buku Pedornan Kebijaksanaan dan Prosedur 
Kredt Retail Market. Sehingga atas perbuatan tersebut Negara dirugikan. sthesar 
Rp.464S7.278.550,- 

Melaiggar pasal : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat '(1) dan 
Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 tentañg pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pasal 49 ayat 
(1) htcuf a, b, c UU No. 10 tahun 1998 tentang tindak pidana Perbarikan Jo. Pasal 55.dan 56 
KUHI, 

No. Lporan Polisi Nama, Nama Kecil, Alias, Tempat dan 
tanggal 	lahir 	Agasna, 	Kewarganegaraan, 
Pekerjaan, Tempat tinggal, Sudah pernab 

Tanai gg 
- Keteranan 

Ditahan Keluar  
dihukum. 

LP / 123.! K/ VII / I. 	MOCHAMAD SUPEDI, SH, Islam, dilakvkaxi 	penahanan 	pada Dikirim 

2003 / pk Unit II, Pati 10 Juli 1955, Pegawai BNI, WNI, 
tanggal 08 Oktober 2004 s/d untuk 

tgl. 03 Jtj 2003. Komplek 13N1 46 Rt.004/05 Cilandak 27 	Oktober 	2004, 	dan diajukan ke 

Jakarta Selatan. 
perpanjangan penahanan dari Sidang 

LP Pentpatan No. 
tanggal 28 Oktober 2004 s/d Pengadilan 

Pol. 	LP1051 
MOEJIBUR 	RAHMAN, 	Islam 6 Desember 2004. 

2003rriptor, Palembang 23 Maret 1971, 	Pegawai 

tanggal 	03 
BNI, A. Bangbarung Raya Blok III 7/8 

Septernbe 2003 No.68 Rt.001!07 Tegal Gundil Bogor  
Utara, Bogor. 

13rs. H. 	NOORTJAHJO ZUNOOR, 
MM. Semarang 28 Juni 1948, Islam, 
Pegawai 	BNI, 	31. 	Meriah 	No.7 
Rt.008/01 Petukangan Jakarta Selatan. 

MLTKHLIS BUDJANTO, Jakarta 26 
Januani 1970, Islam, Pegawai BNI, Vila 
Nusa 	Indah Blok E 2/1 	Rt.005/03 
Bojong Kulur Gunung Putni Bogor. i 

ALFONSIIJS WEllED, Jakarta 1 April 
1960, 	Islam, 	Pegawai 	13N1, 	Kristen, 
Kavling Pondok Bambu Blok H/ 230- 
231 Rt010/11 Pondok Barnbu Duren 
Sawit Jakarta Ti,nur. 

-..-----------.•-_.-- J 	-- I3cluni pemahdibukum.------- 
. -- 

Mengetahuj 
1(ASAT V / KORUPSI 

/ SELAKJJ PENYLIMK 

U kNTONWAflONOs 
BE, 8Ap. POLISI NRP 61040811 

ala 	Nopember 2004 

~Al;
N1TJI1

S t 'NYIDIK 

\.• 

's. NDANG LJSMLN  
AK'P NRP 68110465 
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* 	 . 

KEPOLISIAN NECAPA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAIJ. 	. 

METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITAINYA .Ji JendS1,djrynan N 	

Jai< ia, 	Nopernber 2004. 8 No. Pol. 	: RI &57/ 
/XJ/2OO4/DafrO Klasiflkasj. : RAHASJA 

Lampiran 	: Satu rangkap dua 
Perihaj 	

: Pengiriman Bef1cs Perkara Atas nama 

Kepnd 

Yth. K'EPALA KAKSAAC 
I DIU JAKARTA 

di 

1. Rujukan 

Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP. 
tjndang 

- 

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Ncgara Republik Indonesia 
C. 	Lporan Pclisi No. Pol. : 

LP/1232/Jcj\fw2003/SpK UNIT ITanggal 3 Juhi2jO3 
1 / K 

dan Laporan Polisj Pendapatan No. 
Pol. : LP/ 05 	/ IX / 2003

,t 
/ TiPikorga! 03 September 2003. 

d.  
Surat Pcmberjtahuan dimu!ainya Penyidikan No. Pol. : B/S64I/XJ2Qg4fra&b tanggal 06 Oktober 2004. 

2. 

3 

 

 

lernbi,san 

!.Kapolda Metre Jaya. 

A.n KEPALA. KEPOLIS[AN DAEfljj METRO JAYA 
DIR REKR1MSUS 

SeIaup yldik 

MON ILYAS 
0 r 	IB SJ POLTSJ NRP 56090577 

 

Bersama ml dikirjrnkan Berkas Perkara N,.. 
: 13P/ 490 Reskrjmsus tariggal 8 

Nopember 2004, A,j nama Tersangka MOCITAMtJ SUPEDI,SR(I!{ 	

4 Dalarn perkara tindak pidana Korupsi dan Perbankan 

dlmaksud dalatn pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 2 ima 
ayat 
Ko (l)dan Pasal.3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidna 

rupsi Jo Pasal 49 ayat (I) huruf', b dan c UU No. 10 Tahun 1998 	~Vlg tindak pidana Perbankan Jo Pasal 55 dan 56 KUI-Ip. 	
0 

Tersangka tersebut diatas dilakukan penahanan. 
Barang 

- 

baring buktj yang tersebut dalam DaftarBarang Bukti disiinpan 1i Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. 

Demikjan untuk menjadi maklum. 
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NO. 

01. 
@2. 

 
 

 
 

@7. 

08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

6. 

'7. 

28. 

PtLRI DAFRAH 1ETRO  JAVA DAN SEKIrARNVA 

I)IREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSIJS 

UNTUK KEADILAN 

S:2\ 

DAFTAR 191 8ERKAS F'ERKAF 

M A C A M - SWA A T 	liANAKNYA/l KETERANGAN 
LEAR) 

Stinpu1 Berkas Perkara 
R e s W. rn e. 
Laporafl Polisi 
Surat ptmbritahUafl 	Dimulainya 
PenSiidikafl 
Surat Pcrintah Penyidikan 
Surat Printah Tugas 

Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
MAIM MACHYUMI MSi. 
'Berita 	cara Pemeriksaan Saksi 
LORITAASINIA SITOMPU.L SH 
Ber.tf Acara Pemeriksaan Saksi 
YANTI .PURNAMASARI SE 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 

Ir. : VERA IJSFIE HARAHAP 
Brita Acara Pemeriksaan Saksi 

AU.1 	Gfl'fl ING .DES 
Berita 'Acara Pemeriksaan Saksi 

RAHADIAN PIUR VAllA 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 

FERDINAN 
L{erita Acara Pemeriksaan Saksi 
BASkORO, JAVENS WARDONO 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
BAMBANG CAHYANTO 
Bent 	Acara Pern SaksieriksaaSaksi 
R. DEWANTORO 
Berita 'Acara Pemeriksaan S.Zki 

IRMi) ZAENA 
Berita Acara pefneriksan Saksi 
NOVITA ALIE 
Berill-'.z, Acara Pemeriksaan Saks.i, 

Drs 	HARt WAHYUOI 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 

Drs.,  I4ERU SARJONO MM 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
AMBAR SISWANTO 
Berita 'Acara Pemeriksaar: Saksi 
(3ATT SISWOVO 
Berita pcara PeinenikSa'fl Bki 
MASNIN(31 ALIE SE. 
BeritaAcara Pemeriksaan Saksi 
Dr 	:MEMET RACHMAT 
9erita Acara Pemvriksaem S.ksi 
DRADJAT; DARMA3I SH 
Berita 'Acara F'ernerikaafl Ski. 
H. DANA SASI1TA SH 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
RUSNALDI RUSLI SH 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
Ny.: RECTA MUDARNA VUDA SH -- 	- 	 I....,.. 

29. Berita 	r-icar 	r 	;tr j.Incr-1 . 
" WASIATI SASUKI 	SH S  

erita 	Acara 	Perneri.K.aafl 	E-at:si 

SUMARNI' BOER SH 
31. 

 
Berita Acar a Pemer , iksaanSaki 
91511 	NTC) SH: 

:. Hc'r1tc 	Acar 't 	Ferne.f 	. 	' If  
YATI KUSN0VI4)l1 :HERMEN SH 

1 Lemba 
75 Lumbar 
2 I_emb.zr 
1. Lcrnbr 

2 Linbar 
2 Lembar 

25 Lembar 

20 Lembar 

10 Len.bar 

14 Lembar 

4 Lrmbar  

15 Lmbar 

11 L'rnbar 

9 [.emhar 

6 L.mbar 

6 Lembar 

4 Lembar 

12 Lembar 

1.2 Lembar 

9 Lembar 

4 Lumbar 

4 Lembar 

9 L..mhar 

7 Lembar 

3 L.ernhar 

3 Lnbar 

5 L.ernbar 

4 Lembar 

12 Lembar 

3 	i.. iha r 

5 

L.crnba 

/ 33. Br.i.ta . 
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- 

Berita Acara Pemeriksaan Saksi 3 Lembar 
SUPIAH NURBAITI SH 
Berita Acara Pernriksaan Saksi 4 Lembar 
SETIAWAN SH 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 4 Lembar 
IRWAN SANTOSA SH 
Brita Acara Pmrikan Saksi 4 Lembar 
IVON EIAPNETA SXNYAL 3H 
Berita .Acara Pémeri.ksaan Saksi 5 Lembar 
LUCKY ASTUTI•ICNsH 
Berita Acara Pótérikaan Saksi 4 Lembar 
MARDIANA KARLINI HUTASALUNG SH 
Berita Acara,Pemerjsaan Saksi 3 Lembar 
SOEKARDIMAN SH 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 5 Lembar 
Hi. 	SRI DEWI 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 4 Lembar 
Dr. SOEGENG SANTOA SH, MH 
Berita Acara Petnariksaan Saksi 4 Lembàr 
Ir. 	YAZRI 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 5 Lembar 
SAPTO DARSONO 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi 5 Lembar 
INDRA MANSAROHAN HARAHAP 
Berita Acara Perneriksaan Saksi 5 Lembar.  Ny. Sill RAHAYU WIKOEBROTO 
Brita Acara Pemeriksaan Saksi 4 Lembar 
H. EDDY KURNIADI 
Berita Acara Pernerikaar, Saksi Lembar 
H. MUDA ANTARTIKAWAN, SE, MM 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
BELLA YUNI SAPUTRA 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
DEDI BARNAS JIUN 
Berita Acara Pemerikaan Saksi Lembr 
M A R Y A T I 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
H. ABDUS SOMAD 
Berita Acara Pemeriksaan Saki Lembar 
BUDI HARTADI 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
YULIARNI SUPARMAN, S 
Berita Acara Fe,,eri ksaan Saksi Lembr 
U T A R I 
Berita Acara Pemeriksaan Sak'i. Lembar 
FRKOSO RAHARJO 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lernbar 
SETYAWAN MOELJOTO 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
DEWI SETYOWATI 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lembar 
HANDI KURNIAWAN 
Berita Acara Petnerikaan Saksi Lenbar 
KHENDY SURYA 
Berita Acara Pemeriksaan.  Saksi Leinbar 
LEA FURNAMA SARI 	- 
Berita Acara Frneriksaan Saksi Lembar 
JOHANES BURHAN 
Berita Acara Konfrontasi, SETIAt*JAN 4 Lenbr 
MOELJOTO, Drs.SOEGENG SANTOSASH MH 
dan tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH. 

E3ANTUAN PENUNJUKAN TEAM PENSHITLJNGAN 2 Lembar 
KERIJG IAN NEGARA 
F'ENUNJUKAN SAKSI AHLI 5 	LrnLat- 
Berita Acara Penyurnpahan Ahii 2 Lembar 
Berita Acara Pemeriksaan AHLI '4 LmLa r 
SAMOND Ak. CFE 

IENUNJUI:AN AHLI 1 Lembar 
Berita 	tara Penyumpahan Ahli 2 Lembar 
Berita Acara Pemeriksaan AH1I 5 Lembar 
EDDIE RINALDY SH 

 

 

 

36, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503 

 

 

 

2. 

4. 
6. 
6. 
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	 4 

1 

Surat Panggilan 
Daftar Pencariafl Orang atas 

narna HENDRA 

dan BUDIANTO 
Cegah dan Tangkal atas nama HENDRA dan 
BUD.I (INTO 

Surat Ke Kanvj 	Deperifldag dan ke 
D0perindag Jakarta Fuat, qakarta Utara 

dar ke Deperindaq Jakarta Barat 
3urat KeteraflOti dan Kani.1 Deperindag 

Deperifldacl Jakarta Fuat, Jakarta }3rat 
dan. Jakarta Utara 
.Surat Blokir Rekeniflg Bank 
Surat Ij im Gubernur.Z Bank Indonesia 
Rekening Koran 
Daftar Saksi 
Daftar Ahii 
Datar Trsanqka 
Daftar Barang Bukti 
Hasil Audit Investiqasi 
1_ampirafi Baraflq l3ukti 
Lampiran Surat-Surat lain 

:.ENUNJIJKAN AHLI 
erita Acara penyurnpahafl 
Berita Acara prneriki3aafl Ahli 
HMAD FI-KHRI HI1)AVAT 

emeriksaafl TersaflQt Berita (Icara F.  
Dr. NOORTJAHJO ZUNOOR IIM 
Berita Acara Pemeriksaafl 

Tersaflgka 

MOCHAMAD SUPEDI SH 
3rit' Acara Femerik'fl TersflQka 

MOEJ IBUR RAHMAN 
Berita Ac;.ra FemErikS1 TerjiflrJka 
MUKHLIS BUDIANTO 
fleri ta cara Peinerik'.'fl ieranka 
ALFONSIUb WEHEfi 

Surat Perintah Tugas PenangkaP' 
Surat Perintah Penangl<apan  
Berita Acara penanQkaPafl 
Surat Perintah Penahanan 
Berita Acara Penahanan 

PexoeritahUan Penahanan 
Surat Pemintaafl Per.paniaflQ' Penahanan 

Penet.3Pafl perpaniaflgafl Penahanan 
Surat Perintah Perpafli angan Penahanan 

Berita Acara Perpafiiaflcian Penahaflafl 
PemberitahLta1 Perpanjangan Penahanan 
Surat Pemifltaafl Perpaniangan Penahanan 
Penetapafl Perpafliantjafl Penahanan 
Surat Perintah Perpafli angan Penahanan 
Berita Acara Perpaflianqan penah2tflafl 
Ferneritahtttfl Perpafli angan Penahanan 

Surat Perintah Penyitaafl 
Berita Acara Penyitaafl 
Laporan Guna Memperoich 

pretUiIta1 

Penyitaafl 
p( r,etapan persetui uafl Pen)' i taafi  

1. Lembar 
2 Leinbar 
4 Lembar 

61. Lembar 

61. Lembar 

3 Lembar 

43 Lembar 

.30 Lembar 

5 Lembar 
5 Lembar 
S Lembar 
5 Lembar 
S Lembar 
5 Lembar 
2 Lembar 
S Lembar 
5 Lembar 
S Lembar 
5 Lembar 
2 Lembar 
5 Lembar 
S Lembar 
5 Lembar 
5 Lembar 

2 Lembar 
2 Lembar 
4 Lembar 

Lembar' 

28 Lembar 
2 Lembar 

3 Lembar 

8 Lembar 

5 Lembar 

Lembar 
Lembar 
Lembar 

4 jembar 
1 lembar 
1 'lembar 

26 Len bar 
15 Lembar 

7Q. 
 
 

 

.74. 

75 

7&. 

 
 

8. 
 
 
 

84 
 
 
 

as. 
89 

 
 
 

93.. 

 
 
 

 

 
 

101 

 

 
104.. 

 
 

107. 
109 
109. 
11('). 
1.1_i. 
11.1. 

Berkas Ten 

Jakarta, anuani 2005 

F E N 

jp~ P661̀410125 
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POLRI DAERAH FIETRO J(-WA DAN SEKITARNYA 
DIREK:TORAT RESERSE KRIMINAL KHUSLIS 

11 PRO JIJSTITIA 11  

I. 	DSAR 

LpQran PQ1ii No. Pol. : LP/1232/K/VII/03/SFi< UNIT • II 

tnggai 3 Juli 2003. 

Laporan Po3.isi Pendapatan Hasil Pcmyidikan No. Pal. 	LF/05i. 

/K/IX/200:3/Tipikor tangçjai 3 epthrnbr 	 : 
urat Frinth Penyidikarl No. Pal. : SF.Sidik/i4/VII/2ø3 

/Dit HZe"lle.rimsus targgal 3 3uli 2003. 

ID. 	Surat Prihtah Pnyidikan No. 'c1 : 	P.Sidik/122(3/IXI231 
Dit Reskrimsus tanggal 30 Sptrnber 2003. 	 1 

II. PERKARA 	 Tinciak Pidana yang dilaporkan olh P8lapor (Bank 
BNI) adalah tindak pidana PEN IPUAN dan PEMALSUAN 
yang diduga dilakukan. alh tersangka 	HENDRA. 
dncjan cra 	rthrnalukan dokt.mn-dokumn 
untuk mndapatkan kradit/ piniarnan dari Bank BNI 
LBE Pondok Indah clari bulan Mi 2002 sarnpai dngan 
April 2003 ¶hingga Bank BNI 	 rnengalami 
keruci.ian kurana lebih sbar Rp.60.0.000.000. - 
akan totapi t.otelah dilakukan pEmr1ksaan trhadap 
para sak.i dan bukt.t-bui.k ti yanq ada ditmukan 
tjndak pidana KORUPSI dn F'ER}3ANKAN yang diduga 
dilakukan olh tc?r-sangka MOCHAMAD SUPEDI SH, 
MLIKHL]3 BLJDIANTO, MOED3IBUR RAHMAN ALFONSIUS 
I,SEHE}3 ci an Dr-s H . NOORTJAHYO ZUNOOR 	MM dnoan 
cara rnrnhErikan krdit kpada trsanqka HENDRA 
a La_. 	n.in 	11 	Ml IL.] ) 	1 LE'ltlDf) 	U IAMA 	Jn 
MULTIVISION SATELI....E l)II3I1"ALE serta 9 	( sembi lan) 
pruahaan lainnya yang pada saat pengajuan krdi.t 
diurus olch tersangka HENDRA donqan menqqunakari 
clokumen• paisu dan aqunan fiktif sehingçja nragara 
Cq 	.3ank ENI LBE F'ondok Indah rns'ncjaiami ker ug i a n 
icbesr •Fp.4 457 . 2713 . 550. 00. - 

A 	PEMAI'13E) I L,(-N 

NA TM MACHZ YUM I MSi. 
1_OR ii A ASr.NIA SIT OMFUL, 
y(:1 I 	PURNAMA SARI 

4 . I r . 	VERA 11SF I S HARAHAP 
 Fl-iAD I AN 	I\IUR 	'A 2 ZA 
 FSRDXNAI\I 

7 }3ASKORO DJ A'IENI3 WARl)OtlC) 
R . 	DEI4ANTORO 

9. NOV I TA ALI 
tO. HART NAHYUDI 
:L 	1. U r 	. 	HEFU 	SARoc:lC:t 	Mu 
12. MASNINS 
i.::; • DRADJ '-vr DARMASfl SH 

 H. 	DANA SASMI TA SH 
 RUSNALDI 	RIJSLI 	Sit 
 Ny.  . 	RESTA MUDARNA YLJDA Si-I 

/ 17. WASiATI ...... 
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NASf(-vrl 	-o:p:t . 
13I S1fl1(RNi EOER•5H 
.t';. •;xci SSWAt.UrC. SH 
20 	YA.r X 	 HERMEN SH 

SUPIAH NUR1T1 SH 
3E1tUN 811. 

2.. 	I IW(-N ECiN 1tJ8U £3H. 
24. lyON BARNETA S. SH. 
:23. LUCKY AtiTUuI I 
2. MARDIANA KAI-LINI HUTAGALL'NG SH. 
2/. 	HJ . SRI DEWI 
28. SOEKR1)1MAN SH 
:29. Ir. YAZRI 
30.. SAPTO ))ARSONO 

i I.IDFA t'1Aj\ii3(R:)(N H 
j:.ii MNRDHAN RAHA}: 

32, Nv . SIT I RAH4YU WI KOEBROTU 
H. E1)DY KIJRNIPDI 
H. MLJDA ANrAr I KAWAN 

33. SELLA YUN1 SAF'UTRA 
DEI)I }3ARNAE. JIUN 

37.. MARY AT I 
38, H. A8DUS SOMIL) 
39. BUDI HARTADI 
48. YULIARNI SUPAR1AN 
41. LITARI 
42 * FRAKOSO RAHARDJIJ 
43. HAND I KIJRN I AL'JAN 

B. 	AHLI 

SAMONO Ak, OFE 
EDDY RI NALD I SH 
AHM(1) FAKHi• :t Hi DAYAT 

TEMBANGIKA  

1'iOEDJ I EftJR 	AMi:.i 
2 . 	riu:t-ii. i i BuD I CN Vu 

ALFONS I US NEHE. 
frI'x;HAIIAI) UPE I . SH 

5. 	Dr-s. H. NuRr!AHjo ZUNOUR MM. 

ci :i. 1 aiLt. 	ic•'ic:J(:.ic? 1 	i.i&n 

t:ic?rc.,in 	3r't 	cr:Li 	 Nic 
Sp i<.:p/18i,'X,2(Ll./D.i.t: Rckriinsitt ta]. 

Ok toner 	2004 	i.: 1 h 	cii), a kukac-c 	prc..kncj koe.r 
1ccri.d.p 	i:.cr- anq k 	Mi.i1c:1-IL. IS 	E:LJD.[ ANTO , 	3'..cr I: 
1.r .i nti-c 	 ic:> . Pc>: . 	SF ic:/ 18/'. / 
:)4/I)1 t 	rcs1:r1su; 	i:c 1 . 	8 	Ok tpijcr 	t ol 1 
cii 1kt..cktrc 	 1-1 t.c?r- 1 z. d1p 	i:cr•;ancj :> 

i .aj 	hcHi"iAri 	SL>>. 1 	: r _j r _ :.ai 	pcn..nq 
i'icj . 	Fo 1.Sp Kcp/ 188/ X /2rZ04/ L)i t 	Psk r imsLc 
I:çj :1 e. Ok tccbr 2004 teih di 1 akukcn 	pc.nu-ccika— 
r:'i t:,cicdai:> 1:rstn ci ki 	c1_iOkiS iJS WEII.EB. 	ur\ t: 
Fcri.n t.cii Pci.iq i:e.pcn No 	Po i. 	SF . K.t/ 1.59 / : / 
2012)4/01 : 	ros k rirnsUc, 	tc 1. . 	; 	Ok tcbr r 	t_o 1 
du1Ic..ck a ol 	pc?nanc1:;kn 	1:.or-h. c d c : 
ic)r::oIi(r) 	:1i)E1I) 1. 	9)1 	':i aii 	I:. 	Fer I. ri ': 

No. Fc.1 	9p ::.cp/1)3,•'/200/,/i)..t 
r :icnc,.cs tq 1 s :>i tL:>cr 2120I tcc 	•ci,c dii kukn 

pnnç kapcci 	i:ci,p 	tor.cc k,. 	Dr's . 	. H 
\tc)cji)':1c.ci'i3ci z1.Ji))c:)i , I')ti 
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F. 

13. 

13sLtai dnqan Surat Perintah Penahaflfl No. 

Pol 	 Sp.Hanh167/X/24't 	R.eskrimSL 

tanqcjal B 
Oktober 2004 telah dulakukan 

pnahann tErhadaP tersangka MUKHLIS_E1UDI( NTO 

Surat perintah Perahancfl No. PoF : 
. 	 .Han/ 

18/X/2004/Dit RskrimsuS tanjgal B Oktober 

2004 te
lah dilakukan pnahanafl •terhadap 

thraflckA 1oEJj.
R RAHMAN, Surat Fcriflt.ih 

PflhMfl 	No. Pol 	
Sp.Hanh170/X' 2004/Dit 

FakrirnUW tjgt 8 Oktobr 24 t1h 

clii akukan 	penahaflEfl 	terhad ap 	ter,angka 

PLFONSIUS WEHEB, Surat Perintah Penahaflan No. 
pc)f P.Hanh1,1/2004t 	RiskrimS.tS 

tanggal B Uktobr 2004 telah dulakUk'J 

pahanan trhadap trsangka MOCHMAD.__SUPEDI 

SH , 	Surat Frin t.ah 	 t4. :VO 1 

Sp .Har/i9/X/2D1t Reskrim5US tancjg.l B 

Oktobr 2004 telah dilakuk'fl phanan 
thadap thrsangka Drs .11 .NOORT,JIL\HJ0 .7.UNOOR Mtl 

PEN')'ITAAAN . 	
• Seuai dengan Surat PC)rintah penyitaan No. 

. 	
ReskrirnSLtc 

PQ  
taflgg3l 24 Sptcrnbr. 2004, 	telah dilatkukafl 

pflyitaafl terhadap barang bukti ses'tai dngan 

Son ta Acara Pony i ta-n. 

P EHAH ANAl'! 

H. PEIIER1KSA/lN 

NIM M\CHZYUMI MSi. 	Lahi r 	di. uraba'/a 
Fokori a a n 

Jul i 	195 .31 qama I1am, 

Karyuan 	SN! L}3E Fonclok Inda!1 

Pndidikaf) S 2 Tompat_ Ti.rjcjal J 1 .Pw;pita 

R.tya 	J-i./ 19 580 LncJkOflq c3udanci 

Tangrang San ton 

-- 	 Bak'ai rr1c.~njeicac'kafl baha benar'e1akU Penqgar')ti 

Seiiontara Foinimnpin Ed'lI LSE Pondok Indah dan 
bonar bahNa 

t1csi. telah molaporkan Lentanf2 torjadiflY' tinak pidana 

Fonipuafl dan Poma).uan , 
yang didua dii kukan olh 

tnrancjka HENDRA dick akan totapi sti ah dii akukan 

ny .idikan ci .i.tmmukan tindak pidana 	
Jan F'et-ban- 

po
kan yang mm 1 .i.batkan kmryaafl Sank SN I L.BE Fondok. I ndah 

pada seat 	 kan k rod I I: 

}3oriar bala tindak p.idana Fomal uan dan Foni puan 

yang dii akukan oloh ton sanqka HENDRi dick adalah dengfl 

c.ara 	t.orançjlca inmmaisukafl ciokumen Akta 	Fond i r ian 

F'mnukhaikn. (jar) F,engesahan .ic ta Pond I. Ki.n 	F3ru.3ah.aan 

yadg dikoluarkan ml oh DapartemOfl Kmhakimafl dan Hak 

(i;ai Mauc;i 

-- 	
E)ahwa honar torsarlç) ka HENDRc to 1 ah mond apatkan 

pini amar niodal kor-J a dart SN! LSE Pondok Indah 3ohoar 
dimana dongan rnondapatkan pini aman 

Rp .2,5 Mi lyard  
modal konj a tersobut tersangk HEI1DR) 

mong_aqunk.ahl tanah 

dan bcM)çjUF)Ln 	 yang tOliOt1. di 31. Ka1aan 

4 	p: 01214/02 lc:,. . :: 	ngsaan K. Mon tong Jal:.arta 

Puat sesuai d'gaii 901 No. 422 / fcj ançar( a tas n ama 

CkiML) KOB itis dengan 1 uas tanah 2/2 P1 2 dan banguflan 

:30(21 M 2 dan tanah YWAtor lotak cii 31 . Radio V No. 9 

Pt:. 003/04 Knama t Pm 1 a r;b. Sa ru 3 akar ta 8)21 a tan 1O5Ua i 

doncjafl SHM No. 978/ Krarna + Fm 1 a. atas nama (SW I N NI1 I 

NASUT I ON donqan 1 uas tanah 322 H 2, 
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- at trSaflQ 	HENDRA 	gai 	kredit 

s namakafl 
PT. MULTI TELESINDO 

trtbUt dEngan mengata  

UTAMA. 

- 	
Bah% penqurU di PT. MULTI TELESINDO UTAMA 

adalah 

r angka HENDRA e1aU Direktur 
PT. MULTI TELESINDO 

UTAMA dan dr. ACHMAD KOBING erta 
ASWIN NAM! NASUTIOt 

adah e1I3kU Kofl%iiariS 
di PT. MULTI TELESINDO UTAMA. 

* 	BahWa agunan milik orang 
lain 	 diU  

aebacjai j.mir1afl di BNI LBE 
PondOk Indah denç1ar 

cat.atafl 

pernilik jamifl'fl 
adalah selakU pengurus 

di perUSha 

ui dencfl Akta perubahan pr.usahni Norn 
	tang- 

3 Nopornbor 202 yang dibuat 0lh Nota.i 
gal 	

DRAJAT 

DARtIA3 I SM. 

* 	Bah 	tandar 
operasional Bank yang di rlakU d 

Bank NI LIE pndok indah adalah berd.
? kelan 

Uh 	dan PPsr-'k. usaha calon .dbitur 
	 . 	. 

- 	Baha ete1ah sdr. HENDR fnendaPa 
	kredit dan 

BNI LBE 
pondok Indah denqafl engataS nakan 

PJ. MULTI,  

TELESINDO UTAMA cbesar 	
k 

Rp2 . 	
mUdi) pad . 

tanc1 	
Nop*mber 22 PT.. MULTI. .TELES'I.ND° UTAMA 

mondapat tambahan modal kria eh 
	Rp.3 

orta pada tancigal 24 .Mret 23 mendPat1 
	

tarnbaharI 

modal kcrja kmhali sebl2sar 
PT. MULTI TELESINDO UTAMA mndaPatfl piniam\11 modal 

koria sebesar,  

-- 	ahwa sol .in daripad\ itu er ,afl91 
	HENDRA j ug 

tiigaJ ukan pini arnan mengta rakr PT. MULT IV IS ION 

SATELITE IDIOT ..AL (Group dan 	
PT. MULTI 	TELESINDO 

UTAI'IA). 

Ehw.' p.ifli amafl yantD di porn 1 E:ht"Tc 	
HENDR 

dcnqafl moi ataa namakXn p MULT IVI 81DM 
£ATELITE 1)181- 

TAL 	
adalah nbear 2 • S Milyar pada Lanq 

	 AgLtL 

2Q2 donqan aguflan brUPa Tariah dan baflgLtnn rumh 

tinqal •yariç) tonlotak di 
31. Pant 	Kuta 1I No. 	lb 

(:fl c:o 1 3 
akarta Barat nUai rjpnq.ar SH6B No. 	17 5/ An ccD 1 

uStLtS i995 ata 	My.  DELIA KARMILA 

dan 	
h ian haflUflafl yaq torlotk di rl 

Cip1.ifi\t,O 	Iayu 	haflL' 

	

3,89 M 2 dan banc_U 	
2 

EDDY KURNIA 	
sUai doncin 8MM No. 

bonar komudian torfi' HENDA 
kornb i 

cfCaj ukar' tambahafi modal kori a pada tangga 1 22 1O t 

2ø 

	

	cbnar Ap . . 2 Mi 
lyar dor8m •j anifl' boruPa tanah 

clan banqUfiah yang tonletat di Poruma an Bi 1 labong Slok 

1 Mo. 25 Kc1 . Cimaficiclis }3oi ong c3c2d }3oqor 
at-S tanh 

1U 	
i4 M 2 dan hanqufi an 53 M 2 

sUI dongan 

SNOB No. 	
32/jmanqc:4is. atan nan HENDRA, tanah dan 

banqLtfiafl yang tonlotak di Ci pinang Mol ayu 3 1 . ManLtfig I 
I I Mo • 1, ai:a tanah ;olua5 3. Ø9 N 2 clan bangunan 

750 M 

2 	
ata narna I r . H EDDY KURN I AD I onLIa i dongan SHM No. 

2l/CiPiJ MoiaYU dan tanah dar baflc2L(flat yang terlotak 

di Piaflcia1 	
Barat Rt 84/84 Kol. CirefldL Ciputat 

ianqorWci 	,i. ci nflC.) 
an OHM No. 21.87 donci an I. uas tanah 

2t5 	M 2 OHM No. 2:LE1S 
dcngafl I uas tanah 954 N 2 

	8MM 

No. 	
j'27 dcanqfl 1ua 'tanh 3. 24 N 2 diman' tan ah 

tnrsbut norupakan :c 
Blok denqafi tiga bukti kpemi 1 ikafl 

dan diata tanah to robUt berdini banQLtrafl den9afl lUas 

banQun 	
1 .298 N 2 dan ktica buk ti 

	e.r ti f ikat H ak 

Nil ik tensohut atas narna H, CHARS1r ANtJAF 
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- 	E{ahwa piniarnan modal keria/usaha yang dibrikar$ 

o1h Bank BNI LBE Pondok Irdah kepada trsanq. HENDRA 
s1aku DirtUr PT. MULTI TELESINDO UTAFIA ciar PT. 
MULTIVSION SATELITE DIGITAL adalah sebr Rp.145 
tlilyar Rupiah dcngah jainitlafl b.ruPa tanah can bangL(flan 
yang tr1etak di Prumahan Billabong Blok 

(3 .1 Nci. 25 

K1. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah 
.c1t1aS 

1.494 N 2 dan bangunan 503 Fl 2seSUai deflgaflSHGB No. 

c12/CimanccJii atasrm HNDRA, .tanh dan banguflafl. yang 

te rlEtak di Cipinaflg MelayU 3.. NanUflgg'l II 	. 

tanah SE?lUaS 3.09 N 2 dan bangunan 75 N 2 atas nama 

Ir.H.EDDY KURNIADI 	
uai dengan SHN No. 2i/CiPiflan9 

111i1ayu dan tanah dan bangunan yang terltak di Pisangan 

Barat Rt. 	
4/04 lc1. CirmdeU Ciputat. Tn;cran 

dengan $HM No.. 2107 dengan luas tanah 215 N 2, SHN 
No. 

215(3 dengan iva tanah 954 N 2, SHM No. 1827 dengan 

1LUt t,anah .24ø Fl 
2 diman tanah tGrEet)Lt rnrurAakan £ 

Biok dengan tiga bukt.t kepernil.1.kan dan diataS tanah 

thrhut ber'diri bangunan dmgai1LtaS bangunan 1.298 Fl 2 

dan ketiga bukti Serti?ika Hak Milik tersehut ata 

nama H. CHARSIAN ANWAR. 

- 	Bahwa pemilik jaminafl. atas nama H. CHARSIAN ANWAR 
rnaLpLtn Ir, H. EDDY KURNIADI hukan sebagai pençjurus di 

PT. 	
MULl I TELESINDO UTAt1\ maupun di PT. MULTIVISIO 

SATELITE DIGITAL, dan Sertifikat Hak Milik a.ias nama H. 
CHARS I AN ANWAR maupurs H. I r. EDDY KURNI ADI berad.2 di 
tersancjka HENDRA adalah dalacn rangka dii ami,,kan hutang 

Bahva ternangka HENDRA cl akL Di rektur di PT . MULTi 
TELESINDO UTAMA naupufl di PT. MULTIVISION SATELITE 
DI(3FrAL setc1ah menerima pinjamafl modal keria dart Bank 
SNI LI3E Pondok Indah herket4aj than menembl ikan pinia 
ma.......rebut e 1 ama satu tahut dan del em j ang ka mak. tL 1 
tahun ter5ebUt etai:) bulaflflYa teraflO 	

harus mmbYar 

bunqe ke SN I 1.13E Pondc.)k i nd ah 

	

nar 	
baha eel ama kurun ak tu dart bu ian Jun i 

2.ø2 sa(flpei dengan Maret 2003 tereancika HENDRA masih 
melakuk an pembayeran bunqa ke SNI LBE Pondok Indah den 
sete 1 ah i tt. terfleqka tidak membay ar bunçja 1 eq 1 

-. 	Ff'aha bener ee tel h i:oreaflg ka t: idek 	membay er 

)an 	ki 	SNI LBE Pondi:.....det, 	Team SF1 	meickLiken 

von ft kas i 	IA 1nq at.ae p mi amen yel1c4  d iaj uk an a 1 oh 

t.nrsanqk a HEIJDRA, den dart hee 11 ver . ikesi tereohLt t 

eeOUJAL donqan I torenqan K:etua Team V - i rikecA. tord pa 

koi anqqe inn daitfl hal 	to-eanc.ike mon1jeJLtkfl dokumen 

persyara tan cm tuk 	I —, (:J,-k  p zk t a n k rod .i t 

Eaha E 
ue i enqan hai 1 vet if I kie I yang ci i 1 ku- 

kan 	
kan 

ci oh loam Verif ika5 
I haiva dokumofl yang di pal eu 

ci iantarell'/a Perubahen ARta F'enci i rian Feruechean , Ak ta 

Pong esehan Pond ir tai F rusah an 
yang dike 1 uarkan ci h 

Do par tenon Kohak i. man ci en HAM. 

- 	Baha 	
suai. ciongafl has ii voril ika;i aleh Team 5? I 

HENDRA mercjei uk en k rod i. t a tee ii ama PT 
MULT I TEl.. F. NOD UTAMA dan PT. MULl LVI S I ON SATEL I TE 

DIGITAL, juga turut 	9 	 po 

	

(sombi lan) 	rusahaCfl 

d a lam -anqka penq a.j uan Kr-ed it K:e bank SN I LBE Pondok 

Indah dma 
ina yang d mc cyasa ada). ah ciokL.rnCAfl pEtTSyera 

tan peng&i uan k red it. 

/ EtehJa ....... 
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- 	Bahwa ke 9 (srnbilafl) 
perusahaan yang dokUrnfl 

okurnnriya dirkaYa' oleh 
tersangka HENDR1 PT.. NUGER-

AH WIRATAVIA MOTOR, PT. GRIYi INTl BNGUNAN, PT. .lNDO 
SE1ULAR PRIMAVA, PT. INTELI1IL, PT. SINR SURY 
PRKASA, CV SINAR SURVA SELLJLR, PT. TULUS SEJATI MOTOR 

dan CV SURVA TELEKOMUNIKASI. 

- 	
Bahwa seuai dengan dokumefl yang diaiukan bhwa 9 

(ic*mIi1Art) POMMal-i.4an tc.rebUt pada 
s Aat. mEn 

krEciit ke Bank BNI LBE Pondok lndah 	
tcflh di1kLIkifl 

verifika3i o].eh Tiarn SPI ternyata fjktif, akafi thtaPi 

pda\ aat p,t,gam  ppa,nrMr1 mrLkLtk' vri1'ikM 	dinYA 

takan syah C letjal) 

b. 	N a m a 	
LORITA AS1I'MA SITOMPUL, Utcr 33 

tahLtfl 

9 (\g Lahir di Jakarta, 	LtitU 1.97, Aqama 

Proyestan, Pendidikan S I, PekerJan 

Peqawai 	BIJMN (BNI) , 
Teinpat 	Tinggal 

painLilang Permai AX. 2 No. 9 
parnulang Barat Tangeraflc. 

M1crari91fl 

	

Sksi 	5elaskan bahwa 	
di 

benar ehagai karyaafl  

BNI LBE Pbndok Indah 
ebagai Kr?dil Ana1i5 adaiah 

MengaflaliSa permohoflafl I:redit baik barL 

maUpUfl prpafli anqan per ambahafl modal 
ataU pengUrus 

dan clebitur herdasarkan berkas data yang 

dibc2rikafl oleh P.?i-myel ia Knedit: Anal i s. 

hemmmprosS permc)hoflan kredit berdasarkan 
i;tm) yang ber 1a'.t, yang sc1anj utflya mneflerL Van 

k 	F'ImyEi ia KrEd.i.t Allalis.  

Me 1 akukafl pemafl tauan 5C•kr\ 1 ar°IgUflg tr hadap 

citmkrcbitUr yang telah diputus permohoflafl1Y 

Dimana tug -i:Ugd tersebttt saksi 
pemTtaflg.m1c 

J awahkafl kepada Penym2l ia K. 	
it Anal is. 

-- 	
Saksi rmerli elasiafl haha ben.ar selak'..L Kred it Anal is 

nah 	
mimnpr5'5 permohonn kredi t yang UiaJUkafl oleb 

tersamig Va HFNDRA clencjat'l mnerat 	
namakafl 	f . 	iiur i 

TELES I NDD UTAMA dan FT. MLILT I V I S I ON SCiTEL. I TE DIG I TPmL 
pada ek .1. tar bu I an Pebruar :L 2Dø3 dan perffl(ihO1I 

	V rmd .i : 

tCL'sebut herUpa V 'nd j 	
permanmbahr) mc>da 1 nsaha. 

1)a 1 am ia). saks menganal isa perrnohonafl kned it yang 

di aj Llkafl oi uli saks :1 bend asa rk an cia t 	
y an ci ci i her Van 

aleh Mar 	
cm Appra' 	benikut da t a 

cebe ). nn y a SehuhLtflca1i dencjafl perusabcla.fl terseb'_t t 
	t] ah 

g ,j 	I dcrh.i. tie sebe 1 mnya 

	

D). 	hc.l, 	mençJarm;\ i..9. 	mar cm(:)hen\Im kred it. yang 

ci iaJ t.tk am ci 3. nh 	t:.nrsaie;ika HENDRA 	
has ilny a d i tuaiig Van 

cia 1 am bemtUk Memorandum PengLmstt 1 an Kr uci . t 	 denci an (MPK) .  

lampi rannya berupa . PAY.. 	(Aria I isa 	1. .aprafl KeLt angan) 

ser ta tamnbahan I.mc Permqai uan E <epti ort . 

/ P.ahwa ........ 

I 
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* 	
Baha tambahafl modal usaha/keria yang djajukafl 

o1h PT. MULTI TELESINDO UTAMA Rp.1.70 	
00.- dan 

PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah -.besar Rp. 

Milyar, 5edangkan jaminan yang dipErQUflikafl adalh 

berup Perumahan BillaboncJ Es1k i3 I 1,4o.2 K1 .Cimanqgi 

BoJcnQ Gde Bogor atas tanah seluas 1 .4?4 M 2 
dan 

bangunan 503 M 2 sesuai dngan SHGB No. 5/Cifl1anQg13 

atas narn HENDRA, tanah dan bangunan yany terletak di 
Cipibang Melayu 31. Manuntjgal II No. 1 atas tanah 

telua 	 M 2 dan bangunan 70 tI 2 ata 	nama 

Ir.H.EDDV KIJRNIAOI sesuai dengan SHM No. 21/.CiPina 
ng 

FlelayU yang kemudian dihaiik nama meniaLli atas nama 

teranka HEN1)RA dan tanah c'an bancJUfl'fl yang trietak 
di Pisangan }3arat Rt. 024/04 K1. CirendL ClpLttat 
Tançeranc seuai dengan SHM No. 2157 denca'fl ivas tan ah 

215 M 2 SHM No. 2.1.k38 d€?nn 1U35 tanah 94 M 2 	
SHM 

No. 1827 dngan luas tarah 
3.240 H 2 dimafla tanah 

terbeL(t merupakan 1 Blok dngan tiga buktl kepemilikall 
dan diatas tanah tersebut herdiri bancjur.afl dngan1LtaS 
bangunan i..298 N 2 dan ketiga bukti Sertifit Hak 
Milik tersebut atas iiama H. CHARSIAN ANJAP. 

- 	Saksi fnenjelaskan bahJA i.aporan sak3i 
daXam rnenga- 

nalisa kredi.t yang diaiukafl oleh PT. MULTI TELESINDO 
UTAMA dan PT. MIJLTIVISION SATELITE DIGITAL ada lah dal am 
bentuk Memorandum Penusu1afl Kredit Nomor 2003/PIE/1

08  

,tertangcjal iS Maret 2003 dan Memo Permohonafl Kredit 

EeptiC)fl 
Nomor F'IE/02/114 tangga1 20 Maret 2003. 

- 	Saksi meni elaskafl bahwa pada saat melakukafi anal 1- 
sa kredit yang diajukan olh ter-sa-rigka HENDRA atas nama 
PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE 
DIGITAL tidak datanci ke kedua perLsahaafl tersebi.(t 
karefla sistem di LDE Pondok Indah, Kredit Anal is tidak 
(TiJkkU.kafl kunjungan ke iokasj usaha dehitur yn.g diatur 

da).am j i.tk lak SNI LDE 

- Saksi ñer,je1askafl baha dalam hal saksi 
menganal isa atas kredi.t yang diajukan oleh tersaflka 
HENDRA juga 1-jdak datang ke lokasi j amman akar tetapi 
saksi J 1_iga mwnbuat Momorafldt.t(fl PePgUSLI1 an k red it. i LtQ 

melakukafl taksasi atas j amman yang diaiukafl oleh FT. 

MUL.TI TELESINDO tJTAMA dan PT 	
MI.JLTIVISICN SATELITE 

DIGITAL pacia seat meinbuat Memorandum PengUsul an 
Kredit'  

(MPK) tak aasi atas j amman haruc3 .dij elaakan ml lain/a 

berkaitan 
danqafl prnent.Ufl Cash Equival en Value/Nil ai 

Cepat Un tuk dicairkan) sesuai dencjafl prasedu yang 
sehi.nçjqa saksi ii ncantumkan nal ai taksasi j amman 

	

Saks i. mmmi miaskan haht4a cia lam hal 
	n eqaIal isa 

permohonan krmdit yang dimi ukan oim.h tersariqka HENDRA 

I 	ill II I 1 1rLLIMD1) U rAM( d m F f 
	MUi IV jSION 

srEL:I1TE DIGIT AL 1rj anj ian kred it dapat. di tanda 

taiigan1-- 	pa)i la syarat di'sosisi tlah di ingkaPi/ 

dipenLIh. 	ya.i;t.0 	berupa j an.i. 
cnan yang akan d iserahkan 

sebaga.1.) 	1.flfl 
I rum ci Li akukar pengucekarI k.\bsahannYa 

km 	
instani t.mkai t cial am hal in £ BEN dan yang berhak 

un tuk. 	meiakLtkafl 	13engecekan 	
ada Lah 	dari 	pi hak 

Ac1m3.n i. st.ram:i L..}3E dan J uqa myar"at ci ipomiSi yang 
	harUs 

diimnqkapi adalah FerianJ ian BortOChL 
ecark 

Sakmi mmmi ml askan taha dana pini aman krd it daat 

cai r n 	p ka 	a ah 	s i. Ia 	
yai"at d imposisi yang di buat ol eh 

I(imdit. Anal mtm lah di penuhi 

/ C. Nama ..... 
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C, 	N a iT 	YANTI PURNAMASARI SE, umur. 3 	tahun 

Lhir di Jakarta i. Jailuari 1969, Aqama 
Islam, Pekeriaafl Karyawati BUMN (Bank 
BNI) Tempat Tinggal Krniri Muka Rt. 
02/13 No. 12 A P(elurahan Kmiri riuka 
BJi Dapok (Pesona Kayanclafl Blok CN 12 A 

Depok). 

Mner4nckafl 

- 	Bahwa benar saksi adalah karyaWafl ENI LBE pdo1 
Indah selaku F-emasarafl (R0) pada bulan AcJU5tu3 2001 
sampai dengari Oktober 2002 dimafla tuqasnya adalab 

mc..mgumpulkafl data dari nasabah yanq mtngaiLtk'n -kredit 

atiu perpaniafiJafl kredit dan sekalicius me1a;ukafl 

\'?rfika3 	dat-i data tersehut 3e1afiiUtflYa melakukan 
pernantiauafl setelah nasabah terobLtt mEnciapatkan 

pini amar 

- 	Saksi menjelaskan hahwa selanl.% meniabat, f<3 di. Bank 
BNI LBE Pondak Indah pernah rn€nerima peflgaiLan •krdi.t 
yang diaiukan o1h CV SINAR SURVA SELULAR,. dinana 
peqajL(afl kredit yancj dijukafi ada1ah 	hesar Rp.2 

n  
M .i 1 y a r 	 . 	 . 	

0 

- 	Sakt;i rnnje1askafi bahwa persyaratan yang. ciiaiukai.i 
aleh CV SINR SURYA SELULAR pada saat mengaiukafi !redit., 
adalah berupa legal ita Frusaaafl Ii in USaha, data 
akt.ifitas usaha dwn dokumefi pendukurcJ ., lainnya srta 

jarninan kredit. 

- 	Saksi rnererangka\fl bohwJ pemi J. .ik dan i CV S1N(R 
SURVA SEL.Lfl_. adalah BUD IANTO selaku Direkt.ur dan 
VULIARNI SUPRMAN elaku PerscirO Komandi icr. 

-- 	Saksi. 	mciii ciaskan 	hahwa 	setc 1 ah 	. md akukan 

vcrif.ik.asi terhadap data-data dituaficikafl daiam Formulir 

kuni uriqan 	•tempat, 	dan 	dalam 	 ma lakukan 

veni.f ikasi ticiak ber.temU dencjafl perni ilk prL1Sahaan 
khusLlsfiya Perserci Koinanditer dan saksi tidak inelakukafl 
vtnifikai. data ke pihak keticia (insta11.t yang 

menge).t-tarkan data-data) 

ci . 	N a in a 	In . VERA USF I E t- RAHF' , Umur ..3 Lahun 

Lahir di Jakarta 	Nopomblar 1971, Aqarna 

Islam Fokeri 	Kar)'Jati Bank SNI 

Tempat Tinçqal J 1. Kayu Eucib No. 17 Rt. 
7/6 Pondok :Libt.i Ci). andak Jak - Se1 

t'1 c•ri 'a ran ci k an 

- 

S's:i. nenj elaskail bahwo Lriar sd aku Karyaati cli 

bank SNI LE4E Pondok Indah ci i bag ian Pomasanan. atu 
Pci atic:>flsh.iI:) Officer yang tuçjas pokoknya aUal ab inCri- 

ma 	piarmahonan krod it yang masuk , mi lakukan Yen iF i kas i 
l akukan. t'arhadap usaha dan cjpiainohOfl kredit dan me  

piarnali t:auari terhadap i,asabah yang teiah m'andapatkafl 
k rc dl  t 

	

Saks:i. rn'aI i.:i e laskan bc\h 	ia 1 ama biakeri a cii }ank SN! 

LBE Fonclok Indah sel aku Fcmasarafi (PD) pennab menonima 
pcnqai uan knodit yang diai ukan ci eh FT. TUL.US  SEJAT I 

M0TOR 	dc...l ...aksi. i-dab inc lakukan yen f ikas.i 	terhadap 

usu ion pmngai uan permohcinafl kned it dan i FT. TULUS 

SEJAT I MO lOP tersebut 
/ Saksi ....... 
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- 	Saksi merlJElakafl bahwa yang dilakUkafl \(erif.1.kas.i 
an 

adalçth. mengenai kelengkaPafl dokumen peryarat 
pencjaiUafl kredit oleh PT. TULUS .SEJATI IIOTOR ersbut. 

- 	Saksi menje1akafl bahwa dalam hal .el(ai 

rnclakukan verifikasi, hasil dan 	vrifikaSi teribut 

dituangkand alam bentuk Fc,rrnulir KuniunaI1 Seteinpat dan 
ietelah aksi' selel3ai melakLikafl yri1'iIVIi; hasil 

ver.1f3.k,i dajukan kepada Penyclia pernaran 
dalam hal 

mi •t rtan g k a tIOa03 I BUR RAHMt-'N. 

e. 	N a m a 	DES ALWI GINTING, Urnur :38 tahun, lahi:r 

di. 	Mdan, i'• 	Dember 196, 	A garna 

Kniten, PekriaaI1 KaryaJafl SNI, 	
Tmpat. 

T:Lnggal 31. PJ ompoflgafl No.4 Rt. 

Bridungan Hilir Tanahbric1 Jak  

Menerangkafl 

- 	Saktnii acJalah selaku Kredit i.\na1i. di SNI LBE 

Pndak Indah yang tugas pcoe.oknya adaiah menganal .i'a 

klayakafl permohoflafl kredit yang ditcrifl1a dan 	
Unit 

Pomasaran dan mernantaU proses reali,i kredit yang 

menyancjkUt 	pemenuhan 	Rd entjkapar 	dan 	kebenaran 

dokurnefltLi :recjit 	
esuai dengan peryara tan iert 

si5tern dñ prosedUr yang berlakU. 

-- 	Saksi rnoiii alaskan abtw1a dalam hal m1aksanakafl 
tuçjas sel ani iitnya manbuat iaporafl yang di. tuancikan dal am 
bdn tu k Mrnora,1dU) PençjuU lan Kred .1. t / F'(K .1. dan d a lam 

	

ma 1 akukan 	tt.qan'/a Krdd it 	na 1 is tidak. mel akuk n 

'r i i kas I haiR data maupuli aqunall 

Sal ama mrnjahat. saiaku Krec:li t ra1 is di SNI LBE 

PondeR iNdah sak5i pernah menqaflal isa parsnohoflafl krJ i t 
atau nama PT. GRIYA INTl BANGUNAN dimana selaku 
DireR turnya adalah HADY SANJAYA dan Konisani.s adal ah H. 

AI3DUS SOMAD ci 
irnana lokasi perusahafl tersebt.tt adal ah di 

Kemp 1 ek Taman Cosmos BieR D/2 31 . Kudrya Raya 
•Jakar ta 

F3arat yang bergerak dalam bidanc) FerctaflcJ.rm Keramik 

Baki 	iI'm.ie iast..an 	h14a .j amman 	yicj 	diagtmnke.fl 

ci oh PT . SRi 'in INT I EmANGUNAN ada I. ah F ariab ci an bar qun en 

rumah tinqgal d.t 3 1. H. Solceb No. I. Pt. (1. t/F 	Kobon 

Joruk 	Jakarta 	
'amt.t. dengan SHM He. 74 dan. 

serta SHM Nomor 730 atas nama H. ABDUE SOMAL) 
dan ianah 

dan 	
hangunan yang terletak di 31 . Teratal XI BieR L 1 

No. 	4 Komplek Pcerumahafl Tani unç Frat 
Indah Jagakarsa 

Jakar'ta Ekaiat&fl sesL.ai dencjafl SHGrj No. 1119 atas 
nrna 

BELA YUN I p( pI.jrkPm 

f. 	Nt a mn a 	
BAMBANG CAHYANTO, Urnur 48 tahun, lahir 
di "NNOWIC-19LtriJ 30 Mel 19 , Agama Islam, 
pkorj aari KaryZWfl BNI , Tempat tincJcal 

Villa Gading Baru BIeR S. : Pt. 002/011 

ba 1 an babe 1 an Bek as I 

rtararancikar1 

	

Donar haia saksi a da l ah s1 aku 	
ryaafl Bank BN 

- 	 r::fl\lpji. Kradit naliS yang 
L.BE Fondol. jfl.Ij 	 -. 
tuqas po koknY ' adal ah mnermer'i.ma herkas Nasabah/LQ' 

	

Na5abah 	
rtelah diver.3ti. 	oloh Unit PemasakI 

/ 8sksi ...... 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



- 10 - 

- 	Saksi menjelatkan bahwa dalam hal saksi mernberiafl 
Fekomndasi thrhadap memorandum yang dibLiat oleh •Kredit 
rialis yang seianjutnya diteruskan kepada Pernimpin 

berdasarkan analisa yang telah dituangkafl oleh pihak 
Krdit analis dan dibanciingkan dengan kètentuafl yang 
ada. 

	

ii 	rnw,jc,lnI4Mr1 bhwA i.1am4 	mi 
Piyi1ia 111'redit Analis prnah mmbrikan pendapt a tas 
ajuan Memorandum Pengusulan Kredit yang diajukan oleh 
Krdjt Analis ata,,rj det,itur PT. MULTI TFLFINDO UTAMA 

dirnana sesuai dengan data yang ada baha pemilik d a. ri 
PT MULTI TEI_ESINDO IJTiMA ad1h Lmir,mangka HINDFa. 

- 	Saksi menjelaskan bahw dalam hal ter;anqka HENDRP 

rnc_ngaJukan Krad.it, besar k -cdit yang diajuk.an adalah 

sebsar Rp.30.000.(?O0. 

- 	Saksi meinjelakan baha honar peryaratan untLik 
rnndapatkan .kredi.t yang mengatas namakan perLtsahaafl 
adalah berupa Legalitas Usaha, Laporan KuancJai1 m1LpLt 
ti 	Neraca dan Rugi Laba 	Fenjualan da- Pmbei ian, 
Aktifitas IJiaha, Kondisi k cLtanqan dan Jaminan. Dimana 
yang inolakukan Vrifikasi untuk data yang diaiukafl 
adalah hag ian Pemasaran sedangkan un tuk 	melakukan 

verifikasi terhadap Jaminan adalah ippraital. 

Sak;i inonj elaskari hahta dalam hal saksi inelakuk3n 
F-'onyeliaan atas kredit yang dajukan •saksi. tidak turl_tn 
ko 	lapangan untuk molakukan 'c9rif ikasi data fnaupun 

atjunan dan dalam hal saksi melakukan Penyeiiaan atas 
k redtt yang diajLtkafl bordasarkan data 'atau borkas yang 
(:li.serahkan oleh Linit Pemasaran dan Appraisal.  

	

Saks .i. 	meni e laskan baha da lam hal 	Fema5a ran 

mclakukan Veri1ikas.t laporannya dituangkar dalam bOntLik 
Formul jr Kuni unçjan SetecnIDat , sodangkan un tuk jppr.a.issal 
].aporannya dituanykari dalam hentuk I3ori ta Acara Taksasi 
dan Flotihçj Je.minan 

	

Saks i. 	monj o 1 alan bahca 	e ri. ta 	t::a ra r;as i. 	d n 

pl-)Ljnq Jaminan yang d ibuat ci lob F nasarafl dan. 2pprai 

sa 1 ada I..sh sebaçjai per U. rnbancj an saks i cia lam m Lz,  1 akukan 

Fenye 1 iaan (iniber 1k an pondapa t) karona dkwnen terse-

but merupakan yarat perqusU 1 an kr-eclit yang t i.d ak ci apa L 

d .ip.tsalkai 

N a m a 	RHDHIPN NUR V(Z Zc'- , Uniur 	4 . tahun 

Lahir d J 

	

i. 	akarta 13Ag LVtL 	199 

(tama Islam, Pekeri aan Kary a4ar1 . 13N1 	LSE 
Pondok Indah , Pondidikan S :1 , Tempat 
Tingqal Sukit Ri.varia 5/6 Rt. 03/01 
I<e 1 urahan i:3od1khan Savanqafl l)e pok 

Menorangkari 

Saksi moni olasl;an baha bekerj a di SNI I_BE Pondok 

Indah so laku <red it Anal is yang bertL'gs rflelak Llk an 

proses analisa kr-edit atas dasar data yang d isam,ai,kafl 

oioh unit pimasa.ran dan unit (.,prai5a 1. . 	., 

/ Saksi. ....... 
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- 	Saki mcnjlaskan bahwa dalwn hal mEnganalisa 
prenhoitrt krdit caki tidk prnaIi mlkukan Kuniurt-
gan Stempat ko lokasi usaha debitur karena hal tor5'-
hut .telah diakukan oleh bagian pemasarart (P0) maupun 
ke lokasi iAifjinan yang diagunkan karena hal tersebut 
tuçjas d 	Appraisal. 

- 	aksi menjelaskan bahwa SelakU Kredit Analis 
pernah mengana 1. isa permohonan penambahan kredi t yang 
diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MUL-
TIVISION SATELITE DIGITAL, dimana yang inengaiukan 

permohonan adalah terangka HENDRA, dimana be;arnya 
kredit penanbahan 	modal keria adalah sebesar Pp.3 
Mi.lyard untuk PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan sebesar 
Pp.2,5 Milyar. 

- 	Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat rnernproSeS 
pengL(Sulan penarnbahan kredit atas nama PT. MULTI TELE-
SINDO UTAMA yang diajukan oleh tersnagka HENDRA sebagi 
j aninan adalah her upa tanah dan bangunan yang terletak 
di Ji. Kalasan No. 4 A Pegangsaan Mentng Jakarta Pusat 
dan tanah dan bangunan yang terletak di 31. Manunggal 
II Rt. 06/2 Cipinang inel.ayu Jakarta Timur atas narna 
Ir. H. EDDY KIJRNIADI, sedargkan untuk. penambahan kredit 
atas narna PT. MULTIVISION.SATELITE DIGITAL jamiflan yang 
diajukan adalah berüpa tanah dan bangunan di perLuflahall 
Pasir Putih AnccDl J1. Pantai Kuta [II No.. 16 Jakarta 
Utara sasuai dengan SHM Nomor 1075/Ancol atas nairua 
DELIA i<ARtIIL.A DARMA SUBRATA. 

N a in a 	FERDINAN, Urnur 34 tahun Lahir di Jakarta 
1 	Pebruari 	1.969, 	Aqarnc 	Islam, 

Fend.idi ri  B I paknri aan Paga.t BUMN 
(}3N1 ) Teinpat Tingqai iramat Fulo Dalam 
11 	21/130 C Rt.06/08 iramat Sen in 
lancjgarai Utara 	IV!!)..? . B RI:. 	005/02 
Manggara.iTOhet Jakarta Selatan 

Menerarig kan 

- 	Saksi. tnenj e1akar bahwa beiar so laiu karyawa.n cii 
SN I I_EE Fondok 1 ridah clencjan j aba tan sebagai Krd i t 

yang 	i:>ert.ugas 	pc:kok 	eel akai 	ara 1 isa 

ter-hac.1ap data-data y)q diperoir'h dar 	RI:)' ernaaaran 

maupun 	dan j. apprL..isa 1 • ci imana dar- i. PD 	Ui. i:n:ro 1 oh 	ci a ta 
fflongenai. saa1a hal yang bcarhubungafl dongan usaha cal on 
dobitLtr atau ciohitun sedancjkan dan:i. •'ppr:i;al 	ada lab 

data tar tarq j ammanci iinan1k data torsobut, dapat di per 
n] oh soc::ara marn4al maupun me]. aiui is is tern sedariqkan 

tug ala 	t'i' ,"-(.hU1 . di. p ce rtangçiUncJ j awabk'an kopada 	Feny 1 l.a 

Kr"edit Anal La. 

Stniaki..t 	Kr-cid:i.t 	anal is 	aksi 	rrnah 	men moses 

prnohr1 an 	krecl i I: yang di. aj u kan o I oh 	FT.. 	MULTI 
cr  

TELES 1 NDO UTAMA pad a sok i tar bu ian Ma' i 20Q2 ci i.mana 

pormohon_fl kred it tersai:}u1: borupa . per nohunafl k red i t 

modal kori a donçjan basar sri uan aebeisar Pp.3 Mi 1 y.arc.i 

- 	Saks i mmnj alaskan 	i::>aiia cia]. am 	hal 	rnorana I i s a 

krcadit yang diajukan o).oh PT. MULTI TE:LEsNDo UTAMA 
saksi tidak turun 1 anqisuncjke 1 okasi usaha rna.upmfl ke 
lokasi. j amman sahincjcJa cialam melakukan anal isa, saksi 

hsrn 	ci ya 	berasarksrn daa yang di per-al oh dan 	pornaarafl 

maupUfltucj 	.taksasi j amman (Appraisal ) . dan haisi 1 

anal isa . ters*zmbm-tt saks i tuangkan dalam ben tuk 	MFK 

(Memorandum POngLtSLtI an (red it ) 
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- 	
Bahwa yang mengajukan kr3dit mudal krJa sebsar 

Rp.3 Milyar atas nama PT. MULTI TELESINDO U1AM'A adalah 

trsantaka HENDRA 
yang sekaligUs sebaciai DirektLtr di. PT. 

MULTI TELESINDO UTAMA 
dan jaminan yang diajLtkafl pada 

siaat itu adalah berupa tanah dan 
banguflan yanc ter1et ak 

di Ji. KalaSELfl No. 4 A PegangSafl F1enten Jak.krta Pustt 
atas narna ACHMAD KOI3ING yang sekaligliS sebe.gai 

KomisAri 	
di PT. MULTI TELESINDO UTAtIA dan ranah yang 

Radio V No.9 Krmat F'1A 
3kart 

terletak di 31. 
Se).atafl atas r1c..kfiva ASWIN NAMI 

NASUTION yang sekaliqLts 

sebagai Kofflisaris di PT. MULTI TELESINDO 
U1AMA. 

- 	 Saksi. n je1aSkafl bahwa priarJi 	
Kredit antara 

PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan Bank BNI LBE Pondok .Indah 

dapat ditanda tangan.i oleh 
kedua bClZkh pihak denqafl 

syarat dipO5i5i yang diajUkan oleh saki beruPa tlah 

	

dii a jcuk.xn pengikatan 
atas jarniflcfl secara 	

SE?mpurna 

minimal Akta Pengikatan 
Hak TanggUflgar. telah 

diiaksanakal. 

i. 

	

	N a m a .. 

BASKURO D3AYNG 4ARDONO, Umur 33ahun, 

L;.hir di MadiLul ii- Nopembr 197, Agama 

Islam, Pekeriaan Pegawai BUMN (ENI) 
Tempat Tinggai 31. Kp. Lamnporafl 

Rt 

006/QB No.21 Semaflan Kaii.der. Jak-Bar. 

pi.1LqJ~iLL 

- 

	

	 Saksi 
:nenjelaskan bahwa b'nar bekerik di BNI LBE 

o ndok Indah 5Ci:kLt Penyci ia Krerii't Anal is (PCA) yang 

brtuqaS p.tk:M2).aka1 PenyCi i.aan terhadap anal 
isa 

krd it, 	ñriberikan 	pendapat 	tcrhadaP 	rncnorafldLtm 
o  

pek  

	
hadaPi ti 	tr 

pengusuian) 	t dan melakuka 	 e 
Kredit dan tugas trsebut 

eri aan 	Analis 

 

di. pertarujclL'nci j aahkafl k€'Pada pernimpin L.BE. 

- 	 am 	hal sak i meni alankafl 	tugas 	ter 
Dal, 	

sebUt 

ber::arkkr ktefltUafl pokok yang telah ciikeluarkan oleh 

Eank BNI da am bentuk Juk lak ( petLUJ uk plaksaflaafl 

tUSUsflYa hi.dafl(j kred :L t. 

- 	 Dal am hal saksi. 
melakLI.kan penyc).iaafl torhadaP 

anal isa krcd it yang ci iaj uka.n oieh petuqas ked it anal is 

ks i 	bc:'rd asar kan ciatad ata dan 	
peni I aafl 	y an g 

tsr 
tuang ci ida lam MemorandUm Psng(.tsU lan Krsd i t 

(MPK) 

Saksi 	noni 51 askar 	t:ahwa 	da 1 am 	mel akukan 

y151fl terhadaP krsd .i. t yang diaJ ukan 
Lidak turun 

k 	lokas.i. untuk mc.n mi au usaha dan 
ml akukL\fl taksasi 
aksi uqa tida 

a 	 d i ukan 	 an  prfli 
s 	srti ika 

U LA fl 	vcri.ika. 	ta 	

k 

j am man yang d iai ukan dan 	
ks i hanya be rclasa rkan data 

data 	yang diai ukan balk ni sh 	
P0/ pemasarall 	atau 

Appraisal 

	

Saksi mcz'i s 1 askan baha 	
1 ama r.sni abat sebaqai 

un'/5l 
pnyi l.a krnd it anal is, pernah mel akukafl 

	p 	iaan 

tsrhadaP   	
P. MULT I TELESI NDO 

.aiukkrcd:. t yang   

UTAMA U.n 	T. 	U'-" IJ 	I 	5rELi TE DI )3 IT r-\L, d A. 

mergai ukn 	ad it adal a 
	 . 	

? 	 I 

DirsktUr di. k::dua psrt 	aa\ 

/ ).)I1a ........ 
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N a rn a 	R. DEWANTORO, Umur 37 tahun, Lahir di 
Jogiakarta 31 Desember. 

 1967w Agama 

Islam, Pekeriaan Karyawan Bank 	
BNI, 

Tempat Tinggal Taman Aries E 1/9 Rt. 
ØØ9/B Meruya' Utara KeiibaflQfl Jakarta 
Barat (Tamap Aries Blok A 5 No. 7 Rt. 

5/009 Meruya Utara 	mbangan 3aarta 

}Barat. 	 ' 

-. 	Baksi adalah selaku karyawan Bank BNI L14E Pondok 
Indah dibacjian '.ppraisal yang tugas pokoknya adalah 
melakukan taksasi dan ploting j amin.kfl atas açuflXfl yang 

diaiLtkan oleh riasabah ke bank }3N1 LBE Pond(Dk Indah. 

-- 	Saksi meni elaskan haha selama merd abat sd 1 aku 

Appra.tsal di Bank BNI L.BE Poridok Indah pernah mdlakukan 

taksasi dan ploti.ng  jami.narl atas ajuan kredit dan 	PT. 

rULIJS SEJATI MOTOR dan PT. ANUGERI'H L.JIRATArIA. 

- 	Bahwa dalam hal pengadUan kredit tcrsehut PT. 
TULUS SEJATI MOTOR mengagunkan jami.nafl berupa Tanah 
yang terletak di 31'. tlangga Besar tV/I No. 29 Tatnansari 
jakarta Earat sesual dengan SHM Nomor 1iis/ Tafflansarl, 

SHM 	Nomor 1027/Tamansari dan. SHM Nomor 11y.,
L/TamZfl sari 

rnasincJffl.ncJ aLas nama LIEM HENDI PUTRA W1JAYA. 

- 	Sedancikafl untuk PT. ANUGERAH WIRAT(-MA MOBIL INDO 
agUflan yang dii aminkan adalah berupa Tanah dan bc

-xngLtnan 

di 31. Daan Mogot No. 1-3 Taniunc) Duren Utar 	
Grogol 

Fe tamburan Jakarta }3arat at.as narna Ny SONDANG NA I RAN I 
MONTASIA BORU SIREGAR sesuai dencjafl Serti ikat hak Guna 
Ef.angunan Nomor 353/TaflJ ung Duren 

SaksifllQ..rjjelaskzjn bahwa setelah rneiakukafl taksasi 

dan 	picting jaa.inafl seiariJt.itflya joembuat iaporafl • dalar 
hntuk Berita Acara taksasi. dan plotincj j ami.nfl 

Saksi merljdlac-ckafl bahwa daiarn hal fnelakLtkan taksa-

i tugan'/a adalah menentukan besarfl'/a harcja jaminan 
ciangkan untuk piotincj j ami.rian adal ah mdnen tukan 1 tak 

atas jaminan yang d.j.ajukafl o1h dbitLfr ataLt calon 

ci e b i_ t u r 

Dal am 	h.1 mel akukan tasi quna 	menfltLtkafl 

beacarnya harga J am :Lnafl saks .1. meminLa pemband ing dar i 

war'ya 	sek 	ç) i. tar at i fl art 	yang di j amifl kan 	Lid ak 	k E 

pihak berwaJ ib. 

N a 	IRMA ZAENPt 	Limur 3f3 tahuri 	1 ahi r di 

Jakarta 	9 AgusLLttT 	:L98/, 	PekerJ aan 

Peçjawai. SNI, Tempat Tingga 1 J 1. Mad rasah 

I I 	No. $4 Pt. 	9/10 Sukabumi Utara 

Kebon Jeruk Jakarta I3arat. 

Meiierat'cJkan 

aksi adaiah se),aku 	isten  Admin:istra1 	Kredit. di 

LBS 'Fondoi I ndah y ançj tuqas pokokny a ada 1 ah rnembLta t 

j \nj tan K rccI i hr r ri a (t ni r (F- ir 	nj 1 tn 	FiduCla 

cr an 	 ada1 ) 	meny t cpI an 	t 	c 	NoLt 15 

kenaJ 	dencjafl Fenc.ikatan Flak Tar,ggLtflgafl , 
	membuat 

ber  
t..trat u rtt uk penutupan asuranSi dan rnembbaflkafl premi 

•' 	c 	: 	• 
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- Saksi pada awalnya tidak mencdEtahUi bahwa 11 

(ebE1AS) pruahaafl yaitu PT. 1ULTI TELESINDO UTMA, 
PT. MULTIVISION SfTELITE DIt3ITAL, PT. ALAt1tiKMUR CATUI 
SNTOSA, PT. (N1jSERH WIRTAMA.MOBILI° 	PT. 

GRIY 

INTl BANS1JNN, PT. INDOSELU1ER PRIMA3YA, PT. 

INTELMILAN TERMINAL ELEKTRONIK, FT. SINAR SURYA 

PERKASA, CV SINAR SURYA SELULER, CV SURYA 

TlLEKOMUNXKABX 	ri PT. TULUS SEJATI Morc.)R, ad1ah 

debitur.c.çi iSroup HENDA. 

- Saki menjelaSktfl baha sebelurn dibLlatkafl 
periani ian kredit persyaratarnY' adalah Surat KepUtLtafl 

Kredit (SKK), Akta Pendirian perusahaan, Foto Copy 

Ja i mnan, Fete Copy KTP yanci haru3 menanda tangafli 

Ferj anj ian Kredit.  

- 	Baha cebe1urn dibuatkafl Pen ani ian Kredit Unit 
Administrasi Kredit tidak iiie1akukari pengecekan 
1,.-.eheflalr3fl dokuinen, karena sebelu(jinya telah di lakukafl 
per ecekan dokumen o1h Unit f,,

ejnasaran dn jam.inan oleh 

Unit Apprai.al. 

* 	Saksi tnen,elaskafl bahwa pada ma1nya berdinl LBE 
pihak Unit Adminitr35i Kredit dalarn hal penanda 
tanganan Perjanjian Kredit dilibatkafl, akan tetapi 
seJak aNal tahun 2001 Unit Administrai -Kredit sudah 
tidak cJilibatkafl lagi dalam penarida tanganan Peri.aniiafl 

Kredit. 

1. 	N a rn a 	NOVITA ALIE, Umur 45 tahun . Lahir 	di 

Pci cinbanci 5 Nopeinbor' :1.959 , A',a.rna 	I lam 

Ppkerj aan PecjaNai BUMN (BNI ) Pendid ikan 

S I I, Tempat: Tingqai Bu levar HIJ au Sick 

I 	21 No. 14 Rt. 01/024 Kel . Pci uanr 

1ka I Barn t 

Morer-ariC kan 

- 	Sakc'i menjelaskan bahNEt benar hekcari a di Bank SNI 
LI3E Fondok Indah sebagal Fenyci ia Admini traai Krcd it 

yang sehani.-har'l hEntuçjas menyol ia iançJSLtrq dan her Dr 
t.i.sipasi aktif terhadap per eiolaan krcdit LBE., dan 
¶cc:nra ti.d ak 1 ancj ;unq terhadap Adm jr i tras i Kred i t 
Fi1d Off.i.:e, dan Langsung sert,a berpartis.PaSi aktif 
ter"hada: Adrnini.Strasi kred it yang tel ah di putus LBE. 

Saks.i. selama rnenj abat, scnbacja.i. Penyci ia iidFpifli trasi 

memhidnng.i. ha cjian Appraisal , akari tetapi sci ek bulan 
AgustUit4 2Ø3 Appraisal. sudab tidk berada d jbaNah 

naungan 	Fenyei ia Adrnnitraci ktnnhai I 	d a n 	herd i r i 

send in. 

Sal'ii 	mciii e iasl:.an 	bahJa 	ad I aku 	Penyol ia 

Adm:Ln istrasi Krcdit per'nali merierima Copy SKK (Surat 

:cputusaFi 	(redi t 	(SKK) 	ben i kut ke 1 .. iij kapann'/a un tu 

di t:)Ua tk all  Porkani .i.an Kred it ddan 	iai.nnya 	(Ecri .nj ian 

F I ducia) dan rncmbeni. kan order' ke k an ton No ta 	Un tLtk 

dii akukan pengecekan kca.bkhai'i J amirian d is .tapkan SKMHT 

(Surat 	Kuasa Mernbuat li nk 	TancjcJLt:icjafl ) • 	AF'HT 	(Ak ta  

Fnasanc3an Hak Tanqquflgal ) clan 1-lak 'ianggunga.fl , 	
d imana 

Surat Keputusan Kredi t (SKK) tor'scbut d istcni!na dan 

dibuat oih K:p'-edit: •nai is,. 

/ Saksi. ....... 
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- 	Saksi fnerLielaskan bahwa didalam 	
rebüt. 

terdapat syarat disposisi yang harus dipenuhi, dan Jka 
syarat dispcsisi tersebut belt-tm dapat dipenuhi inaka 
perJaniian kredit tetap dapat ditanda tangafli akan 
thtapi Pnciran kredit belurn dapat di1akctndkafl, dan 
syarat dispo'3iSi tersebut bér1ku hagi siapa Surat 
KputU3an Krdi. t trercibUt di tui ukri ci ri br 1 .ku sei a 

ditamda tmini Surtt Keputuari Kredit terebut 

- 	Saksi menJe1akan bahwa seuai drrgar iuklak ytnrj 

aja/berlaku di Bank BNI LBE Pondok Indah bahta yang 
bertançiqung jaab untuk melakukan pengeckari keabsahan 
terhadap jaminar adalah Unit (ppraisal yang pada saat 

itu dibawah naunçan saksi. 

- 	iks.i rneiii elaskan haa dalam hal 	
pngecekafl 

keabsahan dokurnen jaminarl slanjutnya diciClC(flkfl ke 

kantor Notari 	yang clitunjuk. Ditnana yang dituniuk 

adalah Notairis Drs. SOEGENG SNTOS, SH. 

- 	Saksi fflenje1a.5kan bahwa dalam hal membuat Akta 
Perjanjian Kredit dan Akta Perjaniian Fiduia formatnya 
teiah disediakan oleh pihak. Bank }3N1 dirnana yang ditu-
angkan didalarn Periani ian trsehut sesuai clenqan. Surat 

Keputusan Kredit (SKK) . 

- 	Saki menjelaSk'n bahwa Akta Pc.rjani ian Kredit dan 
Akta Periani ian Fiducia tersebut ditanda tangani di 
Bank BNJ. LBE F:.ondok Indah dan seuai dengan Prosedur 
,anci beriakt-t dalatn pcenanda tanqanan Akta Periani ian 
Kredit hat-us dihadiri Debitur • Pemi:mpin , Unit (\drnin- 
tras.i Kredit, Salah satu Staf Pemasaran 	Notaris dan 

Pt-mi 1.1k Jami.nakn 

- 	Saksi nerd elaskan bahwa pacia saat pE'flanda tanganafl 

Akta Perjanj Ian Kredit antara Bank BNI dongan PT. MULTI 

1ELEb1NDI) W(MM di F 1 	HULl IV1bIUH E!1LLlTC DIf)TiL 
pihak AcminItra'3i Kredit tidak hadir karena t idak 
dii ibat:kc oleh pihak Pemimpir' BNI LBE Pondok •Indah 
karena -c:es'uai. dençjan lterancJan dart Pemimpin SNI 1_1E 
Fndol::. Indah karena biar satu pintu dan tide.k banyak o  
orang . 

Drs . HAR I NAHi'UI:) I , limur 46 th , lahi r 	cii 

Surabaya 26 SeptEnbc?r. .1957 , Agarna Is I em, 

Pekcrj aan F' aa :i. }3UMN Tempa t 	F incjcj vl 

3) . Ps.. 	Fatme.at i 	. i. F- t øiitD 	K 1 

C3. 3. anclak ,:Jkar- ta Se 1 atan 

Itneranq kan 	 . 

Saksi 

 

adalah selaku Wakil Pemimpin di ank BN1 LBE 
F'ondok 1 noah yang b.rtugas IersamaSama dengan pemimPin 
mencjatur strtj i untuk menqembantjkafl LBE dan rnmht-tat 

rencana 	Plane 	kedepan 	d mama 	
t Lq.as 	. tersebu I: 

d ipertanqçjunq .i aabkan kepada .Pemimpin - 

-. 	Saksi daim meiaksanakafl tuqasnya membaahi Unit 
Adminitrasi Kredit, Unit Kredit Khuus, Appraisal dan 

E4aq ian Umum ci imana cialam mel aksanakafl Iuçjesn,ya s.aksi 
herdasarkari Duku Fedoman dair Buku Juk 1 ak 

-- Saksi tnenqetahui bahwa tersanclka HENDRA telah 
mençjad ukan kredit di Bank BNI LBE Fondok 'Indah adaleh 
pada saat setelah sakEi Appraisal cneiakukafl taksasi dan 

ploting 	jaminain atas aqunan yang 	
diajukan . oleh 

t,ersangka F-tENDFA. 
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- 	Sakii. ttrJl*!kafl b1ha benar 
telah rnnanda 

tancjani Berita Arara Taksasi dan Plating Jaminan yang 
dihuat oleh Unit Appraisal, akan tetapi Faksi hanYa 
sebatas mengetahUi dan tanggung Jawab polaksanaafl 
Taksasi dan Plating Jarninan adalah bag..an Unit 
ppraisal stai dengan Surat Namor REN/9/1225/f'BT2 

tanggal 5 Juni 202 yang dikeluarkan oleh DIVISI 

PERNCANAAN STRATEGIB terutama pain Nornor 2. 

- 	Saksi rnengetahUi bahwa Nilat kredit yang diperoleh 

oleh tersangk HENDRA adalah sebesar Rp.8,8 Milyar atas 

narna PT. MULTI TELESINDO UTAM 
dan sebear Pp.5,7 Milyar 

atas narna PT. tIULTIVISION SATELITE 1)IGITAL, sehingga 

total kredit dari Bank SNI LBE Pondok Indah yang 

cii berikan kepada tertangka HENDRA s ebe'aar 	Pp.14,S 

Milyar. 

- 	'Bahwa acjLlnan yang diajukan olh tersarigka HENDRA. 
çjuna inendapatkan kredit adalah berup tnah dan 
bancjunafl yang terletak di 31 ManLflgcJal II Na. 1. atas 
nama Ir. H. EDDY KURNIADI, tanah dan banguflm yang 
terletak di penumahanBill.ah0nJ l3lok 6 I No. 25 Kel. 
C.irnanqgit; Bojang Gde Bocjor atas tanab se1ua3 1.494. M 2 

dan bangunan 5@3 M 2 SeSUAi dengan SHG'. No. 82f, 

Cimariggiat zi  s nan HENDRA dan tanab dan h.mgunäfl yang: 

tC)n1etJk di 31. Pisanqan Elarat Pt. 	
ø4/O4 CireLtrtd'-' 

Ciputat Tangerang atas nama .H. CHARSIN -WP. 

- 	3akzi. 	inerlielaskan bl 	
yang di 1kukan 	ol eh 

seoraflq 	pp r aiaI dalam mml akukan 	raizc? 	adal ah 

mmnguniufl(Ji lakasi obyk J amman 	memastikan obyek 

J aininan tersebut adalah, benar dii am.i.nkafl, mencar.i harga 
pembanding, melakt.kan plating j amman y'ng jel.s dan. 

memastikan 	bahva 	pemi 1 .i k 	J arn.ilin 	bmnar-bC)fl3.r 

nenj amiiikan ohyk J amman km J3N1 

- Elahta benar setajfj petugas (ippraSc? rnelakLkan 

1 aksasi dan 1ot.ncj j amman , haru membuat I aporan dan 
ditLtangkLkfl da1m Bonita Acara Taksai dan .1otiflQ 

Jaminan serta Call memo, dimana Ber.ita Acara TaksaSi 

berisikarl kofJ15... f is:Lk j amman si tua 	
dan kond ii 

sokitar ohyk j amman termasuk status dan. i amman 

dan 	j amn.triafl tersahut .mpakah cli.ternpati 	paint 1 ik 	at?.),I 

ti.c:I ak dan mnmrgC)na i harç.ja 

Sedailci karm 	un tuk F] a tinj 	J am marl 	mane r a nakan 

flçjC) cekan 	terhad ap 	ii .i.r Mend i r I kan 	harmcjuflafl 	kar en a 
po  
mC)rl/ailcJ ku t. 	ham...qa 	taksas i seci ang kan 	u tnm.mk 	11 	mama 

melmILlat harqa pmn:mand .1mg 

Saksi. 	In e I I j C? J. aiskan 	bahma pada 	saa L 	petuQa? 

Appraisal iCmmbuat t..apclran yang di tuanqkail da lam Eari ta 
Acara Taksasi dan Floting Jaminafl saksi j uga turut 

nC?rmcjetahLu mmmbubLmtmkan tancla. tlfliJ.lfl 

-Akan ttap.i. saksi tidak me:iakmkan penegorarl terhadap 

	

Cmppra isa :1 yang mnaiiml:mua 1: L.aj:mcmnaui mj i Cal 1 Memo yang 	da 1 am 

:.m).CDm1m Fiimilit t:i.dak d;Lis.m. 

Saks .1. mmrm,J ml askan 	l:maha 	mmmmnçlm tahu I 	se la in 	PT 

MUL Ii 	r L r1tnpn U (mMA rImm 	1 	MmJ 	IyIblniN 	A1 ELITE 

DIGITAL. yang telah mendapatkafl knadit, tordapat S 
lairm yang dal am pençja uarm kredit, tertangka 

HENDRA selaku peraht:araflYa, akarm tetapi sak?Si tidak 

kena 1 denqan . HENDRA / Narna ......... 
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n. 	N a m a 	
Dr. HERU SRDJONO MM Urnur 48 tahun1 
Lahir di Sraqefl 12 Dember 1958., : Agarna 
I1a(ft Pekeriar Karyawan EUMN (EINI),. 

Tmpat Tinqqal 31. pei.t mpOngar Raya 22 

Rt. 01/005 	ndungafl .Hilir Tanah Abang 

Jakarta Pw3at. 

Menerangkan 

- 	Oaksi rnenie1a3kan bahia pernah ineniabat 	
e1akU 

Kepala Wilayah 10 sejak 1 ORtober 2002 arnpai, dertJar. 6 
Oktober 2002, diniana tugas dan tanggLflg jat'abnY àdalah 

bertaflg9vt'!9 .j.ab 
terhadaP opraicnal dan Cabang 

cbang pbaflLU yang adal diwil,.ayah 10 

Ski inenjelaskan bahwa ee1arna meniabat 	
e1akU 

Kepala Wi'.ayah 10 Eank EINI berwnaflcJ rnernLttt.S kredit 

diba4ah Rp.15.000. 0.000. dan selarna fneniabat s1akL 
Kepala L4i1.ayah 10 pernah mCmLttLtS kredit yang diajukan 
oleh terSaflg(a HENDRA dengan menqatas narnakan PT.' MULTI 

TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION 
SATEL.ITE DIGITAL. 

Dimana saksi rninUtuS untuk pengaiUan kredit pada 

tangcal RP.5.800.000.0 	
pada tancjijal 24 Maret 2003. 

- 	Saki. fnenielaskan hah4a yang rnengelQla dan 
ss-

CrnLtUSkan kredit. pngaiUan diatas 
ampai denqan Rp.i500.000.000* adalah an BNI 

Wi 1 a y a h. 

-- 	Sakii 	0n je1askan hahw ah en ar selakLt Peinmmpin 
Wi iayati :10 Jakarta pnrnah inainbLat KputWafl Pere tL tJ uan 

Kred.it 	tl5 Uul'fl PT. MULTI TELEBINDO UTAMA dan F'T. 

MULTIVISIOI s(IrELITE DI(3IiL. 

Saksi c njelaskafl bahJa .i.i dan Keputuoan Kredit 
pada tanqcjai 21. maret 2003 tersebul: ada 1 ah perdtUJ uan 
pcmherian tambahafl kredit kepacia FT. MULT I TELESINDO 

UTAMA 	Makdmfflal 	
ebear Rp .3.000.000.000 	neni ad i 

Pp.8.800.000 .000. - 	
secangkarl I.:,eputLtsafl tangqal 	30 

Ok tob er 2002 ten tang perset.Lti uan t.arnbah.fl kred it FT. 

MUL...TIVISION 	STELITE 	
OIGITAL 	d.ri. 	maks.imal 

Pp.3.000.000.00O 	
meni adi Pp.5.800.000. 80g. -  - 

Saki- 	inembuat 	I(ei?pWtUS-5aU1 	te rsebut 	didasani 	atas 

Mrprnorafl(:l1..t(n 	penOue5Ltiarl 	Kr-ed it 	(PK 	INTERIM) 	dan 

Ke 1 cmpok 	Pe. inuttt5 	Kred it 	LEE Fc:indok 	Inclah 	cJ an 	WPC, 

dimafla 	PerTorrnanc 	Dehitur dan 	segi 	First 	iay 	out 

( 	as.i.O 	keuangarl ) 	den 	E3c2c:oflCi 	Way 	Out 	( i aninan. 	yang 
r  

d icrahken) 	sbaqai 	data. 	yang 	tertLtiikfltj 	d.1arn iernorandUm 

tersebut 	dinilai 	kLtSt 	j amman 	kecn Linqakfl 	dan 

k eaman an Bank 

Saksi 	meni e 1 	sk 	bahwe 	d a 1 cm 	ha 1 	peraohoflafl 
a 	an  

kred A. t: 	d latas 	Pp., 	.000.000. 000 . -- 	maka 	png1 o 1 can 

kreditnye 	d:Lke). o i.e 	eleh 	Mid is 	Markut 	(dh. 	Kari1.r 

Wi laych 	.10) 	d ;Lmana 	kebii a)':.an 	k. t rssbl.(t 	tel ah 

d isa mp eikan 	kepada 	se 1 uruti 	Layenar 	B.ion is 	Ri tel 

ci :i. ling kuncjan 	W 11 cych 	10. 

/ Saksi ....... 
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- 	Saksi meni€laskan bahwa png€iolaati krâdit FT. 
IIULTI TELESINDO UTAMA dan FT. MULTIVSION, SATELITE 
DIGITAL ttap dikelola oleh BNI LBE PondoK Idah sesuai 
dngan memori Pormohonan E<eption No..F'IE/02/114 
tanggal 20 mart 2003 yang diajukan oleh LBE. Pondok 
Indah, dimana isi dari Memori Prmoiicflan Exptiofl 
tersebut aclalah mminta acjar kredit kua perushaan 
tersEThut ttap diklola oleh BNI L}3E Pondok lndah. Dan 
brdasarkar1 permohonan tersebut saksi menyetui ui dngari 

porlwyarkitan bakhwa tiatu hu1.r imbelum Jatuh tmcs bgrk.Aii  
dtbit.ur harus dipindahkan ke kantor W,ilayah 10 untuk 
dik1o1a o1h Midle Market, dimana periyaratan 
thrbut tcrtuarig didalam lmbar ptrsotuivafl pmimpin 

wiiayah 10 tanqgal 21 liaret 2003. 

o.' 	N a m at 	Drs. AMI3AR SISWANTO 	Umur 52 tahun 
lahir di magelang tangqal 13 Agustus 
1952, Agarna Islam, PkerJaan KaryaJan 
SNI Tempat Tinggal Cempaka Putih Barat 
XV/14 A Rt. 009/007 Crnpaka Putih Barat 
Jakarta Pus4. 

r1or,crançjkan 

Saksi menjolaskafl bahwa kenal dcngari HENDRA sejak 

kitar bulan Aqustus 2001 di BNI LI3E Kramat pada saat 

HENDRA rnengaiukan kredit modal keria dimana yang 

diajukan 	adalah 	sebesar 	Rp. 1. 500.000.000. 	dan 

pengaivan kredit teraebut telah berjalan. 

-- Sa'3i menJelakan baha pada saat mGflgaJLkan 
kredi t di ONI LBE Kramat HENDRA menqatas namakan FT. 

ASTRO 	FARABOLA UTAMA yang bergerak dal am 	bidang 

perdaganqan Parabola dan Multi. Digital Reciver yang 

beralarnat di 31. G -.iya aqung Blok N 3 No. 41-42 Komplek 
Griya Inti Santosa Bunter Aqunçj Jakarta Utara. 

-- 	
Saksi 	menj el askan 	bahwa 	pada 	saat 	HENDRA 

Iredit di. BNI LEE K:ranat dengan rnenga as 

namakaiT.Pi, ASTRO PARASOl_A UTAMA i amman yar,gd iaj ukan 
acialah -- rah dan hanqunan yang terletak di 31 . Pan tai 
Kuta.. III Nb. :LD Kel . ano1 Pdenangan Jakarta Utara 
sesuai. deI)qan SHOE' No. 1075 atas nan DELIA KARMILA 
DARMASUERATA si aku komisarii; FT . ASTRO FARAEOLA UTAMA- 

- 	Saksi men.i elai,kan haha PT. A9TRD PARABOLA. UTAMA 
,nei'upakari nasabali SN i: 1._BE K:ram t dan morupakan Dob i tur 
yang 3. ancar cia). am melakukan pembayarafl keai ibannYa 
ci irnana j anqka iaktu pembayararl kredit ada lah sci ak 12 

AqLtstL' 	2001 sampai dengan 0 Aqustus 2002 FT. ASTRO 

:T3OlA UTAMA t:oiah melunasi kredit yang diaiuken 
sesuai denqan bukti. pelunasan '/ang ciiai ukan oleh FT. 

ASTRO 	PARABOLA 	UTAMA dan 	Ber :1 ta 	Fax in i 1 e 	No 

78/UNT/$urnat/KRETtL 9 aqustus 2002. 

- 	Saksi. tidak mrncjetahu.t baha HENDRA rnencaj ukan 

krecli. t Ice ..BNI LBE Pondok Indah 	karena sej ak bulan 

april 2002 saksi teiah pindàh sela.ku Pomimpin Ni layah 

11 Manado. 

/ p. Narna .. ...... 
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p. 	N a m a 	Dr. QATOT SISWOYO1 Urnur 49 tahun, Lahir 
di malang 18 April i95, F'rkcri.afl 
Karyawan BNI, Agama Islam Tempat Tinggal 
Kay. DKI Elck F 9/0 Rt. 	/004 Fonok 

Kelapa Duren Sajit Jakarta rimur. 

Mc,rr%ck&fl s 

- 	IhI4flL mmnJvjAmkAn b&hwa pacia Maret 21 SAMPai 

dancjan Septefnber 2002 Selaleu Pernimpin WiUy.h t 
Jakarta yang tugas pokoknYa adalah MensuperVii dan 

mengefflbaflgkafl bisnis Cabang dan menengah yang mana 
untuk Manengah diantaraflYa pemberian kradit dan hal 
tarsebut tarcan turn dalam Buku Pedoman lJraian Jaba tan 
Pamimpin Wilayah, dan dalam pengarnbaflcJn Einis Ritl 
dihantLi oleli Nak.il Parnirnpin Fiidang Pamniflaafl Cabang 
(NF'C) sedangkari untuk Parsyel ian dan 	

per)gernbaflqall 

Eisn.is Midle dibantU oleh LJakil Perninpin Nilà.yah Bidang 

Farnasa ran. 

- 	Saksi menielaskafl bahwa selakLt Fami;pifl tijilayah 
mcmii iki koJeflaflgar) untuk memutUs kredit kapada Dehitur 

dimana 	 adaiah scbe?sar Pp. 	 O. 	.- 

Earnpa.i dengar% Pp.15 	. IZ 	.ø 

-. 	Saksi rnenjelaskE.kfl bah4a selama saksi 	rneni adi 

Pernimpin Wilayah parnah rnE?fflUtL(5 peng&) i.tafl kradit ata 

PT. t.IULTIVISION SATELITE DIGITAL, dirnana lokaslnya 

herada di Komplek Pertokoan Ancol Blok N/29 Jakarta 
Utara yang bargerak dihidaflg Fardagaflciafllcjjstutor 

ystam digi 'ta:i Sata hi:0 Ruciver 

Saksi meni alaskan baha rmI)0rik.rI. prsatUJ uar 

tarsabut 	karna ter'ancjk.a HEI4DR( 	tar 1 ehih 	dah'_t 1 U 

mandapatkan kradit sebasar Pp.2. 	
øD.G. -- atas mama 

PT. MUL.TI TEL.ESINDD UTAMA yang diputus olah WEC 
mahincjQ' jurniah krad.i.t yang diharikan kemada HENDRA 
men capai total sabasar PF) -01  -300. 	. 	- 	sehingg 

j umlah tersabut laputusan neni adi tajenanqafl saya 

q . 	N a 	a 	tiSN INS AL I.E SE:, U mur-  52 tahun , Lahir di. 

Karang Jaya 15 rnei 1952, 	Fekari aar 
I(aryaafl BUMN ( Bank SNI ) rampat Tingga 1 
Kc:mp 1 ak BNI No. 	R4: . DQi" Q)4 	Ka 1 u r. a ti afl 

W.i.j aya Ku5urTa 13roçjoi Fetamburan Jak-Sr 

'l an a rang k au 

-. 	3aksi mar13 alaskan baa banar bekari a di bahk ENI 
pprserc) ) Tbk dan saat in i meni abat sal aku Auditor 

Madya di satuan Pançjaasafl Intern Baerah .2 (SF I 2) 
dimana tucjas pokokrya adal ah ma lakukan AUd it cabang 
ca•\l:lanc) Eatik }:N]. yang ditug?.Skfl kepada sakTi 

- . 	Saksi mcnj alaskan. baha 	
Ll selama mcmi abat sal ak 

Auditor Madya prnah mel akukar Audit di Bank . PNI LBE
.  

Pontiok Indah terhatiaP pamber:Ln. krcd it keada •tarsangka 

HERA 	atas naa PT. MULTI TE....SINDO UTAMA . dan 
N D 	 rn  

MULT IVI Si DN SATEL I rE DIG I TAL. . 	 . 	. 

Ss i cn eflj el a skan bah'ua dal am hal ma ak 	
) a:.ukan Aud it 

tarhadaP Bank SNI LBE pnçjok .Indah atas pernberiafl 
rdit kapada HENDRA&\L&\m nam FT. MULTI. TELESINDO UTAM.A k  

dn 	
MULl IVISION SATELITE DIGIT AL tardapat kjnggalP 

yang di taflLtkar1 diantaranya adal ah 
/ 1:ejanqga1afl . ..... 
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ggs 	Jtminn atat rrn H. CHPRSIN 
ANWR yang thr1ctak di Piangan Darat Rt. 004/04 
Cir0ndeu Ciputat Tangrang tnasing-rnasing suai 
ciencjari SHM Nomor 2187/Cirndu, SHM Nomor 
2188/Ci rendeu dan SHM Nomor 1827/Ci rendu pada 
saat dilakukan K1arifikai ulang oleh Team SFI 2 
dan berteinu 1angung dengan CHARSIN ANWAR bahwa 
CHARSIN ANWAR selaku pernilik Jaminan tidak pernah 
mra.za tnnçgagurkn trh dan bnQur1*r' sesuai 
dengan Sertifikat tersebut ke bank BNI LBE Pondok 
Indah, dan sesuai dengan keterangan dari CHARSIN 
ANNR bahwa CHRSIiN AhNWAR tidak pernah merasa 
menjad.i Kornisaris di PT.. MULTI TELESINDO UTIMA dan 
PT. MULTIVISON 9TELITE DIGITAL. 

* S 	 Kejangcjaian Juga trJadi atas Jaminan In. H. 
EDD 	.K!JRNI(iDI ata s tanah dan bangunan 	yang 
tr1tak ' di Ji . Manungqal I I No. .t Rt. 00/05 
Cipii'ian'g - ,me1ayL Krarnat Jati Jakarta Tirnur sesuai 
dengan SHM Nomor 21/Cipinang Me1.ayu 	bahwa pada 
saat dilakukan Verifikasi Ulang ternyata sdr. EDDY 
KLJRNIADI juga 'tidak prnah menJaminkan tnah dan 
bangunan terebut ke bank BNI LBE Pondok Indah.;  

-- 	Saksi 	i inJe1a.kan  baht4a 	3esLtal dengai'. 	'hsil 
verifikasi ulang oleh Team SP( bahwa perni 1 ik j amman 
atas nama. H. CHRSIAN ANW(R dan In. H. EDDY' KURNIDI 
tidak eprnah mnJaminkan Sertifikat masing-masing 
ELnk 13N1 LEE Pondok Indah dan sesuai dengan krt?r.ngan. 
dan 	H. CH(RSIPIN ANWAR dan I r H . EDDY KURN I •D I baha 
Ertif ikat moreka berada di tangan 1-IENDRA . 

- 	Saksi j uga meni ciaskan baha Team SF1 i uga tel ah 
me).akukan ver,i'i.kas.i terhadap Pei'iqesahan Ak ta pend irian 
ç:'rusahaan 	IT . 	MUL.T 1 TEL.ES I NC) 	UTAMA 	dan I  PT 

MLJLT IV ISb N 	SATELI TE P1Gb A 	 a 

	

TL 	ke pih.k 	'Depar temen 

Ic''itk :i.tiu.r' 	,Vi'I  

t'ernyata penqesalian Akta :endiniar perusahaan FT. MULl I
TELESINDO UTAMA dan PT. MULT IV ISION . SAT.EL IT E DIG ITAI_ 
tidak per ah ter:a tat di Depar te'na'n <mba k irnan dan Hak 
aasi. Manus.i.a 

Saksi. 	J ucja meri e I s I -.,a r -i 	b'ahwa J Uga 	mci akukan 

r'i f  ika':;i u lancj terhadap Taksaci dan Elating Ja minan 
yanq ciii akukan ol oh Appra isa). 	ci i.mana ci ar i 	has i 1 

verifikasi 	..tianc:jtcr"sml::u't dij:DeroieI'i kmtc?rarçJan bahwa 

'ar"çja 	t'.sasi. 	yar'CJ 	c'3.. i.\l:,t,tI':,AI") 	a C?' 	j_).thal':. 	Appr' 

torsebut t.mrnyata 1 ab.i h ti.nqg .1. dar'i har'ga pasaran 

Drs 	MEMET RCCHMAT Llmur 52 thuri Lahi r 
ci .j 	C.i,rel:on 	tang:ia1 	1. 1. 	Jul 1 	19521, 
Fekeni a a n Peq aa i r.Iecj er i EUMN 	( BN I 

'-arna 	Is) am, TemI:)a i: Tingga 1 	(3niya BN I 
Simpr'uçj No, 238 Rt. 9)02/ø112 Grogol 
Sc? 1 atan Keb . ama Jakar t 	e S 1 a ta ._ 	 n 

Saksi meni m).askan baha bekeni a di Bank }3N1 Pusat 
smbaqai. Pemimpin Kelompok D.i.visi lisaha Kecil yang tuga'5 
pokoknya adalah pençjembangan sentra krmdit kEcil 

/ Saksi '. 
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- 	Saksi rnenie1akan baha dalarn pernbLtatafl PatuniLik 
Pelaksanaan Pusat Layanan Bisnis Rite 1 baik tahUn 201 

sampai denqan tahur 22 saksi tidak terlibat 
daiam pernbuatannya, akan ttapi saksi dapat menlelaskan 
ten tang tugai-tLIgas pokok dan 	rna ingfla5iflg petuga 

yang ada dalam Buku Petuniuk dan Pelaksanaa!1 ,buk tahun 
2001 dan tahun 2002 

- 	Saksi menjelaskan hahwa dalan. hal 	Verifikasi 

terhadp kbnarrl data yuiq di4AJUkr1 1ii i4bhA,tAU 

c:alon nasabah sesuai dengan buku Petuniuk PElakSaflaat 
adalah bagian Pengelola Pemaaran (RO), dim.r.a.keQia.tafl 
pengelola pemasarah dalam rangka rnencc.icckkarl data 

adalah mengunjungi dan menanyakan kepada pihaPihak 
yang menerbitkan data dan para pihak yang: bertraflsaksi, 

dan rnaksud dan pada keqitan • tere.hut adaiah LIfltUk 

iiiitahUi lc2 j,tB usaha dncjan 

 

cara nieflçuflJL(nq1 

pihak-pihak lain yang 
rnanerbitkan .lega,litas usaha 

trseLIt. 

- 	Saksi menJthlakan bahwa dalam hal yng ertaflggLIng 
jawab untuk melakukan Verifikasi terhadap Agtnan yang 
diajukan oleh nasabah Atau calon nasabah acialah 

AppraiSal 

- 	aksi menje].askan baha dalam hal Appraisal 

rnel,akukan Taksas.i dan Plating terhadap j amm an yang 

cliagunkan petuqas Appraisal harus bertemü dençjafl 

:emilik jaminari. 

Baksi .i i.qa meni el askan bahwa yang bsrtangcJLflQ 
j a.,ab 513.kuk.a.r) Veri c.ikas.i terhadap kepemi I. ikan j amman 
yang dii adikan sebaqai aqunafl a ish Nasabah atau ca1 or) 
nasabah adaiah p.i.hak Appraisal 

- Sksi msnjslaskan baha dalam hal Appraisal 
ms 1 akukat i:aksas i dan Fin tinq j am man , Api:>raisa I haru3 
mombuat 1 aporan , ci irnafla 1 aporan yang di bua t ad a 1 ah 
barulDa Ber".i,ta Acara Taksasi dan Plating Jaminan serta 
Cal 1 Memo, ci imana dal am kolom Cal 1 Memo tersehut 5emL 
ice lam Cal I Memo te rsebui: harus d.iii 

Balcsi. ineni slaskan ::)ah4a apab 1 sal ah satu kol rim 
Cal 3. Memo tsabut t.i.clak cli .isi o:i sh Appr'aiaal , 	maka 

Fsmimp:Ln EN): LEE harus nelakukan Supervisi. terhadap 

AI:1:Dra isa 1. 	yi1q mel kukaii Vs ri. 1 .i. kas i 	j am.ui an 	tersebLt t 

d.Rn cnenmyakan menqapa ko:l. em Cal I. Memo tersebLtt tidak 
di. .Ls.i dn . Psrnimp.i.n BNI LEE 	harus mel.akukafl 	iangkah 

orçjk.I' iebil 	:I.ani ccl:. 

meni e :i. ask.an baht:a apab i I a sal ah sa!:'_ 	k ci cm 

Cal 1 Memo tidak duis.i oish Appraisal , Pem.imPifl EN I LBE 
harus me) a.ul:.afl yen f i kas i terhadap j amman kepada 
penil ik jaminan atas daar laporan dan 	Appraisal 

tersebuL. 

	

Baksi, lrnH c. 1 askai bahva yang brhak un U. 	me I. epas 

.i aminaci per manen dan J amman semen tara dal am rang ka 

pencjqantian 	J amman ada 1 ah Kr-K 	i:z1 o(npok 	Fernutus 

K:rccl it) , ddan dalam hal pelepasan j amman tsbUt 
harus ada permohciflafl psi epasan j amman dar 1 debi tur. 

/ . Nama ..... 
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N a m a 

	

	DR?DJiT Lw<McD1:II OH, U:nLIr 58 tahun. 
1.hir di Banduncj :3 Mrt 1945 Pekrjaari 
Notar.is, ciqama Islam, Trnpat Tinggal 31. 
H. Samanhudi No. 18 A Rt. 006/03 Fasar 
baru Saiah 8esar Jakarta Pusat. 

Mcrcrangkan 

- 	Saki itclalah sc!ku Noatris cli Jakarta yang tugas 
pokcknya adalah rnmbuat Akta. 

- 	E3ksi tnrij1iktn 	bnthwa selama rnrij4tbat so 1aku 
Notaris tidak prniah miigeluarkari Ale.ta Nomor 92 tanggal. 
0 F'ebruari 1.999 atAtn natna PT. MULTI TELESINDO UTAMA, 
akan ttapi yang bnr bahta Akta Nornor 92 thrsbut 
dikluarkan 	çtcia tanggal 1.8 Pbruar- i 1999 	untuk 
prhaikari Anjgaran Dasar P1. DANK FERKREDITAN RAKYAT 
MARCORINDC) PERDANA. 

- 	Solain dari pada itu saksi jucja tidak pernah 
mengoluarkan Akta Nornor 30 tanggal 6 t)osmbor 1999 
untuk Akta Pondinian Perusahaan PT. ANUGERAH WIFATAMA 
MOBILINDO dan Akta Nomor 44 tanggal 30 Nopmbor 1999 
smbagai Akta Pcndi.r.ian Porusahaan PT. INTELMILPN 
TERM INAI_ Et_EKTRON I K.. 

t. 	N a rn a 	H. DANA SASMITA OH 	Urnur 57. tahun, 
iah.irdi Sumdanq 4 April 1947, Agam 
Is:I.ni • Pokorj aan Notaris , Tompat Tinqcjal 
31.. Fotojo O.tnatu 11/29 A Rt. 007/06 
Fotojo Litara Sambir Jakarta Pusat. 

Mono ran q k an 

Saks I ada! ah Sc' 1 a ku Noa tri s cii 3 akar ta yang tc.igas 
pokaknya adaiah tnomhuat Akta. 

-- 	Saksi monjolaskan bahwa smiama monjabat s1aku 
ctar- is tidak pornah inongoluarkan Akta NkDnor 76 tanggal 

26 	Ok tohor 2001 atas nama CV S I NAR SURYA SELULAR akan 
un tu_ik ponq hadapnya ada! ah bukan a tas nama YUL I ARN I 
SLJFARMAN akan totap.i. ac:Ia 1 ah DIJLHART30N0 H 

ESak: 	i j 	ca 	nj c 1 Li skan t:a h'a 	priiaI moncio 1 uarkar 
At:. La 	Fnd jr I  an 	Fmrc.tsahaari Nlnrnor 	27 at':. an 	t e La p i 

anqcjainya b '_tkaitncta1 	tO ot:t 	namun tangga]. 	16 
Ok tobor a tas nasa PT . 	I N000 I F'TA 3 AY(A'(A SEJAGAD 	bukan 
a tas nasa PT. S I NAR S1JRYA FERKASA 

pt a m a 	RtJSNALD I IjOL. 1 511 , umc.u-  42 tahun , 	Lah .i. r 
di t:J5karta 29 Januari 1964 Aqama Islam. 
Fckc2rj a a n 	t\lc:>taris 	t.ompat 	I"irçjcja1 	31 
Ci aciaro Plo. 4 Rt.. 002/04 Cikini Man tonn 
:Jaki-La Fitsat 

r"lonr- k1çj kai 

-' 	Oaksi adaiah solaku Notar'is • di Jakarta 	yang 
bora 1 ama t: cii 3 1 Mi Har'yonc) Kay 2-3 K:onp1 ok Oak ti F' la:a 
Jakarta So! atan dan saya selaku Noatris dan F'FAT ada! ah 
Thtmbuat Akta 

/ Saksi ........ 
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- 	Sakii rnmje1askn baha selarna mEffijabat selaku 

Notris pernah mençe1uarkn Akta Prubahan atas nama 
PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL Nomor 93 tartggal 30 
DesemL-,er 2002, dirnana saksi membuat Akta Perubahan 
tersebut adalah dirninta o'leh thrsangka HENDRA..: 

Saksi. rnenjclaskan bahwa sebelurnnya PT. MULTIVISION 
SATELITE DIGITAL brbadan hukurn Nomor 38 tanggal 21 
3aruc&ri 20 eu*i dncjim Akta PnirJirin yin 
dikt.arkri ci1h Notaris Dr. ATRINC) LESLJARA .akn 
tetapi belum diyahkan sehinqçja dapat dibuatkan Akta 
Peruhahan, sciangkari apabila Akta Pendirian Perusahaan 
Nomor 38 tersebut sudah disyahkan c)leh pihak D&parten 
Kehakirnan, maka ¶ksi hariya bisa mt--mbuat Pernyataan 
keputusan rapat. 

Selain dari pada itu sak. juçja pernah 
menqc.1uarkan Akta Nomor 143, dimana Akta tersebut 
dikeluarkan adalah dalam ranqka pençaiihan saham PT. 
MULTI TELESINDO UTAFIA dari ASWIN NAMI NASUTION kepada 
In. EDDY KURNIADI sebesar 100 saham atau seni].ai 
Rp. 100. 000. 0Z .- d imana kedudukan ASN I N NAMI NASUT I ON 
s.laku :Ko4isis di FerusVhaan tersebut diqanti oleh 
Ir. H. EDD,Y KURNIADI. 

Ni. 	N a m a 	Ny. .RESTA MUDARNA VUDA SH, Umur. 38 
tahun, Lahir di Falembang 3 .Pebruari 
1966, Aqama Islam, Pekerjaan Notaris, 
Tempat Tinçjal Perumahan darmaga F:rtaina 
Biok P 1. Rt.02/06 Cibadak Ciampea E4ogor. 

Mmrerangkan 

- 	Saksi adaiah smiakt..i Nrjatris di Socjor dan EFAT di 
:ILmri E'onor yang bora 1 amat di 31 . R a y a Kampu S IFS 

Darmacja Km. 10 Jogor (Perumahan Darmaga Fratarna 51 ok H 
41<el Cibadak Ciampea Eoçjor) yang tLIçJas pokoknya adalah 
Membuat Akta Puthenti.k 

- 	Saks.i nerd elaskan bahwa selama nerd a b a t gel aku 
Noatris dan FFAr pernah erjmivarkari Akta Authentik 
he ru pa Ak ta Pembeni an Hak tanqjunjan ( API-IT ) Nomor 
121/2003 dan 122/2003 tanqqal 24 April 200, d mama 
saksi r?rqeivarkan APHT tersebut ada).ah dalam r a n g k. 
perig i ka '1ri un tuk Trenj am in kan hu tanc) de hi t u r km pad a 
K:reci i. tur . 

- 	Saks I 	menj ml askan bah'.a APHT Nomor 	121/2003 
tanqga 1 24 Apni 1 2003 tersebut dbua I untuk mengikat 
Jaminan berupa Sertifikat hak Mi 1 ik Namer 82.6/Cirnanggis 
att 	tanah yang i:mnietak di K:c,npiek F.mrumahn Si 1 aban 
51 ok 13 :1: /25 Cimancjcj is Togor ata nama I-IEN)RA dn APHT 
I\Iomer 122/2003 tanqqal 24 Apni 1 200:3 t:but dibuat 
un tuk menqi.ka.t. j minan berupa Serti'fikat ha:c Mi 1 ik 
Nomor 826i'cimriqis atas tanah yang ten I eta.k. di Kamp1ek 
Pr.rumahan Si 1 abonq 51 ok 13 I /2.5 Ci.manciq.is  Boqor a t a s 
nama HEI\IDFA 

-- 	Saksi mmnj ml askan baha n.i. 1 al pmrtarIqcuIicJan 
kmdua j arni.nat t.mrsmbut ada 1 ah sebcsan Rp . 99 600 .000. - 
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- 	Sasi menjelaskan bahwa dalrn pnrida tanganan 
k*dua APHT trbc-ut pcmiliI' jarnir1r, ticik turut m,nr,dg 
tancjani APHT tersobut sehL.thungan dnqn prni1ik Jrninan 
telah (nembuat Surat Kuasa Membebankan hak Tnqgungan 
(SKMHT') rnasing-inasing Nomor 27 tanggal 25 Mret 23 
yang dibuat didapanNotaris; Drs. SOEGENC3 SANIOSA SH 
un tuk APHT Nomor 121 /2øø!. tanggal 24 Apr i. 1 2003 dan 
SKMHT Nomor 23 tanggal 25 marat 2003 yang dikelarkan 
oleh Notaris Drt;. SOEGENG SANTOSA SH untuk APHT N-omor 
1.22/203 tanggal 24 April 2503.. 

- 	Saksi menjelaskan baha isi dari SKMHT Nomor 27 
dan 23 tanggal 25 Maret 2003 tersebut adalah HENDRA 
sc.1aku perni 1 ik j amman memberikan kuasa kepada MOCHAMAD 
SUFEDI SH (Pern.irnpin B.\nk 13N1 LE3E Fond'Dk 	Iridali) 	untuk 
nemasang APHT. 

W. 	N a tn a 	WASIATI }3ASOEKI SH, tJrnur 61 thun , Lahi.r 
di Bandung, 27 Agustus 143, Agama 
Islam, Pekenjaan Notaris, Tenpat Tinggal 
BLtmL Kemanggisan 111/B B Rt. .005/001 
Palrnerah Jakrta E(arat. 

Mer orangkai' 

- 	Saksi inenje1askan adalah sc-laku Notaris di Jakarta 
cJari PPAT di Jakarta ELr-at yang berlamat di 31. Lapangan 
}3ola No. 5 Kebon Jeruk Jakarta Bar&tt yang tuçjas 'sehari 
haninya adalah Mimbuat Akta ALithen tik . 

- 	Sakci menjelaskian baha. salah satu Akta Aufhentik 
yang saksi keivarkana daiah berupa Akta Fem•brin Hk° 
Tanggungan 	dimana persyaratan yang harus.di 1engkpi' 
ur) tuk dibuatkar Akta Fmmherian hak Tanggunn.an C API-IT 
aclniah ber'upa Burat Kuasa Mc'mbehankan hak Tanggungan 
cian Foto Copy KTF F:en_irn,a  K:uask ser'ta Dokurnen 1 iinnya 

- 	Iksi nnjelaskan bahta tialarn hal penanda tangaian 
APHT kedua Iiah pihak ar-us hadi r dihaclapan Not,aris 

- 	Saksi menjelaskan baha selama menjabat selaku 
Notaris pernah mner1:itkan APHT No. 49/203 tanggal 19 
rnai'et 2(2)03 dimana s a k s i menerbi tkan APHT tersebut 
a d a 1 a h da 1 aIT rangka pencj ,ik.atan Un tuk meni ami 	hutang 
&ei:itur kepacla krec:I I tur 

Sa('si nenj ml askan bahwa APHT Nomor 49 / 2003 tanggal 
:19 	maret 	tersebu t di bua I: un tuk mmng I ka t i amman 
bmr"upa (Ri7ti'U.ika h a k Mi. ilk Nornor 234/Sukabumi Utara 
. La ,. 	nam 	(01 Eh I 	I n 	H 	MN 	I JR 	ii nn 	n _ 1 . i 

	

I t\rIcJrJI r 	nrIy1.. adalah rc L 	.r Rp 1 	0 000 100 - 

Saksi mmnj elaskan bahta dal am hal :)enanda tanganan 
AFHT Nomor 49/2003 tanggal 19 Mar-mt 2003 tersebut 
pemi 'J. i k j am.i.na nti, cia k tur"u t had jr un tuk monai'ida tahgan 1 

)'''II 	 h..ti:unqan c:Imnqan pemi. I 1k ,j aflLi,narl 	tel ah 
mI(nbep' .1. kai' 	'tasa kepada MOCHANAD SUFED I 	SH sal akt. 
Kopa 'La Ball k }1N I LI3E 'ondok I ndah smsua I. c:I cng an Surat 
Kt.asa Plecnbebankan hak Taflqqurnan Nomor 21. tanggal 20 
I cb uar j. 	2 1jI6'5 	yang 	cii k. o ] ua r I UI 	C) 1 rI 	No t a r 3 

Drs . S0ESEN(3 SANTC'JSA SH 

/ Saksi ......... 
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- Saki mjélatkafl bahwa isi dari Sura' Kuasa 

Mrnbcbankan t6-- .Tanc3gungan Nornor 21 tangqal 20 Pebruari 
2003 adalah'i'ASRr Bin Haji MANSUR (Ir. VSR1) 	e1aku 

pc?mil3.k jurninan membri kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH 
(Fernimpin Bank BNI LBE Pondok INdah) untuk mernaancJ 

!-'kta Pemberian hak Tanqgungafl, seh.ingga dengan adanya 
SKIIHT Nornor 21 tangg1 20 Pebruari 203 trsebut. pada 
saM: ienarida trganari APHT perni1ik jaminan tidak perl.u. 
hdLr Urituic monandA tangonai APHT tcDrs'but. 

Juqa rnwlJ0laSkafl bahwa s1ainà mniabt. 
selaku Notaris dan PPAT juga pernah rnenerbitkafl Akta 
Pemberian Hak Tangçungan (APHT) No. 18f2003'taiigQal 29 

Januari 2003. 	 . 	. 

- 	Saksi nenje1askan bahtia APHT Nornor 18/2103 t.ngga1 

29 januari 20032 tersebut dibut untuk mengikat 
jaminan berupa .tanah dan bangunan yang ter1tak di 
Mancjga Besar IV/1 Taman Sari. Jak.artzk Etarat 'sesuai 

dengan Sertifika. Hak Milik Nomor 11/Tamansari atas 

narna LIM HENDY PUTRA Wh1AYA, Sertifikat hak Mi'li.k Nornor 
1027/Tamansari atas narna LIM HENDY PRA NIJAVA.. yang UT  
terletak di Mangga Besar IY/1 Tamansari .Jakarta Barat 
dan Sertifikat HAk Milik '4omor 126 atas tanah. yang 
tr1takd i Ji Mangga Besar IV/1 Tamansari Jakarta 
Etarat atas narn LIM HENDY PUTRANI3AYA. 

- 	Sakti menielaskan bahwa nilai pertanggLngafl ketiga 
Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sebesar 

- 	Saksi tnenj .:iakan bahwa dalarn hal perand3 tncjanafl 
APHT tersbei.ti. yang tnenanda tangan i ada 1 aI 	MOCHAMAD 

SUPEDI 	SH ( peinimpin Bank SNI LBE Pondok 	Indah) 

bertindak atas naina dirt send in (Bank SNI LBE Pondok 
In(lah) atai.t c,elaku F:enerima Kuasa her'dasarkan, Surat 
Kuca Membebankan hak Tanqcjuncjafl I'Iornor :3i/2102 tngga 1 
30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris: Drs. 
SOE(3EN(3 SANTOI3A SH. 

N a in a 	SUMPiRNI F3OER SI-I Urnur 4 th. Lahir di 
Jakarta 7 I'Iope'nber 193 , 	Agarna. 	15 1 am 

Fek'ri aari 	Notari.s , rOrrpA'L 	I .incjca1 	J 1 
Cincre Raya No.. 77 t:;i.':i-  L.UI10 r)ipok 

Iiii rartij c.r 

- 	Sak si nenj ci askart ac:Ia 1 ah se i. aku Notar is clan FF'AT 

ci .i 	Depok sej ak tahun .1999 dan bOrI'.'.an tor c 1 3 1 . 	C inc r'c 

r'aya Sink M I\Iri . 77 Limo Depek 

iks :1 cn::rJ ci as kart I:ahta bena r pernah 	inenge it_ta rk an 

APHT No.. 77/2002 tertangcjai 6 September 2.002 dimana 
yang datang un tuk inenanda t.artrjan i APHT te rschut ada 1ah 
MOCHftMPtt> BUF'ED I SN se 1 aku Pm.i ripin Bait k SN I LBE Fort dok 
I rid ah yang bcr't.indak Un tuk atas iiama dir i send iri a. au 
scbacja I pci•tcritna Sur's t Kuasa SOSLIS i dengan SKMI-IT Nornor 

:I55/2002 t.ai'iggai 	30 Ati'.tstuS 2002 	fang d ibt.ta L ol eh 

No tarts Ny. '(AT I KUSNOV I AT I HERMEN 511 

/ Saksi ....... 
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- 	Saksi rnenJ1askafl bahwa isi dar.i Akta Fiiibrian 

Hak Tanggunan Nomor 77/2002 tertanggal 6 Sptembr 
2002 tersebüt adalah pembebanart Hak TnggLtngar1 yn 

dilakukan o1ch Bank ENI Pondok Indah (MOCHAMAD SUPEDI 
SH) tcrhadap tarah dan banquriarl yang ten1tak di 
PangIa.1 an Jati Kecamatan Saangan Depok sesua.i dengan 

3HM Nomor 1068/Pangkalafl jati dn crtifikat hak Milik 

Nomor 	2/Pngka1r 3ati atas nama MUDA. ANTARTIKAWAN 

dngan nilai tanç4guflçjafl sebsar Rp.500.000  

ShuT SISWANTO, SH, Lirnur Si. tahun Lahir 

di. 	S€mar'ang 5 marct 1953, Aqama Is 1 am, 
Fkeri aan Notaric5/PFAT Tmpat 
Tinggal 31 MIrah E)1irna 11/6 Rt. 003/04 
K1 . Sumur Batu <cc. Kcmayoran Jakarta 
Fusat. 

Mcnerancikan 

- 	Saksi mcnjclaskan hahwt selaku Notaris dan PPAT di 
Kota Depok sciak tahun 1997 yang .saat mi berkantor di 
31. Jat,i. I No. 1. Kocamatan Limo Dcpok dcnqan tugas 
pokok adalah cnmhuat Akta Tanah. 

* Saksi mcnjeleaskan baha bcnctr solama mcnjabat 
;cIaku Notanidan PPAT di Dcpok pernah mcncj*?lUark.ar 
Ak.k:a Fmbir% Hak Tangcjunclan (AFHT) Nornor 12/2003 

tancjgal 	,t 2003 dimana pada saat pnanda tanganan. 
PFHT tersebi.t yang hadir dihadapan saksi adalah 
MOCHAMA!) SUFEDI SH ynq bcrt.indak so 1 aku Ponrima Kuasa 

dan 	Fcrnilik Jamir,an yaitu HNDI LIJB1S berdasarkafl 
Surat I(uasa. Mcmhahankafl Hak T nqqurçan Nomor 20 tangqa 1 
20 Pebruari 2003 yang dibuat oloh [Iotanis Drs. SOESENO 
S(NTOSA SH da i MOCHAM;'4I) SUFED ] SH sc 1 aku Pom.impi.n Bank 
IE'.lI LEIE -r)nc(ji riah 

* 	Srkj monj elaskan baha isi dar i (PHT Nomor 20 
tanqga I 20 Pabruar:L 2003 tersobut ada lah pombbanan hak 
tangcjunrjan yanq ciii akukan MOCHPMD SUPEDI , SH se 1 aku 
Pomimpin Bank BNI LBE Fondok Indah t.arhadap tanah dan 
banqunan rumah tinqçjai dan sogala sosuatu baik yang 
sokarang atau d .ikomud ian hari ada d ia Las 'canah tcn5chut 
rncflUrLtt hukum yang bmrl aku di pandancj scbaqai. bonda 
totap ml 1. .i k PmnJ amin uii tuk nonJ am in Hu tang Dbi Lu ry 
d idasarkan atar Surat Kuasa Membebailkan Hak Tanqgunqafl 
sKrIHT ) Nomor 20 tancjga 1 20 Pebruani 2003 yang.. d ibuat 

di. hadapar Notanis Drs SOEGENG SNTOSA SH. 

Saks I 	mci j ci ask an bahwa 	F:HT 	Ncmor 	12/2003 

tercebut dihuat untuk mengikat •j amman borupa bangLnan 
rumah t:i.nagai besorta 	 • bcrikLtt 

5eçja1 a apa yancj sekarang tel ah ada clikemucjiafl hari.  akan 

ada 	ditanam , di tempatkan dan ci Id Irikan d iatas tanah 
tersebL.(t yang karena si.fat cjuna peruntukannya atau 
menurut undang-undanc dlanggap sobagai benda tetap 
ter).etak d.i.prc:'pinsi Jaia Barat Kociya Depok Kecamatan 
Limo Kolurahan Panqkaian Jati Baru 	 dengan 

Sertif jkat. hak Mi! 1k Nomor 0463/Fangka1an Jat.i SarLt 

tordaf tar atas nama HN1) LUB IS. 

Eaksi. menjelaskan bahta nilal pertaflgguncanfly 

ada I ah 	bosr' I-(p 2 100.000 000 . -- 

/ Solain 
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- 	Bc1iri claripAda iL% imakini jugs prrih murrnbuat APHT 

Nomor 05/1003 tE1mcgal 210 Januri. 2003 thin pada taat 

periand 	tanganan APHT trsbut yang hadir dihadapan 
cn1kU ci1h hanyTA MDCHAM6D SLJPDI Bk hrtinc3 	ci1kU 

Ptnimin Bank BNI LBE Pondok Indah inaUpun bertthdak 
selaku Pen -riina Kuasa dari pernilik Janiinan yaitu saksi 
Ny. MARYATI bordasarkafl Sural: Kuaia Mmbeb:4nkafl Hik 
Tangcjungan Nomor 22 tanggal 23 Desember 22 yang 
dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSt\ SH. 

- 	Satksi menjelaskan haha isi dari API-fl' Nomor 05/ 
2003 tançjgàl 20 Januani 2003 tersebut adalah pembebanan 
hak tanggi.ingan yang dilakukan cdeh MOCHAMAD SUPEDI 	SH 

solaku Po;nimp.tn Bank BNI LBE Pondok Indah .tcrhadap 
tanah dan barcjt.tnan rumah t.ngga1 dan segala sesuatu 
ba.i.k yang sokarang atau d.kefnud1an hari a d a diatas 
tnah tersetut yang menurut tujuan dan perufltLi.kanflYa 
atau rnent.trut hukwn yang benlaku dipandancj sebagai berda 
tet.ap milik Peniarnin untuk meniaminkari ILtang debitur 
yang herdasarkan SKMHT Nomor 22 tanggal 23 Desember.  
2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOE(dENG SANTOSA 

- 	Bahwa APHT Nomor 05/2003 tersebut ii.buat untLik 
rnencjikat berupa bangunan rumah tinggai boserta tur'utan 
turutanya, ber'.ikut segala apa yang sekararig t.elah ada 
d.ikomudiafl hari akan ditaram, ditompatkan dan didirikari 
U. atas 	tariah 	torsehut yang kar'ena 	sifat 	quna 
peruntukannya dan atau monurut jr)(Jarig-unditrig dianggap 
sobagai benrJa t.otap terietak di Fropinsi Jata Eia rat 
Kadya Depok Kecacnatan Limo Kelurahan -angka lan Jati. 
sesuai denqan Sortifikat Hak liii ik Nomor 259/Fanqkalar 

Jati 	thrdaf tar 	atas 	nama 	l'IARYATI , 	dan 	n.i 1 ai 

pertanqqi..(nqarflya ada]. ah 	besar Rp 1 	.000. 000.- 

N a ni a 

	

	VAT I KuBNOv I AT I HERMEN , SH, UmLU-  $5 
tahun Lahi. r cii Karai'ianq 12 NopEmber 
;L948 , Aqarna Islam, Fokeri a a n Notaris/ 
PPAT Tempat Ti.ngcjal 31 . Fembanqunari No. 
17 Bin taro Fesanggrahri Jakarta Sd atan 

aka 	menj elask an bahlJa so ikLk Notanis U an FFAT 
soj aktahun :1998 da........ t .ini. 	Ui 3 J, . 	S_i 1 tan 

I skandar . 'lucia F-31. 3 akarta. Se 1 atan cienij&in t.ugas pokok-
membua 1: Ak ta Au t hon ti K 

- 	Saksi meni oi askan . bahia c;' lana meni ab'at . so 1 aku 
Notar- is dan PPA porriah TiOnqO ivakan . APHT. Nomor 04/2003 
tanggal B Januari 2003 dan pada saat porianda tariganafl 
AF'HT torsebut y.ncj rnenghadap dihadapan Saksi adal ab 
MOLI4AMA!) 	UF D 1 	,H 

 
yang 	bnr t inddV. SC-Ilak.U. r one rirna 

Kuasa dk-3. 	ni 1 .ik .1 aminan yai ti,i Nona EEL_LA YUN I 
SAPUTRA - borclasarkan Surat KLIasa 	Membebankan 	hak 

Tanggungan Noinor 11 t:angga 1 23 Desdmber 2002 yang 

d.ibuat 	di.hadalDan Notanis Seks.i sendi.ri. dai 	j uqa 

bertindak sohaqai Pomimpin Sank SNI LBE Pondok Indan. 

/ Saksi ....... 
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Saksi fnnje1askan bahwa ii dari APHT )'Jomc,r 04/ 
2003 tanggal 08 Januari. 2003 thrsbut adalah pembebanan 
hak tanggungan yang dilakukan o1h MOCWMAD SUPEDI , SH 
s1aku PEmimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap 
tanah dan banuian rurnah tinggal dan segala seuatu 
baik yan 	kai'ang atau dikernudian han i ada diatas 
tanah tarsiüt yang nenurut tujuan dan peruntukannya 
atau menurut hukuni yang berlaku dipaiidang sebagai benda 
tetap nJ1 ik Penj arnin un tuk meni aininkar hutang ciebi tur 
yang berdasarkan SKMHT Nomor ii. tangtjal 23 Desember 
2002 yang dihuat dihadapan Notani3 Drs. YATI KUSNOVIATY 
HERFIEN SH. 

- 	Bahwa APHT Nomor 04/2003 TANGGAL B Januari 2002 
tersebut dibuat un tuk rnençjikat herupa banqunan r-umah 
tinggal t)eserta turutan turutanya benikut segala apa 
yang sekarc.nq telah ada dikernudian har.i akan ditanarn, 
ditecnatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang 
karena sifat, quna peruntukannya dan atau menurut 
undang-unciancj dianggap sebagai benda tetap terletak di. 
Propini DKI Jakarta Kcta Jakarta Selatan, Kecarnatan 
Jaqakarsa Kelurahan Taniung Barat J 1. Teratai XI Blok 
L. 	1-Persil Nomor 4 seuai dengan Sertifikat Hak cSuna 	I 
Bancjunan Nomor .119/Taniung Barat terdaf tar atas nama. 
BELA YLJNI SAPUTRA, dan nilai prtangLJunqannya adalah 
sebesar Rp.983..00.000. - 

* 	Selain danipada i.tu saksi.juga pernah men.cjeluarkan 
Surat Kusa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT.)• Nomor 
12/2002 tangcjal 23 Desember 2002, dimana, pada saat 
pembuatan SKMHT Nomor 12/2002 tir'sebut yang inenghadap 
dihadapan saksi adalah saksi A}3DUS SOMAD selaku Fembc2rt. 
kUasa dan tuan MOCI-hMAD SUPED I SI-I so 1 aku Penonima. Kuasa 
dari kantor Fu Sr, t Layanan Sisni.s R i t e 1 (LBE) Popdok 
Indah PT. Sank Neqara Indonesia PerserO Tbk. 

-. 	Baksi marj a iasIa h baha isi dan i SKMHT. Nomor 
12/2002 tangqa 1 23 Somber 2002 torsc?but 	'ada 1 ah 
Pemimpin Sank SNI LBE Pondok Indh PT . SNI dibeni kuasa 
un tuk moñj all in kn P  e ). unasari u t a n g FT . GR I YA 	I Ni I 
BANGUNAN . 

- 	Saks.i menj iakan haha yang menqajukan knedit 
adai ali PT. SRI YA I NIT I BAN3urIAN clan agur wknnya tanah dan 
[Dangunan rumal.....inqqai boser- ta turutannya yang ten 1 etak 
di. 	1"':c1ltraIiArl lt.lIaI:i.'m.i_ E).t:aii K v2 1:3 c) ri 	Jrt.ik C.:i 	Jakarta. 
F'i., 	1i./( 	c:Ii' 	ri.iai. 	t.arlcJcJ'..t)c;r)r'l/\ 	acI.aih 	si'[:)esr 

Olain juqa menjelaskan bahwa pern&' egeluarkan 
Sura. t Kt_sa or beban k an Flak 1 anqqungarc ( SkMHT ) Namer 
11/2002 tanqqal 23 Deseml:>or 2002, dimana pada saat 
i:ernbuatan SKMHr Nomcr 1.1/2002 trarsebut yang menrjhadap 
d i hadapan saks.i. aclalah saks,i DELI.A YUN I S(F1JTRA se 1 aku 
Pombeni Ki.rasa dan t u a n NIOCHAMAD SUPEL) 1 SI-I. ac 1 aku 
Pner :1 ma 	Kuasr cla'rr .i k a('I tar Fusa 'I: Layanan R'dsnis Fj 1:1 
LBE) Fondok Indah PT . Bank Noqara I ndoriLsia Per'aerc 

111k 

Saktsi. 	mciii ci askan 	baI'rria 	isi. 	dari 	SKMHT Nomur 
1 1,'2002 tangcial . 23 D• 	mher 2002 tercbut 	adalah 
Pomimp in I3ii SN i: LBE Foi'idok 31 rrc:Iah PT.. SN I di be ri kuasa 
ur, tuk menj amiiikan p 1 unasan utang PT. . SR I YA 	I Ni I 
13A\IGUNAN. 

/ saksi ........ 
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* 	aksi menjElaskan bahwa yang inengaiukar. kredit 
adalah PT. GRIYi TNT! SANGUNAN dan aqunannya tanah dan 
bangunan rwnah tinga1 beserta turutannya yang terletak 
di Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan 
31. Tera€ai XI Blak .L 1 Persil No. 4 dimana. nilai 
percanggL.ngannya adalah sebesar Rp.983.300.000. 

aa. 	N a in a 	SIJPIAH NUREsETI , SH, Umur 59 't:ahun, 
].ahir di Bogor 6 Februeri 1165,. 
Fekerjaari Notaris dan FP(T, (-çjma Is1arn 
Tetnpat tingcjal Ji • Durian Ray.t No. e Ft. 
001/05 Kelurahan £ ranang 5iang Soçjor

. 

 

t :i 1TUr . 

: 

- 	Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris dan FPAT di 
Bogor sejak thun 1905 dan saat .ini berkaritor di 31. 
Durian raya No. 12 Niok I Perumnas Bantar Kemarig Bogor 
dengan tugas pokok membuat, Akta Puthentik. 

- 	Saksi menjelaskan bahwa selarna, menjahat selaku 
Notaris dan PPAT pernah rnençjeluarkan (PHT Nornor 3/2003 
tanggal 22 Januari 2003 dan pada saat penanda. tanganan 
APHT tersebut yang rnenghadap dihadapan Saksi adalah 
MOCHM(D SUFEDI., SH yang berti.ndak selaku Penerima 
Kttasa dari pernilik Jaminari yaitu SETIiWAN. MOELJOTO 
berdasarkan Surat Kuasa Mernbcbankan hak Tanggunqan 
Nornor 23 taniigal 23 Desenber 2002 yang dibuat d.ihadapan 
Notaris Drs. SOESENO SANTOSA SH dan juga bertindak 

r rn i nO.1 n Bank. Er It LE'r F ondnl I ndah 

Saks.i rnijiask n a 	bahwa .is.i dan AFHT Nornor 3/ 
200::; tanqçja]. 22 Januari 2003 torsthu t Zkdallh pmhebanan 
hak tangcjunqan yang dilakukan oieh MOCHMD SUF'EDI 	SH 
.;o laku P?Inimp.i.h Bank BNI LBE PoncicDk Indah trhadap 
tanah dan banqunan rurnah tinqçjai dan sea1a 	esuatu 
balk yang 	rkarançJ atau d ikinud.ian hari ada d iatas 
tanah tcrsc.but yang menurut tuj uan dan prun tukannya 
atau mnur'ut huki.iin yang br1aku dipandang sbagai benda 
tot.ap rn:i 11k Pnj am.in  untuk rnonJ am.i.nkan hui:ang debi tur 
yang brdasark an SKMF....I Nomor 23 tancjga 1 23 Dernbe r 
0ti2 yang ci .ibuat cI,ihadapan Notaris; Drs . Drs . SOEGENG 

S('lTOS SiI 

Baha AFHT NCHBOr 3/2003 rnNiGc3(L_ 22 3 anuar.i. 2002 
t?rscbut ci ibuat un tuk rncnqi.kat bcrupa bangunan rurnah 
t:Lnqcjai bcsort.a turutan turutanya , berikut segala apa 
yang sokanang teiah ada di kornudian hari kl,:. Zkn di tanarn, 
di tompatkan den didir.ikan c:Iiatas tanah tersebLtt yang 
karona siat 	cjuna p e r u n tukannya dan ata.t monurut 
undang--uidarg ciiancicjap sebaçjai bonda tetap tenletak di 
Fr-cipinisi.. Jaa }3arat i(ota Bogor , K+arnatan Bc'gor Tirnur 

1 urahan Toga 1 oga ( l3arananqsi.anq ) terdal tar ata 	nama 
SETTWNI MOEL30I0, dan nilai pontanqqunqannya adalah 

ab. N 	 SE...... 	SH umur '12 tahuri 	L.ah:Lr di. 
Banduncj 19 I)c enbar 1962,   (qaina Kriten 
Fokoni aan Notarc/FF-(V1 	ismpal: Tinqgal 
3 1 	Kb 	Za ma 1. ;r i f iri Ktimp 'i e k 	Katapar9 
Indah 13lok B-I /17 Jakarta Earat 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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- 	SaktU mrije1a;kan bahwa benar se1aku Notaris dan 
PP(T dan saat mi br-kantor di 31. Kornp1k Katapan 
Indah Blok B-I No. 7 31. Kh. Zainal (rif in Jakarta 
Barat yang tugas pokoknya adalah membuat (kta 
Authentik. 

- 	Saksi menjci1askan bahwa selama mnjabat sBlaku 
Notaris dan EPAT pernah meng1uarkan APHI Nomor 09/2003 
tancjgal 10 Januari 2003 dan pada saat prada tangana 

(FHT 	cbut yni riijhuiap dihdipar 9 ak1 	d1ah 
MOCHAMAD SUFEDI 	SH yang bertiridak s1ku Fenrima 
KLta 	dart 	pemi 11k J afninan 	y cA itt.( 	ABDU 	SOMAD 

beriJs&rkan En.trt Kuat Minbtbankin 
12 	 ? 	 2Ø 	 ' 

\Ic,tr1 z 	Ny. 	(/VU 	KLJSNOVI(TY HFMEN SH citn 	.j i.ga. 

btrtindak sebagai Pmimpin Dank E:NI LE3E Pondok Indih. 

- 	Seksi menjejasKan 0 IF, n o 	S.. 
200 tanggal 10 Januari 2003 tersebut adalah pembebanan 
hak tancjguncjan yang dilakukan oloh MOCHAMPiD SUFEDI 	SH 
salaku Pemimpin Dank 13N1 LDE Pondok Indh terhadap 
tanah dan bangunan rumah tingqal dan s e g a ) a sesuatu 
balk yang sokarang atau dikemud ian ha.i ada diatas 
tanah terebut yang menurut tuj uan dan peruritukannya 
atau monurut: hukumyang berlaku dipandang 	bagai benda 
Lotap ml 11k Ponj arnin untuk monj aininkan hutarq debi. tur 
da 1 am hal in I PT . BFI YA I Nil BANSUN(-'N yang brdasark an 
SKMHT Nomor 1.2 tangqai 23 Dosember 2002 yang dibuat 
di h idapan Noi_i i.-  Drs. YAT) 	IJSNOVIATY HERVIDI 

-- 	13ah'ja AF:HT  Ilomor 9/2003 tancjcjai ic 	Januari 2002 
torsobut dihuat untuk monqikat berupa haniunan sesual 
donqan 	Sertif ikat Hak Mi 11k Nomor 	00734/Sukabumi 
So 1 atan atas ina ABDUS SOMAD yang tone tak di Rt. 
((1j./03 Sukabumi Solatan Kcbon JerLik. Jakarta Barat atas 
riama ASDUS SOMAD, dimana iii 1 ai portanggunaannya ada 1 ih 
ehesar Rp.2.016.700.000.- 

- 	Sakot JLILIa menjolaskan bahwa isi dAr- i EKMHT Nomor 
12 tangqal 12 Desembor 2002 baha pemilik jaminan dalam 
hal iñi H. ABDUS SOMAD mombonikan kuasa kepada MOCHAMAD 
BUFEDI SH so1sku F'cmimpir' B..c-k SNI LEE Poridok 	Indah 
untuk ma asano Ak ta F'ombonian 	lk Taig_u;gn 

ac . 	N 	ir a 	IRWAIl . S(:NTDSA 	 'Z1 	, 	Lahir 
di 	:;aI:.-t.a , 	:12 	Ok tobot- 	1942, 	Agama 
Islam 	Poker- i aan Notaris/PPAT 	Tempat 
Ti 1.) g ga i 	:i 1. . 	Sanc.1ar,ia Tongah 	I /20 	Rt 
12)04/00:1. 	I<rama t 1-s  i 	I<: b . 	Daru 	Jakarta 

I1riatarirj kn 

Saks:i. man jel askan balmia bonar so 1 aku Notaris dan 
F Al 	da 	 in i L)ve-kari -tor di 	Jl 	pemuda N 

JaIarta i Ltr yang tucjs pokoknya ada lah mombuat Akta 
Authontik •- 

/ Saksi ......... 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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-. 	Sak..i •rnenjclaskar, bahwa slarna fnnjaba€ SelakLt 
Notaris dan PPT prnah mnqivarIan APHT Nomor 13/2003 ttnggt1 17 Pbrurj, 2003 dn .pad 	at p2rlanda tancjan 
PHT tcrsbL(t yang rnt'inghadap dihadapar Saki adalah 

MOCHAMAD SUFErI. SH yang bertindak selaku Penerima 
Kuasa dan pemilik iaininan yaitu BUDIANTO 
berdasarkan Surat Kuasa Membebankan hak Tangungar) 
Nornor 15 tanggaj. 31 Januani 2003 yang dibuat dihadapan 
Notanis Drs. SOEGEN6 SANTOSA SH dan Juga bertindak 
sbagi Pmimp1ri 9ank BNI L?E Pondok Indah. 

- 	ihpi Nocnor 13/2003 tariggal 17 Pebruarj 2003 
tersebLit dihuat untuk menqikat Jarninan berupa Sen tif i-
kat HakiiUk Nornor 2255/Kelapa Dua Wetan atas tanah 
dan hancjunan ang terietak di Perumahar) Kavling FTB Blok 
£3-Il Rt. 001/005 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur 
atas narna BUDIANTO dan Sertir.i.kat Nornor 531/K1 apa DUa 
Wetan atas tanah dan banqunn yang terletak di Kavling 
PTB Blok B-Il Rt. 001/005 Kelapa Dua t'Jetan Ciracas 
Jakarta Tin.ur atas narna }3UDIANTQ, dirnana nilaj 
pertanggunQar)rlya adalah sebesa,- Rp. 2. 500.000.000.- 
- 	

Saksi Juga menjelaskan bahwa isi dar- i .SKMHT Nornor 
1.5 tangqai 31 Januanj 2003 bahwa pernilik jain'inati dalarn 
hal mi BUDIANTO mernberjkan kuasa kepada MOCHAMAD 
SUFEDI SH selaku Pernimpmn Bank BNI LBE Pondok. Indah 
untuk lnernasancj (.kta Peniherian hak Tanqçjunqan 

- 	Saksi ineinjolaskan .bahwa dalarn penanda tanganan 
AHPT Nornor 1.3/2003 tariqca1 17 Februarj 2003 tersebut pemi ilk jarninan dalain hal mi r1UDIANro t i d a k. hadir untuk menanda tanqanaj AFHT tersebut sehuhuncjan dengan EUJD IANTO ( pemi 1 .i k J aminaj-i ) tel ah ineinbut SKMHT Namer- 15 
tangga 1 31 Januari 2003. 

ad . N a m a 	1 VON B. S I NYAL SE), umur 57 tahun 	Lahi r di 	CI. lacap 19 3anua -i. 1947, 	Aci 
Knjstn , F'ekerjaan Not iit r i.s/F'F'T, 	Tempat 

nqqal Ji 8L1at Mkasa E-9/5 Rt. 
0O5/l).i;' 	 uimur 

I'lcnerarqkan 

- 	Saks.j tnrij elaskan bahta benar eel aku Ntanis di Jakarta 	 dan dan PPAT di Jakarta 1.trnur-, dirnana 
saat i.n:i br- kantor di Taman Cipinanq No. 9 Cipinang 
Jakarta Ti. mu ryanq tugas pakoknya <adal ah (r'rnbuat Ak ta Aut:hen ti k 

- 	SaI'sj m(?j el askari ba)m,a eel ama snj abat Se 1 aku Notar-.j.s 	dan 	FEAT 	:r-nah men nel .iar)•.an 	AF'HT 	Namer 
9/j3uT1:)Lt Apt..is/2002 tancjqai 9 bepts'simtjer 20(12 dan 	da t 	- aiicja tnqanan AF'HT 1:c eabu 1: y anq mencj h a d a p c..1.ihaciapart (3aki;i. adaiah Emt_JDI HPRTADI 	yarcj 	i:>ert indak e 1 aku 	pemn.i J. .i. I' 	jamirian dan MoCIIrMi) 	SUPI i) i 	si 	yanq artincIJ 	ebacjai. Pemimpin Bank EmNI LBE. Fondok Indah 

Saksi mmmi m ].as ken baha 1.31 dar- i AF'HT çjc -  ::;99/ 
2002 tanqqai 9 September 2002 tersebut adalah 
menq .i.ka t jam man beii.mpa Bar-  t ii .i ket ha k Gun a Emamiqunan 
Namer 1.88 terdaftar atas nan BOEDI HARTADI atas tanch 
yanq 	teri ate): 	di 	Km lur-ahan 	!3a71IDu Apus 	F'a.a;am- Rbo Ci. payunq Jakai' - ta Tirnur-  eel uce tanah 587 M--2 bmirikut 

qa 1 a sesue tu/ang ada 	 ' di. a taenya bet k ya 	ada meupun 
yang akeri ada menurut t..ndanrJ-- undeJ-)c 	depat dinyataken 
Jenie tetep kepada Bank EmNI LBE Fondok Indah ( porsaro) 
1bk 	atas del::>i t.:ur CV SI NAR SURYA SELIJLAR be'ciaserken 
F' 	..j a n j .ii 	Kr 	it 	Nonor-  2002/ F' I E/E44 	dar 	Honor 
20/PIE/165 1::enqcjai 9 Saptend:er 2002, dinana n. 1 ci 
penq 1. ketann ye ada iah sml:mea r Rp . 1 500 . 000 . 000 . - 

/ 	a e . L. UC: Y ........ 
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a. N a in a 	LUCKY cSTUTI ICHWN, SH. (Jinur :38 tahun. 
Lahir di Jakart:a 15 Dsembpr 1966, Agama 
Islam, Pkrjaar) Notaris dan PPcIT, 
tcempat tinggai Ji. fielati Nomor 38 
Arnpera Raya Rt. 004/002 Cilandak Timur 
Pasar Ilinggu Jakarta 3e1aan. 

Mnrarigkai, 

Saksj rnenj1askar, bahwa slaku Notaris dan PFT 
ciiwi.layah Kota Depok scjak yang saat .i.ni bcrkantot- di 

PLIkO Doprk Maharaja 9lok -1 No. 5 Ji . Raya 
wanqafl Dipok dan tugas pokok inmbuat tkta AUthentik. 

- 	Saksj 	 le. 	baha s1ama mnj abat selaku 
1\1 a ta r is dan PFAT pornah rn09c?1Lta,-kar) Akta Jual Bel i 
atas tanah dan bangunar) Nomor 27/2003 tanggal 19 
Pc?bruarj 2003. 

- 	Saksj mnjelaskan hahwa yang men.jadi obyk Jual 
h1i tersehut: adalah tanah dan bangunan yang terletak 
di Pt. 002/002 Kelurahan pngkalan Jati Baru Kcamtan 
Limo Depok seuai dengan Sertirikat Hak Milik Nomor 
43/Pangkalan 	i ati Elar.0 dencjan Surat UkLIr 	Nomor 148/PKL.JT.J3ARU/2001 tanggal 16 Pebruari. 2001 selua 
tanah 1031 ti-2 terdaf tar atas nama Ny. guI R1HYU 
tJI KOEEiROTQ stuai denqan Sertifikat Hak Mi 1 ik Nomor 
463/Pangkalan Jati Baru. 

- 	Sak,j menj elaskan baha tkta Jual b1i Nomor 
27 /2003 tarigqi 18 Pebruarj 2003 d.ibuat unt:i.ik Juai bel i 
atau peralihak hak atas t.anah yang teriatak di Pt 

i 	 ang ka lan Jati Baru Kecama tan i_imo Depok 	SESLIa! rienqan S'rt!f k i at Hak 	Mi ilk 	Nomor 153/Pariqka ].an 	j at:i. Baru dc2nqan Sur-at Ukur 	Nomor :!.'iEi/pK:L. LI. EFIj,'200j 	tançjcjai 16 Fh 	ri 	2001 	seluas tanah 1031 41-2 tor-cjaft- atas nama N>' . S I TI FHYU 
WI KOEEiROTO ci ar! 	. Si n I F:IAyU W I KDE:EiRoro kepada HNI) I 
L.USIS. 

- 	Sak; 1... fner,j.c.. 1 askan baha ii ). a i. j ua 1 be 1 .1. 	tersebu t ada iah seL- ?s3r Pp. 180 000.000.- clan cara pinbay-.nny 
adalah ciengan dibayar tuna.! sesuai dercjar - ketentu.n yang b•r"iaku. Dan ;el-jeium 	fTlQftlbUzAt (ikta ival Beli tersebu t 	sebe 1 urnnya 	tel ah 	ml aku k an 	rnq e keabsaiman Sett;ijka 	loner- 463/Fancmkl,',rm Jati 	m .0 ke DEli. 

N a ifl '\MARD I /N KARL I N I HUTñ6cmLUr4S S. Umriur-  4/ 
tabun Lahir di Jakarta ::, Febru.ar.i 19S 
qama Kristen , Fekerj aan Notaris dan 

PPT, tempat tingca 1 31 . M labar No. 12 
betiabudi Jakarta Selatan (31 . Saiak No. 
20 Setia Bud! Jakarta Se1atn 

i1mcrar) c.j car 

....Saks! menj elaskar iai4a e).aku Notaris di Jakarta 
dan 	PFT Jakari: a 1.1mw- yanq saat .ini bark-an tar di 3 1 Raya Fonmicmk K:c:p.i Biok F--I I N. 2 Jakarta Timur dan 
1:uqas poi:ok 	;akti selaku Notaris dan FP(T ada 1 ah memi:Duat Al, ta-akta Notaris dan (ikta-akL rnehgenai tanah. 

/ Saksi 
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Saki rnnja1askan bahwa s1affa m'njabat s1aku 
Notaris di Jakarta dan FPAT di Jakarta Tirnur prnah 
mnge1uarkan Akta Jual }31i atas tanAti dan bangunan 
Nomor 13/2003 tangqal 27 Mart 2003. 

- 	Saksi fnonjelaskan bahwa yang rnanj.adi obyk jual 
be].i thrsebut adalah tanah dan bangunan yang terletak 
di 31. Manunçjgal Raya No.. 1 B Rt. 	11/06 Cipinang 
Melayu Makasar Jakarta Timur seluas tanah 	2.841 M-2 
scsuai dnçjan Srtifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang 
Melayu. 

* Saksi mnj1askan bahwa Akta Jual b1i Nomor 
13/2003 tanqqal 27 Marti 2003 dibuat untuk Jual b1i 
at.as  tanah dan bangunan dari sdr. EDDY KURNIADI kepada 
cdr. HENDRA. 

- 	Saksi. monj9laskan bahwa nilai jual bc1i trsbut 
adalah sebe;ar Rp.665.400.00h- dan talah dibayar 
ltnas oleh pernbc1i sdangkan untuk car-a pmbayarannya 
saksi tidak rnoncjotahui karcna p.ada sat dibuatkan Akta 
Jua]. Beli sotelah saksi mrnanyakan cara pombayaran 
thlah 	dibayar lunas dan 5. aksi 	tidak 	menanyakan 
baqaimana car-a pembayarannya. 

- 	Saksi fnenJc?1askan bahwa pada saat prnanda tanqanan 
i'ikta Jual Ee1i Nornor 13/2003 thrsebut para pihak 
mengliadap kepada saksi, dan pada saat sebelUfri pcnanda 
tancjanan (kta Jual Beli tersebut saksi teiah melakukan 
Kperiqecek.an 	kaabsain Scr -tifikat Hak Mi 1 ik 	Nornor 
2J./Ci.i nang uaiayu tirsabut ke }3FFN 

N a in a 	Hj. 	BRI 	DENI • Jakarta. 1i 	i.2, 
Islam 	Fekerj a a n 11 a t a r i s dan 	ppT 
Tompat 	Tinqqal i 1 . K, - ti,k). ci air. 	I II /33 
Rt 00(3/01 é> Fond ok Fin a.rnq 	,K6b . 	Lama 
Jakarta Se1atai 

11'anorangicai 

saksi ada lah sal aku Niotaris dan PPAT di Enogor yang 
tucjas pokoknya adalah inanqaluarkan Akta AUthefltik .,  
di m a n a  sal ah satu (k ta Authen Uk yang di kci 1 arkan ada. 1 aH 
barupa Akta .:ftna 1.  

- 	}3ahna parsyaratan yang bar-us Uiiangkapi d-alarn 
pnntnuatan Akta Jua]. Bali adalah  bnrupa KTF, 
N:i. k ah apabi. 1 a suclah an i k ah ci ar-i p1 hak Fanj ua 1.. Set i f i- 
kat 	As1 .inya dan Pajak panj ual.an  dan pJak pamb.1 Ian 
sudah di lunasi sabalurn ditancla targariiny 	k ta .ua 1 
Bal I sc?danqk.an. dart p:i hak pamba 1 .t adalah foto copy KTF' 

- 	Eaha prosach..ir untuk ci ibuatkan (k te:n Jua 1 	bali 
ada 1. al-i 	pcn-nj ua :1 	dan 	i:nbo 1 .i_ 	Inri_ns 	had i r 	di hadaoar 
l\lci tar .i. a un t.uk man and a tang an .i. (k ta Jua 1 bell- terse but 
dan 	sabe 1 urn di tanda tar qan i Scnr ti f 1k at o.s 1 1 di. 1 akukan 
panqa cat an to 1kN 	tarn pat 

-- 	Saks i 	inen,j c 1 as tan 	bah,a 	bein ar 	at 1 a m a rnanj a b a t 
am 1 ku PPAT pa rnah ma nqa 3. oar tan Akta .1 ua 1 B.c 1 1 Nomor 
55/2002 tanqnal 20 Dasambar 2002 dan saksi. mongaluarkail 
(itta Jual bmi i. trsbaut adai ah cia lam rancjka paral ihan 
1-1a1,.-. 	al:aa kepmm.i 1 .i.kan tanah dari bancjunan ssaua.t dangan 
Sartifikat. Flak 'Iii it Namer 1273/ija 1 aqa 

j 	

/ 
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- 	Saksi menJelaskan bahwa ycvtuig rnrnjadi obyk atas 
jual h€l.i terbut adalah bcrupa tanah dan bangunan 
yang terletak di Desa Baranang siang Kecarnatan. Iogor 
Tiinur Boqor siesuai dengan SHM Nornor 1273/Tega1c-ga atas 
nama DEhI B(RNS DJIUN.. 

- Saksi nenjelaskari bahwa dalam hal jual beli 
terabc.it yang L,ert.jndak sølaku Pr1ju41 	iJal.ih L)ED 
}WNA5 D3IUN dan selaku Pemb1j aa1ah .SETIAjAN 
MOELJOTO, dri nila Jual belinya adalah Rp.153.007.000.- 

- 	Saksi mnjelaskan bahwa dalain penanda tancianan 
tkta Jual L:li Nctnr 35/2002 i:anggal 20 Desembbr 2002 
para pihak hadir untuk menanria tangani Akta tersebu't 

th 	N a m 	Dr 	COEGENG SSANTOSA SH, MIII  UmLU 60 th 
I.a.hir di Bojoneçjoro a 	utus 1944., 
Pekerjaan 	Notaris, 	Agarn 	Islam, 
Kearganegaraan 	Indonesia. 	Tmpat 

0 	

Tinqgal 31. H. Sairin No. 53 Rt.. 014/08 
Pondok Pinang Kebayorari Larna Jakai-ti 
Selatan. 	

0 	 0 

Mmorirkan 

- 	Saksi melleranqkan bahwa ben.ar- kenal dencjan SUPEDI 
SH dalarn rançjka hubungan korja dala,n pembuatan Akta 
Notaris, Ui.mana ckta yang saksi buat adalah Pkta . Surat 
Kuata Memboban kan Flak Tanqcjunqan 

Eenar I:)ahwa dalam hal ;aksj rnernbuat (kta Surat 
KLSa Membebankan Flak Tanqqunqan adalah atas 

a. 	E1:Dy KURN:(ADI kepada 11. SIJEEDI SH sel aku 
Femi.npin EN J: LEE Pandok. Indah 

b . 	NDRi 	SET): (DI 	 M SUPEDI SH sd I aku 
Pem.irnpin SNI LBE Fondok Indah. 

C:. 	BLiD]:NITo kepada M. S1JFEDI SH sciaku • Femimpin 
SN]: LSE Fondok Iridah. 

FIANiD I . L1J}3 ]: S 	kepada 	M . 	SUFEI) I 	SH 	sel aki_t 
Ftnj.rn1,ji EPlI t.E'.E: l-c)Ik:ic)iç IIciIkl' 

YAZ RI bin H. MANSYLJR kepada fri. SUFEDI SH 
eiaku Pern.i.mpjn SNI i_SE Fondok InW.h 

FIEN1DRA kepacla fri . SUFED I SF1 ss 1 aku FE mi mp in 
SN I i_SE Fondok I nda ii . 

q 	I i'i.iA Ni(-ricr;RiTjFI(Ii Fi(RAiicF k.çci e M . SLJFE1) I 	SF-I 
seiaku Fomi.mpin si:i: 1._BE 

h . 	SET IAWAI\i MOELJOTIJ kepa(:la fri . SUPEr) I SH se 1 ku 
Pomimp.in SNI LEEE Pondok Indah 

i. 	E1)Y 1)E.W I SET YOFJAT I SE kepada Ni . 	SLiFED I SH 
1L?iakE..I F- ciniEF'3r1 Ei'i] L..SIE Fc)iCjc)l In1z-i. 

j . 	11AR''AT I 	kei:>ada M. SIJFEDI SH se 1 ai:.0 	FErnimpirl 
SN I l...EEE Fondok I ndah 

k. 	i.1N1 HENDY PUTRA WIJAVA kepada M. SUPEDI SH 
EiaI:u Feini,inpiri EENI i_BE: F:ijricloi 	a Indh 

/ IR. 1.-i, Ci-lAFIIN ........ 
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1. 	ZR. H. CHARSIAN NWAR kpaci M. SUFEDI 	3H 
i1aku F€mirnpjn BNI L}3E Foncirik Indah. 

Bahwa Surat Kuasa M?!nbcbankan Hak Tanggungan 
(SKMHTj di.buat di BNI LBE Pondok Indah dan pada saat 
dibuatkan SK:MHI: d.ilenqkap.i dngan Sertifikal: tanah Asli 
yang akan dipasang Hak Tancjgungan 	KP atas . nama 
Pemil.ik di ScrtifIkat KTP Isthri atas oama F:ni1ik di 
Srtifjkat dan Kartu Keluarga. 

- 	Saksi rnonj1askan baha pada .aat per;anda tanganan 
SKMHT pemilik atas nama di Sertifikat turut hadir untuk 
rnonanda tananj SKMHT terwhut dan saksi rnenj ci àskan 
bahwaa sebelurnnya tidak kenal derigan para pemberi 
kUasa. 

Saksi. menjelaskan 	m; b€nar porrah mençje 1 uarkan 
Surat kotrangari ii mberital- ukai, kepada E:NI Fondok Indah 
teritang pongurusan Sertifikat Hak TariggUngan. 

ai . N a rr. a 	SOEKARDIMN, SH, Urnur 64 tahun , lah.ir  di 
Yogi akartatanggal 15 Juli 1940, 	\gama 
Islam. F:thkerjr. Notaris dan. F'FT, 
tempat tiunqqal Ji . Saah Liat (Suntor 
Jaya VI B) Blok H-3 Kel . Bunter Koc. 
Tanj unçj Pi-iok Jakarta Litar-a. 

Mcnerangkan 

- 	Baht.a benar saksj adaiah selaku Noatris dan FF'T 
di Jakarta yang saat .ini berkedudukan d.i Otista Raya 
No. 25 Jakarta T.imur sej ak 1992. 

Saksi rnenj eiaskar bati'ja kena 1 dongan BUD I PINTO 
sejak BLJDINTO akan melakukan penanda tanqanan Akta 
Jua 1 Sd i tanah dan banqunan pada tahun 2202 dan saksi 
tidak ada hubunqan ksivarcja denijanriya 

- 	Saksi menj e].askan baha sd ama menj abat se 1 akL 
Notar- i- di Jakarta nnwr pernah encjeluarkan (kta Jual 
Bell atas taih dan banqunan Nomor 71/2002 tanga 1 24 
Dasember 22 

fZRI 	Umur 	IL t a h u n Lahir di 
11: 	jIrta 	B Jul 1 	1963, 	!gama 	I 1 an, 

I-ekerj aan 	l(ar-ya,an , 	lernpat 	Ti ngga 1 
:J].. 13 e -djl.ar-j 	No. 26 ( Rt. 	005/01 	Kel 
Sukabumj, s :t atar Kebcjn Jeruk 	Jakarta 
Erarat, 

rIr, eran ci kan 

Saksi menj elaskan bahwa tidak. kana 1 dengan HrNDI 
LIJBIS dan saksi .i t.ta nenj elaskan ba bonar- mcmiii ki 
tanahd an banqunan yang ter-  1 stak. di. 3 1 . }3errJ I kat-i No. 
26 ii Ri:. ciO01/52yaq sekaranq diubah mcnj adi. Rt . 004/02 
Ke 1 Ltrahan Sukabumi litara Kebon Jeruk Jakarta Baratse- 
ua .1. den iarr Sertifikat Ha k Mi 1 1k Nomo r 254/Bu kabumi 

IJ t a r a 

Saki. renj el askan baha kena 1 clençjan HENDR'i sej ak 
sek I tar awal tahun 2003 dal am rang ka akan mominj .. n uang 
sel::>esar 	jp: 	

000.000.- I).irnana pada smat mcminj am Liang 
thrsehui': deru:ian Jami.nan tanahd an bangunan sesuai 
cienqan Bmrt.i P i kat Hak Mi. ii. k Nomor 254/Sukabuni Utara 
tersebut 
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Sak.i rnerij€1askan bahwa tidak prriah rnrnbr.jkan 
Kuasa kepacia tersanQka 11OCH(Mfir) SUPEDI SH untuk menanda 
tançjani (kta Peinberiari Hak lAriçjjuncjan dertgari Surat 
Kuasa tiembehankan hak Tançjçjuncjan Nornor 21 tertanggal 20 
Pebruari 2003 yanq dihuat dihadapan Ntaris Drs. 
SOEGENI3 SANTOSA SH. 

ak. N a in a 	JAPTO DARSONO, 	Urnur 64 tH, 1.ahir di 
Kdiri, 26 April 1940, Aarna Islam, 
Pekerjaan Purn. TNI-AD, Ic?mpat Tincjgal 
Kompi ek Hat,karn 6.4 Pt. 006/06 Fondok 
Labu Cilandak Jakarta Selatan. 

Menerariq kari 

- 	Saksi rnenjelaskari bahwa tidak pernah bekeria di 
PT. ALAII MAKNUR CATUR SANTOS scplak.0 Kømiiar-js dan zakoi 
juçja tidak kerial dengan HANOI LUBIS s1aku Direktur P1. 
ALAN MAKMUR CATUR SANTOSA dan Ir. YAZRI selaku 
Komisar.js di PT. ALAN NAKIIUR CATUR SANTOSA. 

- 	Saksi snnjtlaskan bahva tidak periiàh mnghadap ke 
kantor Notaris ATRINO LESWARA SH un tuk mrrnbuat Ak t 
Fndjrjari Fruahaar, PT. ALAN MAKNUR c:rup SIANTOS(14  

ari 2000 yang dihuat dihadapan Nornor 94 tanc.icjal S Janu  
Notaris ATRINO LESNARA. 

- 	Saks .i mrj t 1 askari baha benar :nemi 1 ik I tariah dan 
banqunan yanq tcr-1tak di Komplak Pet- Lokoan Duta M.?-, 
Blok 0. :2 No. 5 C.ipt e Lftara Jakarta S€ ). a tan I ssuai. 
denqari Sr-ti fikat: Hak Guna Bangurian Nomor- 579. 

Saksi. morijo1askn bahwa saat ir.i. Lerada di Bank 
SNI 	LBE r'OflcJok indah st)aqai i a(fliflan i.ttancj atas riama 
PT . AL.Atl MAKMLJR CATLR SANTOSA 

Saks.i. mriranqkaii bahwa honar E hwa :r- ti f ika t Flak 
t3uan J3aricjunan Noinor 579 terSEhut beracia di Bank EiNI L}3E 
Pc,ndk rnthah baha pada aa1nya'ki tar 5u lan Jauari 
2003 saks! inernbutuhkan uang se]anj utnya Srtifkat Hak 
Guna Etanqunan Nomor 579 i:ersbut dii ninkan hutai - g 
kpada tersangka HENDRA sehesar Pp. 150.000.000. - 

Sakt3 i merj o ]. askan bahwa tida 	pornab 	menanda 
Lanqani. Akta Pnanqqunqan Hi.tanq Nornor 22 tangga 1 20 
P€bruri :22 di No ri Dr-s. SOEGENG SANTOSA SH dar 
saksi. .i i.tqa fmenjolasakan bahwa t i d a k pernah rrcnanda 
tanqan i Ak ta Fombet-iani Flak Taiiqqunn Nornctr- 16 /2003 
tangqal 21. F'ol:Druari 2003 dihadapan Notaris Drs . SOEGENG 
SANTOSA SH. 

i NDRA MANGARCMAN HARAHAF' , Ut-  r 31 th 
Lahir di. Jal'arta 14 Januari. 1973, Aama 
Protestan 	Fekerj aan N.trasasta., Tempat 
Tingqa 1 Taman Si.nq Sari I_i ppo Kt-  awaci 
Pt. 01/09 F'anunqqanqan rir.t c;ihodas 

l?rtor- :rtct 	:r't 

- 	Saksi. merie1askan bahwa kenal danqan tersangka 
1-11:* N D R A 	30j ak 	1ok I tar L:tu ].an Ntopombtr 2002,di. 	kan tor 
trrangka daiam ranqka saksi. akant tneñin jam uanq k e p a d a 
torsancjka sel:iosar Pp. 450. 0 C10000,-- dan 'saksi. 	bru 
tnr:r,cyrima pini aman sebesr Pp. 180 .000. 000. - 
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Saksi mnje1askan bahwa bLnar snrni1iki tanah dan 
bnqurian di J1 Daan Moqot No. 43 Rt. 005/01 Tanjung. 
Ouren Grogol Jakarta Elarat sesua.i cJE?rsçan Srtifikat Hak 
t3una Bangurin Nomor 305:3. 

- 	Bahwa hcnar pada saat saksi rn,rn1njam uanc kepada 
tersancjka HENDRA sebear Rp. 180. 000 - 000 - 	tersbut 
ciengan rneryagunkan Srtifikat Hak Guiia Bangunan Nomor 
3053 terebut.. 

EJki mertjkan bahwa ti-Jak prriah rnenard 
tançjan.t Perjarijian kredit No. 2002?PIE/231 antara Elank 
BNI .LF3E Pondok Indah dengan PT ANUGERPH WIRTM( daiam 
hal in.t HENDRY Selaku D.i.r€ktur Utama (Da1rn Pen carian) 
dan 	selale.0 Kornisaris 

Saksi menje1aiakan bahwa tidak pernah bekerja 
sbagai Ko.miatis di PT. AISIUBERAH WIRATAM'A th.n .aksi 
juga 	 dnqan HENPR( (d.1m pcncarian) 

- 	Sail mhjIaskan bahwa tidak pornah membuat Surat 
Kuaa 1'1emhbankan Hak Tncjcunqan (SKMHT) Notnor 28. 
tancjgal 27 Dosember 2002 dihadapan Notar.iDra. SOE.GENG 
SANTOSA SH. 

Saksi 	mr'nj el akari bahia tidal: 	uritalatj. 	apai,.h 
d..t -i 	.'i 0. l'! 	E.nk 	13NJI 	Lf .. ..........il.. 	 u 

;1a.uKar I 	p:;cjtcer..an/ taksasi a t a c, tanaF 	ar . banaurn 
:sc.iai. 	dnqan Scr L:i 1 .ikat 	ak i3',a E:i,ni.tnaii Nornor 	3C33 
tersebut.  

- 	Saks:i 	menj olaskan bahwa Sorti f i.. kat Hak 	Suna 
haqunan Nomor 3053 ada 1 au a t. 	na rang l:ua saks i 
keinudian d.ihibahkan kopada saksi d a n cibal i 	nama 
nnJ adi. Sert:.i iika.t Flak (3una Sangunau :'Jcnor, 	i.873 	atas 

I I\lDR'. MiIli:iFOFlN 
 

HPIRAI 

am.. 	N a. m a. 	Ny . 	3111 kH(WU ti I KOE}3RC)TO Umu i-  57 Ui 
L a h i r di Jakarta 21, Januar £ 1947 
Isi arn 	Pokerj a a n Ilu Rumah 	Tancjga 
Tompat. Ti.ncjqal 	31. K.tray Ni . :1. M 'Pt., 
002/02 Fancjkai an •Jat.i. ucama tan 
Limo Dopok . 

Irrai'iq l:ar'i 	 . 

- 	Saks.i n'onj 1 askan bahwa  k. ona 1 dengari HilJ15 I 	LIJB 18 
c:la n 	saltsi r:r,joJ.askan l:)ul.a lj.ja b'_?nar inemi ). .iki 	t.znah 
clan bancjc.i.nan yang toriet.ak c:l.i 31. I<iray Nc.. '1 (i Pt. 
(102/02 Panq ka ia.... JaU. haru K cama tan Li iio l)upok ssuai 
c.longen SHM Nc:'. 463/1"anqkalan Jati. Saru s e1uas. tariah 
1.031 M--2 dan banqunan 623 11--2 a tas lama SI TI RHAYU 
N IF 0EI'[ I I U 

Sakc:i menjulaskan bal','ja tidak pornah monjual tanah 
dan i)anj..rr'yar1q toriei.:ak di 31. Kiray No. .1 A Pt. 
002/02 Panq ka 3. an 3 a ti bar u F:o c:ama tar' Li. ao opbk sesuai 
donqan Sf•i1 tin .. '63/Fanq K a 1 an Ja ti. Ba ru se 1 U s 	tan eli 
1.031  1-2 dan bangunan 628 11-2 atas. name SIT I RHAYU 
WI KOEEROTO 	kepada 	p.ihak lain 	dan 	sak'si 	hanya 
menj ai.rkar 	hut:arq 	Sertilikat 	Hak 	Mi 1 ik 	MomOr 
463/1"anqkaia.r Jat.i Banu trsebut kepada HENDRA - 

/ Jaksi ....... 
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- 	 Saksj 	Inenj1askan bahwa pacla 	sl2ki tar 	bulan E)mbj- 2002 mnrnt.ij trncjka 1-JENDRA untuk kper1uan 
IHrninjarn uanq cJnçjan janiinan Scrtifikat hak Nlilik Nomor 
43/Pangk1an Jati Baru terbut. 

- 	 r)an da1m prt€muan trcbut s1arijuinya s -tksi 
mendapzatkan pinj aman dan. trsmqka HENDRA sebesar 
Rp.200.00.- damuri dalam pnyerahan uangnya 
diangsur secara hrtahap hingga rnncapai 

- 	 Gaksi rn,jc1askan bahwa tidak pr.nah datang ke 
kantor Notaris Ny. LUCKY ASTUTY ICHNAN SH untuk mrnbuat 
kta Jual B1i Nornor 69 /2003 trtançja1 19 Prbuanj 2003. 

Saksj tTrIjo1askn baha aainya tictak men tahLIj kberadaan Srtjfikat hak Nil ik Nomor 463/Pa1*1ka1aj, 
Jatj Baru trsbut setelah dijamjnkm hutang. kopada tc-rançjka HENDRA., namun pada sekitar huiah JLI1.j 200:3 s;ksi mngetahuj dari Nlcitar~i% H. DANA SASMITA SH bahwa 
Sorit.at Hck tliiu. Nomor I 3/Patigkalan Jati. Earu atas nama 8111 RAHAVu WIKOEBRQTfl tersebUtbpradadjnI. ENI 
LBE Pondok tndah dalarn ranc3ka dijamjnkan d1'h HANOI LUBIS. 

Saksi rncnjfl,asIn bahwa tidak pornih monjaminkart 
Srti fikdkt: Hak Nil ik Nomor I63/Pancjkalaj Játi, Bat-u rama ESITI RAH(WU NI KOEF1RQTA tersobut ko Bank . rNI dan saksi 	hanya 	rnenj arninkan Sorti fikat 	trsebut 	ko torsanqka HENDRA, 

an. 	'.3 a tn a 	H. 	EDDY t'WRNIAflI 	IJmur 60 th. Làhjr di. 
F3andi.tnq 9 Nopmb' 1944 	(gama Islam, 
Fokorjaar, K:aryan, ioripat Tinggal Ji 
Manungqal 	Pt 	(?ii. i/(. 
Cip.inanq Moiayu t')akasar Jakarta T.itPUr- 

No i, o a ri g k a r 

Saksi. 	€na 1 	conqart L:eirsai- gka FIENDFA 	soj ak 	.awa 1 
tahur, 2002 d.L kantor torsangka dalam ranqka saksi akan 
mominj am uancf kopacla torsançka donc.jan .j amman Tanah dan bjnaunaj: 	 .11  '..orr(p1?I< INI (D 1.ipine.nr1 ME'layLt MIaka•;ar Jakart 	1.i.mur dan saks .i. t.tdakada hL.i bunçjan km 1 uaf-Q a dong an to rsanq ka 

SaI':.sj.. I((0,j•.askan bahja tartah dan 	banqunan 	yang d.i.J arninkan - ada iah tanah dan bancjunan ssuai dmncjan 
Sorti f i k ......liak 	Ii. ]. i k Ncnnor Nomor- 	21./C i. pinanq 	Mo 1 ayu d.tmana •. saksi 	nmnJani.nkan Smr- t.jfjI:at- 1-lak 	Mi. uk 	Nornor 
2i/Cipinnq Mo:Layu tor-sobut Iada tmr'sanqka sebosar 

Saks.i rnonjmlaskart bahwa tidak pernah momi. liki FT. 
MULTI TF1EC tDIJ 1JTAMA dan PT. MULTI VISION SATEL liE 
DIGITAL dan saksjJuga ti.dak pornah monjabat di. FT. 
Nut_I I TELES 1 NDO UTAMA dan FT . NUt_I I V IS I ON SA TEL I TE 
DIGITAL torsohut. 

- 	Sakzi mfrjmias>.:ar bahwa tirJak pr-nah mengagunk.ir, 
Sortlfjkat Hak Mi I ik Nur 2i/Cipirian. Melayu tarebut 
ko 	bank E3NI LESE Fondcjk Indah dan saksi juga t i d a k. 
pornah moiibuat Surat Kuasa kopada trsar,gka HENDRA 
untuk mmncjarjunkan E3crti.fikat Lorsobut ko Sank ENI L B E 
Fc.,ndok I nd oh 
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Sakai  juga merijelw-Aan tj L1.daK prn.h mEnj ia 1 
tanah dan banqunan yanq terltak di Ji. Mariunggal Ra1'an 
No. I. B sc.suaj denqan SHM No. 2.t/Cipinang M1ayu 
tersebut kep.da tersarçjka HENDRA. 

o. N a in 

	

	H. MUDA ANTARTXKAWAN, SE.MMpUmur 42 th 
Lahir di YogJakarta 03 Agustus 1962, 
Agama I lam, Pekerj aan Sas ta, Ternpat 
Tingçjal 31. H. Saich No. 51 Pangkalan 
Jati Limo Depok. 

Saksi rnenjlaiskan haha kenal dngan HENDRA pada 
April 2002 di kantor tersangka bcrama MARYATI dalam 
rangkametninjrn uang sebesar Rp.100.000.000.— 

Saksi menjelaskar, bahwa dalam hal Incminj am uang ke 
thrsangka HENDRA saksi menjaminkan Sertifikat Hak Milik 
Nomor 1068/P iqkalan Jati dan Sertifikat hak Milik 
Nomor 1052/Pancjkalan Jati. 

— 	Saksi mmnj tlakan baa tidak pernah m'mi 1 iki CV 
SLJRYA TELEKOMUNIKASI dan saksi tidak pernah mnanda 
tangani Prj anj ian Krdit Nornor 2002/PIE/1 53 tangqal 29 
Juni 2002, • aksi juga mmnjmlaskan baha tidak pernah 
srembuat F'mrj anj ian Fidusia tanqcja 129 Jun.i 2002 

Saksi mmn.j ml aakait bahsa tidak pernah 	menanda 
tar qan i Ak i:a Fond i ri.an  hak Tangui-inan ( AFHT ) Nomor 
r/Q2 

i:.anqc:jai 6 Soptember 2002 yang dikei iarkan ol oh 
tftitari.s 	kly 	S1lMAlNI 	p,gI:,: , 	si-i, 	clan 	sksi 	• uga 
ntmnj e i. ackai- 	bahwa 	sak si 'L i.c:l ak 	pernah 	mC?In bLia t 	Su rat 
Kuasa Mrnbobankan hak Tanqcjt_inqan Nomor .1.55 tangqa ]. 30 
Pajustus 2002 yang dibuat oloh Iotari Ny. WIll 
KLJSNOV I Al I HERMEN SH 

ap.N a ir a 	BELt_A YUNI SAF:UTRA Umur :::6 th Lahir di 
Sc:,lo 15 Jun.j 1965 Atjama Is 1 an, Fokarj aan 
W:i.rassjast, 	Tempat T.inggal 31 . 	Tertai 
X 'I. Ei ok L . I lb . 4 Rt 00/002 Km 1 urahan 
Tartj t..tncj Etarat Jacjaka rs a Jakarta So 1 atan 

E3at:.t;i 	ntonj olaskart 	baha iorsa1 	cmi-tcjart 	torariqka 
HENDRA saj ak Smtmmbor 2002 di kan tor 	canc ka HENDRA 

to 1 ah di kona i kan MARYAT I dalam ranqka saksi nsonirtj am 
u.ng sebosar F:p  . :1.00, 000 000. - 

Saksi nor ij ml askan bahsja dalam ranq ka mmmi flJ am uar 
smbosar Rp :1,00 2300.2300. torsobut km HENDRA inonjaminkam 
j amman bmrupa tanah dan hanqunan di J 1.  Taratai Xl 

	

:[ No. 	 Jakarta Sm 1 atan 1ZesLSii dongan 
SliM Notnor i....i. 9 	nama BELA YUN I SAF'UTRA 

-- 	Sal'ai menjelaskan Iaha tidak psarnali itembuat atau 
snonanda 	t.anqan.i Sur'mt i4::uas. Mtarnhmr.i kart hak 	i'ariggungart 
SKMHT ) Nomor 11. tançjqai 23 Dosmrnber 2002 yang ci ibua t 

oleh i\iotaris YA'rI K:uSNDVIATI HERMEN SH, dan saksi Juga 
tidak per-i ah menga,j Likan p.ini aman km Bank SN]. LSE F'ondok 
Indah 
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aq. N a in a 	DEI)1 BPiRNS DJIUN S  Urnur 59 th Lahi.r di 
Barijarharjo 19 Oktober 1944 	igama 
Is1am 	PEkrjaan Sasta, Tmpat iinggal 
31. Ji. Pakuan Indah No. 6 Rt. 001/08 
FJararianiancj Eicnor. 

nerangkan 

- 	Saksi menjelaskan bahwa kenal dengari tersangka 
HENDR sejak Desernbr 2002 di kan tor HENDR('ida Jam s-anqka 
saksi merninjarn uariq sebesar Rp.25 000.000.- sedangkan 
denqan SETI!-WAN MOELJOTO saksi t.idak kina 1 

Saksi rnenj e1iMkan baha pada saat (nemirij am uang 
k.epada tersanuka HENIDR iiic'nj amtnkan Bar t.i f:i It No(nor 
173/Taqaleqa. 

- 	Saksi inenjelaskan baha tidak pernah dimilta ii in 
aich HENDR( untuk inenjaminkan Sertifikat Nomor 
1273/Tegalega ke Bank 1NI LBE Pondok Indah., 

at-. N .. m Ak•:: MARYATI Uskr 55 th Lahir di Kutoarjo 6 
Mel 	1949, Agarna Islam, 	Fekerj aan Ihu 
Rumah tancjqa, Tampat Tinggal 31. Saharu 
1/19 t) Rt. 004/11 Cilandak Barat 
Cilandak Jakarta Salatan. 

Marierangkari 

Saksi 	rnrij alaskan baha ba-iar 	kna 1 	dencjan 
tersanq ka HENDRI saj ak.a. a 1 2002 cii kan tor HENDRA 

-. 	Saksi manj a).askan binar bahta mami 1 iki tanah dan 
banqunan di. 31 H. Jaman No 51/9 Rt 02/05 Pangkalan 
Jati Timur' Limo Dapok sasuai dencjan Sertrifikat Hak 
Mi. 1 .i k I'Iomor 259/Dasa pang ka ). an Ja ti BarLt a ta; 11afna 
saksi sand.irj.. 

F3a1'...si. 	narj a 1 ai.n baha saat in i. 	Sr- ti f i ka t 	Hak 
Mi. 1 ik Ncunor 25 /Dcsa parcki lan Jati Baru berada di Bank 
SNI. LEE Fondok I ndah dal am rancjka dii aninkan hutanq 
pihak lain. 

Saksi mmnj alaska baiwa tidak parnab mac- i aniirkan 
Ek'rti f i kal.: hak Mi 1 .ik 'lamar 259/Dasa Fancka lan Jati Bar-u 
tar- sai:cul: 	'e Bark ENI L.F3E Fordok 	Irdah 	akan 	tatapi 

aks i. 	hanya 	ra - j arir kan hu tang ka HENlDR 	sebsar 

Saksi 	ra'J alaskan bah'a tidak parrah rirambarikan 
K:uasa kei:ada MOCHf-tC SLJFED :( SH auaidanJan 	SLIr at 
Kuasa Iv!afl bar j.  kan Hak Tanqqunqan Nomc)r 22 lqqa 1 2 
l)osambar 2002 yang cii bua t di hadapan Nota. ri Drs . SOEGEN'3 
SNiTOSA SH.. 

Saksi 	r:anJ a 1 aikar' 	l::al- r.a 	ti.dk 	parriah 	rnanj abat 
sal aku Komi saris ci :i. PT. I NDc:SE:L_U1..R FR I vlA.jA: ci an saks j 

	

I..idak 	j::)vr-- r-icxh inanancia tanqani, 	Pcn-janj ian 	Kradit 
llcnc:r 2.002,'1:IE,'247 L.:.riiaqai 2. t) sambar-  2002 s'2rta Surat. 
Fan ani jar 	F.idu:ia Namor-  2002/FI E/357 tancjga 1 	23 
t)asarrbar 	200:: 	>'anq 	ci :i. tancla 	t:ani an :1. 	a laM. 	MOCH(MPrl) 

IJFED1 	SH 	nJi Li H mrrnprn Il ii PNI L F[ 	F unJo 	Indah 
dan 	MARYATI salaku Kacnisa -is dan SET FAWAN MOELJOTO 
sal aku Dirak tur FT. INDOCELc.J.LAR PRIMAJAYA. 

a. r4ama 
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as. N am a 	H. ABDUS SOMAD, Urnur 69 tahLr,, lahir di 
Jakarta 12 Pehruarj 1935, Avarna Islam. 
Pkrj aan 	 N.irasasta, 	Tcprnpat 
Tinggal Ji. H. Soh I (i St. 	011/03 

s 	 •jruI. 
.iakr .. k E'arat. 

I1GncrariçJkan 

* 	E3aktj mrIcr.nQkar) bahwa bcrir mcini1ik.j trah dri 
bancjunan yang tc?r1€thk di 31. H. So1h Y A No. t 	Rt. 
0011,'3 KEiurahar) Sukabunij Se1atan Kebori Jruk Jakarta 
Earat sjak tahun 1990 sosuai dengan Sr....if ikat hak 
Mi.]. ik Nornor 00734 / 43ukaburn.j 	latan a tzis nama ABDUS 
SOMAD. 

- 	Saksi 	rerj1a,kan bahwa taat liii Sc?rti'fjkat Hak 
Milik Nomor 11,734 tersebUt tidk brada di targan saksi 
akan tetapi dijarninkan sbagai°  agunan clh tersancika 
HENDRA, di Sank SNI LBE Pondok Indah dan 	ksi tidak 
mengetahui bagaimana sertifikat tersehut bisa di 
Jaminkan di bank SNI LBE Pndok Indah o1eh HENDRA. 

- 	Saki tnnje1askan bahwa Sertifjkat Hak Mi iLk Nomor 
0Q7Z.4 tersebut tidak berad ditancjan saksi adalah 
bahwa pad.a tahun 2002 saksi membutuhkan d a n a. untuk 
mendukung proyck saksi, yang akhirnya saksi • brLemu 
dengan ABDUL. HADI. 

- 	Seteiah pertemuan tersebut SE?1.afljLttnya ABDUL HDI. 
mfenyanqqupi 	untuk rnernber.ikan p.i.njamari k'pada seksi. 
dengan 	J amman Sert.if.ikal: Hak Mi 1 ik. Nombr 	00734 
tersebut, den sete),ah Sertjf.jkat hak Mi l.ik 
diserahkan oieh seks.i kepada ABDUL HADI, selanjdtnya 
AI3DUIL HADI inenyanggupi L'ntuk memberikar) pinjarnan delam 
j ang ka waktu 1. ( satu ) Mincjqu den mete I ah berj al an 
sampai dengan it (empat) hulan AF?DIJL_ HADI tidak Juga 
memberikan pinj arnan ke saksi 

- 	SetiaI-) saksi bernakir;ud Un tuk menari k Serti i'ikat 
Nomor 00734 tisbut dari EADLJL HADI selanjutnye ABDUL 
HADI bermakmuij un tuk membe 1 1 tanahci an bangunen mcmiai 
dengan S Er -tifikat hak Mi ]:.tk NOW 00734 	tersobLtt 
mehar-gaRp 2.800. 000. 000 	akan te tap.i 	i memin ta 
harçja sebesar Rp 3.000 	.000. - 	dn ha), 	ter-mebul: 
d.i.setujuj o].eh ABDUL HADI dan seibagai,tandh per-se tuJ uan 
saksi men'/erII\fl i.ang c;cbcsar Pp.23, 000 - 000 ....sebagai 
uanq tungqu 

- 	Sak;i menj o ). askan bahwa tic::Iak pernah cii her i tahu 
o 1 el' AF3DIJL.. HA!) I 1aa Sc -t i f ike t Hak Mi ii k Namer-  00734 
Lersebuj;.a kn ci.iJ emi. ii k a h k o SN I L-BE Pen do k I nd a ii 

* 	Saks i 	j uga 	menj e ]. ask an bahwa . tidak 	pornah 
member-i ken Surat Kuase kepacia MOCHAMAD SUPED I SM mel eku 

cn Femipin Bank SN I. LJ3E Fondok I ndah un tuk meng Ike t 
3 amirian Kr-ed iL di 	k sri x PcrlcIcrk i nci 	- 

Saks i J uca menjelaskan bahwa tidak. pernah menande 
te.ncjani Surat Kuasa Mernaqang Hak Tanggungvvi Namer 12 
ter- tanqqe J.t2 Desember 2003 yang di bua.t ci eh Notr -is 
Ny.  . YA1 I KUSNUV I ANTI HERMEN Si-I , saks i J ucja menJ ci askan 
bahwa tidak pern.h nenj abet sebacjai K:oITli5a -is di FT. 
ORIYA INTl BANIGLINAN den saksi j uga mcnjeiasker) behwe 
tidak per-nab menande k-.  an g a n ,i Ak La Fend .i r i a n Pei- useheen 
P1 . OR I VA I N 1.1 8ANGIJI.lciN 
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- 	Saki n)ErijE1askan baha tidtk p ee rnh 	rrtriahda 
tnqani Perianjian Kredit Nomcr 2002/PIE/26 antara 
MOCHAMPD SUPEDI sc1aku Prninpin Bank 13N1 Pondok Indah 
drigan saksi s1aku Korn.isaris di FT. GRIVA INTl 
B(\NGIJN(N dan FIADY SANJAYO selaku Di.rmktur. 

at. N a it a 

	

	BUDI HARTDI umur 66 tahunq •Lahir di 
I<:Iatei, 15 Januari t9313, Aqarna I.'1•arn, 
Pkrjaan Pürn, TNI 	•Th AD. rnpat Tinggal 
31. Raya Batnbu Apus No. 73 Pt. 01/03 
Cipayung Jakarta Tirnur.  . 

tlmrrangkari 

- Saksi mmnjmlaskan bahNa b€nar kmrial dmngan 
BUDIANTO dan HENDRA pada saat BUDIANTO dan. HENDRA pa.d 
saat sdr. BUDIANTO dan HEDRA in1ihat kmdudukan rumah 

ya di 31. Erambu Apus No. 73 Cipayung Jaka - ta Timur. 

- 	Saks i 	mmrij1askan bha BUDIANTO dan 	HENDRA 
molihat kidudukan rumah '3aksi adalah d1am ranqka 
mmnancjgtpi pinjaman uang 'olmh PT. BJANA LEtTARI UTPrMA 
dirnana aqr.inan yang akan di.ajukan sebagai jminan adaiah 
bLrupa tanah dan banqunan ml 11k s.ya scLraj dmnçjan 
Surat Kuasa saya kepada ANI)RIES RE:GEL. SF-I S.Olak.Lt Dir'u t 
Fr. FJUANA LESTAR1 LIT'4MA. 

- 	Saksi ncnj e:Laska.r aa .Surat KLS& yang dl bmri kar, 
saks .t kmpada ANDR I ES REGEL SH. 	d a 1 .h da lam ranci ka 
untuk rnmncari c.Iana cienqar c:ara. rner:cJcJadaiI1ar tanah dan 
banqunan ciuna cqrbng Izn FT E:UANA L.ESIAFR I IJIAHA 

- 	Baha bmnar s 1 anj i.r tnya tanah ci an brnqunan say a 
tcrmI:ui: tel ah di gadaikan kapada BUD LANTO 	eesa, - 
kp 100 0. 

- 	Saksi rnnrj ml askan baIiJa L:.iciak p.rrra h cmkerj a di CV 
s):NAR SLIRIA 	HFR .t.;n saksi juqa tia ....... 	b'i.a 
Akta I-IakT ançjcjunqan dipada MOCHAMA) SUFED1 , yang diat 
dihadapan Notaris N>'. IVONNE R. SINYAL, SH, dan 
tidak pmrnah rnmlakukan p'rjanj ian dmnçan pihak B'nk BNI 
L.F3E 

 
Fondok I :dah ( MOCHANAD SI.JFED I , SI-I 

- Saksi mmnjelaskan hahcqa ti.dak per-nah rnenanda 
tanqani Sc.rr-a 1: Pmrj •anj ian Krmd it Nomor 200/F I E/1 4 

N a in a 	YLIL. I ARN I SIJFARMAN S umur 9 tahun , L.a hi r 
diTanjunq Kar-ang 14 Juli 1965. Agarna 
Is) am , 	Pokmrj a a n .1 bu Ruma h 	Tanciga,  
immIDat rngq.i Fanakalan Jati. Eraru No. 
18 A Pt. 003/0. Pancjkalan Jati Eraru Li(no 
Dopok Jaia Erarat 

NImicrarici Iar 

3akc1. rrrcrrJmiaskari 	bahwa bcriar 	koral derigan 
ELIF) IANTC) smj ak tahun 2000 di -  L n, 1 kan o ich 	uami saya 
c:Ian 	donq an HENDRA kmna 1 smi ak tahun 	2002,  	sod ang k an 
dmngan 	IIDCFIANAD SUFED I 	kena 1 sej ak Apr i 1 2002 di 	Beil k 
EINI 	LFJE Fc.ndok 	Indah 	pada saat 	pmnanda taflanan 
Fmrj anj ian Kr-ed i t 

jJ"
/ Sakrn. ......... 
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-- 	Saksi mEn3E1askan bahwa •benar Frja.rijiri 1 Kredit 
yrig ditanda. tangani saksia dalah Frjanjian Kredi-t 
I'.cnnor 2002/PIE/044 tariggal 04 April 2002 dirnana nil•ai 
krcdit yang dicjukan adalah sbsar Rp.1.000..000000,- 

- 	.Saki rnnj1akan bahwa tidak; p€rnah membuat SKMHT 
kepada pihak }3ank EiNI LBE Pcindok Indah (MOCHAMAD 
SUPEDI , SH) 

- Saksi rnenjelatkan bahwa ticiak rliengetahui 
priyaratar, apa #aaJa yang harw3 di1mgkapi untuk 
rnendapatkan krdit tersebut, karena sernua persyaratan 
yang mencjurus adalah BUDIANTO dan saksi hanya diminta 
untuk datang ke Bank EINI LBE Pondok Indah cJuna menanda 
tangan.i, PerJanjian Kredit terehut. 

Saksi rnenj eia,kan bahwa tidak pernh mefliahat di 
CV SINAR SLJRYA SELULAR. 

av. . N a in a : UTARI 	Umur 41 tahun, Lahir di Jakarta 
20 Nopember 1963, Agama Ilasn,.PekerJaan 
Ibu Rumah Tarigga Tempat Tinggal FTB 
I3lok I A/8 Rt. 004/005 Kelapa Dua Wetan 
Ciracas 3karta Timur. 

Menerangkari 

- 	Saksi merij e 1 askan bahwa kena 1 dergari HENDRA sci ak 
Nopernh.r.2002. di kantor HENDRA pada saat saksi 
akan inem.1.i1j am uanq k.i:ada HENDRA 

- 	Saks i nenJ ci as kan bahwa pada saa t m&.rnin i am uang 
krpacIa 	HENDRA 	sebesar 	Rp .200. JC) .000. - 	tersebut 
mcnj aminkan Scrti fikal:, Hak Mi 1 ik 1 sincJ—ma'5.inq Nomor 
531/ I<c 1 apa Dt..a Wetan atas nama FRAK:osO RIHARJ C) atas 
tanab scits 402 M--2 dan Serti fi kat hak Mi. ilk Nornor 
2255/K:E?1 apa Oua 'Jztan atas narna UTARI. atas tanah se 1 uas 
1 87 N-: 

Saks.i. ininjelaskan bahwa ticjak pornah mcndatancji 
kan tm' 'lOT AV.18 SOEKARDI MAI'.I SF1 un tuk mcmbuat Ak ta Jua 1 
3€i i atas Scrtif.ikat hal': Mil.i.k maisnq--nsinç Nocnor 	531 
dan 2255/Kelapa dua wetan tersebut dan saksi tidak 
pc rn ah 	men .j ua 1 tan ah d an btnrjun 	esua i. 	d en q an 
5cr- tif i ka t. 	hak ri 1 1 1. k Nomo r :;si. dan ss / 	i I p•a 	DLta. 
Wet.an tersbeut l:epada 81.101 (•iNiO 

	

Saksi mcnj c ia.skan bahwa Sc rt .1 ,ikat Hak 	Mi ii k 
masing-niasinq Nc)fflor 35.1. dan 2255 / Mlapa Not Wetan 
tersebut berada di tanqan HENDRA ada 1 ah d.a 1 a fn rangka 

rnerij arnir'i kan riutanq I:epacla l-1ENDFA 

-- 	Saksi imnielaskan bahwa tidak pernah menj aminkan 
SE.I'ti.fikit Flak Mi 1 .i.k "loner 351 dan 2255 / 	kelapa Dua 
Wetan tersebut km bank SNI LOE Fen1c:. Indah dan yang 
benar saks.i hanya mcnqqada.i.kan Scrti'fikat trsebut 
kepada I-IE:NDRA 

a in a 	FRAl::)SO RcmFIARJO, i.mm..u-' 51 tal'mun , L.ahir di 
io'/oia ].i 	:1.2 Mci 	19532 	Aqama 	Is lam, 

Pckcrj aan 	Kar"yiN:mn , impt Tirmcjga 1 	FrEi 
i 	'e Rt . ooi,'oos Kelapa Dua Netan 

Ci.rac:as Jakarta T.iiiit.mr . 

/ Mcrrier-ancjkan ...... 
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IGru.rangkan 

- Saksi mcnje1askan bahwa tidak kmnal dengan 
BUDINTo nlaupun dengan HENDRi, dan 	 menj ml askan bahia bmriar,  mmmii iki tanah dan bangunan yang te,- 1 etak 
di alaniat saksi sesuai dengan Sertifjkat hak Milik 
Nomor.  531. 

- 	Saksi rnenJmlaskar saat iru tidak mmngtahuj dimana 
kebmracji, Serjifjkat Hak Milik NcrnQr 352 termhL1t akan 
tetapi sesuai dengan keterangan saksi UTARI (isteri 
saksi) haha scrtirjk.t hak Milik Ncmcir 351 trsebut aat mi berada di }3ank ENI LEE Pondok Indah. 

tic;jap< ifl(nCP t 41 hu,t d1am rankt npii S'rtjf,jIt 
hak Mil.j.k Nomor 351 tersdbut berada di hank 8N1 LEE 
PciruJok Indah dan salc.j j uq, mtnJ e latkan bahw. 	tidak 
pernah menjual tanah dan bancjunan sesual dengan 
Sertifikat hak Milik 

Nomor 351 tencebut kepada Spaun. 

- 	Saksi rrmnje1askan baha tidak kenal dmncjan Nötaris 
SOEKARDIMAN SH dan saksi JLIçJa tidak pmrn:h ciatanq km 
kan tor Noa tri.s SOEKARri i MAN SH teEbL(r gun a un tuk 
nmrninta d.i.buatkan Ak La Jual Deli 

ax. N a m a 	SETIAWAN MOELJOTO, Urnur 34 tahun. Lahir 
di Surakar-1-a 19 Fehruar-j 197, Aqama 
:i;iani, 	Fekmrj aan 	Karyawari , 	Tmrnpat 
tinqqa] 31 Alan Pezanggrahan VIII OD-38 
Rt 	1 /16 Cinerm Limo Dpok 

lfitzrig can 

Saksi 	mmiii ml askan 
c:ian 	MOCHAMAI) 

bahwa ticJ Ic 	kcna 1 dngi 	HENDRA 

DEN I SETYDWAT I 
SUPET) I 	811 
SE karena 

dan 	c;ak; I 	k:ena 1 den ci an 	kc .i 
ka k ak k an c.luncjn ya 

lenj miasicari bahw tidak pernah bmkerj a di 
FT. 	INDOSEL.IJL.FR  FRIMA3Ayt solaku DirmktLIr dan saksj tidak pernah nmnqaj ukan krecj.i t di. EN I LE-:E. Fondok 	IndaI- 

pf j:tI1:)osEI._ijLI::r :.r111AJcy, 

-- 	SaIyjj nenj e 1 a kari bahwa t ida k pe ....iah mmmbm 1 1 tan ah clan 	bal'iquraii yang ter-  1 etak di Eiatanai 
D I I) 	 cj Ian g a ta; n ma E 	DARNA 1)3 i: UN 	 ci  

- 	Saksi 	mei ii elaekai-i baI-tjr tidak kena 1 dcriçan soposi 
SRI DEL'JI SH Notaric di. 8oqor dan saks i 

tidak pernah ci a tang km 	<an tor 'Ic)taris Hi . SR I DEN I in Lu Ic membuat 
Ak ta Jual bell 

a>' 	N a in a 	DEt'J I SETYOWATI SE Lahir di Sur-akai ta 18 A4Utus 19619, 	aqarna Is lam, . Foke - j aan 

	

Swasta, Tempat Ti.na 1 3 I . 	A lam 
in 1 L I I IL 	Rt. 0 /1 	Lln2r_ 

inc I) ip 

Saksi menerar1gIcin. bahNa henar mmmi 1 1k i trib da 
hangunari yang terletak di 31, a lam Imsanggr-aI-1an VIII 
OD-3E3 Rt 04/.6 çinmrm Limo Depok 

/ Saksi ........ 
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-- 	Saksi 	fnes-Ijelaskzin bhi'a buhti. 	kFPIfli. 1 ikan 	tanah 
dan bangunan yang ada di PT. Alam Pesanggrahan VIII OD- 
30 	thrsbut adalah brupa SH(3B No. 	5i59/Cjnere a t a s 
narna i)EL4X SETVOWiTI SE. 

- 	Ski . mcnjE?1askar, hahwa tidak prnah mrninjarnkan 
SHGB NÔ '05559/Cinra trcc.hut kepacia adik saksi 
(SETXAWAN MOELJOTO) tintuk dii arninkein kE. ONI LBE Pondok 
In cia h. 

- Saksi nwnje1askan bahwa SHGB No. 05559/Ci.nr 
tcer-sceb8ut 	icialah dijrninIcar1  Iutincj oich, 	aki 	kpada 
thrsangka 	1-IENDRA 	(dalam 	p€ncr.i.thi) 	sebsar 

'1 .:n 	HNDJ I(iIFNIiJAN. Uiiu.r 53 tahtir , iahir di 
Jakarta 21 NC)pc2(flbr 1.951, Agarna F3i.tdha 
FckrJ an 	Dagancj, 	Trnpat 	Ti.nggal 
Jatibru Li'_in'Jar Rt . 03/05 No. 4 Kebon 
K:acang fanah (be%r)y JaIarta Pusat. 

IieIlr2rarlg kari 

Saki konal dengan HENDRA sjak tahLn 2002 di 
Jakarta dalam rangk., trariak;i jual bci i rukocji tiarcjqa 
Bsar IV/I No. 29 Jakarta Barat. 

- 	Saki incnj o1a5kan 	thva ttnpal.: (_5aha :;aksi, cii 	31 
Jatibunda'r No. 4 Kobon Kacanq Jakarta. Fusat tidak 
pornah ci igunakan atau di-  ca 1 h Pr. (-L?t1 MAKMIJR C(TUR 
3(NTOSA , 	clan trancj 	IIENDR( perraI Jatarçj kc 	tcrnpat 
caki iJngari cmba.4a scsc?or-ang yang ncnqa.ku. HcI'JL) I LUB I B 
clan 	;aks.i 	ti.dak 	2 r r i a I rm Ojctahui L)aIiwa 	HiNDI 	LJ.EI S 

Di rk 'I.:Ltr PT . 	IN ti('}:.IIUR C.iJR 	('IC)S 

-- 	Saks 5. miij e 1 askan baIia sal ama ardag .:nn di Tan au 
AI'iaiirj 	t.i.clak 	c:r'Iiah 	:J..i:.r)cJ  

ut, - 

-- 	aksi. 	t'arcjk..Whia d:i. 	tp<. La aksi 	usaha 
t...ciak pornah 1:nr-cl S.c s. ii . MAM  r1r-I<:MuF LruRsAI'.u1oE3 

ljf'' 	. L.t 	. 	, j r 	W. .1 
17 	Ii.j. , KriatEr• 

Eakrjaan 	La. 
 

T am:.L 	I i.:ia3. Empançj 
Bahag .PI 001/06  

i. i 	f'.. 	I:. 

NI:•,r' t • aI Y k 

- 	Saksi 	aat .ini bokc'rJ a '.:ii. E3J. 	 ITC Rny 	'las 
al .ku 	PurJaj.-•nj 	FIrJ 	Iiirjc 	cI.r 	 i 	I ;;I 	;.a t:.'i 
Isa1)aI1 c_li. Bank EcC(. ilL; Rc<y liai lc:ai, Ncccar 	R'kcn.i.r-iç 

- 	Saks I menielaskari bahwa karia .1, rIsc 'jl I-IENDR() 	sai ak 
L,c'._crc 	ci... 	I 	I';y 	II..n:; 	 ... 	i::::l. I. 	llaci 	I::.c)r.,a 
di. 	t.c'nc a t  

-- 	%aI..sS. 	naccj slka; 	uah\'a 	...rca r 	par Flab 	cnarcc?rilrca 
tr.snajar 	uig dar:i n ......a ':aka.. 	 rc:lat:al1ui. ,akan 
t.at.:ap.i. 55SU5.i dengL-ol 	 ada lab uanc.j yang 
inasuk 	kGrekaninq 	ki_;i. *cia.l.ah barasa ]. 	dar:i 	pala.rc.a.n 
HENI)RA. 

/ :3ksj . . . . 46 
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IR Tançai 29 Ncpiber 02 sbr Rp. 	750. 000.000.- 
d.itarik dngan Giro di 	bank 	BC'i &3Untr Hijau. 

f.. 1ancjçjal 3 	I)emI:r '02 	b€ar Rp. 	500.00.000.- 
ditarik dngan Giro di Bank }3CA 3unte.r Hijau. 

g. Tançjgal 18 t)osmbr '02 sebesar Fp.100000.00.- 
ditarik dnan Giro di Bank BCA SUn Lr Hijau. 

h. Tarigçjal 23 Dnhr 02 	sebesar Rp.1.000..000.000.- 
ditar.tk di Bank BCA  Sunthr Hijau dcnqan Giro . Tar 	ça.1 I Jarivar:b 0 	ibtar Rp. 1 . 	• 00w. 000. 
ditrik di bank BCA Suntr Hijau dencjn Giro. 

j. Tanga1 27 Pbruari '03 sebesar Rp.1.450.000.000.- 
1)i tank di bank. FICA 3w tr Hijau digari Giro.  

k.. Tanjgal 13 Pebruari'03 sebesar Hp.1.i.50.000.000.- 
t-JiLarik di Bank BCA SLJntm 	H.ij au dncian 	Ck 

1 Tanyijal 26 Pr?bruari' 03 s'bar Rp. .1 .1125. 000.000.- 
d .1 tan.. k drnjan 	Si. 	u dJ. 	ELn k 	E:C Sun t:.r 	H.i.J au 

rn. Tanga1 7 	Mart 0 	s. ahasar Rp. i..000.000.000.- 
di tar.ik d?nq.?n 	Gi. -o di Bank BCA u.ntr Hijau. 

ii. Tangçjal 28 Mart '03 	tnsar Rp. 	622.000.000.- 
ditarik di. Bak BC( 	Sun tr Hijau th?nç'.kn 	Giro . rna1 31 Maret '03 sobezar Rp.1.250.000.000.- 
di 	tar.ik dengan Giro di bank BCA Sun 1:er Hijau. 

hc N 	at 	in 	at r 	30HNE5 BUFWN, LJrnur 	37 ai inn 	Lahi r 	di 
Baridunq 	.13 (pri. 1. 	190 F'k'2rJ aan 	Kepala 
Bank 	D C A Sr.iya 	Utam itr,  tor , 	Tempat 
Tinqcjai 	.:i 1 ir. 	I-I. 	Ju.jtnd... :i. c.'i.o 	A 	Kehon 
I<e 1 apa 	t3aubi r 	krLa t 

- 	Liaks.i. 	fcEn)j e 3. askn 	bamja. 	a..kt iru. 	'...;€? I aku 	Kepa 1 a 
Euik J$C( t:ik;.)t!-icj  

- 	Ehva benar selOkkt.t kepa 1 a Cabanç 	k BC 	Cabang 
I-'rflTh •1ril-u Sr-.tya. Li tima Si_tn tur t'da. L ta'abah a ta 	narita 
F-tApir) :1: ILIE'. IS • HENDFeY • BliP I ANTO dan SET I AtJ1N MOELJDTO 

- 	Baliwa 	;e 1 ama 	!empa : 	C}tflj 	'i. •••Thu t 	lflCflj ad i. 
nasabah di bank BCA Cabanq F'mbar, tu Sri')' a LJtaiira Sun ter 
rn;inj-mainq per-nali menersi.ma wnn masuk di-.Ari bank BN I 

di.rnann uarrcj rnasu.k tersbeut t;el anj utnya di.cairkan di 
kBCA f.tnçj flembantt..t Sun tar B 	d2fl.3i1 13± 

-- 	aksi_ 	irrrj'.).,karp 	I:.iah,)\ ui.a 	"anj 	te rs.isr.. 
Ia).;rh 	 ::ri.!•.rL 	....................................---.- ................ 

lLI.l lilt i: .,'i..t. 000.-- 
ii. 

 
1t.JD 1lA11T0 	 .Jisli 

u:. 	liE:llr)Rv 	 .i.i,zl 	 ai.;.i).ali 	i' 	70(11. 
d. 	 "l'JEl...:cJrrJ 

2. 	K:ETEALJBAN (tHL. 3. 

a 	in 	a 	EDi:Y 	RIIIIL.DJ: SH, bLl. 	..11L.rrr , 	Lahir- 	di 
F'l'...ri 	_i.nr.  u 	.3t3 I_u_I 'I 	('jama Is 3. aiu 
F,uk •?rj aan 	<a ryawair I 	Lain pat 1 incjqa 1 

- 	ItJ 	i IL..IIJ )_.(I 	lu 	liuu1 
An 

rnerr'ran3 kan bahi'a btunar-  saat in i bekerj a di. 
Bank Indonesia sebaga I F'er-rahat Hukum dan 	saks i 
rnerni. 3. iki. keahi i.an dibidançj 1-lukurn Ferhankan 

/ Ahli .......48 
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1h1i rnenjiaskan bahwa yanci dimaksud krdit 
tnenurut undanq-undtng adalah Ncimcir 	:.huri 1992 tentang 
Perhankan 	bagaimana telah di..tbah dor;qan Lindang-unciang 
Nornor 10 tahun :1998 tentanri Ferhrnka.n Fesal I angIa ii, 
hahwa kredit adalah Penyediaan uanc atau tagihan yangd 
apat d.tpersamkan 	 .i. tu, baruarkari persetuj uari 
dan 	kesepakatan pirij am mElninjam antar 	Eank denqan 
pihak 	lain yang rnewaj ihkan pihak peminjani 	untuk 
melunasi .uargnyasete1ah  jangka waktu tertntu dengan 
pemberian bLnga.. 

- 	 •menjelaskan bahwa dalarn memberikan Kredit 
pihak iank harus rnemperhatikan az-aas pemberian 
kredi,t yang sehat, yaitu mempunyai keyakinan bahwa 
Kredit yang dicjunakin Naabah siatnyaproduktif, tepat 
pencJqunaan dan mempunyai, keyakinan bha debitur/ 
naahah dapat mengmbal.ikan kewaj iban d-ari kQgiatan 
hasi.1 usahriya tepat waktu. 

- 	h1 i. 	nenj 1 askan 	 prryv?dur f)ern 	.i her. r) kredit 
Ipada Nasabah adalah haru melakukan ana lists menda lam 
ten twq beyar k red i t c.0 u a kari d isa 1 urkan dan kebu tuhan 
calon dmbitur, dalani Fubungar'i thi, Bank Indonesia 
monmtapkan 	agar mai.n-n31r' 	Bank 	(umum ) 	piaj ib 
mempunyai buku pedoman dalarn proses pmrnbmrian kredit 
ebagai.mtna teirtuanc dalam bK Dir BI Nomor 

27/.ts2/KEP/DIR tangqar 31 maret 1.98 dan Bank Indonesia 
tidak mengatur prsedur pemher.i.nn kredit karena hal 
tersebut hersifat tmhnis sehi.ncga prosedur pmcnbenian 
Jred.i.t diatu,' nas:ing-i 	.Liig bank 

- 	Ahi i 	.nj ml askrrl bahwa. da 1 	hal ppnlber an kredit 
pm rsyaratar yanq haru; d i. J.enqkapi tmrmasukd aiani tmhnis 
pernbur'ian kre(3it, sehincjqa b&nk indonmia tidak 
iner)yat.ur 	scicara 	sii.cik , 	fl.LfflUl1 	(dC)mannya 	dapat 
mer1.t. t,tk 	eacia 	Fa.s.ml B Lit_I Fmrban!an 	ya.i.tu 	mmriyatakan 
bahwa Bank waj lb mmmpunyai keyak man bahwa Debi tLlr 
manlpt_l tnenqemba Ii kan kewaj m bannya 

- 	S'•danp kar 	da. 1 em ha 1. 'D.i lek. Bank membe ri. kan 	k red .i t 
kepada rsibah, KunJ urqan fank km tempat usaha ciebi tur 
di:ncjai si.1:i lah On '1 he 	:et aLau si. rvmi. ter"masLtk mas laLi 
yang di.serahkan k.pacla keL lltLliFi i:)arik rnaz;irlq-n.i.nçJ 
main_n dengan mmcr-h.ai:L can pri:-is .i p pai':'riail kredit yang  
sehat , bahwa Bank mmrnpunyai teinpat i.isaha yang henar dan 
pan t:ac; un tuk mel .akukan predu ks.i. ma ka cierician dmai. k man 
kuni unçjan 	atai.i 	survei 	me, upakai i 	a Lou 	inenj ad.i 

iiIc1ri.ar1 krnrli. '/arll sciiat 

men_i e I ask an bat iwa y anj cii. ma KsLd 	deng an 
j amman da".am uu 	 Pasal 	dan pmn,j ml esanny a 
ada).at'i obyc?k at ai prnyc'k yang di. bi.ay aA. dengan 	k red i.t 
bank , 	cicanqan demi. k Ian pena I. katan 	bar an q 	.j am .i.nan 
ncerupzikan suatu yirq vaj i.b si fat.r ya 	Dan 	apabl. ).a 
1 am i ri,in I 	hi. 11 	ii (_. I' 	 &i 1 (fl L Ii 	 I 	1 ._k 1 I 	in ii 	Pan 
c:Iapa t. 	merni.cc ta 	curckn I:.t'ahan c1  .i.sa.moinq J am man 	iIaj lb 
Cji_5c?i"\hkAFl 	c)i.FI1 	cIc?1:.) 1. 	 i:ank 	t:,o1.ii 	;aj a. 	menerima 
aqc..0 cdli III.). J. 1k urang J. a.n ( pi ha k 	 ) 

b. 	1 	. 111 	SAMOI\i() 	'k 	c;FE. L. aIlir 	di. 	Bay miaLi 	.1- 

	

Januan.i. 	06+ , 	i'qcIcii 	3. a 1 am , 	I'ek c'rJ aan 
F 	 i 	1 	F' 	 L.j 	14 '1 	11 	NC Il 
I r 	t 	crc 	I 	'ii 	I kI 	r 1 	1 (nUt 

MeIcer'aI ej ken 

- 	Ah 'J. 3. cici m r ancj Ic an ba hi'.a 	caI: :3, r'c :3 be un a di. 	Ken tsr 
Ecaciar, Peiiq•easarc Kec_tangan dan iecnbanqunan clan sea t.;in .3. 

_ 	zA dr,_h 	. ml a k u IPinn_c br uhi _c 	Iiciia 	d i 	1) j. r e k. t urit 
Iic 	IiiJ 1 I 	FIIcIN 	dan TIIMP I'upil 	11IItJ 	j 1.) v es t UJ '31 
EIPKP Fu?rat. 

Ah J. .i. se 1 a ku Auditor ic hi :3. Mud a 	LLN as poke k ci an 
kmenaf1qenn/a ada .1 .ah cue 1 aksaciakan 	1' 	.1 atan-keci i.atan 
y a n ci 	Lie rk a J. 1: en 	ci en qan A ud 3. t 	.'inves Lmn H f 	den 	tI_Ici as 
is 	ya 	ber'dasar'kar I oenuciasarc ciari at..:'.n 	den 	deTain 

knek a n 	tc_lcJesI'c y a 	her' ci esar kdfl 	ic.n pI:r"es 	No 
t.ahum 2cOJ_ Len) Lang ic.i:1,.uui'.,arc ''.uq.' . i.'ciai . kmenacjan 
si'.si.cnen 	CJrcjen .i.sesi ci an l f: a h'erj (:1. 	.! ecu bacia 	piner ill tab 
non ci C pa r't.emen 

- 	1,-i1 .3. 	mczinj ml. asksn hahe .deiem hal 	s 1. aku 	Audi tmr 
Ah 1. 1 t1.cda dapat mm lakukan perh.itunyan kerc_tg i_a....ke'ienqan 
nc'cj era 

/ Ahii 	. 49 
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— 	Ahli rnenjelaskan bahwa sjak bulai AgUstus 2002 
sampai denqan (.pri1 204 teranqka HENDRA (belum ter-
tanqkap) telah mençjajukan kredit ke Bill LEIE Pondok 
Indah dengan mengatas namakan PT. MULTi TELESINI)Q UTAMIZ 
dan FT. MULTIVISION SATEI...ITE DII3ITAL, selain ciaripada 
itu tersanka HENDRA iuqa telah rnorekayaa •penciajuan 
kredit 9 (scrnbiian) perusahaar, yai.tu P1 . ALAM MAKMUR 
CATUR SANTOS, PT. ANUGERAH WIRATAMA, PT. GRIYA INTl 
BANGUNAN, PT. INI)OSELULER PRIMAJAYA. PT . !NTEL MILAN, 
PT. 	3XNAR SURYA PKA5A I  CV Z4tNAR EIJRYA lEP_,LiLf.R, CV 
SURVA TELEKOMUNXKASI dan PT. TULUS SEJATI MOTOR. 

— 	Abli. rnenJe1akarl hahwa sielain ter'angká HENDRA 
para pemilik Jaminan ti.dak prriah niertanda tangani 
Perj anj ian Krcdit atat narna PT TF:RSEBI....I selain dri-
.pada itu perniuik jamin.irl Iidak pernah merijaminkan tanah 
dan barigunan kcpada 8N:1 LBE POfldIDk Indah tr?tap.i DEffl,i 11k 
jaminan hanya iebat.-ii menjarnink.an  ata hutngnya kepacia 
t:erangka HENDRA. 

— 	.Bahva dengan adanya BNI Lb EPondok Indah telah 
mcrnb)rikar1 pirijainan kepada tervangka HEI'.IDRA dan kepada 
9 

	

	(embiian) perutahaan terbuL, inkalieqara . Cq BNI 
P.orldok Irdah thlah diruu.ikan sebesar 

Rp.116. 457.27G. 55ø.fh- 

c. 	N a in a : AHMAI) FAKHRI HIDAYAI I  ilmur Cj.: tahun, 
Lahir di Cirebon, tanggal it Juli 1952, 
Pekrjaan Peqawai Nqri. BUMN •(}3N1) 
ama Isiian, lnrnpai: uinuqal Griya.  E(0uI. 

	

Si.mprtçj No. 	23FJ Rt . 100,2'./002 	Grocjol 
Sc 1 ?.taf) ri?;i . ..acna. Jal:-\rta '? 3. atan 

Mnnnrarqk:an 

- 	Sasi menjelaskan bah'a bekEri a di hank }3N I Fu1at 
1 	 1 €mpok i)ivis .1. L_l.cia. K.Lci I yanq 

pukuk nya 	da.lah pn'ilqcfflbaI;qa n 3Erl L a 	r 	. t: •luci 3. 

mrj 	1 as!: an ha liwa ':•iJ.am p2mbLa tan PJOW11juk 
Fn1aksana:an Fuat I.. ian-rn .i.snj.3, Ri.t.'i ba.i. k tahun 	20.1. 
3 iflpI 'j%fl •U) I ahtiii 2002 saksi Wak 	 I ngun' 
daiaui prnbuatannya, akan totapi. .aksi. dpat menjelaskan 
LErl I:ai I q 	tuqe.3:.-- t:uqai; pok ak cia r I 	mas i.nq-ias I no 	po t'.Ac)ai; 
yanq ada cia I am •3uku Foturij c.tk dan Fn 1 akanaan balk tahun 
201 dan taIIuIi 2002.   

- 	3ak33 '. 	1(1011 i 01 ask an 	baht,a 	ci a 1am 	ha J. 	Vci- .i f I kas i. 
rac:Iap hcl:or.aran dai:a yi:i cIi.ai'.ikan oieh rsabali .atau 

c:a 1 in nasabah OOSLI&i. c1n'ncan buk '. Potun uk rn' 1 aksan a-an 
ada). au I baq Ian Ponc'io la F:.i.ksar;n . (RI)) 	d:imaria. roq i.atan 
p011 (1 o J. o I a 	per asaran 	ci al am 	ranq I-s a 	men 1:0 co k k a F) 	c:I at a 
ada J.ah 	ii)nllgLtiIJ Uf Iqi. dtr eri1any'akarl 	kepacia 	pih.ak-pihak 
ya:lcJ nlellerbi.tkarl data cJaii :ra pihak yarn_j bertransaksi 
dalI 	iak'.nucl . dar i. pala k.açj l.a J.:arI turseBut 	adalah 	tin tu k 
mençjc?taht.li 	1 eqa]. I tas u33aha dangan 	r:ara mengunj Uflçi 3. 
p.i. hak-pihak 	ialrl 	>'.n... es Iierb.t.kan 	iea 1 .i t:-a3 	u aeha. 
t.n?rscSs?bLlt 

- 	Saks I mer j e 1 ask an bahra cia I am la i yanq bet- tanq çjunq 
.i ava[i 	i_tn ti_ti-s trio 1. aki_ikart Vet -  I f 3. i':.as:i. i:ei hadap (-çJu.nan 	/a1iCJ 
ti iaj ukan 	nil nih rtasahai, atau cal nit nas bah 	ada 1. ah 
Appraina 1 

- Saksi 	(fll2flj e).;3krui 	baiita 	da.I.a.n 	tiii 	Appraisa]. 
gneiak'..kaii 	1aksa5.j 	dan 	iofnn 	'-r hadap 	.:iain,i.nan 	yan':j 
ci i aqtn kan • 	petu.qas 	Appra). sa. l 	arc's 	i:nir tramu 	clencian 
:)thl I 3. :1k 	j am:i.ri_crt 

ikiiI 	jLltJ Ek 	1121 iJalaari 	baIt -a 
javal:i oelakukan Ver.i.::Lkat3L tciriiaclap I.. 	ascii ikan jarnirtsan 

y aricj 	ci .i. aci :i. kari 	ehaca. 3. anunar) 01 oh Nasabab ataLt 	cal on 
rIa;ai:)ah ada1cIi plitak Appra;i::;ai 
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- Sksi menjE?laskan bahwa aalarn hal 1ppraisa1 
melakukan tak si dan P1ctinq ja,nir,a,i, Appraisal harus 
inmbuat lapc,rar) , ciirnaiia laporan yang dibuat adalah 
berupa Bet-ita Picar:, raki dan Ploti.nq Jarninani serta 
Call Mrno cIimr,a dalarn kcilom Call iLmc.b tr'sebut sernua 
kolofif Call Mwnc: torsohut harus diisi.  

Saksi menjelasican bahwa apabila salah satu kolorn 
Call Memo trsebut tidak diisi oleh Appraisal, inaka 
Pemimpin F3NI LBE harus melakukan Supervisi .terhadap 
Appraisal yancj mw1akukar Ve,ri1ikai Jaminan trebut 
dan menanyakari mençjapa kolom Call Mtrici tersebut' tidak 
diisi dan Pei'n.impin ENI L.EIZ harus in.calakukan langkah 
lanqkah lebih lanjut, 

- 	Saks.*. (nenjelaskan bähwa apabi'la salath.'atu kolom 
Call Memo tidakdiisi- oleli Appraisal Pen.i.mp!n BN) LEIE 
harLis melakukari veri'tikas.j terhadap iaminan kepada 
pemi 1 .i.k i amman ata; 	•a';ar- 	iaper'an ciar'. Appra:ia 1 
ter';ebut. 

- 	Saksi tnenje3. k.an  haha yanc' hrhk untuk melepas 
j amman permanen dan j amman semen tara. cia lam rangka 
penggantiar) jarninan ada).ah KPK (K1ompok F'emutus 
Kredit), ddan dalam hal pelepasan .jaminn •tersebut 
harus ada permohonan pelepasan jaminan. dcr.i: debitur. 

:3 .. 	K:ErERANc-),l i"E:RsANi3':A 

N a in a. 	MOEJIEILJR RAHrIAN, llcnur 32 ti'hun, ,Lahi.r di F:a1omb. 1q  23 Ma ret 1971 	r:tgama Is lam 
Pekerj aan Fegaia.i EIUIIN (NI ) , 	Ternpat 
f.icjçjal i I 	Bar barunq Raya 3 1 ok. 11.1  7/8' 

L .. øi2)1/I')C.'i/ lE'ua 1 i:ii..iriU.i 1 	Emoqor- 
U 

tic.?rera.nçp lc'i'i: 

a r 	bahwa Tersancj ca ada 1 a h se I - Ic ci Pe n q q 
..c iimc'ri t_r,.i hi 1 	1. 	m 	I I I I 	r 	IF U) / P 	ii ' 	r 	n 	' nr 	Ni iii ii Sr uiti akukiI 	p%aflaaran icy .id.i L tlar crusI.i?j '113 	procluk , 	clan 
n 	'ilcIcari 	I'l:m? 	r)c?rri:)iJI 	I':. rJ .i. 	:)kr1.I irIl.IlJctrtambahall 
yang mnj auJi k'lolaanllya cJiu,ana tUr arigkt selaku RU di 
F3N I 	LEiE 	Pnri,-ik Iricio. t, ci .iai- q ka i a1 eh F'am.irp.in 	E3N I 	LEIE 
Pondok Indah. 

t-wa benar sd ama tersancjka rnenj ahat sraqa.. 
Penggan t i 	semi..ri tara RQ/Piimasar,ri por'nah 	memprose 
kr'ed ± t yanq U i.aj u kan ol eh tersnagka HENDRA d e n cj 
nenggi_uiakan nama PT - HULl I ......LEb I NDU U....AMA pada ek i. tar 
bu lan 	Apr'! 1 	22 di mana. k red :i 1. ',' arm di a i ukan 	ada :i 
SUbr?sa r 1-j: . ::: ru 

- 	h 	ii?r- s'.ar-.at;I-i ','arm h,:ir'.' ci ).'arim:k.apj 	cleli 
Lersanq ka HENDRA ciuna rnendapatkan pInj airan 	a d a :i. 
per;yaratari admi.n.istrasj ( Lmcja 1.1 tam Usaha clan Ja.rn.inan 
dan 	per'syai'-a tan ak t:s_ i :1 Las/ kaq .i. a tan :imm.... 

E:ahyja 	pU(syar i1:..;i 	.:ic.lmji .; 	yal'iq 	har'us cii. 1. aiiq kapi. 	ad.:i a h 	c-,rupi (1k I: ,i 	Pu i'i I. r at 	Peru ahaan 
S1LF, NPW;' dan TDP. sadanqkan ':iarat Jacriinan adalal-m 

bi. 1 s 	am.i.nian ada 	banqunan:iya 	clan 	per')'ar-atarl 	I a.nnya 	yang 
diperlukan . 

Baha 	icr sariç'Ic 	saks! se) aku 	PU 	md? 1 akt.tkan 
ver'i.iikaj. t.er'haciap data '/.aflq ..:jLk 	:ilth ..;aluii 
c:Ic'L:,i. ti_ic 	kcc:i..c• ii. 	clal.:a. 	J 	niru..ri 	k,:irc:i ia 	bukar, 	ti.gs 
i:ermanqka akar ltapi tuciar: d.::ri. Appr-a i_:;a I 

- 	 pada saa,l-  Ter'mancj Ic a 	mel aku kan 	v e rJ 'Ii. kas:i 
cia ta 	han.ya; mU I. .i. hat Ic 	sea 1 ian Jar- .L 'Ia ta. 	yarçj 	di aj LI.kan 
t.er'sebut .scj.an".rnencoccjkkin 'iotc,copy yang di.sér-ahkan 
dencjan a.i:.tFiya 
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Bahwa pada saat trsangka nie.1akUkan verifiasi 
terhadap AIta Pendirian P€rusahaan, saksi. tidak 
rnlakukan kanrdinasi dricn NQtari y.nq nnoiluarkan 
Akta Pendr1an thrsbut.1  an pada aa sàksi milakukan 
veriYikasi terhadp data tcrsbut ,ucp tidak brtemu. 
1a1sunq dncn pngLru maupun pmi1ik c3ari PT. MULTI 
TELl3 I NDO UTAr1 

- 	Trsancika monjelaskan bahi'a pi':ni 1 ik dan PT. MULTI 
LLECINDU UT(iti$' 	 Lr 	 HEHL'at 	u Di.rol' tur 

dan ACHtIAD KOE'ING s1aku Kernitaris sesuai denaan 'Akta 
Pendirian Perusahaan Norno 92 tanaal 8 Pebruri 1999 
yang ciikeluarkan oleh Notaris DR1-3Ai DARMAD1 SH. 

Bahwa beriar Tersangka pada saat rn1akL1kafl 
verifikasi terhadap data—data yanq diajukan o1h calon 
debitur, kemudian rnernbi.wat iaporan dalarn bntuk Formul .tr 
Kuniungan Set rnpat, ForrnLIlir In cirnia;i Pokcik dan Call 
t1mo. 

- 	tera'ngka-• merijelaskan bahwa P1. MULTI TELESINDO 
urAMA .bergera.k cia lam bidang perdagangan alat kornun I kasi 
(Hand Phone ) den ecoeorinya i:crnuk Iertu Tel ore 1 
;a 1 ah satunya adalall Hand Phone Black Market. Dan 
thrt;angka rnençjaiukan piniarnarl ke BN1 LEE Pondok Indah 
adalah dalarn ranJka urituk mnamba!i modal usaha di 
PT. MULT I TELES I Nt>Ci UTAri. 

- 	1erc3ari i.a menj ci aiskan baha pada 	avit me lakukan 
ver ifikaci terhadap data tidak ber icmu 1 triqsur1g derigan 
'nmi 	 I-ari.s d, 	r FIUL II TELES31NDO UI (vii rJ4I rn 	hal 	irii 
ACHMAD K:0r31N8 dan ASWIN NAMI NASurION certa hanya 
berternu d.cncjan ter;angka HENDRA c_J.aku Dir-ek tur 

- 	Teraricjka menj ci akan bahwa j .rni.nart yang diaJ Liken 
adaiah herupa Ta.na.h dan banqunn yang tenletak di 
J 3. . 	Kalasan No. 4 (- it. 004/2 K€i. Pecjancjsaan Kec. 
Men teng Jakarta Pusia 	iU.\1 tiiU.ikI) 	HI1 No. 	422/ 
Peqanqsaan atas n'ina ACHM('I) KOBING dc-nqan I U a S tanah 
262 	Fl 2 dan banqunan 30 Fl 2 dan :anah yang ten letak 
di 	J1 hadio V No 	-' kt ii1 /iii4 Kramat F-'1 	eb 	IarLi 
Jakarta i3ela tan sesuai dcitgn 	 97J/Kr- rtat: Fel a 
a t.as nama !3N I N NAM I NASIJIT ON dn qan I uas tanah 22 M2 

- 	Baiit'a 	:)adci. 	sszka J. 	t:ersanci ka 	i nc .i akukan 	'cni. fl. ks i 
Li. I hadcIF1 	dt_ 	nuciui I 	 i 	L ti 	F i 	I Lit r ] 	E L E SI rio 
IJIAMA , 	Tersaricika .:ida.k IDcrtcmu dercian pcm.i i I k 	•i aniinari 
/ ing 	chi m ft-ti in,. 	ealigti 	rh -j1 	rnti< -it 15 III. 	I I 
1IJI_ Ii 	1 ELL ,114u1i 	1J1 rI I 	i 	Jet it in 	Ak ta 	I .ni1 ii 1 an 

Tersanqke 	,nerij e). askan 	haIii'a 	ccc' 1a.n 	pernah 
mneiaki.ikan verii ikasi terhadap data yaici ci iaj ukn oih 
FT. 	MULTi 	FELESINDO UTAMA, tcrsncjka. juga me 3akuke.ri 
ieri fikasi dat:a yang diaj u.ktn ci eh PT. 	MLJL.TIV ISIf.JN 
SArL):rE J)IGITAL 

-- 	Tersancjka 	mcnj ci askari 	i:ia 	par:!a 	saat 
F 1 	Miii 1 lYE 1 UN 	A ri_I T IF 	I) I 1 	 C 1 	L I i 	I ri d h_ 
HFNDHA 	p1 alt' Pt r pt I ir d ti PF1 I i' 1,::ARMIL.A P(iRt'IA 	UFkPi IA 
.csci:laku K.oiiii-..tt 

Icr:.eric_1Il 	icrij c1 	kcri 	i:...c'J1,tL. 	I1 . 	11Ui_T Iv 1: S I ON 
ni 	i In 	hI t-nit 	ii ii 	1i 	itil iiiri 	jr t (I 	1tiiJ 111 	liii 

siaran 	1 V 	As t.ro t e r riastik Rec:c.i. vci' 	teria. 	ci art 	I: ar 1._Li 
bir 1 aitcjqasia;; 

b 	1 a iii t:t 	vILIKHL. ES HUt) I'YAi-iI i:i 	Uniur 3. Lahun , 	i._ah.i. 
ci t 	Ia. It. Zk I, 	Z.0 	 k r i. 	1 	/0 	t-t 	tin 

	

I 	pciri aaii 
BL1MI\i 	( ErNI:  ) , icinpL. liriccia J. 	VII. 1 a 	Nizca 
Jiidah Bi:ik 2/i. Pt. 05/01 :3: Etch onc_i 
KLIiL(r 	1i_IriitIiJ 	li_i t -;. 	t:iiJcr 

I er5iZlIiqki 	neni cJ.askin 	bat'ta 	beitat 	ccc laku 	PD! 
1mascan 	di. 	SN I 	L_E 	I: t:inclok.Cr,dalt 	.anq 	bcrti_iqe.lc; 
mcncni.ma , incmvcr j 	kacci c'i mcmpriccccc pccrniahcln an k red I t 
yanq 	tnaiuk dart tuciac; tcr;JCbL' t 	d .ii:icrta!1r1111_U)ci 	_ at'abkan 
npadct 	1-cityci i a 	Ft ma ar an 	(I -I Aj 	dun tita 	cia) air 	hi 
L 	ari 	 I 	'L. j  I F It 	Ii 	ON I 	Li E 

r incint 	nd t 	yi:5,no fn m p in 	FM I 	L FL 
Fondok indali . 

itr sai içj ku 	niui J .1 :_i:,c:i I 	L 	a 	bc:t 	pad a 
mon_i aba t 	se 1 ak_iF?ni.:ccca,''ari pccri aEmc•nnj_----------- pe r(flohcfl3fl 
k red 1. t yang ci iaj ukan ô 1 ch PT . MIJL I I 1ELES I NOD LITAMA 
.;et:aqa.i. modal 1:arnbahari 

 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



- 52 - 

- 	Bahwa benarebe1umnya PT. MULTI TE.13INDO UTAMA 
prnah mendapatkan kredit da:-! 80-11 L.13E. Pondok Indah dan 
diperbo.ehkan untuk rnendipatkan penrnbahan p.inj aman 
dencan prosdur yang dGbi tur menqaj ukan perrnohonan 
kEmbali disertai derignLaporan Keuànqi terahir dan 
s1anjutnya di1aIukn '.rifik i 1anc oleh F'etur.jas 
Pmarin 	di.mana 	peda 	aati tu 	y 3ruq 	mc 1 akuRan 
verifikai adalah iersangka ;endiri.. 	- 

- 	1 orsangkt 	mIJ1a3karl 	b C. ba 	y.g 	dilakukan 
verifik.;i adai.ah 	mu pvarat.annq d irahkan 
oleh debitur pada aat mengajukan perrnohçnàn penambahan 
p.tnJi*nsrj dan h;i1 vri ikai tErrtut Jituangkan 
dad am Fcrm1 ir 	,urijmngco Lt&ml 	twrta 	thtr,t hau*i 1 
veri.fikai didapat kethrancian haha Pr. 'IULI TE!LESrNDO 
UTAMA hergerak dalam bidanq pc?rdaganqan HP dan 
Acsorie5nya terutarna HP B1ack Market Br1). 

- 	Tersangka rnenjelaskan hahw p.da saat tersancka 
HENDRA menqai ukan permohonan penambahan modal untuk PT. 
MULTI TELEB1NDO LJTtMA jatni.nar, yang di.agunkan adalah 
brupa Taiiah dan bantunan '.I I' Len etak di 1(1 . Kal as an 
Nc. I. A atas nama ACHMAD KCJBINI3 seuai cJnqarI SHM IJo. 
422/Pecjanqsaan dan tanah dan banunarI yang }.erletak di 
u 1. Mànunggal 	11 Ft. L'Jé/u/i5 Cipirang 	lelayLt Jakarta, 
iLmur atas nama EDDY KURN:ADI 

- Teranqka menjelaskan baha jaminan atas nama 
ASWIN NAMI NASUTION yang menjad.i jamirlan pada saat PT. 
MULTI TELESINDO UTAMA mE:ngajuan pirijaman sudah tidka 
tnenj ad i. j amman penambahan modal sehubung-3n dengan 
ASAJIN NAMI NASUTILiN sudah tidak merijadi Komisaris di 
P1 	MuLr.c 11, E.'-1F,Du LJTMn dan diin l 	h2h Ir. H. 	EDDY 
KURFI I AD I 

- 	Tersangka rnenjeiaskan bahvia pada saat melakukan 
vifikai tidak bntnnu 1 y;uii dtnqan ponqurus 
maupun pern.i. ilk j ami.nari yang di i'1ar 	oleh tersângka 
HENDRA pada saat men9aJ ukan jermohonan periambahan modal 
atas nama PT. MULTI IELES1NDL) LilAMA. 

Tct sangka 	mnJ c,  I .." j kari 	 :ai-a 	mel ak u kan 
ver.i.f.ikasi 	t.or'har.thp data \'ancj rli.aj ukari c) oh 	tcarsanqka 
HENDRA 	donqan 	 mncocokkan 	data 	yang 
di.borikztrl /diaj ukan Uenqcin asi inya dan :;aksi 	tidak 
me J. akukari vur- i. 't ih:aui. Ji 	c. i.ru: t. i; I .:ra.i 1: da 1 am ha.]. 
in S. 	Notars 	yano 	rncnge]. uarka.n 	Ak ta 	Fend i riarl 
PerLlsahaan • 	dan 	ara saks.i 	melakukarm 	venifikasi 
* rhaiLip 1 LU UltJ\l 	I JL I 1 it L E. II )O ', (l1 	LloncJan 	u a 

yakan kopada 	 !uai:qan ten a.ng 	pas-pos 
krauancjan sodanqkan unEuk bukt.. kE'pem.i ii karl agunan yang 
me lakukan verifikasi. acialah Appraisal - 

rOrsngIa merij c 3. askari b a 	pada saat mel ak Uk an 
'c 	f 	p \I ) 	I 	Il 19 	1 	/ fl 	I 	If 	VII7I 	II' I 	'Ifl 	lIfl 

riencjarm 	FemrIIprm 	I-NI I IL F'ondok. ]rdah 	U 	rn 	h..J 	J. ri1 
1rsa ICJ k.& t 	............:'. 

[ortiamcjka InOIlj oJ.ask.an  bal'iwa bL'Ilar pada tanqqa 1 	21 

	

btt_tati 200S1 F i . -iij_ ii bLEb i NiX) U il:M 	dan 	F I .. 	MU1.V 1 
TE_E1- 111)0 	LII AIvI 	monj.aj LI I. an p:ri ilba haii 	i iod a I 	sobcsar 

d 	II .I',ari 	da.ti LrsaI1cjka 	ItI1t)Rii 	_JI.I:ja 	cnoiici.J'_.tkarm 
pomi aIIIt:)aiIarl 	rod a I 	r 	I arria Fl - 	I1UI.. I I V I S I CII\l 	I1EL ir E 

ütbl hrL. 	 lI.L.1/aF 

- 	Eral lY4l aç4unarr yang Uiaj Lrkarl uJ. uh tersarlcJ ka HENL)RA 
rIrubui"mgarm dnçjarr I Fl r_Iair porrnt:rircrurarr pria.mbatrarr 

(l1OCil 1 	LtSaircr/ ktrj a atas I ran i-i . IUL......EL.E5I NDD 	UTAMA 

maupuri 	F 1 - MULl iV i; i: UN ErTETh i::T: i; :1 ii I 1d_. ada I. h 	berupa 
tanah dan bangurran yang ......1 otak di. Forurrakan. }35. 11 abong 
Eli uk 	J: No . 2 K i. . L.irnanqg :L 	bj Dig GoJo Boqor 	a 

tanah eel uas I - 49'I 1 2 dan barrjuran 5i7i.3 11 2, sa'suai 
derr:jan i3H13Er No El2/Limarrgq .i.s ata nun HENDRA 	tai:rah 

dan 	bangurrair yang 	tor 1 o tak di. Li pi. nan rj 	Mo J.&yu 	31 

lIarrurigga 1 	: i 	NO . i :,rLiA ; 	tanjh so I. LI_kS 3 . 	i 	II 	2 	dan 

hanqurrarr 	750 I 2 zttas rraina I .11 . E1.'D'i' 	KUkN I AD I 	sesuai. 
den';jart LHiI No . 1111 C..I. pinaiiq Ma I ayu ,ailq k.emur1 ian di. ba  1 i k 
naina menj adS. atas nama tercang k HENL)RA den . tanah den 

/ :>eIlcJurrar) 
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bangunan yang ter1itak di Pisanqan Barat Rt. 004/04 
Kel. Cirendu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 
2187 denan luas tanah 215 M 2 SHM No. 2183 dengan 
luas tanah 954 M 2 SHFI No. 1827 dengan luas tanah 
.240 II 2 dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan 

tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut 
berdiri bangunan denganluas bangunan 1.298 M 2 dan 
ketigg bukti 	S:rti?ikat Hak Milik tersebut ata 
nama H. CHARSIAN ANWAR. 

Tersangka jelaskan bahwa PT. MULTIVISION SATELITE 
DIGITAL adalah bergerak dlam bidang perdagangan Astro 
(kartu dan reciver) C Sky Net USC Th'icom serta antene 
parabola dan Eksport Telkom Vision. 

Tersangka menjelaskan bahwa inelakukan verifikasi 
terhadapPI. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION 
SATELITE DIGITAL adalah dikantor operat3ionalnya yaitu 
di Kornplek Permata Ancol Blok N 29 Ji. Re Martadinata 
Jakarta Utara. 

- Tersangka menjelaskan bahwa satu aqunan dapat 
diaj ukan t-3ebaqai agunan ats naina perusahaan yang 
berbeda asalkan perusahaan tersebut adalah satu group 
iari nilai agunan masih inencukupi pinjaman yang .diajukan 
/diberikan. 

- 	Tersangka menjelaskan bahwa pada saat m d. 1akukar 
verifikasi atas data yang diaj ukan permohonan pen.arnba--
han modal usaha tersebut tidak bertomu 1 argsung clonqan 
pem.i 1 ik seka I igus pcurus dari PT. MULTI 	TELEE3INDO 
UTAMA maupun PT. MULTIVISION SATELITE 	I:;•1.C3ITAL. 

-- 

 

Tersangka menjelaskan bahvjoA dengan a d a n y a t i d a k 
bc?rternu dengan pengurus FT. MULTI TEL.ESINDO IJTAMA 
maupun PT. MIJLT iVISION SATE)... ITS 1)If:3ITAL. 	Thrsangk. 
nerasa yakin bahwa H. CHARSIAN ANWAR sbaqai p'enijuru 
di 	FT. MLJOLT I TELES I NDO UTAMA dn F I .. MULT I V I S I ON 
SATELITE DIGITAL karena pada saat perianda i:anganan Akta 
Pengikatan Hak •Tanq.gunqan akan hadir untuk •crienanda 
angani Akta Pericjikatari Hak Tariqcjun'jàn tersbut.. 

-- 

 

Tersangka . menj e].askan baIma pda saat :)Deflaflda 
tariçjanan Perj anj ian Kredit rilaupuli perianda tancjanan Akta 
-pnij ikatan Hak Tangqunqan j 'ga ha':Ii r • 

Tersangka menj el &;ka.....bahta yang I- adir pada saiat 
penanda 	tanqanan 	Perj anj ian Kredit 	maupun 	Akta 
Ferig i katan Hak TangyLinqan yang hadi. r ad a 1 ah M. SUFED I 
saks.i seiidiri , r'citari Drs . SOEGENG SANTOSU SH . dan 
sekretaris Notaris dan tersancjka HENDRA serta CHARSIAN 
ANWAR 

Tersangka menjelaskan bahwa pada saat tersanqka 
HENDRA rneiiihai ik nama auiian a t a s iiama tanah 	dan 
bancjunan yang tori otak di. C.i pinang Mel ayut J.1.  Manuncjqa 1 
I I Na. 1 atas tanah seluas 	N 2 dan bangunan 750 1'1 
2 sesuai Uenqan SHM No. 21/Cipi.nanq Molayu yang semula 
a tas nama pomi. 1 .i k I r H. EDDY KURN I AD I kTd ian di ba 1 1. k 
nama tneinj adi, atas nama tersangka HENDRA 	sebelumnya 
tnomb.tat memorandum pe lopasan somentara Liii tuk penqurusan 
j ami.nan , dimana jami.nan tersebut clapat di lepas setelah 
ada 	pengikatan J amman penqnanti so lain danipada i tu 
yang L>ersarigkutari sanqgup unhuk mel kukeiri penyetor'an ke 
rekon inçj pinJ ainannya men ima 1 set oar APH I 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



- 52 - 

- 	Tesangka menjelaskari bahwa pada saat tersargka 
HENDRA membalik nama jaminan Sertifikat SHM No. 
21/Cipinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI 
menjadi atas nania HENDRA sebagal pengganti athlah 
berupa Sertifikat atas nama HENDRA diperumahan 
B.illabonu dan Sertifikat atas nama CHARSIAN ANWAR. 

C. 	N a m a 	ALFONSIUS WEHEB, Urnur 43 tahun Lahir di 
Jakarta, 1. April 1960, Agama Kriten, 
Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegaai BUMN 
(BNI), Tempat Tingçjal Kavling Pondok 
Bambu Blok H/2:30-231 Rt.010/011 Pondok; 
Bamh.t Duren S.it Jakarta T.imur. 

Fieneranqkan 

- 	Tancfk 	merijelask.h bahwa bokerja di Bank SNI 
LBE PorteJ.k Indah sbagai Appraisal yang bertugas 
me 1 ak.Lik 	I.Wnj.Ltngan ke. lokasi jarni.nan yang diajukan 
ololi d.ebitur untuk dilakukan taksa.i atas .jatninan 
tersebut dan melakukan ploting atas Jaminn. tersbut, 
dimana yang mengangkat tersangka selaku Appraisal di 
BNI LBE Ponclok Indah adalah Fmimpin BNI LBE Pondok 
Indah. 

- 	Tersantka menjelaskan bahwa benar selaku Appraisal 
pernah melakukan 	k tasa.,. s atas jaminan )'ang diajukan 
leh PT. MULTI TELESINDO IJTAMA yaitu berupa. Tanah dan 

banqunan yang terletak di 31. Kalasan No. 4 A Rt. 
004/02 Kel. Pegangsaan Kec. lienteng Jakarta Fusat 
sesuai dengan SHM No. 422/P'2ganasan atas nama ACHMAD 
KOBING dengan luas tanah 262 H 2 dan bangunan 300 ti 2 
dan tanah yang terletak di 31. Radio V NO. 9Rt. 003/04 
Krarnat Pela K:eb. Be.ru Jakarta Selatan seuai dengan SHM 
No. 978/Kramat Pela atas riama ASNIN NAMI NASIJTION 
dentjari luas tanah 322 M 2. 

Ezm benar pada at Tcsangke. inelakukan 
ki.injungan 	ke 	).okasi 	le. c? d LAA 	.1 c?U1U.flfl 	tersebut 	ti.dak 
bertemu 1 ançsung deigan pemi 1 .ik .1 am man dan d a lam hal 
lersan ka mel Lkukan taasi atas j arni.nan 	tersebut 
dengan cara mennyakari hat-ga pasaran atas tanah dan 
bangunan tersebut kepada warga sekitar dan tidak pernah 
menanyakan harqa pasar tersebut kepada pihak 
kepemerintahan. 

- 	Bahwa 	heriar 	kemudian rerrigka 	j uja 	telah 
mci a k u k a n taksas i a ta5 j am i nan yang di aj ukan ol eh 
PT. 	MLILTIVISION SATEL liE r,II3FrAL.. hcrupa tanah dan 
bangunan .yanq ter- letak di Pan tai Kuta 11 :[ No. .16 Anc:ol 
Jakarta Utara atas nama DELIA kRMIL.A DARMA sui3RArA dan 
tanah clan banqunan yang ter 1 a tak di i :1 	Manunçga 1 	I I 

NC) . 	1. atLas nama EDDY KURN ) A!) I 	clan ter ak hi r sak si 
melakukan taksas.i j aminar pada tanqoa ). 4 liarOt. 2003 
at:as tanah dan bangun an yang ter-  1 e tak d .i Fer-uma han 
Bill aboncj 81 ok 8 I N . 25 K 1 . c; .i.1Inqq is Bcij ang Gede 
Bccjor atas tnah seluas 1.494 M 2 dan bangunan 503 M 2 
smsua.i. dengan SHGB No. 1326/Cimanqq is atas ram HENDRA 
tanah dan banqunan yang ter3. mt.ak di Cip.i.nanq Mel ayu 31 
Manungga 1 I I No. 1 atas tanah so 1 uas 3. 009 N 2 dan 
bangunan 750 N 2 atas nama I r . H, EDDY KLJRNI ADI sosuai 
dongan SHM Na. 21/Cipinancj Mel ayu yang kenud.ia.n d ibal .ik 
nama meni adi atas nama tersanqka HENDRA dan tanah dan 
banqunan yano teriotak di (-isanqan Earat: Pt. 004/04 
Kol . Ci.rencleu Ci.putat Tancjerang sesua.i. denc2an  E3HM No. 
2187 dengan •luas tanah 2:L5 N 2 SHM No. 2188 dengan 
1 uar.; tanah 954 M 2 , SHM No. 1827 C.121)nal'l 	1 uas 	tanah 
3. 240 N 2 dimana tanah t,rsobut. moIupaka!I 1 81 ok dengan 
tiga huk ti keperni 1 ikan dan cJ.i.ats tanah 	tersebut 
herd iri banqunan dengan luas banqunan 1 296 Ii 2: dan 
ketiga hukti Sertifikat Hak Miiik tersebut atas nama H. 
CHARS I AN ANWAR. 
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- Tersanqka mnjlaskan bahwa dalam •mlaktike.n 
taksasi tidak diternani/didarnpintii a1h si.apapun q  dcfl 
dalam melakukan tugas tersebut d1irgkap dengan Surat 
Tugas yang diktaui o1h Wakil Petui.mpin dan Penyeli.a 
Admirlistrasi. 

- 	Bahwa dalarn hal Tersangka tne1akuan tak.sasi dan 

g
latinq j amman tersebut di tuangkan dalarn ben tuk Berita 
cara Taksasi dan Plating Jarninan serta Cal 1 Menia yang 

mana selaniutnYa Laporán tersebut diietihui aich 
Penyclia drnin1trasi dan disyah1'an alèh Wakil 
Pemimpin. 

- 	Tersangka nenjelaskan bahwa selama .nenjabat selaku 
Appraisal 	tidak pernah melakukan van f.ikas.i terhadap 
keabsahan dari Sertifikat jarn.inan yang dijarninkan olh 
dabitur. 

- Tersangka menjelaskan bahwa selain daripada 
melakukan varifikasi jaminan yang diajukan aleh P1. 
MULTI TELESINDO UTAM1 dan FT. 9ULTIVISION SATELITE 
DIGITAL 	juga irelakukan veriflkasi terhadap jaminan 
yang diàiukan oleh PT. GRIVA INTl BANGUNAN. 

- 	Bahwa jaminan'ang diajukan aich PT. GRIVA INTl 
BANGUNAN berupa.tana dan bangunan milik H. ABDUS SOMAD 
dan tanah dan bangunan milik 8ELLA YUNI SPUTRA.. 

- Tersangka menjelaskan bahwa dalain mel.akukan 
verifikasi tidak inelakukan pencc?cekan terhadap 
keabsahan Sertifikat kepemilikan atas tanah dan 
bangunan yang dii arninkan tersebut. 

Tersangka menjelaskan bahwa pada seat melakukan 
verifikasi terhadap jaminan PT. GRIYA INTl BANGUNAN, 
tersangka tidak bertemu dengari pemilik jaminan. dn pada 
saat melakukan taksasi dan plating jaminan tersangka 
nembuat Laporan berup 	 a a Benita Acara Tksasi dan plating 
jaminan,  serta Call Mama. 

-- 	Tersngka menjelaskan bahwa JUCJa sal akLt Appraisal 
dalam penqaj uan kracJ 	 T it olah F. INDIJ SEJ_ULAR F'RIMAJAYA, 
PT. AL('M MAKMLIR CATUR SANIOSA, PT. INTEL MILAN 
F:LEK IRON I K 	1- 1 	5 ir JAR 	JR ( 	El ULc'tR 	5 LV 	(MAR SI JRYA 
SELULER dan CV SURYA TELEKOMUNI KASI . 

rcrsanq ka menj a 1. as kan J:ia sc 1 aku 	Appra. isa]. 
dal am rnalaksanakan t:uqa'a faks .i dan Plating J am:inan 
tidak parnah meiakukIkn panqecakan keal:sahan dokurnan 
jaminan 	yang diaj ukan 	oieh 	perusahaan-perusahaan 
tersebut. 

- 	Tarsancjka menjalaskan hsha selama 111elakua taksai- 
si dan plot:i.ncj jaminan at:as Jarninan yanci cliajukan oitah 
perusahaan-parusahaan tarsahut, tarsanqka membuat 
laporan . dalam hantuk Eier.ita Acara Takssi dan Plating 
Jarninan-sart Call Memo. 

d 	N 	a- 	........ MOCHAMAD SUPEDI • 811. 	lIrnur 48, Lcihir 	di 
Iati 	L?l 	Juli 	H - 	Oga m* a 	Is] am 
F Ir 	n l--'rj ui I LIMN (RMI 	Pencliclikil  
s 	:(. 

5  
fempal: Tinqai 

arta
Kemp lek BNI 46 Pt: 

øVi4/l2)C Ciianc:lak Jak 	Selatan 

Manorangkan 

- 	Tersanyka adal ah sabaqai. Femimpirl Sank F3NI L}3E 
Fondoklndah sci ak bulai, Jüni 2000 yang salah satu 
tuqas pokoknya adalah Menyalia clan berpar€is.ipasi. aktif 
dal am 	tnambuat 	parencanaan pama;aran 	kr-edit 	dan 
bertanggung j awab terhadap pan capaian tarqetnya, serta 
bar wuriang rn nU'r 1k an 1 ynn rjai, arahan selurLth a 1 , pc I 
kai.atan LI3EI  rnamber.ikan konsu].tasi. dan i.rvfcrmasi dalam 
rangka Famasaran Proak Lif 1._BE. 

- 

	

	Bahwa tersanqka HENDRA sc'laku Nlasab.h di. Bank E3N1 
I_BE F'endak I ndah parrlah mangaj ukan Kred ± t Mcd 1 KerJ a 

El di 	anl 	14N1 t HF F ondol Indch a t a s name F 1 	MIJt II 
IELEb]NDU UIAMA dan F-I 	RlLlIVNUJN 	TE L (1[ 	D(fdlAl 
dimana besar pencjaj uan kredi.t adal ab 

@ 	PT. MIJL.T I TELES I NDC) UIAMA pad a hu lan Me i 2082 
sebesar 	Pp. 2,8 Mi 1 yard 	kanudiarl 	rnenqaj ukan 
peninqkatan kradi i: pada t.annqa 1 5 Nopember 
sabesar Pp.3 Milyar dan pada 'Lancjqa 1 25 maret 20)03 

/ t:arsnqka ........ 
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tirarrnka HENDRA Inengaj ukan peningkatari kredi t 
sbsar Rp.3 Milyar shincjga total kredit yang 
diberikan Bank 13N1 LBE Pondole. Inciah kepada 
terangka HENDRA atas narna PT. MULTI TELESINDO 
UTAMA sebesar Rp.8,8 Milyar. 

@ PT. MULTIVISION SATEI.ITE DIGIIAL pada .12 
squstus rnendapatkan krdit sebesar Rp.2,5 Milyar 
dan pada tanggal 25 maret 203 tersangka HENDRA 
meminta peningkatan kredit dan diberikan sebesar 
Rp.3,2 Milyar., sehincga total kredit yang diberi-
kan oleh Bank BNI LBE Pondok Indah sebesar Rp.5,7 
Milyar. 

- 	Bahwa Jaminan yang dil3erahAn oleh tersangka HENDRA 
pada saat periqajuan kredit di bank BNI LBE Pondok Indah adalah 

Atas nama PT. MULTI .TELESINDO UTAHA dalam 
rangka pengajuan kredit 

fl 	Sebesar Rp.2S Milyar adalah 	ber - pa 
Sertifjkat Hak Milik No. 9/kr-arnat Pela atas 
nama ASNIN NAMI NASUTION Bin AMINIJLLAH dan 
SHM No. 422/Pej.nqsaan atas nama ACHMAD 
KOBINS. 

Untuk Peninokatan Kredit sebesar Rp.3 
Milyar adalah berupa SHM No. 422/Pegangsaan 
atas nama ACHtIAD KOBING dan SHM Iomor 
21/Cipinang Melayu atas nama Tr. H. EDDY 
KURNIADI. 

1$ 	Lintuk Penincjkatan K:reciit 3ehosat- Pp.3 
Mil"ar adalah herupa SHII No. SHM Nomor 
21/ái.pinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY 
KURNIADI dan SHB No. 826/Cimanqgis atas nama 
HENDRA dan SHM 2187/Cjreundeu, SHM Nornor 
2188/Cjrendeu serta SHM No. lE327/Cirendeu 
yang ketiganya atas nama H. CHARSIAN ANtAJAR. 

- 	BahNa 	pada s a a t tersaricika HENDRA 	inengaj ukan 
persyaratan kredit ke Bank INI LBE Pondok Indah 
di. lakukan Pengecele.an  oleh   pema

a
sat-an cIa 1 am hal .ini 

Tersangka MOEDJIBLIR RAHMAN dn MUKHLIS BLJDIANr0, tdargkan iarninannya oleh AL.F'ONSIUS tEHEB. 

- 	Eahwa da)arn 	iakukar) penqecekari ke l.a paran untuk 
\ 'erifikaj data--data, p.ihak peñiaa 	tna 	

w 
aran 

	

upun 	ppr-a.isai 
tidak bertemu 1 angsutg denqan petni 1 1k J A'ni.narI 

Tersanqka 	mnenj ci -y•fr\fl 	baiwa. 	cIa. lam cia 1 am 	hal 
pemberian kredit keparia FT. MULTI TELESINDO UTAMA dan 
PT. MULTI VISION SATELITE 1)It3ITAL tidak inengctr-eksi 
hasil verifikasj dan Call Memo yang dilakukan oleh 
pemasaran yang tcrtun aq d.i.da. lam 	-ormm'_t 1 i r- 	Kunj unqan 
Setempat dan Appraisal yang tErtt.tanq iiida). am h{ririta 
Acara Taksas.i dan Flotinci Jaminan 

- 	Bahwa da).am ranyka pencjaj uatn acjunan atas nama 
orancj lain tersanqka HENDRA tidak j:ernah mandapat.kan 
le.uasa dan. pemi. ilk j arni.narI balk dan H. CHARSIAN ANW(-'tR naupun In * H . EDDY 	JIi'J I 1 i 

- 	Tersanq ka menj ci as kart bahwa p a cj a saat tirieni. ma  1 .aporan penqusu lan kredit,  terai-tk,. tnencjetahu.j hahwa 
For-mu 1 ir Cal 1 Memo yanq di.buat olch Appraisal pada 
kolom infc)r-masi Pem.i. 1 ik 'Lidak d iiw,:i dan tel ah d.isyahkan 
oleh wakl 1 pemlmpin LBE, akan tctaii tersmnçjka tidak 
inc 1 kuk.an nenedjoran a t:as tcnua tetIju t k rena 	t dengan 	keci?ranyan 	t e r asic k 	L Ja 	a hi I a: I cm tersebut t:idak dilj1 penghuñi ada.ah pemilik isendIni 

- 	Tersanqka menj elaskan bahwa dalam hal tersanqka 
HENDRA menqaj ukan pen.i.nqkatan kredit j uga. di lakukan 
Verifikasj, - balk verifjkasj terhadap data. 	rnal.tpUh 
verifikasi terhadap aqunan .. dirnan.a yang 	melakukan 
verifi.kasj terhadap data àdaiah tersanqka 	M U K H L I S BIJDIANTC) 	dan 	yen i i.i.k.asj 	j 
ALFONSIUS WEHEE. 	

amman .ada.iah 	tersanqk.a 

Tersanqka rncnjciaskart hal-twa pada saat• tërsanc4k I-Il NDRA mcn 	U kn kredit 	i v. nAfna 1- 1MIJI TI 	TELES I NDO LJTAMA den P1. MULTIVISION SATEL I TE 1)1131 TciL . 	tersattqka tidak 	dthr-j 	kuasa oiah peini 1 ik 	jaminan 	Un tLtk 
menj aminkan Sertjfjkat tersehut ke DNI LBE Pondok 
indah . 

/ Tersanyka .. 
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- Tersangka n'nje1askan bahwa selain pernah 
memberjkan kredit atas nama PT. tIIJLTI TELESINDO UTMA 
dan PT. IIULTIVISION SATELITE DIGITAL. tersangka Juga 
pernah rnembprikai, kredit atas nacna PT. INDOSELULAR 
PRIMAJAVA, dimana yang mengajukan kredit terebut 
adalah SETIANAN MOERJOTO selaku Direktur, diinana 
beiarnya kredit yang diberikan adalah sbear 
Rp.4.240.0001— (Ellipat Miy,r Dua RtLtU LimA Pulup, 
3uta Ruliah). 

- 	Tersangka menjelaskan bahwa agunan yang diajukan 
ol eh SETIAWAN MOERJOTO da lam penoaj uan kredit  teebut 
adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di 31. 
Alam Peangrahn Vili/OD to. 38 Rt. 004/016 Cinere Limo 
Depok atas nama DEWI SETIOW(TI sesuai dengan SHGB No. 

e 5559/Ci.ner dan Tanah dan bangunan di 31. H Djeman No. 
9 Rt. ••.002/5 Pangkalan Jati Limo Depok atas narna 
}IARYATisuj dengan SHM No. 259/Pangkalan Jati serta 
tanah cift banginan di 31. PakuirV Indah No. 6 Rt. 006/06 
Kel.. •Baranangsiang }3ogor seua.i dengan SHM No. 
1273/Baranangsiançj atas nania DEDI }3ARNAS DJIUN. 

- 	Tersangka menjelaskan. bahwa pada saat SETIAWAN 
MOERJOTO mi.ngajukan kredit dengan jaminan tersebut 
diatas, tidak dilenqkapi dengan E3urat Kuasa untuk 
menjaninkan Sertifikat tersebut ke BNI LBE Fondok 
Indah, karena seswi dengan kebijakanaan BNI apabila 
pemilik jaminan akan memberikar) hak tanggungan sendiri 
tanpa inelaiui kuasa dehi tur. 

- Tersangka menjelaskan bahwa sebc1Lrn dibcrikan 
pinj arnan, j uga cii lakukan yen i fika,i terhadap 	data 
maupun Jaminan dimana yang meiakukan verifikasi. data 
adalah NOURTJAHJO ZUNiJOR selakLt Wakil Fem.irnpin Wilayah 
dan MUKHLIS }3UDIANTO selaku pcmsaran. 

- 	iersaiiql-za menjelaskan baha hasi 1 'erika.t dat. 
di laporkari dalarn hentuk Laporan tertul is pada Fcirrnul in 
kunj ungan setompat ( FAK--ø1. 5) dan Teksasi dan 	F ].otinq 
Jami.nan di laprrkan da).am bent.uk  Fcri ta. éara Taksasi 
dan Flotinq Jamina: sei'ta Cal 1 Memo. 

- 	Tersangka rnenj elaskan baha pada saat (ppraisa1 
mel akukan Taksasi dan PIotiiq j aminan waj ib menunj unq i, 
pemil ik Jaminan dengan makeud utnuk rnencjetahui fisik 
j amman dan t:uJ uannya un tuk mencietahul pem. ii k •j amman 

- 	Tersangka menj ci askan bahwa pada s a a t menenirna 
laporan dari Appraisal cJa1ari. ben tuk Eeni ta 	A c a r a 
Taksasi dan Plotinçj Jaminan mençjetahui bahwa Formulir 
Call Memo pada kolom infor-rnasj pemilik tidak diii 
dateiah disyahkan bleh Waki 1 Pernirnpin I_BE, akan tetapi 
tensangka tidak me]. akukan poregoran kepada Appraisal 
yang membuat. 

- 	rerncjka tneri,j ciaskan bahwa henar HENDRA telah 
nendapatkan kredit sebesar Rp.2. EØ. 00CI . CAiDEJ.- 	yang 
kefnuciian 	HENDRA niengaj ukan 	cnambahari kredit 	dan 
diberikan sebesar Rp. 3. 	. ø1iø . (C)C. -- 

/ Terr;angka ........ 
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- 	Tersangka menjelaskan baha pada saat mengajukan 
peningkatan kredit atas nama PT. MtJLTI TELESINDO UThMA 
HENDRA di lakukan verifikasi baik terhadap data yang 
d.ilkukan oleh Pengelola Pemasaran (MOEJIUR RAHMAN) 
dan jaminan yang dilakukan oleh Appraisal (ALFONSIIJS 
WEHEB) 

- 	Tersangka menjelaskan bahv,,a hasil verifikasi. data 
di3.perkn dam ber,tuk Lporar, tertuJ.i 	 Forsnulir 
kt.tnjunqan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Pioting 
Jaininan d.t].porkan dalam bentuk Berita Aaa Taksai. 
dan Plc.,ting Jaminar sarta Call Memo.. 

Tercanqka merijelaskan baha pada saat .c'ppt- ial' 
'nelakukan Iaksasi dan Floting iarnir,ari iaj ib menuni.urigi 
pcmi 1 ik j sn.iriari dmiri màksud utriuk rnIi?tahu'i 	fisik 
i amirian dan tuj uannya untuk mencjetahui pemi 1ik j amman. 

iorsanqka menjelaskan bahwa pada saatenerima 
1aporn dari Appraisàl dalam bentuk Berita. Acara 
Taksasi dan Plating Jaminar. maiigatahui bahwa Formul ir 
Ca].1 Memo pada kalotn infprrnsi pemilik tidak diisi 
datelah disyahkari oleh Wakil .Pemimpiii LBE. akan tetapi 
tersangka ti.Jk melakukan penecjcran. kpada Appraisal 
yang membuat. 

-. 1ersancjka menjfalasakan bahv.,a •seteiah HENDRA  
n mendapatkan 	peinqkatan 	kradi t 

Rp. øO?).Øcç.- kemudian torsanqka Liga mengajukan 
kradit kambalj atas nama PT. MULTIVISION SATELITE 
DIGITAL dan di.berjkan kredjt sebesai Rp.2.50, .coo.Ø,-
dan pengajuan torabut juqa t(--Iiah dik.buikan 

- 	Tornq ka morij a 1 askan hahNa 	eba 1 urn 	pang aj uan tor-sebut 	d.tkabu 1 kan 	S 0bo1urnnya 	j uga 	dii akukan 
vori fika,j Ls'rhadap data yang di 1 akukan aich Unit 
Panqolnia F'anaiat-an (MOEJ I BUF RAHMAN) dan Jam.inan oleh 
Appraisal (r-;LFONS IUS I'JEHEB) 

-- 	Tartai- qka fri e. n i e 1 as, k a n baha haj-,.ji va,-ifjkasj 	data 
di. 1 aporkari cia). am ban tuk L.apor-an ter- tu I is pada Formu 1 i r 
kunjuncjan satainpat (FAi<:-øi. B) dan Taksasi dan Plating 
Jatninan d:i laporkan dalam ban tuk I3rita Ar:ara Taksasi 
dan F in t.tnq Jaminari sar ta Call Nmo 

Tarsanqka man j a 1 ask an bahwa pad a saa t Appr-a I sal no 1 a kukà:. :TaIy5a -  I dan Fiat i ng j minan aJ Lb rnanunj ung I 
pamii.k..,aminfl darigar maid utnuk frujotahu.j. lisik 
3 c.mifl:fl dan tuj uannya Un tuk rrrgotaht.ij. pemi. SI 1k J amman 

- 	Trsancik 1  rnonj alaskan hahwa pada 	a a t monar- ima 
1 apnrari dar-.. Appraisal cia lam ban tuk Bar-i ta 	Acara 
Taksasi dan P1 ot.ng Jaminan rnangetehui. baha Earmu 1 it- Call 	ama pada ko ] am in formas I pain.i :1 I k 	t i d a k d i i si 
data) ah cii syahkan ol oh I'Jak.i 1 Pam:itnp.in LE:E , a k a n 	tatapi 
tnrsangka tidak mo.takukan ponagoran kapada Appr-aia1 
yang mainb 'at. 

Sat.SI .d tar sançka HENOR i;aricJaj uan kred it atas narna 
PT, . MLiLTTvis]:o4 SA1ELI-IE: DIGITAL kcudia.n HENRDA 
Irr1rj 	 '' 	'i 	 5. 	 r 

Li TAMA dan FT. MIJLT I V I B I ONSATEL I TE DIGITAL, karena 
kedua parusahaan tersebut adaiah satu group. 

/ I3aha 
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- 	ahwa benar ce1rnJutnya ENI LBE Pondok Iridh thlah 
mcnciukan p.namhhan/peninQkatar1 krodit YflQ diiuAr, 
oleh HNDRA ttrsbeut, dimana besarnya penincjkatn 
adalah PT.. MULTI TELSINDO UTAMA ki- ditnya digabunQ 
rnriJadi Pp 	øø.(?iøø.øø.- dan PT. MULTIVISION EATELITE 
DIGITAL adalah sbsar Pp. 7(ø.øGø.00.- sehingga 
total kredit yang diberikan oleh BNI LBE Pondok Indah 
kepada HENDRA adalah sebesar Rp.14.50.000.00.- 

- 	Ter'ancjk rnni1sk.n bahwa iamin'an yang dijadian 
agunan atas kreciit HEIIDR tersebut adalah' Sertifikat Hak 
tlilik Notnor 21 Cipinxng Melayu ai-as nama EDDY KURNIADI 
yang kemudi.ari dibal 1k nama meni adi HENDRA,* SHM 2187, 
2188 dan 1827 Cirende atas nama CHARS IAN ANWAR dan SHGB 
826 Cimanggis Eogor atas nama HENDRA. 

- Baha henar setelah dilakukan p€enggabungan 
peningkatan kredit tersebut terhadap jaminan di lakukan 
pengikatan, ,akan tetapi setelah didaftarkan ke BNN 
ternyata Sertifikat atas nam H. ECDY KURNIADI dan 
CHARSI(-Tht ANWAR tidak dapat d.iikat karena d.ib.lokir oleh 
pemil ikriya. 

di 3.aporkan dalam buntuK Laperan tortui i paa-:.. Forriullr  
kunjt.tnçjan st,rnpat (1:(.PZ.--04 5) dan 1ak.ii. dan F1r.tirug 
Jain.i.ii.n dilaparkan dalam ben Luk 	t 	(r 	iaki 
ddn Plotincj Oafninan serta Call Memo. 

- 	Tersarqka menj ?la.car i:ahI4a 	 sa.;.t Appraisal 
mel akukan Taksasi daii F lotinq i amman vj ib menuni Lfl i 
pemi 1 ik jaminan denqan maksud utnuk menuetahu..i f isi k 
jarninan 	 Pemilil'... j anirir1 

- 	Tc2r-s..nq ca 	men.j 21 askan 	baiia pada 	t 	iflCi'r 1. ifl 

1 apor'ar1 dar i Appraisal dalam bcantuk Berita 	Acara 
Taksasi dan Fiotinq Jaininan 	 bAnwa Fcrmu ii r 
Call Memo pada kclom .i.nformasi pemi ilk tidak d i i s i 
date lab disyahkan oleh Waki 1 Pcnirnpin L?E, akan tetapi 
tersancjka tidak melakukan penecJorari kcpacla Appraisal 
yang membuat. 

* 	Tersaiicjka menj el askari bahta benar sEelain dari pada 
prber.lan penqa. uar kepada ceciLia 1_,erus.haar) 	ters'bu t 
tersançj ka .j uga tel ah membenikan k red it. yang di aj uk an 
oleh FT. ):NDOSELUI..ER FRIMAJAVA sc.,besar Rp . 4 .250. 0 	. 000 
cli nana se) a ku 1)1 rek tur dart PT . : Nl:OSEI_uI_ER FR I 11A.3 
adalah SET I ANAN MOERJOTO 

T e rsançj k a meni e las kar 	LDah4a se be 1 urn 	di be r i k an 
krc?dit Juqa dilakukan verifikasi terhadap data yang 
dii akukan C)! 	Eencjelol a Pernasaran ( RO ) dan raksasi. dan 
F 1 oting j amman o ieh Appraisal 

Tersançjka rneni elakan baha hasi 1 verii ikasi data 
di laporkan dalam bentuk Laporan tertul is pada Formu hr 
kunj unqan setempat ( FAK-04 S ) clan Tal:sasi dan F 1 oting 
Jaminan dii aporkan cia lam ben t:uk Ben i ta Acara Taksas .t 
clan Piotinçj : m:i.nan serta Call Ivienc  

Tersaiq ca neni e las 1-1 baha pada sas t. Appraisal 
me lakukan Taksasi dan P lotinq j amman waj ib rnenuni ungi 
:emi. 1 ik J amiian denqan maksud untuk menqetahui f isi k 
j amman nail tuj uannya untuk mengetalum perni 1 ik .1 amman 

/ Tersanqka ........ 
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- 	Tersanqka menjelaskan bahwa pada saat menerima 
laoran dari (ippraisa1 dalam bntuk Benita Acara 
Taksasi dan Piciting Jaminan mengetahLti bahwa Formulir 
Call Memo pada kolom •irrformasi pemilik tidak diisi 
datelah disyahkan ouch t4akil Peniimpin LI3E, akaii tetapi 
tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal 
yang rne:nbuat.. 

- 	Tersangka menjelaskan bahwa pada saat penanda 
tanqanan kred it a tas pengusu 1 an perusahaan tersebut 
pemiljk jaTinar hadir untuk turut menanda tanQani 
Perjanjjan krcdit. tcrebut. 

- 	Tersanqka merJEiaskan bahwa Juga tolh member-ikan 
k rdi t atas penqaj uan CV ..SI NR 6URYA SELULER SEBESR 

dimana selaku Direktur CV SINR 
SURW-\ SELULER adalah tersanqka BUDINTb (Belum 
tertangkap). 

-. Terisaigka menjelaskan bahwa seheluin dibcrjkan 
kr-edit iuga: d.ilakukan veri1ikas.i trhadap data yang 
dilakuk.'o1eh Pengelola Prnasaran(RO) dan Taksasi dan 
F'lctin91jaii,i.riar, olrzrh Apprail 

- 	ersanqka menjelaskan bahwa hasil 'verifl.kesj data 
cli. laporkan dalam hentuk Laparan tertulis pada Formulir 
kunjungan setempat (FAl:-04 S) dan Taksasi dan Ploting 
Jamirian di laporkan dalam hentuk Bcir.ita Acara Taksasi 
dan Pioti.ng Jarninar, serta Call Memo. 

cirsangka mcil)jcilaskan bahwa pada. saat Appr-a isal 
me iaki..tkan Taksasi. dan Pioti.ng i amman taj .i.b menunJ ungi 
perni ii. k j am i.nan dcinqan maksu.d un 'l:uk fT1anna ta hui 	f i a I k 
am.i nan dan tuj uahnya un t.0 k maflqetahu.t pemi...i. k J am i nan 

Ta rsaiqka men 	bahwa pads asat inciner ims laporan dari Appraisal dalam Lcinti.ik Benita Acar.a 
Taksasj dan Picitinq Jam.inan manqtahuj. 	 Formu 1 .i 
Call Memo pada kolom in formasi. 	icmi. 1 .i k tidak di i s i 
dateish di'syahksn olaJ L'Jak.il Fam.impiri LI3E, e.ka,, 	totapi 

rsangka tidak mcii skukan pcincicjor-sn kepacla Appraisal 
yang incimbua t 

- 	Tursanqka mcinj alaskan Lha pads sast pananda 
tar 9ana11 k rad it a tsa 	 ian l:)d?ruaahasn tarsL but 
pumi ii k 	j sfI,ir -  i an 	hsc:.i i. r 	un t u k. 	ti.i rut 	mcinancla 	t an gani. F:r.j anj isi, k red i 1: ter-acibu t 

- 	SciIir 	dei'".i,pada 	.itLi 	tcir-sarigka 	Ji.iqa 	taish 
triciinbcirjka n .kredi t atas usuisri dar. PT. 	SRI YA 	INT I }3ANGUl\lAl' 	PR. I NTEL M I LAN ELEKrR0N ) 	, CV El NAR SURYA 
SELLJI..ER, CV SURVA 1 ELEKOMI.lN I KAE5 I PT. ANU6ERH WI RATAMA 
dan PT AL_AM MAl::MLw CATUR SANTOSc . 

Tcirsanq ka mci-iJ alaskan bah 	i±•?ba 1 urn 	di her- i k an 
krcic:Ijt Jugs cJiiakukan vnrifi.kasi. terhadap data yanc 
ciii akukan oicih Pcinqc.ioia Pamasar-an (P0) dan Taksasi. dan 
F'). citing J atitian cii cih Appraisal 

lcirsanqka menJ ci). askn bahNa hksi :t v - i ii kasi data 
di ].aporksn dalam ban tuk Lapc:'ran tenth 1 is pads Formt1 in 
kunjunqan sciteinpat (FAK-04 B) dan Taksasi dan Rioting 
Jaminan c:liiaporkan dl.am  hentuk Eienita Acara Taksasi 

	

dan Plating Jami.nan sarta Call Memo. 	. 

/ Terssngka ......... 
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- 	Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal 
melakukan Taksasi dan Plotincj jarninan taiib rnenuniungi 
pemilik Jaminan dençan rnaksud untuk mengetahui fisik 
j amman dan tui uannya untuk mencjetahui pemi 1 ik j amman. 

- 	Terssngka menjelaskan bahwa pada saat menerima 
laperar dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara 

kitti dan F 1 otirg Jaminan tnenwtahui bahwa Forrnu ii r 
Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi 
dat:elah disyahkan aich Wak.il Pemitnpin LBE, akan tetapi 
tersançjka tidak melakukan penecjoran kpada Appraisal 
yang mmbuat. 

- Tersar%gka menje1askan bahwa pada :;aat penanda 
tancjanan kredi t atas pengusu lan peruiahaan €ersebut 
pemi 1 ik j aminen hadir untuk turut meranda tangani 
Perj anj ian kred it tersebut 

- 	Tersangka menj e laskan bahwa perusahaan-perusahaan 
torsebut pada saat rnengajLpkan kredit ke BNI LBE Pondok 
Indah melalui tersangka HENDRA (belum tertangkap). 

N a in a : Drs. H. NDORTJAHJO ZUNOOR, MM. Umur 55 
tahun 	Lahir di Semarang 28 Juni 1948, 
Aqarna. Islam, Fekerjaan Fegawai E:UMN 
(131\I1 ) • 	Tempat iincjqal 31. Meriah No. 	7 
Rt, 0E3/01 Petukanca.n JakarLa Selat.n. 

Menerangkan 

Harsanqka itrjelaskan bahwa pada skiar thun 
200U0 sampai 	iigan t.ahui, 2(i3 bkerja. di .E.nk BN I 	LBE 
F'cnciok Indah selakLl Wakil Fc.mimpiri Wilayah ••X . 

— 	Teranqla, aciaiah seiaku t'Jak.i 1 	K.epa la Bank E:NI 
Wilayah X Jakarta antara -tahuri 20.00 sarnpai denqan tahun 
2003 yang tuqa.; pokok sehari- har.i ac.laiah erigc lola dan 
meiiqembanq k 	b.i mm is cabarq yang 	berada 	di. bawab 

t_tperV.im i , rneib.ina 	nemb. mb.i.iq  dan ncnberi kan 	pe tJtni uk 
LntUk 	tcnincjkatkan 	itLttnhL(hafl 	proi.i.tabi 1 itas, 
kesehatan dan k:i.nerj a cabancj , Meiban tu Cabanq cJe 1 am 
upaya u- tuk 	ron I rc:j katk an clan a , Fom r ased 	im tome 
perk red i. tri dan Ponanganarl k raci J. L mac:e t •' bercasa 1 ah 
Mombimb.inj dn membantu c:abanq cia 1 am 	imp 1 emen tasi 
L .isn is Ij no Cabaio tnemban tu iThbanq da ia 	ponge 101 aan 
dan 	penqembanijan 8DM quna monirgkatkan kwa 1 .1 tam dan 
proies.u:nai isme dan Mel akmanakan poriqenda ]. ian scara 
of c*kt.if dan kcnt.inyu , climana tuqas Iorsarck.a tersebut 
tercantum d.idaln Euku Petunj uk yangdike luarkan o lob 
Baik ENI 

	

rersariqka (flenj 0 1asiari bahwa soiai:.0 Waki 1 	FEm.impin 
Wilayah .l.c'i .:n k EN I momLnyai wowoanq UrltUk mombc-? i i k an 
ki'c:ciit k1::cJa 	cabah yrg r onj j ii:. :rper-mohanan kredit 
sebesar Rp . : 	 . Qii. -• kt.s yang kemud ian pada 
i::u lan Mo :i 2803 woenanq Icrsang ka menu tus ponqai uag 
k red :L I 	sebesar 	Ap .5. 	. 1Z100 . 000 . -. 	dan 	keten tuan 
tersobuttertul is didal am lanai omen Bank ENI 
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- 	Tersangka mnjlazkan bahwa kentl der.gan tersangka 
HENDRA ejak thrsangka HENDRA rntngajikan kredit ke Bank 
BNI LBE Pondok Indah pada sekitar bulan April 2002 
arnpai dencjn Mci. 22, dan seingAt 'rersangka pada saat 

tcrangka mcngjukan kredit scbetar Rp.200.000.000.-
dn jarninan yang diajukan adalah tanah dan bangunan 
sesuai doiigan Srtifikat hak Milik AtasL narna .ASWIN.NAIII 
NABUTION dan AHMAD KOBING. 

- 	Tersangka 	rnenjolaikan bahwa terngk. . HENDRA 
mengajukan kredit ke bank BNI LBE Por1dok Indaji sebanyak 
3 ( tig.) kail masinq-rnaing 	be3ar Rp.2.130000.000 . - 
Rp.2.500..Ø.- dan tera:hir kredit HENDRA sebesar 
Rp.14.00.0.000.- dimana. jaminan yang diajukn pada. 
cat thrsangka rnengajuk.an penambahan per- tarna adalah 
berupa tanah dan bangunap •milik Ny. DELIA KARMILA •DRM,A 
SU}3RATA dan CHARSIAN ANWAR. 

- Tersangka menjelaskan bahwa benar •rnemutus 
pentberian kredit yang diajukan oleh tersangk 	HENDRA 
sebesar Rp.2.800.000.000.- dimana pada saat. péngajuan 
kredit tersebut mengatas namak'an PT. MULTI TELESINDO 
UTAMA. 	 '• 

- 	Terangka menjelaskan bahwa padasaaat mcngajukn 
penambahan kred.it dengan menqatas namakan PT'. MULTI 
TELESINDO LJTAM dan PT. MULTIVISICJN .SATELITE DIGITAL. 
Dan saksi tidak memutus pengajuan kredit yng . diajukan 
o].eh PT. MLJLTIVISION SATELITE DIGITAL, karena yang 
bcr'enanc; cnemu tus ada 1 ah Pemi mp .i n Ni 1 ayah 

- 	lersanqka rrj eiaskar hal-na sulain fmefllt-ltl- is 	kredit 
ati PT. l'ult..Ti'TE•:L.EsIl'IDO uri c1rr MLJL.TIVISION SATELITE 
DiGITAL, 	tersancjka 	j ucje. 	tel ah 	memut'_,s 	k r e d it 
PT. 	INDOSEL_IJL ER F:R11"IA1. 	seb.ar 	Pp. 	. 0 0 . 

Fr. INTEL. NIl_AN El._.11<TRDt.IIK',, PT. SINAR SURYA 
PER lc:(3 • Pr . TUL. us SE:JAT I MOTOR , PT. 	_i ft:lJp  CATUR 
SANTOSP 	VT. 	(3RIYA 	INTl 	BANGUNAN 	sebesar 

dai', PT AiIIJGERAH WI A1(MA 

- 	Tersanqka tnenj ciaskan taha dal am hal sebe 1 urr 
memu t'.ts k arr 	pembe,- ian 	k red .1. t'. , 	se be] LImES a 	mc 1 a k u k an 
per'e;kan 	per' anc_jkat apiik.as.i k recil t yang di huat ci eh 
cnaiis 	Kr'cdi.t yang mcr- t_tpakar, :,enja].asan 	dan 	anal i 
nenç:jena i. se 1 ui-nh data c:lel::, i. tu r' 

	

ai',qka mciii c:laskan l:,ahwa 1:•r-sanqka 	rnciijalash'.ar-, 
bahwa cia 1 am memu tuskan pember i. an k redi t hany a mel a kLI k an 
pcnqcc:ckan t e r h a d a p) PAI<: ( l -cranqkat Ap 1 i k a s i Krcd I 1 
yang di. er-ahkan o].eh Pemimpin L_E'E karena rjaiam FAl< 
l:c rsbeLt'L: dusah mem..ia t dan meny i.n,pu 1 kan as p e k -- a si p e k 
pn?'1iaanI yir'iq berasal c::lar- i c:lcDlumdr'i debitur' 

rc r'ian q  l a 	merij 1 as k.ai l:a h'a pr'c;cclur 	pciinka tan 
r 	dI i 'L ad zk 1 h rrancaj Liar) per"mocn an krcdi:t, 	sclanj',tnya 

di lakuka ncr I fi.ka'a:i. 	l::,a.i k 	data 	manp'..,n 	j air irian 	dan 
'Lc Jab 	dii al'.,,..ikcn vci'.j,'ljl':,a;:j, c:lari dliii. 1 ci 	1 ayak 	i_rn Luk 

mendapatkai-, 	pen iii q ka ta,, j amman 	serta 	j aminannya 
mencjkci'fci-' inaka POt"iCJJ nan tmrsebut bar-u di.sctujui 	bila 
debi tur t idak meinl:)uny.ai  tuncjqakan hui'cja a taLl dab i tur 
masuk cialam golonqan koicktibiiity 1 ( laricar) 

/ Eialw4a ....... 

IF 
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- Bahwa bnar triancjka t1ah rnmutus untuk 
prrnheriar% krd.tt atas ajuan PT. INDO SELULER PRIMAJAVA. 
PT . INTEL MILAN ELEKTRONIK, CV SINAR SURVASELULER, PT. 
SINAR SURVA PERKASA, PT. TULUS SEJATI MOTOR. PT. ALAM 
MAKMUf3 CATUR 	ANTOSA, PT. GRIVA INTl BANGUNANi PT. 
ANUGERAH NIRATAMA, PT. MULTI TELESINDO UTAMA dn PT. 
MULTIVISION SATELITE DIGITAL. 

IYN Pru'hJL/k; 

Dalarn perkara mi petunjuk yang ciidapat oleh Penyidik adalah 
berupa L.nporan Has! 1 Penghitungan Kerugian Kuancjan Neçjara yang 
dilakukan oleh Bacian Pengaasan Keuançjan dan Pembarugunan, dirnana 
dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Team Audit dari Badan 
pentjaasan Keuancjan dn Pembanqunan terhadap pembenian kredi t 
C) 1 h Bank BN I LBE Fondok Indah kopaila PT. MULT I TELES I NbO UTAMA 
dan PT. MUL.TIVISION SATELITE DIGITAL dirnana HENDRA sebacjai. 
Direktur Utarnanya serta 9 (sembilan) perusahaan lain, yang 
direkayasa oleh HENDRA tdiperoleh kerugiar negara Cq Bank BNI LBE 
Pondole. Indah sebesar Pp.16. 437. 248. 350. 00.- 

Petunjuk 1air ada]ah berupa hasil Audit Tim Satuan Pemeriksa 
Intern (SPI) BNI•ya.q semuanya adalah terjadi penyimpangan dalarn 
proses kredit, dithna syarat-syar-at penqajuan krdit t.idak 
di.peruuh.t oleh f)ebiU.tr- bàIkan ci ipaisukan seperti 	Ak ta Pendirian 
Purusahaan, Idiititas porni 11k perusahaan, SIUP, TDP ciii. 

V. 	i3,1i,iNG 13L/KTI 

Susi.tai donqan Surat Pori.ntah Fenyitaan No. Pol . 	Sp . Sita/304/ IX! 
2004/D.it Reskrims.-, tanqqai 24 September 200:1, bararig bukti yang 
di.s.i ta Daranq Duk ti sesuai donqan 1-121-ita Acaira Penyitaan.  

VI 	KISUS POS1SI 

- 	Bakla pacia sekitar bul an Mel 2002tersangka HENDRA so 1 aku 
Dirok tur PT. MuLrI TELES:NDO UTAMA rnenqaj ukan kredi.t ko Bank FiNI 
LBE Pc:ndok Indah tèbesar Pp.2,8 Milyarkemudian pada hulan Aqustus 
2002, 	trsariqka 11ENDRA '; inq sekal iqus 	io 1 aku Di rek tur 	PT 
MLILTIVISIfJN 	SATELITE 	DIGITAL 	rnençjaj ukan 	kr- edit 	sbar 

2. 500. 000 000. 

I.::prnLtci ± an pacla bu 1 an Nb ember 2002 HENDRA ;o 1 akLt Di rek tur PT.  
MLJLT I 	TEL.ES I NDLI 	UTAMA f1loimqaj ukan k r o d 1. t 	kemba 1 i 	ebesa r 
Pp. 	.000.000,000. -- dan Ler-akhi r pacla bu ian Mar-Et 2003 HENDRA 
se:1 aku Di. rek tu r PT MUL:1I TELEB INDU tJTAMA meneai ukan penamnbahan 
,oL,aai'-  Pp.3.000.0110.000.- dan PT. NIJLTIVISIDN BA TEL ITE DIGITAL 

munqaj ukan ponambahan eb'ar Pp 3. 200 000 000. - denqan .derni k ian 
k r ud it t o r s a n g ka HEl\IDRA atas rama PT . riuL_T I TEL.EsI NDO UTAMA 
sobosar-  Pp - B. 800 . 	000 - dan PT. MUL liv I B TON SATEL I FE DIGITAL 
sebe;ar kp 	.700.000.000, .... 

- 	Baha CJonçJan adanya penqaj nan k red it ter:cibul: torang ka 
IIENDRA meni amin karm j am im-man set:)aqa I bert ku t 

1 	Tanah dan b.:imqunn sesuai denqan Sorti 1 1k at Hak Mi 1 1k 
Noinor 21/Cipinarmcj Meiayu atai namra It -. H. EDDY KLIRNIAI:)I 
ai zi s tI)Ii y rtq tc:r-  1 e tab: di J 1 - Fbammtrcjcja 1 II Pt . 006/05 

	

C i :).rarIg mel aym_m IIaIaar- 	rta ii mur-  - 

2. 	ian ah 	c:baru bat mcjun:r1 	su'.j m:;benqan So rti 1 :L k at 	Flak 	Guna 
Etanqunan Nonot 826/Cimançjg is atas nama HENDRA a tastanah 
y anq tori etak di Kemp] ok Forumahan Et:L 1 a bong B . 1 No - 	25 
Ctmanqq Is Etogor- a ta nama HEN!:Rc1 
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3. 	Tanah dan barigunan sesuai dngan Srtifikat Hak 1827. 
2168 clan 21,67 / Cirunde atas narna H. CHARSIAN NW 2iRatas 
tanah yang terletak di 31. Pisangan Barat Rt.4/04 
Cireuncie Ciputat Tangerang. 

- 	Bahwa dari keterangan para saksi (pemilik) agunan 	jamir,an yrtç 	diJrnjg,kr t,lwh tvorsam9ka HENDRA lee Elark EIN! LE4E Pondok 
Iriciah tersbeut, pemilik Jarninar, tidak pernah mergajukan Jaminar, 
tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah akan tetapi penilik Jarninan 
(H. CHRSIN ANIR dan Ir. H. EDDY KURNIADI) hanya menjamjnkan 
hutang kepada tersançjka HENDRA, dan pada saat pengajuan trsbut 
HENDRA Jucja telah membuat Akta pendirian perusahaan yang setelah 
d.tlakukai, petneriks.n, terhadap Notaris yang unenerbitkan Akta 
peridinian perutahaan tersebut ticjak pernah tercatat di Kantot-
Notaris tersebut. 

-- 	Bahwa selain dari pada hal tersebut tersangka HENDRA,Juga 
m*njadi perantara 9 perusahaan yang (nengajukan kredit ke, BNI LBE Pondok Indah yaitu (PT. ALF1 MKMUR C(TUR SNTOS, PT. ANIJGERAH WIRATAMA, PT. TULUS SE3rTI MOTOR, PT. INTELJiIUN TERt1INL 
EL..EKTRONIK, CV SURY TELEKOMUNIKA3I CV SINAR SUF:Y\ SELULER, PT. 
SINR SURYA PERKSA, PT. '3RIYc INTl F3tNGUNN 

dan PT. INDOSELtJLER 
F'RIM3(yç) difnarla dalam pengajuan. kredit ke SNI LBE Pondok Indah 
tersangka HENDRA sekal .igus telah rnerekayasa 9 perusah, tersebut 
yang eo1ah-o1kh teiah herbadan hukurn. 

- E3ahNa Akta F'enclirjan perusahaan yang diajukan oleh 9 
(sernbi ian) perusahaan sebagai. prsyaratan Un tuk rnencjajukan kredi t 
di 	

BNI LBE Fondok Indah setelah d.i ).akukan pernariIs.aan ttz'rhadap 
Notanjs yang sTngeivanlan Akta Penclinian tersebut baha 9 
?rnbj ian) Ak t:a nnd.ir.ia n Perusahaan yang rnengaj ukan kredi t ke 

BNI 	LBE Pondok Indah tersebut tidak ter(Jaft ar di kanti-ir.  Notaris yang mange 1 narkan 

Selain daripada itu. agunan yang dujamjnkan cich 9 
(senhj ian ) perusah.aI) yang menqaj ukan kradi t ke bank SNI LBE 
Poridok Indah tersehutsetelah dilakukan pcmcrikaan terhadap 
pami ilk Jaminan 	baha pami ilk J amman tersebLt tidak pernah menJamjnI<ar 	ke Bank BNI LJ3E Pondok Indah akan tetapi pomilik 
j amman hanya rnanJ aminkari hutanq Sarti fl kat J amman tersebut 
kepada terancjka HENDRA. 

-- 	aI - ja 	c:Iercjan 	adar'ya pa1-1gajuar' krod.it 	yang 	di.ajukan 	oleh r-sancjka HENDRA atac3 ne.ma FT. MULTIVISION SATEL ITE 0181 TAL 
snaupun o 1 eh PT . MIJf..,T I 'ISLES INDO IJTAMPi tarsebut serta ol h 9 
( sambi ian ) 	perut\han ia.inriya , necjara tc. iah dirucjikan s q. basar 

I1aha tindak pidana yang ci iperanglkan terhadap tarsangka. M. 
SIJF'ED i SH , MuK:HI_ Is BUD :i: r.rio , MOEJ I BuR RAI-IMAN , ALFONS I US NEHEE dan 
Urs . NOORCAHYO ZL.JNOOR MM ada 1 ah tindak p1 cjana KORUF'S I dan 
PERSANKAN sabaqaimana tartar-a dal am Fasal 2 ayat ( 1 ) dan Fasal 3 
LJndanq udanq Namer 20 tahun 2.001 3o . Fasal 2 ayat, ( 1 ) 'dan pasa 1 3 
Undanq --t_tncjr 	nomor- 31 taht_ui 1999 taritang 	 Tiadak 
F'ic:Iana I<or"upsi dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undng 
undang Nomar 10 tahun :1.998 tan tang Per- ban kan Jo.. Flasal 55 KUHP 6 KUHF'. 

/ RUMIJSAN........... 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



A. 	TERSANGKA I'1IJKHLIS BLIDIANTO 

Bahwa tindk oidana yang diprEanakkan terhadap ternqk 
MtJKHLIS BLJDIANTO adalah tinciak Pida-ria Koruoiiid at, Prbank,, 

aqaisnanj trtra cJa1rn Pasal 2 ayat (1) cLtn P1 3 UU No. 
20 tahun 203 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 
tahun 1999 tentang Prnbrantaan Tindak Pidaria Korupsi dan 
pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 10 tahun 1998 
Tntan Tindak Pidana Prbankan Jo. Pa.sal 55 KUHP dan atau 
Pasal 56 KUHP. 

1. 	RUMUEAN Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 .3b Pasal 
2 .ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 acJalah 

SE1IAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HIJKUM MELAKUKAN RERBIJATAN 
MEMPERK(WA DIRI SENDIRI ATA(J ORANt3 LAIN ATAIJ SUATU KORF'ORAsI 
YANG DPAT MERUGtKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN 
NEGARA DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN 
PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 
Rp.200.000.000.- (DUA RATUGJUTA RUF'IAH) DAN PALING E:ANYK 
Rp.i.000..000.000.- (SATU IIILYAR RUPIAH). 

Unur-unurnya 

a. 	Molawan Hukurn 
b, Mornporkaya diri tendini atau orarg lain atau 

koi'-por-asi 
Da.t moru.q I ka n kouanq an/porr'konoipjan rara 

FEMBAI-JASAN UNSL.JR--tJNSL.JRNYA 

0 	MELANAI HUKUM 

- 	F3ahwa da lam hal t.ornangka MUKHL.IS BIJDIANTO 	oi uu 
pemaoaran yang brt.uqa m1akukar, or-ifikai torhadap 
data--data 	( ciokLtrrlon-•dokLIm cA n ) 	pcnoa_ 	krddit , 	pada 
aaat no]:akukan pr- oo / vr.tV1kao.i. torhadap data - data 
dokurnn dokumon ) ponqaj uan k r-cdit yang diaj ukan o lah 

tor-'ar'qk 	HENDR(- a tao noma F 1 • MLJLT I TELES ): NDD 
don 	MLJL i'i:VjICjN 	S(1EI_1....E 1)1ST ....(L.. 	rta. 	•'9 	(oc,'nbl ion) 
poruoahoari la.i.nnya t.tdak melakukan yen fiki 	eoua.i. 
c:ançJon Buku Juk :t ak Lay orion Bisr Is RI tel• SN I i- ht.n 	D11 
yang di ten tukan oi oh Bank ENIakan tetapi dalam membua t 
iapciran coi c:Ionçjan F01-mL.11 jr (un_i ur-iqan Setompat . yang 
di bua t al oh. Porno-saran ci Ij o 1 askan .bahwa data-data a tau 
drikumon dokumon yang (:iiaj ukan ol oh HENDRA atas liama FT. 
MULl I TEL..E:S I NDO LJTAMA tersebu i: benar.  

Namun sosual cienqon potnor.i ksaan terhadao I no tano I 
yaig inonc].uarkan atas dokumon-dokumet, yang dIaj ukan 
tnsObLtt 	ternyoto 	doki..tmen-dcikucian 	yang 	diajukan 
ada iah 	tidak tar-catat dikan tor yang 	rrro1uarkan 
c:Iokumon torsebt...L c:Iencjan c:Iomi k ion pombuo tan 1 aparan yanci 
cli bua 1: ol oh :)rc?sar- an yang ci .i tuang kan do 1 am For-mu 1I r 
tnjunqon Sotempol:, Fanmul .....In'formaoj F:cD f c k don 	Call 

Momo tor'I:iu t. bar tan tangan dancion (.3, 0 P yang di tan tukan 
o:iah Sank SNI sah,inçjqa perbuaton tmrsancjka ada 1 ah 
Mc? 1 awan hukurn 	Dancjan domi klan LJnsur MEL_AN H U K U M 
tor- ponuhi 

/ b 	I"Imnquntuncjkar) ....... 
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b 	MEMPERKAVA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU 
KORPORASI 

Bahwa 'dalam hal tersangka MUKHLIS BUDIANTO melaksanakan 
tugas tnrn—verifikasj data atau dokumn pngaivan kredit 
yang 	di tuangkan dalarn ben tuk 	Forrnul ir 	KunJ ungan 
Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo adalah 
dalam rançjka untuk memproses penQajuari kredit PT. MULTI 
TELFBXNDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. 
ALAM MAKMUR CATUR SINTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA 
IIOBILINDO, PT. INDOSELULER PRHIAJAYA, PT. INTELMILAN 
SATELITE DIGItAL, PT. SINAR SURYA FERK:.SA dar CV SINAR. 
SURYA SELULER. 

- }3ahc.a seteiah tersangka tnelakukon Verifjkasj. 
terhaciap data,'dokurnen yang dilakukan tersanqka seloai,, 
selanjutnya pihak 13N1 L}3EPondc.)k Indah telah. momberikan. 
kredit 	terhadap 	pengaj uan 	perusahaanper-u3ahaan 
tersebut. Dengan adanya BNI LF3E Pondok Indah •teiah 
memborikan kredit yang diajukan aich prahaan 
tersebut Jelas bahwa hal tersebut dap.at meqperkaya 
orang lain atau suatu Korporas.i sehingqa unsur DAF'AT 
MENSUNTUNGKAN DIRt SEND IRI ATAU ORANG LAIN atau.' suath 
KORPORASI terpnuhi 

c. 	I)APAT MENGAKIBATKAN KERU6 IAN NEGARA/PEREKONOMI AN 
F'403ARA . 	 0 

Dengan adanya pihak }3N1 telah fnemberikan kredit kepada 
PT. MULTI TEL.ESINDO tJTAMA FT. MULTIVISI(JN SATELITE 
DIGITAL , PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA 	Pi. ANLIGERAH 
N : F:AIAMA MOB I L.. :c NOD, PT 	I NDOSELULER FR I MAJAYA, PT.  
I NIELM I LAN SAl ELITE 015 IT AL • FT . S I NAP SURYA FERKASA 
dan 	CV S :[ NAP SIJRYA SELUI.ER dan 	sua.i denq an baa .1. 1 
Audit .investigaai yang di lakukan atai.i di lakanaI:an oleb 
Badan per1qa4asaI) l(euai,oan dan Pecnbangunan , bahwa  
Cc:t . 	bank F3N ]: L.bE F'orrJok :rd:d' te:Lah di ruqi kan 	sebesr 
Rp. 46 • 457 . 275. 55 00 tersebut, dengan domikian unaur 
DAFAT MERUG I pj KEUANGAN/PFRFKONOMI AN NEGARA t:erpenuhj 

2. 	Pasal 3 UU No. 20 tahur, 2001 Jo. F'asal 3 (JLJ No. 	31 
tahUn 1999. 

FUMUSAN Past :t.:.:uu 'to. 20 tahun 200i. Jo F'aia1 3 UU No 
31 	tahL.in 1999 tn tang Pomber-an tasan Tindak F'idana 
K o r Lt p s :i. 

GET I AF c:RAN:$ DE.t'It,AN TLJJ hAN MEI\I(3LJN....UNOKAN 0 I P I SEND I P I 
cvrALJ ORANG L.A I N A1'AU SUAr U KORFORAS I , MENYALAHGLJNA KAN 
KEWEI\IANSAN 	KESEMPATAN ATAIJ SARANA YANG ADA PADANYA 
KARENA JAG'...rAI'1Ny. ATAU KEDUDUKAN YANG DAFAT MEPUG I KAN 
KERUG I AN KEI..JANGAN NEGARA ATAIJ FEREKONOM I AN NEGARA 
DIE:,  [ DANA PENJ (.FA SEtJMUR It I DUP (i'u F I DANA FENJAR( 
pç 	iNS S I NGKAI 1 ( s!uiu ) TAHLJN DAN I:At_ i '43 LANA 20 ( DUA 
PULLJH ) 	TAHIJN 	DAN 	AU 	DENDr- 	PA L I NO 	BED I K IT 
Pp.50. 	. 000 ...- 	CLI MA F'LJL.UH JUTA RIJPIAH) dan FAL INS 

( SATU MI LYAR RLJF' I AN) 

MENYAL_AIIGIJNAKAN K.EWENAI\IGAN , KE:SEMPATAN.I ATAU SARANA YANG 
()DA r.ADANYA KARENIA..:JAF3ATAN ATALJ 1:FDUJp1J<AI\,, 

a. 	Setiap orancj 
b 

	

	cienqan tuj uan rnenguntuncjk.an  dir.i sendiri atau 
or'ang lain atau suatu korporasi 

C. monyalah ........ 
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C. merlyalah gunakan kenangan,, ksmpatan atau 
arana yang ada padanya karna jabatan atau 

kdudukan. 
d. 	dapat mrugikari keuancjan negara atau p?rkonomjn 

ngara 

PPNJLA9AtI UNSUR-UNSUR 

SETIAP ORNG 

bahwa yang dirnaksud setiap orang disini adaiah 
trangka MUKHLIS BUDIANTO dencjan dernikián unsur SETIAP 
OfAN6 disini tcrpemuhi. 

b, DENGAN TUJUAN MENL3(JNTUNGKIN DIRI SENDIRI ATAU 
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI 

Dalam hal thrsangka tIUKHLIS BUDIANTO mnjalankan 
tugasnya 1niakukan varifikasj dngan membuat lapran 
tidak sesuai dengan buku E'etunjuk P9laksanaan Layanan 
Bisnis Rithi BNI tahun 2001, disini jlas bha rnaksud 
dari tersançjka ariahih un.tuk menguntungkan ortng lain 
atau suatu krpc,ras.j, shingga unsur DENOAN TUJUAN 
NENGUNTLJNGKAN DIRT SENDIRI ATAU ORANr3 LAIN ATAU SUATU 
KORF'ORASI terpenuhj. 

C 	NNYcL(-HC;UNAI<AN KEWEJ'1ANISAN KESEMpATc'4 ATIJ SAR,ci'.iA 
YANG ADA PADANYA KARENA JAF3ATAN ATAU KEDUDUKAN 

Dalarn hal tersanqka membuat laponan has:Li ver- j uikasi 
tcrhadap data-data persyaratar, pcngaj uan kredi. t yan 
ciituahgkan 	didal am 	Formulir 	K:unj unqan 	Seternat. 
Farniu 1 jr In formasj Pokol; dan Cal 1 tnomo tidak sesua.j 
doiiçjan prcedur seperti yang tortuanq didalam F36ku 
1-'etunjuk P(.--,iaksanaari Layanar, F3.isnjr Rite). E:NI 	tahLn 2001 	tersebut 3ohubunqari tersar,qi;a so]. aku PoncJelc-) I a 
f:.ei.as&r.ai. ( F :J/R:1a t.tori Of f.ic.,er ) yang bocuga3 (olakukan 
vonifjkasi torhadap kehonaran data tidak rnolakukar, 
vonifiiac.j data torhadap pihak III yaitu ticiak 
me]. akukar von f;i. kasi tor- liadap I nstansj atau Dopartemon 
yang mc 11 qo]u\Ir) 	ij in 1._oga). itas perusai(an , 	denQan de:mi k i n unsur ill EN YAl(HoiJNAK(.N KLwEN;ANij;Al\j 	KEE;ENIPATAN 
ATAU Sc RANA YANG ADA F'(t)ANYA KARENA JAEATN ATALI 
E:1)UDUKcmi tenpenuhi 

ci. 	DAPAr MERLJcI KAN KERUG IAN K:EuANc3Ai NESARA. 

Sehubunqan L.aporan dan pencjel oi a F'ocrtasai'-an (RD ) 	da lam 
ben tuk Formulir Kurij unar) Setompat Formu 1 :L r In formas i 
Fokok 	dan Cal 1 Memo 	trsebut 	smhirqqa 	proses permohonan 	I; roUt t yang U iaj ukan 	ol oh 	porusahaan tmr-sobt dapat dicairkan , sehingçja }3NI solaku badan 
iJsaha mi 1 ,ik neqra dan herdasarkan hasi 1 pern:ri ks.an 
dart Sadan I:.F.I.rJ 	- ri Keuanqii 	Fen(i:)ancjL.(rr maka 
nmçara citrugikaim obmsar Rp li. 437 2713 	. -se hinqca ,jel as 	baha a t a s .1 aptrar 	dan i torsar(q kct 	MU KHL_ I S 
GIJI) : ANTCJ selahj Penge lola Fomasaran to nc bu t J ci ac 
morucjikan 	nmqat-a sohinqcja unsur 	DAF'AT 	MERUG I KAN 
KEUANGAN \IEGARA/F1:: REK:oNoM :r.AI\i p.IE:GARA ter-ic?rL(Ij 

/ B. TERSANGKA 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



it 

-1_EfRsANOW MOLJ .3(.R 

kUMUSAN -a1 	 i2kahun JI Jo Fa1 

	

- 2 thyat (i)$:UJ Fp 	jj ah 

E3KT lAP ORANtK.A .2 	11 MELAKUKiN PEUATAN 
MMPE.Rt<WA Dt th 	 EU 1 U OF t.Rñb t 
Y(NO DAPAT MUO3 	 A1AU PEREKONOM IAN 
NEO(RADIPID$ 	 .f CEIiP(1) IAHL'4 II 	DAN 
PAL I NO LAMA 	 PAL INS SED I KIT 

kp 	 4\i4 	N FALING EANAV 

Rp. 1. 0(1)000 	 jk4ptiI 	
L 

Un'ui uiurnya 

a. 	M e 1 awi I1Li 
b Mrnperk'J i 	uti$ 	au orang lain atau 

kor po a i34?t 
C. 	Dapat 	 onorni.an  necjra 

I-EMF.AtIASAN UISLfl-J UIYMY 

Ma 
a 	MELAWAN HLK1 

— 	Baha dar 	 MOEJIBUR RAHMAN selaku ;iv 
pornaarari 	dani 	 ' perna5aran 	ynq 	ber tuqas 

rn1akukan v Q 
4' 

r:h'dap1. data—data (dokumn 
do F. urn n) Øri j j L1 	 p - cJ a' a 1.  rn 1 F. F. an 	pr-  s 
/ 	vuri fi &c-i. 	jcd 	dtr - 	(dol ..rnc n 	doF urnn 
pncj.j urf 	r ti1 rthijtd 	ii 	to r3anu . 	HLNDRA 

a I 	n dmc\ F I 4MI I 	 tNDfl U lAtin 	t 1. ci F 	ma 1 F. u 
1 	I I 

.' 	r :1. fi I , 	c. t,JJ 	i3u U F otunj 1 	tJ.in 	F 	1 4F -, 

Ly\nza n 	D.J. I slIl  F{I 	1Lauri 	17112)1 	ang 	mana 	t2rarqI a 
F iJ a k. 	rno1'ht'F ip 	 iatt 	mnlLn1J) 	pi 	v.'ri fFa.i 
dr 	piia'i 	c 	 Lt1r' 	t.iu r)c$ir t LfflLfl 	/rc.l 
mong€fl 1trIt'ar1 	 al1 i..t.a 	 oui 	dnuan 

S 	 • a' 	s4r.'; . 	- 
rortnulir 	 rc)I-mLIl ir S n foi rnai 	F ol ot 
dan f 11 Mn1c 	 O1Lh F na ran 

1 	 3 d tulYbhw d 	i-d 	n ol ?h  

F IIJ' ID RA 	*.i... 	.rn I. 	1'MuL 
jJJ 

 rELr-C 1 NIJO 	Ui AM' 	r-3ebut 
banar  

— 	i.Lrnun ,r 	iijf4' dijal hcic. 1 	pc.nio .i.F oan 	tL rhaddp u  
:Lii i:an.i. 	yang. rn'crj]ttck'kI ata': 	dokLn--c1okuTn 	yanq 
ci,iaj ukarl 	cr -scI 	;rrata 	doF:.uar—dckurnn 	yançj 
ci :Laj ukan 	 dà1h 1.idak 	tar :atat d ikan tcir - 	yanrj 
mcrnqc1uar kan 	- 	oiLurimn 	 dcrcjan 	doniiki.an 
pGnI:L,Ial:aii 	Lapo - anI,F 	d ibuat 	ci). ciii 	pamaaan 	yanç 
di tuancjkan dal,arn FpimrAl4.r Kutu ungan Scitmrniat 	Formul i - 
In fcirmaci 	Fcikcik: rhh C.a 11 Mcirno 	tmi'- rcibut 	bmrten i:angan 
d:ncjair i3OP yanq Li,itc?ntukan ole:rh Enk FINi seIhir)gcja 
pmrbua tan 	to....3arça ada 1 ali Mm 1 aar 1 	hukun , 	cicinçjari 
ci cimi k i an unsur MELWAN HUKUM tm r.....ionuh i 

b 	ME.MPERKAYA t) IRI 3F)'trfl RI. ATAU ORAPJG LA I N nT.AU SIJATU 

Ec&.)I1Ja ria 1 ,\1II. hal tmrsaricjk a MOEJ 1 I3IJR RAHIiAN 	I. 	akari 

i:LrcJas rtcr,r--vmr:Lf:ka.4.t data atau cicrkumciui i:irincjaJ uaii kreç .i t 
yang 	d it_uin.gF:,arl dal am bontuk 	Fcirmu 1 ir 	I<uni ungan 
Scitcimpa t,, Formu hr. lnfcirrnasi. Pokok dan Call . Mramo ada 1 at h 

dat lain ratnqkat urituk rnamproms pongat.i uatn 	rmd it . FT MULl I 

151._ESINDO 	U1AMA , narnun ticiatk scesuati. dongan 	F3uku 

Pcati.rrj u k. 	PcLatksatian. .layanari I3isnis Ri. tol thun 201 
I F3ahu' 
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2. 

— 	}ahw:v.; tt 	 melakukanVeri.i.i.kasx 
terhada 	 oleh PT MULTI 

dlakukan tersanqka. 
slarjutnyj P1h 	 ndak Incih tlah momberj.n 
krecjit terhad 	r&4r?cj.i.t F-T 	MUL II TELEE,INDO 
UTAMA 	 AnYa BNI LBE Pondok Indah 
t1ah 	 ñg ijuk*n 1h PT MULTI 
rLLESx ND MUT dan tersangka yang 
d.tuang1?r11  dá 	 flt1r Kunjun9an Setempat dan 
Formulir n'fori 	ithiç erta Call Memo sbesar 

P. 	 jla bahwa kucuran kredit 
rebuIz 	pdi y a  oranq lain atau suatu 

orporsj , 	 DAPAT MENGUNI UNc, VAN DIR I 
ENDIR t ATLP ORi'G' 	 u sLktLtORPORASI terpenuhi.  

C. 	DAP 	MENL44AKfI ILRUO1AM NEGARA/F.EhEKONOMIAN 
k-III% a.-. h 	..ic's. 	• 4 	1 	. - 

Dongan danyd 	 lelah inemberi1an krdi.t kepada 
IT 	MULl I TELES'1tMlcj U1"AMA i2bsar Rp 	3 	O ØO OOO— 
dan 	sesuai dcJ4rhasj 1 Audit 	investiqasj 	yang 
dilakukan atau diakanalan aich Badan perigaasan 
Keuancjan dan Pembangunan . iaha riegara Cq. bank EINI LEIE 
Pondok 	Indah 	toiah 	dirugikan 	sebesar Rp..46.457.278.5.00 terebut, dengan demikian uni.r 
DAPAT MERUI3I KAN KELIANOANY PERE KO'NON I AN NEISARA terpenuhi 

F:.asa]. Z. UU No. 2@ tahun 201, Jo. Paca1 3 UIJ No. 31 
tthun 1999. 

RUMUI3AN Paa1 3 UU Nb. 20 tahuri 2001 Jo. F'asal 3 UU No, 
:.i 	t ad'lu1 	i'? t?rl tang Pen beran 1:asarI T:irJk Fidana 
Korupsi . 

SETIAP ORANG DENGAIl TIJJUAN 111EN9Ul\JTUNG:AN DIRT SENDIFI: 
A1AU ORANG LIN A T A U stJAl-u KORPORAsI, MENYALAkGUNAKAN 
KENENANBAN, KESEMPATAN AtAU SARA NA. YANG ADA PADNYA 
KARENA JASATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAr MERLiGI}AN 
KERUGIAN KEUANGAN 'NEGARA ATAU FEREKONOMIAN 'NEGARA 
DIFII)ANc; PENJARA SEIJMUR HIDUP ATAIJ FIDANA FENJPIRA 
FAL INS S I NOKAT :1. ( (,jATU ) TAHUN DAN PALING LAl1 2 	.( DUA PULUH) 	TAHUN 	DAN 	ATAU 	DENDA 	PALING 	,SEDIKI -r Rp. 	 - 	(LIMA PLJL.LJH JUTA RIJPIAH) dan PALING 
ElANYAK Rp,, 1 	 (S"1J MIL.YAR RUP'IAH) 

IE::NYAL.A3uNAI<(II\l. .::EwENAt\lo\I , 	:EsElvli:AT(N ()TAU SARANA YANG 
ADA . PADANYA l(ARENA tJAiln AN Aiu KEDIJDLJKAN. 

Li r in.i t.. r LtII LI 

a. 	E4et,tap c)rarlg 
dencan tuj uan Inorlqurl t u n g kan di ri send i ri a taLl 
oralIg 1. a..rI atau suatu kor-po ra i 

'- 	(Ti enya aIi 	gLirlakan 	kc2I-Jenar'Iqaflkesempa t an 	atau sarana ya,. n.ada :adanya karena j abatzi n 	atau kcduciIIkan - 
ci., 	dapat IflIliruqikan keuancjan ncicji'-a atau per-ekor-Iornjan negara 

FE:i\1:J F ASAPI LJI'1SLjR-I.J1\i5Ljf 

1 AF' ORANG 

hahvda yang dirnaksud cetiap orarlq disini adalah 
tersarlqka MLIKHI....tS SUE) IANTO dengari derni. k ian unsur-  SETIAF 
ORANG ci isin 1 crpenuhi 

/ h,. DENGPIN .......... 
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DENOAN TUJLJAN MENGUNTuNcK.AN DIRI SENDIRI Aru 
ORN8 Lt I N •PTLJ SUTIJ KORFORAS I 

Dalam hal thrsanjka MUEJIE3tJR RAHMN rnEni3alanktn 
tugasr)ya melakukan verifikasj dengan membuat laporen 
tidak SeSUai dangan buku Ptunjuk Pelaksanaan' 1ayanar 
Bisnjs Ritel tahun 21., jelas hahta maksud dan 
t..r'ø4rn14M AdLah mr ;*pt 	 l,tn 
atu suatu korpc.,rasi, sehingqa unur DEN6AN TUJLJAN 
tIENGUNTUNGKAN IflRI SENDIRI iAU ORANG LiIN ATAU SUTU 
KORPORASI terpenuhi. 

MENYAL(iHGUNKAN KEWENANN, KESEMF(TAN ATi1J SARN(I. 
YANG APA PAD(Nyc K:REN JAEAT?N .ATu KEDUDULN 

Daiam hal terangka •membua.t laprran hasi Iyen 
I 
 i f ikisi 

terhadap data--data persyarafan periqaj uan kred.it  yano 
ditunçln 	didlarn 	Frrnu1 ir 	Kunj unçjn . Scternpt., 
Formu3jr Xnformasj Pokck dan Call memo tidak seeuai 
derigan buku Petunjuk dan F'elaksanaan Layana.n Elisnis 
Ritel BNI tahun 21 terebut sehuburigan tcrsanqka 

e s.aku. Pengelola 	Pemasarañ (RO/Relatjor Officer) 
yang bertuga melakukan vnir.i:.asj terha.dap kebn<ran 
data tdak scsua.i denqan proseaur seperti yang tertuana 
didalan buku Petunjuk dan pelaksanaan, 'iayanan Bin.is 
Ritel 8N1 tanur 2001 diana tersarnjk:a idai 	me! akUkar; 
ver.ifikasi tEWMadap pihak ke, III yaitu tidak cnei.akukan 
verifi.kasj terhadap Instansi. a t a u Departemer 	yang 
monçjrluark.n 	okuien L.ega 1 .1. tat; tJsai-a , ;ieric.ai 	cie.ni k i.•ri 
unsur 	MEI\iyALAF-iciiJNAKN KENENAcAN , KES EN PPi-  AN  
SARANA YANG ADA IADANYA KARENA .JAEA rAN ATALI KEDUDUKAN 
terpenuhi 

ci 	DAF:A 1 MERUG I KAN KERUG I Al'! KEUANGAN NEiARA 

8ehubungan Lapor-an dar.i. penge in 1 a. F'ma.';ara.n (P01) da Jam 
bentuk Formulir ic:unjiinan Seternpat q  Fcirrnuijr Irrforrnasj 
Pc:Thok dan Call Memo tersebut yang tidak 	•i 
deriqanbuku petunjuk Felakeanaan Layanan Eiisnis Ritci 
E:i\lI 	tahun 	200:!. • 	dan 	a ta s5 	dasar 	]. apor-ar i 	treL:>u t. 
permol-)onan 	kr edit yang ciiaj ukan 	oleh 	per-usahaan 
pr -ueahaar teriebut dapat d.ica.irkan 	e a 11 i 1.) g g a i ci a merugikar, 	nscjar-a 	hinqqa ufleUr 	DAFAT 	MERUL3 I Kc-r 
KE0ANciAN NEGARA/FEREK:(y,ioi'-  I AN l'EGARA ter-panuh .i - 

rI:i3(P.3i< 	Al..FOl'S i iS WEHEB 

Terhacia:>t ersancj k a A101111.3 I US WEHE:B pasa 1 ','aric:j di. persangk akar 
adaiah tindk pidana Korupsi dan Perbankan sebzgai.man, 	ter--- :rrr.a cia lam pasa 12 ayat ( 1. ) dan pasa 1 3 UU No - 20 tahur 2001 
Jo. 	Pasal 2 ayat: (1 ) dn pasa 1 -3 UU No 31 tahuri 1999 ti'n- 
tang Pemberan tasa.........dak pi.ciana Kcnups I dan paa 1 49 ay at 
9.1) hu ru f a b dan 	(JO No :l0.tahun .1998 ten tang Tind ak 
Pidana Perbankan 

:1.. 	RUMUSAN iaiai. 2. ayat (1) 1.1(1 k1o. 20 tahun 2001 Jo. fJ 
2 ayai (1) UU No. 31 tahun :1.999 ada iah 

E.I ,  I (I 	C)i(l\It 	Y'i&; 	 llE.i(i:l'i 	-iUk:Liv 	1iiL..(KLjk:(ri',) 
liEi'iPER KAYA £1 I P1 SEND I P I AlAL1 ORANG LA I N ATALJ SLIATII :PORAS I 

i'.is DAPAT IIEPUG :1 KAN KEIIANSAN NEGARA ATAIJ 	EPEKONOM IAN 
I iLuiikA 	UX iDA! A I EN 1Ak4 I- 	ii lb 	ii'Rj n I I (El IE' I ) '1"Al-iLIIIJ 	Dohl 
PAL.. INS LAMA 20 ( DUA PLJLUH ) TAHUN DAN DENDA PAL I NO SED I K IT 
Pp .200.G00,0ø,- C DIJA PAThS 31....rA RIJFIAH) DAN PALING SANYAK, 
Pp. 1 .000.000.000 - - SATU MILYAR RUPIAH ) - 

/ Unsur 
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Unsur-uI13urfly& : 

i.A . 	Mlawan Hukum 
b.. 

	

	tjemperkayA dirt sendiri atau Oranq lain a tau 
korperasi 
Dapat merugikan keuangar /perekonornian rçara. 

FEMBAHASAN UNSUR-UNSUANVA 

a. 	.MELAWAN HIJKUM 

* 	 Bahvia dalarn hal tersangka ALEONSIUS WEHE3 selaku 
Appraisal yang htugas melakukan tatiasi dai. p1otin9  

j aiirii peflQj uui kredit 5 pad. saat m 1kukar broses I 

taki,t, datl pldtihg jaminan terPiadap agunari yAng 
tiiajukari sebagai jaminan penqajuan kredit yang 

diaj ukn ci],e.h trsanqka HENDFA ti' 	ria a PT. MULTI 

TELE1NDO iJTAM, PT. MULTIVSIOAN SAILLITE DIGITAL, .PT 
ALAN MAKMUR tATUR SANTOSA, PT. SR I VA I NT I SANf3UNAN . PT. 
INDO SELULER PRIMA3AYA, PT. INTEL MILAN TERMINAL 
ELEK:TRoNIK. PT. SINAR SURVA PERKASA, CV SINAR SURVA 
SELULER DAN CV SURVA TELEKOMUNIKASI tid.k melakukan 
taksasi dan ploting jarninari sesuai dengan Buku Petunjuk 
dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritci BNI tahun 21ø1 
akan tetapL dalam membuat laporan yang dituangk.an  
diCialam F3erita Arara iaksari dan Pioti.nq jami.nan serta 
Call Memo yang dibuat oieh Appraisal 	dijolaskan bahta 
jaminan semuanya marka€ibel atau beriar dan benar 
mi 1 ik dari penclurus perusal-jaan yang mençjai ukan kredit 

- 	 Akan tetapi sesuai deriqan peeriksaan terhadac 
para pemi .1 .ik jam.inan , ter'nyata perni 1. ik j amman 	t:i.dak 
poniiah 	njaainkan sertitikat.nya ke SNI LBE Pondok 
I ndah , 	 akan totap.i hanya mon.i aminkan 	hutanp 	ke 

tersarnjka HENDR(-', (DPtJ ) , hai 	Lersohut dapat terj.adi 
soh.burqan denqart pada 5aa t Appra.i.sa  1 mel akukan ra. ksaai 

dan F' iotinq j amina rt.i dak pernab b..'r tenu dorcjaii peni 1 i k 
j am in an 	daInj.kr( 	c:l tn i k :L an 	wsu r 	11El(-WA4 	I"ILJ Kliti 

t.orpOIlIAl).i. 

IIEERK:AyA Di t i. SE\lL) II: 	A1AI_1 ORAN'3Uil il,l A 11.: SU.i1J 
<ORPORAS i 

)3ah4a ci al am hal tersancj k a ALI"DNS I US WEHES mel anakan 
tugaE3 men - i:.js i dan pie tinçj j alma nter hadap 
yang ci :iaJ i.kan yang di tuanykan c1idalam Per i ta Ac:ar • 

Taksa i. dan P1 o I: :i.nCi j amman ser ta rail Memo 	a d a 1 ah 
cia 1 am ran q km un tu k man prCcDS pen ci aj uan K red . i:. F . 11UL. I 
TEES I NiX] ...... 

- 	 SallJa 50 to .1 mh teruanc ka mel uk an 	iaksai ci ar 
Pic:t.i.ng 	jam;cnar( 	Leritadap 	aqunan 	yang 	diajukan 
o 1 cli 	PT 	MULl I TE L ES I NDO UTAMA , FT . 	 MUI_T I V I S I ON 
hAl I L 11 L 	016 £1 (II 	P1 	AL.AIII I Al MLJk ( ' Uk 	ANl Jn 
SRI VA I NTU EANOIJNAN pr • I NDO SELULER FR I MA.:J AVA 	Fq - 
INTEL 	Mfl All 	11. hI Ill At 	I I- E I I UNI I 	 ill R 	SLIR YA 

I I. 	'1 Ak 	UF VA 	E L I-) L Fl 	U H 	CV 
TELEKC)lui\IIK:A8I 	telah 	ariaa.l 	Yang 	niaiijutnya 
ci :1 tuanc) kar cia]. am 1 aporan borben tuk Eier i La A c:ara Taksaei 
dan 	PioLine j amman yang tidak sosuai. denqan E:Ltku 
r: t t. L,( r.(jc,tl 	Layanan 	.Bisn:i.s 	R:i.toi 	EN I 	T,nhun 	201 
so 1 an,i u tnya p i. hak SN I 1._BE Ponciok I ndali tel ah menber i Karl 
k rod it tor hadap pcnçai uan I:. ro:l it. PT . 	MLII... ir 	TELES I NDD 
UI AMA Ursebut. Dengan adanya I-Il] LBE Fun d1 	r nUal 
to 1. a h 	non be r si kan K red i tyanq ci .1 aj u K an CD 1 oh Fl . 	MULT I 

	

EL. FS fUJu UI AMA I on_ bui. je las baut 	dapat m m p L-~ r I' a, a 
cirang 	1 airi a tau sua tu l'::orporas I sehinciga unsur DAF'A 1 

III E 1,,lL,UN1UNl K 'tN 	D1k1 SE NU1RI A I ttJ IMil 	I 'tIN 	at 	_I ti U 

KORPORAS1 terpenuhi . 

/ r: . IJAF'AT . 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



t Jo 1-asal 

Jo. 
rn tasari 

3 UU No. 31 

Fasal 3 UU No.. 
Tindak Pidana 

c. DAPAT. Ma. 
NEI3AFA... 

Denyarj dthy1 
PT MULl. ;f 
DIGITAL, P1 Al 

TERMINLJ3kzf;r 
SURVA 
denamn 
iilaIarari 

tLeth di 	i,k)fr 
1 apran 	iCJJC 
scuaj dJ"gn 
Bisni 
bhwa 
br EpIZ 2l 

VIERUSIKONIT  

2. Pasal 3::U 
tahun 199L:: 

RLJI SAN Pasa 
31 tahun i' s  t?99 
Korupsj..;.. 

SETIP ORAjG.: 
A1AU ORANG LAt 
KENENANGIN-, KE 
K•WENA JAI3ATAN 
KERUG IAN .kEUNi 
DPIDAN 
PAL1)\U3 SIl.ltJ<AT 
PLJLUI-f ) 

E:AI'yAK; RplQ000,  

N 	c\IE:GARA/ FER'EKC.UjvI i AN 

rikan krtdjt kapada 
IULTI-Voj%.j 	AT1LITE 

PT. GRIYA INTl 
PT. 	INTEL MILAN 

:PERKASA. CV SINAR 
UN -l<AlX 	dael  

nçj 	di18kuk.rn atau 
sn 	Kei.iangan dan 

LBE 	Pr,c.ick Indah 
B30.00 atas dasar 

(tersangka) tidak 
pE.:1aj(sanaaci 	• Iayanai, 
EbLtt, 	disirti ir1as 

talah. 	dirucjiikan 
dankikian unsur DAPAT 
SARA tarpcnuhi. 

UANI •rIEl\GUt\I1iJ\jt3vAN 	c) IR I SEND I RI 
I1ENYALAH(3UNIAKANI 

SARANA. YANG 	ADA 
t jDUUKAN 

FADANYP, 
YANG DAPAT 	IIERUC3IKANI 

ATAU FEREKONOMIAN NEGARA. 
H I DUF' 	ATAU 	F I DANA FENJARA 

rAHuN DAN PA. I N 	LANA 20 	( DLJA (th?UJ 	DENDA 	PALING SED I K I I 
PULL)H JUT 	RUFIAH) 	clan PALING 

( SATU MI LYAR SUP I AH 

NEI\IYALAI 
(tAn 

GUNAKAN 	WEmcAN 
PADANYA , 	KESEMPATAN ATU SARAIA '(AN'3 ZjAL Al AN A1 Al 	DiD IVAN 

liii SLtr—uflsur A 
I 

Sa t.iap 	araniJ' 
U dançjtht 	tujt. 	iiañun tLtnqkart 	ci ri. 	cc'ric-i 1. ri Qarj 	lain a raU kttJtU 	kurpor-asi 

• mnyal-, 	turiar 	kccr1anciar•, , 	Iicpctar atat. sarana 	 ai 	padanya 	kartii-ta 	i abatan atat.t koduciu
cJ 	

kan - 
dapat 	rnc?r-uqjk.t n-  kauancjan 	floqar-a 	atu 	parakonc:m). zt fl nag ri 

F:'J r:L.it,i 

SET 1 AF fJRANE; 

iD1a 	Ytrul. 	dimaIiLtd.'.. 	at.tap 	orar-ccj 	iiri AL..FoNsi: 	i'JE.I-•ES 	dv-tr-c dami F 	•rc 	ccrat.c r' ORANL3 d .is.in i. 	tarpanuhi. SE1:[ 

b 	DL-:NGAN 	rUJUAN. 	MENG1JNT. 	<(NI 	DiR 1 	Si..ND I 	I ORANG LA I N AIALJ SUATI KORFORAS I 

DE:\ 1 ant 	hal 	ta ran q F a 	ALFONS:: US 	WE-ES 	nn J t:uqasnya 	na 1 I 	n F an akuKan 	Tksa 	I 	clan 	plot6m, 	J arctic- can uambutt 	J.apc:van 	t.cMak 	brzcnar- 	c:Iii;;i.nj 

	

, 	 •j atj; 	bahja dar-i 	tariancjka 	acia iah 	un tuk: 	manc:iun tt..tnqk.an 	c 	rc:-t at.,au 
nak 

3. ai cwatu 	korpor-acj 	aItinqqa 	tn :Ltr 	t)ENSAN MLN( dIN I UI II, 	Al I 	Ulk I 	SEAMR1 
I' L;.JUAN 

A I (cli 	ORP0,IG 	LtJ I\' 	A I 	ii ::oRpoRAs I 	tar pc-cnuhj I IA I I 

C 	MENYALAHGLJNI(VANI KEWENANCjIA\ KEsENp( lAN vrAu &3AkANA 
YANG ADA PADANYA KARENA :JAEtATAN TAU KEDiJDIJKAJ 

/ ])alarn .. ....... 

U 
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Dalam hal tersanglea membuat laparan hasil Iaksasj dan 
Ploti.rig Jaminan 	terhadap acjunari yançj d.iajukan oih 
pai-a nasahaf, tersebut yang dituanqkan dicial am Ecrita 
Acara Taksasi dan Plating 3aminan tidak benar tersebut 
sahubungan tersangka selaku Appraisai yatrig brtuqas 
melakuka, Taksasj dan Plating terhadap jamiran, dei'.gan 
d em i. k ian un sur MENYALAHGIJNAKAN KEWENANGAN. KESEMFATAN 
ATAU SARANA YANG ADA PADANVA KAREi'IA JABATAN ATAU 
KEUDUKAN t.rrr)uhj. 

d 	DAPAT 1EiuG KAN KERIJG TAN KEUANGAN NEARA 

Sehubungan Laporan den. Appraisal dalarn oentuk Berita 
Acara 	 dan Plating Jaminan serta Call Mema 	ta 
pelaksanaan Takjasi dan Plating jarninan yan 	tidak sesuci dengem Buku Fetunjuk dan Pclaksenan icyanen 
Bi.snjs Ritel 0NI tahun 201 tersebut 	akan tetapi proses permohonar) kredit yang diajukan aich prrusahean 
trsebut dapat dic:airkan, sehingga jels bahwa atas 
laporen dar,. tersngka ALFONSIUS WEHEB slaku APPRAISAL 
jelas-jelas 'neruyikan negara sehingga unsur DAPAT 
MERUG I KAN 	KEUANSAN 	NEGARA/PEREK:ONO1 IAN 	NEGARA. thrpenuhi., 

TERSANc3K:A MOCHANA!) SUPEDI SH. 

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No.. 20 tahun 201 Jo. Pasal 2 
ayat (.1.) UU Na. :31 taliur) 1999 tentang Pemberantasar 	Tindek pidana Korupsi 

SETIAP OR'ANG YANG SEIARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAtl FERBUATAN 
MEMPERKAY; DIRI SENDIRI ATAU ORANG; LAIN ATLJ SUATIJ KORFORAS I 
YANG DAPAT MERLjI:j ] (4 lc::Eu,lsp,l.l NEGARA AIAU FER EKONOKI I AN NEBARA D IPX DANA FENJARA PPILI NG SI NGK:AT 4EMPAr ) rAHUN DAN 
PAL. INS LAFIA 2Q1 ( DUA PLILLH) TAHUN DAN DEND1. FAt_I NB BED I K: IT I 	1 I 01 00I - 	( ['Wi H'Al'US JUl A ki lb .1 (il-I) PAl I F ii'__ NB 	h 	it Rl )ØØØ.. (SATIJ MILYAR RIJF'IAI-l) 

LJnsur'-ursurliya 

a 	Mel awan Hukum 
b. riemperkayc diri sendiri atcu oranq iau-  atcu 
c 	Dapat cr-i..iq..kaii kcuanqan/perel(-)no ln iecir. 

PENGAHA&3(iN LlllSLlR--Ul:l.SLJR,lY 

a 	liEL(lJ(;tl FiLii<Llli 

Eiah,a 	uja I ciii 	ia 1 tiysaii C) ka 	MOCHcilfAj) 	ilJFLI) 1 	SH PEMIMP1N 	Ni uE: Fondi:,k irdaFi 	ynq 	brtL.icJ.; 
mel akukan l vj.ei, terhadap var i ii. kas i tcrha.c p cia L-da ta 

) 	ptqjua:i 	-ecii. t yai'c cli. 1ck_tkcn 	bleh RD 	den Ben ta acara ....akses.i den F 1 ot.ino 	yamirian ycrc dibuat eleh Appraisal neiliur) ternqkatjcja 	melakukci, 
revie4 at.es ci ucn kred it. Tersenq ka HENDRii ata rarna 
MULl I TELES I NOD UTAMA den MIJL .1): ' I S I ON SArEL I TE: D I SI IAI_ 
iierta 9 ( sembi, len ) per-i.isa licen 1 aInn ye t. Ida K 	m L el'LIk an Rev Iei' 	sesuc 	denqar, buki_i Fe Lunj i_k dan Fe 1 aksanaan 
Li.).yanan Eisri is P:i tel i3N I tehun 2551 dan tersencj ka j uç 
1: ida K mel akeci ickan syara 1: d is pests 1 Piniinp.iri N.j 1 aye h iS 
terutaina dci mm F'erandm tmriqanari APF-l1 	her'us d IL ekuk an ci ili auami Is tat- i. send .i ri akan te tapi da 1 em p :i cksamn penerid 

 
aat'arigevian 	 tersmriq ka 	see I eli-c:> .1 ch 	te I cli menar.iiric 	::t.A 	dcr'i. 	PC)iii.i,].Ik 	jemi.nen 	selii,i-  iicia 	hai. 'l:r'tel:,L,,t 	inanya]ai. 	prc:ic;imcji,r 	etcu 	t..i.dai': 	ii:i :tc: 	>ek art cI .LSpcis .ts.i. 	nafliuli 	terscnc;; ka 	ta tap 	menu tus ken 	un tut': InetTi bar-i K an 	kr ed it ii sri qen ci cmi K i en uritci r-  iiELAW(N 	HUKUM ta rpcmnul ii 

i:.> 
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h. 	.IEt1FERK:A'A DIRI SENDIIRI ATAU ORPiNt3 LAIN ATAU SUATU 
KORP0RAEn: 

Bahwa da3.am  hal thrsanqkat MaCHAMAD SUFEDI SR 
melaksanakan tugas Mrviw data atau dokurnan 
penaJuan krd.it  yanq°dituangkan dalani bentuk Formuiir 
Kunjungan Setempat,: For-mulir Infcrrnzisi Pokok dan Call 
1Ierno dan Berita acara Taksasi dan plotirig. Jaminn 
adalIh dalaci rangka untuk memproses pençiaivan krdit 
PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MUL1'IVISION SATELITE 
DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTUSA, PT. ANUGERAH 
WIRATAtIA MOBILINDO P  PT. INDOSELULER PF1A3W, PT. 
XNTELNILAN •S1ELiTE DIGITAL, PT. SINAR SURYA FiRI(AS 
dan CV SINAR SURYA SELULER. 

- 	Bahta tertangki tidak melakukan Review dan tidak 
mlakuIçan penegoran terhadasp Apprasal yang inem.huat 
laporan tidak ;esuai dengari Buku Fetunjuk dan 
pelaksanaan Laynan Bisnis Rite 1 BNI tahuri 	:201. 
selanjutnya pilak .E3N LBE Pondok Indah telah rnenberikan. 
kredit 	terhadap 	pengeri uan 	perusaháan--perusahaan 
tersebut . Dencjan adanya BNI LJ3E Fondok Indah telah 
tnernberikan 	krdit yang diaj ukan 	o).eh 	pc•ruahaan 
:ersebut j ei..s •bahwa hal tthr"ehut dapat 	friemprkaya 
oring lai.n 6taU t3Llatu Korporas:L , seh:nggt unsu .  DAI-Al 
MENc3UNTUNGKAN DIRI SE:N)IRI ATAU ORANG LAIN atau suau 
KORPORASI. terpenuhi. 	 • 	 • 	•, • 

r)Apiir MENSAKI BATKAN KERU3 IAN NEGARA/ FEREKONOiiIN 
i'1EGARA, 	 . 	• 	 . • 

• • • 	Dengan adanya pihak F3NI telah mernberikn kredit kepada 
PT. 	MULTI TELESINDO UTAtIA,. Fl. MULTIVISION. • SATELITE 
DIGITAL 	PT. ALAM MAKMUR CATUF< SANTOA, FT. ANUSERAH 
WIRATAMA MOBILINDO, PT. INDOSELULER FRIMAJAYA. PT. 
INTELtIILAN. SATELITE DIGITAL, PT. SINAR SURYA PERKASA 
dan CV • SINAR.SURYA SELULER, dan sesuai deig..n hasil 
Audit inv?stigasi yang dilakukari atau dilakanakan olh 
radn peg 	sn Keu.ngan dan PeinbanguAan bahwa nar'. 

Cq . bank BNI LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar 
Rp .46 47. 275. 55i . ID@ tersebut denqan dern.ikiar) ursur 
DAFAT MERLJBI <AN KEUANGAN/PEREK0N0r1): AN NEGARA torpenuhi 

2 . 	P asal • :3 Ub No • 2.23 tahun 200:1. Jo. Fa1 3 UIJ No.. 	31 
• 	tahun 199 

RU)IUSAN Fasa. j 3 LJU No. 20 t.ahun 201 Jo. Fasa 1 3 UU 114o..  
3.1 

 
t a h u n 1999 • ten tanq Pemberan tasan • Tindak Pidana 

:c: rup S I 

SET I PiP ORANG DENI3AN 1UJUAN MENOLJNTUNOKAN DIRI SEND IR I 
ATAU tiRANO L.A I N ATAU SUATU KDRtORPiS I , MENYALAHSUNAKAN 
H N[NPiI ItiAl 1 	I  E'-L itt A I (iN 	ATAU 	(kPiN(\ 'i ANti 	(iDA 	F- iDPiNVA 
<ARENA JAEIATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT: MERUG I KAN 

hUG I AN 	I F- LIANC3AI I 	NhA Aii Pit I 	F F- hi.I LJNOt II At 	I tECPiRk 
DIPIDANIA 	 sEI..IIIUR HIDLJF 	Pi1PiU F I DANA FENJ (.iRA 
FALINIG'INGKAl :1; ( s lu) c-ii.n'i DAN 	im_Iru3 	2i 	( IJi 
PIJLUI-I ) 	TAHUI\i 	DAPI 	ATAU 	DENDA 	PAL.. I 1\119 	BED I K I T 

(L...IMA PuLuH .JL.)Tn 1JF:I:AI-I) 	c:Iiri FiLING 
BAPIYAI< Rp I . 	iZ)I'J ..ØØIZ - ( BATh J Ii I LYPiR RUE I AH 

IvIFNyAIAIIp,uNPiI, AN I<EWEI\tAtIGAN 	I<EI$EMFA IAN PiIAIJ SAFANIA lANG 
AI:)A PADANYPi, I<:ARENIA :J-BiiANI ATAL.J K:EDLIDLII<API 

liii su i - un tii 

oranci 
b * 	(Jeliqall 	Luj uaii 	ifleflC:JUfl tunci kan 	ii I. ri. 	3eriLi ir 5. 	ati.iu 

urang Iai n.tai.i 	titu 	orrc:irs.i. 
C:: • 	rnsn >'a 1 oh 	1iitikan 	kewenanqari , 	kesornpa Lai- 	atoLl 

iRlrona 	yarn::j 	ada 	pai:.Ia ro 	I.:arciio 	i aba tan 	a toit 

ci 	cbo,i:l\t: 	cnirLtc.1 1. :Fi 	:ili. 	c;bi1rl 	1 ?lj 	 .i: 	cvtn 

/ EI'IJ:L.nSAi'i ....... 
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PENJELASAN UNSUR—UNS1JR 

. 	SET lAP (3RANG 

bahwa yang dimaksLtd setiap orançj diini adalah 

terearigka rIOCHAMAD SUFEDI dengan ciemikiari unur SET lAP 

ORANG disini terpenuhi.. 

b1 DENt3AN rLJJUAN FIENGUNTUNGK:AN DIRL SENDXRI ATAU 
ORANG LAXN ATAU SUATU K:oRPoFA9I 

Dalam hal tereangka MOCHAMAT) SUPEDI SH rnen.jalankan 
tugasnya selaki.t Prni..cnpin SNI LBE Pondck Indah tidak 
melakukan Review atas Verivikasi dengan mesubuat lapor.ari 
tidak benar, diiri jelas bahwa rnaksuc dar.i t4ranclka 
adal ah un tuk ;nençjun tunclkan orang 1 am 	ataL( 	suatu 

kcrpera i 	siiingc unsur DEI'JBN TUJ uc'N MENGuNIIjN33KAN 
D1RI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUAIU KORPORSI 
terpenuhi. 

MENYALAHUNAKAN KEWENANGAN1 KESE'1PAiAN ATAU SANA 
YANG. ADA PADANYA KARENAJAEATAI\l ATAU K:EDUDUKAN 

Dalam hal tersngka MDCHAMAD.SUF'EDI SH selaku Pernimpin 

SNI LSE Pondok Indah rnernberikan kredit kepada 
perusahaan HENDF\ GROUP €idak mel akukan Review atas 
laporan 	yang 	d ibuat 	ol eh 	Fengelol a 	Pran 
(RD/Relation ftfficer) yang hertugas melakukari 
verifikai trhadap kebenaran data dan Berita acara 
Taksasi dan l-loting j amman yang dihuat o1h Appraise.1 
dirnara dalam peiakanaan tuqasnya tidak 	suai mianqarm 
}3uku Petunjuk dan Felaksanaan Layanan Sisn.is Ritci SNI 
tahun 2001 Ci.kfl tLrsarmqka j uqa te lah meIiyzuJ ui.. un wk 
pomnber.i.an 	Kredit yang ci ai t..n 	o]. oh 	11 	( obe 	) 
porusahaan tbut maka hal torsobu I. 	J uia'a-- j ula 
mnyalacur1aksn kewonariç)an torsanq ka sd i aki.t 	:mimpi_r, 

Eli! 	I.J.11H I )Ud._.il 	fn,1 h 	(il hji 	I iiti 1. 4fl  Lfl LU 	(iNYr I H 
E3UNI(-K:AN 	K:EWEN A N'3c ii , 	KE:SFIIFATAN nr'j 	iANA 	/ñNG 
F'ADANYA :çf:ij(m 1 (BA 'IAN IVIAL; KE:Dl.JL)u <i 'ccr'c?,muh 1 

d. '1' 	:I'jj 	, ::i F: RIJO 1 AN k.EU t6cmN \E_c.(A 

Sehuht.mrujan dengan tersang ka MOCHAMAD BIJPED I SH tel ah 
rnemTmber:Lkarl 	kred it 	kepada 	nasabah 	ii 	( sebel as 
porusahaa n>'ang mençai ukan kred it ke SN I LBE Poridok 
Indah dengan tidak me?rnperdul. ikan. prinsip 	:.ehatihat.ian 
dan tidak sneiaksanakasi prc ' kred it yang sesuai dengan 
BLIkU Petunj uk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritci 	NI 
tahun 2001, serta dikuaLkan dermqan adanya Audit 
iinvest.:i.qasi CD ali Team Audit dan BPKP bahwa rnqara Ldl 
l3N I 	L..BE. F'ondcik 	I ndah fyl erideni ta 	kerLg iaii 	sebosar 
Rp 4.i 457 278. 5'2i - disini i 1s bahwa rieqara to lab 
d :1 rug i_ kan 	seh.tnqcja unsur DAPAT MEF:U13 I KAN KEUANGAN 
NEGARA/FEREIc:DNUM I All NEGARA terpenuhi 

- 	Sodanq kasi terhadap tmn...aiigka Drs . H 	NOOFIJ A H J 0 
ZUNOOR MM selaku IJak ii Fern:impin Nil ayah scsuai. cionqan 
BLIkLt Fetu.nj uk Po:Laksanaan 	B,i.snis Ritel 	E1'.l 1: 	tahun 
IlGi yang seharusnya ti.dak melakukan kunjunçjan setempat 

(On 	"ihe pclr ) quna mel akukan Ver.i f ikas I 	akan te tapi 
da 1 am prak toknya tersar,cj ka turun ke 1 apanqan 	urituk 
mel akukan On The SpoL ata,_m von if i kasi mençja...k po tugas 
Porige lola Pemasaran dan mel akukarm vmcr:i. 'f ikasi ter- badap 
data/dcjkumo n yang d :Lai ukan cii oh nasabah , ci is in I J o las 
bahwa teroanç ka tel ah mel akLlkan pe 1 anqcj aran tar-  harJa p 
1-.kAkUtF , 1 mm ,'ml ,1 in F%laKsanaan Lzyanan F i n i 	F jI p1 	HJ I 

tahun 2001 

Den cjan 	dem:ik ian cia 1.am ha 1. 	tersarmq ka 	non_m tus 

pember ian 13: r-od it terhaclap :0, 	( sobo 1 as ) 	perLmsahaafl 
t1r'sc1but bertcrm tanuan c:lenqcn E'uku Ftumii uk Fe I aksan aan 
Layanan Bisnis Ii. tc 1 N I tahun 2001. 	 i 't 
pembr.i.c'ri krcidi.L . kepac:Ia ras F. Ll'i SNI LBE Por,c:l'aK :(r'mdat-. 
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3. 	Pasal 49ayat (1) hLlruf a, h dan C. UU No. 10 thun 1998 
tentang tindak oldana Prbankan. 

RUFIUSAN PASAL49 ayat (1) 

ANt3GOTA rwm KOMIsARIs. DIREKSI ATAU PEIiAWAX 1ANK YANG 
DENGAN SENL3AJA 

a. 	metnbuat atau tnnyebabkan adnya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan keqitan usaha, 
laporan transaksi atau rekening suatu bank s  

h. 	rnenghi lançikari 	atau 	tidak 	fnnisukkan 	atau 
meiIyebdbkan 	tidak di lakukan pencatatan 	da lam 
pembukuan atau dalam laporan naupun dalam dokumen 
atau. laporan kecjiatan usaha 	laporan transaksi 
atau reken:Lng suatu hank, 

c. mençjubah, mengaburkan, menyernbunyikan menhapus 
atau rnunghilancikan adanya suatu pencatatari dlarn 
peinbukuan atau dalam laporàn, maupun dalarn dumen 
atau l-aporan kegiatan usaha, laporan transak.;i 
at,au reki2ruinq suatu bank atau dercjan senqaj a 
nienqubah 	 rneng.burkan 	 meiiqhi 1 angk.n 
rnenyembunyikan atau merusak ratatan pembukuan 
ter.sebut diancam denqan pidana penjar 	sekurang 
kurangnya 3 tahun dan paling iacna i.5 tahun serta 
denda 	skurancikuranqnya 	Rp. iC 
(sepi.tiuh irsi).yar-  rupial-)) atau paling banyak 
Rp. 	0?J 	18 	-- (dua rat.us in.ti>'ar rupiah) 

Baha yanq cJimaIsuc:I dalam Feqav.iai Ban. d.isi.r.i 	adalan  
t€'rSari çj ka MU KHL. I S SUI) I ANTO , MOEJ I BUk: R(-HM'iN 	iLFONS 1 US 
WEi•IE:B D,  A hl 	-iCI;M(L) SI PEE) I 8H 	s e r La. 	Dr ..NOORIJ -•J U 
L1jI.Ioc)R 	III'L 	:,oIiincioa. 	'.,'.fl:;ur 	bai-ancj 	':1ap.a 	c:i.t;ini 
1: r t" p E nu h i 

Pasal 55 I.:UHP dan Pasal 56 KIJHP, 

Ba Iw4a d ar I pombahasan MrseNxt di. a tas tor -d p Ice 1 ima 
tet'sanqka patut d iduqa tel ah me lakukan porbuatan turut 
serta dan atau turut rncemba....tu atas torjadi.rya tindak 
.idana krr-tD::i. yariq d.id'.tc;a c:Iila.iri tersat-inka -IENDRA 

L)c2rçsli II 	 p: 	.ui;ai-  I:ersabui ci i 	 t:e - ac:au 

	

UJKI31._ is, BLD3:r.IicI ,rlIOEDJ IBUR FN1;t'.I , 	PL.!(:)I.IJ.Li 	EIN:i: 
I'll(DC'. 	.jj::.fj) I , 5tH cian NODRTJAHYU ;(jNooI- 1`1111 patti t ci .LiJUc; a 	tc 1 art 

ti.nclak pic.i.ari.t c:t)ILJF3I clan FEF}3\lK(Nl )i)O1fiti)1 . 
dalam Pasa :i 2 a.yat ( .1 ) UL) No 20 tahuit 2081 t.er tanc 	porubahan 
atas UU No , :si. tahurt 99 ton tang Pemberan tasart 1 i.rtciak F idaha 
Kor-uç:si dan Psa], 49 ayat (1) hun-i_if a b dan c Undanq--untdanq nc:',:tr 
.1.7i tahun :1.998 ten tanq F'ei'bankan w. 	ss <UHF' an 	:i 	5 
K ii f-i F 

Vi. 11.. KESIMF'ULAI\I 

Da ri 	hasi 1 pembahasan ter'c,ebt.',t, ci .i. a t,as; 	c:Ieri cj an 	di. kuatk an 	adanya 
Ice torangan ',;aks I , 	koLere.ngan Alt 1 1 dan Kt ter-an9a nLs rtanq ca , 
F'uti.tijuk. , Surat serta di :i.tatk in c:Iengan adanya Bar-ang :iukti 	ysr'g 
ci isi. ta, maka clapa t ci is impu 1 kant b.ahwa tel ah tcirj ad .i -r indak Fia, a 
KORUPSI 	dan PERBANKAN per-kara yortq diciuqa dii akukan . 
t. orsancj ka MLKHL. I S But) I ANT 0 , MOED7 I ER RAHMAN, AL.FONS ILlS WE HEB 
MOCHAMAt) SUPEDI E3H dan Drs NOORTJAHYO ZIJNOOR MM pacla seki.tar 
buian Apr-il 	20G2 sampal donqai-i bu ian April 20I4 di 	EtN :f 1... BE 
I-'ondok Indah Jakarta E3eiatan atau setidaIctidkriya diNi;layah 
HukumJakarta atas uang sebosar Rp , 4 .457.278. 55 . 
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IX. PENUTUF 	 S 

Demikjan Laperan kernajuan .ini ciibuat dnqn sebenarnya ata kekuatan s5umpah Jabatan, kernucJjan ditutup dan ditanda tanqani di Jakarta pada tanggal 06 Nopembr 2004. 	 5 

E/ji-' I D I K 

1 • 	 D r, ENDAN(3 USMAN MA 
AKF NRF 65070029 

2. 	 SJJHRNOTO SH. 

nil D" Nk 6 61.2 flJ 
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OLRI DAERAH MET1O JAVA DAI'1 SEKITARNYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS 

DATA TIN DAK LANJUT KASUS KORUPSI YANG PERNAI-I DITANGANI 
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA 

Periode Tahun 2003 s/d 2007 

"TAHUN 2003" 

No- 
No. 

LAPERKARA  
PORAN POIJSI ' 

PELAKU I TERSANGKA PASAL KERUGN PERKEMBANGAN SIDIK - 

DLM NEGARA DELAMATKAN KET 
PROSES UMPAH P19 P 21 - SP 

IT /11/2003/Satga Ops B Dalam Lidik UU No. 31/1 Tidaka - Proses Tgl, 6 Pebruari 2003 - - - Dan hash Audit BPKP 
Korupsi 	dan 	P enggelapan tidak 	ditemukan 
Daam Jabatan sekitar bulan penyimpangan 	ada 
Sept 2002 s/d Januari 2003 kerugian Negara 
di PT Pengerukan Indonesia 
(RUKtNDO). Penyidik: Unit V 

2. LP/K/147/III/2003/Satga C WAHYU SARJONO UU No. 31/1999 US $ 8.675.000 - - P-19 TgI, 19 Maret 2003 (Dir Keu PT Darma Jo 374 KUHP Jo 
- - BP dikirfrn ke JPU. 

Korupsi, Penggelapan Datam Niaga) 378 KUHP. No. Pot : B/7199/X/ 
Jabatan d dan Penipuan dana BENARTO 03lDatro 21-10-03 
pembelian Pupuk Import (PT. (Dirut 	PT 	Darma 

. 
P-19 sebanyak 5 x 

Darma Niaga) Dept Keu Niaga) Ket dan 	JPU 	me 
3. 	JOKO MULYONO minta agar BP 	di 

(Komisaris Utama) Split. 
Pendápat 	Penyidik 
apabila 	dipahami 
Pasal 82 dan Pasal 
85 	ayat 	(2) 	UU 
No.1/95 dan Pasal 7 
BP tdk perlu di split. 
Pengembalian BP ke 
4 	BP di split tapi 
JPU menyatakan pe 
tunjuk sebelumnya 
blm dipenuhi dan 
membenikan petun- 
juk yg lain lagi 

Penyidik: Unit V Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



N 
No LAPORANPOLIS1/ 

PELAKU / TESANGKA PASAL 
KERUGIAN 

PERKEMBANGANSIDIK 

DLM DELAMATKAN KET 

PROSES 0 - 
3. LP/17/111/2003/SPK I Dalam Lidik UU No.31/1999 Belum di audit BPKP - Proses - - - - Telah 	mengajukan 

Tgl, 17 Maret 2003 
permintaan 	BB 

Korupsi 	dan 	Penggelapan 
dokumen-dokumen 

dalam 	Jabatan, 	Pengemba yg 	berkaitan 	dng 
ngan PT. Alumindo Perkasa 

kasus tsb 	namun 
dari 	PT 	0-esit 	Maju belum 	diberikan 
Development Co dgn Pemda 

sampai sekarang 
DKI Yang memiliki siam yg 

Proses sidik 
terjadi di PT Alcan Aluminum 
Jakarta. Penyidik : Unit I 

4. LP/120/IV/2003/SpklI KARSASAHABAT. I UU No. 31/1999 Tidak ada Proses - - Riksa Ahli : BPKP, 
Tgl, 1 April 2003 (Kepala Dinas PLN 
Korupsi, 	dalam 	pengadaan Penerangan Jalan 

Dan hsl pemeniksa Lampu. 	Penerangan 	Jalan Umum) 
an BPKP tdk ada 

DKI 	Jakarta 	antara 	Kadn 
kerugian negara. 

Penerangan 	Jalan dgn PT 
Dan 	hasif pemenik KSI. 
saan ahli dari ITB 
dan A1IIi LMK PLN 
menyatakan bahwa 
spek lampu sesuai 
dgn ash. 

5. LP/207N11/2003ISpk I Drs. H. H. ILHAM WIJA- UU No.31/1 999 Belum di Audit BPKP - - - - - 

_____ 

SP3 
Penyidik : Unit III 
Dihentikan 	penyidikan Tgl, 4 Juni 2003 YA 
krn tsk meninggal dunia Korupsi 	dan 	Pengge!apan Lurah Pondok Pin ang 
(Demi Hukum) dalam 	pembebasan 	tanah 
No. Pot: SP 3/88/1X107/ proyek jalan Tot JORR Kel, 
Sus Pondok 	Pinang 	Kebayocan 
TgI 26-9-2007 Lama Jak-Sel. 

Penyidik: Unit I 
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No 

No. LAPORAN POLISI 
PERKAR.A 

PELAKU I TERSANGKA PASAL 
KERUGIAN 
NEGARA 

UANG NEGY 
DISELAMATKAN 

______•PERMBAGANIDIK 
KET DLM 

PROSES UMPAJ-I P-19 P-21 SP-3 

6. LP/312N1112003/Spk I L.Y. HASANUDIN UU No.31/1 999 Rp. 134.382.000,- Tanah seluas 60 - - - - P-21-  - BP telah dikirirn ke 
TgI, 16 Juli 2003 (Ketua BKM Bukit Dun) M2 di Tebet Jak- JPU TgI, 23-03-04 
Korupsi 	dan 	Penggelapan Se! seharga Rp 95 Telah.P-21 TgI, 29- 
Penyimpangan 	dana P2KP Juta 4-04 No. R-1366/ 
oleh 8KM Kel Bukit Duri Jak- 0.1 .5IFd.1 /04/04 
Se!. 

Te!ah difonis PN 
Jak-Sel I Thn 

Penyidik: Unit IV 
7. LP/1479N11/2003ISpk I GONDO SUBEDJO UU No. 31/1999 Tidak ada - Proses - - - - Tidak ada kerugian 

TgI, 23 Juli 2003 
Negara. • Korupsi 	dana 	untuk 
Karena Proyek blm 

mendapatkan proyek PLTU 
dilaksanakan 

labuhan 	argin 	Sibolga 
Dan 	dana 	belurn Sumatera 	Utara 	di 	Kantor 
dikeluarkan. 

Bappenas Jakarta. 

8. LP/342N11/2003/Spk III Dalam Lidik UU No.31/1999 Tidak ada - Proses - - - - 
Penyidik: Unit III 

Terkait dg UU Per- TgI, 29 Juli 2003 
pajakan Korupsi 	Penyalahgunaan 
Belum 	ditemukan Jabatan/wewenang, 	Pengge 
bukil permulaan yg Iapan 	Pajak 	di 	PT 	Kargo 
cukup. 

Lintas Angkasa Jak-sel. 

9. LP/1232N11/2003ISpk II ' 	M. SUPEDI, SH 378, 263 KUHP 2,7 Milyar 3 	Buah - - - P-21: - 
Penyidik: Unit V 

BP dikirm Ice JPU TgI, 3 Juli 2003 HENDRA Cs Jo UU No.31/99 Rumah 	di 8/2991/X1104/Dat,o Korups, 	Perbankan, Billabong TgI, 8 Nov 2004 Penipuan, 	Pemalsuan 	dan Bogor. P-21. TgI, 28-01-05 Keterangan Palsu 
12 Sertifikat No. R-09310.1.5/ 
tanah dan Ba Fd.10/01/05 
ngunan Tsk Hendra (DPO) 

Telah di vonis PN 
5 thn dan 7 thn. 

Penyidik: Unit IU Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No 
No 

PELAKU I TERSANGKA PASAL 
KERUGIAN .LAPORANPOIJSI/ UANGNEGYG 

PERKEMBANGAN SIDK 
: 	H 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN KET 

PROSES LIMPAH P-19 P-21 SP.3 

10. LP/450/XJ2003/Spk Ill MESTAN SIMARMATA UU No.31/1999 Tidak ada - Proses - - - Tidak 	memenuhi TgI, 9 Sept 2003 Dkk Jo 	UU 	No. 
Korupsi, Suap dani Kejahatan 11/1980 	Jo 

unsur 
a 	Pajak - 	telah dalarri 	Jabatan 	Pajak 	Rp. Pasal 	415 

dibayarkan. 2.230.000.000,- di PT Sekayu KUHP 
Berhubungan 	dng Bina Drilling Jaksel. 
PPNS Pajak 

Peyidik: Unit III 

11. LP/215011X/2003/Spk I Ir. MAURITS UU No.31/1999 Tidak ada - Proses - - Tidak ada Kerugian 23 Sept 2003 NAPITUPULU 
Negara. Korupsi 	Mark 	up 	dana (Kadiv Pertamanan dan = 	KarenaPajak sudah pembuatan 	patung 	Jend. Keindahan Kota DKI 
dibayar 	sesua Sudirman 	dan 	Pendistrian Jakarta) 

KawasanTaman Monas. kewajiban. 
a 	Teah 	diperiksa 

oleh penyidik Pajak 
a 	Ruang Iingkup UU 

Perpajakan. 

Penyidik: Unit IV 

12. LP/5821X/2003/Spk II Dalam Lidik UU No.31/1999 Tidak ada - Proses - Surat 	Pengadua TgI, 22 Oktober 2003 
Korupsi 	membuat 	laporan dan BPKP. 

perhitungan atas pajak Pene Setelah 	konfirmasi 

rangan 	Jalan 	Umum 	tdk ke 	BPKP 	terjadi 

sesuai ketentuan PT PLN. kesalahan 	perhitu 

di PT PLN Cikokoi Tangerang ngan. 	Tidak 	ada 
Kerugian Negara. 

Unit IV 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No. LAPORAN POUSI / 
PELAKUITERSANGKA PASAL 

KERUGIAN UANG NEG YG. 
PERKEMBANGAN SIDIK 

. DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN 
PROSES. 

LIMPAH P 19 . P21 SP3 . 
13. LP/5911X/2003/Spk I Dlaam Lidik UU 	No.31/1999 Tidak ada - Proses - - Tidak 	memenuhi 

TgI, 29 Oktober 2003 Jo 	Pasal 	374, 
Korupsi, Penggelapan dalam 372, 378 KUHP 

_______ ______ .:. 	... 

unsur. 
Hasil 	audit 	dan jabatan, 	Penggelapan 	dan 

.• BPKP. tidak 	ada Penipuan, 	PT 	Rajawali 
kenugian Negara. 

Nusantara Indonesia (BUMN) 
mendapatkan 	pinjaman 
sebesar US$ 58.000.000 dan 

Penyidik: Unit V 
Dept 	Keuangan 	RI 	untuk 
menyediakan 	Obat 
Masyarakat dan Unit Gawat 
Darurat di Rumah Sakit di 
Dept Keuangan RI 

14. LP/642/XII/2003/Spk II Dalam Lidik UU No.31/1999 Tidak ada - Proses - - - - Tidak 	memenuhi IgI, 3 Desember 2003 Jo 	Pasal 	374, 
Korupsi, Penggelapan dalam 372,378 KUHP 

unsur 
Karena 	Sudah Jabatan, 	Penggelapan 	dan . Penipuan dalam rangaka PT dilakukan 	Pemba 

Perusahaan 	Gas 	Negara yaran 	terhadap 

kerja 	sama pinjaman 	dana Pinjaman tersebut. 

untuki pembelian Gas Bumi 
sebesar 	Rp 	75 	Milyar.di Penyidik: Unit V 

Perusahaan Gas Negara. 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



"TAHUN 2004" 

No 
No. LAPORAN POLISI / 

PELAKU I TERSANGKA PSAL A 
KEUGIAN UANG NEG YG  

PERKEMBANGAN SIDIK 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN KET 

PROSES LIMPAJ- P-19 P-21 SP-3 

01 LP/19/K/1/04/Spk II Dalam Lidik Pasal 2 dan 3 Rp. 37, 5 Milyar Proses - - Perkara 	sdh 	ditangani TgI, 8 Jan 2004 
Korupsi, 	Penggelapai 	DIm 

UU No. 31/99 Jo 
UU 	No. 	20/ 

Kejaksaan Agung dan 

Jabatan, 	Penggelapai 	dan 2001 Jo UU No. 
tetah 	di 	sidarig 	di 

Penipuan Kerjasama pinjam 28 / 99 Jo Pasal 
Pengadilan. 

an dana RDI dalam rangka 374 	Jo 	Pasal 
Penyidik: UnILV penyehatan 	Keuangan 	PT 372 	Jo 	Pasal 

Perkebunan XIV (Persero) di 378 KUHP. 
Dep Keu RI. 

02 LP/2101K/I/04ISpk II H. SYARIFUDIN Pasal 2 dan 3 Tidak ada - Proses - - - Tidak Korupsi dana Impres Desa (Kades Pahiawan Setia) UU No. 31/ 99 memenuhi 

sebesar 	Rp. 	72 	Juta 	dan unsur. unsur. 

Dana Reksa Desa Rp. 104 keterangan 
Juta 	yg 	teriadi 	c 	Desa Saksi saksi Warga 
Pahiawan Setia Beka. & Pegawal Kabupa 

ten Dana tsb sudah 
disalurkan 	sesuai 
ketentuan. 

Penyidik: Unit I 
03 LP/65/KII/04/Spk I 

TgI, 30 Jan 2004 
Dalam Lidik Pasal 2 dan 3 Tidak ada - Proses - - Tidak 	memenuhi UU No. 31/99 Jo 

Korupsi, 	Penggelapan 	DIm Pasal 	374 	Jo 
unsur 

Jabatan, 	Penggelapan 	dan Pasal 372 Jo Pa 
Karena 	ada 	buk ti 

Penipuan. 	PT 	Bank 	Exim sal 378 KUHP. 
penyetoran 	tunal 

mendapatkan Pinjami dana dan Dep Keu. 

sebesar Rp. 19.398.000000, Pinjaman 	sudah 

untuk 	biaya 	pembaigunan dibayar 	lunas 	ke 

Kebun In 	Proyek Khusus II DEPKEU. 

di 	PT 	Perkebunan 	11  
(Persero). Penyidik: Unit II Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No 
No. LAPORAN POLISI I 

PELAKU/TERSANGKA PASAL. 
KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKEMBANGAN SIDIK 

KET DLM 
LIMPAH P-19 P-21 SP-3 

PERKARA NEGARA DISELAMATKAN 
PROSES 

04 LP/83/K/112004/Spk II Dalam Lidik Pasal 2 dan 3 Rp. 35 Juta Rp.2.000.000,- Proses - - - Proses Pemeriksa 
Tgl, 7 Peb 2004 UU No. 31 ' 99 an 	Saksi 	Dekel 
Korupsi 	dan 	Penggeiapan Jo 	Pasal 	372 . Glodok .Jak-Bar. 
dana Program Pemberdaya KUHP. . Pengumpulan 
an 	Masyarakat 	Kelurahan 

. Bukti-bukti 
(PPMK) Pasca banjir Thn 02 

Proses Audit BPKP & 03d1 Kel. Giodok Jak Bait. 
TSK. DPO 

Penydik: Unit I 

05 LP/101IK/11/04/Spk II Dalam Lidik Pasal 2 dan 3 Tidak ada - Proses - - Tidak 	memenuhi 
TgI, 13 Peb 2004 UU No. 31 I 99 unsur TP Korupsi 
Korupsi, 	penyaiahgunaan Jo Pasal 372 Jo 

a Dan hasil pemeniksa 
wewenang 	I 	jabatan, Pasal 374 Jo UU an Penyidik. 
penggelapan pajak Pph dari No.11 /80 Kasus 	mi 	Kewena 
pendapatan pengarang & dari 

ngan PPNS DitJen 
royalti 	di 	PT 	Penerbit Pajak. 
Erlangga 

Penyidik: Unit V 

06 LPI356IKNII04ISpk I Dalam Lidik Pasal 2 dan 3 Tidak ada - Proses - - Tidak 	memenuhi Tgl, 01 Juni 2004 UU No. 31 I 99 
Korupsi, 	Penggeiapan 	Dim Jo UU No.20/01 

unsur 
a 	Belum 	.ditemukan Jabatan, Penggeiapan 	dan Jo UU No 28 I bukti permulaan yg 

Penipuan 	Pelaksanaan 99 Jo Pasal 374 cukup 	dan 	hasil 
pelepasan dan penghapusan Jo Pasal 372 Jo penjualanllelang 
aset Pertamina berupa Kapal Pasal 378 KUH kapal 	telah 	disetor 
yg dilelang di Pertamina P Jo Pasal 55 seluruhnya ke 	Kas 

ayat (1) KUHP . Negara. 

Penyidik: Unit V 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



N 
LA 	I TERSANGKA PASAL KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKE
.  

MBAN

.  

GAN SID
.

IK 

P-2

. 
 

1 

 N_o_. 	

P_O_L_I_S_

I _LAP_O_R_A_N_ 	
_ PERKARA  . 

NEGARA DISELAMATKAN 
LIMPA-  PROSES  P19  SP-3 

07 LP/355/KN1I04/Spk I 1. 	SUTADI, SH Dkk Pasal 2 dan 3 Rp. 9528.346.394 Rp. 

D.LM 

- - - P-21 1. 	Berkas 	Perkara TgI, I Juni 2004 (Ex Ketua DPRD) UU No.31/99 Jo 1.802.301.182- telah 	dikirim 	ke Korupsi, 	Penggelapan 	Dim 2. 	BAMBANG UU No.20/01 Jo . JPU. P-21 TgI, 23- jabatan, 	penggeiapan 	dan SUTOPO, MBA Dkk UU No.28/99 Jo 2-2005.No.B-387& Penipuan 	dana 	anggaran (Ex Anggota DPRD) Pasal 	374 	Jo 388/0.2.5/Fd.1/05 pendapatan asli daerah Kota 3. 	Drs. 	ENDANG Pasal 	372 	Jo 2. 	Tahap U Tsk dan Depok, 	tidak 	sesuai 	dng RUKANA Pasal 	378 	Jo BB telah dikirim (gi, anggaran 	dasar 	DRPD 	& (Mantan Sekwan) Pasal 	55 	ayat 2-3-2005 SETWAN Depok. (1) KUHP. 

Penyidik: Unit V 

08 LPI385IKNI/2004/Spk I Ir. HASAN 	. Pasal 2 dan 3 Rp. 1,7 Milyar - - - P21 - Berkas 	Perkara TgI, 10 Juni 2004 PT. ITA MOGUREBEN UU No. 31 / 99 telah 	dikirim 	ke Korupsi 	dan 	Pemaisuan Jo 	Pasal 	263 
JPU. P-21 IgI, 27- Surat Dukunoan 	Pertamina KUHP. 

untuk memenangkan Tender 12-2006.No.8- 

Pengadaan dan Pendistribusi 2308/0.1.5IFd. 1/12/ 

an 	BBM Solar untuk Kep. 2006 

Seribu di Kadin Pertambang 
an DKI Jakarta. 	- Penyidik: Unit UI 

09 LP/524/KNlIi4/Spk ii Dalam Lidik UU No. 3 I 1971 Rp - Proses - - - Proyek pembangun Tgl, 3 Agust 2004 Jo Pasal 2 dan 3 20.174.622.175,67 an sedang berjatan Korupsi 	dana 	kerjasama UU No. 31/99 Jo 5 	Kerugian 	Negara Pekerjaan 	pembangunan UU No.20/01 
belum terjadi. Pasar 	Induk 	Kramat 	Jati . 

Jakarta Timur. Pihak 	lU 	yang 
membangun 	dan 
kelola. 

- Periydik : Unit I 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



TAHTJN 2005" 

No 
No. LAPORAN POLISI I 

PELAKU/TERSANGKA PASAL 
KERUGIAN UANG NEC YG 

PERKEMBANGAN SIDIK ' 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN E1 

PROSES 
I

LIMPAH . P-19 P-21 SP-3 

01 LP/2611/1XJK/03/Spk I 1.GITA VURNALISA, SE Pasal 2 dan Rp 6 Milyard - Tanah luas 600 Berkas 	Perkara TgI, 1 Nop 2003 dilanjutkan 2. H. MASDUKI 3 	UU 	No. M2 di Purwokerto - - - P-21 - telah 	dikirim 	ke LP Pendapatan No. Pol. LP : 3.GAU AZIS 31/99 Jo UU - Tanah & bangun jpu, P-21 TgI, 	1- 2011K1111/05/SatV 4.H.M. RAWI SUSANTO No.20/01 	Jo an di Cimanggis 11-05 No. R-1440/ Tgl, 3Mar05 5.H. AHMAD FAUZI UU No.10/98 Bogor. 0.1.5IFd.1/11/05 Korupsi di BNI Wil 12 At Kota - Uang Rp. 55 Jt Tahap II BB dan atas 	Kredit 	Fiktif 	dengan 
agunan 	Fiktif dan 	dokumen TSK 	telah 	dikirim 

Kredit Palsu pd Tahun 2003. u TgI 09-11-05. 

Penyidik: Unit U 

02 K16911111/2005/SPK I Dir 	Perikanan Tangkap Pasal 2 dan - - Proses Dari hasil Pemenik saan TgI 7-3-2005 Dept 	Perikanan 	dan 3 UU No. 31 saksi 	dari 	Dept Korupsi 	dalam 	Pengadaan Kelautan / 99 
Perikanan & Kelautan, Ikan Hias secara Nasional di 

Gajah 	Mada 	Plaza 	Jakarta APIHI, PT Tunas tidak 

Tgl, 18 Nop sld 1 Des 2002. cukup Bukti. 

Penyidik Unit IV 

03 K/113211V/2005/SPK I M. DUDI HERMAWAN Pasal 2 dan Rp. 900 Juta - - - - P-21 - BP telah dikinim ke Tgl 6-4-2005 3 UU No.31 / 
Korupsi dan Pemalsuan dgn 99 Jo Pasal 

JPU No.PoI. P.119691 

cara menerbitkan Kartu ATM 263 KUHP VUIO5IDatno TgI 29- 

tanpa sepengetahuan Nasa- 7-2005 	 - 
ba li 	selanjuntnya 	dana 	tsb P-21 TgI, 4-10-2005 
diambil 	deli 	Tsk, 	melalui No. R-129110.1.51 

Kartu ATM tsb dan dananya Fd.1/1O/05 

dimasukan 	ke 	dalam 	Rek Tahap II TgI 12-10- 
Penampungan yg Tsk buat. 05 

L  . Penyidik: Unit III 	- 
Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No 
No. LAPORAN POLISh 

PELAKU I TE R' 	KA .ANG P A SAL 
KERUGIAN UANGNEGYG .... PERKEMBANGAN SIDIK ..... 

DLM 
LIMPAH P 19 P 21 SP-3 

PERKARA 
. 

NEGARA DISELAMATKAN KET 

04 K/1208/IV/05/SPK II RAJUDIN, SH Pasal 2 dan - - . - - Berkas 	Perkara 
TgI, 11 April 2005 (Ketua 	Dekel 	Kel. 3 UU No. 31 telah 	dikirim 	ke 
Korupsi dana PPMK di Kel, Menteng Jak-Pus) / 99 JPU, P-21 TgI, 22- 
Menteng Jakarta Pusal 

.. 12-06 No. R-22901 
0.1.51.Fd.111212008 
Tahap II 	TgI 17-1- 
2007 

Penyidik Unit IV 
05 K/1916N1/2005/SPK I hr. HARDI YULIAWAN Pasal 2 dan Rp. 6 Mihyar - Proses - - Berkas 	perkara 

TgI 8-6-2005 (Ketua 	Serikat 	Pekerja 3 UU No. 31 dikrim ke JPU tgl. 
Korupsi 	Proyek 	pengadaan PT. Jamsostek) I 99 Jo Pasal 23 -11 - 2007 ( Majalah, 	Kalender, 	buku 378, 	372 Tahap 1).. 
agenda dan Jasa Peiiklanan, KUHP. 
pubhik service dan advertising 

Penyidik Unit III 
di Kantor Pusat Jamsostek. 

06 K12338M1/2005/SPK II AHMAD SANUSI. BA  Pasal 2 dan Rp. 727.068.094,- - - - P 18 - - Berkas 	telah 	di Tgl 13-7-2005 Ketua BKM 	Kel Pejaten 3 UU No. 31 
kirim ke JPU tgl, 3- Korupsi dan Penyalgunaan Barat Jak-Sel. / 99 
02-06. 

dana proyek penanggulangan 
Kemiskinan 	Perkotaan (P.18) No. R-237/ 

(P2KP) 	atas 	Ioka 	untuk 0.1 .5IFd.1102106 

pinjaman 	berguhir 	bagi tgl, 14 Feb2006 

kelompok Swadaya Masyara. 
kat 	(KSM) 	di 	Kel. 	Pejaten .. Penyidik Unit IV 

Barat Pasar Minggu Jak-Sel.  
07 K/553N11/05/SPK II IRWAN TAUFIK, SH Pasal 2 dan - - - - P 21 - Berkas 	Perkara Tgl, 25 Juhi 2005 Penguws 	BKM 	Kel. 3 UU No. 31 

telah 	dikirim 	ke Korupsi dan Penyatigunaan Rambu tan Jak-Tim 
JPU, P-21 TgI, 11- dana Proyek 	Penanggulang 

an 	Kemiskinan 	Perkotaan 9-06 No. R-1208/ 

(P2KP) 	di 	BKM 	Kel. 0.1 .5IFd.1109106 

Rambutan Jak-Tim. Tahap II 	TgI 20-9- 
2006 

Penyidik Unit IV Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



11 

No 
No. LAPORAN POLISI / OEI AVI I ITcDC'PMC'KA r(Lr\r\LJ 	IL1\QtIL rPOr'L 

KERUGAN UANG NEG YG 
PERKEMBANGAN SDIK .. . . 	. 

DLM. 
LIMPAH  

P18! PERKARA . NEGARA DSELAMATKAN 
PROSES P-19 - SP3

- . 	. 
08 KI2541NIII05ISPK III NOIN Bin GENDOL Pasal 2 dan Rp. 2,7 Milyar - - - P.18 - - Berkas 	Perkara 	telah 

TgI, 27 Juli 2005 (Tani) 3 UU No. 31 . 	- dikirim ke JPU. 
Korupsi Penyimparigan dalam Ir.DAWUD DJATMIKO / 99 P-18 TI, 14-6-06. No. 
pembebasan 	lahan 	pada (Peg. PTJasa Marga) R- 801 sld 80310.1.51 
proyek 	Jalan 	Tol 	Jakarta H. HAMID DJIMIN Fd.1106106 
Autur 	Ring 	Road 	(JORR) 
Cikunir Jak-Tim. Penyidik Unit IV 

09 K/658N111/2005/SPK I SONNY SANTIKA UU No. 31 / - - - - - - SP 3 Hasil audit BPKP tidak 
TgI, 16 Agustus 2005 (Penjual Tanah/calo) 1999 UU No. ditemukan 	kerugian 
Korupsi, 	Penyalahgunaan 20/2001 	Jo keuangan negara. 
Jabatan 	I 	Wewenang, UU No. 28 I 
Penipuan 	dan 	Pemalsuan 1999 Jo 378, SP 3!35N11/2006/Sus 
Surat-surat dan Dokumen di 263 B/5824M1/06IDatro 
Kantor Pemda Bekasi dalam TgI 27-7-2006 
rangka Program rumah susun 
sederhana sewa 	(RUSUNA Penyidik Unit V 
WA) yg Iokasinya disiapkan 
oleh Pemda 	Bekasi seluas 
4000 M2 dgn pembayaran 
Rp. 	1.120.000.000,- 	ternyata 
tanah tersebut milik Negara.  

10 K/660N111/2005/Spk I CHAIRUL SADUDIN UU 	No. 	31/ Tanah Sawah seluas - Proses - - - Dalam 	proses 
TgI, 16 Agustus 2005 (Kades Cirendeu) 1999 UU No. 13 Ha (Rp. 1,9 M) Riksa 	Tersangka 
Korupsi yang terjadi di Desa 20/2001 an. 	Chairul 
Sirendeu 	Kec 	Ciputat 

Sadudin 
Tangerang, 	menjual 	tanah 

Belum 	ada 
kekayaan Desa berupa tanah . kerugian Negara. 
bengkok I tanah 	kas desa 

Jual 	tanah 
sebesar 	Rp. 	516.500.000,- 

Bengkok 	belum 
dan 	hasilnya 	dipergunakan 

laku semua 
untuk kepenngan pribadi. 

Penyidik: Unit I 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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NO 
No. LAPORAN POLISI / 

T.ERSANGKA .PELAKU./ PASAL 
PERKEMB A NGAN SIDIK 

DLM PERKARA NEGARA fSELAMATKAN KET 

PROSES 
11 K/3088/IX/2005/Spk I EDI MASSIAO UUNo. 	31/ Rp 700 Juta" - Proses - - - ••• Riksa 	Saksi-saksi TgI, 09 September 2005 1999. UU No. 

dari Panitra 	PN Penggelapan 	dan 	Korupsi, 20/2001 Jak-pus, 	ildak tersangka 	meminta baituan 
pernah hadir. untuk 	mengurus 	eksekusi 
Dengan 	alasan keputusan 	MA 	dan 	akan 
Surat dr MA fidak membayar setengah da'i hasil 
dapat 	dilakukan eksekusi 	sebesar 	Rp. 	700 
pemeriksaan 	thd Juta ticlak di setorkan ke Kas 

Negara sesuai gugatan di Jak Panitra. 

Pus. 
Penyidik: Unit IV 

12 K/812/X12005/Spk III 1. 	Ir MUNIFUL HAMID UU No, 31/ Rp. 15Juta - - - P21 - 1. 	p-21 TgI, 07 Okt 2005 (DirJen PHKA) 1999 	Jo 
TgI 18-4-06 Korupsi, 	Penggelapan 	dIm 2. 	Ir. EDI SENSUDI Pasal 	374 No. R-527/0.1 Jabatan Uang sebesa Rp 15 (Pegawai 	DirJen KUHP. 1/Fd.1/04/06 Juta 	untuk 	kegiatan PHKA) 2. 	Tahap II tgl 27- 

Operasional terhadap Satwa 
4-06 

yang dilindungi berupa Kura- 
kura di Balai konservasi Alam Penyidik : Unit III 
DKI Jakarta. 

13 K/839/XJ2005/Spk II 1. YUNINGSIH UU 	No. 	31/ - Uang 	Rp. - - - P-21 - BP kirim ke PU No. TgI, 14 Okt 2005 (Teller Bank DKI 	Ca- 99 Jo Pasal 56.950.000,- R-15511/06lDatro Korupsi, 	Penggelapan 	DIm pem Kalimalang) 374 KUHP Mobil 	Kijang TgI, 16 -01-06 Jabatan penarikan tunai dan 
Nasabah menggunakan Slip 2.ANDRIYENNI 

Kristo 	No. 	Pol 	: 
DB211OAK 

BP (P-21) No. R- 

penarikan Fiktif dan traisaksi 186/011!Fd.I/04/O 

setoran 	tunai 	memperguna 6 TgI, 7-4-2006 

kan Slip setoran Fikli u di Bank . 3 	Tahap II tgl 	11-4- 

DKI 	Capem 	Kalimalalng 06 

Jakarta Timur 
Penyidik : Unit IV 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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No 
No LAPORAN POLlS] I 

PERKARA 
PELAKU/TERSANGKA . 	PASAL 

KERUGIAN 
NEGARA 

UANG NEG YG 
DISELAMATKAN 

PERKEMBANGAN SIDIK 
_______ 

. 	. 	KET DLM 
LIMPAH 

pjg/ . 	. 
P.21 

. 
SP-3 PROSES P-18  

. 

14 K/374/1X1120041.Siaga II 1. 	MAYUN UU No. 31 I - . Proses - - - - Dim 	proses 	Riksa 
TgI, 24 Nopember 2004 (Ex Kakanwil IV DJP) 99 Jo Pasal .. AhIi. 
Limpah daFi Bareskrim Pofri HARDY 415 	KUHP . . Menunggu 	hash 
No.PoI. : B/i 77/Dit H 1/2005 (Kakanwil DJP Bandung) Jo Pasal 416 audit -dari BPK. 
TgI, 25 Oktober 2005 Dr. 	H. 	GUNTORO KUHP. 
Korupsi, 	Kejahatan 	yang HERMANUADI 
dilakukan 	dalarn 	Jabatan (Ka Imigrasi Bandara) 
dengan 	cara 	melakukan TEUKUANANDA 
Penyelewengan dana Fiskal (KPP Kemayoran) 
Luar 	Negeni 	di 	Bandara JENI RUWITA Penyidik : Unit III 
Soekamo Hatta Jakarta Barat (Kasi 	Infokom 	Dit 	Jen 

Imigrasi) 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



14 
POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA 

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS 

DATA TIN DAK LANJUT KASUS KORUPSI YANG PERNAH DITANGANI 
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA 

TAHUN 2006 

No 
No. LAPORAN POLISI I 

PERKARA 
PELAKU I TERSANGKA PASAL KERUGIAN 

NEGARA 
UANG NEG YG 

DISELAMATKAN 

PERKEMBANGANSIDIK 

KET DLM 
L1MPAH P-21 

I.R0SES 
1. K122/I/20061Spk II 1. FAISAL SIREGAR UU No. 20 Rp. 6 Milyard Uang Rp.225Jt - - P21 - Tersangka ditahan 

IgI, 9-1-2006 KA KPP Pademangan / 2001 	Jo 1 Unit Mobil Ki di 	Rutan 	Poda 
Sehubungan dengan LP no. 2. HARY SUTRASNO Pasal 263 Jang No. Pol : Metro Jaya. 

2. K/3991X11/2005/KPPP Kasi KPP Pademangan KUHP B17868 CB . Berkas Perkara di 
Tgl 19-12-2005 3. SIGIT PRIYANTO 7 buah CPU. Split 	menjadi 	12 Korupsi, 	berkaitan 	dengan Korlag KPP Pademangan Dok-dok Pajak Berkas Perkara. Restitusi 	pajak 	atas barang 4. HERY MUCHLIS 

- 
Penyidik: Unit II 

eksport fiktif oleh 	PT 	Sinar Korlag KPP Pademangan P.21 BP 	an. 	Tsk 	M. Surya Sakti, PT Panca Putra 5. PRAVEEN SINGH 
Putra 	Jaya, 	PT Aa Citra Dir PT Raymark Eximindo 

. 
SARIP telah dikirim 

Cemerlang, 	PT Sinai Putra 6. JASWANI NARESH. M ke JPU dan P-21 

Mahkota 	& 	PT 	Raimark Dit PT Sinai Surya Sakti & - 
P-21 

tgl, 2-5-06. 

Eximindo di Kantor Wilayah IV PT Panca Putra Jaya BP 	an. 	SARIP 

Bea & Cukai Tanjung Priok 7. SI WAN BIN MISIN RUKMAN 	dan 

Jakarta Utara Dir PlAsiaCitra Cemerlang BAYU 	LAKSONO 

8. JONI WIJAYA telah dikirim ke JPU  
9. EVERT YOHANES - P21 

P-21 tgl, 28-4- 

10. SUPRIYATNA BP an. SIWAN bin 

11. TJUNGARIPING MISIN telah dikirim 

12. KALWANI SURESH. A ke JPU tgl, 28-2-06 

13. SYEHAN JINDAN dan (P-18) t91, 15- 

14. HANITA MANOO. M 3-06. 	(Tsk 	ditang 

15. MARGARETA NOVI. P guhkan) tgl,2-5-06 

16. RACHMAT GUNAWAN - Penyidik: Unit III 

17. SARIP BIN RUKMAN P21 
BP an. PRAVEEN 
SINGH 	telah 	di 

YADI ISKANDAR 
18. M. SARIP 8 H. AHMAD 

 kirim ke JPU dan R. 

20. BAYULAKSONO 21 tgl, 08-05-06 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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I No 
No LAPERKARA

PORANPOLIS / 
PELAKU I TERSANGKA • PASAL KERUGiAN UANGNEGYG PERKEMBANGANSIDIK 

I 

DLM 
LIMPAH P-21 SP3 

NEGARA DISELAMATKAN KET 

P-21 BP 	an. 	Tsk 
SUPRIJATNA telah 
dikirim ke JPU dan 
P-21tgl, 4-5-06. 

P21 BP an. EVERT J 
telah dikirim ke JPU 
dan P-21 [gI, 28-4- 
06. 
BP an. Tsk JONI W 

P21 dan TJ. ARIPING 
telah dikirim ke JPU 
P-18 	191,15-6 
(tsk 	dialihkan 
tahanan kota tgI1 
4-06) 

Penyidik: Unit I 
P21 BP an. KALWANI. 

SURESH.A 	telah 
dikirim ke JPU dan 
P-18 Igi, 

P21 
BP an. JASWANI 
NARESH telah di 
kirim ke JPU dan P- 
21 tgl, 02-05-06 

Penyidik : Unit IV 
P21 

' 	BP an. SYEHAN 
DJINDAN 	dan 
HANITA M telah di 
kirim ke JPU P-18 
tgl, 15-3-06. 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No 
No. LAPORAN POLISI / 

PELAKU / TERSANGKA 
. 	. 	. 
PASAL 

KERUGIAN UANGNEGYG 
PERKEMBANGAN SIDIK . . 	PERKARA . 	. 	 . 

NEGARA DISELAMATK-AN KET DLM P-19/ 
- PROSES LIMPAH P-21 SP-3 

BP an. RACHMAT 
GUNAWAN 	dan 
YADI 	ISK4NDAR 
(Kary. PPJK) telah 
dikirim ke JPU dan 
kembali (P-18 	tgl, 
7-3-06. (Tsk ditang 
guhkan) tgI2-05-06 

Penyidik: Unit V 
P-21 BP an. FAISAL S, 

HARY S, SK3IT P, 
HERY 	M, 
MARGARETA NJ, 
DENI H, NUKI A S 
ASEP M I telah di 
kirim ke JPU dan 
P21- tgl, 9-5-06. 

3. K/i 24/I I/2006/Spk II Dalam Lidik UU No. 20 - - Proses - - Dalam 	proses TgI, 10-2-06 /2001 Jo 
- - 

Perkara 	Tindak 	Pidana Pasal 263 pemeriksaan saksi 
Korupsi 	dan 	Pemalsuan KUHP saksi & pengumpul 
berkaitan dengan UD. Margo an buk-buk. 
Mulyo 	Solo 	rnengimport Perkara yg sama 
cengkeh dan Madagaskar dan ditangani 	Bea 	& 
Zansibar dengan EMK L Pt Cukai 	 ( telah P 21 
Trin anda 	Putra 	Sejahtera II) ke Kejari 
Jakarta dan- Transka Dunia Jak 	Ut 	& 	telah 
Cargo 	Jakarta 	dengan mendapat putusan 
menggunakan 	dokumen 

. 
( Tsk dita- han di 

import bertuliskan Son Flower LapasCipi - nang } 
barang tsb disita dan dilelang 
oleh Dit Jen Sea dan Cukai. ik 	: 	Unit 11  - Penyid 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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No 
No. LAPORAN POLISt / 

PELAKU / TERSANGKA PASAL 
KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKEMBANGANSIDIK 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN KET 
• _____________________ _______________________ ________ PROSES 

UMPAR P-19 P-21 SP-3 

4. K/335/I/2006/Spk II ABDULLAH JAMAL UU No. 
____________ 

- 
_____________ 

- • Limpah - - Dilimpahkan ke Poires • TgI, 27 --2006 KetuaDewan Kel. Tugu Se! 20/2001 Jak Ut Korupsi dana program pem - 
• berdayaan masyarakat kelu No Pol : B/431/II/2006 

Rahan (PPM K) di Kel Tugü Tgl 22-2-2006 

Selatan Kec Koja Jak Utara 
Penyidik 	Unit II 

5 K1564/1I/2006/Spk II 1. 	AGUS-HERMAN SISWADI Pasal 263 Rp. - - - - P-21 - Tersangka ditahan Tgl, 14 -2-2006 (Kary. Bank BNI) KUHP dan 13.150.000.000,- 
di 	Rutan 	Polda Perkara 	ndak pidana Korupsi 2. 	HERMON SULAEMAN UU No. 20 

dan Pemalsuan Surat berupa (Kary. Bank BNI) / 2001 Metro Jaya. Tgl, 2- 

Bi!yet 	Deposito 	senilai 	Rp. 3-2006 

13.150.000.000,- 	yang 	tidak Berkas 	Perkara 

• pernah di terbitkan oleh Bank telah 	dikirim 	ke 

• BNI 	KCU 	Tangerang 	yang JPU dan P-21 tgl, 

teijadi di Bank BNI KLN GMF 28-06-0 

Bandara Soetta. . 	Tahap 	U 	telah 
dikirim. 

Penyidik: Unit Ill 

6. K/134/11/2006/Spk II 	. 1. 	SRI MEITONOPURBOWO UU No.20 Rp. Rp.. 2.000.000,- - - P-21 - Berkas Perkara di TgI, 14-2-2006 
Perkara 	Tindak 	Pidana 

(Dirut Patra Jasa) /2001 68.558.531.552 
split menjadi 2 BP. 

Korupsi Penyimpangan dalam 
ZULKARNAEN 
(Kary, PT Patra Jasa) BP 	a.n. 	tsk 	Sri 

proyek Renovasi Hotel Patra Ii. SATIO PRAMONO Meitono 	telah di 
Jasa 	Bali 	(The 	Patra 	Bali (Kary. PT Patra Jasa) 

. 	
. kirim ke JPU dan P- 

Resort & Villas). 21 t91, 06-07-06 
BP 	a.n. 	tsk 
Zulkarnaen. 	dkk 

-. telah 	di 	kirim 	ke 
JPU dan P-21 tgl, 
31-07-06 
Tahap 	II 	telah 
dikirim. 

Penyidik: Unit V 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



No . LAPORAN PO(JSI / 
PELAK U / TERSANGK ASAL 

KERUGIAN UANG NEG YG _______  PERKEMBANGANSIDIK . . 
PERKARA NEGARA DISELAMATKAN KET 

LIMPAH P.19 P.21 SP-3 
7 K/916/K/!II/2006/Spk II HERMON SULAEMAN UU No. 20 Rp. 2 Milyar  P-21 TgI 10-3-2006 (Kary. Bank BNI) /2001 Jo 

- Tersangka ditahan 
Perkara 	Tindak 	Pidana JJ No. 10 di 	Rutan 	Polda 
Korupsi, 	Perbankan, /1998 Jo Metro Jaya. TgI, 2- 
pencucian Uang, 	PnggeIap . UU No. 25 3-2006 
an 	Dalam 	Jabati 	dan / 2003 Jo Berkas 	Perkara 
Pemalsuan terbitnya Deposito Pasal 372 telah 	dikirim 	ke 
Palsu An. Dana Penun PG 1 dam 263 JPU dan P-21 tgl, 
Rp. 2 Milyard yang terjadi di KHP 28-06-06 
sank BNt KLN GMF Bandara Tahap 	II 	telah 
Soetta. dikirim. 

. Penyidik: Unit 	III 
8. K/246/III/2006ISpk III Drs. NIRWANSYAH RAHItX UU-No. 20 - - Proses . TgI, 15-3-2006 ./2001 

- - - Dalam proses pe- 
Perkara 	Tindak 	Pidana meriksaan 	saksi- 
Korupsi. berupa barig 	- ba- . . saksi & pengumpu 
rang untuk korban bencana . . . . an bukti - bukti 
afam Jawa Barat 	Kantor di Audit BPKP 
Peiayanan Bea & Cukai Tg 
Priok III & Gudang Dolog Jaya . . 

Kelapa Gading Jak Ut Penyidik: Unit III  . 

9. K/230/III/2006/Spk. UI JEFFRY IRIAWAN Pasal 263 502.928 2 unit Kontainer - P-21 TgJ, 9-3-2006 FIRDAUS Jo Pasal 
- Tersangka di tahan 

Perkara 	Tindak 	Pidana PURBA SADHI DARMASH 266 Jo UU di 	Rutan 	Polda 
Pemalsuan 	Dokurnen 	dan (Peg Bea & Cukai Bandara No.20/ Metro Jaya 	sejak 
atau 	Korupsi 	d 	atau Soetta). 2001 Jo 10-3-2006. 
Kepabeanan 	dengan 	cara OZY DIVA ERSA UU No.10 Berkas 	Perkara 
memasukkan Barang berupa (Peg.Bea & Cukai) / 1995, telah dikirim ke JPLI 
Handphone berbagá Lipe ke ISMUTART! SAIl NINGSIH dan P.21 tgl, 29-06- 
wilayah 	Indonesia 	tanpa (Peg Bea & Cukai) 06 
prosedur 	yang 	beriar. 	Yg SARIMIN Tahap 	II 	telah 
terjadi 	di 	Kantor 	Bea 	dan (Peg Bea & Cukai) dikirim.  
Cukai Bandara Soetta. 

Penyidik: Unit I Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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No No. LAPORAN POLISI / 
PELAKU I TERSANGKA PASAL 

KERUGIAN UANGNEGYG  
PERKEMBANGAN SIDIK 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMATKAN KET 

PROSES 
LIMPAH] P-19 P-21 SP-3 

10 K/261/I11/2006/Spk III . 	Pengurus CV. Utami Lintas Pasal 3 - . 	- Proses - 	. - . 	- - . 	SSCP tsb betum di TgI, 24-3-2006 Buana. UU No.31 
lakukan 	penarikan Perkara 	Tindak 	Pidana Pengurus 	CV. 	Trasindo / 1999 Jo 

. restusi pajak oleh Korupsi 	dan 	PemIsuan Jaya Samudra. UU No. 20 
. CV 	Utami 	Lintas dokumen 	berupa 	Setoran / 2001 Jo 

Pabean Cukai atas nama PT Pasal 263 Buana & CV Iran- 

Trasindo Jaya Samudra yang KUHP. sindo Jaya Samu - 

terjadi 	di 	Kantor 	Pelayanan dra 

Pajak Tg. Priok Jakarta. Tdk ada kerugian 
. Negara. 

Penyidik: Unit I 

11 K/1195/111/2006/Spk I Ors. H. TJANDRA LITAMA UU No. 20. Rp. - Proses 
TgI, 2932006 	 . EFFENDI. E MM ./2001 13.943.450.000 

- - - - Hasil 	audit 	BPKP 

Perkara 	Tindak 	Pidana (Sekda Kota Bekasi) tidak 	ditemukan 

Korupsi 	Dalarn 	pengadaan kerugian keuangan 

barang 	dan jasa Konstruksi Negara 

pekerjaan / proyek sebesar Proses SP 3 

Rp. 	13.943.450.000,- 	tanpa 
tender di Pemkot Bekasi. Penyidik : Unit 	IV 

12 K/125111V/2006ISpk I PETER S.F. YANG UU No.20/ - 
Dihentikan 	penyidikan TgI, 3-4-2006 SUSI OKTALINA 2001 

- - - - SP3 

Perkara 	Tindak 	Pidana (Pemilik 	PT 	Secur 	Plastik i kin bukan merupakan 

Korupsi memasarkan Mesin Promindo) Tindak Pidana 

pembuat 	Kartu 	Kredit 	dan No. Pol : SP 3/97)X/07/ 

Singapura 	tanpa 	PPN Sus 

seharusnya dan Italia ke Bank TgI 24-10-2007 

Niaga TKP di Bintaro. 
Penyidik 	: Unit IV 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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No,  
No. LAPORAN POUSI ' 

PELAKU / TE S 	G R AN KA PASAL 
KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKEMBANGAN SIDIK 

DLM PERR.A NEGARA DISELAMATKAN KET 

PROSES 
LIMPAH P-19 P-21 8P-3 

13 K1289/!V/IV/2006/Spk III 1. 	IR. AULA ISMAT WAI-BDIN UU No. 20 Rp. - - - - P21 - Tesangka ditahan Tgl, 5-4-2006 (PNS Dinas Pertanian) /2001 6.565.910.750,- di 	Rutari 	Poda Perkara 	Tindak 	Pidana DRS. HAMKA HARtS (PNS 
Metro Jaya tgl, 8-6- Korupsi 	Korupsi 	berkaitan Kantor Petanahan Cilegon) 
2006 dengan 	pembebas 	tanah H. AHMAD SAFE! (Lurah 

milk warga terjadi nrk up Selapang Jaya) Berkas 	Perkara 

dalam 	pembanguni 	ganti H. NAWAWI, SIP. (KA Kel. telah dikirim ke PU 

rugi oleh' PT Angkasa Pura II Benda) t, 19-7-2006. 

di Wilayah Bandara Sutta. AHMAD DIMYATI 	(CarnaL Tahap 	II 	telah 

Benda, Thngerang) - dikiim. 

DRS. H. M. NAPE (CarnaL 
Negalsari-Tangerang) 
RUSMINO, 	SH.(Peg. 	PT. Penyidik : Unit I 

Angkasa Pura) 
ARVO 	MULYANTO, 	SR. 
(Peg. PT. Angkasa Pura) 

- 

 
14 K/248/!V/111/2006/Spk III 1. 	ANTON! WARSONO UUNo. 20 - - - - - P-21  Tersangka ditahan TgI, 15-3-2006 (Importir) 12001 

Pelimpahan dan Sat I Indag 2. 	NANO diRutanPMJ. 

No.Pol. BIND-37/I11/obidag (PFPB) Berkas 	Perkara 

Perkara 	Pemalsuan 	Surat SAMSUL KHA!R - telah dikirim tgl, 22- 

Dokumen, Korupsi da, Kepa (PFPD). - 05-06 ke JPU dan 

beanan. pernalsuan 	surat 	I MOCHSISWANA P-21 tgl, 18-07-06 
dokumen 	Import 	berupa (P 2) Tahap 	II 	telah 
benda 	•terbuat 	dan 	Kristal., 5. 	NUR HAD! - dikirim. 

Sepatu, Elektronik & barang (P 2) 
lain 	yg 	diimport. 	dan 
singapura. Penyidik 	: 	Unit III 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 
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No 
No. LAPORAN POLISI / 

PELAKU I TERSANGKA PASAL KERUGIAN 
PERKEMBANGANSIDIK 

DLM CNSELAMATKAN KET 

PROSES 
LIMPAH P.19 P-21 - SP3 

15 K/310/IV/2006/Spk II Dalam Lidik UU No. 20 Rp. 21 Milyar - - Limpah - Dilimpahkan ke KPK Tgl, 12-4-2006 / 2001 
No. Pol: B/5254NlIt Perkara 	Tindak 	Pidana 
2006/Datro Korupsi 	Dalam 	pengadaan 
Tgl 5-7-2006 Komputer AS 400 Type 740 

dengan 	cara 	penunjukan 
langsung PT Mitra Infosarana 
(MJS 	seolah-olah 	Lender 
tersebut 	sangat 	kompetilif 
padahal 	kenyataannya 	PT 
Mitra 	infosarana 	membeli Penyidik : Unit IV 

Komputer 	tsb 	dari 	PT 
Binareka 	Tata 	Mandiri 
seharga Rp. 15.998.807.220,- 
dan PT Bineka Tata Mandiri 
membeli 	dari 	PT 	Intikori 
Berlin 	Mestika seharga Rp 
9.915.685.526,.  

16 K1147211V12006/Spk Ill H. BUNYAMIN UU No. - - Limpah -: Dilimpahkan ke Poires Tgl, 20-4-2006 Ketua RW 20/ 2001 
PerkaraTindak PidanaKorup Jakarta Selatan 

si dana pembangunan fisik dr No. Pol: B/326111V/ 

Kêlurahan di Pekayon RW 10 2006/Datro 

Ragunan Ps MingguJak Sel Tgl 27-4-2006 

Unit V 

Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



17 K/2023N/2006ISpk Ii Drg. SUGANDI UU No.20 Rp, 500 Juta - Proses  Pelapor dipanggil 3 Tgi, 30 Mei 2006 . / 2001 . 
kali tdk hadir bali Tindak 	Pidana 	Korupsi, 
kan diberikan SP2 Periyalahgunaan dai Penyirn . 
HP yg menyatakari pangan 	dana 	dalam . 
bila Pip tetap tdk Pemangunan proyek rehab . 
hadir penyidikan Ia total Puskesmas Petamburan 

sebesar Rp. 500. Juta dengan ' porannya tdk dilan- 

cara 	merubah 	rencana jutican, ternyata te- 

anggaran 	biaya 	RABj 	di taptdk hadir. 

Sudin Kesehatan JakPus. 
- Penyidik: Unit V 

No 
No. LAPORAN PO(JSI 

PELAKU / TERSANGKA PASAL KERUGLN 
DLM PERKARA NEGARA CSELAMATKAN KET 

PROSES - 21 - 
18 K/402N/2006/Spk UI Dalam Lidik UU No.10 - - - Limpah - - - Diiimpahkan ke Kantor Tgi, 15 Mel 2006. /1995 . Wil IV Dirjen Bea & Kepabeanan, Korupsi, peng- . UU No. 20. Cukai gelapan & penadaha berupa . /2001 . 	. . 

. 
. 	. No. Pol: B15263AJII/06/ barang bahan kain acrilik wol . 372/480 . co & polyster di CV Bendungan . . . . 

. igi 5-7-2006 Jaya Bekasi Barat 

Penyidik: Unit .V 

19 K/556N11/2006ISpk Iii RAMA PRIHANDANA UU No.20/ - - 	. - - - SP 3 Dihenkan 	penyidikan TgI, 10 Juli 2006 (Direksi PT RNI) 2001 . km 	tidak cukup 	bukil Korupsi 	berkaitan 	dengan 
Import RAW SUGAR 	tidak . . 	. No. Pal : SP 3 /86/IXJ 

sesuai denganpersyaatan Yo 

. 
2007ISus 

ditentukan 	dan 	melakukan TgI 21-9-2007 

perubahan perjanjian dengan 
investor tanpa seijin komisaris  Penyidik: Unit I 

di PT RNI.  
20 K/570N11/2006/Spk II 

Igi, 11 Juli 2006 
Dalam Lidik UU No. 20 - - - - - - SP 3 Dihenlikan penyidikan 

Tindak Pidana Korupsi dalarn 
/ 2001 

km tidak cukup bukli 

pengadaan ATM dengan cara No. Pal : SP 3/861XJ 

Penunjukan iangsung di PT 2007/Sus 

Bank BNI. Tgi 22-10-2007 

Penyidik: Unit III 
Peran Satuan..., Guntur Agung Supono, FPS  UI, 2008 



21 K/573M1/2006ISpk II RUDI SULAIMAN UU No. 20 - - - P-19.  - - BerkasPerkaratelah TgI, 17 Juli 2006 Dir PT Mitra Bangun Griya / 2001 
dikirim ke JPU tgl 21- Tindak Pidana 	Korupsi dan DENI 374 KUHP 
11-2006 dan P 18, tgl penggetapan 	dalam jabatan Komisaris PT MitraBangun 

- 22-12-2006 berkaitan 	dgn 	pengelolaan Griya 
Gedung Aspac 

Penyidik : Unit I 

No 
No. LAPORAN POLISI / 

PELAKU/TERSANGKA PASAL 
KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKEMBANGAN SIDIK 
____ 

DLM PERKARA NEGARA DISELAMAIKAN KET 

PROSES 
P - - - 

22 K/586Nfl/2006/SPK III fri-tM. FODLY MISBACH, MM UU No. 20 - - 	 - - - - SP 3. Dihentikan 	penyidikan tgl 19JuIi 2006 /2001 
Kasus Korupsi berkaitan dgn km 	tidak cukup bukti & 
pembayaran ganti rugi tanah bukan 	merupakan 

yg terkeria proyek pembangu Tindak Pidana 

nan fly over JI Letjen Suprap No. Pol: SP 3/71N1 1106 

to &JI Pramuka di Dinas PU TgI 30-7-2007 

DKI Jakaita  
23 K1678M 11/2006/SPK I FA H. AHMAD 	UZAN. H. SH UU No. 20 - - 	Proses 

Penyidik: Unit II. 

tg! 23 Agustus 2006 / 2001 
- - - - Meriuriggu 	hasH 

Kasus 	Korupsi 	di 	Kanwil audit dan BPKP 

Depag 	DKI 	pengadaan Audit 	'yang 
barang 	& 	jasa 	kendaraan meminta KPK. 

dinas roda dua & roda empat 
melalui 	proses 	penunjukkan 
tangsung tidak sesuai dengan Penyidik: Unit IV 

mekanisme 	di 	lingkungan 
instansi pemerin tah 

24 K13639/IX/2006/Spk III DR. POLTAK HUTAGALUNG, UU No.31/ Rp. - - - SP-3 Dihentikan 	penyidikan TgI, 26 September 2006 MBA 99 Jo UU 2.537.600.000,- 
- - 

Pelapor : SAHAT PARULIN No. 20 / km tidak cukup bukli & 
BUTAR-BUTAR. 2001 Jo bukan 	merupakan 
Korupsi dan Undang-Undang UU No.11/ Tindak Pidana 
Dana 	Pensiun 	berkaitan 1992 

No. Pol : SP 3121/IV/ 
dengan penye!ewengan dana 2007/Sus 

pensiunRS PGI Cikini. Tgl 3-4-2007 

Penyidik :Unit 11 
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No 
No. LAPORAN POLISI / 

PELAKU / TERSANGKA A PtAL 
KERUGIAN UANG NEG YG 

PERKEMBANGAN SIDIK 
________  

KET DLM 
LIMPAH P- 

 19 P-  21 SP 3 
PERKARA NEGARA DISELAMATKAN 

PROSES 
25 K/43361X1/2006/SPK II i 1. Dr. JOHNY YUR1AN ARIFIN UU No. - - Proses - . 	Dalam 	proses 

Tgt 20-11-2006 1 	Spd 20/2001 pemeriksaan saksi 
Pelapor: H. M. MAMURI Dirut RS Haji ahli dan Pidana UI, 
Korupsi & penggelapan dim 2. Dr BAMBANG WIDIANTO- ahil 	Kerugian 
jabatan pembangunan periva RO Negara BPKP 
san. RS Haji & pembangunan Dir PeIayanan RS Haji Audit BPKP 
sistem 	informasi 	pekerjaan 3. Dr. PRIMA EVITA, M.Kes 
swakelola ruang VIP & pene S.Pog 

Penyidik: Unit IV 
rimaan 	uang 	di PT 	Medic Dir Umum & Keuangan RS 
Dent & PT Dexa Medica Haji  ________ ______ 

26 K/4730/XII/2006/SPK I MULYONO. S UU No. - - - - - SP 3 DihenUkan penyidikan 
TgI 15-12-2006 (Kepsek SMPN 257) 20/2001 kin Udak cukup bukU 
Pelapor: LUKMONO HADI Dkk . Pol: SP 319111XJ071 
Korupsi & Juknis pengeIolaan Dftreskrimsus 
Block Grand th 2004 & 2005 Tgl 21-9-2007 
& juknis penyusunan APBS th 
2005 dgn cara memakai uarg Penyidik: Unit I 
ajaran para siswa sekolah di 
Wilayah Jak Tim & Jak Pus  

27 K/965/XII/2006/SPK II OH CHUN TAEK UU No. - - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Kantor 
Tgl 5-12-2006 20/2001 Pelayanan Bea &Cukai 
Korupsi 	& 	kepabeanan UU No. Type A. Halim Perdana 
adanya 3 unit mobil box berisi 10/1995 Kusuma 
tekstil 	tanpa 	di!eng.kapi 
dokumen 	di 	luar 	kawasan 
berikat Nusantara Jak Tim  
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28 K/47311X1112006/SPK I DR. Hj. SYLVIANA. N, SHMs1 UU No. - - Proses - - - Dim 	proses Audit 

TgI 15-12-2006 (Kadin Dikdas DKI) 20/2001 BPKP atas permin 
Pelapor: LUKMONO HADI Drs. H. SAEPULLAH. Mpd taan KPK. 
Korupsi & Juknis pengelolaan (Ketua Panitia Ujian Nasional) Menunggu Tembu 
BOP 	th 	2006 	& 	juknis san 	audit 	oleh 
penyusunan 	APBS 	th BPKP dari KPK. 
2006s.erta dana UAN & APBD 
thn 2006 dgn cara memakai Penyidik: Unit V 
uang UAN & uang sekolah 

- para siswa SMP DKI Jak  

Jakarta, 31 Januari 2008 

KASAT1KORU PSI 
i J./---. 

- 

./' 
/ 	Drs. ARIS MUNANDAR 

AJUN KMISARIS BESAR POLlS! NRP 56070839 
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"T41LJN 2007 

No t\b. L,APORAN POUSI URJJAN KASUS KERUGIAN 
BB YANG DISITA 

PERKEMBANGAN SIDIK ______ ______ ____ ____ ____ HAMBATAN I 
DLM 

LEMPAH P-21 s 
NEGARA KENOLALA ______________  PROSES 

K/47III2007ISpk I Tindak Pidana Korupsi Dana Rp. Tidak ada - - - SP3 TgI, 05 Jan 2007 Pembebasan 	Tanah 	untuk 4.602.800.500,- 
- - Tic 

BKT (Banjir Kanal Timur) di BR 

BPN Jak Tim. SF 

H.M. CHUDORI, SH, MH Tg 

(Ka BPN Jak Tim) 
H. SMDY MUCHSIN Pe 

2. K/122/I12007/Spk I Tindak Pidana Korupsi dalam Dalam Lidik 4 Unit KR-4 Proses 
TgI, 31 Jan 2007 rangkan 	Proses 	Bea 	Balik 

- - - - Dz 

Nama 	tahap 	I 	kendaraan Sa 

Mewah KR 4 dan KR 2 
dengan 	cara 	mernalsukan 
Dokumen 	untuk 	mendapat 
kan 	STNK dan 	BPKB yg Pe 

terjadi 	di 	Kantor 	Samsat 
Polda Metro Jaya. 
Tsk: 1. RAY PAULUS. M 

2. ALEX KARMAN 
SUWONO 

4.SUBIANTORO  
a KJ123III2007ISpk II Tindak 	Pidana 	Korupsi 	dan Dalam lidik Tidak ada Limpah - - - TgI, 31 Jan 2007 Pemalsuan 	surat 	dengan - 

cara 	m&akukan 	Iransaksj pa 
fiktif dan 	menerbitkan 	faktur Nc 

pajak, untuk mengajukan SPT 20 
dan Wajib Pajak 2002 ke KPP Tg 
yg 	dilakukan 	oleb 	PT. 	Info 
Asia Teknologi Global. Pe 
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No No. LAPORAN POLISI F URAN KASUS KERUGIAN 
BB YANG DISITA 

_______ PERKEMBANGAN ______ ____ SIDIK ____ ____ 
HAMBATAN / 

DLM 
LIMPAH P-18/ 

P-21 SP-3 
NEGARA 

KENDALA ________ ________________ 
PROSES P-19 

4. K16931ll120071Spk Tindak Pidana Korupsi dalam - Tidak ada Proses 
TgI, 19 Peb 2007 rangka pemberian pekerjaan 

tanpa kontrak untuk pemilihan 
Dewan Direksi tanpa proses 
Tender 	oleh 	TVRI 	dengan 
p&aksana pekerjaan LM-UI di 
LPP TVRI. Tersangka 

Prof.DR. MUSAASYARJE 
RENTOINTAN 
HAZAIRIN SITEPU 
ABRAHAM ISNAN 
ROBIK MUKAV  

P6 5. K134711VI2007ISpk U Dalam lidik - 	Rp. Tidak ada Prose 
Tgl, 4 April 2007 32.670000.000,- 
Tindak 	Pidana 	Korupsi 
dalam rangka pengadaan 
84 unit Tractor R.4 dan 
162 	unit 	Tractor 	R.2 di 
Dept Pertanian. 

6. K11837N/2007/Spk I Drs. WASIRAN - 	- Tidak ada Proses 
Pe 

TgI, 2 Mei 2007 Kepsek SMPN 209 Jakarta 
Tindak 	Pidana 	Korupsi 
dan Pengge!3pan dalam 
jabatan 	Dana 	BOS 
(Bantuan 	Operalo 	nal 
Sekolah) 	dan 	BOP 
(Bantuan 	Operasional 
Pendidikan) 	dan, 	dana 
Kesra 	dan 	TPP 
(Tunjangan 	Pendapatan 
Pegawai) di SMPN 209 Pc - Jakarta. 
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No No. LAPORAN POLISI UR,AJAN KASUS KERUGN 
GB YANG DISITA 

PERKEMBANGAN SIDIK 
HAMBATAN / 

DLM 
LIMPAH P-la! 

P.21 SP-3 
NEGARA KENDALA 

PROSES P-19 
7. KI1838NI2007ISpk I Tindak Pidana Korupsi Dana - Tidak ada Proses - - - - 

IgI, 2 Mei 2007 BOS 	(Bantuan 	Operasional 
- 

Sekolah) dan BOP (Bantuan 
Operasional Pendidikan) dan 
membuat RAPBS (Rencana 
Anggaran Pembelanjaan dan 
Belanja sekolah) di SMP N 79 
Jakarta Pusat. Tersangka 
Drs. ALMUDIN.L.TOBING 
Kepsek 	SMPN 	79 	Jakarta 
Pusat 

8. K12379N1/2007/Spk I Tindak Pidana Korupsi, peni- - Tidak ada - - - - SP 3 
p 

IgI, 7 Juni 2007 puan berkaitan dgn pembaya 
ran untuk kepengurusan peru 

Bit bahan 	peruntukan 	lahan 	di 
SF Dinas 	Tata 	Kota 	Jakarta 
Tg Selatan. Tersangka 

Ir. MANGARAPASARIBU 
MELYANA BALOIS 
HARI SUTANDI  Pc 

9. KI658NIII2007ISpk III Tindak Pidana Perindustrian, - Tidak ada - Limpah - - - Dil TgI, 14 Juli 2007 telekomunikasi & kepabean- - 
-. an dgn cara mengimport ber- Be 

bagai macam HP merk Sam- Bi. 

sung 	dan 	Singapura 	dgn Tg 

menggunakan jasa ekspedisi 
Paragon Singapuradi PT. S- . Pc 

Mobile 	pergudangan 	Dunia 
Ekspress Blok. H, JI. Agung 
Raya VU/i Sunter Jak Ut 
Tsk. BUDI,ARTO TONOJO- 

__________________ HARJO  
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No. No. LAPORAN POLlS! URAIAN KASUS KERUGIAN 
BB YANG DISITA 

PERKEMBANGAN SIDIK 
HAMBATAN I 

DLM 
PROSES LIMPAH 18/ 

P-19 - P 21 SP-3 _______________ _______________ KENDALA 

10; K/3198N1112007/ SPK I Tindak Pidana Korupsi - Tidak ada - Limpah - - TgI 31-T2007 (kasus MTN Note PT Voigren - Dilir 

Indonesia 	dan 	PT Res 
Jamsostek)1  suratpenyelesai buk 

an hutang di PT Jarnsostek. mel. 

Tsk: 1.HOT BONAR SINAGA 
- 	

. ta 

2.BUDI PRAMONO SH No. 

3.IWAN PONCO WINO 200 
TO Tgl 

__________ 
Pen 

 K/3294NI1I120071 SPK I Tindak Pidána Korupsi dana Rp. 1 Milyard Tidak ada Pros - TgI 6-8-2007 PPMK (Proyek Perencanaan 
- - - - - 

Masyarakat 	Kelurahan 	) 	di Sak 
Kel. Mangga II Selatan J. P pen 
Tsk:1. JAMHARI YUWONO buk 

(KetuaUPKMK) 
2. LISNA WATt Pen 

(Bendahara UPKMK) 
3.SUWARSO. Y. S 
(Ketua Dekel KeI.Mang 
ga II Set) 

Tidak ada 
 K1851/IX/2007/ SPK I Rp, 156 MiIyd Proses Tgl 14-9-2007 dat kerja kpd PT Lima Jaya- 

- - - - - jj. 
karta Utama dgn jaminan ta 

. 
Sak 

nah di pandeglang Banten tdk pen 
sesuai SOP di PT Bank BNI bulc 

- 
,. L..._......... 

Pen 
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PERKEMBANGANSIDIK - 
No No LAPORAN POIJSI URAIAN KASUS KERUGIAN BB YANG DISITA HAMBATAN/  

NEGARA DLM LIMPAH P.21 SP-3 KENDALA 
PROSES 

 K/1632NIII/2007/Res Jak Penggelapan dalam jabatan Rp. 87 Milyard Tidak ada Proses - - - - - DaL' 
Sel dana 	pensiun 	Inhutama 	di Sak 
TgI 16-8.2007 Kantor Dept Inhutani pen' 

Tsk: 1. Drs. SUROSO, MM buki 
(Ketua DPI) 

2. Drs. PRAMUDI Pen 
(Anggota DPI)  

 KI883IIXI2007ISPK II Korupsi, 	pencucian 	uang - Tidak ada Proses - - • - - 
TgI 25-9-2007 Pemalsuan 	surat 	berkaitan 

dgn penggunaan dana pensi- 
un Inhutama di Kantor Dept 
Inhutani 
Tsk:1. Drs. SUROSO, MM 

(Ketua DPI) 
2 Drs. PRAMUDI 

(Anggota DPI) 
Pen 
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POLRI DAERAH METRO JAVA DAN SEKITARNYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS - 

DAFTAR ANGGOTA DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAVA 

NO NAMA 	- PANGKAT NRP JABATAN 
1 2 3 4 .. 	.5 .  
I Drs. SGIT SUDARMANTO, KOMBES 60090792 DIR RESKRIMSUS 

SH, MM 	. POL 
2 Drs. RLJSL1 HEDYAMAN AKBP 61050797 WADIR 
3 WINSTON TOMMY AKBP 66090435 KABAG ANALISIS 

WATUUU ,S.Sos, MSI 
4 SUSAYOTO KOMPOL 54120045 KASUBBAG PRODUK 
5 ANTONIUS SUHARTO KOMPOL 56020282 KASUBBAG DOKLIT 
6 ANTONIUS SULINO KOMPOL 51010166 KASUBBAG RENMIN 
7. WIJI LESTANTO KOMPOL 60030205 KASIKOR WAS PPNS 
8 ENDAH PALUPI PUSPITA R AKP 74110870 BENDAHARAWAN 
9 SAEBANI 	 •.. IPTU 64040645 PAUR SIE SI KORWAS 

10 WAHIDIN RUMANTIO IPDA 56030104 PAMIN I REN 
11 SAIMUN AIPTU 64070569 ANGGOTA KORWAS PPNS 
12 AZIZ BASUKI 	 . AIPTU 67080086 ANGGOTA KORWAS PPNS 
13 SUTARNO W 	 . AIPTU 51030089 PS. PAUR KORWAS 
14 UJANG RAHMAT. S. SH BRIPKA 73110583 UR GAJI DIT RESKRIMSUS 
15 AMRIL 	 . BRIGADIR 73090461 STAF BAG ANALISIS 
16 DINASANTI, SE, MM BRIPTU 79061550 URVERIVIKASI BWNSAT 
17 NURASTUTIK BRIPTU 80100136 BAKORWAS PPNS 
18 JHONNEDY S BRIPTU 80100486 ANGGOTA KORWAS PPNS 
19 JOKO WAHYUNO BRIPTU 83110375 BA KORWAS PPNS 
20 LA.RON SINAGA, SH AKP 67060688 PAMA DIT RESKRIMSUS 
21 TN RADIANSYAH IPTU 63090508 PAMA DIT RESKRIMSUS 
22 SALAHUDDIN IPTU 64120684 PAMA DIT RESKRIMSUS 

SAT UtNDAG 
23 Drs. AGUS ANDRIANTO, SH AKBP 67020345 KASAT I / INDAG 
24 SUTARNO. K AIPTU 51030043 PS. PAUR MINDIK 

UNIT I 
25 MUH. SALEH. M, SH, MM KOMPOL 59120596 KANIT I SAT INDAG 
26 BUDI WARDOYO KOMPOL 59070836 PENYIDIK UNIT I 
27 TOTOK PRAMONO AKP 63060961 PENYIDIK UNIT I 
28 DOKMARALUS M, SH AKP 64010140 PENYIDIK UNIT I 
29 ERLI GUNTARYATI AKP 62090503 PENYIDIK UNIT I 
30 HADI SETIAWAN, SH AKP 70050050 PENYIDIK UNIT I 
31 ZAKARIA AIPTU 63120447 PENY PEMB UNIT I 
32 AGUS SUDARMAJI AIPTU 65040491 PENY PEMB UNIT I 
33 ANANG PERBOWO BRIPKA 63050771 PENY PEMB UNIT I 
34 PETRUS A.B. BRIPKA 71050092 PENY PEMB UNIT I 
35 SUHARYANTO, SH BRIPKA 75060030 PENY PEMB UNIT I 
36 R. HUZAIN NASUTION BRIGADIR 78010766 PENY PEMB UNIT I 

UNIT II 
37 ZAINUDDIN KOMPOL 57050898 KANIT II 
38 MUDNAWAROH, SE AKP 	. 74040760 PENYIDIK UNIT II 
39 GATOT HENDRO H, SE AKP 77020796 PENYIDIK UNIT II 
40 SARWAN ANTON AIPTU 58120996 PENY PEMB UNIT II 
41 SUKARGIARTO AIPTU 60020514 PENY PEMB UNIT II 
42 SUHADI BRIPKA 74030130 PENY PEMB UNIT II 
43 ALIP WAHYUDI, SH BRIPKA 75010048 PENY PEMB UNIT III 
44 EDI PRAYITNO BRIGADIR 78050409 PENY PEMB UNIT II 
45 SUSAN OCTAVIANI DEWI BRIPTU 80100424 PENY PEMB UNIT II 
46 IMAN HENDFAWAN BRIPTU 84110054 PENY PEMB UNIT 11 
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2. 

I 2 3 4 5 
UNIT III 

47 BARNABAS IMAM S,SI-LMS1 KOMPOL 62060987 KANIT III INDAG 
48 Drs. HADI WINARNO,SH KOMPOL 56060388 PENYIDIK UNIT III 
49 SYAMSUDIN DUANTJE,SH AKP 59040855 PENYIDIK UNIT III 
50 KOMARUZZAMAN AKP 62060088 PENYIDIK UNIT III 
51 PRAYITNO AIPTU 57070905 PENY PEMB UNIT III 
52 SUDIRMAN, SH AIPTU 64050146 PENY PEMB UNIT III 
63 GUNAWAN AIPTU 64080286 PENY PEMB UNIT III 
54 BAMBANG CAHYONO, SH BRIPKA 70010026 PENY PEMB UNIT III 
55 RENO SUWARSONO BRIPKA 67100435 PENY PEMB UNIT III 
56 INDRAJAYAS, SH,MH BRIPKA 72010320 PENYPEMB UNIT III 
57 SRI SUPRIYATI BRIPKA 72060207 S 0 A 

UNIT IV 
58 DANIEL BOLLY H T, SIK KOMPOL 69120420 KANIT IV INDAG 
59 YATINO KOMPOL 58070143 PENYIDIK UNIT IV 
60 NYOMANARDANA AKP 61080157 PENYIDIK UNIT IV 
61 SUNALTI AIPTU 61120589 PENY PEMB UNIT IV 
62 RUSDI KAMAL AIPTU 62020121 PENY PEMB UNIT IV 
63 DODI SUNANDAR AIPTU 66060023 PENY PEMB UNIT IV 
64 WISNU WIRAWAN, SH BRIPKA 70080136 PENY PEMB UNIT IV 
65 MANGOLO SIREGAR BRIPKA 69050301 PENY PEMB UNIT IV 
66 FERNANDO, SH BRIGADIR 78080115 PENY PEMB UNIT IV 
67 SUGIYARTO BRIGADIR 79070124 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT V 
68 WISNU HERMAWAN F SIK KOMPOL 72020457 KANIT V 
69 SETYONO AKP 57090650 PENYIDIK UNIT V 
70 BAHARUDIN. K AKP 60070368 PENYIDIK UNIT V 
71 YUSMANYAH IPDA 55040250 PENYIDIK UNIT V 
72 MUKIJO AIPTU 63110439 PENY PEMB UNITV 
73 ZAINAL ARIFIN, SH BRIPKA 67030597 PENY PEMB UNIT V 
74 SUNARDI BRIPKA 73120181 PENY PEMB UNITV 
75 PRIYOMBODO BRIGADIR 76080653 PENY.PEMB.0 NIT V 
76 SLAMET BRIGADIR 77060432 PENY.PEMB.UNITV 
77 NIKEN SARI BRIGADIR 79040170 PENY PEMB UNIT I 
78 DENNY FRENGKY,SE BRIPTU 80091297 BA SAT INDAG 

SAT II/FISMONDEV 
79 Drs. ARIS MUNANDAR AKBP 56070839 KASAT FISMONDEV 
80 LUCKY SUKOHAJISE BRIPTU 82091287 BA SAT FISMONDEV 

UNIT I 
81 Drs. GUNAWAN, KOMPOL 67120615 KANITI FISMONDEV 
82 NGADIMIN, SH AKP 63110126 PENYIDIK UNIT I 
83 Drs. NURDIN SEMBIRING AKP 68050033 PENYIDIK UNIT I 
84 SUTJIONO AIPTU 61050628 PENY PEMB UNIT I 
85 ZAENUDIN AIPTU 61100020 PENY PEMB UNIT[ 
86 BINSAR SAGALA AIPTU 64070576 PENY PEMB UNIT I 
87 HENDRIK RIDWAN H BRIGADIR 74050623 PENY PEMB UNIT I 
88 VERRY VIDHI IRIANTO BRIPTU 82100214 PENY PEMB UNIT I 

UNIT II 
89 DYAH MULYO IDE WANTI KOMPOL 61010162 KANIT II 
90 I KETUT SUDARMA AKP 64030172 PENYIDIK UNIT II 
91 SISWANTO AKP 62090177 PENYIDIK UNIT II 
92 HARNOTO BRIPKA 69080330 PENY PEMB UNIT II 
93 SETIANTO WIBOWO BRIPKA 74120178 PENY PEMB UNIT II 
94 TRECCY JONLY S BRIPTU 81080660 PENY PEMB UNIT II 
95 RIBUT SETYANTO BRIPTU 81040893 PENY PEMB UNIT 11 
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3. 

1 2 3 4 5 

UNIT III 
96 AGUS SUWITO, SE KOMPOL 65080865 KANIT III 
97 TUHOINI ZENDRATO AKP 62100264 PENYIDIK UNIT III 
98 Drs. I WAYAN SUDIANA AKP 62090339 PENYIDIK UNIT III 
99 TUMIRAH 1PDA 55040426 PENYIDIK 
100 H.M. HERMANSYAH AIPTU 59100775 PENY PEMB UNIT III 
101 WAHYUDI ASRUL ISIP BRIPKA 74090040 PENY PEMB UNIT III 
102 SUWITO, SE BRIPKA 63010100 PENY PEMB UNIT III 
103 JOKO SISWANINGRUM BRIGADIR 76030591 PENY PEMB UNIT III 
104 DASA HERRUDI BRIPTU 82050702 PENY PEMB UNIT III 

UNIT IV 
105 ST. NURINSANA N, SH KOMPOL 67030627 KANIT IV 
106 SUNARTO KOMPOL 58050281 PENYIDIK UNIT IV 
107 PUJO SANTOSO AKP 64040400 PENYIDIK UNIT IV 
108 I KETUTWIDHIARTO,SH AKP 72020210 PENYIDIK UNIT V 
109 BAMBANG SUGIANTO AIPTU 65040130 PENY PEMB UNIT IV 
110 ANANG SULISTYONO AIPTU 63050536 PENY PEMB UNIT IV 
111 WASISABADI BRIPTU 81070740 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT V 
112 Drs. MUI-I. HASYIM KOMPOL 55050614 KANITV 
113 MULYONO AKP 59070815 PENYIDIK UNIT V 
114 DEDI VITRIYANTO, ST, SH AKP 72110563 PENYIDIK UNIT V 
115 KARNOTO AKP 60030877 PENYIDIK UNIT V 
116 PURWANTO AIPTU 60090 133 PENY PEMB UNIT V 
117 KINARYOADI BRIPKA 67110457 PENY PEMB UNITV 
118 SUGIYO BRIGADIR 75080551 PENY PEMB UNIT V 

SAT III / SUMDALING 
119 Drs. BAHAGIA DACHI, SH AKBP 67120530 KASAT SUMDALING 
120 AZHAR IPTU 57080983 PAUR MIN SAT SUMDALING 
121 DWI MUHAMMAD S, SHut BRIPTU 82011146 BA SAT SUMDALING 

UNIT I 
122 ANTONIUS PASARIBU, SH KOMPOL 54030040 KANIT I SAT III SUMDALING 
123 H. SURIP KOMPOL 56030370 PENYIDIK UNIT I 
124 SADJIMIN AKP 58070845 PENYIDIK UNIT I 
125 SUHERI AKP 62030377 PENYIDIK UNIT I 
126 BAMBANG YUDISTIRA,S.Sos AKP 78031168 PENYIDIK UNIT I 
127 RIADI AIPDA 66010550 PENY PEMB UNIT I 
128 ANDRY SUHARTO BRIPKA 74090003 PENY PEMB UNIT I 
129 B. MARPAUNG,SH,MH BRIPKA 63080287 PENY PEMB UNIT I 
130 MANGIMPAL SILABAN BRIGADIR 78010325 PENY PEMB UNIT I 
131 A.J. SIREGAR, SH BRIGADIR 75060764 PENY PEMB UNIT I 
12 WITRIONALDI, SH BRIPTU 80100672 PENY PEMB UNIT I 

UNIT II 
133 RAHMAT, SH KOMPOL 63070067 KANIT II SAT III 
134 MOCH. MEISOEDI N AKP 60050503 PENYIDIK UNIT II 
135 SUDARTO AKP 56120810 PENYIOIK UNIT II 
136 SUGENG PUJI HARTONO,SE AKP 74110877 PENYIDIK UNIT II 
137 DRK. SIMANGUNSONG BRIPKA 65030728 PENY PEMB UNIT II 
138 SURANTO BRIGADIR 74110612 PENY PEMB UNIT II 
139 WARTISAH WINANINGSIH BRIGADIR 78020,744 PENY.PEMB UNIT II 
140 YUDHI HERMAWAN,SH BRIGADIR 78070404 PENY.PEMB UNIT II 
141 NOATIRUN BRIPTU 72110017 PENY.PEMB UNIT II 
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UNIT ill 

142 H. SUMANTO KOMPOL 59120480 KANIT III 
143 M. MANURUNG AKP 63040011 PENYIDIK UNIT III 
144 I MADE DWI KARYANTO AKP 65070118 PENYIDIK UNIT III 
145 MASKUR AIPTU 64080717 PENY PEMB UNIT III 
146 MARYUNI BRIPKA 71020009 PENY PEMB UNIT III 
147 I PUTU EDY SISH BRIPKA 74030367 PENY PEMB UNIT III 
148 ANDIK AZIS MUTOLP BRIPKA 70060304 PENY PEMB UNIT Ill 
149 EKO CAHYONO BRIPTU 80050275 PENY PEMB UNIT III 

UNIT IV 
150 ADJIE INDRA DWIATMA,SIK KOMPOL 70060452 KANIT IV SAT III 
151 HASIATI LAWOLE AKP 66120066 PENYIDIK UNIT IV SAT III 
152 SUMARJO AKP 61090133 PENYIDIK UNIT IV 
153. POLLO T SITORUS BRIPKA 69060343 PENY PEMBANTU 
154 ZAKARIA, SH BRIPKA 70070226 PENY PEMB UNIT IV 
155 MARUDUT HUTAHAEAN BRIPKA 74070293 PENY PEMB UNIT IV 
156 TAHAN SINAGA, SH BRIGADIR 67100309 PENY PEMB UNIT IV 
157 GUMILARPRASETYA BRIPTU 80100501 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT V 
158 H. ERZANALIM, SH KOMPOL 57010602 KANITV SAT III/SUMDALING 
159 JONTER BANUAREA, SH AKP 62090481 PENYIDIK UNIT V 
160 SODIKIN AKP 64030153 PENY PEMB UNITV 
161 M. SITANGGANG AIPTU 62090366 PENY PEMB UNIT V 
162 RIDWAN BRIPKA 67070058 PENY PEMB UNIT I 
163 L1C RAHMAD BRIGADIR 67060107 PENY PEMB UNIT V 
164 HARI NOVIAN BRIPTU 79110745 PENY PEMB UNIT I 
165 LILY ANDRIANI BRIPTU 82100043 SDA 
166 BAMBANG SUJARWO BRIPTU 80110588 SDA 
167 MOBIN 	. BRIPDA 72090025 BA DIT RESKRIMSUS 

SAT IV! CYBER CRIME 
168 PRASETLIO UTOMO,SIK,MSI AKBP 70010199 KASAT IV/CYBER CRIME 
169 FERRY MAULANA BRIPTU 80020101 BA CYBER CRIME 
170 ATANG SETIAWAN, S.SOS BRIPDA 73040098 BA SAT CYBER 

UNIT I 
171 AAGEDEOKA KOMPOL 59040635 KANITI 
172 SUNARTO PAMUJI P, SH AKP 60110280 PENYIDIK UNIT I 
173 JELAS SIREGAR, SH AIPTU 61010336 PENY PEMB UNIT I 
174 JOKO WALUYO BRIPKA 73100020 PENY PEMB UNIT II 
175 AMOS YULIUS G, SE BRIGADIR 68070208 PENY PEMB UNIT I 

UNIT II 
176 SLAMET SANTOSO KOMPOL 59050660 KANIT II 
177 ARYA BARU, SH AKP 59040767 PENYIDIK UNIT II 
178 JAWANI AKP 62070389 PENYIDIK UNIT IV SAT I 
179 HAR1 MULIA, AMD IPTU 69070144 PENYIDIK UNIT II 
180 DEWA NYOMAN S AIPTU 64010320 PENY PEMB UNIT II 
181 MANSON HUTAGALUNG BRIPKA 61030316 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT III 
182 TOTOK SUHARTONO KOMPOL 59060609 PENYIDIK UNIT III 
183 THENNY THERESIA L AKP 63110165 PENYIDIK UNIT III 
184 SLAMET AKP 64050157 PENYIDIK UNIT III 
185 JAIS BRIPKA 66070295 PENYIDIK UNIT III 
186 NGATMIN BRIGADIR 64050002 PENY PEMB UNIT V 
187 BUDI KRISTANTO BRIPTU 82020844 PENYIDIK UNIT III 
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UNIT IV 

188 MUCH. KODERI KOMPOL 64110072 KANIT IV 
189 AKHMAD SLAMET, SH AKP 61110411 PENYIDIK UNIT IV 
190 SUPRAYITNO YtJL)ANTO AKP 61060279 PENYIDIK UNIT IV 
191 YOYOK SUHARNO AIPTU 62070905 PENY PEMB UNIT IV 
192 ELAS MUNTHE, SH BRIGADIR 78080319 PENY PEMB UNIT IV 
193 RIENTYAS LESMANA BRIPTU 81110590 PENY PEMB UNIT IV 
194 M. YUSUF BRIPDA 82090237 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT V 
195 SUDIMAN A.P KOMPOL 60040466 KANIT V SAT IV BYR CRIME 
196 DWI WAHYUNINGSIH BRIGADIR 76120029 PENY PEMB UNIT V 
197 DARWADI BRIPKA 64010137 PENY PEMB UNIT III 
198 CECEP ARIPIN BRIPTU 80090756 PENY PEMB UNIT III 
199 AGUS RISTIANA, SH BRIPTU 84080124 PENY PEMB UNIT IV 

SAT V/KORUPSI 
200 Drs. YAN FITRI H AKBP 67010342 KASAT V KORUPSI 
201 SENTOT TRIATMOJO,S.Pd BRIPTU 79090132 BA SAT KORUPSI 

UNIT1 
202 JOKO SUS'LO KOMPOL 62040082 KANIT I 
203 YATIMAN AKP 60060860 PENYIDIK UNIT I 
204 NONA PRICILIA OHEI AKP 76110324 PENYIDIK UNIT I 
205 I KETUT SUGIARNO AIPTU 62010602 PENYIDIK UNIT I 
206 SUKRISNOWINARTO AIPTU 65120125 PENYIDIK UNIT I 
207 MUHANDITO TRI P BRIPKA 70080269 PENY PEMb UNIT I 	3 

208 EMIL WINARTO BRIGADIR 77050008 PENY PEMB UNIT I 
209 NURIDHAM,SE BRIPTU 79111165 PENY PEMB UNIT I 
210 HERU KRISWANTO BRIPTU 81030306 PENY PEMB UNIT U 
211. M.SENDRA ISMAIL BRIPTU 81090433 PENY PEMB UNIT I 
212 DEWI SETYOWATI BRIPTU 85030003 PENY PEMB UNIT 

UNIT II 
213 SUTOYO KOMPOL 52010137 KANIT II SAT KORUPSI 
214 ANNEKE WACANO KOMPOL 62090.138 PENYIDIK UNIT II 
215 SUPIANTO PANGARIBUAN AKP 63020258 . PENYIDIK UNIT II 
216 INDAH WAHYUNI AKP 65060100 PENYIDIK UNIT II 
217 AGUS SOMANTRI BRIPKA 72080073 PENY REMB UNIT II 
218 MUH. AFRIS BRIPKA 74090273 PENY PEMB UNIT II 
219 CAHYADI MAY BRIGADIR 75050430 PENY PEMB UNIT II 
220 ANURAFIK,SE BRIPTU 78111161 PENY PEMB UNIT U 
221 TUNTAS UMARYADI. BRIPTU 78111161 PENY PEMB UNIT II 
222 GATOT SUPRIYANTO BRIPTU 81090039 PENY PEMB UNIT II 
223 SODIQ FURQON BRIPTU 81010456 PENY PEMB UNIT II 

UNIT 111 
224 HERU SANTOSO KOMPOL 59110452 KANIT III 
225 GUSMIN HUTAHAEAN KOMPOL 53060067 PENYIDIK UNIT Ifl 
226 SUDJARWOTO, SH AKP 65070029 	. PENYIDIK UNIT III 
227 LENY AGUSTINUS, ST, MM AKP 70080443 PENYIDIK UNIT III 
228 HERMANTO AKP 57120790 PENYIDIK UNIT III 
229 ARIES ARIYANTO BRIPKA 72040188 PENY PEMB UNIT III 
230 I MADE BUDHIANA BRIGADIR ,77010027 PENY PEMB 	UNIT III 
231 NUR KHAM(D BRIGADIR 75070657 PENY PEMB UNIT III 
232 AGUS NURYANTO BRIGADIR 76040529 PENY PEMB UNIT III 
233 COMA SYAKUNTALA P BRIPTU 78050678 PENY PEMB UNIT III 
234 M. AGUS BRIGADIR 75030253 PENY PEMB UNIT II 
235 M.ASA!E RUMELAN BRIPDA 84070411 PENY PEMB UNIT 11 
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UNIT IV 
236 YULIAMAN ZENDRATO, SH KOMPOL 56070803 KANIT IV SAT V KORUPSI 
237 WINDU WAHONO, SH AKP 65050120 PENYIDIK UNIT IV 
238 NAJMUDDIN, SH AKP 66010665 PENYIDIK UNIT IV 
239 RUSLAN, S Sos AKP 72110545 PENYIDIK UNIT IV 
240 PUJI KURNIAWAN BRIPKA 72110090 PENY PEMB UNIT IV 
241 ARDIANSYAH BRIPKA 70120193 PENY PEMB UNIT IV 
242 DEDI RUSTANDI BRIGADIR 77110813 PENY PEMB UNIT IV 
243 YOGO PRATOMO, S.Kom BRIPTU 79011226 PENY PEMB UNIT IV 
244 ARYJATMOKO, S.Si BRIPTU 79011125 PENY PEMB UNIT IV 

UNIT V 

245. Drs. ENDANG USMAN, MA KOMPOL 68110465 KANITV 
246 SHINTO BINA G SILITONGA AKP 78040921 PENYIDIK UNIT V 
247 M. SADIKIN AKP 60070366 PENYIDIK UNIT V 
248 ASWIN 	 ' AKP 60050495 PENYIDIK UNIT V 
249 ERWIN PAKPAHAN BRIPKA 73050291 PENY PEMB UNIT V 
250 HENDRO PURWANTO BRIGADIR 76050555 PENY PEMB UNIT V 
251 YUSMAN SYAHRONI BRIGADIR 76050741 PENY PEMB UNIT V 
252 M.ARIEF SYATRIADIN BRIGADIR 76100070 PENY PEMB UNIT V 
253 DENDI TIANTO BRIPTU 80051305 PENY PEMB UNIT V 
254 AVAN PRAKARSA,SE BRIPTU 78101250 PENY PEMB UNIT V 
255 ROSDIANA MARBUN BRIGADIR 79100110 PENY PEMB UNIT V 
256 CATUR JUNIAR HADI BRIPDA 82061113 PENY PEMB UNIT V 

BKO 
257 ENDANG TARSA KOMPOL 58080381 PAMEN DIT RESKRIMSUS 

(BKO KPK) 
258 YENI YUNINGSIH BRIPKA 71060004 BA OtT RESKRIMSUS (BKO 

IBU KETUA MAHKAMAH 
KONSTITUSI) 

259 NI WAYAN KARIASTITI,SH BRIPKA 74010160 BKO ISU DEPUTI GUBERNUR 
BI 

260 HERI PURWANTO BRIPTU 81041292 ADC AM FATWA 
261 DIAN DWI CAHYONO BRIPTU 8212071.2 ADC AM FAT WA 

DIK 
262 YULDI YUSMAN, SE AKP 75070956 DIK SELAPA 2007 
263 MONANG SIDABUKKE, SSI AKP 72040687 DIK SELAPA 
264 SARDJONO BRIPKA 68090262 01K CAPA 
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PNS 

NO AiA PANGKA1fl N!P TMT JABAlAN 
2 3  . 	5 6 

 BENYAMIN PURBA, SH PENATA 030230061 28-02-2003 PAMIN II / MIN 
SUBBAG RENMIN 

 ENDANG AGUSTINI PENATA 030230067 15-01-2004 UR DATA JURU 
BAYAR 

 RUDI DARMAWAN, SH PENATA 030235590 21-03-2003 PAMIN PRODUK 

 SOFIE HASTUTI, SE PENATA 030241435 2006 PAURMIN SAT II 
 ENDANG YUNIASIH PENDA TKI 030165215 21.03.2003 PAURMIN SAT V 
 SYAHRIATI PENDA TK I 030153106 2006 UR MIN JUYAR 
 TUTI BUDI RAHAYU PENDA TK I 030167722 2006 PAMIN DOKLIT 
 Hj. HAWILAH PENDA 030174952 2006 PAURMIN SAT IV 
 ERIKEALWIYANI PENDA K10001487 2006 STAF DIR 

10 AGUS TANI PENDA 030195930 27-07-2004 STAF SAT INDAG 

11 SEMAN PENDA 030166845 21-03-2003 STAF SAT III / 
SUMDALING 

 SITI ARIFAH PENDA 030202491 21-03-2003 STAF SAT I I 
INDAG 

 PURNADI PENGATUR I 030205814 2006 STAF DIR 
 MU'AFAH PENGATUR 030228253 21-03-2003 STAF SUBBAG 

RENMIN 
 DWI SUJARWANTO PENGATUR I 030239094 STAF SAT CYBER 
 ZAENALAKMAL PENGATUR K10001490 01-01-2006 STAF BAG 

ANALISIS 
 SUNATA PENGATUR 030162132 21-03-2003 STAF SAT VI 

KORUPSI 
 MUSLICH JURU 030241523 21-03-2003 STAF WADIR 

RESKRIMSUS 
 NOORMAN RUDIMAN F JURU K10001506 01-03-2006 STAF RENMIN 

- 20. SUHERMAN JURU 030209034 12-06-2007 	1  SPRI DIR 
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PERBANDINGAN .JUMLAH DSP DAN RIIL 

SESUAI DSP 	 - RIIL: 
Kombes : I 

,

AKBP 
Kompol. 

:7 
:29 

PAMEN : 	45 
PAMA : 	66 

Pama : 67 (50 + 7) BINTARA : 153 Bintara :189 (175 + 14) 
PNS : 	20 PNS 

JUMLAH : 305 
	 JUMLAH : 284 

REKAPITULASI PERSONEL 
SESUAI DIK POL 

NO PANGKAT SESPIM PTIK AKPOL SELAPA SEPA CAPA ÔABA 
I KOMBES  
2 AKBP 5 I 
3 KOMPOL  3 3 2 29  
4 AKP  2 1 - 10 45  
S IPTU  ______ 5 
6 IPDA ______ _____ 3 
7 AIPTU - 29 
8 AtPDA  ______ _______ I 
9 BRIPKA _____ ______ 43 

10 BR!GADIR _____ ______ 33 
ii BRIPTU _______ 42 
12 BRIPDA - 

____ 

S 
6 1 4 12 82 	1 153 
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POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS - 

REKAPITULASI PERSONEL 
PER PANGKAT / PER SAT 

NO PANOKAT STAF SATI SAT 11 SAT III SAT IV SATV JML 
I KOMBES I - - - - - 
2 AKBP 2. 1 1 1 1 1 7 

3 KOMPOL 5. 8 6 6 5 7 37 

4 AKP 4 12 11 12 6 13 58 
5 IPTU 3 - - I I -. 5 

6 IPDA 2  1 - - - 3 

7 AIPTU 3 12 7 2 3 2 29 
8 AIPDA - - - I - - I 
9 BRIPKA 5 13 5 9 4 7 43 

10 BRIGADIR 2 7 3 6 4 11 33 
11 BRIPTU 6 - 3 1 	6 8 5 14 42 
12 BRIPDA  - - 1 2 2 5 

33 56 40 47 31 57 264 

PNS 
NO I 	PANGKAT STAF SATI SAT II SAT Ill SAT IV SATV JML 
I GOL III 5 2 1 2 1 1 12 
2 GOL II 3 - 1 1 5 
3 GOL.I 	. 3  3 .  

JUMLAH II__-  2 	- 1 2 2 2 20 

JUMLAH 
TOTALJ 44 J 58 

 J 
41 	 J 284 
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KOMPAS, SENIN, 17 MARET 2008 

P .,,elaial..KOrupsi .,:. ... 
Tidak Ak-an...J,era 
Putusan MA Ikut Tak Mendidik Masyarakat 

JAKARTA, KOMPAS - Aksi pemberantasan.korupsi.. 	tusan 1erbtinyi' meñerinia atau 
. 	. 	. . 	;:.menola.kPKsaja. 

dengan tekrnk menangkap tangan pelaku suap ternyata 	 . 
tidakpernah bisa memberikan efek jera; mi terbukti, 	Harya di p,ngglran 

semakin han transaksi suap-menyuap selalu têrjadi 	
Secar terpisai,pen jar 

dengan  nominal yang semaldnbesar. Pelaku korupsi pun djah Mada, Denny. Indàyana, 
menilai, :p emberantasan korujsi 

takjerakarena hukuman yang diterima juga ringan. 	:di Indonesia masih dilakukan di 
. 	 0 	 . 	

. •. 	 daer 	inggiran dan umumnya 
Demikian dikemukakan pakar . reka hams diperberat," ujamnya. • be1uth menyentuh pelakü utama. 

htikum pidana dart Universitas 	Secara khusus, .Gàyus menyo Akibatnya, meski sudah banyak 
Indonesia, Rudy Satriyo, dan ang- roti putusan Mahkamah Agung oraiig yang diadili dan dihukum, 
gota Koxnisi: III: DPB, T Gayus (MA) yang mengurangi hukuman .korupsitetap terus berlangsung. 
Lumbuun, secara terpisah, Ming- bagi terpidanã kasus korupsi 	"Jika korupsi diibaratkan sel 
gu Q6/3. 	. 	 BLBI. David Nusa Wijaya, ;thui. kanker, yang selarna mi diangkat 

Seperti diwartakan,. Komisi delapan tahun jadi empat tahun . hanya sel pinggiran, sedangkan 
Pemberantasan Korupsi (KPK) penjara di tingkat peninjauan sel utama tak pernah disentuh 
mena 

n 
gkapjaksa Urip 'fri Guna- kembali (PK),.tak mendidik ma- hingga. kanker terus saja me-

vañ, yang diduga menerima suap syarakatdan talc menimbulkan nyebar," katanya. 
terkait dengan kasus Bantuan Li- efek jera bagi pelaku korupsi. 	Situasi mi, lanjut Denny, terli- 
kuiditas Bank Indonesia (BLBI). 	 • 	hat dalam pengungkapan sejum- 
path bulan mi. Sebelumnya, KPK 	 de 	 lah kasus korupsi yang menarik 
juga menangkap ariggota Komisi 	 • • 	perhatian mayarakat; yang pro- 
Yudisial,.Irawady Joenoes, dan 	• 	 ses hukum umumnya hanya dl- 
anggota 	Komisi 	Pemilihan 	- 	 . fi 	 • 	kenakan kepada pelaku lapangan. 

.Umum,MulyanaWKusumah. 	Putusan MA-itu dapat 	Hanyadalam perkara korupsi di 
Menurut Rudy, sálah satu 	mengakibatkan patahnya 	Komisi Yudisial, KPK mempro-. 

tor yang meinbuat pelaku korupsi 	 ses hingga Ice aktor utama, yaitu 
takjera adalah ancaman hulcum- 	semangat penegak hukum 	Irawady Joenoes. 
an terhadap mereka talc pernah 	mengejar pelaku korupsi. 	• "Dalamn perkara korupsi di 
dimalcsimalkan hakim. Rendah- 	 . 	 KPU. serta Depa.rtemen. Keha- 
nya hukuman kepada koruptor 	 kirnan dan HAM, ada aktor yang 
metnbuat orang lain yang hendaic 	 • 	 didugmasih.dibiarkan. Padahal, 
melakukan korupsi atau mene- 	Lebih parah lagi, Gayus men- mereka mi justru merupakan ak- 
rima suap tak merasa takut. 	• jelaskan, putusan MA itu dapat tor yang Iebih penting," lcita 

Rudy mengatakan, memang di mengakibatkan patahnya sema- Denny. Indikasi yang  akan dipro-
dalam hukum, pemidanaan bu- ngat penegak hukurn mengejar ses hanya aktor lapangan juga 
kanlah sebuah bentuk balas den- pelaku korupsi. Pengurangan hu- terlihat dalam penanganan kasus 
darn negara, tetapi menjadi kuman itu mcnunjukkan MA talc aliran dana Bank Indonesia dan 
pembelajaran. "Namun, untuk mernerhatikan kesulitan penegak penyuapan yang melibatkanjaksa 
tindak pidana tertentu, seperti hulcurn dan segala risiko yang Urip Tri Gunawan. 	:. 	• 

korupsi, rasa takut calon pelaku harus ditanggung saat mengejar 	Emerson Yuntho dari Indone- 
tetap hams dilalcukan," lcatanya. 	terdakwa hingga ke luar negeri. 	sia Corruption Watch menàm- 

Rudy menjelnskrin penlu ada 	• Menurut Gayus, MA seniosti- bahlcan, terus terjadlnya korupsi 
sokisi untuk merciptakan kea- nya menierhatikan asas thanfaat juga disebabkan Iemahnya peng-
kutan bagi koruptor, yaitu dengan scbuah putusan. Talc scmcstinya . awasan di lingicungan penegak 
rneniptalcan efekjera Icepada pé- MA mengurangi atau menambah hukun. Akibatnya,banyaic per-
nègakhulçurn yang melakukan hukuman dalam putusan di ting- kara penting yang justru menjadi 
.penyiiipangafl. "Aparat penegak kat PK. Sehamusnya, majelis PK permairlan penegak hukum, se-
hukurn mi hams menjadi target mendasarkan putusan pada pe- perti yang terindikasidalam ka-
KPK, dan hulcuman kepach me nerapan hukum dengan arnar Pu SUS suap BLBI (VIN/ANA/NWO) 
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KORUPSI ASIA 	 a 
la 

Filip ina, Thailand, dan RI Teratas 
11 

SINGAPtJRA, SENIN - Fl-
lipina, Thailhnd, dan Indonesia 
masuk dalam tiga urutan teratas 
pèrinkat riegara Asia yang paling 
korup. Sernentara Singapura dan 
Hongkong berada di peringkat 
negara paling bersih atau paling 
tidak korup. 

Peringkat korupsi negara-ne-
gara di Asia mi berdasarkan hasil. 
jajak pendapat lembaga Konsul-
tan Risiko Ekonomi dan Politik 
(Political and Economic Risk 
Consultancy/PER, yang disiar-
kan Senin (10/3). Jajak pendapat 
ml dilaku.kan pada 1.400 warga 
asing pe1akubisnis yang dilaku-
kan pada Januari dan Februari 
2008 mi. 

Riset tahutian ml hanya di-
lakukan di 13 negara di Asia, tidak 
mengikutkan negara yang dikenal 
sarigat korup, seperti Myanmar 
dan Banglades. 

PERC yang berbasis' di Hong-
kong mengatakan, korUpsi tetap 
menjadi problem di kawasan Asia 
sekatipun kemajuan pesat dalain 
ek'onomi terjadi beberapa tahun 
mi. Pemerintahan di Asia secara 
urnurn kurang memperlihatkan 
keinginan lolitik untuk nieng-
atasi problem korupsimi.  

(Angka 10 tertinggl)  
liFilipina 9 (tahun lalu 9,40) 
2.4haiIand 8 (8,03) .';: - 

.3Jñdonesiä 7,98.(8,03) 
4:China;7,98 (6,29) 

.:5.' Yietnam 7,75 (7,54) 
&india,7,25 (6,67) 
'74:Tawii 6,55 (6,23), 
8. Malaysia 6,37 (6,25) 
9.,Korea Selatan 5,65 (6,30) 

io: Macau 3,30 (5,18) 
U. Japan 2,25 (2,10) 

Hongkong 1,80 (1,87) 
Singapura 1,13 (1,20) 

Sunbec PERC 

"Filipina merupakan kasus 
men'edihlcan karena menjadi sa-
ngatkorup7 ujar PERC dalam 
laporannya. Situasi di Filipina ti-
dak buruk dibandingkan Indo-
nesia dan Thailand. Korupsi su-
dab dipolitisasi dan menjadi 
peinbahasan terbuka di media. 
Talc seperti otoritas di negara-ne-
gara seperti Vietnam dan China. 

Thailand tetap menjadi negara 
paling korup nomor dua berda-
sarkan surei PERC. Hal mi ter- 

utania setelah militer mengudeta 
pemerintahan sipil hasil pemilu 
pada September 2006. Thailand 
praktia gagal mengatasi kasus 
korupsi yang ada. 

Indonesia berada di posisi ke-
tiga. Menurut PERC, aksi pern-
bèrantasan korupsi semaldn baik 
di bawah pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. Ha-
nya saja, pelayanan di sektor pe-
merintahan tetap saja inenjadi 
sumber korupsi. 

"Badan pemeringkat interna-
sional mungkin telah memper-
baud peringkat utang dalam ru-
l)ial1 dan valuta berkenaan de-
ngan upaya pemerintah dalam 
mcmberantas korupsi. Meski de-
mikian, masalah korupsi mi tetap 
serius," tulisPERC. 

Korupsi juga menjadi másalah 
serius di Malaysia. Bahkan, posisi 
Malaysia semakin buruk diban-
dingkan tahun lalu. PM Malaysia 
Abdullah Ahmad Badawi gagal 
memenuhi janjinya untuk me-
lakukan kebijakan pemberantas-
an korupsi. Hal.ini terlihat dan 
hasil buruk pemilu di mana Ba-
risan Nasional yang berkuasa 1ce 
hilanganIcursi di pernilu karéna 
korupsi. (AFP/PPG) 
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KOMP!AS 'RABU, 5 DESEMBER 2007 

PEMBERANTASAN KORUPSI 

Ku'ltu' r Masy.-araka't  Lan aA 
Su ap Semakin ,-. -:'' ,t erajalelá 

Mczsyaiakat masih rnenganggap suap sebagai hal yang 
wajar, lumrah, dan tidak inenyalahi aturan. Suap terjadi 
'1ipir d'seTrnuq 	 dilalcukan oleh 
seluruli lapisan masyarakat. Banyak yang belurn 
nèmahanjj,b'ahwa suap, baik memberi maupun menerima, 

-.-,• terrnasuk tindak korupsi. 	 % - .•3 CC 

OkhMthDWAHYULr 

ua dianggap sebagai ben- 
j 	primitif dan induk ko- ti 	rupsi. ua aLIa.. 

hirnya budaya coruptif dalam 
killa luas yang terjadi saat mi. 

-t 

	

	Contoh paling sederhana dan 
suap adalah memberi hadiah ke-
pada seseorang atau keluajga-
riya, yang berhubun an, den an 
jbatan yari irni 	ya, seagai 
bk trima kasih atas jasà 
yang diberikan. Tradisi pembe-
nan hadiah yang semula ber-. 
rnaksud baik akhirnya justru di- 

I . 's alahgunakan demi keuntungan 
pribadi dan saling menguntung-
Ican antara pemberi dan pene-
rima. 
- Aplikási suap terjadi miilai 

T dan hal yang sederhana dan se-
I pele hingga:urusan kenegaraan 

c 	yang rumit. Suap terjadi mulai 
d.ari pengurtthan kartu tanda 

P 

	

	penduduk 	hingga pembu- 
,Jatan undan -undang (UTJ) di 

lembaga legis a i. 
- 	Dalam masyarakat yang klan 
iriaterialistis, adagium "tak ada. 
yang gratis"menjadi acuan. Ald-\  
b atnya, sesuatu yang menjadi 
kewajiban seseorang, karéna ja-
b atannya menjadi "diperjualbe-
liican" demi keuntungan pribadi. 

Jaksa Agung Hendarman Su- 
- pndji seusai pernbukaan semi-

nar regional berteiiakan "Me-
kwan Penyuapan dalam Peng-
aclaanBarang dan Jasa Publik" 
di Nusa Dua,:BaIi, awal Novem-
ber lalu, mengatakan, perang 
inelawan suap sudah ada sejak 
inasa pemerintahan Hindia Be-
la.nda. Suap diatur dalam Pasal 
417-418 Kitab Undang-undang 
Itukum Pidana yang dirpjuk da-
ri hukum pidana mäsa penja-
jaJian.  

- 	Namun, suap bukan monc4oli 
masyarakat Timur. Di berbagai 
negara.rnaju, suap masih banyak 
terjadi dengan berbagai bentuk. 
Supjuga tidak hanya terjadi di 
sektor penierintahan atau pub-
uk, tetapi juga terjadi di sektor 
swasta dan korporasi yang me-
libatkan antarperusahaan atau 
antara perusahaan dan pejabat 
publik. 

Perbedaannya, suap di negara 
maju lebih mampu diminimal-
kan jumlah dan dainpaknya. 
Aturan dan sanksi yang jelas dan 
tegas, baik sanksi hukum mau-
pun sosial, membuat banyalc pe-
laku suap, termasuk yang kelas 
kakap, mampu dijerat hukum. 
Namun di Indonesia, hal itu Se-
pertinya belum berlaku. Padahal, 
hulcurn dan aturan yang mela-
rang suap tersedia sejak Indo-
nesia merdelca. 

Kesadarañ akan dampak dan 
kerugian suap juga bukan hal 
barn. Sejak.Iebih dari 20 tahun 
lalu, begawañ ekonomi Soemitro 
Djojohadikusurno menyinyalir 
'adanya penguapan 30-50 persen 
Anggaian Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN) akibat su-
ap dan tindak koruptif lainnya, 
yang rnenyebabkan terbengka-
lainya Icepentingan publik. 

Kesalahan yang terjadi sejak 
.Iama dan dibiarkan terjadi seca-
ra terus-thénerus membuat suap 
menjadi tindakan yang seo- 

rw 
lah-olah dibenarkan. ahkan' 
masyarakat menganggap suap 

bagai hal yang "dibenrkan". 
Sudah menjadi raiá umum 

bila masyarakat hixgga kini ma-
sih beranggapan;üntük menjadi 

ta TNu/Polri selaluhanisdiser-
t'idengan sudenganniIai 
hingga puluhan juta rupiah. 'De-
ngan semakin sempitnya iceter-
sediaan lapangan kerja, anggap-
an mi jugá merambah ke sektor 
swasta dan menyentuh kelas 
masyarakat ekonomi paling ba- 

cnurut Scicretaris Jenderal 
Transparency International In-
donesia (TIl) Rizal Malik, ralcyat 
Indonesia memiliki kreativitas 
tinggi dalam hal penyuapan, jika 
dibandingkandengan negara la-
in. Merelca memilild berbagai 
cana dan teknik untuk mengatasi 
Icendala dan aturan hukum yang 
lcemungkinan akan menjerat 
mereka. "Caiggjlinya kreativitas 
mas analcat dalam en ta an 
m inunit tindakkoru s 	lit 
dibuktilcan,.atanya.: 

Di bebenapa negara' lain, pro-
ses pcnyuapan niasib menyerta-
Ican tanda buktiyang disertai 
penyebutan ilama, jabatan, dan 
tanda tangan dengan jelas Ada-
pun di Indonesia, penyuapT 
umui1cukan tanpa tran-
salçsi perbankan, tanpa tanda 
bukti apa pun, dan terkadang 
dibenilcan nielalui jasa perantara. 

Untuic mèngelabui hasil pe-
nyuapan, penerima sering kali 
rneñjadilcan hasilsuap itu seba , 
gal harta 'kelcayaan istri, anak, 
atau anggota iceivargayalig1aln 
Bahkan,talcjarang harta!hasil 
lcorupsi mi digunakan untuk 
amal kemanusiaan. -. •' 
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;:MenUrUt Rizal, hukum dan 
:.turari untuk mnccgah penyu-
apan'di Indonesia sudah merna-
dai jika dibandingkan dengan 
negara lain.' Narnun, penyuapafl 
tetap sulit dicegah. "Semakin ke-
tat aturan yang dibuat untuk 
mencegah suap, semaldn tinggi 
pula kreativitas brang Indonesia 
untuk menghlndnrl aturan yang 
ada," kata dia lagi. 

Sosiolog Universitas Airlang-
ga, Surabaya, Hotman Siahaan, 

I menambahkan, tingginya kreati-
vitas masyarakat Indonesia da-
lam suap disebabkan Icultur ma-
syarakat yang lunak. Kerangka 
kulturalyang penuh pertim-
bangan mi membilat masyarakat 
selalu berusaha untuk menyla-
sati segala aturan yang ada. 

Masyarakat yang tidak rigid 
juga membuat hukum yang di-
buatnya pun tidak tegas. Aturan 
hukum terkadang keras, tetapi 
di bagian lain justru sangat lu-
nak. Ketidakpastian hukumini 
membuat hukum sangat mudah 
disiasati. 

Tingginya.tingkat kekerabatan 
masyarakat átas dasar berbagai 
ikatan primordial juga membuat 
penegakan hukum tidak bisa di-
lakukan dengan togas. Hukum 
hanya berlaku untuk kelompok 
masyarakat tertentu, namun talc 
diguhakan untuk kelothpok yang 
lain. "Transaksi dalammasyara- 

kat, termasuk suap dan pene-
gakan.hukñm, masih didasari 
atas 1asan emosional dan kultu-
ral, bidkaij atas dasar legal rasio-
nal," kätà Hotman. 

Kondisi mi mmbuat pembe-
rantasan korupsyang dilakuka 
sejak dulu hirigg kini hany 
drama penegakan hukum. Hamk 

irsemua pejabat publik dan 
pusat hingga daerah memainkan 

' pèrannya dalam penegakan hu-
kum. Namun, masyarakat sudah 
sangat cerdasmenilai apa yang 
dilakukan oleh pemimpin mere-
ka. Keterbukaan nforrnasi 
rnembuat masyarakat mampu 
mencerña apa yang dilakukan 
pejabat dan membandingkan dc-

ngan kondisi sehari-hari. Hal-hal 
yang ditonton masyarakat dan 
pemimpin selanjutnyn ditiru da-
lam skala yang lebih kecil. 

Tiadanya teladan juga mem-
buat masyarakat tidak pernah 
optimistis terhadap upaya pe-
merintah menciptakan pemerin- 

tab an yang baik (good governwl-
ce. Pemerintah yang membuat 
aturan, namun pemerintah yang 
mcnyiasati dan mclanggarflya. 

)emberantaSafl 
Menurut Rizal, kctidalera 

masyarakat Indonesia untuk 
menyuap dan berbuat koruptit 
lainnya juga disebabkan kecilnya 
on kos korupsL Banyãk ko-
rup or ang erbbkti mengorupSi 
dana miliarari rupiah hanya,ç 
hukumbeberaPa tahiiienJara 

an 	yang keciL Bahkan,, 
banyIk pula yang justru dibe-
baskan oleh hakim denganber-

Lbagai alasan. 
Oleh karena itu, unruk me-

ngura,ngi kasus suap dan tiridak 
korupsi lainnya, UU perlindurig-
an saksi dan UU pembuktian 
terbalik harus sgara diwujud-
kan. Keduà auran mi diperlu-
kan karena'selama ink mereka 
yang mengungkap adanya 
korupsi justru dijerat hukum de- 

ngan tuduhan 
pencemaran 
namabaik. 
Namun, 
mereka yang djtuduh korupsi 
justru bebas dan tindak 
korupsiflYa tak tersentuh hu- 
kum. 

"Langkah awn' memberantas 
korupsi di Indonesia adalah 
pemberafltaSal korupsi di lem- 

baga peradilan 
dan lembaga 
politik," kata 

Rizal. Seberat apa pun sanksi 
hukum dan ketatnya aturan su-
ap serta tindak korupsi lainnya 
tidak akan pernah menyclesni-
kan niasalah jika tidak menycn-
tuh korupsi di lembaga peradil-
an dan lembaga politik. 

Jalur kultural 	 i 
Hotman menanibajikan pem-', 

berantasahisuap dah:lcórusi 
melalui jalur struktural saja ták. 
cukup. Pencegahan melalui jalur. 
kultural perlu digalakkan meskL 
hasilnya baru dapat diperoleh 
dalam jangka waktu lamaIIu' 

1uiJ ct11r. 

Namun, perlu dicari terobosan 
agar pemberantasafl korupsi di 
jalur mi mampu menghasilkan 
penegakan hukum yang kuat. 

Langkah China dengan mene-
rapkan keadaan daturat korupsi, 
menunit Hotinan, pantasditix'i 
Cam China dalàm memberantas 
korupsi dinflal:sulit diterapkan di 
Indonesia, trutama degan 
pro-kontra hiikuman mati bai 
1öijr. Namun, tanpa cam lfii, 
upaya meminimalkan korupsi akan 
sulit dicapai dalanfwaktucepat 

"Hukum harus ditegakkan de-;  
ngan tegas dengansegala lcon- •  
sekuensinya' ujarnya. 
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POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA 
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS 

DATA PENYIDIKAN TIN DAK PIDANA UMUM 
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA 

TAHUN 2006 

PERKEMBANGAN SIDIK 

NO NO. LAPORAN FOUSI / PELAKU / TERSANGKA PASAL KERUGIAN KETERANGAN PROSES UMPAH P.18 P 21 SP 3 

PERKAR.A /P.19 

1. K/102/I/2006/SPK III FERRY SETIAWAN 378, 	372 - Proses - - - - Penyidik Unit II 

Tgl 11-1-2006 UNTUNG PRAY1TNO KUHP 

Penipuan, 	pengge!apan 	dgn 
cara kredit ranmor ke Mandiri 
Gemilang 	Motor 	di 	para 
Finance Cab Ketapang Jak Pus  

2. K/86/I/2006/SPK II BUDI 	SANTOSO 378, 	372 Rp. 36 Milyard - - - P 21 - Dilimpahkan Tsk & BB ke PU 

Tgl .9-1-2006 SAROYO KUHP No. Pot: R/2331,VII/2006/Datro 

Penipuan, 	penggelapan Dirut PT Satu Tiga Satu Tgl 4-7-2007 

meminjam 	asset PT 	Dwima 
Turangga Gunung (DTG) untuk Penyidik : Unit IV 

mendapat 	kredit Bank Niaga 
namun PT Tiga Satu Tiga tdk 
membayar sehingga PT DTG 
akan dilelang  

3. K/372/II/2006/SPKUI SYELIAWATI 374 KUHP Rp. 100.000.000, - Limpah - [ - - Ditimpahkan ke Sat Fismondev 

Tgl 1-2-2006 I No. Pot : B/ND 35/11/2006/Kor 

Penggelapan 	dim 	jabatan, Tgl 28-2-2006 

uang dgn cara meminta cek 
dgn 	alasari 	untuk membayar . Penyidik : Unit V 

suplier 	di 	PT 	Kayo 	Hitam 
Mandiri  

4. K/431/II/2006/SPK I KHAIRUL ANWAR, SE 378, 	374 Rp. - - - - SP 3 Dihentikan penyidikan krn tidak 

Tgl 11-1-2006 KUHP 3.200.000.000,- . 	. . cukup bukti, bukan merupakan 

Penipuan, 	penggelapan 	dim tindak Pidana & Demi Hukum 

jabatan uang dgn cara menga- No. Pot : SP 3/19/111/2007/Sus 

jukan kredit pd Bank Bukopin . 	. Tgl 30-3-2007 
Cab Gn Sahari samapi saat ml 
uang tsb tdak disecahkan kpd Penyidik : Unit II 

korban. 
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PERKEMBANGAN SIDIK 

NO NO. LAPORAN POLl-SI / PELAKU / TERSANGKA PASAL KERUGIAN KEERANGAN PROSES LIMPAH P.18 P 21 SP 3 

PERKARA /P.19 

5. K/512/II/2006/SPK III FERRY St SAID 231 KUHP - Proses - - - - - Berkas Perkara dikirim ke PU 
Tgl 10-2-2006 No. P01: R1759/III/06/Datro 
Memindahtangankan/mengge- Tgl 8-3-2006 
lapkan merusak brg yg disita 
Negara 	aparternen 	Menara Penyidik Unit II 
Oasis. Lt 12 ii Senen Raya 3 P 

6. K/588/II/2006/SPK I AJI SOKO 378, 	372 Rp.7.674.350.775 - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 
Tgl 15-2-2006 
Penipuan, 	penggelapan 	uang 

R.ACHMAT SAHAMAN KUHP No. P01 : B/ND 251/VII/2006/Sus 
Tgl 18-7-2006 

pembayaran sapi Australia di 
PT Niki Food Davids Building. 31 Penyidik : 	Unit II 

- Kalimalang Bekasi  

7. K/652/II/2006/SPK I ARIS INTANDONO 378, 	372 Rp. 1,3 Milyard - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 
Tgl 21-2-2006 MUKSIN SALAMPESI KUHP No. P01 : B/ND 91/VI/2006/Sus 
Penipuan, 	penggelapan 	uang RAHMAWATI Tgl 7-6-2006 
pembelian 	batubara 	di 	PT 
Prigatama Jak Ut Penyidik : 	Unit III 

8. K/823/III/2006/SPK III SRI HUNTATI 266, 	374 - Proses - - - - Penyidik Unit III 
Tgl 	3-3-2006 Komisaris 	Utama 	PT KUHP 
Memberikan keterangan palsu Capitol 	Gravure 
& 	penggelapan 	dim jabatan, Industries. 
membuat data laporan review 
PT Capitol Gravure Industries 
paisu  

9. K/1369/IV/2006/SPK II ROBERT. H. TONOSO 263 KUHP - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 
Tgl 12-4-2006 Dir 	PT 	Dwidara . No. P01 : B/ND 95/Vl/2006/Sus 
Pemalsuan 	dokumen 	eksport Mahkota Setia Tgl 13-6-2006 
PT 	Intimas 	Wisesa 	yg 
mengeksport brg ke Singapura Penyidik : 	Unit IV 
dgn 	jasa 	transportasi 	PT 

_ 
Dwidara Mahkota Setia 
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PERKEMBANGAN SIDIK 

NO NO. LAPOPAN P01151 / PEI.AKU / TERSANGKA PASAL KERUGIAN KETERANGAN PROSES UMPAH P.18 P 21 SP 3 

PERKARA /P.19 

10. K/209/VI/2006/Siaga III DR RUYANDI HUTA- 335 KUHP - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 

Tgl 27-6-2006 SOIT, SPUD MIN No. Pci : B/ND 263/VII/2006/Sus 

Perbuatan tdk menyenangkan, Ir. APRI HANANTO- Tgl 21-7-2006 

me non aktifkan pengurus. Par SUKANDAR, M.DIV 
tai Damai Sejakhtera Jak Sel Penyidik Unit I 

11. K/210/VI/2006/Siaga III VIKTOR NADAPDAP 335 KUHP - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 

Tgl 27-6-2006 No. P01: B/ND 263/VII/2006/Sus 

Perbuatan tdk menyenangkan, Tgl 21-7-2006 

mengancam 	dgn 	kata 	agar 
mencabut 	kuasa 	& 	gugatan Penyidik Unit II 
class action di PN Jak Pus 

12. K/222/VII/2006/Siaga III TAKASU MASAHARIJ 372 KUHP - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 

Tgl 6-7-2006 No. Pci : B/ND 263/VII/2006/Sus 
Penggeiapan uang PT untuk Tgl 21-7-2006 

membeli mobil APV & Carry 
a.n. UANA di Lippo Cikarang  Penyidik Unit III 

13. K/227/VI1/2006/Siaga III Daiam Lidik 335. KUHP - - Limpah - - - Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM 
Tgl 17-7-2006 No. PcI : B/ND 277fVII/2006/Sus 
Perbuatan tdk menyenangkan, Tgl 27-7-2006 

mengancam 	mirita 	pelapor 
berhati-hati 	bersikap 	dim Penyidik Unit IV 
cunter statement kasus koru psi 
di PT Garuda Indonesia 

Jakarta, 31 Januari 2008 

KASAT V IXORU PSI 

/ 	 •1 

/ Drs. ARIS MUNADAR 
AJUN KOMISARISBESARPOLISI NRP 56070839 
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KEPUTUSANBERSAMA 

KPALAKE'POLISIAN NEGARA REPUE3LIK INDONESIA 

IAN, 

KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PFMBANGUNAN 

NO. POL. 	Kep I12 IIV I 2002, TgL 29 April 2002 

NOMOR 	: Kep,04.02.00 —219 /K I 2002, Tgl, 29 April 2002 

TENTANG 

KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS 
YANG BERlNDKASl TIN DAK PIDANA 
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KEPUTUSAN I3ERSAMA 

KIWALA KIil'OLISIAN NEGARA REPUI3I.JK INDONESIA DAN 

KEPAISA I3ADAN PEN.CTAWASAN KEUANGAN DAN PEML3ANGUI'IAN 

NO. POL 	Kep/12/IV/2002, igI. 29 April 2002 

NOMOR 	Kcp,04.02.00-219/KJ2002 Tgl, 29 April 2002 

TENTANG 
KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS 

YANG BERINDIKASI TtNDAK PIDANA 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUI3LIK INDONESIA DAN 

KEPA.LA  13 ADA.N PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEM13ANGUNAN. 

Mcninibang 	a. 	bahwa dalarn' rangka rnengetektitlan pcnariganan kasus yang 
berindiasi tindak pidana perlu diadakan kerjasarna antara KepoUsian 
Ncgara Republik Indonesia dan I3adan Pengawasan Kcuangan dan 
P e mba ii gu nan; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
Iiwif a, perlu incnetapkan Kcputusan I3crsania Kcpala Kepolisian 
Negara Rcpublik Indonesia dan 1(cpala Badan Pengavasan 
1< cuanga n dan Peinbangu nan tentang Kcrjasarna Dalam Penanganan 
Kasus yang Bcrindikasi Tindak Pidana 

N'icnginga( 	I. 	Undan-LJndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang J-Iukurn Aara 

Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	1981 

Nomor 76; Tambahan Lembaran Nilgara Nomor 3209); 

2, 	Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubaha n atas 
Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pcrnberantasnn 
tindak Pidana KorupSi (Lembaran NegaraRepubi ik Indonesia TLlhufl 
2001 Nomor 134 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

.3 	Undnn8-Undang RI NornOr 2 Tahun 2002 tcn(artg Kepolisian Negarn 
Republik Indonesia (Lembaran Negara 1cpubIik Indonesia thun 
2002 Nornor. 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.) 

4 	P era ban- Pcnibri iii ah RI Nomor 27 Tahun I 98,,) tentang Pci aksana.an 
Kilab UndangLundang Ilukum Acara Picann (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran 

Neara Nornor 3258); 
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5 	Keputusan Presidcn Ri Nomor 155 / M Tahun 1999 tcntang, 
Pcngangkatan Kepala I3adan 11cn8awasan Keuangan dan 
P em b angu nan; 

6. 	Kepuwsnn Presidn RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tubas, Fungs, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Le,nbaa Perrierintah Non Departemen sehagaimana telah diubah 
dct.gan Keputusan Presiden Nomor. 3 Tahun 2002; 

7 	Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Oa'ii.anisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non 
I)cpartcnicn cbtgai mana tel a Ii diubah  dCngan Kcputusan Presiden 
Nomor 5 Tahbn 2002. 

8. Kcputusan Presiden RI Nornor 84 Tahun 2001 tentang 
Pemberhcntiau dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

Menctapkan : 	IKE PUTUSAN I3ERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGAJ.A 
REP UI3LJK fND ONESIA bAN 	KEP ALA B AD AN 
IENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGtJNAN 
TENTANG KEIUASAMA DALAM PENANGANAN KASUS 
YANG I3EPJNDIKASI TNDAK PIDANA. 

13A13 

KETENTUAN U1vIUM 

Pasal I 

I)alain Keputusan I3ersuma in, yang di maksud dengan 

- 	(I) 	polisian Ncai'n Republik Indonesia selanjutnyn discbut POLK! adaich lembagn 
tagaimani dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kcpohsian Ncgnra Rcpublik Indonesia. 

(2) 	l3ndan Pengawasan Keuangan dan Pcmbangunan cclanjuttlya disehut BPKP adalah 
lembaga sebagairnana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fu.ngsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tatu 
Kerja Lembaga Pernerintah Non Departcmen sebagaimana tah diubah deng.n 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, 

/ 
R 
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'J'incjnk l'idann a(IaIaIl Setiaj) i)ci'buatn 'nclakukaii Mati 6dak inelakuki,ii sesuntu 
)'tWLJ. olcI peraturan perundang.undanga,i yang bcrlaku thnyatakan 	cbagai 
perbuatoir yang dilarang dan diancarn dengan pidaiia. 

Lapornn IniiI audh BPKP adalali laporan Imshl aLldn in vcstigasi 

Auciii Invusi insi BPKP ndn!nh snlah satu bcntuk ttigns pokok .dan f\ingsi E3 P1< P 
bcrdasarkan peraturan perunditng.undaiigan yang bcrlaku. 

Pcnyelidikan adalah scrangkaian tiiidakan pcnyclidik scbagainiann diina.ksucl dafani 
VU No.8 Inliun I 981. 

(6) 

Pcnyidjkan adnlah scruigkaia;i chtidaka:i penyidik sI);!glunalla dunaksud da!:un 
Iiudatig 	I Indang No.8 Tahtm i 9.1 

13A13 II 

RUANO L.INGKUp KIRJAS AMA 

I'asal 2 

Ruang I iiigkup keijas;ima antiui POLR I dan 13 PKP, neliptit i 

il. 	Penerusan k;i.sns penyimpailgan yang bcriiidikasi lindak f)dana hasil audit BPKP 
tiiiii,k ditindak lanjuti ON POLRI. 

b. 	PCnIIIIIUI;III bnnniiin audit Invcstigasi dan POLRI kcpadi 01)KI> gtwa meinperjclns 
n(tanya indikni tinduk pidana: khususnyn yang berkaitan dengaii kcrugian kcwingan 

Pciinjittnaii keccrangan altli dari Potni kcpada L3PK.P dala;n penyidikajI tLiidak 
pidana 

d.• 	Penn it taut ban nan tcnaga auditor da:i POLRJ kcpada L3PKP untuk rnengliitutig 
kcrugian keuangan dalain raiigka penycidikan dan atau oenyidikaii tindak pidana. 

C. 	Kcrasunta lai ll  yang disepakati olcli POLRF dan BPKP SCSUaI (Jeilgall ketentuan yang benlak u. 

BAD III 
J 7 ERTEMUAN / KOORD(NASJ 

Pasat 3 

(1) 	Unuk Ineinpct Jancai' (Jul mcugatasi Jianibatan daiwa pcaksauaait kcrjasainti 
dilakukan perteittutin koordinasj ifiutana Pjlbat POI.RJ dan pcjabat BPKP 
sCktiritiig.kiiraij1'u,a .3 (tiu) hitlant seknli, 

4! 
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(2) 	Pertemuan s.cbagaimana diniaksud dalam ayat (I) dilakukan pacla iiiigkat j)USat dan 
ciacrah 

l'asal4 

(I) 	Koordinasi antata 	jabat POLRJ dengan pejabat !3PKP sebagainrana dirnaksud 
dalam Pasal 3 dilakukan untuk membahas 

a. 	I'crkciii(,;iiig;i;i pcli I14ariafl kasus; 

h. 	Hamhatanlk cadala yang dijuriipai dalam pcnanga nan kasus dan mengupayakan 
pernccahaniiya; 

c. NaI-hal lain yang dianggap perlu. 

Dalam hal iccardini s cbagaimana dimaksud ayat (1) tcrjadi perbedaari pendapat 
clan tidak dicapai kcsepakatan, maka permasaiahannya diangkat ke tingkat yang 
Icbih tinggi. 

1-Jasil koordinasi scbagimana dimaksucl dalarn ayat (I) dan ayat (2) dicatat dan 
dituangkan kcdalnnr norrlcn rapat serta dilaporkan kepada Kapoiri 

(Intl Kepata J3PJ(P, 

Pasal S 

Pciaksananri kerjasama scbagaini;r,ir dirnaksuci dalarn Pasal 2 dan Pasal 3 dipantau dan 
dikendalikari olch masiag- nasing pinipinari instansi tingkat pusat 

(Ian daerah melaiui aporan triwulan dan dirckonsiliasjkan pada perlcmun berikuinya 

BABIV 

PENERuS,\N KASUS DARI [3PKP KEPADA POLRI 

Pasal 6 

Apabi In dalani iricki ksanakan lugas pcngawasan kcuangan dan pembangu nan
)  

I3PKP mcnc,nukair adanya kasus pcnyimpaflgan yang berindikasi tindak pidana, 
maka I3PKP mcneruskan pcnyimpaflgan tersebut kepada POLRI, 

(2) 	i 	
usan pCnyi Inpangan sebagaimaria diniaksud ayat (I) dilakukan sctciah 13PI 

irengadakan pcmaparari ksus Icisebut bcisanra-sa,na derigan POURI. 
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(3) 	Hasil pcsnapaia n dibahas dan diaiialisis bcrsarna untuk mcndapatkan kesepakatan 
mcflgenai tcrpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dituangkan 
kc dalani Berlin Acara Kcscpakatan. 

Pasal 7 

Da1arn°ha1 hasi) tcinapnran bcrsania incnyinipulkan 

a. 	Uiisur-uiisus tindak pidana iclah terpenuhi, maka 13 P KP menyampaikan laporari 
hasil audit kepada POLRI untuk ditindaldanjuti, 

b 	Unsur-unsur Undak pidana belum cukup, maka I3PKP akan melcngkapiiiya balk 
scndn, inaupun at nu bcrsama-samn dengan POLRI. 

C. 	Unsir-unsiir titidak pidana tidak terpcnuhi, maka BPI(P akan menangani 
penyimpangaii tersebut sesual dcngan peraturari perur.dang-undangan yang berlaku, 

Pasal 8 

(I) 	Dalam in en in d ak a nju Ii taporan hash I audIt 13 PKP, POLRI  dapat mcml nt a bantuan 
tcnagn alit i 	13 P K P tintuk mcmbuat tcrang 	adanya tindak pidana bcrdasarkan 
k.cahl I a ii nyu 

(2) 	Da am iipaya perizunpu I an alat bukti tcnta!ig ierjadi nya 1 indak pidana, maka 
penyidik E'OLR.1 dapat mcminta bantuan pcjabat J3PKP untuk bertindak scbagai 
pcnibcri kctcrna a ah II. 

Pasal 9 

(1) 	Polii wajib nciiicriRan laporan perkcrnbangan kasus yang diserahkan olch BPKP 
aik yang diki.uimkan kc Pcnuntut Urnum maupun yang dihenc.ikan"penyidikannya, 

- 	(2) 	Dalani hal BPIKP tnngingiokan penjelasan perkernbangan pcnyidikan tindak pidan 
scbagai niana dinniksud ayat (1), BPKP harus menyampaikan secara tcrtulis. dan 
Poiri wajib meinberikan jawaban sccara tertulis. 
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C) 

(3A13 V 

IIANTU,\N TENAGA AUDI'I 1NVusygl.;AsI 

PnuI IC) 

I)alagji hal l'OL1I Iliclakukaji pelIychidikat1 (Ian alan pcnyidikan lindak piclana, 13PKJ' 
meinbaittu tcnaga ahihi nudit invcsligasi unluk atigkn v'aktu tc,lciiu. 

Ri.sal H 

(I) 

	

	Uautunn 
aildii iflves(igasj scbagaiiinu diniaksiid dalaw l'asat 10 dibcrjka,i (icngaJl 

mcnipcs'IintiI;:ii kcwcna:igait dnii alan kcahlinn yang dii1ikj ole!, pejabat 13PKJ, 

(2) 	A
pobill obyck audit berada di (laliuun kcwcnaulLa,1 I3PKP, uniku laporait has audit 

13 i'JKI' 'au jsuluIg hSampnjktn kepada POLR I. 

('3) 	Apabil;i ubyck mud ii bcrucJa di luar kcwcnm,Wul  13 i'KP unaka  

OPKV ams pcnniuhjuuuj POLRI uuIcuitug;u.skuu, atidi:oruiyi uuUuk unc:nb;int, PQ,Lpj 
mc!akuk;uji audit unul( dan aLas nama POLR!, diunana surat tugas dan laporan 
hash aitdiinyi diterbilkan olcht POLRI. 

IJII' ilas J)Cnnbutuau1 POLRI nucuiugaska, auiditoriiy,1  titiltuk bcrtjflciaj( scbataj ui bc;'i k ci cr;1n1: ui ;uh Ii. e  

('1) 	1(nsij audit 1 1 insligasi I)PKI 
SCbag;ui:nai,u dunaksud dalain ayat (3) hut:f' a (Iif):ipai k;u 	ulch thin bantuan audit kcpada POLRI uuult:k disimpuikan dan diItIantka,u kc daleuu !aporan haShl audit yang di1crbitk 1  olehu POLR!. 

!3A13 \'J 

I3ANIIJAN PENGI.11I'UNG,\N KERUGJ,\N KEU/\NGAN 

PaaI 12 

(I) 	Apabilu daii 
"I penyc! idikan dan aLan penyidikan POLRI diperohch cukup kuat ndauiya liuidak pidana, niaka POLR I dapaf :ncni hua bnniiiaj BPKP untiik uIicnghi(iutjr kcruiginn Kemmgu, 

(2) 	Pcrujiiaau Intuitu;,,t 110"Olung kriigian kcuangan .ccbagainiin ayni (I) 

	

	 a diinaksud dalam hi! akukmi setch alt J'O f..R! mcngadtil(an pcnlaparan kasusnya. 

4/f 
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7 

Pasal 13 

Dalani hat inemberikan baithian mcnghitung kerugian kcuangar atas prrnintaafl POLRI 

sebagaimana limtksud Pasal 12, maka auditor 13PKP yang • ditugaskan untuk itu secara 

tcknis O()cfnSIonaI boinda th bawab kendali POLRI, sedangknn secara teknis f\ingsioñal 

tctap beracla dibawah kc.nd au 3P K? 

Pasal 14 

Scbdtn%u (ILIditOr (3 P1<1' ncnycrahkan haiI bantuan pcnghitungan icrugian keuangan 
sebagaimana (hmaksud dalani Pasat 12 kcpada POLRJ, tcrlebih dahulu dibahas dengan 

j)cjabat atau pmpIflafl B P1K? untuk mcnjaga standar mutu pclaksanaar,. tugas audUor. 

BM3 VII 
PEMI31AY,\/\N 

Sca1a biqa yang (inWul sebagai akibat davi pci'min(aan Munn POLR1 kepada I3PKP 

dahun pci aksa nan n Kepu W san t3crsa ma i ni menj 3(11 bcba a PG LR 1. 
.... 

13Ai3 VIII 

KERJASAMA LA.tN 

Pasal 16 

KAPOLR.! dan Kepala [3PKP dapat melakukan kcrjasama lain di luar benluk 

kcrjasama yang diaur dalam Kcputusan I3ersama mi. 

Kerjasw))p lain scbagaimana dimaksud dalam ayal (I) dilakukan sctclah ada. 
kcscpakrttan icitulis antara pjabat POLRI dcngan pejabat I3PKP scsuai dcngan 
tunas pokok dan 1insi scrta kewenangan masing-masing instansi sesuai deugan 

keteptuan yanp, berlaku. 

I., 
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!3AI3IX 
KETENTUAN PEN1JTUI 

- 	 Pasal 17 

( I ) 	.Jii tuk cIki i l iyn I,CI aksauaaii Kcptit usan 13crsama in i, Kupoki inenunju k KpaIa 
Korps Ikesersc I'OLl.I dan Kepala I3PKI' inenunjuk DcpnIi l3idnng Invcstigasi 
unitik iiiclaksniinkaii Kepulusan I3crsaina mi. 

(2) 	Ketenivaii lcbili Jan juL ytng d iperlukan bagi Imlaksonami Kcpuwsan Bcrsina mi, 
kan duCt 1)k111 nlch kedtia L)cjaL)at yang (111111111k SCb1IiflIiii diinksud dalam 

ayat ( I ) 1iik secata bcrsi ia-saina iiiaupun sciicluri-.scndnu scstmi dcngau bidang 
iii!asfl)'a liiasin!i-n)aSun!4. 

(Cl)Littisa: )  I1ei;in;i 111i intilai berlaku pacla tanggal ditctapka:1. 

l)iictpkan di 	Jak arta 
Pada tigg: 	Apr 	2002 

A. 

j I 
'/ ,? 

" 	PA)(_E3ACHTIAJS.U, 
3i 1L)CRAL POLLS! 
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